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BAB 1  

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

endidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam 

kehidupan manusia. Sebagai kebutuhan dasar, pendidikan 

memberikan pondasi yang kuat bagi perkembangan individu dan 

masyarakat. Melalui pendidikan, individu dapat mempelajari 

berbagai disiplin ilmu, membantu dalam pengembangan 

ketrampilan intelektual, sosial, dan praktis. Sehingga pendidikan 

memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. 

Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas dan setara 

kepada seluruh warganya, suatu negara dapat menciptakan 

pendidikan yang lebih maju, adil, dan relevan, yang memberikan 

dampak yang lebih luas dan signifikan bagi individu, 

masyarakat, dan dunia secara keseluruhan, dalam upaya 

menciptakan masa depan yang lebih baik, peningkatan 

kesejahteraan, serta membangun masyarakat yang harmonis dan 

berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional , pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan 

spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia,serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan bertujuan untuk 

mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu aspek intelektual, 

emosional, sosial, dan spritual, serta mempersiapkan peserta 

P 
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didik untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

 Dalam banyak hal, konsep dan kontribusi Ki Hajar 

Dewantara sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemikiran dan gagasan Ki 

Hajar Dewantara, pendiri Perguruan Taman Siswa dan tokoh 

pendidikan Indonesia, memberikan inspirasi dan landasan bagi 

pengembangan pendidikan di Indonesia. Ia memperjuangkan 

pendidikan yang merdeka, inklusif, dan berfokus pada 

pembentukan karakter . Asas Tut Wuri Handayani merupakan 

salah satu gagasan yang awalnya dikemukakan oleh Ki Hajar 

Dewantara pada masa penjajahan dan masa perjuangan 

kemerdekaan, serta diterima sebagai salah satu asas pendidikan 

nasional Indonesia. Tut Wuri Handayani mengandung arti “jika 

dibelakang memberi dorongan). Asas yang menegaskan bahwa 

setiap orang memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri 

tersebut mengandung makna among, momong, dan ngemong, 

yang berarti bahwa dalam urusan pendidikan anak tidak hanya 

satu pihak yang bertanggung jawab, melainkan melibatkan 

semua pihak untuk memberikan pengaruh yang baik dan 

mendukung proses pendidikan . Pendidikan bukan hanya 

tanggung jawab orang tua, tetapi juga melibatkan peran 

lingkungan yang lebih luas, seperti keluarga, masyarakat, dan 

sekolah. Semua pihak yang terlibat dalam memelihara dan 

merawat anak memiliki peran yang sama-sama penting dalam 

memberikan asuhan dan pendidikan yang baik. Makna ini juga 

menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara orang 

tua, guru, dan masyarakat dalam mendidik anak-anak. 

Lingkungan yang baik dan mendukung dapat memberikan 

pengaruh positif dan memberikan kesempatan kepada anak 

untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Asas Tut Wuri 

Handayani tersebut kemudian dikembangkan oleh Drs. R.M.P. 

Sostrokartono (seorang filusof dan ahli bahasa) dengan 
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menambahkan dua semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo (jika 

didepan memberi contoh), dan Ing Madya Mangun Karsa (jika 

di tengah membangkitkan kehendak) . 

Konsep-konsep yang diusungnya terus menjadi pedoman 

dalam perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia dan 

pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas. Konsep 

pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, didasarkan pada asas 

kemerdekaan. Ia meyakini bahwa pendidikan harus memberikan 

kebebasan kepada individu untuk mengatur kehidupannya 

dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat . 

Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai sarana 

untuk mengembangkan potensi dan kebebasan individu dalam 

mencapai tujuan hidupnya. Ia menekankan pentingnya 

memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan 

kreativitas, kecerdasan, dan kepribadian mereka sendiri . Dalam 

pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan seharusnya bukan 

hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang 

membantu individu dalam mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis, bertanggung jawab, dan memiliki rasa empati 

terhadap orang lain . Ia menekankan pentingnya pendidikan yang 

menghasilkan manusia yang memiliki kemandirian, memiliki 

kepribadian yang kuat, dan dapat berperan aktif dalam 

masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan 

berlandaskan pada nilai-nilai kebebasan, kemandirian, dan 

tanggung jawab. Ia percaya bahwa pendidikan yang memberikan 

kebebasan kepada individu untuk mengatur kehidupannya, tetapi 

tetap bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang berlaku, 

akan menghasilkan generasi yang berkualitas dan berkontribusi 

positif bagi masyarakat dan negara. Ki Hajar Dewantara juga 

mengutamakan pendidikan yang berkualitas dalam konsep 

pendidikannya. Ia percaya bahwa pendidikan harus memberikan 

landasan yang kuat bagi perkembangan potensi individu. 

Dengan mengutamakan pendidikan yang berkualitas, Ki Hajar 

Dewantara berusaha menciptakan sistem pendidikan yang 
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mampu menghasilkan individu yang berpotensi, memiliki 

karakter yang kuat, dan berkontribusi positif bagi masyarakat 

dan bangsa. Pendekatan ini terus menjadi landasan dalam 

pembangunan pendidikan yang berkualitas di Indonesia . 

 Pendidikan yang berkualitas adalah salah satu dari 17 

(tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals/SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Tujuan ini ditetapkan 

untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan 

berkelanjutan hingga tahun 2030 . Tujuan keempat, yang disebut 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-4 atau SDG 4, adalah 

"Pendidikan Berkualitas." Tujuan ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa semua orang memperoleh pendidikan yang 

inklusif, adil, dan berkualitas, serta kesempatan belajar 

sepanjang hayat. SDG 4 mencakup berbagai aspek pendidikan, 

termasuk akses yang setara terhadap pendidikan awal, dasar, 

menengah, dan tinggi, peningkatan kualitas pendidikan, 

pembangunan keterampilan, dan penghapusan disparitas gender 

dalam pendidikan. Pemerintah dan organisasi lainnya berupaya 

untuk mencapai SDG 4 dengan mengambil langkah-langkah 

seperti meningkatkan akses ke pendidikan, memperbaiki 

fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas guru, dan 

memastikan bahwa pendidikan mencakup aspek inklusifitas dan 

kesetaraan gender . Pendidikan yang berkualitas dianggap 

sebagai fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan, 

karena dapat memberdayakan individu untuk mencapai potensi 

mereka secara penuh, mengurangi kemiskinan, meningkatkan 

kesehatan dan kesejahteraan, mendorong inklusivitas sosial, dan 

mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

 Hasil pemeringkatan pendidikan terbaik di dunia tersebut 

menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih sangat 

membutuhkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah 

Indonesia, dan terdapat tantangan yang signifikan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa 
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diantaranya adalah hasil pemeringkatan PISA (Programme for 

International Student Assessment) 2018 yang menunjukkan 

bahwa Indonesia berada di posisi yang memprihatinkan dalam 

hal kinerja pendidikan, yaitu urutan ke-72 dari 77 negara yang 

berpartisipasi dalam penilaian tersebut (https://www.oecd.org/ 

pisa/publications/pisa-2018-results.htm). Peringkat Indonesia 

yang juga tidak pernah mencapai skor rata-rata negara 

Organisation for Economic Coperation and Development 

(OECD) ini masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti 

Malaysia dan Brunei Darussalam. Selan itu, hasil pemeringkatan 

negara dengan pendidikan terbaik di dunia yang dilakukan oleh 

US News and World Report, BAV Group, dan Wharton School 

of the University of Pennsylvania tahun 2021 menetapkan bahwa 

peringkat Indonesia yang berada pada urutan ke-54 dari 78 

negara (https://worldpopulationreview.com/country-

ankings/education-rankings-by-country). Sedangkan 

berdasarkan data yang dirilis oleh Worldtop20.org menyatakan 

bahwa peringkat pendidikan Indonesia pada tahun 2023 berada 

pada urutan ke-67 dari 209 negara di dunia, yang berdampingan 

dengan negara Serbia di peringkat ke-68. Worldtop20.org 

mengumpulkan data statistik dari 6 (enam) organisasi 

internasional seperti OECD, PISA, UNESCO, EIU, TIMSS, dan 

PIRLS.  

Pemeringkatan memang hanya merupakan salah satu 

indikator penilaian sistem pendidikan, tetapi sesungguhnya tidak 

melukiskan gambaran keseluruhan mengenai pendidikan di 

Indonesia. Pemerintah Indonesia dan berbagai pemangku 

kepentingan terus bekerja meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia melalui berbagai upaya, salah satunya adalah bahwa 

pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai 

kebijakan pendidikan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan 

keseteraan pendikan seluruh negeri. Melalui implementasi 

kebijakan dan upaya kolaboratif, pendidikan dapat berkontribusi 

secara signifikan dalam mencapai tujuan SDGs . Pendidikan 
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yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan isu-isu global 

menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan yang berkelanjutan. Tetapi keberhasilan 

implementasi kebijakan pendidikan memerlukan kerjasama dan 

komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk 

pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, orang tua, dan 

masyarakat secara keseluruhan.  

Kebijakan pendidikan merupakan serangkaian keputusan 

dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau 

lembaga terkait untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan 

mengawasi sistem pendidikan dalam suatu negara atau wilayah. 

Tujuan kebijakan pendidikan adalah untuk memajukan 

pendidikan dengan cara meningkatkan akses, kualitas, relevansi, 

dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan 

mencakup berbagai aspek, seperti kurikulum, metode 

pengajaran, penilaian, standar pendidikan, pendanaan, 

pengembangan guru, infrastruktur pendidikan, dan dukungan 

untuk pendidikan inklusif. Kebijakan pendidikan juga dapat 

melibatkan upaya untuk memperbaiki kurangnya kesetaraan 

pendidikan, mengatasi masalah dropout siswa, meningkatkan 

partisipasi orang tua dalam pendidikan, dan mempromosikan 

pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan 

dunia kerja . 

Kebijakan pendidikan biasanya melibatkan proses 

perumusan kebijakan, seperti penelitian, analisis data, konsultasi 

stakeholder, dan pembuatan regulasi atau undang-undang 

pendidikan. Setelah kebijakan disusun, langkah-langkah 

implementasi diambil untuk menerapkan kebijakan tersebut 

dalam sistem pendidikan, seperti pelatihan guru, penyediaan 

sumber daya, pembaruan kurikulum, dan pengawasan 

pelaksanaan kebijakan. Kebijakan pendidikan juga harus 

dievaluasi secara teratur untuk mengukur dampak dan 

keberhasilannya dalam mencapai tujuan pendidikan yang 

ditetapkan. Evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk 
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mengadopsi perubahan dan penyempurnaan kebijakan yang 

lebih baik. Kebijakan pendidikan berperan penting dalam 

mengarahkan pengembangan dan perbaikan sistem pendidikan, 

dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas 

pendidikan bagi semua individu di suatu negara atau wilayah. 

 

B. Konsep, Karakteristik, Dan Ruang Lingkup Kebijakan 

Pendidikan 

 Kebijakan pendidikan melibatkan berbagai konsep, 

karakteristik, dan ruang lingkup yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan sistem pendidikan. 

a. Konsep Kebijakan Pendidikan 

Konsep kebijakan pendidikan terkait dengan kesetaraan 

pendidikan, pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, dan 

relevansi pendidikan. 

1) Kesetaraan Pendidikan 

Konsep kebijakan pendidikan terkait dengan kesetaraan 

pendidikan melibatkan upaya untuk memastikan bahwa 

semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, 

ekonomi, budaya, bahasa, agama, gender, bahkan anak-anak 

dengan kebutuhan khusus, memiliki akses yang adil dan 

setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Prinsip 

kesetaraan pendidikan bertujuan untuk menghapus 

kesenjangan pendidikan yang mungkin ada dalam 

masyarakat. 

Berikut ini adalah contoh kebijakan pendidikan yang terkait 

dengan kesetaraan pendidikan : 

a) Kebijakan Inklusi Pendidikan 

Kebijakan ini mendorong pendidikan inklusif yang 

memastikan bahwa individu dengan kebutuhan khusus 

atau berkebutuhan pendidikan khusus mendapatkan akses 

yang setara dan kesempatan untuk belajar. Contohnya, 

pendirian kelas inklusif di sekolah-sekolah yang 

mengintegrasikan siswa dengan kebutuhan khusus ke 
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dalam lingkungan belajar yang sama dengan siswa 

lainnya. 

b) Kebijakan Penghapusan Diskriminasi 

Kebijakan ini bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi 

dalam pendidikan berdasarkan faktor seperti ras, agama, 

jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Contohnya, 

kebijakan yang melarang diskriminasi dalam penerimaan 

siswa, pengembangan kurikulum yang menghargai 

keberagaman, atau pelatihan guru tentang penanganan dan 

pengurangan bias dalam pengajaran. 

c) Kebijakan Pendidikan untuk Kelompok Marginal 

Kebijakan ini fokus pada meningkatkan akses dan 

kesetaraan pendidikan untuk kelompok-kelompok 

marginal seperti suku-suku minoritas, masyarakat miskin, 

anak-anak migran, anak perempuan, atau individu dengan 

latar belakang yang terpinggirkan. Contohnya, program 

pemberdayaan komunitas, bantuan transportasi untuk 

siswa yang tinggal di daerah terpencil, atau program 

remedi bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. 

d) Kebijakan Pengurangan Kesenjangan Pendidikan 

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan 

dalam pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, 

serta antara daerah yang lebih maju dan terbelakang. 

Contohnya, alokasi sumber daya tambahan untuk sekolah 

di daerah terpinggirkan, penyediaan infrastruktur 

pendidikan yang memadai di seluruh wilayah, atau 

program mentoring bagi siswa dari keluarga kurang 

mampu. 

e) Kebijakan Peningkatan Kualitas Guru 

Kebijakan ini fokus pada meningkatkan kualitas guru di 

semua wilayah untuk memastikan pengajaran yang 

berkualitas dan setara. Contohnya, program pelatihan dan 

pengembangan profesional bagi guru, peningkatan 

rekrutmen guru berkualitas di daerah terpencil, atau 
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insentif bagi guru yang mengajar di wilayah yang sulit 

dijangkau. 

 

2) Pemerataan Pendidikan 

Adapun konsep pemerataan pendidikan ini berfokus pada 

pengurangan kesenjangan akses dan kualitas pendidikan 

antara daerah perkotaan dan pedesaan, antara kelompok 

masyarakat yang berbeda, termasuk kelompok marginal 

lainnya. Prinsip pemerataan pendidikan bertujuan untuk 

memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan 

yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. 

Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan 

yang terkait dengan pemerataan pendidikan : 

a) Kebijakan Pendidikan Zonasi 

Kebijakan ini membagi suatu wilayah ke dalam zona-zona 

pendidikan dengan tujuan memastikan distribusi yang 

merata dari lembaga pendidikan di setiap zona. Hal ini 

membantu mengatasi ketimpangan akses pendidikan 

antara daerah perkotaan dan pedesaan atau antara daerah 

yang lebih maju dan terbelakang. 

b) Kebijakan Pengembangan Sekolah di Daerah Terpencil 

Kebijakan ini mendorong pembangunan sekolah di daerah 

terpencil yang mungkin memiliki akses pendidikan yang 

terbatas. Hal ini meliputi penyediaan infrastruktur 

pendidikan yang memadai, rekrutmen guru yang 

berkualitas, dan alokasi sumber daya tambahan untuk 

mendukung keberhasilan pendidikan di daerah tersebut. 

c) Kebijakan Bantuan Keuangan untuk Keluarga Kurang 

Mampu 

Kebijakan ini menyediakan bantuan keuangan, seperti 

beasiswa atau program bantuan biaya pendidikan, kepada 

keluarga yang kurang mampu secara finansial. Hal ini 

membantu mengurangi hambatan finansial yang mungkin 
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menjadi penghalang bagi individu untuk mengakses 

pendidikan. 

d) Kebijakan Pendistribusian Guru yang Adil 

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru-

guru yang berkualitas didistribusikan secara merata di 

semua wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil atau 

terpinggirkan. Hal ini dilakukan melalui insentif dan 

program rekrutmen khusus untuk menarik guru ke daerah-

daerah yang membutuhkan. 

e) Kebijakan Penyediaan Akses Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

Kebijakan ini berfokus pada pemerataan akses terhadap 

teknologi informasi dan komunikasi di sekolah-sekolah. 

Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur TIK yang 

memadai, seperti komputer dan akses internet, serta 

pelatihan bagi guru dan siswa dalam penggunaan teknologi 

untuk meningkatkan pembelajaran. 

 

3) Kualitas Pendidikan 

Konsep kebijakan pendidikan terkait dengan kualitas 

pendidikan dapat mencakup beberapa aspek penting yang 

bertujuan untuk meningkatkan mutu dan efektivitas sistem 

pendidikan, seperti kualitas kurikulum, pengajaran, penilaian, 

dan sumber daya pendidikan . Upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan diarahkan untuk mencapai standar yang lebih 

tinggi dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

Kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan standar dan 

penilaian bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi 

tingkat pencapaian siswa, guru, dan lembaga pendidikan. 

Standar yang jelas dan obyektif membantu meningkatkan 

akuntabilitas dan memberikan panduan yang jelas bagi semua 

stakeholder pendidikan. Pentingnya kebijakan pendidikan 

yang berkualitas adalah untuk memastikan bahwa setiap 
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individu memiliki akses yang adil terhadap pendidikan 

berkualitas. 

Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan 

yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan : 

a) Kebijakan Standar Pendidikan 

Kebijakan ini mengatur standar yang harus dicapai dalam 

hal kurikulum, penilaian, dan hasil belajar siswa. Tujuan 

dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dengan memastikan bahwa siswa mendapatkan 

pembelajaran yang relevan dan berkualitas. 

b) Kebijakan Pelatihan dan Pengembangan Guru 

Kebijakan ini berfokus pada pelatihan dan pengembangan 

kontinu bagi guru agar mereka memiliki keterampilan dan 

pengetahuan terkini dalam pendidikan. Hal ini mencakup 

program pelatihan, workshop, pengawasan dan umpan 

balik yang berkelanjutan, serta kesempatan pengembangan 

profesional bagi guru. 

c) Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Pendidikan 

Kebijakan ini mencakup sistem penilaian dan evaluasi 

yang komprehensif untuk mengukur kualitas pendidikan. 

Hal ini dapat melibatkan penggunaan berbagai instrumen 

penilaian, seperti ujian nasional, penilaian formatif dan 

sumatif, serta penilaian kinerja guru dan sekolah. 

d) Kebijakan Kurikulum yang Relevan 

Kebijakan ini melibatkan pengembangan kurikulum yang 

relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Hal ini 

mencakup memperbarui kurikulum dengan konten yang 

relevan dan keterampilan yang diperlukan dalam era 

global, termasuk literasi digital, keterampilan kolaborasi, 

dan pemecahan masalah. 

 

4) Relevansi Pendidikan 

Konsep kebijakan pendidikan terkait dengan relevansi 

pendidikan menekankan pada pentingnya pendidikan yang 
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relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman serta dunia 

kerja. Kebijakan pendidikan yang berfokus pada relevansi 

pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan 

kebutuhan industri dan dunia kerja, serta untuk menghadapi 

tantangan masa depan.  

Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan 

yang terkait dengan relevansi pendidikan : 

a) Kebijakan Peningkatan Relevansi Kurikulum 

Kebijakan ini bertujuan untuk memperbarui kurikulum 

dengan konten yang relevan dan sesuai dengan tuntutan 

zaman. Hal ini melibatkan pembaruan materi pelajaran, 

pengenalan keterampilan abad ke-21 seperti pemikiran 

kritis, kreativitas, keterampilan digital, dan kemampuan 

kolaborasi. 

b) Kebijakan Penyediaan Program Pendidikan Profesional 

dan Teknis 

Kebijakan ini mencakup pengembangan program 

pendidikan yang mengarah ke sertifikasi atau keterampilan 

tertentu yang dibutuhkan di pasar kerja. Hal ini dapat 

melibatkan pembentukan sekolah vokasional atau 

pelatihan teknis yang memberikan keterampilan praktis 

dan relevan kepada siswa. 

c) Kebijakan Penyediaan Layanan Bimbingan dan Karir 

Kebijakan ini bertujuan untuk membantu siswa dalam 

mengidentifikasi minat, bakat, dan aspirasi karir mereka. 

Hal ini melibatkan penyediaan layanan bimbingan karir 

yang efektif, termasuk informasi tentang pilihan 

pendidikan dan peluang karir yang relevan dengan minat 

dan keahlian siswa. 

d) Kebijakan Peningkatan Hubungan Sekolah-Masyarakat 

Kebijakan ini mendorong kolaborasi antara lembaga 

pendidikan dan komunitas lokal. Hal ini melibatkan 

pembentukan kemitraan dengan organisasi, lembaga 
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pemerintah, atau komunitas lokal untuk memastikan 

relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. 

e) Kebijakan Pengembangan Keterampilan Kewirausahaan 

Kebijakan ini mencakup pengembangan keterampilan 

kewirausahaan dan kewirausahaan sosial di kalangan 

siswa. Hal ini melibatkan pengenalan konsep-konsep 

kewirausahaan, pembelajaran berbasis proyek, dukungan 

untuk program kewirausahaan siswa, serta kemitraan 

dengan dunia usaha dan lembaga kewirausahaan. 

  

5) Pembelajaran Sepanjang Hayat 

Konsep kebijakan pendidikan terkait dengan pembelajaran 

sepanjang hayat melibatkan upaya untuk mendorong dan 

memfasilitasi kesempatan pembelajaran yang berkelanjutan 

di semua tahap kehidupan individu. Konsep ini mengakui 

bahwa pembelajaran tidak terbatas pada masa sekolah atau 

pendidikan formal, melainkan terjadi sepanjang hidup 

individu dalam berbagai konteks dan tahap kehidupan. 

Pembelajaran sepanjang hayat mencakup kesempatan 

pendidikan dan pengembangan keterampilan sepanjang 

rentang kehidupan individu, termasuk pendidikan formal, 

non-formal, dan informal. Konsep pembelajaran sepanjang 

hayat melibatkan beberapa prinsip dan konsep kebijakan yang 

berfokus pada pendidikan yang berkelanjutan dan terus-

menerus. 

Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan 

yang terkait dengan pembelajaran sepanjang hayat : 

a) Kebijakan Pendidikan Nonformal 

Kebijakan ini mencakup penyediaan kesempatan 

pembelajaran di luar lingkungan formal, seperti kursus dan 

pelatihan keterampilan, program pengembangan diri, dan 

pembelajaran online. Tujuannya adalah memastikan 

bahwa individu dapat terus belajar dan mengembangkan 
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diri mereka sepanjang hayat, tidak terbatas pada 

lingkungan sekolah formal. 

b) Kebijakan Penyediaan Program Pendidikan Keluarga 

Kebijakan ini mencakup program pendidikan yang 

ditujukan untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat 

di dalam keluarga. Hal ini melibatkan penyediaan sumber 

daya, pelatihan, dan dukungan bagi orang tua untuk 

berperan aktif dalam mendidik anak-anak mereka di 

rumah. 

c) Kebijakan Peningkatan Akses ke Pendidikan Tinggi 

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan 

kesempatan bagi individu untuk melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi dan 

institusi pendidikan tinggi lainnya. Hal ini melibatkan 

penyediaan beasiswa, program bantuan keuangan, dan 

program fleksibel yang memungkinkan orang dewasa 

untuk kembali belajar. 

d) Kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau 

Kebijakan ini mengakui dan memanfaatkan pengalaman 

belajar sebelumnya yang dimiliki oleh individu. Hal ini 

dapat melibatkan penilaian kompetensi, pengakuan 

sertifikasi atau kualifikasi sebelumnya, dan penyediaan 

jalur akses ke pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan 

pengalaman kerja atau pembelajaran sebelumnya. 

e) Kebijakan Pengembangan Sistem Pembelajaran Online 

dan Jarak Jauh 

Kebijakan ini mencakup pengembangan infrastruktur dan 

program pembelajaran online yang memungkinkan 

individu untuk belajar secara fleksibel dan mandiri, tanpa 

terbatas oleh batasan geografis. Hal ini melibatkan 

penyediaan akses internet, pengembangan platform 

pembelajaran digital, serta pelatihan untuk guru dan 

peserta didik dalam menggunakan teknologi 

pembelajaran. 
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b. Karakteristik Kebijakan Pendidikan 

 Sebagai sebuah instrumen kebijakan, kebijakan 

pendidikan memiliki sejumlah karakteristik yang mempengaruhi 

implementasinya dan dampaknya terhadap sistem pendidikan. 

Berikut adalah beberapa karakteristik umum kebijakan 

pendidikan: 

1) Tujuan dan Sasaran. 

Kebijakan pendidikan biasanya memiliki tujuan dan sasaran 

yang jelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan, 

mencapai kesetaraan pendidikan, meningkatkan aksesibilitas, 

atau mempersiapkan siswa untuk masa depan. Tujuan dan 

sasaran memberikan arah yang jelas tentang apa yang ingin 

dicapai melalui kebijakan pendidikan. Dengan adanya tujuan 

dan sasaran yang jelas, kebijakan pendidikan menjadi lebih 

terarah dan fokus pada upaya yang diperlukan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan dan sasaran yang 

terukur memungkinkan evaluasi dan pemantauan terhadap 

pencapaian kebijakan pendidikan, membantu menetapkan 

prioritas dalam kebijakan pendidikan, membantu 

menciptakan akuntabilitas dalam kebijakan pendidikan, serta 

membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan 

pendidikan. Kebijakan pendidikan yang memiliki tujuan dan 

sasaran yang jelas memberikan arah yang terukur bagi sistem 

pendidikan. Hal ini membantu menciptakan fokus dan 

konsistensi dalam upaya pendidikan.  

2) Dasar Hukum 

Kebijakan pendidikan didasarkan pada dasar hukum yang 

kuat, seperti undang-undang, peraturan, keputusan, atau 

kebijakan lainnya. Dasar hukum ini memberikan kerangka 

kerja yang jelas dan meyakinkan untuk pelaksanaan 

kebijakan dan menjamin keadilan serta kepastian hukum. 

Kebijakan pendidikan yang didasarkan pada hukum memiliki 

legitimasi dan keabsahan yang lebih tinggi, memberikan 

kepastian hukum dalam implementasi kebijakan pendidikan, 
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melindungi dan menjamin hak-hak individu yang terkait 

dengan pendidikan, memberikan keberlanjutan dalam 

kebijakan pendidikan, memberikan kerangka hukum untuk 

penegakan kebijakan pendidikan, serta membantu 

menetapkan tanggung jawab dan pertanggungjawaban dalam 

pelaksanaan kebijakan. 

3) Konteks dan Keberlanjutan. 

Kebijakan pendidikan disusun dengan mempertimbangkan 

konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang relevan. 

Konteks merupakan faktor yang penting dalam kebijakan 

pendidikan. Setiap negara, daerah, atau lembaga pendidikan 

memiliki karakteristik dan tantangan unik. Dengan 

memperhatikan konteks, kebijakan pendidikan dapat 

dirancang agar lebih relevan dan responsif terhadap 

kebutuhan dan kondisi setempat. Konteks pendidikan terus 

berubah seiring waktu. Perubahan sosial, ekonomi, teknologi, 

dan budaya mempengaruhi tuntutan dan tantangan dalam 

pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus 

memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan 

tersebut. Dengan memperhatikan konteks dan keberlanjutan, 

kebijakan dapat dirancang agar tetap relevan dan efektif 

dalam menghadapi tantangan masa depan dalam dunia 

pendidikan. 

4) Partisipasi dan Keterlibatan Stakeholder. 

Kebijakan pendidikan yang berhasil melibatkan partisipasi 

dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti 

pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, orang tua, 

masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi mereka membantu 

memastikan kebijakan relevan, diterima oleh pemangku 

kepentingan, dan mendorong pemilikannya dalam 

implementasi kebijakan. Stakeholder dalam pendidikan, 

seperti siswa, orang tua, guru, lembaga pendidikan, 

pemerintah, dan masyarakat, memiliki kepentingan yang 

beragam. Melibatkan mereka dalam proses kebijakan 
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memungkinkan pengakuan dan penghormatan terhadap 

kepentingan yang berbeda-beda. Ini membantu memastikan 

bahwa kebijakan pendidikan mencerminkan kebutuhan dan 

harapan yang sebenarnya dari mereka yang terlibat dalam 

pendidikan. Partisipasi dan keterlibatan stakeholder dalam 

kebijakan pendidikan memberikan legitimasi dan dukungan 

yang lebih besar terhadap kebijakan tersebut. Ketika para 

stakeholder merasa terlibat dan terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan, mereka lebih mungkin mendukung 

kebijakan tersebut dan berkontribusi pada implementasinya. 

5) Rencana Implementasi. 

Kebijakan pendidikan harus disertai dengan rencana 

implementasi yang jelas dan terperinci. Rencana 

implementasi membantu dalam memahami secara lebih rinci 

bagaimana kebijakan pendidikan akan dijalankan dan 

diimplementasikan, dan ini melibatkan identifikasi langkah-

langkah konkret yang perlu diambil, peran dan tanggung 

jawab berbagai pemangku kepentingan, serta alokasi sumber 

daya yang diperlukan. Rencana implementasi juga membantu 

dalam mengorganisir dan mengoordinasikan berbagai 

kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan 

pendidikan, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan 

bekerja secara terstruktur dan terkoordinasi untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, rencana implementasi 

membantu dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia 

secara efisien dan efektif.  Dengan rencana yang baik dan 

terperinci, sumber daya dapat dialokasikan dengan tepat 

untuk memenuhi kebutuhan, risiko dapat diidentifikasi dan 

dievaluasi,untuk mengurangi dampak negatif dan 

memaksimalkan peluang keberhasilan implementasi. 

6) Evaluasi dan Pemantauan 

Kebijakan pendidikan perlu dievaluasi secara berkala untuk 

memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 

Evaluasi dan pemantauan membantu dalam mengukur sejauh 
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mana kebijakan pendidikan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan 

tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan, serta 

membantu dalam pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan 

dalam kebijakan pendidikan. Evaluasi dan pemantauan 

memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan 

berbasis bukti dalam perumusan kebijakan pendidikan. 

Dengan adanya bukti yang kuat, pengambilan keputusan 

dapat lebih informasional dan rasional, serta meminimalkan 

keputusan yang didasarkan pada asumsi atau prasangka 

semata. Hal ini membantu membangun kepercayaan 

masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap proses 

kebijakan pendidikan serta memastikan adanya akuntabilitas 

dalam penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan. 

7) Fleksibilitas dan Inovasi. 

Kebijakan pendidikan harus memiliki fleksibilitas untuk 

menyesuaikan diri dengan perkembangan dan inovasi di 

bidang pendidikan. Dengan adanya fleksibilitas, kebijakan 

pendidikan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan 

dan mengakomodasi kebutuhan yang baru muncul. Setiap 

siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. 

Kebijakan pendidikan yang fleksibel memungkinkan adanya 

variasi dalam strategi pembelajaran dan pendekatan 

pendidikan. Ini memungkinkan pemberian perhatian yang 

lebih baik kepada kebutuhan individual siswa, seperti 

menyediakan program khusus untuk anak berkebutuhan 

khusus, penyesuaian kurikulum untuk siswa yang berbakat, 

atau metode pengajaran yang berbeda untuk memenuhi gaya 

belajar yang beragam. Fleksibilitas dan inovasi saling terkait 

dalam kebijakan pendidikan. Dengan memberikan ruang bagi 

inovasi, kebijakan pendidikan dapat mendorong 

pengembangan dan penerapan metode, teknologi, dan 

pendekatan baru dalam proses pembelajaran. Inovasi 

pendidikan dapat membantu meningkatkan efektivitas, 
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relevansi, dan daya tarik pendidikan, sehingga memberikan 

pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa. 

 

 Karakteristik-karakteristik kebijakan pendidikan 

membantu memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat 

memberikan arah yang jelas, mendorong perubahan yang 

diinginkan, dan berdampak positif pada siswa, guru, lembaga 

pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan 

memperhatikan karakteristik-karakteristik ini, kebijakan 

pendidikan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam 

memajukan sistem pendidikan dan memberikan manfaat yang 

luas bagi siswa, guru, lembaga pendidikan, dan masyarakat 

secara keseluruhan. 

 

c. Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan 

Ruang lingkup kebijakan pendidikan mencakup berbagai 

aspek yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan upaya untuk 

meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan relevansi pendidikan. 

Berikut ini adalah beberapa ruang lingkup umum kebijakan 

pendidikan : 

1) Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah 

Kebijakan pendidikan dasar dan menengah merujuk pada 

kebijakan yang khusus ditujukan untuk tingkat pendidikan 

dasar (SD/MI) dan menengah (SMP/MTs dan SMA/MA) 

dalam sistem pendidikan. Kebijakan Pendidikan Dasar dan 

Menengah adalah serangkaian langkah dan kebijakan yang 

diterapkan dalam pendidikan untuk memastikan akses, 

kualitas, dan kesetaraan pendidikan bagi anak-anak dan 

remaja di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya 

adalah untuk memberikan pendidikan yang merata, 

berkualitas, dan relevan bagi semua individu tanpa 

memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis 

mereka. 
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Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan dasar 

dan menengah yang umum diterapkan : 

a) Kebijakan Wajib Belajar 

Kebijakan ini mewajibkan anak-anak untuk mengikuti 

pendidikan dasar dan menengah sampai batas usia tertentu. 

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap anak 

memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan 

pendidikan dasar. 

b) Kebijakan Kurikulum Nasional 

Kebijakan ini melibatkan pengembangan kurikulum yang 

mencakup mata pelajaran yang penting dan relevan, serta 

pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak dan 

remaja. Kurikulum nasional memberikan panduan bagi 

sekolah dalam merancang program pembelajaran. 

c) Kebijakan Pengembangan Pendidikan Karakter 

Kebijakan ini mengakui pentingnya pengembangan nilai-

nilai, sikap, dan karakter positif dalam pendidikan. Hal ini 

melibatkan integrasi pembelajaran tentang nilai-nilai 

moral, etika, kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi 

dalam kurikulum. 

d) Kebijakan Konseling dan Bimbingan 

Kebijakan ini menekankan pentingnya konseling dan 

bimbingan bagi siswa dalam pengembangan potensi 

pribadi, pengambilan keputusan karir, dan penanganan 

masalah sosial dan emosional. 

 Kebijakan pendidikan dasar dan menengah ini dirancang 

untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, 

memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa, dan 

mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang produktif 

dan bermakna. 

  

2) Kebijakan Pendidikan Kejuruan 

Kebijakan Pendidikan Kejuruan (Vocational Education and 

Training, VET) adalah serangkaian langkah dan kebijakan 
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yang diterapkan untuk memajukan dan meningkatkan sistem 

pendidikan kejuruan di suatu negara. Kebijakan ini bertujuan 

untuk menyediakan pelatihan dan keterampilan yang relevan 

dengan pasar kerja, meningkatkan daya saing tenaga kerja, 

dan memenuhi kebutuhan industri.  

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan 

kejuruan yang umum diterapkan : 

a) Pembentukan Kurikulum yang Relevan 

Kebijakan ini melibatkan pengembangan kurikulum yang 

sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. 

Kurikulum kejuruan harus mencakup keterampilan teknis, 

pengetahuan praktis, dan keterampilan soft skills yang 

diperlukan oleh para pekerja di bidang tertentu. 

b) Program Magang dan Kerja Praktek 

Pemerintah dapat mendorong program magang dan kerja 

praktek yang menghubungkan siswa dengan dunia 

industri. Program ini memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata, 

mengembangkan keterampilan praktis, dan memperluas 

jaringan profesional mereka. 

c) Sertifikasi Profesi dan Standar Kompetensi 

Kebijakan ini bertujuan untuk mengakui dan menghargai 

keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan kejuruan. 

Pemerintah dapat menetapkan standar kompetensi dan 

sistem sertifikasi profesi yang diakui secara nasional atau 

internasional, sehingga meningkatkan pengakuan dan 

mobilitas tenaga kerja kejuruan. 

d) Kerja Sama dengan Industri 

Kebijakan ini mendorong kerja sama aktif antara lembaga 

pendidikan kejuruan dengan industri. Hal ini melibatkan 

pengembangan kurikulum berbasis industri, penyediaan 

fasilitas dan peralatan yang relevan, serta kolaborasi dalam 

penyusunan program pelatihan dan pengembangan tenaga 

kerja. 
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e) Pembangunan Lembaga Pendidikan Kejuruan 

Kebijakan ini berfokus pada pengembangan lembaga 

pendidikan kejuruan yang berkualitas dan modern. 

Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk 

pembiayaan, pelatihan bagi staf pengajar, peningkatan 

fasilitas, dan pengembangan infrastruktur yang 

mendukung proses pembelajaran kejuruan. 

f) Promosi dan Informasi Karir 

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

dan informasi tentang pilihan karir di bidang kejuruan. 

Pemerintah dapat mengadakan program promosi karir, 

penyediaan informasi tentang peluang pekerjaan, dan kerja 

sama dengan lembaga-lembaga penyedia informasi karir. 

Kebijakan pendidikan kejuruan bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, 

meningkatkan kesempatan kerja, dan memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dalam berbagai 

sektor industri. 

 

3) Kebijakan Pendidikan Tinggi 

 Kebijakan pendidikan tinggi merujuk pada kebijakan yang 

ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan 

sistem pendidikan tinggi dalam suatu negara. Kebijakan ini 

berfokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas 

pendidikan tinggi, aksesibilitas, relevansi dengan kebutuhan 

pasar kerja, dan berbagai aspek lainnya. Kebijakan 

pendidikan tinggi adalah serangkaian langkah dan kebijakan 

yang diterapkan oleh pemerintah untuk memajukan dan 

meningkatkan sistem pendidikan tinggi di suatu negara. 

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, 

kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi. 

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan tinggi 

yang umum diterapkan : 

a) Program Beasiswa 
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Pemerintah dapat meluncurkan program beasiswa untuk 

mendukung aksesibilitas pendidikan tinggi bagi siswa 

yang kurang mampu secara finansial. Program beasiswa 

dapat mencakup beasiswa penuh atau sebagian, beasiswa 

berdasarkan prestasi akademik, beasiswa untuk kelompok-

kelompok tertentu, atau program pembiayaan pendidikan 

yang terjangkau. 

b) Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi 

Kebijakan ini melibatkan upaya untuk meningkatkan 

kualitas lembaga pendidikan tinggi, termasuk 

pengembangan kurikulum yang relevan dengan tuntutan 

pasar kerja, peningkatan kualifikasi dosen dan staf 

pengajar, pengembangan fasilitas dan infrastruktur yang 

memadai, serta pengakuan dan peningkatan standar 

akreditasi. 

c) Penelitian dan Inovasi 

Pemerintah dapat mendorong kebijakan penelitian dan 

inovasi dalam pendidikan tinggi. Ini termasuk memberikan 

dukungan keuangan, akses ke fasilitas penelitian, dan 

kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan lembaga 

penelitian untuk meningkatkan riset dan pengembangan 

teknologi. 

d) Kolaborasi Internasional 

Kebijakan ini mendorong kerja sama antara perguruan 

tinggi dalam dan luar negeri untuk mempromosikan 

pertukaran pengetahuan, siswa, dan dosen, serta 

memperkaya lingkungan pembelajaran. Hal ini dapat 

melibatkan pengakuan internasional, program pertukaran 

mahasiswa, dan kerja sama penelitian. 

e) Peningkatan Aksesibilitas 

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas 

pendidikan tinggi bagi kelompok-kelompok yang 

terpinggirkan atau terbatas aksesnya. Ini dapat mencakup 

program pendidikan jarak jauh, program pendidikan untuk 
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kelompok minoritas, atau program pendidikan tinggi bagi 

pekerja dewasa. 

f) Hubungan Industri-Perguruan Tinggi 

Kebijakan ini mendorong kolaborasi antara lembaga 

pendidikan tinggi dengan dunia industri untuk memastikan 

relevansi program studi dengan kebutuhan pasar kerja. Ini 

melibatkan program magang, kerja sama riset, serta 

pengembangan kurikulum yang responsif terhadap 

perkembangan industri. 

Kebijakan pendidikan tinggi bertujuan untuk 

meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan 

tinggi, sehingga dapat mendukung pengembangan sumber 

daya manusia yang berkualitas, inovasi, dan pertumbuhan 

ekonomi. 

 

4) Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan 

Kebebasan 

Kebijakan pendidikan luar sekolah dan pendidikan kebebasan 

merujuk pada kebijakan yang ditetapkan untuk mengatur dan 

mengarahkan pendidikan di luar lingkungan sekolah formal. 

Ini mencakup pendidikan nonformal, pendidikan informal, 

dan pendidikan kebebasan untuk kelompok-kelompok yang 

mungkin tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal. 

Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah melibatkan berbagai 

bentuk pendidikan yang tidak terjadi di dalam sekolah 

tradisional, seperti pendidikan nonformal dan informal. 

Contohnya termasuk pendidikan komunitas, kursus online, 

pelatihan keterampilan, program belajar mandiri, dan 

sejenisnya. Kebijakan ini berfokus pada memberikan 

kesempatan pendidikan kepada mereka yang mungkin tidak 

dapat mengakses pendidikan formal karena berbagai alasan 

seperti keterbatasan fisik, jarak, atau keterbatasan waktu. 

Kebijakan Pendidikan Kebebasan, di sisi lain, menekankan 

pada hak individu untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai 
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dengan kebutuhan, minat, dan kondisi mereka tanpa adanya 

tekanan atau pembatasan yang tidak pantas. Ini mencakup 

kebebasan memilih jenis pendidikan yang diinginkan, metode 

pembelajaran yang sesuai, dan materi yang relevan. 

Pendidikan kebebasan juga menekankan pada pentingnya 

pengembangan keterampilan kritis, kreatif, dan pemecahan 

masalah untuk meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan 

individu. Kebijakan Pendidikan Kebebasan melibatkan upaya 

untuk memberikan pendidikan kepada kelompok-kelompok 

yang terpinggirkan atau sulit dijangkau oleh sistem 

pendidikan formal. Contohnya termasuk pendidikan bagi 

anak-anak yang tinggal di daerah konflik, migran, pengungsi, 

anak yang tinggal di lembaga koreksi, atau individu dengan 

kebutuhan khusus. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa semua individu memiliki hak dan kesempatan untuk 

mendapatkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan 

potensi mereka. 

Beberapa contoh kebijakan pendidikan luar sekolah dan 

pendidikan kebebasan yang dapat dilakukan antara lain : 

a) Program Pendidikan Kesetaraan (Non-Formal): 

Pemerintah dapat meluncurkan program pendidikan 

kesetaraan untuk individu yang tidak memiliki kesempatan 

untuk mengikuti pendidikan formal. Program ini dapat 

mencakup program pembelajaran dasar, keterampilan 

hidup, literasi, dan numerasi. 

b) Pendidikan Kesempatan Kedua: Kebijakan ini 

memberikan kesempatan kepada individu yang telah 

keluar dari sistem pendidikan formal untuk melanjutkan 

pendidikan mereka. Program ini dapat mencakup program 

pemulihan belajar, program diploma, atau akses ke 

pendidikan tinggi. 

c) Pendidikan Orang Dewasa: Kebijakan ini menargetkan 

pendidikan bagi orang dewasa yang ingin meningkatkan 

keterampilan, memperoleh sertifikat, atau memperoleh 
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gelar pendidikan lanjutan. Program pendidikan orang 

dewasa dapat mencakup kursus part-time, pelatihan 

keterampilan, atau program pendidikan tinggi jarak jauh. 

d) Pendidikan Masyarakat: Kebijakan ini berfokus pada 

memberikan akses pendidikan kepada komunitas tertentu 

atau kelompok yang mungkin terpinggirkan dari sistem 

pendidikan formal. Contohnya termasuk program 

pendidikan untuk masyarakat adat, komunitas migran, atau 

kelompok minoritas. 

e) Pendidikan Berbasis Teknologi: Kebijakan ini mendukung 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

menyediakan akses pendidikan kepada individu di luar 

sekolah formal. Ini dapat meliputi program pembelajaran 

online, aplikasi mobile, atau platform pembelajaran jarak 

jauh. 

 

Kebijakan pendidikan luar sekolah dan pendidikan kebebasan 

bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih 

luas dan memastikan bahwa individu memiliki kebebasan 

untuk mengembangkan potensi mereka di luar lingkungan 

sekolah formal. 

 

5) Kebijakan Pendidikan dan Gender 

Kebijakan pendidikan dan gender merujuk pada kebijakan 

yang ditetapkan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam 

pendidikan, mempromosikan kesetaraan gender, dan 

menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah 

gender. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki 

kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan 

berkualitas. 

Beberapa komponen penting dalam kebijakan pendidikan dan 

gender antara lain : 

a) Akses Pendidikan yang Merata 
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Kebijakan ini berupaya untuk memastikan akses yang 

setara bagi perempuan dan laki-laki ke semua tingkatan 

pendidikan. Hal ini melibatkan mengatasi hambatan-

hambatan seperti biaya, jarak, peran gender yang stereotip, 

dan diskriminasi yang mungkin menghalangi perempuan 

atau laki-laki untuk mendapatkan pendidikan yang setara. 

b) Penghapusan Stereotip Gender dalam Kurikulum 

Kebijakan ini melibatkan pengembangan kurikulum yang 

tidak mempromosikan stereotip gender dan 

memperhatikan kepentingan dan pengalaman perempuan 

serta laki-laki. Kurikulum yang inklusif dan beragam 

membantu menghapus bias gender dan memberikan 

contoh yang positif bagi semua siswa. 

c) Pelatihan Guru tentang Kesetaraan Gender 

Kebijakan ini melibatkan pelatihan guru tentang 

pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan dan cara 

mengatasi bias gender dalam pengajaran. Guru yang 

terlatih dapat mempromosikan kesetaraan gender dalam 

kelas dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

inklusif. 

d) Penguatan Pendidikan Seksual 

Kebijakan ini melibatkan integrasi pendidikan seksual 

yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia dalam 

kurikulum. Pendidikan seksual yang baik memberikan 

pengetahuan yang akurat dan informasi yang relevan 

kepada siswa, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan 

kesetaraan gender, hak reproduksi, kekerasan berbasis 

gender, dan perlindungan diri. 

e) Promosi Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan Tinggi 

dan Bidang STEM 

Kebijakan ini berfokus pada mempromosikan partisipasi 

perempuan dalam pendidikan tinggi dan bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). 

Ini melibatkan pemberian dukungan khusus, beasiswa, dan 
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program mentorship untuk memastikan perempuan 

memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar karir 

dalam bidang tersebut. 

f) Penanganan Kekerasan Berbasis Gender 

Kebijakan ini melibatkan upaya untuk mengatasi 

kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan. Hal 

ini termasuk kebijakan perlindungan, pelatihan staf 

sekolah, kampanye sosialisasi, dan pendampingan bagi 

korban kekerasan. Tujuannya adalah menciptakan 

lingkungan pendidikan yang aman, bebas dari 

diskriminasi, dan melindungi hak-hak semua siswa tanpa 

memandang gender. 

Kebijakan pendidikan dan gender bertujuan untuk 

menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, adil, 

dan merata bagi perempuan dan laki-laki. Dengan 

memperhatikan dan mengatasi ketimpangan gender dalam 

pendidikan, kebijakan ini berusaha untuk mencapai 

kesetaraan akses, partisipasi, dan manfaat pendidikan 

antara perempuan dan laki-laki. 

 

6) Kebijakan Pendidikan dan Mobilitas Sosial 

Kebijakan pendidikan dan mobilitas sosial adalah upaya 

pemerintah untuk menggunakan pendidikan sebagai sarana 

untuk meningkatkan kesempatan mobilitas sosial bagi 

individu dan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan atau 

terbatas dalam akses ke pendidikan dan kesempatan 

kemajuan sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi 

kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesempatan antara 

kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kebijakan 

pendidikan dan mobilitas sosial merujuk pada kebijakan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesempatan mobilitas sosial 

melalui pendidikan. Kebijakan ini berfokus pada memberikan 

kesempatan yang adil bagi individu untuk meningkatkan 

status sosial dan ekonomi mereka melalui pendidikan. 
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Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan 

yang berhubungan dengan mobilitas sosial : 

a) Akses Pendidikan yang Merata 

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan akses yang 

setara terhadap pendidikan bagi semua individu, tanpa 

memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnisitas. 

Upaya dilakukan untuk mengurangi kesenjangan akses 

dan memastikan bahwa setiap individu memiliki 

kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang 

berkualitas. 

b) Program Beasiswa dan Bantuan Keuangan 

Kebijakan ini melibatkan penyediaan program beasiswa 

dan bantuan keuangan kepada individu atau kelompok 

yang kurang mampu secara ekonomi. Tujuannya adalah 

untuk membantu mereka yang memiliki potensi akademik, 

tetapi terkendala oleh keterbatasan finansial, agar tetap 

dapat mengakses pendidikan yang sesuai dengan 

kemampuan mereka. 

c) Pembangunan Sekolah di Daerah Terpencil atau 

Terpinggirkan 

Kebijakan ini fokus pada pembangunan sekolah dan 

fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil atau 

terpinggirkan yang sebelumnya memiliki akses terbatas 

terhadap pendidikan. Dengan memperluas jangkauan 

pendidikan, individu dan kelompok yang tinggal di daerah 

tersebut memiliki kesempatan yang lebih besar untuk 

mendapatkan pendidikan yang berkualitas. 

d) Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan 

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan 

kualitas pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan. 

Dengan membekali individu dengan keterampilan yang 

relevan dengan pasar kerja, mereka memiliki kesempatan 

yang lebih baik untuk meningkatkan mobilitas sosial 

mereka dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 
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e) Peningkatan Kualitas Pendidikan 

Kebijakan ini berfokus pada peningkatan kualitas 

pendidikan secara keseluruhan. Melalui peningkatan 

standar pendidikan, pengembangan kurikulum yang 

relevan, dan peningkatan kompetensi guru, diharapkan 

individu dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas 

dan mampu bersaing dalam berbagai bidang. 

     Dengan menerapkan kebijakan pendidikan yang 

mendukung mobilitas sosial, diharapkan kesempatan yang 

lebih adil dan setara dapat diberikan kepada individu dan 

kelompok yang sebelumnya terbatas dalam akses 

pendidikan. Hal ini membuka pintu bagi mereka untuk 

meningkatkan taraf hidup, mendapatkan pekerjaan yang 

lebih baik, dan memberikan kontribusi yang lebih besar 

terhadap masyarakat dan ekonomi secara berkelanjutan. 

Melalui pendidikan yang mendukung mobilitas sosial, 

individu dan kelompok yang sebelumnya terbatas dalam 

akses pendidikan memiliki kesempatan untuk 

meningkatkan taraf hidup mereka. Mereka dapat 

memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan 

dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga dapat 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan 

berpenghasilan lebih tinggi. 

  

7) Kebijakan Pendidikan Multikultural 

Kebijakan pendidikan multikultural adalah upaya pemerintah 

untuk mendorong pengakuan, penghargaan, dan pemahaman 

terhadap keragaman budaya, agama, etnis, dan latar belakang 

sosial dalam sistem pendidika]. Kebijakan pendidikan 

multikultural merujuk pada kebijakan yang ditetapkan untuk 

menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, 

menghormati keberagaman budaya, dan mempromosikan 

pemahaman antarbudaya di dalam sistem pendidikan. 

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi diskriminasi, 
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mendorong toleransi, dan memperkaya pengalaman 

pendidikan bagi semua individu, terlepas dari latar belakang 

budaya mereka.  

Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan 

multikultural : 

a) Kurikulum Multikultural 

Kebijakan ini mengharuskan pengembangan kurikulum 

yang mencerminkan keragaman budaya, etnis, dan agama 

dalam masyarakat. Kurikulum harus mencakup materi, 

konten, dan perspektif yang menghargai keberagaman, 

mempromosikan toleransi, dan memperkuat pemahaman 

antarbudaya. 

b) Pendidikan Nilai-nilai Multikultural 

Kebijakan ini mendorong penyampaian pendidikan nilai-

nilai multikultural di sekolah. Pendidikan ini melibatkan 

pengajaran tentang toleransi, penghargaan terhadap 

perbedaan, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan hak 

asasi manusia. Tujuannya adalah membentuk sikap dan 

perilaku yang inklusif, menghormati, dan menghargai 

keberagaman. 

c) Pelatihan Guru 

Kebijakan ini melibatkan pelatihan guru dalam 

pemahaman dan penerapan pendidikan multikultural. 

Guru diberikan pengetahuan, keterampilan, dan strategi 

pengajaran yang mempromosikan inklusivitas dan 

penghargaan terhadap perbedaan budaya. Mereka juga 

dilatih untuk mengatasi stereotip, prasangka, dan 

diskriminasi dalam pendidikan. 

d) Kegiatan Ekstrakurikuler Multikultural 

Kebijakan ini mendorong penyelenggaraan kegiatan 

ekstrakurikuler yang mendukung pemahaman dan 

apresiasi terhadap budaya, seni, dan tradisi yang beragam. 

Ini dapat mencakup festival budaya, pertunjukan seni, 
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diskusi lintas budaya, atau kunjungan ke tempat-tempat 

bersejarah yang mewakili keberagaman. 

e) Penggunaan Materi Pembelajaran Multikultural 

Kebijakan ini mendorong penggunaan materi 

pembelajaran yang mencerminkan keberagaman dan 

pluralitas masyarakat. Guru diberikan akses terhadap buku 

teks, materi sumber daya digital, dan sumber belajar 

lainnya yang mencakup berbagai perspektif budaya, etnis, 

dan agama. 

f) Dialog dan Dialog Antarbudaya 

Kebijakan ini mendorong terciptanya ruang dialog dan 

dialog antarbudaya di lingkungan pendidikan. Ini 

melibatkan kegiatan seperti seminar, diskusi panel, 

lokakarya, atau program pertukaran siswa yang 

memungkinkan siswa berinteraksi dengan siswa dari latar 

belakang budaya yang berbeda. 

 

Melalui kebijakan pendidikan multikultural, diharapkan 

siswa dapat mengembangkan sikap inklusif, pemahaman 

yang lebih mendalam tentang keragaman budaya, dan 

keterampilan untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat yang 

multikultural. Kebijakan ini juga bertujuan untuk 

membangun masyarakat yang lebih toleran, harmonis, dan 

saling menghormati. 

 

8) Kebijakan Pendidikan Inklusi 

 Kebijakan pendidikan inklusi merujuk pada kebijakan yang 

bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang 

inklusif, di mana semua individu, termasuk mereka yang 

memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus, dapat 

mengakses pendidikan yang berkualitas. Kebijakan ini 

bertujuan untuk menghilangkan segregasi atau pemisahan 

individu berdasarkan perbedaan mereka, dan memastikan 

bahwa semua siswa dapat belajar bersama dalam lingkungan 
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yang ramah dan mendukung. Berikut ini adalah beberapa 

contoh kebijakan pendidikan inklusi : 

a) Penerimaan Siswa dengan Kebutuhan Khusus 

Kebijakan ini menjamin bahwa siswa dengan kebutuhan 

khusus memiliki hak yang sama untuk mengakses 

pendidikan seperti siswa lainnya. Pemerintah 

melaksanakan kebijakan penerimaan yang tidak 

diskriminatif dan memastikan bahwa fasilitas dan sumber 

daya pendukung yang diperlukan tersedia di setiap 

lembaga pendidikan. 

b) Penyediaan Dukungan dan Layanan 

Kebijakan ini menekankan pentingnya menyediakan 

dukungan dan layanan yang sesuai bagi siswa dengan 

kebutuhan khusus. Ini termasuk pemberian bantuan 

pendidikan khusus, seperti pendampingan atau modifikasi 

kurikulum, serta pelatihan guru dalam strategi pengajaran 

inklusif, 

c) Kurikulum Inklusif 

Kebijakan ini mempromosikan pengembangan kurikulum 

yang inklusif, di mana kebutuhan dan kepentingan semua 

siswa dipertimbangkan. Kurikulum harus mencakup 

beragam gaya belajar, menekankan pemahaman, toleransi, 

dan penghargaan terhadap keragaman, serta memfasilitasi 

partisipasi aktif siswa dengan kebutuhan khusus. 

d) Pelatihan Guru 

Kebijakan ini melibatkan pelatihan dan pengembangan 

profesional bagi guru dalam memahami kebutuhan dan 

strategi pengajaran yang efektif untuk siswa dengan 

kebutuhan khusus. Guru diberikan keterampilan dan 

pengetahuan untuk merancang pengalaman pembelajaran 

inklusif, mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan 

individu siswa, dan bekerja sama dengan orang tua dan 

profesional lainnya. 
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e) Kolaborasi dan Kemitraan 

Kebijakan ini mendorong kerja sama antara lembaga 

pendidikan, keluarga, masyarakat, dan lembaga-lembaga 

terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan inklusif 

yang mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. 

Kolaborasi ini mencakup berbagi pengetahuan, sumber 

daya, dan praktik terbaik, serta membangun jaringan 

dukungan yang kuat untuk memastikan keberhasilan 

pendidikan inklusif. 

Melalui kebijakan pendidikan inklusi, diharapkan semua 

siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dapat 

tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang inklusif 

dan mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar 

dan berhasil. Kebijakan ini juga bertujuan untuk 

membangun masyarakat yang lebih inklusif dan 

menghormati keberagaman. 

 

9) Kebijakan Pendidikan dan Teknologi Informasi 

Kebijakan pendidikan dan teknologi informasi mencakup 

upaya pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pendidikan 

guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan aksesibilitas 

pendidikan. Tujuannya adalah memanfaatkan potensi 

teknologi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

inovatif, memperluas akses pendidikan, dan mempersiapkan 

siswa untuk menghadapi tantangan global yang terkait 

dengan teknologi. Berikut ini adalah beberapa contoh 

kebijakan pendidikan terkait dengan teknologi informasi : 

a) Infrastruktur Teknologi 

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan 

infrastruktur teknologi yang memadai di semua lembaga 

pendidikan. Hal ini meliputi peningkatan akses ke internet, 

pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak, serta 
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pengembangan jaringan dan infrastruktur pendukung 

lainnya. 

b) Kurikulum Berbasis TIK 

Kebijakan ini mengintegrasikan teknologi informasi dalam 

kurikulum pendidikan, sehingga teknologi menjadi bagian 

integral dari proses pembelajaran. Kurikulum ini dapat 

mencakup mata pelajaran khusus TIK, pengembangan 

keterampilan digital, dan pemanfaatan alat dan aplikasi 

teknologi dalam pembelajaran di berbagai disiplin ilmu. 

c) Pelatihan Guru 

Kebijakan ini melibatkan pelatihan dan pengembangan 

profesional bagi guru dalam pemanfaatan teknologi 

informasi dalam pembelajaran. Guru diberikan pelatihan 

tentang penggunaan alat dan aplikasi teknologi, strategi 

pengajaran berbasis TIK, dan integrasi teknologi dalam 

pembelajaran sehari-hari. 

d) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 

Kebijakan ini mendukung pengembangan pembelajaran 

jarak jauh menggunakan teknologi informasi. Pemerintah 

memfasilitasi penerapan platform pembelajaran online, 

materi pembelajaran digital, dan penggunaan alat 

komunikasi virtual untuk memungkinkan akses 

pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. 

e) Penyediaan Konten Edukasi Digital 

Kebijakan ini berfokus pada pengembangan dan distribusi 

konten edukasi digital yang berkualitas. Konten edukasi 

ini dapat berupa e-book, video pembelajaran, aplikasi 

pendidikan, dan platform pembelajaran online yang 

menyediakan sumber daya belajar yang interaktif dan 

menarik. 

f) Keamanan dan Perlindungan Data 

Kebijakan ini mengatur perlindungan data pribadi siswa, 

keamanan penggunaan teknologi informasi, dan etika 

digital dalam konteks pendidikan. Hal ini mencakup 
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kebijakan privasi data, pembatasan akses, dan pengawasan 

penggunaan teknologi untuk melindungi siswa dari risiko 

dan ancaman yang mungkin timbul. 

 

Dengan adanya kebijakan pendidikan dan teknologi 

informasi, diharapkan pendidikan dapat menjadi lebih 

relevan, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. 

Teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, memfasilitasi akses pendidikan yang lebih 

luas, dan membantu siswa mengembangkan keterampilan 

digital yang penting dalam era digital. 

 

10) Kebijakan Pendidikan Politik dan Kajian Reformasi 

Kebijakan pendidikan politik dan kajian reformasi merujuk 

pada kebijakan yang ditetapkan untuk memperkuat 

pemahaman dan partisipasi politik siswa, serta untuk 

mengembangkan kajian reformasi dalam konteks 

pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk melibatkan siswa 

dalam proses politik, membekali mereka dengan 

pengetahuan dan keterampilan politik, dan mendorong 

pemahaman tentang pentingnya reformasi dalam 

masyarakat. Kebijakan pendidikan politik dan kajian 

reformasi adalah upaya pemerintah dalam mempromosikan 

pemahaman politik dan kajian reformasi di lembaga 

pendidikan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk 

meningkatkan kesadaran politik, partisipasi aktif, dan 

pemahaman tentang pentingnya reformasi dalam 

masyarakat. Berikut beberapa contoh kebijakan pendidikan 

politik dan kajian reformasi : 

a) Kurikulum Pendidikan Politik 

Pemerintah dapat menetapkan kurikulum yang 

mencakup mata pelajaran atau program khusus yang 

membahas isu-isu politik, sistem politik, dan proses 

demokrasi. Kurikulum ini dapat memberikan 
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pemahaman mendalam tentang berbagai aspek politik 

dan nilai-nilai demokrasi kepada siswa. 

b) Program Kajian Reformasi 

Pemerintah dapat mendukung dan memfasilitasi 

program-program kajian reformasi di lembaga-lembaga 

pendidikan. Program ini dapat mencakup seminar, 

diskusi, atau penelitian tentang perubahan sosial, politik, 

dan ekonomi, serta peran individu dalam mendorong 

reformasi. 

c) Kolaborasi dengan Lembaga Terkait 

Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga 

terkait, seperti lembaga pemerintah yang terkait dengan 

politik dan reformasi, organisasi masyarakat sipil, atau 

lembaga penelitian, untuk memperkuat pendidikan 

politik dan kajian reformasi. Kolaborasi ini dapat 

mencakup penyelenggaraan seminar, diskusi, atau 

program pelatihan. 

Melalui kebijakan pendidikan politik dan kajian 

reformasi, diharapkan siswa dapat memperoleh 

pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik, hak-

hak dan kewajiban politik mereka, serta pentingnya 

perubahan positif dalam masyarakat. Ini akan membantu 

mereka menjadi warga negara yang aktif, berpikiran 

kritis, dan berkontribusi dalam membangun masyarakat 

yang lebih baik. 

 

11) Kebijakan Pendidikan Indonesia Terkini 

Kebijakan pendidikan di Indonesia melibatkan berbagai 

inisiatif dan program yang ditetapkan oleh pemerintah untuk 

memajukan sistem pendidikan di negara ini. Berikut adalah 

beberapa kebijakan pendidikan penting di Indonesia : 

a) Kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar 

Kurikulum 2013 adalah kebijakan pendidikan yang 

menggantikan Kurikulum 2006. Kurikulum 2013 
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menekankan pada pendekatan pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik, mengutamakan 

pengembangan keterampilan abad ke-21, dan 

memperkuat karakter pendidikan. Kurikulum ini 

memberikan penekanan pada literasi, numerasi, ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Merdeka 

Belajar merupakab salah satu kebijakan pendidikan 

terkini, yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia 

untuk mendorong kemandirian dan fleksibilitas dalam 

proses belajar-mengajar. Tujuan dari kebijakan Merdeka 

Belajar adalah memberikan kebebasan kepada siswa, 

guru, dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan 

pendekatan pembelajaran yang lebih variatif, inklusif, 

dan relevan dengan kebutuhan masing-masing individu. 

b) Program Indonesia Pintar (PIP) 

Program Indonesia Pintar adalah program pemerintah 

yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesetaraan 

pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. 

Program ini memberikan bantuan pendidikan berupa 

tunjangan biaya pendidikan, beasiswa, bantuan seragam, 

dan dukungan lainnya kepada siswa yang memenuhi 

kriteria tertentu. 

c) Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) 

Program Kartu Indonesia Pintar adalah program 

pemerintah yang memberikan bantuan pendidikan 

berupa uang tunai kepada siswa dari keluarga miskin atau 

rentan. Program ini bertujuan untuk membantu siswa 

dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka, seperti 

biaya sekolah, buku, dan seragam. 

d) Gerakan Literasi Sekolah (GLS) 

Gerakan Literasi Sekolah adalah inisiatif yang 

diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk meningkatkan minat baca dan 

kemampuan literasi siswa di Indonesia. Program ini 
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mencakup pengembangan perpustakaan sekolah, 

pelatihan guru, dan kegiatan-kegiatan literasi di sekolah. 

e) Program Guru Garis Depan (GGD) 

Program Guru Garis Depan adalah program yang 

bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas 

pendidikan di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal di 

Indonesia. Program ini melibatkan penempatan guru di 

daerah-daerah tersebut untuk memberikan layanan 

pendidikan kepada siswa dan masyarakat setempat. 

f) Program Beasiswa Unggulan (Bidikmisi) 

Program Beasiswa Unggulan atau Bidikmisi adalah 

program beasiswa yang diberikan kepada siswa 

berprestasi namun memiliki keterbatasan finansial untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses 

pendidikan tinggi bagi siswa berpotensi dari latar 

belakang ekonomi yang kurang mampu. 

 

C. Penutup 

 Beberapa kesimpulan terkait dengan kosep, karakteristik, 

dan ruang lingkup kebijakan pendidikan adalah : 

1) Pendidikan menjadi faktor kunci dalam pembangunan sosial 

dan ekonomi suatu negara, dan kebijakan pendidikan yang 

efektif dapat membantu meningkatkan kualitas hidup 

individu, memperkuat ekonomi, dan mencapai pertumbuhan 

yang berkelanjutan. 

2) Akses yang adil dan kesetaraan dalam pendidikan adalah 

aspek penting dari kebijakan pendidikan, maka semua 

individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang berkualitas, tanpa 

diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, 

atau kecacatan. 

3) Kebijakan pendidikan harus berfokus pada peningkatan 

kualitas pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum 
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yang relevan, metode pengajaran yang efektif, pelatihan 

guru yang baik, dan fasilitas pendidikan yang memadai. 

4) Kebijakan pendidikan yang berhasil, melibatkan partisipasi 

aktif masyarakat, orang tua, dan siswa dalam proses 

pengambilan keputusan pendidikan, pengawasan terhadap 

kualitas pendidikan, dan dukungan terhadap proses 

pembelajaran. 

5) Kebijakan pendidikan yang efektif memerlukan 

pembiayaan yang memadai. Sumber daya yang mencukupi 

harus dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas, 

memperbarui kurikulum, memberdayakan guru, dan 

menyediakan bantuan finansial bagi siswa yang 

membutuhkannya. 

6) Evaluasi dan pemantauan yang efektif harus menjadi bagian 

dari kebijakan pendidikan. Pemantauan berkala tentang 

pencapaian siswa, kualitas pengajaran, dan efektivitas 

kebijakan diperlukan untuk mengukur keberhasilan kebijakan 

dan melakukan perbaikan yang diperlukan. 

Kesimpulannya, kebijakan pendidikan yang baik dan 

komprehensif adalah kunci untuk mencapai tujuan-tujuan 

pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. 

Dengan fokus pada akses yang adil, kualitas pendidikan yang 

tinggi, inklusi, partisipasi masyarakat, pembiayaan yang 

memadai, serta evaluasi dan pemantauan yang efektif, 

kebijakan pendidikan dapat memberikan manfaat besar bagi 

individu dan masyarakat secara keseluruhan. 
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BAB 2 

 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

unia pendidikan terus mengalami perkembangan dengan 

pesat, terutama dengan adanya kemajuan teknologi dan 

inovasi. Inovasi pendidikan merupakan upaya untuk 

memperbaiki dan meningkatkan sistem pendidikan yang ada, 

sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik 

bagi siswa. Inovasi pendidikan didorong oleh pemahaman 

bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda 

dan bahwa pendidikan harus dapat menyesuaikan diri untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Inovasi pendidikan bertujuan 

untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, 

relevan, dan efektif bagi siswa, dan dengan memperbaiki sistem 

pendidikan yang ada dan mengadopsi inovasi-inovasi ini, 

diharapkan bahwa pengalaman belajar siswa akan lebih positif, 

mendorong perkembangan mereka secara holistik, dan 

mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa 

depan.   

Melalui berbagai inovasi, pendidikan dapat menjadi lebih 

efektif, relevan, dan memenuhi kebutuhan siswa, karena inovasi 

memberikan solusi kreatif dan terobosan dalam memecahkan 

tantangan pendidikan, serta membantu mengatasi tantangan dan 

perubahan yang dihadapi oleh sistem pendidikan. Misalnya, 

dengan mengembangkan program pendidikan yang lebih relevan 

dengan dunia kerja, mengintegrasikan keterampilan yang 

diperlukan dalam masyarakat, mengembangkan strategi 

D 
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pembelajaran yang beragam, memanfaatkan teknologi 

pendidikan, atau meningkatkan aksesibilitas fisik dan 

pendukung untuk memastikan bahwa tidak ada siswa yang 

ditinggalkan dalam proses pendidikan. Sistem pendidikan pun 

dapat beradaptasi dengan perubahan dan mengatasi tantangan 

yang dihadapi dengan adanya inovasi, sehingga memberikan 

pengalaman pendidikan yang lebih efektif, inklusif, dan relevan 

bagi semua siswa.  

Kebijakan pendidikan memiliki peran penting dalam 

menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong 

inovasi dalam sistem pendidikan Sebagai panduan dan kerangka 

kerja, kebijakan pendidikan menetapkan tujuan, standar, dan 

langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan 

inovasi yang efektif. Standar ini mendorong pihak terkait untuk 

terus meningkatkan kualitas inovasi dan memastikan 

implementasinya yang sukses. Kebijakan pendidikan juga dapat 

menciptakan kerangka kerja dan mendorong kolaborasi antara 

berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga pendidikan, 

pemerintah, sektor industri, organisasi masyarakat, dan peneliti, 

dalam mendukung inovasi pendidikanyang lebih holistik, 

terintegrasi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan 

dunia kerja. Kebijakan yang mendukung, fleksibel, dan 

progresif, dapat dapat memberikan ruang bagi eksperimen dan 

pengembangan solusi inovatif untuk menghadapi masalah 

seperti kesenjangan pendidikan, kurangnya relevansi kurikulum, 

atau kurangnya akses dan kualitas pendidikan. Inovasi yang 

terbukti berhasil dapat memberikan dasar bagi perubahan 

kebijakan pendidikan yang lebih baik. Contohnya, hasil inovasi 

dalam penilaian formatif dapat mendorong kebijakan untuk 

memperkenalkan penilaian yang lebih holistik dan berpusat pada 

pembelajaran. Maka dengan merumuskan ataupun melakukan 

perubahan pada kebijakan yang mendukung dan mendorong 

inovasi, pemerintah dapat memberikan arah bagi pengembangan 

pendekatan, metode, dan teknologi baru dalam pendidikan.  
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B. Inovasi Dan Perubahan Dalam Kebijakan Pendidikan 

Perubahan dalam kebijakan pendidikan diperlukan agar 

sistem pendidikan dapat merespons perubahan ini dengan 

mempersiapkan siswa untuk menjadi warga yang kompeten dan 

siap menghadapi tuntutan masa depan. Siswa perlu dilengkapi 

dengan keterampilan digital, literasi teknologi, pemahaman 

tentang penggunaan teknologi yang relevan dengan dunia kerja 

dan kehidupan sehari-hari, seperti keterampilan kritis, 

kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah, 

untuk berhasil dalam lingkungan kerja yang kompleks dan 

berubah-ubah, sekaligus membantu siswa memahami tantangan 

global. Alasan mengapa persiapan keterampilan ini penting, 

yaitu : 

1) Dunia kerja terus berubah dan berkembang dengan cepat, 

terutama dengan kemajuan teknologi dan perkembangan 

ekonomi. Peserta didik yang dilengkapi dengan keterampilan 

adaptabilitas akan lebih mampu beradaptasi dengan 

perubahan, mempelajari hal baru, dan menghadapi tantangan 

dengan fleksibilitas. 

2) Teknologi telah menjadi bagian integral dalam hampir semua 

bidang pekerjaan. Peserta didik yang memiliki keterampilan 

teknologi yang baik akan memiliki keunggulan kompetitif di 

pasar kerja. Mereka harus mampu menggunakan perangkat 

dan aplikasi teknologi, serta memiliki pemahaman yang kuat 

tentang kemampuan dan aplikasi teknologi terkini. 

3) Kolaborasi tim dan komunikasi yang efektif adalah 

keterampilan yang sangat dihargai dalam dunia kerja. Peserta 

didik perlu belajar bekerja dalam tim, berbagi ide, bekerja 

sama untuk mencapai tujuan bersama, dan memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik dalam berbagai konteks. 

4) Kemampuan berpikir kritis dan kreatif sangat penting dalam 

menghadapi tantangan dan menemukan solusi inovatif. 

Peserta didik perlu dilatih untuk mengembangkan 

keterampilan ini, seperti kemampuan analitis, pemecahan 
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masalah, berpikir kritis, berimajinasi, dan menghasilkan ide-

ide baru. 

5) Peserta didik perlu memperoleh keterampilan belajar seumur 

hidup, yaitu kemampuan untuk terus belajar, 

mengembangkan diri, dan menyesuaikan diri dengan 

perubahan dalam dunia kerja. Mereka harus memiliki 

motivasi intrinsik untuk belajar, kebiasaan mandiri dalam 

mencari informasi, dan keterampilan metakognitif untuk 

mengatur belajar mereka sendiri. 

 

Keterampilan yang relevan dengan dunia kerja 

memberikan peserta didik fleksibilitas dan mobilitas yang lebih 

tinggi dalam mengembangkan karier mereka. Mereka dapat 

dengan mudah beralih ke bidang atau sektor yang berbeda, 

beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar, dan 

memanfaatkan peluang karier yang muncul. 

Selain itu, inovasi pendidikan juga dapat memungkinkan 

personalisasi pembelajaran, di mana peserta didik dapat belajar 

sesuai dengan kecepatan, gaya, dan minat mereka sendiri. 

Dengan bantuan teknologi, pembelajaran dapat disesuaikan 

dengan preferensi, gaya belajar, tingkat kemampuan, dan 

kecepatan belajar masing-masing siswa. Ini bisa dilakukan 

melalui penggunaan platform pembelajaran online yang 

menyediakan materi dan aktivitas yang dapat dipilih sesuai 

dengan kebutuhan individu, serta melalui sistem pembelajaran 

adaptif yang menyesuaikan tingkat kesulitan dan konten 

pembelajaran berdasarkan kemajuan siswa. Beberapa cara di 

mana inovasi pendidikan dapat mendukung personalisasi 

pembelajaran  adalah: 

1) Pembelajaran berbasis siswa, dimana dalam pendekatan 

personalisasi pembelajaran, siswa ditempatkan di pusat 

proses pembelajaran. Guru menggunakan berbagai 

pendekatan, strategi, dan sumber daya untuk memenuhi 

kebutuhan belajar masing-masing siswa. Ini bisa dilakukan 
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melalui penyesuaian tingkat kesulitan, penggunaan bahan 

pembelajaran yang beragam, dan memberikan pilihan 

aktivitas yang sesuai dengan minat dan preferensi siswa. 

2) Teknologi pembelajaran adaptif yang memungkinkan 

pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan 

kecepatan belajar masing-masing siswa. Dengan 

menggunakan algoritma yang cerdas, platform pembelajaran 

adaptif dapat secara otomatis menyesuaikan konten, tingkat 

kesulitan, dan aktivitas pembelajaran berdasarkan respons 

dan kemajuan siswa. Ini memungkinkan setiap siswa untuk 

belajar dalam tempo mereka sendiri, mengatasi kesulitan 

secara individual, dan mencapai pencapaian yang optimal. 

3) Pemahaman kepribadian siswa untuk mengetahui minat, dan 

gaya belajar masing-masing siswa. Dengan memperoleh 

informasi ini, guru dapat merancang pengalaman 

pembelajaran yang sesuai dengan preferensi siswa, seperti 

menggunakan metode pengajaran yang cocok, memberikan 

tugas yang relevan dengan minat mereka, dan menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang mendukung. 

4) Personalisasi pembelajaran melibatkan memberikan siswa 

pilihan dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Ini bisa 

berarti memberikan pilihan topik, tugas, atau metode evaluasi 

yang sesuai dengan minat mereka. Selain itu, memberikan 

fleksibilitas dalam jadwal belajar, pengaturan kerja 

kelompok, atau pendekatan pembelajaran yang berbeda dapat 

meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. 

 

Dengan personalisasi pembelajaran, peserta didik dapat 

merasakan bahwa pembelajaran mereka relevan, berarti, dan 

sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini dapat meningkatkan 

motivasi, keterlibatan, dan pencapaian siswa secara keseluruhan, 

sambil membantu mereka mengembangkan keterampilan yang 

diperlukan untuk kehidupan dan karier mereka. 
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C. Inovasi Pendidikan dalam Konteks Perubahan Kebijakan 

Pendidikan 

 Inovasi pendidikan dalam konteks perubahan kebijakan 

pendidikan melibatkan pengembangan dan penerapan ide-ide 

baru, strategi, atau praktik yang bertujuan untuk mengubah atau 

memperbaiki kebijakan pendidikan yang ada. Tujuannya adalah 

meningkatkan efektivitas, relevansi, dan kualitas pendidikan 

secara menyeluruh. Langkah inovasi pendidikan dalam konteks 

perubahan kebijakan pendidikan antara lain adalah : 

a. Analisis kebijakan pendidikan yang ada 

Langkah pertama dalam inovasi pendidikan adalah 

melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan pendidikan 

yang sudah ada. Hal ini melibatkan mengidentifikasi 

kelemahan, tantangan, atau kesenjangan yang mungkin ada 

dalam kebijakan pendidikan yang sedang berjalan. Analisis 

ini dapat melibatkan pengumpulan data, penelitian, kajian 

literatur, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan . 

b. Identifikasi kebutuhan dan tujuan 

Setelah menganalisis kebijakan pendidikan yang ada, langkah 

selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan 

yang ingin dicapai melalui perubahan kebijakan. Hal ini dapat 

melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku 

kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, lembaga 

pendidikan, dan masyarakat umum. Tujuan perubahan 

kebijakan dapat berkaitan dengan meningkatkan kualitas 

pendidikan, mengatasi ketimpangan pendidikan, 

meningkatkan relevansi kurikulum, atau mempromosikan 

inklusi dan keadilan pendidikan. 

c. Pengembangan ide-ide baru dan strategi 

Setelah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan, langkah 

berikutnya adalah mengembangkan ide-ide baru dan strategi 

yang inovatif untuk mencapai perubahan kebijakan yang 

diinginkan. Ini dapat melibatkan penelitian, benchmarking 

dengan praktik terbaik di tingkat nasional atau internasional, 
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dan melibatkan ahli pendidikan, akademisi, atau konsultan 

untuk memberikan wawasan dan saran. 

d. Konsultasi dan partisipasi pemangku kepentingan 

Inovasi pendidikan dalam perubahan kebijakan pendidikan 

harus melibatkan konsultasi dan partisipasi aktif dari berbagai 

pemangku kepentingan. Ini dapat dilakukan melalui diskusi 

kelompok, forum, survei, atau pertemuan dengan pemangku 

kepentingan terkait. Melibatkan pemangku kepentingan akan 

memastikan bahwa perubahan kebijakan didasarkan pada 

pemahaman yang lebih luas dan mencerminkan kebutuhan 

dan aspirasi mereka. 

e. Implementasi dan pemantauan 

Setelah mengembangkan perubahan kebijakan pendidikan, 

langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya dan 

melakukan pemantauan yang berkelanjutan terhadap 

efektivitasnya. Implementasi dapat melibatkan 

pengembangan pedoman, panduan, atau peraturan yang 

mendukung perubahan kebijakan, serta penyediaan sumber 

daya dan pelatihan yang diperlukan. Pemantauan terus-

menerus akan membantu mengukur dampak dan 

mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan agar 

kebijakan menjadi lebih efektif. 

 

Dalam konteks perubahan kebijakan pendidikan, inovasi 

pendidikan bertujuan untuk memperbaiki dan memajukan sistem 

pendidikan. Melalui pengembangan ide-ide baru, strategi 

inovatif, dan pelibatan pemangku kepentingan yang beragam, 

inovasi pendidikan dapat menciptakan perubahan yang 

signifikan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi 

pendidikan bagi semua peserta didik. Upaya menggabungkan 

inovasi pendidikan dalam perubahan kebijakan pendidikan, 

dapat mencapai tujuan meningkatkan kualitas dan relevansi 

pendidikan bagi semua peserta didik.  
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Menggabungkan inovasi pendidikan dalam perubahan 

kebijakan pendidikan juga merupakan langkah penting untuk 

meningkatkan sistem pendidikan yang ada, diantaranya melalui 

upaya : 

a. Pengumpulan dan pemanfaatan data 

Pengumpulan data pendidikan yang komprehensif dan 

relevan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk 

pengambilan keputusan kebijakan. Mengintegrasikan 

teknologi informasi dalam sistem pendidikan dapat 

membantu dalam pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan 

data secara efektif. Informasi ini dapat digunakan untuk 

memantau kemajuan siswa, mengidentifikasi kelemahan 

dalam sistem, dan menginformasikan pengembangan 

kebijakan yang lebih baik. 

b. Penelitian dan pemantauan 

Perubahan kebijakan pendidikan harus didasarkan pada bukti 

yang kuat dan penelitian yang cermat. Pemerintah dan 

institusi pendidikan harus memprioritaskan penelitian 

pendidikan yang berfokus pada inovasi dan pengukuran 

dampaknya. Pemantauan terus-menerus terhadap 

implementasi kebijakan baru juga diperlukan untuk 

mengevaluasi efektivitasnya. 

c. Kolaborasi antara pemangku kepentingan 

Untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam kebijakan 

pendidikan, diperlukan kolaborasi yang erat antara 

pemerintah, institusi pendidikan, guru, siswa, orang tua, dan 

komunitas pendidikan lainnya. Kolaborasi ini harus 

melibatkan diskusi terbuka, berbagi ide, dan kerja sama untuk 

mengidentifikasi inovasi pendidikan yang paling efektif. 

d. Menggabungkan perspektif global 

Perubahan kebijakan pendidikan harus mengambil contoh 

dan pembelajaran dari pengalaman internasional. Melibatkan 

ahli pendidikan, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara 
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dapat membantu dalam pertukaran ide, transfer pengetahuan, 

dan mengadopsi praktik terbaik dari seluruh dunia. 

e. Stimulasi kreativitas dan kewirausahaan 

Dalam merancang kebijakan pendidikan, penting untuk 

memberikan ruang bagi inisiatif kreatif dan kewirausahaan 

dalam pendidikan. Ini dapat mencakup dukungan bagi guru 

dan siswa untuk mengembangkan proyek inovatif, 

pendekatan pembelajaran yang berbeda, atau penggunaan 

teknologi baru. Mendorong kreativitas akan membuka 

peluang untuk eksperimen dan mengidentifikasi solusi baru 

yang dapat diterapkan dalam skala yang lebih besar.  

Melalui penggabungan inovasi pendidikan dalam perubahan 

kebijakan pendidikan, diharapkan terjadi peningkatan 

kualitas pendidikan, kesetaraan akses, dan persiapan siswa 

untuk menghadapi tuntutan masa depan. 

 

D. Program Inovatif dalam Kebijakan Pendidikan 

Ada banyak contoh program inovatif dalam kebijakan 

pendidikan yang dapat dicetuskan dan diimplementasikan oleh 

pemerintah, dan yang populer saat ini adalah program-program 

inovatif yang dicetuskan oleh pemerintah melalui Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, yang disebut dengan “Merdeka 

Belajar”. Esensi dari kebijakan pendidikan Merdeka Belajar 

adalah memberikan ruang dan kesempatan kepada para guru dan 

peserta didik untuk menggali potensi terbesar mereka dalam 

inovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui 

pendekatan yang mandiri, guru dan peserta didik diharapkan 

tidak hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan yang 

konvensional, tetapi juga mendorong terciptanya inovasi nyata 

dalam pendidikan. Mandiri dalam konteks Merdeka Belajar 

berarti guru memiliki kebebasan dalam merancang dan 

mengimplementasikan metode pembelajaran yang inovatif, 

mengembangkan bahan ajar yang kreatif, serta memanfaatkan 

teknologi dan sumber daya yang relevan. Guru juga didorong 
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untuk meningkatkan keterampilan profesional mereka melalui 

pelatihan dan pengembangan diri secara mandiri. Peserta didik 

juga diberikan kebebasan untuk aktif dalam proses 

pembelajaran, mengembangkan inisiatif dan kreativitas mereka, 

serta mengambil tanggung jawab atas proses pembelajaran 

mereka sendiri. Mereka didorong untuk menjadi subjek aktif 

dalam belajar, mencari pengetahuan di luar ruang kelas, dan 

mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks 

kehidupan nyata. Adanya inovasi pendidikan yang muncul dari 

pendekatan Merdeka Belajar, diharapkan kualitas pembelajaran 

akan meningkat secara signifikan. Guru dapat menjadi agen 

perubahan yang menghadirkan pembelajaran yang lebih relevan, 

menarik, dan berdampak positif pada peserta didik. Sementara 

itu, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan kritis, 

kreatif, dan kolaboratif yang esensial untuk menghadapi 

tantangan masa depan. Dengan kata lain, konsep Merdeka 

Belajar membuka pintu bagi inovasi dan peningkatan kualitas 

pembelajaran secara mandiri, sehingga dapat menciptakan 

lingkungan pendidikan yang lebih dinamis, adaptif, dan relevan 

dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. 

Dalam melaksanakan Merdeka Belajar, setiap unit 

pendidikan memiliki kemerdekaan untuk berinovasi dan 

menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kondisi lokal 

mereka. Ini berarti bahwa unit pendidikan dapat 

mengembangkan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan, nilai-nilai budaya, dan karakteristik siswa di 

wilayah tersebut. Misalnya, unit pendidikan di daerah pedesaan 

dengan infrastruktur terbatas dapat mengadopsi pendekatan 

pembelajaran yang mengintegrasikan penggunaan teknologi 

dengan sumber daya yang tersedia. Mereka dapat memanfaatkan 

metode pembelajaran berbasis komunitas yang melibatkan 

partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Sementara itu, unit 

pendidikan di daerah perkotaan yang memiliki akses lebih baik 

terhadap sumber daya dan teknologi mungkin mengadopsi 
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pendekatan pembelajaran yang lebih berbasis teknologi. erdeka 

Belajar juga menghargai kearifan lokal dan budaya setiap 

wilayah. Unit pendidikan dapat mengintegrasikan nilai-nilai 

budaya dan kearifan lokal dalam kurikulum dan metode 

pembelajaran. Hal ini membantu menjaga keberagaman budaya 

dan identitas lokal dalam proses pendidikan. Dengan 

memberikan kemerdekaan kepada unit pendidikan untuk 

berinovasi sesuai dengan konteks mereka, Kebijakan Merdeka 

Belajar memungkinkan pengembangan pendidikan yang lebih 

inklusif, relevan, dan berdampak positif bagi siswa. Ini juga 

mendorong pemberdayaan unit pendidikan untuk 

mengidentifikasi tantangan dan peluang yang unik di lingkungan 

mereka, serta mencari solusi yang sesuai untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

 Masih dalam konteks kebijakan pendidikan Merdeka 

Belajar, eknologi memainkan peran yang sangat penting dalam 

mendukung dan mengimplementasikan inovasi pendidikan. 

Teknologi tidak hanya terbatas pada platform online, tetapi juga 

mencakup berbagai macam alat dan media pembelajaran. 

Dengan menggunakan teknologi, pendekatan Merdeka Belajar 

dapat diperluas dan ditingkatkan. Berbagai platform 

pembelajaran online, aplikasi mobile, perangkat interaktif, dan 

sumber daya digital dapat digunakan untuk memfasilitasi 

pembelajaran mandiri, kolaboratif, dan berbasis proyek. Guru 

dapat memanfaatkan teknologi untuk menyediakan konten 

pendidikan yang kaya, mendukung pembelajaran berbasis 

penemuan, serta memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara 

guru dan siswa. Teknologi juga memungkinkan adanya 

pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran hybrid yang lebih 

fleksibel. Ini penting terutama dalam situasi seperti pandemi 

COVID-19, di mana akses ke pembelajaran online menjadi 

sangat penting untuk melanjutkan proses pendidikan. Dengan 

teknologi, guru dapat memberikan materi pembelajaran secara 

virtual, menyediakan tugas dan latihan online, serta mengadakan 
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diskusi dan interaksi secara daring. Selain teknologi online, 

media tradisional seperti televisi juga dapat dimanfaatkan 

sebagai alat pembelajaran. Melalui kerjasama dengan stasiun 

televisi, program pembelajaran yang disesuaikan dengan 

kurikulum dapat disiarkan secara terjadwal untuk mencapai 

siswa yang tidak memiliki akses internet atau perangkat 

elektronik. Hal ini membantu memastikan inklusivitas dalam 

pendidikan dan memberikan kesempatan bagi semua siswa 

untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Penggunaan 

teknologi dalam pendidikan memungkinkan adanya beragam 

pendekatan dan inovasi, serta memperluas akses dan fleksibilitas 

dalam pembelajaran. Namun, penting juga untuk memastikan 

bahwa akses ke teknologi merata dan pelatihan yang cukup 

diberikan kepada guru dan siswa agar mereka dapat 

memanfaatkannya secara efektif dalam meningkatkan 

pembelajaran. 

 Sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini, ada sebanyak 24 

(dua puluh empat) episode Merdeka Belajar yang telah 

diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, tetai pada kajian buku ini, dipilih 10 

(sepuluh) episode yang dinilai cukup relevan dengan topik kajian 

buku ini. 

1) Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar 

 Episode 1 terkait empat pokok kebijakan Merdeka 

Belajar terdiri atas : 

a. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 

 Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) adalah ujian 

yang dilaksanakan oleh sekolah dengan standar nasional yang 

ditetapkan oleh pemerintah. USBN bertujuan untuk 

mengukur pencapaian peserta didik dalam bidang akademik. 

Sebenarnya, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional (SISDIKNAS) di Indonesia, terdapat semangat 

untuk memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam 

menentukan kelulusan siswa. Tujuan utama UU Sisdiknas 
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adalah memperkuat peran sekolah dalam proses 

pembelajaran, termasuk penilaian dan penentuan kelulusan 

siswa. Namun, implementasi dari semangat tersebut 

terkadang terbatas oleh adanya Ujian Sekolah Berstandar 

Nasional (USBN). USBN merupakan ujian nasional yang 

bersifat standar untuk menentukan kelulusan siswa di tingkat 

sekolah menengah. USBN melibatkan ujian yang 

dilaksanakan secara nasional, sehingga secara tidak langsung 

mengikat kebijakan penentuan kelulusan siswa. Keterbatasan 

ini menyebabkan sekolah tidak memiliki kebebasan penuh 

dalam menentukan kelulusan berdasarkan penilaian internal 

mereka sendiri. USBN memberikan bobot penilaian yang 

signifikan dalam proses kelulusan siswa. 

Arah kebijakan baru melalui konsep Merdeka Belajar 

menetapkan bahwa sejak tahun 2020, USBN akan diganti 

dengan Ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh 

sekolah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memberikan 

kebebasan lebih kepada guru dan sekolah dalam menilai 

kompetensi siswa serta mengadopsi metode penilaian yang 

lebih komprehensif. Ujian untuk menilai kompetensi siswa 

dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk tes tertulis, 

portofolio, penugasan kelompok, karya tulis, dan metode 

penilaian lainnya yang mencakup aspek-aspek yang lebih luas 

dan mendalam dari pembelajaran siswa, sehingga guru dan 

sekolah memiliki kemerdekaan ataupun keleluasaan yang 

lebih besar dalam merancang dan melaksanakan penilaian 

yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Dengan 

memberikan kemerdekaan kepada guru dan sekolah dalam 

menilai hasil belajar siswa, diharapkan pendekatan ini dapat 

mendorong pengembangan kurikulum yang lebih 

kontekstual, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan 

mengakomodasi keberagaman siswa. Hal penting dari arah 

baru dari kebijakan ini adalah untuk memastikan adanya 

pedoman dan kerangka evaluasi yang jelas, serta pelatihan 
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yang memadai bagi guru agar dapat melaksanakan penilaian 

dengan baik dan adil. Perubahan ini merupakan bagian dari 

upaya untuk mempromosikan pendekatan pendidikan yang 

lebih fleksibel, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan 

potensi siswa secara holistik dalam konteks Merdeka Belajar. 

b. Ujian Nasional (UN) 

 Salah satu kritik terhadap Ujian Nasional (UN) adalah bahwa 

materi yang diujikan terlalu padat, sehingga siswa dan guru 

cenderung fokus pada menguji penguasaan konten daripada 

pengembangan kompetensi penalaran dan pemahaman 

konsep secara mendalam. Hal ini bisa menyebabkan proses 

pembelajaran di sekolah cenderung menjadi lebih terfokus 

pada menyelesaikan materi yang diujikan, sehingga aspek 

penalaran, pemecahan masalah, dan penerapan konsep dalam 

situasi nyata bisa kurang mendapat perhatian yang cukup. 

Sehingga Ujian Nasional (UN) dinilai telah menjadi beban 

bagi siswa, guru, dan orang tua, karena tekanan yang timbul 

sebagai indikator tunggal keberhasilan siswa sebagai 

individu. Banyak yang berpendapat bahwa peran UN 

seharusnya lebih berfokus pada pemetaan mutu sistem 

pendidikan nasional secara keseluruhan daripada hanya 

sebagai penilaian individu siswa. Dalam konteks Kebijakan 

Merdeka Belajar, terdapat upaya untuk mengubah paradigma 

penilaian siswa dengan lebih menekankan pada penilaian 

yang komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada 

pengembangan potensi siswa secara holistik. Hal ini 

mencakup penggunaan berbagai bentuk penilaian, seperti 

portofolio, penugasan kelompok, karya tulis, dan metode 

penilaian lainnya yang mencerminkan kemampuan dan 

prestasi siswa secara lebih luas. 

 Arah kebijakan baru melalui konsep Merdeka Belajar 

menetapkan bahwa tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk 

terakhir kalinya. Mulai pada tahun 2021, UN akan diubah 

menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei 



55 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

Karakter. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah 

Indonesia untuk mengembangkan sistem evaluasi yang lebih 

holistik dan menggambarkan kompetensi siswa secara lebih 

komprehensif. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) akan 

menilai pencapaian kompetensi minimum yang harus dimiliki 

oleh siswa pada tingkat pendidikan tertentu. AKM akan 

melibatkan berbagai bentuk penilaian, termasuk tes tertulis, 

penugasan, proyek, portofolio, dan observasi langsung. 

Dengan pendekatan ini, penilaian akan lebih fokus pada 

pemahaman konsep, keterampilan, dan kemampuan siswa 

dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata. 

Survei Karakter juga akan menjadi bagian dari penilaian 

dalam sistem AKM. Survei Karakter akan mengukur aspek-

aspek kepribadian dan karakter siswa, seperti sikap, nilai-

nilai, etika, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Survei 

Karakter bertujuan untuk memperkuat pendidikan karakter 

dan membantu mengembangkan siswa secara holistik. 

Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem evaluasi 

pendidikan yang lebih menyeluruh, menggambarkan 

kemampuan siswa secara lebih akurat, dan memberikan 

informasi yang lebih lengkap kepada siswa, orang tua, guru, 

dan pihak terkait dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia. 

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter 

memang dapat mengacu pada praktik baik yang telah 

diterapkan di tingkat internasional, seperti Program for 

International Student Assessment (PISA) dan Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS). PISA 

adalah suatu program asesmen yang dilakukan oleh 

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) 

dan bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman dan 

penerapan pengetahuan serta keterampilan siswa dalam 

konteks kehidupan nyata. PISA menilai kemampuan siswa 

dalam bidang membaca, matematika, dan sains, serta aspek 
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lain seperti literasi finansial dan pemecahan masalah. Adapun 

TIMSS adalah suatu studi internasional yang dilakukan oleh 

International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA) untuk mengevaluasi pencapaian siswa 

dalam bidang matematika dan sains. TIMSS memberikan 

informasi tentang pemahaman konsep, penerapan 

pengetahuan, dan keterampilan siswa dalam konteks 

akademik. Kedua program tersebut merupakan referensi 

penting dalam pengembangan sistem evaluasi pendidikan di 

berbagai negara, termasuk dalam konteks perubahan UN 

menjadi AKM dan Survei Karakter di Indonesia. Dengan 

mengacu pada praktik baik tersebut, diharapkan evaluasi 

pendidikan dapat memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif tentang kemampuan siswa dan pengembangan 

karakter mereka. 

c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 Guru diarahkan untuk mengikuti format Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terkadang terlalu kaku 

dan memiliki banyak komponen. RPP yang membutuhkan 

penulisan yang sangat rinci dan panjang dapat menghabiskan 

banyak waktu guru, yang seharusnya dapat digunakan untuk 

fokus pada persiapan dan evaluasi proses pembelajaran yang 

lebih substansial. Arah kebijakan baru melalui konsep 

Merdeka Belajar menetapkan bahwa guru diberikan 

kebebasan untuk memilih, membuat, menggunakan, dan 

mengembangkan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya pengajaran 

mereka, yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas 

kepada guru dalam merancang pembelajaran yang inovatif 

dan efektif. Dengan adanya kebebasan ini, guru dapat 

menyesuaikan format RPP dengan cara yang paling cocok 

untuk mereka dan siswa. Mereka dapat memilih format yang 

lebih sederhana dan ringkas, tanpa harus menghabiskan 

terlalu banyak waktu dan energi dalam penulisan yang terlalu 
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rinci. Guru juga dapat menggunakan format yang lebih kreatif 

dan interaktif, yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif 

dalam pembelajaran.  

Dalam konsep Merdeka Belajar, terdapat 3 (tiga) komponen 

inti dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

memungkinkan ditulis cukup dalam 1 (satu) halaman saja. 

Komponen-komponen tersebut adalah tujuan pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Tujuan Pembelajaran 

berisi pernyataan yang jelas dan spesifik tentang apa yang 

diharapkan siswa capai setelah mengikuti pembelajaran. 

Kegiatan Pembelajaran berisi deskripsi tentang kegiatan yang 

akan dilakukan dalam proses pembelajaran, termasuk strategi 

pengajaran, metode, pendekatan, dan sumber belajar yang 

akan digunakan. Asesmen merupakan bagian yang 

menjelaskan bagaimana akan dilakukan penilaian terhadap 

hasil belajar siswa, berupa tes, penugasan, proyek, portofolio, 

atau bentuk penilaian lainnya yang sesuai dengan kompetensi 

yang dievaluasi.  Ketiga komponen tersebut dianggap sebagai 

komponen inti yang harus ada dalam RPP, sementara 

komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara 

mandiri oleh guru. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien 

dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk 

mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu 

sendiri. 

d. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

Zonasi 

Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi 

adalah kebijakan yang diimplementasikan dalam sistem 

penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah di Indonesia. 

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan adanya keadilan 

dan kesetaraan dalam akses pendidikan, serta mengurangi 

kesenjangan antara sekolah-sekolah yang terletak di daerah 

perkotaan dan pedesaan. Dalam PPDB Zonasi, setiap wilayah 

atau zona geografis dibagi menjadi zona-zona tertentu. Siswa 
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yang tinggal di zona tertentu memiliki prioritas untuk 

diterima di sekolah-sekolah yang berada di zona tersebut. Hal 

ini dilakukan untuk memastikan bahwa siswa-siswa di sekitar 

sekolah memiliki akses yang lebih mudah dan setara dalam 

mendapatkan pendidikan. Peraturan Penerimaan Peserta 

Didik Baru (PPDB) dapat mengimplementasikan prinsip 

Tripusat Pendidikan yang melibatkan peran aktif dari sekolah, 

keluarga, dan masyarakat.  

Dalam konteks ini, PPDB dapat dirancang untuk memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bersekolah di 

lingkungan tempat tinggal mereka. Tetapi pada tataran 

implementasi, PPDB yang melibatkan zonasi belum selalu 

berjalan lancar di semua daerah, kurang mengakomodir 

perbedaan situasi daeah, dan belum disertai dengan 

pemerataan jumlah guru. Sehingga arah kebijakan baru 

melalui konsep Merdeka Belajar membuat kebijakan PPDB 

zonasi yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi 

ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. 

Pembagian zonasi yang pada awalnya terbagi atas 3 (tiga) 

jalur, yaitu jalur Zonasi (minimal 80%), jalur Prestasi (15%), 

dan jalur perpindahan (5%), selanjutnya berubah menjadi 4 

(empat) jalur yaitu jalur Zonasi (minimal 50%), jalur Afirmsi 

(minimal 15%), jalur Perpindahan (maksimal 5%), dan jalur 

Prestasi (sisanya 0 - 30%) disesuaikan dengan kondisi daerah. 

Dengan demikian, maka daerah memiliki kewenangan untuk 

menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. 

Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk 

mengakomodasi kekhasan dan kebutuhan pendidikan di 

wilayah mereka. Dengan adanya kewenangan daerah dalam 

menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi, 

diharapkan implementasi PPDB dengan sistem zonasi dapat 

lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi dan kebutuhan 

setiap daerah. Hal ini juga dapat membantu mencapai tujuan 
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pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu 

pendidikan secara lebih efektif di tingkat daerah.  

Pemerataan akses dan kualitas pendidikan tidak hanya 

bergantung pada PPDB dengan sistem zonasi, tetapi juga 

memerlukan inisiatif lain dari pemerintah daerah. Salah satu 

inisiatif yang penting adalah redistribusi guru ke sekolah yang 

mengalami kekurangan guru. Pemerintah daerah perlu 

melakukan analisis mendalam terkait jumlah guru yang 

tersedia di setiap sekolah dan memperhatikan kebutuhan guru 

di setiap wilayah. Jika terdapat sekolah yang kekurangan 

guru, pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk 

memindahkan atau mendistribusikan guru yang berlebih dari 

sekolah-sekolah lain ke sekolah tersebut. Selain redistribusi 

guru, pemerintah daerah juga dapat mengambil inisiatif lain 

untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, seperti 

memberikan insentif bagi guru yang mengajar di daerah 

terpencil atau sulit dijangkau. Peningkatan kualitas 

pendidikan juga dapat dilakukan melalui pelatihan dan 

pengembangan profesional bagi guru, peningkatan sarana dan 

prasarana pendidikan, serta pengembangan kurikulum yang 

relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan menggabungkan 

berbagai inisiatif tersebut, diharapkan pemerataan akses dan 

kualitas pendidikan dapat tercapai secara holistik di tingkat 

daerah. 

 

2) Kampus Merdeka 

 Episode 2 terkait Kampus Merdeka memiliki pokok 

kebijakan yang terdiri atas : 

a. Pembukaan Program Studi Baru 

 Sejak diperkenalkannya kebijakan Kampus Merdeka di 

Indonesia, ada perubahan dalam kebijakan pembukaan 

program studi baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Kebijakan Kampus Merdeka 

memberikan otonomi kepada PTN dan PTS untuk membuka 
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program studi baru dengan syarat-syarat tertentu, yaitu : (1) 

Perguruan Tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B, (2) 

Program Studi dapat diajukan jika ada kerjasama dengan 

mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, 

atau universitas Top 100 Ranking QS, dan (3) Program Studi 

baru yang diusulkan tersebut bukan di bidang Kesehatan atau 

Pendidikan. Selain itu, jika dulunya Program Studi baru 

hanya mendapatkan akreditasi minimum (bukan C), dengan 

arah kebijakan baru pada episode ini, Program Studi baru 

otomatis akan mendapatkan akreditasi C jika program studi 

baru tersebut diajukan oleh Perguruan Tinggi dengan status 

akreditasi A atau B (https://pusdatin.kemdikbud.go.id 

/kebijakan-kampus-merdeka-beri-otonomi-perguruan-tinggi-

buka-prodi-baru/). 

b. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi 

 Sebelumnya, Setiap perguruan tinggi dan program studi 

diwajibkan untuk menjalani proses akreditasi setiap 5 tahun. 

Proses ini melibatkan penilaian oleh Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang bertanggung 

jawab untuk menilai kualitas dan standar pendidikan tinggi di 

Indonesia. Dengan kebijakan baru, akreditasi yang sudah 

ditetapkan oleh BAN-PT akan berlaku selama 5 tahun dan 

akan diperbaharui secara otomatis. Ini berarti perguruan 

tinggi dan program studi yang sudah terakreditasi tidak perlu 

mengajukan perpanjangan secara aktif setelah periode 5 

tahun. Namun, penting untuk memastikan bahwa kualitas dan 

standar tetap dipertahankan selama periode tersebut. 

Perguruan tinggi yang memiliki akreditasi B atau C memiliki 

kesempatan untuk mengajukan kenaikan akreditasi secara 

sukarela. Ini berarti mereka dapat mengajukan permohonan 

untuk meningkatkan status akreditasi mereka jika mereka 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAN-PT. 

Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk memberikan lebih 
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banyak otonomi kepada perguruan tinggi dan memfasilitasi 

proses akreditasi yang lebih efisien. 

 Peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan kembali oleh 

BAN-PT jika ada beberapa indikasi penurunan mutu yang 

dapat memicu peninjauan ulang. Misalnya terdapat 

pengaduan masyarakat terkait mutu atau kualitas suatu 

perguruan tinggi atau program studi tertentu, dan pengaduan 

tersebut disertai dengan bukti konkret, BAN-PT dapat 

melakukan peninjauan ulang akreditasi untuk mengevaluasi 

keadaan tersebut. Indikasi lainnya adalah jika jumlah 

pendaftar dan lulusan dari perguruan tinggi atau program 

studi tertentu mengalami penurunan secara drastis selama 

lima tahun berturut-turut, hal ini dapat menjadi indikasi 

penurunan kualitas. Dalam situasi-situasi seperti ini, BAN-PT 

dapat memilih untuk melakukan peninjauan ulang akreditasi 

untuk mengevaluasi mutu dan kualitas perguruan tinggi atau 

program studi tersebut (https://lldikti11.ristekdikti.go.id/ 

download/ pdf/256). 

c. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 

 Pada kebijakan sebelumnya, PTN diwajibkan memperoleh 

akreditasi A sebelum dapat menjadi PTN-BH, dan mayoritas 

program studi PTN harus terakreditasi A sebelum PTN 

tersebut dapat memperoleh status Badan Hukum. Dalam arah 

kebijakan baru, persyaratan untuk mendapatkan status Badan 

Hukum (BH) lebih dipermudah bagi PTN Badan Layanan 

Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker). PTN BLU dan 

Satker dapat mengajukan perguruan tingginya untuk menjadi 

Badan Hukum tanpa ada persyaratan akreditasi minimum 

yang ditentukan. Jika PTN merasa sudah memiliki persiapan 

yang memadai dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, 

PTN dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Badan 

Hukum (BH) kapan pun, dan tidak ada batasan waktu tertentu 

yang ditentukan untuk mengajukan permohonan tersebut 

(https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/ 
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transformasi-ptn-bh-menuju-kampus-unggul-dan-berdaya-

saing/). 

d. Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi 

 Arah kebijakan baru ini lebih dikenal dengan program 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dasar 

pelaksanaan dari kebijakan ini adalah Permendikbud Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 

yang menguraikan tentang kebijakan yang mewajibkan 

perguruan tinggi untuk memfasilitasi hak bagi mahasiswa 

untuk mengambil SKS di luar perguruan tinggi atau di 

program studi. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi 

mahasiswa untuk mengeksplorasi minat, minat lintas disiplin, 

atau mengambil mata kuliah yang tidak tersedia di program 

studi mereka. Batas waktu yang ditetapkan, yaitu paling lama 

2 semester atau setara dengan 40 SKS, memberikan kejelasan 

tentang jangka waktu di mana mahasiswa dapat mengambil 

SKS di luar perguruan tinggi. Adanya batasan jumlah SKS 

yang harus diambil di program studi asal (sebanyak 5 

semester dari total semester yang harus dijalankan) 

memberikan kepastian bahwa mahasiswa tetap fokus pada 

mata kuliah yang relevan dengan program studi mereka dan 

menjaga kemajuan akademik yang baik. Oleh karena itu, 

Perguruan Tinggi perlu menyediakan sistem yang memadai 

untuk memfasilitasi pengambilan SKS di luar perguruan 

tinggi atau di program studi yang berbeda. Hal ini melibatkan 

pengaturan prosedur pendaftaran, transfer kredit, dan 

pengakuan hasil belajar yang diperoleh di tempat lain. Hal ini 

dapat membantu mahasiswa dalam merencanakan 

pengambilan mata kuliah secara efektif. Kebijakan ini 

memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas 

pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pengalaman 

pembelajaran yang beragam. Dengan mengambil mata kuliah 

di luar perguruan tinggi atau di program studi yang berbeda, 



63 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

mahasiswa dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dan 

meningkatkan keterampilan lintas disiplin.  

 Perubahan definisi SKS yang mengartikannya sebagai "jam 

kegiatan" bukan "jam pembelajaran" memiliki konsekuensi 

yang signifikan terhadap pengertian dan penggunaan SKS 

dalam konteks pendidikan tinggi. Pengertian "jam kegiatan" 

dalam definisi SKS menunjukkan bahwa SKS tidak hanya 

terkait dengan jam tatap muka dalam kelas, tetapi juga 

mencakup berbagai jenis kegiatan lain yang relevan dengan 

pembelajaran. Hal ini memperluas ruang lingkup SKS dan 

memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang beragam. Kegiatan belajar yang 

dapat diambil oleh mahasiswa termasuk belajar di kelas, 

praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, 

wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di 

daerah terpencil. Dengan demikian, mahasiswa memiliki 

kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan 

pengetahuan melalui pengalaman nyata di luar lingkungan 

kelas tradisional, serta memiliki kesempatan untuk 

mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang berbeda 

sesuai minat dan kebutuhan mereka. Fleksibilitas ini dapat 

mendorong eksplorasi, inovasi, dan pengembangan potensi 

mahasiswa secara lebih holistik. Daftar kegiatan yang dapat 

diambil oleh mahasiswa dapat ditentukan oleh pemerintah 

atau disetujui oleh rektor perguruan tinggi. Hal ini 

mengindikasikan adanya peran pengaturan dan pengawasan 

yang dilakukan oleh pemerintah dan perguruan tinggi dalam 

menentukan jenis kegiatan yang relevan dan bermanfaat bagi 

mahasiswa. 

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan 

kebijakan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk 

mendorong mahasiswa agar memiliki kebebasan dalam 

memilih dan menguasai berbagai keilmuan yang berguna 
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untuk memasuki dunia kerja. Dalam kerangka Kampus 

Merdeka, mahasiswa didorong untuk mengembangkan 

kompetensi lintas disiplin, mengikuti program perkuliahan 

yang lebih fleksibel, dan memperoleh pengalaman nyata di 

luar kelas melalui magang, wirausaha, atau kegiatan lainnya. 

Tujuannya adalah memberikan mahasiswa kesempatan untuk 

menggali minat, bakat, dan potensi mereka secara lebih luas, 

sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik 

untuk kehidupan dan karir setelah lulus. Kebijakan Kampus 

Merdeka berupaya melibatkan mahasiswa aktif dalam proses 

pembelajaran, mendorong kreativitas, inovasi, serta 

pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan 

pasar kerja. Dengan demikian, diharapkan lulusan perguruan 

tinggi dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja 

yang terus berkembang.  

3) Perubahan Mekanisme Dana BOS 

Perubahan Mekanisme Dana BOS adalah episode ke 3 

dari Merdeka Belajar. Program Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) merupakan salah satu program pemerintah yang 

bertujuan untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah 

di tingkat dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Dalam 

program ini, dana BOS diberikan kepada sekolah untuk 

mendukung berbagai keperluan operasional yang terkait dengan 

penyelenggaraan pendidikan. Dana BOS dapat digunakan untuk 

mendukung administrasi kegiatan sekolah (seperti biaya 

pengelolaan dan pemeliharaan data siswa, administrasi 

kepegawaian, dan administrasi umum sekolah), membeli dan 

memperbarui alat-alat pembelajaran yang diperlukan di sekolah 

(seperti buku teks, alat peraga, laboratorium, komputer, dan 

perangkat pembelajaran lainnya), membayar honorarium bagi 

tenaga pendidik (termasuk guru dan tenaga kependidikan 

lainnya yang terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah)., 

memperluas dan memperbarui koleksi buku di perpustakaan 
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sekolah, serta untuk memperbaiki, memelihara, dan 

mengembangkan sarana dan prasarana sekolah (seperti 

perbaikan bangunan, perawatan taman, peningkatan 

aksesibilitas, dan pengadaan fasilitas pendukung lainnya). 

Pada tataran implementasi, sekolah sering terlambat 

menerima penyaluran dana BOS. Keterlambatan penyaluran 

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengakibatkan 

sekolah harus menalangi biaya operasional awal tahun  dan 

keterlambatan penyaluran dana BOS tentu dapat berdampak 

negatif pada kegiatan operasional sekolah dan proses 

pembelajaran siswa. Demikian juga dengan implementasi pada 

alokasi penggunaan, banyak guru honorer yang mengabdi tanpa 

penghasilan yang layak, karena penggunaan BOS untuk honor 

guru dibatasi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana BOS 

juga digunakan untuk keperluan lain yang mendukung 

operasional sekolah. Namun, karena batasan tersebut, seringkali 

alokasi dana BOS untuk honor guru tidak mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan seluruh guru honorer di sekolah, 

senhingga tidak sedikit guru honorer yang bekerja tanpa 

mendapatkan penghasilan yang memadai. Sedangkan di sisi lain, 

kepala sekolah memiliki keterbatasan ruang untuk meningkatkan 

penghasilan guru honorer terbaik di sekolahnya atau untuk 

membiayai tenaga kependidikan di sekolah.  

Arah baru kebijakan pendidikan merdeka belajar pada 

episode ini, terjadi perubahan mekanisme dana BOS dengan 

pokok-pokok kebijakan sebagai berikut : 

a. Sebagai upaya untuk mempercepat penerimaan dana BOS 

serta mengurangi beban administrasi sekolah, pemerintah 

telah mengadopsi kebijakan penyaluran dana BOS secara 

langsung ke rekening sekolah. Dengan penyaluran langsung 

ke rekening sekolah, proses administrasi yang melibatkan 

pencairan dan pengelolaan dana dapat disederhanakan. 

b. Adanya fleksibilitas penggunaan dana BOS yang 

memberikan sekolah kebebasan dalam mengalokasikan dan 
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menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

sekolah. 

c. Peningkatan nilai satuan BOS yang diterima oleh sekolah 

dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan operasional dan 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

d. Pemantauan dan pelaporan yang transparan serta akuntabel 

dalam penggunaan dana BOS untuk memastikan efektivitas 

dan keberlanjutan kebijakan pendanaan sekolah. 

 

4) Program Organisasi Penggerak 

 Program Organisasi Penggerak adalah inisiatif yang 

diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

melalui episode ke 4 Merdeka Belajar untuk meningkatkan 

kualitas hasil belajar siswa di seluruh Indonesia, yang kemudian 

mendorong hadirnya ribuan Sekolah Penggerak di seluruh negeri 

https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/organisasipenggera

k/. Program Organisasi Penggerak merupakan inisiatif 

pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui 

dukungan dalam menginisiasi hadirnya Sekolah Penggerak. 

Salah satu fokus utama program ini adalah peningkatan kualitas 

guru dan kepala sekolah. Dalam hal ini, model-model pelatihan 

yang telah terbukti efektif digunakan untuk meningkatkan 

kualitas proses dan hasil belajar siswa. Program Organisasi 

Penggerak melibatkan sejumlah Organisasi Kemasyarakatan 

yang bergerak di bidang pendidikan. Melalui kerjasama dengan 

berbagai organisasi tersebut, pemerintah dapat memperoleh 

dukungan dan sumber daya yang diperlukan dalam implementasi 

program ini. Organisasi-organisasi ini dapat berperan dalam 

memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah, serta 

memberikan bimbingan dan pendampingan dalam upaya 

peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan memanfaatkan pengalaman dan keahlian yang dimiliki 

oleh organisasi-organisasi tersebut, terutama yang sudah 

memiliki rekam jejak yang baik dalam implementasi program 
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pelatihan guru dan kepala sekolah. Melibatkan organisasi-

organisasi kemasyarakatan yang sudah terbukti efektif dalam 

melaksanakan program pelatihan guru dan kepala sekolah 

merupakan strategi yang baik dalam memastikan keberhasilan 

Program Organisasi Penggerak. Organisasi-organisasi tersebut 

biasanya memiliki jaringan yang luas, pengalaman yang kaya, 

dan metode yang terbukti dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

Melibatkan organisasi masyarakat dan relawan dalam 

Program Organisasi Penggerak memiliki beberapa manfaat. 

Pertama, program ini dapat memanfaatkan pengetahuan, 

pengalaman, dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi-

organisasi tersebut untuk memperkaya program pelatihan dan 

memperluas jangkauan program ke lebih banyak sekolah. 

Kedua, kolaborasi dengan organisasi masyarakat dan relawan 

dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat sekolah. Ketiga, 

melibatkan organisasi masyarakat dan relawan dapat 

menciptakan sinergi antara berbagai pihak yang memiliki tujuan 

yang sama dalam mencapai transformasi pendidikan. Dalam 

skema Program Organisasi Penggerak, organisasi-organisasi 

masyarakat dan relawan yang memiliki program pelatihan yang 

sesuai dengan visi dan misi Sekolah Penggerak dapat diajak 

berkolaborasi. Kolaborasi ini meliputi penyediaan dukungan 

teknis, pelatihan, supervisi, bimbingan, dan sumber daya lainnya 

yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala 

sekolah serta mengembangkan praktik terbaik dalam 

pembelajaran. 

 

5) Guru Penggerak 

Episode ke-5 dari program Merdeka Belajar adalah Guru 

Penggerak. Episode ini berfokus pada pengembangan 

kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dalam 

pengembangan profesional dirinya. Tujuan dari episode ini 
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adalah untuk memberdayakan guru sebagai penggerak utama 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Melalui episode ini, guru 

diberikan wadah untuk mengembangkan diri dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Mereka didorong untuk menjadi inovator 

dan pemimpin di sekolahnya, mengembangkan metode 

pembelajaran yang kreatif, dan melakukan kolaborasi dengan 

sesama guru. Guru-guru yang terlibat didorong untuk menjadi 

pemimpin dalam konteks pembelajaran di sekolah mereka. 

Mereka diberikan pelatihan dan dukungan untuk 

mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan 

dalam merancang, melaksanakan, dan memantau pembelajaran 

di kelas. Hal ini melibatkan pengembangan kemampuan guru 

dalam merencanakan pembelajaran yang efektif, menerapkan 

strategi pengajaran yang inovatif, melibatkan siswa secara aktif, 

dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Program Guru Penggerak 

juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian guru dalam 

pengembangan profesional dirinya. Guru-guru didorong untuk 

terus belajar dan mengembangkan kompetensi mereka melalui 

kegiatan seperti penelitian tindakan, studi mandiri, partisipasi 

dalam kegiatan pelatihan dan workshop, serta kolaborasi dengan 

rekan guru lainnya. Guru-guru diberikan dukungan dan sumber 

daya yang diperlukan untuk mengembangkan diri mereka 

sebagai profesional yang berkompeten dan responsif terhadap 

perubahan dalam dunia pendidikan. 

Program Guru Penggerak juga melibatkan kepala 

sekolah dan pengawas sekolah sebagai mitra guru penggerak 

dalam melakukan transformasi pendidikan. Kepala sekolah dan 

pengawas sekolah memiliki peran yang penting dalam 

mendukung dan memfasilitasi perubahan dalam praktik 

pembelajaran di sekolah. Sebagai mitra guru penggerak, kepala 

sekolah berperan sebagai pemimpin dalam menyediakan 

lingkungan yang kondusif bagi pengembangan profesional guru. 

Mereka memberikan dukungan, bimbingan, dan sumber daya 

yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan dalam praktik 
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pembelajaran. Kepala sekolah juga berperan dalam mendorong 

kolaborasi antara guru-guru, memfasilitasi diskusi dan refleksi 

bersama, serta mengamati dan memberikan umpan balik terkait 

implementasi perubahan dalam pembelajaran, Pengawas sekolah 

juga memiliki peran penting sebagai mitra guru penggerak dalam 

melakukan transformasi pendidikan. Mereka melakukan 

pemantauan, evaluasi, dan memberikan umpan balik kepada 

guru-guru terkait implementasi perubahan dalam pembelajaran. 

Pengawas sekolah juga memberikan saran dan rekomendasi 

untuk perbaikan serta membantu dalam pengembangan kapasitas 

guru melalui program pelatihan dan pengembangan profesional. 

Melalui kolaborasi antara guru penggerak, kepala sekolah, dan 

pengawas sekolah, diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam 

upaya transformasi pendidikan. Mereka bekerja bersama untuk 

mengidentifikasi tantangan, merancang strategi perbaikan, serta 

mengimplementasikan dan memantau perubahan yang 

dilakukan. Komunikasi yang terbuka dan kerjasama yang erat 

antara semua pihak akan memperkuat proses transformasi 

pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

 

6) Program Sekolah Penggerak 

Program Sekolah Penggerak merupkan episode ke 7 

Merdeka Belajar, yan merupakan penyempurnaan dari program 

transformasi sekolah sebelumnya. Program ini didesain untuk 

lebih efektif dalam mendorong perubahan dan peningkatan 

kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. 

Program Sekolah Penggerak melakukan intervensi secara 

holistik yang mencakup beberapa aspek dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan, mencakup : 

a. Pendampingan konsultatif dan asimetris, yaitu program 

kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah, 

dimana Kemendikbud berperan sebagai penyedia bimbingan 

teknis, pedoman, dan dukungan dalam rangka melaksanakan 

Sekolah Penggerak di tingkat daerah, yang kemudian akan 
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memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah 

provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan program 

tersebut. 

b. Program Sekolah Penggerak juga melibatkan penguatan 

kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru melalui 

program pelatihan dan pendampingan intensif. Program ini 

memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengikuti 

pelatihan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

c. Pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang 

berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi 

merupakan salah satu komponen penting dalam upaya 

peningkatan kualitas pendidikan. Paradigma ini mengakui 

bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan tahap 

perkembangan yang berbeda, sehingga pendekatan 

pembelajaran yang beragam dan disesuaikan diperlukan 

untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 

d. Intervensi dalam perencanaan yang berdasarkan pada data 

Sekolah Penggerak, yang bertujuan untuk meningkatkan 

efektivitas perencanaan sekolah dan menghasilkan keputusan 

yang lebih tepat dalam upaya peningkatan kualitas 

pendidikan. 

e. Digitalisasi sekolah melalui penggunaan berbagai platform 

bertujuan untuk membawa perubahan dan kemajuan dalam 

proses pembelajaran dan administrasi sekolah. Dengan 

mengadopsi teknologi, sekolah dapat mengurangi 

kompleksitas dalam pengelolaan data, meningkatkan efisiensi 

dalam pelaksanaan tugas, memberikan inspirasi melalui 

sumber daya digital, serta mengadopsi pendekatan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa 

 

7) SMK Pusat Keunggulan 

Kondisi SMK yang masih saja sulit menjawab kebutuhan 

dunia kerja perlu mengalami sebuah pembenahan, serta 
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kesempatan kepala, guru, maupun pengawas untuk bisa 

meningkatkan kompetensinya agar sesuai dengan kebutuhan 

dunia kerja juga belum banyak. Sehingga kolaborasi antara SMK 

dan dunia kerja sangat penting untuk memastikan bahwa 

kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan dunia kerja saat ini. Selain itu, fasilitas yang 

memadai juga merupakan hal yang penting dalam 

pengembangan SMK. Sehingga pemerintah melakukan upaya 

untuk memperbaiki kondisi di mana SMK sulit menjawab 

kebutuhan dunia kerja. Salah satunya adalah diluncurkannya 

program SMK Pusat Keunggulan sebagai episode ke 8 Merdeka 

Belajar, yang memiliki visi menekankan pentingnya keselarasan 

antara pendidikan vokasi dan dunia kerja dalam upaya 

menciptakan lulusan yang dapat terserap di dunia kerja atau 

menjadi wirausaha yang sukses, serta menekankan peran sekolah 

menengah kejuruan (SMK) sebagai rujukan atau pengimbas 

dalam meningkatkan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Dengan 

demikian, lulusan SMK diproyeksikan siap untuk bekerja, 

melanjutkan studi, atau wirausaha. 

Link & Match adalah pendekatan yang digunakan dalam 

membangun keselarasan mendalam dan menyeluruh antara 

SMK Pusat Keunggulan dengan dunia kerja. Terdapat 8 aspek 

dalam pendekatan Link & Match yang penting untuk dipahami, 

yaitu : 

a) Kurikulum disusun secara kolaboratif antara sekolah dan 

mitra industri, yang mencakup penguatan aspek soft skills, 

hard skills, dan karakter kebekerjaan yang sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerja. 

b) Pembelajaran berbasis proyek riil dari dunia kerja (Project-

Based Learning/PBL) yang melibatkan siswa dalam proyek 

nyata yang mensimulasikan situasi kerja di dunia nyata, serta 

memastikan bahwa hardskills yang diajarkan disertai dengan 

pengembangan softskills dan karakter yang kuat. 
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c) Peningkatan jumlah dan peran guru/instruktur yang berasal 

dari industri dan ahli dunia kerja agar dapat membawa 

pengetahuan dan pengalaman langsung dari dunia kerja ke 

dalam kelas dan membantu siswa memahami secara lebih 

mendalam tentang keadaan dan perkembangan di dunia kerja. 

d) Praktik kerja lapangan/industri yang semula hanya 3 (tiga) 

bulan menjadi minimal 1 (satu) semester. 

e) Sertifikasi kompetensi  bagi guru/instruktur dan lulusan yang 

sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja. 

f) Pembaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 

kegiatan pelatihan bagi para guru/instruktur  secara periodik 

dari dunia kerja/industri. 

g) Melaksanakan penelitian terapan yang bisa mendukung 

teaching factory berdasarkan kebutuhan dunia kerja/industri, 

yang kemudian hasilnya akan dihilirkan ke pasar industri. 

h) Adaanya komitmen yang tinggi dari dunia kerja/industri 

terhadap penyerapan lulusan SMK PK. 

  

Bentuk dukungan lainnya dari Kemendikbud terhadap 

program SMK Pusat Keunggulan diantara lain adalah : 

a) Program pelatihan dan pendampingan intensif dan efektif 

untuk memperkuat peran kepala sekolah, pengawas sekolah, 

dan guru dalam menerapkan manajemen dan pembelajaran 

berbasis dunia kerja di SMK PK. 

b) Pembelajaran yang diselenggaran dengan orientasi  kepada 

penguatan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja/industri, 

serta pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila. 

c) Bantuan dari segi pendaan berupa hibah yang bertujuan untuk 

meningkatkan ketersediaan sarana  dan prasarana berupa alat 

dan kelengkapan praktik siswa sesuai standar dunia 

kerja/industri. 
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d) Adanya proses pendampingan pelaksanaan manajamene 

berbasis sekolah, termasuk perencanaan yang dilakukan 

berdasarkan evaluasi data serta pemanfaatan platform digital. 

e) Pendampingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam 

hal perencanaan serta pengelolaan kegiatanuntuk 

pengembangan sinergitas dengan dunia kerja/industri. 

f) Terjadi kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah pusat 

dan daerah yang dilakukan secara intens untuk menciptakan 

dukungan penyelenggaraan SMK PK yang berkelanjutan. 

 

8) Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar 

 Krisis pembelajaran di Indonesia telah menjadi perhatian 

selama beberapa tahun terakhir. Krisis ini mencakup beberapa 

masalah, termasuk kualitas pembelajaran yang rendah, 

ketimpangan akses pendidikan, kesenjangan pembelajaran antar 

wilayah, dan sekarang diperparah oleh pandemi COVID-19. 

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan hilangnya 

pembelajaran (learning loss) karena penutupan sekolah dan 

peralihan ke pembelajaran jarak jauh yang tidak selalu efektif. 

Pembelajaran jarak jauh ini memiliki tantangan tersendiri, 

seperti aksesibilitas yang terbatas, kesulitan dalam pemahaman 

materi tanpa kehadiran langsung guru, dan ketidaksetaraan akses 

teknologi. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pencapaian 

belajar siswa dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran 

antara siswa dari latar belakang yang berbeda.  

Penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus atau 

yang juga dikenal sebagai kurikulum darurat adalah salah satu 

pendekatan yang dapat diambil dalam upaya mitigasi 

ketertinggalan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. 

Kurikulum darurat mengacu pada pengurangan atau penyesuaian 

materi pembelajaran agar sesuai dengan kondisi yang terbatas, 

seperti pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran terbatas di 

sekolah. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus, seperti 

kurikulum darurat pada masa pandemi COVID-19, semakin 
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menekankan pentingnya perubahan rancangan dan strategi 

implementasi kurikulum secara komprehensif. Dalam 

menghadapi tantangan pembelajaran di kondisi yang tidak biasa, 

diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan responsif untuk 

memastikan bahwa kurikulum dapat memberikan hasil yang 

diinginkan. Dalam upaya pemulihan pembelajaran, memberikan 

sekolah kebebasan untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi mereka adalah langkah yang penting. 

Pilihan yang diberikan, yaitu menerapkan kurikulum 2013 

secara penuh, menerapkan Kurikulum Darurat (sederhanakan 

dari Kurikulum 2013), atau menerapkan Kurikulum Merdeka, 

memberikan variasi yang dapat disesuaikan dengan konteks dan 

kemampuan setiap sekolah. Implementasi Kurikulum Merdeka 

juga dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan 

masing-masing satuan pendidikan. Hal ini penting untuk 

memastikan bahwa satuan pendidikan memiliki sumber daya 

yang cukup, guru yang terlatih, dan pemahaman yang baik 

tentang konsep dan prinsip Kurikulum Merdeka sebelum 

mengimplementasikannya sepenuhnya. 

Platform Merdeka Mengajar merupakan bagian dari 

episode 15 Merdeka Belajar, yang merupkan platoform edukasi 

yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan 

Pelajar Pancasila, dengan 3 (tiga) maaam fasilitas yaitu : 

Mengajar, Belajar, dan Berkarya. 

a. Platform Merdeka Mengajar Untuk Mengajar 

 Platform Merdeka Mengajar menyediakan berbagai referensi 

dan sumber daya bagi guru untuk mengembangkan praktik 

mengajar sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Melalui 

platform ini, guru dapat mengakses bahan ajar, modul 

pembelajaran, contoh aktivitas, dan strategi pengajaran yang 

dapat mereka adaptasi dan implementasikan dalam kelas.  

Referensi yang disediakan di Platform Merdeka Mengajar 

didesain untuk mendukung pendekatan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, mempromosikan kreativitas, kolaborasi, 
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dan pemecahan masalah. Guru dapat menemukan berbagai 

materi pelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang 

mereka ajar, serta dapat mengakses bahan tambahan seperti 

video, infografis, dan materi interaktif untuk memperkaya 

pembelajaran. latform Merdeka Mengajar telah menyediakan 

lebih dari 2000 referensi perangkat ajar berbasis Kurikulum 

Merdeka. Referensi tersebut mencakup berbagai mata 

pelajaran dan tingkat pendidikan, serta beragam strategi 

pembelajaran yang dapat membantu guru dalam merancang 

dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan relevan. 

b. Platform Merdeka Mengajar Untuk Belajar 

 Platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan yang 

setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan 

kompetensinya. Melalui platform ini, guru dapat mengakses 

berbagai sumber belajar dan materi pelatihan yang dapat 

membantu mereka meningkatkan pemahaman tentang konsep 

pembelajaran yang baru dan mendalam serta 

mengembangkan keterampilan dan strategi mengajar yang 

lebih efektif. Platform ini menawarkan berbagai fitur 

pembelajaran mandiri yang dapat diakses kapan saja dan di 

mana saja, sehingga guru memiliki fleksibilitas dalam 

menyesuaikan waktu belajar dengan jadwal mereka. Materi 

pelatihan yang disediakan meliputi berbagai topik seperti 

metode mengajar yang inovatif, pengembangan profesional, 

penilaian autentik, dan manajemen kelas yang efektif. 

Platform Merdeka Mengajar juga menyediakan ruang 

komunitas yang memungkinkan para guru untuk saling 

berbagi pengalaman, bertukar ide, dan memperluas jaringan 

profesional. Melalui kolaborasi dan diskusi dengan sesama 

guru, mereka dapat memperkaya pengetahuan dan 

pemahaman mereka tentang praktik mengajar yang terbaik. 

c. Platform Merdeka Mengajar Untuk Berkarya 

 Platform Merdeka Mengajar mendorong guru untuk terus 

berkarya dan memberikan wadah bagi mereka untuk berbagi 
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praktik baik dalam mengajar. Platform Merdeka Mengajar 

memberikan kesempatan bagi guru untuk membangun 

portofolio hasil karya mereka. Guru dapat mengunggah dan 

menyimpan berbagai materi pembelajaran yang telah mereka 

buat, termasuk rencana pelajaran, modul, media 

pembelajaran, dan proyek kreatif lainnya. Dengan 

membangun portofolio ini, guru dapat saling berbagi inspirasi 

dengan sesama guru, melakukan kolaborasi, dan 

mendapatkan masukan serta umpan balik dari rekan-rekan 

sejawat. Hal ini mendorong pertumbuhan profesional guru 

dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. 

 

9) Buku Bacaan Bermutu Untuk Literasi Indonesia 

Memahami bahwa hasil Asesmen Nasional (AN) Tahun 

2021 menunjukkan skor literasi membaca peserta didik di 

Indonesia masih rendah dan belum mengalami perubahan 

signifikan dibandingkan dengan peserta didik di negara-negara 

OECD selama 20 tahun terakhir, penting untuk mengambil 

langkah-langkah tambahan guna meningkatkan literasi 

membaca di negara ini. Sehingga tindakan Kemendikbudristek 

pada tahun 2022 untuk menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar 

buku bacaan bermutu serta memberikan pelatihan dan 

pendampingan kepada lebih dari 20 ribu PAUD dan SD yang 

paling membutuhkan di Indonesia adalah langkah yang positif 

dalam meningkatkan literasi membaca peserta didik. Upaya ini 

dapat memberikan akses yang lebih luas terhadap bahan bacaan 

berkualitas dan juga meningkatkan kompetensi guru dalam 

mengajar membaca. 

Di sisi lain, terdapat kesenjangan kompetensi literasi 

antara sekolah-sekolah yang berada di level 1 dan sekolah di 

daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) . Sekolah-sekolah di 

level 1 biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber 

daya, infrastruktur, dan pelatihan untuk meningkatkan literasi 

siswa. Sementara itu, sekolah di daerah 3T sering menghadapi 
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tantangan seperti keterbatasan akses terhadap buku, kurangnya 

fasilitas pendukung, serta kekurangan tenaga pengajar yang 

terlatih. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan 

literasi membaca di Indonesia, namun perlu diakui bahwa masih 

ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tingkat literasi 

yang lebih tinggi. Maka hadirlah Merdeka Belajar Episode Ke 

23 melengkapi berbagai terobosan Merdeka Belajar sebelumnya 

yang berfokus pada peningkatan kompetensi literasi siswa 

(kampus merdeka, program organisasi penggerak, dan 

kurikulum merdeka). Melalui Episode ini, Kemendikbud 

mendorong penggunaan metode pembelajaran yang berfokus 

pada pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan 

berbicara. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai 

sumber belajar yang relevan, termasuk buku teks, materi digital, 

dan sumber informasi lainnya. Untuk meningkatkan kompetensi 

literasi siswa, diperlukan kualitas pembelajaran yang baik dan 

ketersediaan serta pemanfaatan buku bacaan yang tepat. 

Pemilihan buku yang tidak tepat membuat upaya penumbuhan 

minat baca tidak efektif . 

 

10) Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan 

Adanya miskonsepsi tentang baca, tulis, hitung 

(calistung) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 

Sekolah Dasar (SD) di masyarakat, dapat menghambat 

pengembangan aspek-aspek lainnya, seperti keterampilan sosial, 

kreativitas, emosi, motorik halus, dan kemandirianm bahkan 

tidak jarang, tes terhadap calistung masih ditetapkan menjadi 

syarat masuk Sekolah Dasar (SD). Sedangkan pembangunan 

kemampuan pada anak perlu dilakukan secara bertahap dan 

dengan cara yang menyenangkan, yang memungkinkan anak 

untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan 

memaksimalkan manfaat yang mereka dapatkan. Mereka akan 

merasa senang dan tertarik untuk terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran, yang pada gilirannya meningkatkan minat mereka 
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dalam mengeksplorasi dan mempelajari hal baru. Pembelajaran 

yang dilakukan secara bertahap dan menyenangkan membantu 

anak untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. 

Pembelajaran yang menyenangkan menciptakan pengalaman 

positif bagi anak. Mereka merasa senang dan bersemangat saat 

belajar, yang membantu menciptakan asosiasi positif terhadap 

proses pembelajaran. Ini dapat membentuk sikap positif terhadap 

belajar di masa depan dan memotivasi mereka untuk terus 

mengembangkan kemampuan mereka. 

Merdeka Belajar Episode ke 24 adalah ebuah kebijakan 

pendidikan yang mendasari adanya transisi PAUD ke SD yang 

menyenangkan, yang dilakukan melalui : 

a. Pengambilan keputusan oleh satuan pendidikan untuk bisa 

menghilangkan ujian calistung dari proses penerimaan 

peserta didik baru di SD. 

b. Penerapan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 

dua minggu pertama untuk membantu mereka beradaptasi 

dengan lingkungan baru, serta berkenalan dengan guru, staf, 

dan teman sekelas mereka. 

c. Satuan pendidikan berkomitmen untuk menerapkan 

pembelajaran yang dapat membangun kemampuan fondasi 

peserta didik secara kontinu dari PAUD hingga kelas dua 

pada jenjang pendidikan dasar. Fondasi tersebut adalah 

mengenal nilai agama dan budi pekerti, bahasa untuk 

berinteraksi dan ketrampilan sosial, kematangan emosi untuk 

berkegiatan di lingkungan belajar, kematangan kognitif untuk 

melakukan kegiatan belajar, pengembangan keterampilan 

motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan 

belajar secara mandiri, serta pemaknaan terhadap belajar yang 

positif.  

d. Pada Kurikulum Merdeka capaian pembelajaran untuk 

jenjang pendidikan dasar kelas awal sudah disusun selaras 

dengan PAUD, dan kegiatan pembelajaran dirancangan 
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dengan situasi yang menyenangkan dan efektif dalam 

membangun kemampuan fondasi. 

 

Dengan keterlibatan semua pihak, setiap anak bisa 

mendapatkan kemudahan dalam bertransisi dari PAUD ke SD, 

agar Peserta didik PAUD dapat terus melanjutkan prosesnya 

untuk mendapatkan kemampuan fondasi saat jenjang SD. 

Peserta didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD juga tetap 

mendapatkan haknya untuk mendapatkan pembinaan 

kemampuan fondasi, sehingga memiliki pijakan yang kuat untuk 

jenjang pendidikan selanjutnya. 

 

E. Penutup 

Beberapa kesimpulan terkait dengan inovasi pendidikan 

dan pengaruhnya terhadap perubahan kebijakan adalah : 

1. Inovasi pendidikan dapat mempengaruhi perubahan 

kebijakan pendidikan secara lebih luas dan menghasilkan 

perbaikan dalam pembelajaran dan kualitas pendidikan. 

2. Dukungan kebijakan yang tepat sangat penting untuk 

mendukung keberlanjutan dan skalabilitas inovasi 

pendidikan. Kebijakan pendidikan merdeka belajar adalah 

salah satu kebijakan pendidikan yang populer saat ini, dengan 

fokus pada memberikan kebebasan, fleksibilitas, dan 

pemberdayaan dalam proses pembelajaran. 

3. Upaya keberlanjutan dalam kebijakan pendidikan diperlukan 

agar perubahan yang diharapkan dapat berdampak jangka 

panjang dan tidak hanya menjadi program sementara. 

4. Analisis kebijakan pendidikan merupakan langkah penting 

untuk memahami dampak, keefektifan, dan keberhasilan dari 

kebijakan yang telah dirancang, ditetapkan, dan diterapkan, 

sekaligus mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut 

memberikan hasil yang diharapkan dan apakah terdapat ruang 

perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan. 
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Kesimpulan tersebut menekankan pentingnya inovasi 

pendidikan, dukungan kebijakan, keberlanjutan kebijakan, dan 

analisis kebijakan dalam mencapai perbaikan dalam sistem 

pendidikan.   
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BAB 3 

 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang dan Permasalahan 

ejalan dengan perkembangan zaman di era revolusi industri 

4.0 dan era 5.0 society menjadikan ilmu pengetahuan 

mengalami transformasi yang cukup pesat di segala bidang 

termasuk bidang Pendidikan. Sama halnya dunia pendidikan 

yang merupakan dunia yang dinamis, selalu mengalami 

perubahan mengikuti zamannya. Perubahan digambarkan 

sebagai sesuatu yang sangat alamiah dan selalu akan terjadi yang 

artinya segala sesuatu dalam kehidupan ini sudah pasti akan terus 

mengalami perubahan, termasuk dalam dunia pendidikan. 

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan dapat 

dilihat dari munculnya berbagai macam inovasi baik dari segi 

sistem pendidikan, pelaksanaan pembelajaran, media 

pembelajaran, hal-hal yang berkaitan dengan ranah 

pendidikan.  Salah satu yang dapat dilihat adalah perubahan 

kurikulum di Indonesia yang dilakukan sebagai bentuk antisipasi 

perkembangan dan kebutuhan abad ke-21 maka pemerintah 

mengeluarkan kebijakan atas penggunaan kurikulum merdeka 

yang merupakan bentuk penyempurnaan kurikulum berbasis 

karakter sekaligus kompetensi.  Segala perubahan tersebut, 

terjadi akibat adanya, perubahan kebutuhan Kompetensi 

sehingga mempengaruhi keberlangsungan pendidikan 

kedepannya.  

S 
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Banyak hal yang membuat serba-serbi pendidikan di 

Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan. Era 

digitalisasi yang menyentuh pada aspek pendidikan merupakan 

potensi peningkatan pembelajaran secara optimal yang dapat 

dilakukan melalui kurikulum. Seiring berjalannya waktu 

pendidikan pun semakin berkembang mulai dari kebijakan-

kebijakan dan pembaharuan standar pendidikan yang berlaku 

seperti kurikulum serta cara guru dalam mentransfer ilmu kepada 

siswa. Apalagi, disaat era penggunaan teknologi seperti sekarang 

ini membutuhkan tenaga pendidik yang terampil di bidangnya. 

Untuk memajukan system pendidikan dibutuhkan guru 

yang professional dan tentunya cakap teknologi. Cakap 

teknologi menjadi salah tuntutan kompetensi pedagogik yang 

harus dimiliki oleh seorang guru abad 21 dimana seorang guru 

dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Jelas hal ini sejalan 

dengan adanya gebrakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud 

Ristek, dimana dalam menunjang pelaksanaan Kurikulum 

Merdeka seorang guru dapat mampu memanfaatkan berbagai 

macam platform pendidikan khususnya platform merdeka 

mengajar 

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud), jumlah guru di Indonesia yaitu 

sebanyak 3,3 juta orang yang tercatat pada tahun 2022/2023. 

Berikut ini data jumlah guru dan tenaga Kependidikan 

berdasarkan rentang usianya, yakni: 
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Gambar 1: Jumlah Guru dan Tenaga kependidikan Menurut Jenjang 

Usia tahun 2022/2023 

Sumber: Data https://dapo.kemdikbud.go.id/guru (diakses pada 

tanggal 13 Mei 2023) 

 Dari data tersebut jelas bahwa usia guru di Indonesia 

masih jauh dari kata produktif, dimana ada terdapat hampir dari 

setengah jumlah guru di Indonesia berada pada rentang usia  

kurang produktif. Kurangnya guru produktif ini tentunya akan 

berimbas langsung pada mutu pendidikan. Di era perubahan 

yang semakin pesat ini, tentunya membutuhkan lebih banyak 

guru yang produktif dan terampil dalam menghadapi setiap 

tantangan dan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. 

Setiap terjadi perubahan pada kurikulum, guru harus mampu 

beradaptasi mulai dari prinsip pembelajaran sampai pada proses 

pelaksanaan assessment serta membentuk kerjasama yang baik 

antara siswa, Guru, dan juga orang tua agar implementasi 

kurikulum dapat berjalan dengan optimal.  Hal tersebut diperkuat 

dengan pernyataan bahwa pada hakekatnya kurikulum itu ada 

pada guru. Jika guru tidak bisa mendalami kurikulum yang 

berlaku, maka tujuan pendidikan yang diinginkan tidak akan 

https://dapo.kemdikbud.go.id/guru
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tercapai sehingga kemampuan guru dalam beradaptasi menjadi 

suatu hal yang penting meskipun memerlukan waktu. 

Platform merdeka mengajar (PMM) hadir sebagai 

sebuah aplikasi untuk mempermudah guru mengajar sesuai 

kemampuan murid, menyediakan pelatihan untuk tingakatan 

kompetensi serta berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat. 

Dengan adanya platform merdeka mengajar (PMM) ini, 

harapannya guru dapat meningkatkan kinerjanya melalui 

kreativitas yang dikembangkan oleh dirinya. Platform merdeka 

mengajar diluncurkan oleh Kemdikbudristek untuk 

mempermudah guru mengajar sesuai kemampuan murid, dan 

juga dalam platform ini menyediakan berbagai macam pelatihan 

untuk tingkatan kompetensi, serta berkarya untuk menginspirasi 

rekan sejawat.   

Prinsip penggunaan platform merdeka mengajar dalam 

menunjang kurikulum Merdeka belajar diharapkan dapat 

mempercepat proses reformasi pendidikan di Indonesia yang 

selama ini dianggap perlahan-lahan layu. Mendikbud Ristek 

menggagas istilah deregulasi pendidikan karena regulasi 

pendidikan selama ini dinilai menghambat proses pencapaian 

reformasi pendidikan yang bermuara pada kualitas dan mutu 

pendidikan di Indonesia. 

Kemendikbudristek mengembangkan platform Merdeka 

Mengajar (PMM) yang merupakan platform edukasi yang 

menjadi teman penggerak untuk pendidik dalam mewujudkan 

Pelajar Pancasila yang memiliki fitur mengajar, belajar dan 

berkarya. Merdeka mengajar adalah platform teknologi yang 

disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala 

sekolah dalam, belajar, dan berkarya.  Platform ini dibangun 

untuk menunjang penerapan kurikulum Merdeka agar dapat 

membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan 

pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka. 

Berdasarkan Dashboard Aktivasi Akun Pembelajaran Daerah, 

sampai dengan tanggal 24 Juni 2022 tercatat telah terbit 
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sebanyak 30.783.603 akun pembelajaran untuk seluruh jenjang 

pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan 

Kesetaraan. Akun pembelajaran untuk jenjang SD telah terbit 

Sebanyak 7.378.778 

Berikut ini data pengguna Platform Digital Pendidikan 

khususnya pada Platform Merdeka Mengajar berdasarkan data 

Kemendikbud per tahun 2022, dan data tersebut dapat dilihat 

dalam diagram berikut ini: 

 

 

Gambar 2. Data Pengguna Platform Merdeka Mengajar 

 per tahun 2022 

Sumber: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/01/inovasi-yang-

mentransformasi-pendidikan-nasional (diakses pada tanggal 10 Mei 2023) 

 

Berdasarkan data diagram di atas bahwa pengguna 

Platform Merdeka Mengajar (PMM) Per Tahun 2022 tercatat 

sebanyak 2.109.510 user. Adapun detail capaian penggunaanya 

yaitu: 1) sebanyak 150.731 sekolah yang telah 

mengimplementasi kurikulum merdeka yang telah mengkases 

PMM; 2) sebanyak 1.351.779 Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (PTK) mengimplementasikan kurikulum merdeka 

telah mengakses Platform Merdeka Mengajar, dan 3) sebanyak 

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/01/inovasi-yang-mentransformasi-pendidikan-nasional
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/01/inovasi-yang-mentransformasi-pendidikan-nasional
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607.000 PTK telah mengunduh perangkat ajar pada Platform 

Merdeka Mengajar. 

Platform Merdeka Mengajar (PMM) dikembangkan, 

diharapkan mampu menjadi partner guru dan tenaga pendidik 

dalam implementasi kurikulum merdeka dengan semangat 

kolaborasi dan saling berbagi. Konten-konten yang didalamnya 

dikembangkan oleh kemendikbudristek guna memberikan 

pemahaman lebih saat implementasi dan pembelajaran di Satuan 

pendidikan yang telah ikut serta dalam Implementasi kurikulum 

merdeka (IKM). 

Platform merdeka mengajar memiliki tiga fungsi utama, 

yaitu belajar, mengajar, dan berkarya.  fungsi-fungsi tersebut 

sangat bermanfaat bagi para guru dalam segala aspek. 

1. Mengajar 

Platform Merdeka mengajar dapat digunakan sebagai bahan 

untuk mengajar.  para guru dimudahkan dengan perangkat 

ajar yang terdapat di platform tersebut, assessment murid, dan 

analisis literasi dan numerasi dengan cepat sesuai tahap 

pencapaian perkembangan peserta didik. perangkat ajar yang 

bisa didapatkan yaitu rencana  pelaksanaan pelajaran (RPP), 

bahan ajar, modul proyek, buku murid dan assessment tidak 

hanya dapat diakses secara online, Perangkat-perangkat ajar 

tersebut juga dapat diunduh. pada bagian assessment murid, 

para guru dapat mengetahui level kompetensi,  informasi,  

mencari assessment berdasarkan fase dan mata pelajaran serta 

menerima proses penilaian dilakukan secara otomatis. 

2. Belajar 

Fungsi selanjutnya yaitu belajar. Maksudnya, guru dapat 

memperoleh pelatihan secara mandiri dan berkualitas.  Tak 

hanya itu, guru pun akan mendapatkan beragam video 

inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses tidak 

terbatas. Dalam pelatihan Mandiri, guru akan diberikan  topik 

pelatihan,  modul pelatihan,  latihan  pemahaman,  cerita 

reflektif dan aksi nyata. Aksi nyata ini biasanya 
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diimplementasikan dari topik pelatihan yang dipraktekkan 

secara langsung kepada siswa di sekolah. 

3. Berkarya 

Pada Fungsi berkarya, para guru dapat membagi portofolio 

dan menampang hasil karyanya di platform Merdeka 

mengajar dalam bentuk video.  nantinya mereka dapat saling 

berbagi satu sama lain dan memberikan umpan balik 

(Feedback).  umpan balik ini nantinya akan menjadi bahan 

diskusi yang dapat membantu guru dalam mengembangkan 

dirinya secara mandiri. 

Melihat berbagai fitur kemudahan yang disediakan oleh 

Kemendikbud Ristek dalam platform Merdeka Mengajar 

(PMM), yang dirancang untuk memudahkan guru dalam 

memahami hakikat implementasi kurikulum merdeka dalam 

proses pembelajaran. Kenyataannya belum semua guru yang 

mengunduh dan memanfaatkan aplikasi platform digital 

tersebut. Adapun permasalahan yang menjadi kendala para 

tenaga pendidik dalam pemanfaatan platform Merdeka 

Mengajar (PMM) antara lain:   

1) Minimnya tingkat penguasaan teknologi yang dimiliki 

tenaga pendidik. 

2) Akses jaringan yang tidak stabil. 

3) Keterbatasan keterampilan tenaga pendidik. 

4) Tidak semua gawai (smartphone) dapat menginstall 

aplikasi platform  merdeka mengajar. 

5) Tidak semua dapat mengakses platform merdeka 

mengajar. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya dilakukan analisis 

kebijakan terhadap penggunaan platform Merdeka Mengajar 

(PMM) dikarenakan pentingnya pemahaman dan evaluasi 

terhadap kebijakan penggunaan platform pendidikan tersebut. 

Kebijakan penggunaan platform Merdeka Mengajar (PMM) 

dalam lini pendidikan harus disesuaikan dengan perubahan 
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yang terjadi di era digitalisasi yang semakin cepat. Oleh 

karena itu, analisis kebijakan penggunaan platform Merdeka 

Mengajar (PMM) perlu dilakukan untuk mengevaluasi 

efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan 

mengidentifikasi kebijakan apa yang perlu ditingkatkan. 

Analisis kebijakan penggunaan platform Merdeka Mengajar 

(PMM) juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan 

yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

dan mengikuti perkembangan teknologi pada saat ini. Dengan 

melakukan analisis kebijakan penggunaan platform Merdeka 

Mengajar, dapat diidentifikasi masalah dan tantangan dalam 

penggunaan platform Merdeka Mengajar kedepannya, 

sehingga dapat dirumuskan strategi dan program yang tepat 

untuk meningkatkan penggunaan platform Merdeka 

Mengajar (PMM).  

Dengan demikian, analisis kebijakan penggunaan platform 

Merdeka Mengajar (PMM) menjadi penting untuk 

memastikan bahwa kebijakan penggunaan platform Merdeka 

Mengajar (PMM) dapat memberikan manfaat yang 

optimal tidak hanya bagi guru dan murid tapi juga bagi 

masyarakat dan dapat membantu dalam mencapai tujuan 

pembangunan pendidikan di era masa kini.  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis 

memfokuskan penulisan yakni untuk melihat Bagaimana 

Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Platform Merdeka 

Mengajar (PMM) di Pendidikan Dasar dan Menengah ?. 

 

2. Dasar Hukum Kebijakan 

 Platform Merdeka Mengajar (PMM) dibangun untuk 

menunjang Implementasi Kurikulum Merdeka agar dapat 

membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan 

pemahaman tentang Kurikulum Merdeka. Penerapan kurikulum 

merdeka dan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) 

terbuka untuk seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, 
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SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Kesetaraan. Pada masa 

pandemi Covid-19, krisis pembelajaran yang ada menjadikan 

pendidikan semakin tertinggal (learning loss) dengan hilangnya 

pembelajaran dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran 

antar wilayah dan antar kelompok sosial-ekonomi. Untuk 

memulihkan pembelajaran pasca pandemi, Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  Teknologi  (Kemendikbud 

Ristek)  meluncurkan  Merdeka  Belajar  Episode  Kelima belas: 

Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar.  

Dalam pemulihan pembelajaran saat ini, satuan 

pendidikan diberikan kebebasan menentukan tiga kurikulum 

yang akan dipilih atau tidak dipaksakan. Pilihan pertama, 

Kurikulum 2013 secara penuh, pilihan kedua Kurikulum 

Darurat, yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan 

pilihan ketiga adalah Kurikulum Merdeka. Pelaksanaan 

Kurikulum Merdeka tak lepas  dari  peran  guru.  Untuk 

meningkatkan kompetensi literasi dan numerik siswa diperlukan 

struktur kurikulum yang fleksibel dan memberikan ruang bagi 

guru untuk melakukan inovasi. Sehingga, guru-guru dapat fokus 

meningkatkan atau memperbaiki strategi pembelajaran 

menggunakan bahan ajar yang tepat agar siswa-siswi meningkat 

kemampuan literasinya. Selain kurikulum, untuk membantu 

mewujudkan perubahan sistematik, guru membutuhkan media 

yang mudah diakses, sebagai alat untuk membantu mereka 

meningkatkan dan mengembangkan potensi.  Menjawab 

kebutuhan guru tersebut, Platform Merdeka Mengajar (PMM) 

hadir sebagai sarana edukasi yang dapat membantu guru 

menjalankan perannya dalam mengajar, belajar, dan berkarir, 

untuk mewujudkan merdeka belajar.  

Implementasi penggunaan Platform Merdeka Mengajar 

(PMM) dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ada 

pada kurikulum merdeka. Berikut ini beberapa kebijakan 

penggunaan Platform merdeka mengajar (PMM), antara lain: 
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1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan baik spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Adapun yang dimaksud Pendidikan 

Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

UUD RI tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap zaman. 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen; 

Dalam poin a dan b yang dinyatakan dalam pasal 20 UU No 

14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yakni: dalam 

melaksanakan tugas profesional guru berkewajiban: a) 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi 

hasil pembelajaran; b) meningkatkan dan mengembangkan 

kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni.  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 

Berdasarkan perubahan tersebut menjelaskan bahwa syarat 

menjadi guru professional menurut PP No 19 Tahun 2017 

yaitu berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, tidak 

terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan 

pendidikan tempat bertugas; memiliki nilai hasil penilaian 

kinerja minimal baik; dan mengajar di kelas sesuai rasio Guru 

dan siswa. 



91 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2021 

tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Pokok 

Pendidikan untuk Akun Akses Layanan Pembelajaran. 

Pada dasarnya, bahwa pemanfaatan Dapodik untuk Akun 

Pembelajaran bertujuan untuk mendukung perwujudan 

Dapodik sebagai basis data dalam menyediakan layanan 

pembelajaran di Satuan Pendidikan melalui penerapan 

teknologi. Salah satu sistem pendukung yang dikembangkan 

oleh Kemendikbud Ristek adalah penerbitan akun 

pembelajaran atau akun belajar.id bagi peserta didik, 

pendidik, dan tenaga kependidikan. Hal tersebut syarat akan 

penggunaan platform merdeka mengajar (PMM) yang dalam 

penggunaannya memerlukan sebuah akses masuk. Menurut 

Persekjen No. 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis 

pemanfaatan Data Pokok Pendidikan untuk akun akses 

layanan pembelajaran, akun pembelajaran dapat digunakan 

oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai 

akun untuk mengakses layanan pembelajaran berbasis 

elektronik. Penerbitan akun pembelajaran bertujuan untuk: 1) 

mendukung proses pembelajaran di Satuan Pendidikan 

melalaui penerapan teknologi; dan 2) meningkatkan 

keterhubungan antara layanan pembelajaran. Prinsipnya satu 

akun untuk beragam akses kegiatan belajar mengajar.  

 

Platform Merdeka Mengajar (PMM) tergolong topik 

yang terbilang masih dini yang digagas oleh Kemendikbud 

Ristek, sehingga setiap perkembangan dan pertumbuhan 

platform ini dalam pelaksanaannya membutuhkan banyak 

evaluasi dan penelitian yang lebih lanjut. Berdasarkan hal 

tersebut, tentunya perlu dilakukan analisis SWOT terkait 

implementasinya dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga 

Evaluasi pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) 

dengan jelas dapat dilihat kontribusinya dalam dunia pendidikan. 
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B. Analisis Kebijakan Penggunaan Platform Merdeka 

Mengajar (Pmm) 

1. Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan suatu metode yang memuat 

perencanaan strategis untuk mengukur kekuatan (strength), 

peluang (opportunities), kelemahan (weaknesses) dan ancaman 

(threats) yang dapat diaplikasikan dalam suatu proyek. Untuk 

mendukung analisis tersebut, dapat dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang dapat 

mendukung sebuah goals organisasi sehingga tujuan organisasi 

dapat tercapai. Faktor-faktor inilah yang menjadi hal penting 

dalam setiap pengambilan kebijakan di suatu lembaga, termasuk 

lembaga pendidikan.  

 Berikut ini tahap analisis SWOT atas kebijakan 

pemerintah terkait dengan penggunaan platform Merdeka 

Mengajar (PMM), antara lain: 

A. Mengidentifikasi faktor-faktor internal yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan penggunaan platform merdeka 

mengajar  

1) Analisis Strengths (Kekuatan)  

Berikut ini beberapa faktor internal yang menjadi kekuatan 

(strengths) dan mempengaruhi kebijakan pemerintah 

terkait pemanfaatan platform merdeka mengajar (PMM) 

yang selanjutnya di simbolkan dengan [S1] sampai dengan 

[S5]. 

a) Kepemimpinan yang kuat [S1] 

 Kepemimpinan yang kuat dari segala pihak baik itu 

pemerintah, kepala sekolah, dan guru dapat menjadi 

faktor kekuatan internal yang mempengaruhi kebijakan 

platform merdeka mengajar (PMM) di lembaga 

pendidikan (sekolah). Kepemimpinan yang kuat dari 

pemerintah terkait dan kepala sekolah akan mampu 

memberikan arahan dan motivasi kepada guru dan 
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tenaga pendidik dalam penggunaan platform merdeka 

mengajar (PMM). 

b) Tenaga pendidik yang terampil [S2] 

 Tenaga pendidik baik guru dan kepala sekolah yang 

terampil dan berkompeten dalam menggunakan 

berbagai macam teknologi tentunya dapat 

mempengaruhi keberhasilan dari penggunaan platform 

merdeka mengajar (PMM). Penggunaan platform 

merdeka mengajar (PMM) mampu mendorong guru 

dan kepala sekolah untuk terbiasa dalam 

mengintegrasikan internet untuk pembelajaran. 

Pembelajaran daring pasca pandemi kemarin membawa 

dampak positif, sebagian besar guru merasa ketagihan 

dan mulai terbiasa dalam pemanfaatan teknologi, tentu 

hal ini akan membuat guru mudah dalam menggunakan 

platform merdeka mengajar (PMM). 

c) Dukungan Fasilitas dan Infrastruktur yang 

memadai [S3]  

 Platform merdeka mengajar (PMM) dapat dilaksanakan 

dengan efektif dengan fasilitas berupa gawai 

(handphone dan laptop), akun id.belajar dan jaringan 

internet yang stabil dan baik. Handphone dan jaringan 

internet menjadi faktor pendukung utama dalam 

penggunaan platform merdeka mengajar (PMM) karena 

tanpa adanya ke dua hal tersebut penggunaan platform 

merdeka mengajar (PMM) tidak akan terlaksana. 

Karena pada hakikatnya penggunaan platform merdeka 

mengajar (PMM) adalah platform pendidikan yang 

memudahkan guru dalam mengajar maka, penggunaan 

gawai dan internet tentunya dapat memudahkan proses 

kegiatan belajar mengajar dan penyampaian materi 

yang diajarkan guru kepada siswa. Fasilitas dan 

infrastruktur yang memadai akan memudahkan guru 
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dan kepala sekolah dalam menggunakan platform 

merdeka mengajar (PMM)   

d) Penggunaannya tidak membutuhkan banyak data 

dan ruang penyimpanan [S4] 

 Jadi untuk dapat mengakses platform merdeka 

mengajar, tenaga pendidik harus mengunduh aplikasi 

merdeka mengajar di Google Play Store. Untuk dapat 

mengunduhnya hanya dibutuhkan gawai Android 

dengan spesifikasi minimum Android versi 5 (lollipop) 

dan kapasitas penyimpanannya hanya 50MB [27]. Hal 

tersebut menjadi faktor kekuatan bagi tenaga pendidik 

dalam penggunaan platform ini. 

e) Banyak kumpulan ide mengajar bagi tenaga 

pendidik [S5] 

 Salah satu keunggulannya bahwa platform merdeka 

mengajar (PMM) merupakan program akselerasi dari 

penerapan kurikulum merdeka belajar. Karena dalam 

platform merdeka mengajar (PMM) terdapat banyak 

kumpulan ide mengajar yang bisa dimanfaatkan oleh 

guru. Dari banyaknya ide mengajar yang bisa 

didapatkan dari platform merdeka mengajar (PMM) 

tentu akan menjadi salah satu faktor kekuatan guru 

dalam membuat kelas menjadi lebih menyenangkan. Ini 

penting, sebab kelas yang menyenangkan akan 

membuat siswa kian termotivasi dalam belajar. 

 

2) Analisis Weaknesses  (Kelemahan) 

Berikut ini beberapa faktor internal yang menjadi 

kelemahan (weaknesses) dalam mempengaruhi kebijakan 

pemerintah terkait pemanfaatan platform merdeka 

mengajar (PMM), yang disimbolkan dengan[W1 sampai 

dengan [W5]. 
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a) Minimnya tingkat penguasaan teknologi [W1] 

 Guru senior yang relatif memiliki usia lebih tua 

terkadang menjadi salah masih perlu pendampingan 

dan pelatihan dalam menggunakan aplikasi atau media 

pembelajaran termasuk dalam penggunaan platform 

merdeka mengajar (PMM). Keterbatasan penguasaan 

teknologi mengakibatkan faktor kelemahan dalam 

penggunaan platform ini, pasalnya mereka kesulitan 

dalam mengoperasionalkan smartphone ketika 

pemanfaatan platform merdeka mengajar (PMM). 

b) Keterbatasan keterampilan tenaga pendidik [W2] 

 Pada kenyataannya masih banyak ditemui tenaga 

pendidik yang masih gagap teknologi. Adanya 

keterbatasan keterampilan tenaga pendidik, membuat 

tenaga pendidik belum mampu menggunakan platform  

merdeka mengajar secara optimal. Hal tersebut 

mengakibatkan tenaga pendidik kesulitan membuat 

karya dan mengembangkan kreativitas yang menjadi 

tuntutan dalam platform  merdeka mengajar khususnya 

pada fitur berkarya 

c) Akses jaringan yang tidak stabil [W3] 

 Memanfaatkan jaringan internet terkadang 

memunculkan polemik tersendiri bagi seluruh warga 

termasuk tenaga pendidik. Masalah jaringan internet 

yang tidak stabil tidak hanya dimiliki oleh tenaga 

pendidik yang tinggal di wilayah 3T, tapi juga bagi 

tenaga pendidik yang berada di perkotaan.  

d) Tidak semua smartphone dapat menginstall aplikasi 

platform  merdeka mengajar [W4] 

 Bagi tenaga pendidik yang memakai gawai/smartphone 

yang bukan Android seperti IOS, akan mengalami 

kendala dalam pemanfaatan platform  merdeka 

mengajar. Pasalnya untuk saat ini, pemerintah hanya 

menyediakan penggunaan platform  merdeka mengajar 
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hanya bagi mereka yang memiliki smartphone Android 

saja. 

e) Keterbatasan  pengaksesan platform merdeka 

mengajar [W5] 

 Apabila seseorang ingin dapat mengakses platform 

merdeka mengajar tanpa memiliki akun Google dengan 

domain belajar.id (Akun pembelajaran) atau 

madrasah.kemenag.go.id (akun madrasah), maka secara 

otomatis orang tersebut tidak akan bisa dapat 

mengakses platform merdeka mengajar. Hal tersebut 

dikarenakan bahwa untuk dapat mengakses platform 

merdeka mengajar tenaga pendidik haruslah wajib 

memiliki akun Google dengan domain belajar.id (Akun 

pembelajaran) atau madrasah.kemenag.go.id (akun 

madrasah). 

 

B. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan penggunaan platform merdeka 

mengajar 

Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menjadi peluang 

(opportunities) dan ancaman (threats) dalam penggunaan 

platform merdeka mengajar. 

1) Analisis Opportunities (Peluang)  

 Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menjadi 

peluang (opportunities) dalam mempengaruhi kebijakan 

pemerintah terkait penggunaan platform merdeka 

mengajar (PMM), yang disimbolkan dengan [O1] sampai 

dengan [O5]. 

a) Pengembangan wawasan, pengetahuan dan 

keterampilan tenaga pendidik [O1] 

 Pemanfaatan platform merdeka mengajar yang 

dilakukan oleh tenaga pendidik membuka peluang bagi 

guru untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. 

Tenaga pendidik mampu menggunakan beragam 
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aplikasi maupun web yang mendukung dan tepat 

diterapkan dalam berkreasi. Misalnya tenaga pendidik 

membuat video pembelajaran dengan bantuan aplikasi 

kinemaster yang hasilnya diupload atau/ ditampilkan di 

akun Youtube pribadi atau/ sekolah. Pemanfaatan 

website Canva dalam mengkreasi tulisan maupun 

konten pembelajaran yang dibuat oleh tenaga pendidik 

dalam berkarya.  

b) Menunjang kompetensi profesi dan kinerja guru 

[O2] 

 Platform merdeka mengajar (PMM) menyediakan 

materi mengajar yang dapat diterapkan secara langsung 

oleh guru dalam proses pembelajaran kepada siswa di 

kelas, dan juga dalam Platform ini tersedianya beragam 

materi pelatihan yang bisa menjadi peluang bagi guru 

untuk menunjang guru dalam berkarya dan 

meningkatkan kompetensi 

c) Bisa diakses secara luring dan [O3] 

 Beberapa produk dan fitur di platform  merdeka 

mengajar (PMM) ini memungkinkan sebuah 

kesempatan bagi tenaga pendidik untuk mengakses 

platform ini secara luring, misalnya dengan mengunduh 

perangkat ajar yang ada dalam fitur tersebut. 

d) Bisa digunakan untuk gawai (smartphone) yang 

sangat sederhana [O4] 

Apabila tenaga pendidik belum memiliki smartphone 

yang mumpuni, maka  platform  merdeka mengajar 

dapat diakses melalui browser web, yaitu di laman 

https://guru.kemdikbud.go.id/. Hal tersebut bisa 

menjadi salah satu faktor peluang bagi tenaga pendidik 

yang memiliki keterbatasan dalam kepemilikan 

smartphone canggih.  
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e) Adanya kerjasama antar tenaga pendidik [O5] 

 Memungkinkan tenaga pendidik diseluruh Indonesia 

dapat saling berbagi praktik baik dilaman berbagi karya 

pada fitur di platform  merdeka mengajar. Dengan hal 

seperti itu akan memungkinkan terciptanya peluang 

kerjasama antar tenaga pendidik diseluruh Indonesia 

untuk saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi. 

 

2) Analisis Threats (Ancaman)   

Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menjadi 

ancaman (threats) dalam mempengaruhi kebijakan 

pemerintah terkait pemanfaatan platform merdeka 

mengajar (PMM), yang disimbolkan dengan [T1] sampai 

dengan [T5]. 

a) Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah [T1] 

 Perubahan kebijakan pemerintah dalam dunia 

pendidikan yang selalu berubah-ubah menjadi salah 

satu faktor ancaman dari adanya kebijakan penggunaan 

platform merdeka mengajar. Hal ini dapat menjadi 

penghambat perkembangan program dan kebijakan 

tentang penggunaan platform merdeka mengajar 

kedepannya. 

b) Adanya deteksi plagiat dari konten yang di buat 

tenaga pendidik [T2] 

 Dalam salah satu fitur yang ada dalam platform 

merdeka mengajar yaitu berkarya dimana tenaga 

pendidik dapat membangun portofolio hasil karyanya 

agar dapat saling berbagai inspirasi dan berkolaborasi. 

Hal ini tidak menuntut kemungkinan adanya sebuah 

ancaman plagiarisme data konten yang terjadi mulai 

dari substansi dan model video aksi nyata yang di buat 

oleh para tenaga pendidik. Misalnya template atau isi 

konten yang mungkin akan ada yang sama dengan 

tenaga pendidik lainnya 
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c) System Eror [T3] 

 Sama halnya dengan platform-platform digital lainnya 

yang mengalami kendala system eror, tak bisa 

dipungkiri hal yang samapun akan berlaku juga 

terhadap penggunaan platform merdeka mengajar 

akibat dari sistem yang mengalami maintenances 

misalnya. Hal tersebut akan menjadi salah satu 

ancaman terhadap penggunaan platform merdeka 

mengajar 

d) Resiko keamanan privasi [T4] 

 Digitalisasi dalam berbagai sektor, dimana objek 

memiliki kemampuan untuk memindahkan data melalui 

jaringan tanpa memerlukan interaksi dua arah, dengan 

adanya miliaran perangkat yang terkoneksi dengan 

jaringan internet dapat menjadi ancaman keamanan 

privasi dan pembagian data baik pribadi, pemerintah, 

dan masyarakat di seluruh dunia. Tak dipungkiri resiko 

keamanan privasi pengguna dan data pribadi akan 

menjadi ancaman terhadap penggunaan platform 

merdeka mengajar. Hal ini dapat memicu 

ketidakpercayaan dan kekhawatiran tenaga pendidik 

terhadap penggunaan dari berbagai macam platform 

dan aplikasi yang ada. 

e) Pemutakhiran Akun [T5] 

 Perubahan dari guru menjadi admin, atau perubahan 

jenjang guru misalnya dari SD ke SMP maka tentu akan 

menjadi ancaman bagi tenaga pendidik. Pasalnya 

perubahan tersebut akan dibarengi dengan adanya 

pemutakhiran akun belajar.id secara otomatis. Apabila 

tenaga pendidik ingin memindahkan riwayat 

penggunaan platform merdeka mengajar dari akun lama 

ke akun baru, maka aktivitas yang pernah dilakukan 

tenaga pendidik menggunakan akun lama akan hilang. 
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Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka selanjutnya 

hasil dari analisis tersebut akan dimatrikskan ke dalam tabel. 

Berikut ini tampilan dari Matriks SWOT, yaitu: 

 

2. Matriks SWOT  

Dalam melihat proses penggunaan platform merdeka 

mengajar (PMM) kita bisa melakukan analisis SWOT secara 

lebih komprehensif apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman/tantangan dari penggunaan platform  ini 

sehingga kita bisa menentukan strategi apa yang tepat nantinya. 

Pada matriks ini berisi sajian tentang analisis SWOT 

penggunaan platform merdeka mengajar (PMM), untuk kolom 

kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) di isi degan 

faktor internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan dari 

kebijakan penggunaan platform merdeka mengajar (PMM) yang 

sedang dipertimbangkan atau sedang diimplementasikan, dan 

untuk pensimbolannya masing-masing merujuk pada uraian 

tahapan sebelumnya, yakni [S1] sampai dengan [S5] untuk 

kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) di simbolkan 

[W1] sampai dengan [W5]. Demikian juga untuk kolom peluang 

(opportunities) dan kolom tantangan (threats) yang diisi dengan 

faktor eksternal yang menjadi peluang dan tantangan bagi 

kebijakan penggunaan platform merdeka mengajar (PMM) yang 

sedang dipertimbangkan atau sedang diimplementasikan, dan 

untuk pensimbolannya masing-masing merujuk pada uraian 

tahapan sebelumnya, yakni [O1] sampai dengan [O5] untuk 

kategori peluang (opportunities), dan simbol [T1] sampai 

dengan [T5] untuk ancaman (threats). Adapun penyajiannya 

dapat dilihat dari penyajian tabel berikut ini: 
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Tabel 1.  

Matriks SWOT Kebijakan penggunaan platform merdeka 

(PMM) 

 

KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS) 

S1. Kepemimpinan yang kuat 

S2. Tenaga pendidik yang 

terampil 

S3. Dukungan fasilitas dan 

infrastruktur yang memadai. 

S4. Penggunaannya tidak 

membutuhkan banyak data 

dan ruang penyimpanan  

S5. Banyak kumpulan ide 

mengajar bagi tenaga 

pendidik. 

W1. Minimnya tingkat penguasaan 

teknologi. 

W2. Keterbatasan keterampilan 

tenaga pendidik 

W3. Akses jaringan yang tidak 

stabil. 

W4. Tidak semua smartphone 

dapat menginstall aplikasi 

platform  merdeka mengajar. 

W5. Keterbatasan  pengaksesan 

platform merdeka mengajar. 

PELUANG (OPPORTUNITIES) ANCAMAN (THREATS) 

O1. Pengembangan wawasan, 

pengetahuan dan 

keterampilan tenaga 

pendidik. 

O2. Menunjang kompetensi profesi 

dan kinerja guru. 

O3. Bisa diakses secara luring  

O4. Bisa digunakan untuk gawai 

(smartphone) sederhana 

O5. Adanya kerjasama antar tenaga 

pendidik. 

T1. Kebijakan pemerintah yang 

berubah-ubah 

T2. Adanya plagiat dari konten 

yang di buat tenaga pendidik. 

T3. System Eror. 

T4. Resiko keamanan privasi 

T5. Pemutakhiran Akun. 

 

 

Berdasarkan hasil matriks SWOT yang ada pada tabel 1, 

maka selanjutnya dapat dirumuskan beberapa strategi maupun 

upaya dalam memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta 

mengatasi kelemahan dan ancaman terhadap penggunaan 

platform merdeka mengajar (PMM).  
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3. Mengembangkan strategi berdasarkan Matriks SWOT 

untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta 

mengatasi kelemahan dan ancaman 

Berdasarkan faktor-faktor internal kekuatan (strengths) 

dan kelemahan (weakness, serta yang ada pada faktor eksternal 

berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats), maka 

selanjutnya dikembangkan sejumlah strategi yang terbagi ke 

dalam 4 kelompok strategi, yakni: 1) Strategi SO (strengths- 

opportunities) merupakan model strategi yang melakukan 

pemanfaatan semua kekuatan untuk mendapatkan peluang 

sebesar-besarnya, 2) Strategi ST (strengths- threats) merupakan 

model strategi yang melakukan pemanfaatan semua peluang 

untuk meminimalkan kelemahan, 3) Strategi WO (weakness- 

opportunities) merupakan model strategi yang meminimalkan 

semua kelemahan untuk mendapatkan peluang sebesar-

besarnya, dan 4)  strategi WT (weakness- threats) merupakan 

model strategi dengan meminimalkan kelemahan untuk 

menghindari ancaman. 

 Berikut ini akan dijabarkan analisis SWOT terkait 

pelaksanaan kebijakan penggunaan platform merdeka mengajar 

(PMM) di Pendidikan dasar dan menengah.  

A. Strategi SO (Strength – Opportunities) 

1) SO-1. Mengembangkan program kepemimpinan 

instruksional. Strategi ini dilakukan dengan 

memanfaatkan kekuatan dari kepemimpinan yang kuat 

dengan memanfaatkan peluang pengembangan wawasan, 

pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik. [S1-O1]  

 Kepemimpinan instruksional sangat penting diterapkan 

dalam dunia pendidikan di Indonesia karena apabila 

seorang kepala sekolah jika menggunakan kepemimpinan 

instruksional maka kepemimpinan kepala sekolah tersebut 

mempunyai  pengaruh yang signifikan terhadap prestasi 

belajar siswa, sejalan dengan hal itu bahwa peran 

kepemimpinan yang instruksional juga dapat 
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meningkatkan profesionalisme guru, hal tersebut terbukti 

menjadi salah satu strategi SO dalam organisasi sekolah 

terutama terkait tanggung jawabnya dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran di sekolah.  

2) SO-2. Mengembangkan program peningkatan 

kompetensi tenaga pendidik. Strategi ini diperoleh dari 

peluang menunjang kompetensi profesi dan kinerja guru 

dengan meningkatkan kekuatan tenaga pendidik yang 

terampil. [S2-O2] 

Dalam memberdayakan kompetensi guru tak hanya 

memberikan motivasi untuk memberdayakan potensi diri, 

melainkan pula mengikutsertakan pada kegiatan ilmiah di 

luar sekolah, misalnya pendidikan formal, seminar, 

penataran serta peningkatan kesejahteraan guru. Melalui 

upaya menyeluruh maka kompetensi guru secara bertahap 

akan mengalami peningkatan kualitasnya. Kompetensi 

professional guru sangat berperan penting dalam 

penguasaan terhadap kurikulum mata pelajaran yang 

berupa kemampuan merencanakan pembelajaran, 

penguasaan guru terhadap materi pelajaran, penggunaan 

strategi dan pendekatan pembelajaran. Jika guru mampu 

meningkatkan kompetensi yang dimiliki, maka secara 

tidak langsung siswa mampu dalam meningkatkan 

prestasinya. 

3) SO-3. Meningkatkan performa aplikasi platform agar 

semua gawai dapat mengaksesnya. Strategi ini dibuat 

dengan memanfaatkan peluang “Bisa diakses secara luring 

dan bisa digunakan untuk gawai sederhana” dengan tujuan 

untuk meningkatkan kekuatan dari adanya “Dukungan 

fasilitas dan infrastruktur yang memadai dan 

penggunaannya tidak membutuhkan banyak data dan 

ruang penyimpanan” [S3-O3, S4-O4] 

Strategi ini berupaya untuk memberikan pelayanan yang 

lebih prima terhadap penggunaan platform merdeka 
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mengajar yaitu dengan melakukan peningkatan dan 

pengembangan performa platform. Performa merupakan 

aspek terpenting dalam sebuah aplikasi. Pengembangan 

yang disertai peningkatan performance merupakan angin 

segar dan juga solusi bagi semua user. Demi kelancaran 

tenaga pendidik sebagai user dalam pengguna platform 

merdeka mengajar, maka penting dilakukan sebuah 

perbaikan dan pengembangan misalnya dengan melakukan 

perbaikan pada aspek fasilitas penggunaannya yang 

terbatas pada gawai berchipsetkan Android. Seharusnya 

platform merdeka mengajar tidak hanya terbatas pada si 

pengguna Android saja, tetapi juga kepada si pengguna 

lainnya, misalnya IOS. Apabila hal in dilakukan maka 

akan membuat penilaian positif dari user terhadap 

penggunaan platform ini.  

4) SO-4. Meningkatkan kolaborasi kerjasama antar 

tenaga pendidik. Strategi ini dibuat dengan 

memanfaatkan peluang “Adanya kerjasama antar tenaga 

pendidk” dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan 

dari adanya “Banyak kumpulan ide mengajar bagi tenaga 

pendidik. [S5 & O5] 

Strategi ini berupaya bagaimana untuk melakukan 

kerjasama antar tenaga pendidik dalam pemanfaatan 

platform merdeka mengajar (PMM) di tingkat pendidikan 

dasar dan menengah. Apabila kerjasama ini dapat 

dilakukan maka hal ini akan dapat membantu 

mempercepat pengembangan pengetahuan tenaga 

pendidik dan meningkatkan kualitas konten materi dalam 

platform yang berimbas ada peningkatan kualitas 

pembelajaran di kelas. 
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B. Strategi ST ( Strengths-Threats) 

1) ST-1. Memperjelas arah kebijakan program. Strategi 

ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan 

“Kepemimpinan yang kuat” untuk menghadapi ancaman 

“kebijakan pemerintah yang berubah-ubah”. [S1-T1] 

Untuk menjamin dukungan penggunaan platform merdeka 

mengajar (PMM) dapat diimplementasikan dengan baik, 

maka pemerintah terkait perlu memperkuat arah kebijakan 

program misalnya dengan menetapkan perundang-

undangan terhadap penggunaan platform merdeka 

mengajar (PMM). Strategi ini dapat menjadi salah satu 

rujukan penting bagi tenaga pendidik dalam penggunaan 

platform merdeka mengajar (PMM) agar terarah dengan 

baik. 

2) ST-2. Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi 

tenaga pendidik. Strategi ini dilakukan dengan 

memanfaatkan kekuatan “Tenaga pendidik yang terampil” 

untuk menghadapi ancaman “adanya plagiat dari konten 

yang di buat tenaga pendidik”. [S2 – T2] 

Upaya pembinaan dapat dilakukan melalui pemberian 

kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan dalam 

jabatan, menyediakan program pembinaan yang teratur, 

menyiapkan forum akademik guru disamping kegiatan 

supervisi. Tujuan dari pembinaan selain mengembangkan 

watak dan kepribadian adalah tercapainya pendidikan 

yang berkualitas dengan menghasilkan sumber daya 

manusia yang bermutu 

3) ST-3. Meningkatkan efektivitas layanan program. 

Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan 

“Dukungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, 

Penggunaannya tidak membutuhkan banyak data dan 

ruang penyimpanan dan Banyak kumpulan ide mengajar 

bagi tenaga pendidik” untuk menghadapi ancaman “sistem 
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eror, resiko keamanan privasi dan pemutakhiran akun. [S3-

T3, S4-T4, S5-T5 ] 

Satu hal yang perlu dicermati dalam upaya peningkatan 

efektivitas layanan program yaitu dengan memfasilitasi 

forum publik dan memberdayakan fitur help desk dalam 

platform untuk menjawab segala pertanyaan dan keluhan 

dari pengguna platform, misalnya kendala penggunaan, 

keamanan data, dan privasi konten yang diunggah ke 

laman berkarya. Strategi ini dapat membantu membangun 

kesadaran dan pemahaman si pengguna platform. Selain 

itu, untuk meningkatkan efektivitas layanan program juga 

dapat dilakukan dari cepat tanggapnya (fast respon) admin 

pengelola platform merdeka mengajar atas permasalahan 

yang dihadapi oleh pengguna platform. Hal ini Perlu 

dilakukan untuk membangun vibes positif atas kepuasan 

dari si pengguna platform merdeka mengajar.  

 

C. Strategi WO (weakness – Opportunities).  

1) WO-1. Meningkatkan literasi digital untuk seluruh 

tenaga pendidik. Strategi ini dilakukan dengan 

memanfaatkan peluang “Pengembangan wawasan, 

pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik” untuk 

mengatasi kelemahan “Minimnya tingkat penguasaan 

teknologi”. [W1-O1] 

Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi 

digital bagi tenaga pendidik yaitu dengan cara menyajikan 

konten digital edukatif melalui video-video informasi 

tentang keterampilan social networking, maintaining 

privacy, managing digital identity, creating content, 

reusing / repurposing content, dsb. Keterampilan tersebut 

dapat dilakukan dalam bentuk online dan offline. 

Harapannya dengan adanya strategi Literasi digital di 

tengah-tengah pendidik dapat memberikan dampak positif 
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untuk meningkatkan pemahaman dalam penggunaan 

teknologi.  

2) WO-2. Mengembangkan program pelatihan bagi 

tenaga pendidik. Strategi ini dilakukan dengan 

memanfaatkan peluang “Menunjang kompetensi profesi 

dan kinerja guru” untuk mengatasi kelemahan 

“keterbatasan keterampilan tenaga pendidik”. [W2-O2] 

Pelatihan untuk tenaga pendidik merupakan strategi yang 

dilakukan agar tenaga pendidik menjadi profesional dan 

dapat memaksimalkan kegiatan pembelajaran di kelas. 

Pelatihan ini biasanya mencakup teknik merencanakan 

hingga cara meningkatkan pembelajaran yang efektif. 

Pelatihan dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari 

offline sampai dengan online. Pelatihan bagi tenaga 

pendidik bukan sekedar kegiatan biasa yang dilakukan 

ketika luang, melainkan bisa menjadi kegiatan wajib yang 

dilakukan untuk memperbaiki kualitas mengajar. 

3) WO-3. Meningkatkan kapasitas internet (bandwidth). 

Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan peluang 

“Bisa diakses secara luring” untuk mengatasi kelemahan 

“Akses jaringan yang tidak stabil”. [W3] & [O3] 

Strategi meningkatkan kapasitas internet (bandwidth) di 

lingkungan tenaga pendidik tentunya salah satu alternatif 

dalam persoalan lambatnya akses jaringan internet dalam 

penggunaan platform merdeka mengajar. Strategi ini 

memberikan manfaat positif karena semakin besar 

bandwidth yang disediakan, maka kecepatan internet juga 

akan semakin cepat. Keuntungan memiliki bandwidth 

yang besar yaitu memberikan sistem keamanan ganda agar 

data dan informasi terlindungi dari incaran malware.  

4) WO-4. Melakukan pengembangan aplikasi agar semua 

chipset smartphone dapat menginstall dan mengakses 

aplikasi. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan 

peluang “Bisa digunakan untuk gawai sederhana” untuk 
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mengatasi kelemahan “Tidak semua smartphone dapat 

menginstall aplikasi platform  merdeka mengajar”. [W4] 

&[O4] 

Kerja sama antar pemerintah dan developer sangat 

diperlukan guna meningkatkan performa aplikasi. Sebagai 

developer berbagai perangkat memberikan potensi audiens 

yang sangat besar untuk sebuah program aplikasi. Agar 

berhasil di semua perangkat ini, aplikasi platform merdeka 

mengajar harus memberi toleransi beberapa variasi fitur 

dan menyediakan antarmuka pengguna fleksibel yang 

dapat beradaptasi dengan beragam konfigurasi layar. 

Strategi yang dapat diupayakan dalam mengatasi masalah 

terkait dengan platform merdeka mengajar yakni platform 

harus didesain agar bisa berjalan dibanyak jenis perangkat, 

mulai dari ponsel hingga tablet, dan tentunya dapat 

digunakan oleh semua chipset tanpa terkecuali. 

5) WO-5. Meningkatkan kerjasama antar tenaga 

pendidik dimulai dari tingkat gugus / kecamatan. 

Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan peluang 

“Adanya kerjasama antar tenaga pendidik” untuk 

mengatasi kelemahan “Keterbatasan  pengaksesan 

platform merdeka mengajar”. [W5] & [O5] 

 Strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kelemahan 

yang ada yaitu dengan cara Meningkatkan kerjasama antar 

tenaga pendidik dimulai dari tingkat gugus / kecamatan. 

Melakukan berbagai macam kegiatan seperti KKG 

ditingkat guru, K3S di tingkat kepala sekolah, dan FGD 

bagi guru dan kepala sekolah. Kegiatan KKG, K3S dan 

FGD bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan 

guru berdasarkan masalah dan kesulitan yang dihadapi 

guru, kemudian memberikan bantuan profesional kepada 

guru kelas dan mata pelajaran di sekolah, serta 

meningkatkan pemahaman, keilmuan, keterampilan dan 

pengembangan sikap profesional berdasarkan 
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kekeluargaan dan saling mengisi (sharing) terutama terkait 

dengan penggunaan platform merdeka mengajar dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi 

keprofesionalan seluruh tenaga pendidik. 

 

D. Strategi WT ( Weakness – Threats) 

1) WT-1. Memperkuat arah kebijakan program cakap 

teknologi bagi tenaga pendidik dengan adanya koalisi 

secara penuh dari seluruh pihak. Strategi ini dilakukan 

dengan mengatasi kelemahan “minimnya tingkat 

penguasaan teknologi” untuk menghadapi ancaman 

“kebijakan pemerintah yang berubah-ubah” [W1] & [T1] 

  Pemerintah harus memperkuat kebijakan program cakap 

teknologi dengan cara menetapkan langkah tegas terkait 

dengan kebijakan platform merdeka mengajar (PMM) 

dengan membuat keputusan kebijakan yang absolute dan 

terarah dengan terkait penggunaan platform merdeka 

mengajar. Strategi ini dilakukan agar ketika terjadi 

pergantian pimpinan, maka kebijakan atau peraturan yang 

berlaku sebelumnya tetap berlaku meskipun pimpinannya 

telah mengalami pergantian sekalipun. Kebijakan yang 

dibuat harus melibatkan seluruh stakeholder dan mengarah 

kepada arah perbaikan dunia pendidikan.   

2) WT-2. Meningkatkan sistem pengawasan. Strategi ini 

dilakukan dengan mengatasi kelemahan “Keterbatasan 

keterampilan tenaga pendidik” untuk menghadapi 

ancaman “Adanya plagiat dari konten yang di buat tenaga 

pendidik” [W2] & [T2] 

Strategi yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan 

memberikan perlindungan keamanan dan kontrol data bagi 

pengguna platform merdeka mengajar (PMM). Misalnya 

data pribadi yang terlindungi dari kejahatan cyber, konten 

yang tidak mudah diplagiasi, dsb. 
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Agar tidak terjadi ketimpangan data dan untuk melindungi 

hak cipta konten yang dibuat oleh tenaga pendidik maka 

perlu di lakukan pengawasan terkait dengan konten yang 

diunggah oleh tenaga pendidik dalam laman berkarya. 

Adapun alternatif yang dapat dilakukan yaitu memasukkan 

program cek anti plagiat dalam platform. Strategi ini 

berupaya agar memastikan bahwa semua yang dijalankan 

telah sesuai dengan acuan yang sudah diprogramkan dalam 

platform merdeka mengajar (PMM) dan hal tersebut akan 

secara langsung dapat memberikan penilaian positif dari 

tenaga pendidik 

3) WT-3. Memperbaiki layanan dengan meminimalkan 

pengembangan produk/platform yang berkualitas 

rendah. Strategi ini dilakukan dengan mengatasi 

kelemahan “Akses jaringan yang tidak stabil, tidak semua 

smartphone dapat menginstall aplikasi platform  merdeka 

mengajar, dan keterbatasan  pengaksesan platform 

merdeka mengajar produk/platform yang berkualitas 

rendah” untuk menghadapi ancaman “System Eror, Resiko 

keamanan privasi dan Pemutakhiran Akun. [W3], [T3], 

[W4] [T4], [W5] & [T5] 

Strategi yang dapat dilakukan yaitu melakukan inovasi 

program. Inovasi program merupakan upaya yang harus 

dilakukan oleh pemerintah dengan bantuan developer 

untuk menciptakan, meningkatkan, mengembangkan dan 

menyempurnakan sebuah program. Perlu diingat bahwa 

inovasi program tidak harus mencakup penciptaan 

program yang sama sekali baru untuk memecahkan 

masalah yang sama sekali baru. Dengan kata lain, Program 

yang dikembangkan tidak hanya pada aspek 

penggunaannya tapi juga pada inovasi dalam aspek sistem 

resiko keamanan dan privasi si pengguna dan peningkatan 

kualitas fungsional program. Inovasi program mutlak perlu 

dikembangkan dengan berbagai manfaat dan dampak 
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positif yang signifikan. Program yang mengalami inovasi 

dan disertasi sosialisasi kepada pengguna akan lebih 

optimal dan dapat dihargai oleh pengguna. 

Berdasarkan uraian strategi di atas, maka selanjutnya 

strategi-strategi tersebut di petakan ke dalam tabel matriks 

strategi dari Analisis SWOT, sebagaimana disajikan pada 

tabel 2. 

 

Tabel 2.  

Tabel Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT 

Penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) 

 

SWOT 

ANALISIS 

KEBIJAKAN 

PLATFORM 

MERDEKA 

MENGAJAR 

KEKUATAN 

(STRENGTH) 

KELEMAHAN 

(WEAKNESS) 

S1. Kepemimpinan 

yang kuat 

S2. Tenaga pendidik 

yang terampil 

S3. Dukungan 

fasilitas dan 

infrastruktur yang 

memadai. 

S4. Penggunaannya 

tidak 

membutuhkan 

banyak data dan 

ruang 

penyimpanan  

S5. Banyak kumpulan 

ide mengajar bagi 

tenaga pendidik. 

W1. Minimnya tingkat 

penguasaan teknologi. 

W2. Keterbatasan 

keterampilan tenaga 

pendidik 

W3. Akses jaringan yang 

tidak stabil. 

W4. Tidak semua 

smartphone dapat 

menginstall aplikasi 

platform  merdeka 

mengajar. 

W5. Keterbatasan  

pengaksesan platform 

merdeka mengajar. 

PELUANG 

(OPPORTUNITIES) 

STRATEGI SO 

(Strengths-

Opportunities) 

STRATEGI WO 

(Weakness-Opportunities) 
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O1. Pengembangan 

wawasan, 

pengetahuan dan 

keterampilan 

tenaga pendidik. 

O2. Menunjang 

kompetensi 

profesi dan 

kinerja guru. 

O3. Bisa diakses 

secara luring  

O4. Bisa digunakan 

untuk gawai 

sederhana 

O5. Adanya 

kerjasama antar 

tenaga pendidik. 

SO-1. Mengembangkan 

program 

Kepemimpinan 

instruksional  

SO-2. Mengembangkan 

program 

peningkatan 

kompetensi 

tenaga pendidik. 

SO-3. Meningkatkan 

performa aplikasi 

platform agar 

semua gawai 

dapat 

mengaksesnya. 

(S3-O3, S4-O4) 

SO-4. Meningkatkan 

kolaborasi 

kerjasama antar 

tenaga pendidik 

WO-1. Meningkatkan 

literasi digital 

untuk seluruh 

tenaga pendidik 

WO-2. Mengembangkan 

program pelatihan 

bagi tenaga 

pendidik. 

WO-3. Meningkatkan 

kapasitas internet 

(bandwidth) 

WO-4. Melakukan 

pengembangan 

aplikasi agar 

semua chipset 

smartphone dapat 

menginstall dan 

mengakses 

aplikasi. 

WO-5. Meningkatkan 

kerjasama antar 

tenaga pendidik 

dimulai dari 

tingkat gugus / 

kecamatan.  

ANCAMAN 

(THREATS) 

STRATEGI ST 

(Strength-Threats) 

STRATEGI WT 

(Weakness-Threats) 

T1. Kebijakan 

pemerintah yang 

berubah-ubah 

T2. Adanya plagiat 

dari konten yang 

di buat tenaga 

pendidik. 

T3. System Eror. 

T4. Resiko 

keamanan 

privasi 

T5. Pemutakhiran 

Akun. 

ST-1. Memperjelas 

arah kebijakan 

program  

ST-2. Melakukan 

pembinaan dan 

pelatihan bagi 

tenaga pendidik. 

ST-3. Meningkatkan 

efektivitas 

layanan program  

(S3-T3, S4-T4, 

S5-T5) 

WT1. Memperkuat arah 

kebijakan 

penggunaan 

platform 

WT2. Meningkatkan 

sistem 

pengawasan  

WT3. Memperbaiki 

layanan 

dengan 

meminimalkan 

pengembangan 

produk/platform 

yang berkualitas 

rendah (W3-T3, 

W4-T4, W5-T5) 
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4. Melakukan Prioritas Strategi, yang sebaiknya melibatkan 

pakar atau ahli, para pemangku kepentingan atau tim 

analisis SWOT berdasarkan hasil survei atau wawancara 

 Prioritas strategi yang sebaiknya dilakukan dengan 

melibatkan pakar atau ahli, para pemangku kebijakan, atau tim 

analisis SWOT berdasarkan survei atau wawancara. 

 Adapun yang menjadi langkah-langkah umum dalam 

menetapkan skala prioritas strategi, sebagai berikut: 

1) Menentukan Nilai Tingkat Signifikan dan Bobot. 

Tingkat signifikan ditentukan berdasarkan tingkat 

kepentingan atau urgensi penanganan (misalnya 

menggunakan skala 1 s/d 4 (1 = tidak penting, 2 = cukup 

penting, 3 = penting, 4 = sangat penting). Adapun bobot 

dihitung secara tersendiri antara faktor internal (kekuatan dan 

kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) 

sehingga total nilai bobot masing-masing faktor internal 

maupun eksternal menjadi 1 atau 100%. 

2) Menentukan Nilai Rating. 

Rating adalah analisis terhadap kemungkinan yang akan 

terjadi dalam jangka pendek. Nilai rating untuk faktor internal 

kekuatan dan faktor eksternal peluang, misalnya diberikan 

skala 1 s/d 4. Diberi nilai rating 1 jika kekuatan atau peluang 

semakin sedikit, dan diberi nilai rating 4 jika kekuatan atau 

peluang semakin banyak. Sedangkan pemberian nilai rating 

untuk faktor internal kelemahan dan faktor eksternal 

ancaman, berkebalikan dengan pemberian nilai rating 

kekuatan dan peluang. Diberi nila rating 1 jika semakin 

banyak kelemahan atau ancamannya, dan diberi nilai rating 4 

jika kelemahan atau ancaman tersebut semakin berkurang. 

3) Menentukan Nilai Skor. 

Nilai skor diperoleh berdasarkan nilai bobot dikalikan dengan 

nilai rating. Total nilai skor untuk faktor internal (kekuatan 

dan kelemahan) menunjukkan bahwa semakin mendekati 1 

maka semakin banyak kelemahan internal dibanding 
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kekuatannya, sedangkan semakin mendekati 4 maka semakin 

banyak kekuatannya dibanding kelemahannya. Demikian 

halnya dengan total nilai skor untuk faktor eksternal (peluang 

dan ancaman), semakin total nilai skor mendekat 1, maka 

berarti semakin banyak ancamannya dibandingkan dengan 

peluangnya, sedangkan apabila total nilai skor semakin 

mendekati 4, artinya semakin banyak peluang dibandingkan 

ancaman. 

Untuk menentukan skala prioritas analisis SWOT 

penggunaan platform merdeka mengajar maka selanjutnya 

akan dilakukan perhitungan survei pada Internal Strategic 

Factor Analisis Summary (IFAS) dengan menganalisis faktor 

strategi internal dari kekuatan maupun kelemahan pada 

platform merdeka mengajar, dan External Strategic Factor 

Analisis Summary (EFAS) yang dilakukan pada faktor 

strategi external yang mengacu pada peluang dan ancaman 

penggunaan platform merdeka mengajar. Dapat dijabarkan 

perhitungan IFAS dan EFAS untuk skala prioritas Analisis 

SWOT penggunaan platform merdeka mengajar, antara lain: 

 

FAKTOR INTERNAL (IFAS) : STREGHT - WEAKNESS 

FAKTOR STRATEGIS 

TINGKAT 

SIGNIFIK

AN 

BOB

OT 

RATI

NG 

SKO

R 

S
T

R
E

N
G

H
T

 

Kepemimpinan yang kuat 2 0,07 2,50 0,17 

Tenaga pendidik yang terampil 3 0,10 2,00 0,21 

Dukungan fasilitas dan 

infrastruktur yang memadai. 3 0,10 3,00 0,31 

Penggunaannya tidak 

membutuhkan banyak data dan 

ruang penyimpanan 4 0,14 3,00 0,41 

Banyak kumpulan ide mengajar 

bagi tenaga pendidik 4 0,14 2,50 0,34 

  Jumlah streghts       1,45 

W
E

A
K

N
E

S
S

 

Minimnya tingkat penguasaan 

teknologi 2 0,07 2,00 0,14 

Keterbatasan keterampilan tenaga 

pendidik 3 0,10 2,50 0,26 
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Akses jaringan yang tidak stabil 3 0,10 3,00 0,31 

Tidak semua smartphone dapat 

menginstall aplikasi platform  

merdeka mengajar 2 0,07 2,50 0,17 

Keterbatasan  pengaksesan 

platform merdeka mengajar 3 0,10 2,00 0,21 

  Jumlah Weakness       1,09 

  TOTAL IFAS 29 1,00   2,53 

 

Tabel 3. 

Perhitungan IFAS dan EFAS dalam menentukan skala 

prioritas Analisis SWOT pada penggunaan 

Platform merdeka mengajar (PMM) 

 

FAKTOR EKSTERNAL(EFAS):  OPPORTUNITIES - THREATS 

FAKTOR STRATEGIS 

TINGKA

T 

SIGNIFI

KAN 

BOB

OT 

RATI

NG 

SK

OR 

O
P

P
O

R
T

U
N

IT
IE

S
 

Pengembangan wawasan, 

pengetahuan dan keterampilan tenaga 

pendidik. 3 0,09 3,00 0,28 

Menunjang kompetensi profesi dan 

kinerja guru 4 0,13 2,00 0,25 

Bisa diakses secara luring 3 0,09 2,00 0,19 

Bisa digunakan untuk gawai 

sederhana 3 0,09 3,00 0,28 

Adanya kerjasama antar tenaga 

pendidik 3 0,09 2,00 0,19 

 Jumlah strengths       1,19 

T
H

R
E

A
T

S
 

Kebijakan pemerintah yang berubah-

ubah 4 0,13 3,00 0,38 

Adanya plagiat dari konten yang di 

buat tenaga pendidik 3 0,09 2,50 0,23 

System Eror. 4 0,13 3,00 0,38 

Resiko keamanan privasi 3 0,09 2,00 0,19 

Pemutakhiran Akun 2 0,06 1,50 0,09 

 Jumlah Weakness       1,27 

 TOTAL EFAS 32 1,00   2,45 
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4) Berdasarkan hasil penentuan skor faktor internal dan 

eksternal, maka selanjutnya digambarkan dalam rumusan 

matriks SWOT berikut : 

 

Tabel 4.  

Hasil Perhitungan Skor Strategi 

 

 Kekuatan 

(Strengths) 

Kelemahan 

(Weakness) 

Peluang 

(Opportunities) 

Strategi SO : 

1,45 + 1,19 = 2,64 

Strategi WO : 

1,09 + 1,19 = 2,27 

Ancaman (Threats) 
Strategi ST : 

1,45 + 1,27 = 2,71 

Strategi WT : 

1,09 + 1,27 = 2,35 

Berdasarkan hasil perhitungan IFAS dan EFAS skala 

prioritas faktor dan Analisis SWOT pada penggunaan Platform 

merdeka mengajar (PMM), diketahui bahwa strategi ST 

(Strengths-Threats) terpilih menjadi strategi prioritas dengan 

perolehan nilai 2,71. Sehingga rekomendasi dalam 

mengembangkan kebijakan penggunaan Platform merdeka 

mengajar (PMM) disusun berdasarkan strategi prioritas. Berikut 

ini beberapa alternatif program kegiatan yang dapat 

direkomendasikan untuk mendukung implementasi Strategi ST, 

yang dapat dilihat pada tabel 4.   
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Tabel 4. 

Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi Weakness – 

Threats  (WT) 

 

No Strategi Strenghts – Threats 

(ST) 

Rekomendasi Program 

1 
Memperjelas arah kebijakan 

program   

a.  Merevisi penetapan peraturan 

dan kebijakan yang lebih 

terarah  

b.  Program pelatihan 

kepemimpinan dan manajemen 

sekolah 

c.  Pendekatan kolaborasi seluruh 

stakeholder  

2 

Melakukan pembinaan dan 

pelatihan bagi tenaga 

pendidik 

a.  Program pelatihan dan 

workshop cakap teknologi 

melalui kegiatan FGD & KKG  

b.  Membentuk KOMBEL 

(Komunitas Belajar) 

c.  Mentoring melalui supervisi 

terpadu 

3 
Meningkatkan efektivitas 

layanan program 

a.  Pengembangan dan optimalisasi 

sarana dan prasarana berbasis 

IT penunjang penggunaan 

platform. 

b.  Membangun kerjasama antar 

penyedia layanan program, 

lembaga pendidikan, dan 

membangun kemitraan dengan 

penyedia jasa dan layanan IT.  

  

Berdasarkan rekomendasi program pada tabel 4, maka 

selanjutnya akan dibahas program-program tersebut berdasarkan 

strategi Strengths – Threats  (ST) pada sub bab hasil analisis dan 

pembahasan.  
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5. Hasil Analisis dan Pembahasan 

 Bagian ini akan menganalisis dan membahas program-

program yang sudah ditetapkan sebagai prioritas dari strategi 

Strengths – Threats  (ST) berdasarkan strategi yang disajikan 

pada matriks strategi tabel 2. 

1) Strategi memperkuat arah kebijakan program cakap 

teknologi bagi tenaga pendidik dengan adanya koalisi 

secara penuh dari seluruh pihak 

a. Merevisi penetapan peraturan dan kebijakan yang lebih 

terarah  

Perlu adanya kebijakan dan terobosan yang inovatif dalam 

rangka mengatasi permasalahan dengan tetap berorientasi 

kepada pelayanan publik terbaik yang diberikan kepada 

masyarakat. Keputusan dan kebijakan yang diambil 

terutama terkait platform merdeka mengajar (PMM) harus 

jelas, tegas, dan clear memberikan dampak dalam rangka 

mendorong terciptanya kesejahteraan bagi tenaga 

pendidik. Pemerintah dibentuk antara lain untuk 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Hal ini bermakna bahwa negara 

berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara 

melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung 

terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil 

setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan 

pelayanan administratif.  

Sejalan dengan keputusan dan kebijakan yang akan 

diambil nanti terkait penggunaan platform merdeka 

mengajar harus jelas, tegas, dan clear perlu adanya andil 

dari seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini 

pemerintah terkait untuk memperkuat arah kebijakan 

program misalnya dengan menetapkan perundang-

undangan terhadap penggunaan platform merdeka 

mengajar (PMM) dengan jelas, tegas dan terarah. 



119 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

Kebijakan yang dapat dilakukan yaitu menetapkan 

peraturan kala ketika terjadi pergantian pimpinan, maka 

kebijakan atau peraturan yang berlaku sebelumnya tetap 

berlaku meskipun pimpinannya telah mengalami 

pergantian sekalipun dengan memperhatikan 

kebermanfaatan dari segala aspek. 

b. Program pelatihan kepemimpinan dan manajemen 

sekolah. 

Peran penting sosok kepala sekolah selaku pimpinan 

dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas telah 

diakui sejak lama. Kepala sekolah dan pelatih 

membutuhkan pengembangan profesional, terutama 

melalui kelompok tugas kepala sekolah (KKKS).  Kepala 

sekolah membutuhkan pelatihan praktis agar mampu 

berperan layaknya seorang pimpinan dan menjadi panutan 

bagi bawahannya. Mereka perlu dibekali juga pelatihan 

dalam kemampuan manajerial, sehingga mereka dapat 

memberikan motivasi dan dukungan kepada guru serta 

memastikan berlangsungnya pembelajaran yang 

berkualitas. Kelompok kerja yang dilaksanakan dalam 

forum K3S akan lebih bermakna apabila dibekali dengan 

materi pelatihan dan pendampingan yang lebih baik dan 

komprehensif, serta materi yang memuat modul, video, 

studi kasus yang lebih independen terkait dengan 

kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah selaku pimpinan 

sangat berpengaruh dalam menentukan kemajuan sekolah. 

Kepala sekolah yang baik akan dapat mengupayakan guru 

sebagai mitranya agar dapat memanfaatkan dan 

menggunakan teknologi dalam pengembangan karir dan 

kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini bahwa peran kepala 

sekolah sangat dibutuhkan untuk memotivasi para tenaga 

pendidik dalam memanfaatkan teknologi digital termasuk 

penggunaan platform merdeka belajar dalam menunjang 

implementasi kurikulum merdeka, dan proses 
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pembelajaran di kelas. Untuk itu dalam menunjang 

kegiatan guru diperlukan adanya sebuah hubungan yang 

baik dan saling mendukung antar warga sekolah termasuk 

antar kepala sekolah dan guru sebagai mitra kerjanya. 

c. Pendekatan kolaborasi seluruh stakeholder 

Pendekatan Collaborative yang dijalankan oleh 

stakeholder pendidikan yaitu berbasis pada tujuan untuk 

memecahkan bersama permasalahan atau isu yang terkait 

dengan perubahan kebijakan penggunaan platform 

merdeka mengajar (PMM). Untuk memastikan adanya 

dukungan kebijakan dari penggunaan platform merdeka 

mengajar sampai ke tingkat sekolah dan tenaga pendidik, 

maka dalam hal ini lembaga-lembaga kunci harus 

dilibatkan. Misalnya lembaga  pengembangan dan 

pemberdayaan kepala sekolah (LP2KS), pusat 

pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga 

kependidikan (P4TK) dinas pendidikan, masyarakat. 

Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan adanya sebuah 

strategi yang efektif untuk memenuhi arah tujuan 

kebijakan penggunaan platform merdeka mengajar di 

lembaga pendidikan.  Pendekatan kolaboratif dapat 

dilakukan dengan mengadakan FGD dan K3S dengan 

menghadirkan para praktisi-praktisi pendidikan 

(pengawas) dan pemerintah terkait untuk saling bertukar 

pikiran dalam memberikan alternatif strategi maupun 

solusi dari setiap tantangan dan peluang yang di hadapi 

dalam kebijakan penggunaan platform merdeka mengajar. 

Kolaborasi tukar pikiran yang dilakukan para stakeholder 

efektif memberikan solusi yang berkualitas karena hal 

tersebut diyakini dapat membantu penyelesaian sebuah 

persoalan.  

 

 



121 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

2) Strategi Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi 

tenaga pendidik 

a. Program pelatihan dan workshop cakap teknologi  

 Upaya dalam meningkatkan kemampuan guru agar cakap 

teknologi dan terampil dalam memanfaatkan berbagai 

media berbasis teknologi adalah dengan 

menyelenggarakan workshop, seminar ilmiah, KKG, 

MGMP dan IHT. Dalam kegiatan ini guru diberikan 

pengetahuan dan keterampilan tentang penggunaan dan 

pemanfaatan berbagai macam aplikasi yang sering di pakai 

dalam dunia pendidikan misalnya google classroom, 

google form, google meet, zoom, dan tentunya pengenalan 

dan pemanfaatan platform merdeka mengajar dalam 

menunjang akselerasi implementasi kurikulum merdeka.  

Disamping itu pula dapat dilakukan pelatihan tentang 

keterampilan pembuatan media pembelajaran yang 

menarik melalui perancangan dan pembuatan video 

pembelajaran, serta cara merancang aksi nyata bagi tenaga 

pendidik. Aksi nyata perlu dilaksanakan karena hal 

tersebut merupakan bentuk pemahaman guru terhadap 

topik yang telah dipelajari dalam pelatihan mandiri pada 

aplikasi platform merdeka mengajar. Untuk menghindari 

adanya kesamaan konten materi dalam pembuatan atau 

perancangan sebuah video pembelajaran maupun aksi 

nyata maka perlu dilaksanakan program pendampingan 

pelatihan dan pembinaan bagi tenaga pendidik. 

b. Membentuk KOMBEL (Komunitas Belajar) dalam 

platform merdeka mengajar  

 Tantangan utama yang dihadapi guru saat ini yaitu 

membangun kesadaran profesionalitas dalam rangka 

memberikan layanan kepada siswa. Adanya kesadaran 

profesionalitas yang dimiliki akan menggiring guru 

mampu menciptakan suasana dan iklim belajar sesuai 

dengan kebutuhan siswa. Dalam rangka memaksimalkan 
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layanan pembelajaran yang ber fokus kepada kebutuhan 

siswa (pembelajaran berdiferensiasi) maka upaya yang 

dapat dilakukan adalah meningkatkan kompetensi guru. 

Sejalan dengan hal tersebut maka Kemendikbudristek 

melalui program sekolah penggerak menginisiasi 

pembentukan KOMBEL (komunitas belajar) bagi tenaga 

pendidik di masing-masing satuan pendidikan melalui 

aplikasi platform merdeka mengajar (PMM). 

 Kombel (komunitas belajar) adalah sekelompok guru, 

tenaga kependidikan dan pendidik lainnya yang memiliki 

semangat dan  kepedulian yang sama terhadap 

transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin 

dalam wadah (komunitas) dimana mereka berpartisipasi 

aktif. Forum Komunitas belajar (KOMBEL) yang ada 

pada platform merdeka mengajar (PMM) ini dibentuk 

untuk mendukung seluruh tenaga pendidikan agar dapat 

mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah 

pembelajaran yang dihadapi saat implementasi kurikulum 

merdeka. Tujuannya yaitu mengedukasi anggota 

komunitas terkait pertanyaan dan masalah dalam praktik 

pembelajaran, kemudian memfasilitasi anggota komunitas 

untuk dapat terus belajar, mendorong peningkatan 

kompetensi anggota lewat diskusi dan sharing 

pengalaman, serta mampu mengintegrasikan pembelajaran 

yang didapatkan dalam komunitas dalam pekerjaan sehari-

hari. 

c. Mentoring melalui supervisi terpadu 

 Mentoring jika diterapkan dalam pelaksanaan supervisi 

terpadu kepala sekolah dan pengawas tentu akan 

memberikan perbaikan dalam kompetensi pedagogik guru. 

Melihat pada tujuan dari mentoring itu sendiri yaitu 

meningkatkan kemampuan individu secara bertahap 

sampai mampu dan mandiri dalam melakukan semua 

fungsi yang diperlukan. Mentoring ialah sebuah strategi 
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pembentukan karakter yang dilaksanakan dalam skala 

yang lebih kecil. Mentoring dilakukan sebagai salah satu 

sarana pembinaan yang didalamnya ada proses belajar 

mengajar yang berorientasi pada pembentukan karakter 

dan kepribadian bagi tenaga pendidik. Harapannya dengan 

adanya mentoring seperti ini tenaga pendidik yang 

mendapatkan kegiatan terprogram seperti ini mendapatkan 

tambahan  pengetahuan dan dapat mengembangkan 

potensinya. Pelaksanaan supervisi dan mentoring yang 

baik, idealnya dapat memberikan pengaruh yang positif 

dalam perbaikan mutu pendidikan disuatu sekolah. Ketika 

setiap tahapan dari supervisi itu dilakukan dengan baik, 

dan terdapat kerjasama yang baik diantara para 

penyelenggara pendidikan, maka dengan sendirinya 

sekolah tersebut akan memiliki kualitas yang baik pula.  

 

3) Strategi memperbaiki layanan dengan meminimalkan 

pengembangan produk/platform yang berkualitas 

rendah. 

a. Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana 

berbasis IT penunjang penggunaan platform. 

 Bila dikorelasikan dengan dunia pendidikan saat ini di era 

revolusi industri adanya kemunculan seperti aplikasi 

pembelajaran semakin beragam, mulai dari penerapan 

information management system, artificial intelligence, 

office  automation system hingga pada penggunaan 

platform merdeka mengajar (PMM) dalam menunjang 

implementasi kurikulum merdeka juga mulai diterapkan 

dan dioptimalkan sebaik mungkin.  

 Platform merdeka mengajar merupakan sebuah kebijakan 

yang dikeluarkan pemerintah untuk menunjang tenaga 

pendidik dalam mengembangkan kompetensi 

pedagogiknya termasuk untuk keterampilan belajar di 

kelas. Dalam kebijakan penggunaannya bagi tenaga 
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pendidik, nyatanya belum semua guru dan tenaga pendidik 

lainnya dapat mengakses aplikasi ini dikarenakan aplikasi 

platform yang disediakan pemerintah ini hanya bagi tenaga 

pendidik pengguna Android saja dan bagi tenaga pendidik 

yang tidak memiliki gawai / perangkat berbasis Android 

tentu tidak bisa mengakses platform ini. Dengan adanya 

keterbatasan pengaksesan ini, maka perlu dilakukan upaya 

untuk memperbaiki layanan dengan cara melakukan 

pengembangan secara berkala dalam meningkatkan 

kualitas platform ini. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan yaitu melakukan kerja sama antar pemerintah 

dengan pihak developer dengan melakukan 

pengembangan aplikasi yang dapat diinstall dan diakses di 

semua gawai (smartphone) tanpa terkecuali. Dalam 

memperbaiki layanan pendidikan perlunya dilakukan 

sebuah pengembangan dan inovasi yang tepat sasaran. 

Inovasi program mutlak perlu dikembangkan dengan 

berbagai manfaat dan dampak positif yang signifikan. 

Program yang mengalami inovasi dan disertasi sosialisasi 

kepada pengguna akan lebih optimal dan dapat dihargai 

oleh pengguna. 

b. Membangun kerjasama antar penyedia layanan program, 

lembaga pendidikan, dan membangun kemitraan dengan 

penyedia jasa dan layanan IT. 

 Pembangunan infrastruktur perlu dibenahi lebih merata 

dalam rangka memperkokoh dan mempercepat 

pemerataan pertumbuhan teknologi yang sangat pesat. 

Pemerataan infrastruktur dilakukan hingga ke pelosok 

daerah di seluruh Indonesia. Dalam upaya pemberian 

layanan pendidikan agar dapat berjalan optimal ditengah 

zaman modernisasi sekarang ini, perlu adanya kerjasama 

dari seluruh pihak melakukan kerjasama antar lembaga 

pendidikan dengan penyedia layanan IT. Kerjasama dapat 

dilakukan dengan cara membangun kemitraan dengan 
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penyedia jasa dan layanan IT. Mulai dari perbaikan 

infrastruktur teknologi dan informasi (TIK) seperti palapa 

ring. Kemudian melakukan pembangunan Base 

Transceiver Station (BTS), baik di daerah perkotaan 

maupun di daerah terpencil sekalipun. Guna mempercepat 

pengembangan digital di daerah-daerah, dapat dilakukan 

dari membentuk digital leader academy, siber kreasi dan 

talenta digital yang nantinya akan dikembangkan dengan 

mitra pengembangan talenta bersama universitas 

terkemuka yang ada. Harapannya dengan adanya program 

bermitra yang semakin selaras antar perusahaan penyedia 

layanan dan jasa dalam bidang IT dengan lembaga 

pendidikan akan berdampak positif dapat menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif dan menciptakan SDM 

(pelajar dan tenaga pendidik) yang lebih baik.  

 

C. Penutup 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan data di atas dan hasil pembahasan mengenai 

Analisis SWOT pada kebijakan penggunaan Platform Merdeka 

Mengajar (PMM) di tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah 

maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa : 

1) Platform merdeka mengajar sangat berperan penting dalam 

mengakselerasi implementasi kurikulum merdeka. 

Kesuksesan dalam pelaksanaan MBKM ditentukan oleh 

keberhasilan sosialisasi dan konsistensi seluruh pihak 

(stakeholder pendidikan) dalam melaksanakan program 

tersebut 

2) Kebijakan penggunaan Platform Merdeka Mengajar yang 

lebih jelas, tegas dan terarah akan mendukung terciptanya 

penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka 

memperjelas arah pengimplementasian kurikulum merdeka di 

dunia pendidikan.   
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3) Melakukan program pembinaan dan pelatihan bagi tenaga 

pendidik secara berkala dan kontinu merupakan strategi yang 

tepat untuk menciptakan tenaga pendidik yang terampil dan 

cakap teknologi. Hal ini berdampak positif terhadap 

peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Dengan adanya 

keterlaksanaan program ini membantu tenaga pendidik untuk 

mengatasi tantangan zaman modernisasi. 

4) Untuk mencapai pengimplementasian secara optimal pada 

penggunaan Platform Merdeka Mengajar, maka harus 

dilandasi dengan peningkatan efektivitas layanan program 

pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana 

berbasis IT penunjang penggunaan platform yaitu dengan 

membangun kerjasama antar penyedia layanan program, 

lembaga pendidikan, dan membangun kemitraan dengan 

penyedia jasa dan layanan IT. 

5) Untuk mencapai kesuksesan dalam penggunaannya, platform 

merdeka mengajar membutuhkan effort yang lebih dan berani 

untuk mengatasi hambatan yang ada dalam proses 

pengimplementasiannya.   

  

Kesimpulan-kesimpulan ini dapat digunakan sebagai landasan 

utuk merancang strategi implementassi yang lebih efektif dan 

berkelanjutan dalam penggunaan platform merdeka mengajar. 

 

2. Rekomendasi 

Berdasarkan keseluruhan strategi yang dihasilkan dari 

analisis SWOT Penggunaan platform merdeka mengajar, 

terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan, 

yakni: 

1) Membangun program pelatihan kepemimpinan dan 

manajemen sekolah serta melakukan pendekatan kolaborasi 

seluruh stakeholder pendidikan secara berkala dan kontinu 

untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu yang 
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terkait dengan perubahan kebijakan penggunaan platform 

merdeka mengajar (PMM).   

2) Untuk menghindari kesenjangan teknologi diantara para 

tenaga pendidik dalam penggunaan platform merdeka 

mengajar maka perlu dilakukan pertemuan ilmiah seperti, 

Workshop, FGD, K3S (kelompok kerja kepala sekolah), 

KKG (kelompok kerja guru), KOMBEL dsb tujuannya untuk 

menciptakan tenaga pendidik yang terampil dan cakap 

teknologi. 

3) Melakukan supervisi terpadu dan mentoring kepada seluruh 

tenaga pendidik untuk melakukan evaluasi penggunaan 

Platform Merdeka Mengajar secara berkala. Fungsinya yaitu 

untuk mengidentifikasi kekuatan, hambatan, tantangan serta 

peluang yang dihadapi tenaga pendidik saat menggunakan 

platform ini. Hal ini dilakukan agar teridentifikasi hambatan 

dan perbaikannya berdasarkan hasil evaluasi penggunaan.  

4) Untuk menghindari ketimpangan infrastruktur, maka perlu 

dilakukan pendekatan kolaboratif antar stakeholder 

pendidikan dengan penyedia jasa dan layanan IT. Kerjasama 

dapat dilakukan dengan melakukan kebermitraan antar 

sekolah dan diknas pendidikan dengan IT Service provider 

sebagai vendor penyedia jasa dan layanan IT. Adanya 

kerjasama yang solid tentunya dapat membantu 

menghilangkan ketimpangan infrastruktur yang ada.  

Rekomendasi-rekomendasi ini dapat membantu dalam 

merancang dan melaksanakan kebijakan penggunaan platform 

merdeka mengajar yang lebih efektif dan berkelanjutan. 
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BAB 4  

 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

1.  Latar Belakang dan Permasalahan 

endidikan kejuruan yang merupakan salah satu bentuk 

pendidikan pada lingkungan pendidikan formal. Pendidikan 

kejuruan yang sejarahnya sangat panjang. Berawal dari Politik 

Etika (Etische Politiek) merupakan bentuk pertanggungjawaban 

politik Pemerintah Belanda terhadap Hindia Belanda. Sebuah 

tulisan oleh Mr. C. Th. Van Deventer, mengungkapkan bahwa 

kerisauan kalangan intelektual Belanda terhadap pertumbuhan 

kapitalisme yang cenderung mengabaikan nilai-nilai 

kemanusiaan, khususnya di Hindia Belanda, sementara Belanda 

menyatakan dirinya sebagai bangsa dengan peradaban yang 

tinggi. Dalam tulisannya, ia mengemukakan bahwa Sistem 

Tanam Paksa (Cultuurstelsel) tahun 1830 dan Sistem Liberal 

tahun 1870 yang dilaksanakan Pemerintah Belanda di tanah 

jajahannya, Hindia Belanda, merupakan politik pengerukan 

keuntungan. Dan dari sinilah muncul Politik Etika yang 

dicanangkan Ratu Belanda dalam sidang parlemen Belanda 

tahun 1901. 

 Pemerintah Balanda berusaha mengembangkan ekonomi 

agar memiliki anggaran sendiri dan akhirnya dari pendidikanlah 

unsur yang perlu dibenahi dan dibangun. Pendidkan kejuruan 

adalah salah satu di dalamnya, dimana dari sekolah kejuruan 

akan diperoleh lulusan dengan keahlian teknik. Pendidikan 

P 
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kejuruan yang pertama kali  Sekolah Pertukangan. Sekolah yang 

merupakan sarana yang digunakan untuk memajukan 

pertukangan di Indonesia. Dipilihnya Indonesia sebagai tempat 

pencanangan politik etika karena pada saat itu Belanda sedang 

dalam masa penjajahan ke tanah Indonesia, sedang pada saat itu 

jika hanya dengan mengandalkan potensi yang ada maka tidak 

akan berkembang.  

Sekolah Pertukangan Pertama kali dibangun di tiga kota 

besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Betawi dan Semarang, 

kemudian berkembang lagi Pendidikan Kejuruan Pertanian yaitu 

sekolah yang berkonsentrasi pada kursus untuk pendidikan 

pertanian praktis. Kemudian dibangun  Pendidikan Kejuruan 

Teknik, dimana banyak sekali keahlian yang dikembangkan 

seperti keahlian bangunan, keahlian pertambangan, pendidikan 

masinis, dan lain-lain. Sejarah singkat pendidikan kejuruan dan 

bagaimana prosesnya, dan yang awalnya oleh pemerintah 

Belanda hanya untuk kebangsaan Eropa dan China, tetapi 

akhirnya mereka mengembangkan untuk masyarakat Pribumi. 

Mulai saat itu secara perlahan pendidikan kejuruan mulai 

mendapat tempat pada sistem pendidikan di Indonesia..  

Seiring dengan perkembangan pendidikan kejuruan 

terdapat beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah 

untuk mendorong tercapainya tenaga kerja yang berdaya saing 

dan terampil. Salah satu kebijakan tersebut adalah Kebijakan 

Revitalisasi SMK yang dituangkan dalam Instruksi Presiden 

Nomor 9 Tahun 2016 merupakan salah satu upaya pemerintah 

di dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya 

manusia Indonesia. Kebijakan Revitalisasi SMK ini berisi 

tentang perombakan sistem pendidikan dan pelatihan dari hulu 

sampai hilir. Kebijakan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk 

melakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan kejuruan 

dengan tujuan agar SMK bisa menghasilkan calon tenaga kerja 

yang mempunyai ketrampilan sesuai dengan yang 

dipersyaratkan dunia industri dan siap terjun langsung untuk 
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bekerja di segala bidang, sebagai upaya peningkatan kreativitas 

tenaga kerja Indonesia dan mengurangi pengangguran usia 

produktif yang masih menjadi permasalahan di Indonesia 

(Kemdikbud.go.id, 2017). 

 

2. Dasar Hukum Kebijakan 

Pengembangan pendidikan kejuruan pada Pelita V 

melalui Undang-undang  No. 2 Tahun 1989 tentang sistem 

pendidikan nasional dapat dikatakan merupakan tonggak awal 

pengembangan pendidikan kejuruan secara terpadu di Indonesia. 

melalui PP No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan 

menengah. maka instruksi terkait konsep Link and match mulai 

ditegaskan, terdapat 3 pasal sebagai dasar berpijak bagi 

pengembangan pendidikan kejuruan dimana dikatakan pada 

pasal 1 ayat 3 bahwa Pendidikan menengah kejuruan adalah 

pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang 

mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk 

melaksanakan jenis pekerjaan tertentu, pada pasal 4 ayat 1 

bahwa bentuk satuan pendidikan menengah salah satunya adalah 

sekolah menengah kejuruan dan pada pasal 7 dikatakan 

Pendirian sekolah menengah kejuruan selain memenuhi 

ketentuan lain maka harus pula memenuhi persyaratan 

tersedianya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat, 

termasuk dunia usaha/industri. 

Sejak saat itu upaya menciptakan kerjasama dan 

penyelarasan pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan 

industri semakin diupayakan. Untuk menjembatani link and 

match antara SMK dan Dunia usaha dan  industri maka 

dilaksanakan Program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) 

pelaksanakan mengacu pada: Keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 323/U/1997 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda Pada 

Sekolah Menengah Kejuruan.   
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Implikasi Link and Match melalui pendidikan sistem 

ganda tersebut dikembangkan berdasarkan konsep dual system 

di Jerman.  yaitu suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan 

keahlian profesional yang memadukan secara sitematik dan 

sinkron program pendidikan di sekolah dan penguasaan keahlian 

yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, 

dengan tujuan untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional 

tertentu. Dengan kata lain karena penerapan sistem ganda atau 

dual-system maka dalam pelaksanaan belajar teori di SMK dan 

praktik di industri. karena itu desain kurikulum dan sistem 

pengujian juga disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan 

dunia usaha dan industri dengan fokus utama pada bidang 

pertanian, maritim, pariwisata, dan industri kreatif. 

Penerapan pendidikan sistem ganda melalui konsep 

“Link and Match” menjadi tonggak bersejarah bagi awal upaya 

pemerintah melibatkan industri dalam pendidikan kejuruan. 

Kemudian dengan Pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan 

NasonaI (MPKN) dan Pembentukan MPKN untuk provinsi.  

Pada tahun 2003, dengan dicabutnya Undang-undang  

No. 2 Tahun 1989 diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang 

secara khusus mempersiapkan kemampuan untuk bekerja dalam 

bidang tertentu dan siap untuk melanjutkan ke pendidikan yang 

lebih tinggi. Pendidikan kejuruan dapat dipahami sebagai proses 

belajar mengajar yang mempersiapkan siswa untuk kegiatan 

profesional di bidang tertentu. Intinya, setiap siswa yang telah 

menyelesaikan pelatihan teknis dan kejuruan dapat langsung 

memulai kehidupan kerja tanpa meragukan kemampuannya. 

Konsep Link and match  terus dipakai, direvisi, diselaraskan dan 

disesuaikan dengan tujuan-tujuan pokok regulasi pendidikan di 

Indonesia (SMK dari Masa ke Masa, 

http://repositori.kemdikbud.go.id/) agar tujuan dari dari Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 dapat tercapai. Konsep 

http://repositori.kemdikbud.go.id/
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penyelarasan dan kesesuaian tersebut mempunyai tujuan sebagai 

jembatan untuk meyelaraskan antara kompetensi/ketrampilan 

tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri. 

(Soesilowati, 2010). 

Hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 

2016, terdapat lebih dari 182.99 juta tenaga kerja Indonesia, 

sebanyak 7.24 juta orang di Indonesia berstatus pengangguran. 

Mereka belum tertampung di dunia kerja. Tingkat pengangguran 

terbuka (TPT) paling besar adalah lulusan SMK sebesar 11.24% 

kemudian menyusul lulusan Sekolah menengah atas dan sekolah 

menengah pertama. Rasio lulusan SMK sejak tahun 2005 terus 

meningkat dan menyumbangkan pengangguran yang cukup 

tinggi. 

Pada tahun 2016, terbit Instruksi Presiden Nomor 9 

tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan 

Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Inpres 

yang dikeluarkan pada tanggal 9 September 2016 di Jakarta dan 

ditujukan kepada 12 Menteri Kabinet Kerja (termasuk Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan), 34 Gubernur, dan Kepala Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).  

Menindaklanjuti kebijakan revitalisasi tersebut, Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan kepada semua 

pelaksana di bidang pendidikan untuk bersama-sama melakukan 

penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum SMK sesuai 

dengan kompetensi yang menjadi persyaratan pengguna lulusan 

(link and match). Dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja 

industri yang terampil dan kompeten, maka pendidikan berbasis 

kompetensi yang link and match dengan industri merupakan 

konsep yang dapat digunakan sebagai upaya mengarahkan 

lembaga pendidikan untuk mengeluarkan output yang tidak 

sekedar tempat mengembangkan kemampuan dan keahliannya 

melainkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 
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Kementerian Perindustrian ditugaskan meningkatkan 

kerja sama dengan dunia usaha, untuk memberikan akses yang 

lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan paktek kerja 

lapangan dan magang industri bagi guru agar Tujuan link and 

match sebagai peningkatan kompetensi, kecakapan hidup (life 

skill), kapatasitas sumber daya manusia, agar dapat memenuhi 

kebutuan pasar, terutama industri atau lebih sering disebut 

bersaing tingkat global (SMK dari Masa ke Masa, 

http://repositori.kemdikbud.go.id/) termasuk penyediaan dan 

peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan juga menjadi 

bagian dari revitalisasi.  

Pada tahun 2017, Permenperin No. 03/M-

IND/PER/1/2017 pun diterbitkan untuk mendukung konsep 

Link And Match sebagai alternatif dalam menjebatani tingginya 

angka putus sekolah pada jenjang sekolah menengah, angka 

pengangguran, tingginya lowongan kerja tak terisi, dan 

rendahnya kualitas pekerja.  

Dalam Inpres No 9 tersebut, diinstruksikan kepada para 

menteri, para gubernur, dan Kepala BNSP agar mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan 

kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna 

meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Presiden 

juga menginstruksikan supaya disusun peta kebutuhan tenaga 

kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan 

masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan 

pengembangan SMK. Khusus untuk Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Mendikbud), terdapat enam instruksi.  

Mengingat lulusan SMK dirancang untuk memasuksi 

dunia kerja (utamanya) yang relevan, maka perencanaan 

pengembangan SMK harus didasarkan atas manpower planning 

approach, bukan social demand planning approach agar 

lulusannya selaras dengan kebutuhan dunia kerja (Lihat Gambar 

1). 

http://repositori.kemdikbud.go.id/
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Gambar 1. Konsep Link and Match 

 

Pada tahun ketiga pelaksanaan revitalisasi Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), sesuai dengan amanat Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi 

SMK, beberapa capaian positif mulai terlihat. Seiring dengan 

meningkatnya angka partisipasi kerja lulusan SMK pada tahun 

2018, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari lulusan 

SMK setiap tahunnya semakin menurun. 

Berdasarkan data dari sakernas (survei angkatan kerja 

nasional), yaitu (di bulan Februari) 2016 sebesar 9,84 persen dan 

pada tahun 2017 sebesar 9,27 persen. Sedangkan pada tahun 

2018 sebesar 8,92 persen. Dengan kata lain tren angka 

pengangguran lulusan SMK mengalami penurunan. Sedangkan 

jumlah lulusan SMK yang bekerja mengalami tren kenaikan. 

Pada bulan Februari tahun 2016 tercatat sebanyak 12,37 juta, 

kemudian meningkat menjadi 13,53 juta pada 2017, dan 

sebanyak 14,54 juta orang pada tahun 2018. Banyak kalangan 

menyatakan optimis terhadap program Revitalisasi SMK.  
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Gambar 2. Dampak Revitalisasi SMK Tahun 2019  

 

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan link and 

match pendidikan vokasi dengan dunia industri sesuai dengan 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 Tentang 

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 

Revitalisasi Pendidikan Vokasi ini merupakan wujud dari 

pelaksanaan Inpres tersebut. Ruang lingkupnya masih terfokus 

pada integrasi penyelenggaraan pendidikan vokasi yang terdapat 

di lingkungan Kemendikbud, yakni di SMK, lembaga kursus dan 

pelatihan, dan SMALB. Revitalisasi juga menyangkut 

perubahan filosofi dari supply-driven ke demand-driven. 

Adapun fokus tulisan ini adalah pada pembahasan 

analisis terhadap kebijakan pendidikan kejuruan Indonesia yang 

mencakup pokok bahasan, substansi kebijakan dan proses 

kebijakan Revitalisasi pendidikan kejuruan. Analisis dan 

koreksinya terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan kejuruan 

khususnya Implikasi link and match pada kebijakan revitalisasi 

SMK yang telah dan sedang berlangsung akan ditelaah dengan 

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats), 
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dengan harapan dapat memberikan wawasan penting bagi para 

pengambil kebijakan dalam merancang dan melaksanakan 

kebijakan revitalisasi SMK, dengan membantu mengoptimalkan 

sumber daya yang ada, memanfaatkan peluang yang muncul, 

serta mengatasi hambatan dan tantangan yang ada dalam 

pelaksanaan kebijakan revitalisasi SMK. Refleksi yang 

konstruktif terhadap kebijakan pendidikan sangat diperlukan 

dalam rangka untuk memetik pelajaran dari keberhasilan atau 

kegagalan kebijakan pendidikan kejuruan masa lalu untuk 

kemudian dikoreksi kekurangannya agar menjadi kebijakan 

pendidikan kejuruan yang lebih baik di masa depan. 

 

B. Analisis Kebijakan Pendidikan Kejuruan 

1. Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan singkatan dari Strengths 

(kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), 

dan Threats (ancaman). Dengan melakukan analisis SWOT 

terhadap kebijakan Pendidikan Kejuruan di Indonesia, kita bisa 

mengidentifikasi kekuatan yang perlu ditingkatkan, kelemahan 

yang perlu diatasi, peluang yang perlu dimanfaatkan, dan 

ancaman yang perlu dihadapi. Analisis SWOT bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat 

membantu pihak-pihak yang terlibat dalam program untuk 

mengambil tindakan yang tepat dan efektif dalam memperkuat 

implementasi program. 

 Berikut adalah tahapan Analisis SWOT atas kebijakan 

pemerintah terkait Revitalisasi SMK pada pendidikan kejuruan: 

A. Mengidentifikasi faktor-faktor internal yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan. 

Berikut adalah beberapa faktor internal yang menjadi 

kekuatan (strengths) dan mempengaruhi kebijakan 

pemerintah terkait kebijakan revitalisasi SMK melalui 

program link and match, yang disimbolkan dengan [S1] 

sampai dengan [S3] : 
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a) Tersusunnya Peta Jalan SMK [S1] 

Terdapat model perencanaan di lingkungan Pendidikan 

Menengah Kejuruan. Peta Jalan mencakup pembaharuan 

dan simplifikasi dari struktur, sistematika penyusunan, 

yang bersifat progresif, fleksibel, sehingga dapat 

disesuaikan atau disempurnakan dengan mudah setiap 

saat. 

b) Terjadinya Penyelarasan Kurikulum SMK dengan 

Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri [S2] 

Untuk mengembangkan pendidikan kejuruan yang selaras 

dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan (link and 

match), maka dilakukan penyesuaian dan pengembangan 

kurikulum pendidikan kejuruan. Jika sebelumnya 

menggunakan pendekatan dari supply-driven, maka saat 

ini kurikulum telah disesuaikan menjadi demand-driven 

agar dunia usaha dan dunia industri (DUDI) semakin aktif 

terlibat dalam proses pendidikan kejuruan di SMK. 

c) Terjalinnya kerja sama dengan kementerian/lembaga, 

pemerintah daerah, dan dunia usaha/industry [S3] 

Hubungan kerjasama antara kementerian/lembaga, 

pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri dan SMK 

untuk menjalankan kerjasama antar lembaga agar saling 

mensuport demi tercapainya tujuan Revitalisasi SMK, 

meningkatkan pencitraan DUDI dan mengoptimalkan 

Sumberdaya SMK dengan prinsip saling memerlukan, 

mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan kedua 

pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam memenuhi 

permintaan pasar kerja. 

 Berikut adalah beberapa faktor internal yang menjadi 

kelemahan (weakness) dan mempengaruhi kebijakan 

pemerintah terkait kebijakan revitalisasi SMK melalui 

program link and match, yang disimbolkan dengan [W1] 

sampai dengan [W3] :  
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d) Keterbatasan Sumber Daya [W1] 

Perlunya pemenuhan guru produktif untuk memperkuat 

guru-guru SMK melalui berbagai program pelatihan, 

kursus singkat, dan magang industri baik di dalam maupun 

luar negeri, serta program sertifikasi keahlian ganda. Hal 

ini untuk mendorong revitalisasi vokasi secara 

keseluruhan dan dapat menghasilkan lulusan yang bisa 

bersaing di dunia kerja.SMK. 

e) Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Revitalisasi 

SMK [W2] 

Kurangnya kesadaran akan pentingnya revitalisasi SMK 

dapat menjadi faktor kelemahan internal yang 

mempengaruhi kebijakan revitalisasi SMK dimana. SMK 

sebagai salah satu pemegang peranan penting dalam 

penyiapan tenaga kerja dituntut untuk selalu dapat 

mengikuti kebutuhan pasar yang terus berkembang. 

f) Keterbatasan Keterampilan [W3] 

Keterbatasan keterampilan siswa lulusan SMK 

dikarenakan SMK belum secara optimal membentuk 

lulusan yang mempunyai dua keterampilan yaitu hardskills 

dan softskills dan pada akhirnya lulusannya akan sulit 

bersaing di dunia kerja. Dalam menyiapkan lulusan SMK 

sebagai tenaga kerja yang berkompeten sesuai harapan 

industri, SMK dapat melaksanakan program-program 

kegiatan tambahan yang dapat menambah keterampilan 

lulusan SMK. 

 

B. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menjadi 

peluang dan ancaman 

Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang menjadi 

peluang (opportunities)  dan mempengaruhi kebijakan 

pemerintah terkait kebijakan revitalisasi SMK melalui 

program link and match, yang disimbolkan dengan [O1] 

sampai dengan [O3] : 
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a. Penyelarasan Kompetensi dan Budaya Kerja SMK 

[O1] 

Dalam penyelarasan kompetensi dan budaya kerja SMK 

salah satu konsepsi pada pendidikan kejuruan adalah 

sistem magang bagi peserta didik SMK. Pelaksanaan 

Magang yang diimplementasikan dalam program PSG 

atau sekarang dikenal dengan PKL diyakini mampu 

memberikan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan 

serta keterampilan kepada siswa untuk siap bekerja di 

dunia kerja, pengalaman ini dinilai sebagai pembelajaran 

penting bagi siswa dalam menumbuhkan kesiapan kerja 

mereka. 

b. Kurikulum SMK sesuai dengan tuntutan kompetensi 

dan etos kerja yang berlaku di Dunia Usaha dan Dunia 

Industri [O2] 

Penyesuaian dan pengembangan kurikulum pendidikan 

kejuruan dilakukan jika sebelumnya menggunakan 

pendekatan dari supply-driven, maka saat ini kurikulum 

telah disesuaikan menjadi demand-driven agar dunia usaha 

dan dunia industri (DUDI) dan DUDI semakin aktif 

terlibat dalam proses pendidikan kejuruan di SMK 

diantaranya dengan cara menyusun kurikulum dengan 

bekerja sama dengan DUDI. 

c. Lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan kebutuhan Dunia Usaha dan 

Dunia Industri [O3] 

Komitmen jangka panjang yang saling menguntungkan 

antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri terus 

diperkuat. Sejak dilakukannya revitalisasi SMK, semakin 

banyak industri yang menjalin kerja sama dengan SMK. 

Kerjasama ini dapat mendorong semakin berkurangnya 

kesenjangan antara harapan DUDI dan kualitas lulusan 

SMK sehingga lulusan SMK dapat diterima oleh DUDI. 
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Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang menjadi 

ancaman (threats) dan mempengaruhi kebijakan 

pemerintah terkait kebijakan revitalisasi SMK melalui 

program link and match, yang disimbolkan dengan [T1] 

sampai dengan [T3] : 

a. Tidak tercapainya syarat minimal yang diinginkan 

DUDI [T1] 

Kesenjangan harapan dan kenyataan dalam 

penyelarasan Budaya Kerja antara DUDI dengan  SMK 

dapat menjadi faktor ancaman eksternal. Hal ini dapat 

menyebabkan ketidakpercayaan DUDI atas apa yang 

telah diupayakan pada .program kebijakan revitalisasi 

tersebut yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan 

revitalisasi SMK secara keseluruhan. 

b. Kurangnya fasilitas sarana dan sarana pendidikan 

[T2] 

Pengalaman kerja sebagai salah satu faktor yang dirasa 

mampu untuk meningkatkan keahlian profesional siswa 

SMK. namun mengingat DUDI memerlukan tenaga 

kerja yang berkualitas dan ahli di bidangnya untuk 

mengoperasikan peralatan dan teknologi canggih, maka 

hal ini dapat menjadi faktor ancaman eksternal yang 

mempengaruhi kebijakan revitalisasi SMK di sekolah, 

dimana siswa harus dapat menyesuaikan diri dengan 

sarana dan prasarana yang ada di DUDI dan 

kemungkinan belum pernah dijumpai di sekolah. 

c. Penempatan Lulusan SMK Tidak Tepat [T3] 

Berdasarkan spektrum bidang keahlian SMK hingga 

saat ini telah terdapat 146 bidang keahlian. Kompetensi 

lulusan SMK harus sesuai kebutuhan pasar kerja pada 

wilayah sekitarnya. Tersedianya lulusan dengan 

kompetensi yang tidak sesuai kebutuhan pasar dapat 

menjadi faktor ancaman eksternal yang mempengaruhi 

kebijakan revitalisasi SMK. Hal ini dapat menimbulkan 
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kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi 

dan menyebabkan kesenjangan revitalisasi SMK karena 

serta masih terjadi mismatch antara pendidikan dan 

kebutuhan industry. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya adalah 

pembuatan matriks Analisis SWOT untuk kebijakan 

revitalisasi SMK, yang memasukkan semua faktor-faktor 

internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor 

eksternal (peluang dan ancaman) ke dalam kolom-kolom 

matriks yang sesuai, sebagaimana yang disajikan pada 

Gambar 3. 

 

C. Membuat matriks Analisis SWOT, dengan memasukkan 

faktor-faktor internal dan eksternal ke dalam kotak-

kotak matriks yang sesuai. 

Pada matriks Analisis SWOT ini, kolom Kekuatan 

(Strengths) dan kolom Kelemahan (Weakness) diisi dengan 

faktor-faktor internal yang merupakan kekuatan dan 

kelemahan dari kebijakan revitalisasi SMK yang sedang 

dipertimbangkan atau diimplementasikan, dan merujuk pada 

simbol [S1] sampai dengan [S3] serta simbol [W1] sampai 

dengan [W3] pada uraian tahapan sebelumnya. Demikian 

juga halnya dengan kolom Peluang (Opportunities) dan 

kolom Tantangan (Threats) diisi dengan faktor-faktor 

eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan bagi 

kebjakan revitalisasi SMK yang sedang dipertimbangkan atau 

diimplementasikan, dan merujuk pada simbol [O1] sampai 

dengan [O3] serta simbol [T1] sampai dengan [T3] pada 

uraian tahapan sebelumnya. 
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KEKUATAN (STRENGTH) 
KELEMAHAN 

(WEAKNESS) 

S6. Tersusunnya Peta Jalan SMK. 

S7. Terjadinya penyelarasan 

Kurikulum SMK dengan 

Kebutuhan DUDI. 

S8. Terjalinnya kerja sama dengan 

kementerian/lembaga, 

pemerintah daerah, dan dunia 

usaha/industri. 

 

 

W6. Keterbatasan Sumber 

Daya. 

W7. Kurangnya Kesadaran 

akan Pentingnya 

Revitalisasi SMK. 

W8. Keterbatasan 

Keterampilan. 

 

PELUANG (OPPORTUNITIES) ANCAMAN (THREATS) 

 

O1. Penyelarasan Budaya Kerja 

SMK. 

O2. Kurikulum SMK sesuai 

dengan tuntutan kompetensi 

dan etos kerja yang berlaku di 

DUDI. 

O3. Lulusan SMK memiliki 

kompetensi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

DUDI. 

 

T6. Tidak tercapainya syarat 

minimal yang 

diinginkan DUDI. 

T7. Kurangnya Fasilitas 

Sarana Pendidikan. 

T8. Penempatan Lulusan 

SMK Tidak Tepat 

 

Gambar 3. Matriks SWOT Kebijakan Revitalisasi SMK 

 

Berdasarkan matriks analis SWOT (Lihat Gambar 3), maka 

selanjutnya dikembangkan beberapa strategi untuk 

memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi 

kelemahan dan ancaman yang ada dalam kebijakan 

Revitalisasi SMK. 
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D. Mengembangkan strategi, untuk memaksimalkan 

kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan 

ancaman. 

Berdasarkan faktor-faktor internal berupa kekuatan 

(strengths) dan kelemahan (weakness), serta faktor-faktor 

eksternal berupa peluang (opportunities) dan ancaman 

(threats), maka selanjutnya dikembangkanlah sejumlah 

strategi, yang dibagi kedalam 4 (empat) kelompok strategi, 

yaitu : Strategi SO (Strengths-Opportunities), Strategi WO 

(Weakness-Opportunities), Strategi ST (Strengths-Threats), 

dan Strategi WT (Weakness-Threats), yang ditampilkan pada 

matriks dan penjelasan berikut:  

SWOT 

ANALISIS 

KEBIJAKAN 

REVITALISASI 

SMK 

KEKUATAN 

(STRENGTH) 

KELEMAHAN 

(WEAKNESS) 

S1. Tersusunnya Peta 

Jalan SMK. 

S2. Terjadinya 

penyelarasan 

Kurikulum SMK 

dengan 

Kebutuhan DUDI. 

S3. Terjalinnya kerja 

sama dengan 

kementerian/lemb

aga, pemerintah 

daerah, dan dunia 

usaha/industri. 

 

W1. Keterbatasan 

Sumber Daya. 

W2. Kurangnya 

Kesadaran akan 

Pentingnya 

Revitalisasi 

SMK. 

W3. Keterbatasan 

Keterampilan. 

 

PELUANG 

(OPPORTUNITI

ES) 

STRATEGI SO 

(Strenght-

Opportunities) 

STRATEGI WO 

(Weakness-

Opportunities) 

O1. Penyelarasan 

Budaya 

Kerja SMK. 

O2. Kurikulum 

SMK sesuai 

dengan 

tuntutan 

SO-5. Memberi  

lisensi bagi 

SMK sebagai 

lembaga 

sertifikasi 

profesi .  

SO-6. Memberikan 

WO-6. Mencetak 

guru 

produktif 

yang terampil 

dalam 

membimbing 

siswanya 
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kompetensi 

dan etos kerja 

yang berlaku 

di DUDI. 

O3. Lulusan 

SMK 

memiliki 

kompetensi 

sesuai 

dengan 

tujuan 

pembelajaran 

dan DUDI. 

 

Sertifikasi 

Kompetensi 

bagi Lulusan 

SMK.  

SO-7. Meningkatkan 

akses sertifikasi 

lulusan SMK 

dan 

membentuk 

Kelompok 

Kerja 

Pengembangan 

SMK. 

 

agar 

memiliki 

keterampilan 

dan 

kompetensi 

kerja yang 

sesuai 

kebutuhan 

DUDI. 

WO-7. Melibatkan 

masyarakat 

dalam 

sosialisasi 

revitalisasi 

SMK dan 

Membangun 

komitmen 

jangka 

panjang 

dengan 

DUDI. 

WO-8. Mengintensif

kan 

pembelajaran 

berbasis 

produksi dan 

bisnis. 

ANCAMAN 

(THREATS) 

STRATEGI ST 

(Strength-Threats) 

STRATEGI WT 

(Weakness-Threats) 

T1. Tidak 

tercapainya 

syarat 

minimal 

yang 

diinginkan 

DUDI. 

T2. Kurangnya 

Fasilitas 

Sarana 

Pendidikan. 

T3. Penempatan 

ST-1. Mencetak 

lulusan SMK 

yang 

mempunyai 

kemampuan 

untuk 

menghadapi 

tantangan 

hidup dan 

mampu meraih 

peluang dengan 

berbagai resiko 

WT-1. Memenuhi 

dan 

peningkatan 

profesionalita

s guru dan 

tenaga 

kependidikan 

yang 

berstandar. 

WT-2. Mengoptimal

kan peran 

serta seluruh 
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Lulusan 

SMK Tidak 

Tepat. 

 

yang dihadapi. 

ST-2. Menyediakan 

sarana dan 

prasarana SMK 

yang memadai 

dan berkualitas 

sesuai dengan 

standar DUDI. 

ST-3. Menyiapkan  

layanan 

pendidikan 

SMK yang 

bermutu sesuai 

dengan potensi 

wilayahnya 

masing-masing. 

 

pemangku 

kepentingan 

untuk 

membangun 

dan 

mengelola 

SMK. 

WT-3. Mempersiapk

an diri dalam 

memenangka

n persaingan 

di pasar 

kerja. 

Gambar 4. Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Kebijakan 

Revitalisasi SMK 

 

E. Melakukan Prioritisasi Strategi, yang sebaiknya 

melibatkan pakar atau ahli, para pemangku kepentingan, 

atau tim analisis SWOT berdasarkan hasil survei atau 

wawancara. 

Langkah-Langkah Umum Prioritisasi  adalah sebagai berikut 

: 

1) Menentukan Nilai Bobot dan Bobot Relatif. 

Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau 

urgensi penanganan (misalnya menggunakan skala 1 s.d 4 

(1 = tidak penting, 2 = cukup penting, 3 = penting, 4 = 

sangat penting). Adapun bobot relatif dihitung secara 

tersendiri antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) 

dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) sehingga total 

nilai bobot masing-masing faktor internal maupun 

eksternal menjadi 1 atau 100%. 

 



146 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

2) Menentukan Nilai Rating. 

Rating adalah analisis terhadap kemungkinan yang akan 

terjadi dalam jangka pendek. Nilai rating untuk faktor 

internal kekuatan dan faktor eksternal peluang, misalnya 

diberikan skala 1 s.d 4. Diberi nilai rating 1 jika kekuatan 

atau peluang semakin sedikit, dan diberi nilai rating 4 jika 

kekuatan atau peluang semakin banyak. Sedangkan 

pemberian nilai rating untuk faktor internal kelemahan dan 

faktor eksternal ancaman, berkebalikan dengan pemberian 

nilai rating kekuatan dan peluang. Diberi nila rating 1 jika 

semakin banyak kelemahan atau ancamannya, dan diberi 

nilai rating 4 jika kelemahan atau ancaman tersebut 

semakin berkurang. 

3) Menentukan Nilai Skor. 

Nilai skor diperoleh berdasarkan nilai bobot dikalikan 

dengan nilai rating. Total nilai skor untuk faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan) menunjukkan bahwa semakin 

mendekati 1 maka semakin banyak kelemahan internal 

dibanding kekuatannya, sedangkan semakin mendekati 4 

maka semakin banyak kekuatannya dibanding 

kelemahanannya. Demikian halnya dengan total nilai skor 

untuk faktor eksternal (peluang dan ancaman), semakin 

total nilai skor mendekat 1, maka berarti semakin banyak 

ancamannya dibandingkan dengan peluangnya, sedangkan 

apabila total nilai skor semakin mendekati 4, artinya 

semakin banyak peluang dibandingkan ancaman. 
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Tabel 1.  

Perhitungan Skor Analisis SWOT 

 

No 
Faktor Internal / 

Eksternal 
Bobot 

Bobot 

Relatif 
Rating Skor 

Kekuatan (Stengths) 

1 
Tersusunnya Peta Jalan 

SMK. 
4 0.25 4 1.00 

2 

Terjadinya penyelarasan 

Kurikulum SMK dengan 

Kebutuhan DUDI. 

3 0.19 4 0.75 

3 

Terjalinnya kerja sama 

dengan 

kementerian/lembaga, 

pemerintah daerah, dan 

dunia usaha/industri. 

4 0.25 3 0.75 

Sub Total 2.50 

Kelemahan (Weakness) 

1 
Keterbatasan Sumber 

Daya. 
2 0.13 1 0.13 

2 

Kurangnya Kesadaran 

akan Pentingnya 

Revitalisasi SMK. 

1 0.06 2 0.13 

3 
Keterbatasan 

Keterampilan. 
2 0.13 2 0.25 

Sub Total 0.50 

Total Skor Faktor Internal 16 1  3.00 

Peluang (Opportunities) 

1 
Penyelarasan Budaya 

Kerja SMK. 
4 0.24 4 0.94 

2 

Kurikulum SMK sesuai 

dengan tuntutan 

kompetensi dan etos kerja 

yang berlaku di DUDI. 

4 0.25 3 0.75 

3 

Lulusan SMK memiliki 

kompetensi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan 

DUDI. 

4 0.25 4 1.00 

Sub Total 2.69 
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Ancaman (Threats) 

1 

Tidak tercapainya syarat 

minimal yang diinginkan 

DUDI. 

2 0.13 2 0.25 

2 
Kurangnya Fasilitas Sarana 

Pendidikan. 
2 0.13 2 0.25 

3 
Penempatan Lulusan SMK 

Tidak Tepat. 
1 0.06 2 0.19 

Sub Total 0.69 

Total Skor Faktor Eksternal 17   3.38 

 

4) Berdasarkan hasil penentuan skor faktor internal dan 

eksternal, maka selanjutnya digambarkan dalam rumusan 

matriks SWOT berikut : 

 

 Kekuatan 

(Strengths) 

Kelemahan 

(Weakness) 

Peluang 

(Opportunities) 

Strategi SO : 

1.88 + 2.31 = 5.19 

Strategi WO : 

0.76 + 2.37 = 3.13 

Ancaman 

(Threats) 

Strategi ST : 

1.88 + 0.75 = 3.125 

Strategi WT : 

0.63 + 0.75 = 1.125 

Gambar 5. Hasil Perhitungan Skor Strategi 

 

5) Menurut perhitungan analisis SWOT, nilai tertinggi 

diperoleh dari kombinasi Strength-Opportunities dengan 

nilai 5.19. Sehingga strategi kebijakan revitalisasi SMK 

yang menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan 

adalah Strategi SO (Strength-Opportunities). 

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan prioritisasi faktor, 

diketahui bahwa Strategi SO (Strengths-Opportunities) 

merupakan strategi prioritas, sehingga rekomendasi dalam 

mengembangkan kebijakan revitalisasi SMK disusun 

berdasarkan strategi prioritas. Berikut ini disajikan 

sejumlah program kegiatan yang dapat direkomendasikan 
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untuk mendukung implementasi Strategi SO, yang dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  

Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi Strength-

Opportunities (SO) 

 

No 
Strategi Strength-

Opportunities (SO) 
Rekomendasi Program 

1 

Memberi  lisensi bagi SMK 

sebagai lembaga sertifikasi 

profesi. 

a. SMK terakreditasi  

b. Sertifikat Lisensi dari BNSP 

menjadi LSP. 

c. Menyiapkan tenaga asesor. 

 

2 

Memberikan Sertifikasi 

Kompetensi bagi Lulusan 

SMK. 

a. Kurikulum yang berbasis pada 

standar kompetensi  

b. Menyelenggarakan Uji 

Kompetensi. 

c. Mempunyai tenaga asesor. 

 

3 

Meningkatkan akses 

sertifikasi lulusan SMK dan 

membentuk Kelompok 

Kerja Pengembangan SMK. 

a. Melakukan penyiapan peserta 

didik. 

b. Memfasilitasi siswa SMK 

mengikuti uji kompetensi dan 

sertifikasi. 

c. Membenahi sarana prasarana  

pendukung. 

 

  

Berdasarkan rekomendasi program pada Tabel 2, maka 

selanjutnya akan dibahas program-program tersebut berdasarkan 

strategi Strength-Opportunities (SO), pada sub bab hasil analisis 

dan pembahasan. 
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2. Hasil Analisis dan Pembahasan 

 Bagian ini akan menganalisis dan membahas program-

program yang sudah ditetapkan sebagai prioritas dari strategi 

Strength-Opportunities (SO) berdasarkan strategi yang disajikan 

pada matriks strategi Gambar 4. 

1) Memberi  lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi 

profesi. 

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan adalah 

sebagai berikut : 

a. Meningkatkan akreditasi SMK. 

Ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan lisensi bagi 

SMK agar dapat menjadi LSP atau lembaga sertifikasi 

profesi (LSP). Salah satu persyaratan untuk dapat 

mendaftarkan SMK menjadi LSP atau Lembaga Sertifikasi 

Profesi adalahsudah tersertifikasi. Oleh karena itu untuk 

mewujudkan haltersebut akreditasi SMK harus dilakukan. 

b. Mengupayakan Sertifikat Lisensi dari BNSP agar SMK 

menjadi LSP. 

Untuk memenuhi tuntutan kebijakan revitalisasi SMK 

maka Pembentukan LSP juga menjadi salah satu wujud 

implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 

2016. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga 

pelaksana kegiatan kompetensi kerja yang mendapatkan 

lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Konsep LSP sudah ada seiring dengan keberadaan BNSP 

sebagai perpanjangan tangan dari BNSP dalam 

melaksanakan sertifikasi profesi atau sertifikasi 

kompetensi.  SMK sebagai penyelenggara pendidikan 

vokasi diberi kewenangan untuk menjadi LSP P1. SMK 

yang sudah mendapat Sertifikat Lisensi dari BNSP 

menjadi LSP P1 akan menguji peserta didiknya agar 

mendapatkan sertifikat profesi, dalam kewenangan 

sebagai LSP 1 SMK hanya menguji peserta didiknya saja. 
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c. Menyiapkan tenaga asesor. 

SMK yang mendapatkan Sertifikat Lisensi dari BNSP 

menjadi LSP P1 ditetapkan BNSP dengan beberapa 

kriteria. Pertama, SMK tersebut harus sudah terakreditasi. 

Kedua, sudah menerapkan kurikulum yang berbasis pada 

standar kompetensi. Ketiga, harus memiliki tenaga asesor, 

yaitu seseorang yang memiliki kualifikasi untuk 

melaksanakan asesmen dalam rangka asesmen manajemen 

mutu dalam sistem lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.  

 

2) Memberikan Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan SMK.. 

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan adalah 

sebagai berikut : 

a. Kurikulum yang berbasis pada standar Kompetensi. 

Untuk mengembangkan pendidikan kejuruan yang selaras 

dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan (link and 

match), maka  wajib melakukan penyesuaian dan 

pengembangan kurikulum pendidikan SMK. Selama ini 

SMK berjalan dengan berdasarkan persepsi dari sisi 

pendidikan saja, yang  nantinya tidak akan dibutuhkan di 

dunia kerja. Sekarang  SMK berjalan sesuai dengan 

permintaan dunia usaha dan industri. Yaitu dengan cara 

menyusun kurikulum dengan bekerja sama dengan DUDI. 

Bahkan DUDI diberi porsi lebih besar untuk menentukan 

kurikulum. 

b. Menyelenggarakan Uji Kompetensi. 

Penyelenggaraan uji kompetensi untuk mendapatkan 

sertifikat kompetensi. Dimana Sertifikat kompetensi 

akan membantu peserta didik untuk  menilai diri sendiri 

atas kemampuan yang dimiliki melalui hasil ujian. 

Perolehan hasil uji ompetensi keahlian tertentu bagi siswa 

dapat menjadi support agar semakin terjadi peningkatan 

kualitas dan kinerja siswa, dan  semakin kuat kemitraan 

dan penyelarasan dengan DUDI atau dunia usaha, dunia 



152 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

industri, dunia kerja. UKK merupakan salah satu upaya 

pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan pada satuan 

pendidikan SMK. Diharapkan melalui program ini, SMK 

bisa menghasilkan lulusan yang berkompeten. 

 

c. Mempunyai tenaga asesor. 

SMK yang mendapatkan Sertifikat Lisensi dari BNSP 

menjadi LSP P1 ditetapkan BNSP dengan beberapa 

kriteria. Salah satunya adalah harus memiliki tenaga 

asesor, yaitu seseorang yang memiliki kualifikasi untuk 

melaksanakan asesmen dalam rangka asesmen manajemen 

mutu dalam sistem lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.  

 

3) Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan 

membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK. 

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan adalah 

sebagai berikut : 

a. Melakukan penyiapan peserta didik. 

Akses sertifikasi lulusan peserta didik SMK melalui uji 

kompetensi keahlian (UKK). UKK berperan penting 

dalam kelulusan peserta didik karena hasil UKK akan 

menjadi indikator pencapaian standar kompetensi 

kelulusan. Nantinya, sertifikasi yang diperoleh menjadi 

sumber informasi atas kompetensi yang dimiliki peserta 

didik. 

b. Memfasilitasi siswa SMK mengikuti uji kompetensi dan 

sertifikasi. 

Pemerintah memfasilitasi siswa dalam memperoleh akses 

sertifikasi dengan cara menyelenggarakan program 

bantuan sertifikasi kompetensi dan profesi. Ini 

dimaksudkan agar lulusan SMK dapat lebih cepat meraih 

pekerjaan. Perluasan akses bantuan sertifikasi kompetensi 

siswa SMK, guna memastikan para siswanya memiliki 
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tanda pengakuan pencapaian kompetensi yang diakui oleh 

industri, dunia usaha, dan dunia kerja. 

c. Membenahi sarana prasarana  pendukung. 

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk 

mendukung pembelajaran berbasis industri adalah salah 

satu aspek yang penting dalam keberhasilan revitalisasi 

SMK ini dimana inti dari program ini adalah menekankan 

sinkronisasi pembelajaran antara SMK dan DUDI. Dari 

penyelarasan kurikulum bersama DUDI dapat dilihat dari 

muatan pembelajaran yang diikuti dengan penyesuaian 

model pembelajaran (dual based program, berbasis projek 

dan kewirausahaan, sistem blok, beserta sistem 

penilaiannya). pengembangan bahan ajar bersama, 

pelaksanaan praktek kerja lapang (PSG atau PKL) di 

DUDI, sertifikasi kompetensi siswa oleh DUDI, 

pemagangan guru dan sertifikasinya, penerapan budaya 

kerja industri di SMK, hingga komitmen DUDI untuk 

merekrut lulusan SMK.  

Sistem pendidikan telah beralih menjadi berorientasi pada 

kebutuhan pasar dan industri, meskipun tujuan baiknya 

kualitas sistem pendidikan ini dinilai dapat menjadi jalan 

keluar bagi pertumbungan dan kemakmuran ekonomi 

suatu Negara. Fungsi pendidikan dalam perubahan sosial 

untuk meningkatkan kemampuan analisis kritis berperan 

sebagai cara menanamkan keyakinan dan nilai baru 

tentang cara berpikir manusia. Pendidikan kritis nantinya 

dapat menciptakan generasi baru dengan daya kreasi dan 

kemampuan berpikir kritis, sikap tidak mudah menyerah 

pada situasi yang ada dan tanggap terhadap perubahan 

yang ada 

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari 

keseluruhan kebijakan ini, pastinya tidak hanya diukur 

pada selesainya pelaksanaan program dan keterserapan 

anggaran. Tetapi hal penting adalah bagaimana 
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peningkatan kompetensi lulusan SMK yang kemudian 

dapat diserap oleh DUDI. 

Pada akhirnya tuntutan dari kebijakan program revitalisasi 

SMK ini adanya keselarasan antara  pendidikan dan 

kebutuhan industri, sehingga penyesuaian pembelajaran di 

SMK dapat diupayakan oleh semua pihak terkait agar 

senantiasa diselaraskan dengan DUDI sehingga lulusan 

yang dihasilkan oleh SMK dapat memenuhi standar 

kemampuan yang dipersyaratkan industri.  

   

C. Penutup 

1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis SWOT kebijakan Pendidikan 

Kejuruan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, 

yaitu: 

1. Jika dilihat jabaran dari kebijakan program revitalisasi SMK 

dengan implementasi link and match ini sangatlah bagus 

untuk menciptakan iklim pendidikan yang bermuara pada 

kebutuhan DUDI. Sehingga nantinya lulusan SMK dapat 

diserap oleh DUDI ataupun bisa menciptakan lapangan kerja 

sendiri, karena mereka telah dibekali kompetensi yang 

mumpuni ketika mengenyam pendidikan di SMK. Yang pada 

akhirnya angka pengangguran dari SMK dapat ditekan dan 

mengalami penurunan. 

2. Hal-hal pendukung keberhasilan kebijakan program 

revitalisasi SMK antara lain peningkatan jumlah dan 

kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; 

peningkatan kerjasama dengan kementerian/lembaga, 

Pemerintah Daerah, dunia usaha dan dunia industri; serta 

meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi 

SMK; dan membentuk kelompok kerja pengembangan SMK 

harus senantiasa menjadi sub-sub prioritas yang diselaraskan 

dengan tujuan utama. 
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3. Informasi mengenai dunia kerja menjadi faktor penting. SMK 

yang siswanya menjadi tenaga kerja yang terampil tentu saja 

membutuhkan informasi dunia kerja yang sesuai dengan 

keahliannya. Untuk mendukung kesiapan kerjanya siswa 

SMK wajib memberikan informasi yang lengkap tentang 

jenis-jeni profesi ataupun pekerjaan yang dapat dipilih oleh 

siswa. SMK harus bertindak sebagai penyelenggara bursa 

kerja yaitu sebagai lembaga yang memberikan informasi 

mengenai pasar kerja, pendaftaran pencari kerja dan menjadi 

pihak yang turut berperan menyalurkan dan menyesuaikan 

penempatan kepada siswa lulusan SMK.  

 

2. Rekomendasi 

Berdasarkan keseluruhan strategi yang dihasilkan oleh 

analisis SWOT kebijakan Pendidikan Kejuruan, terdapat 

beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan: 

1. Kebijakan Program Revitalisasi SMK yang 

diimplementasikan melalui link and match harus 

berkelanjutan, dilaksanakan dan dievaluasi setiap tahun, atau 

secara berturut-turut dalam jangka waktu tertentu dan 

tertuang dalam rencana strategis. Dengan demikian pada 

tahun tertentu, tingkat keberhasilan implementasi link and 

match dapat diindentifikasi dan diukur secara pasti 

berdasarkan data awal . 

2. Kebijakan yang dibuat haruslah didasari dari hasil evaluasi 

dan analisis hal-hal yang menjadi kendala pada 

implementasi link and match sebelumnya. Kebijakan itu 

diterjemahkan dalam langkah-langkah kongkrit, dan 

disesuaikan karakteristik masing-masing SMK dengan DUDI 

yang ada pada wilayah tertentu.  

3. Kebijakan link and match sebaiknya dipayungi dengan 

produk hukum baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, 

Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, 

maupun SOP yang mengatur secara utuh link and 
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match antara SMK dengan DUDI. Produk hukum tersebut 

perlu memperjelas hak dan kewajiban beserta sanksi jika link 

and match ini tidak dijalankan kedua belah pihak.  
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BAB 5  

 
 

 

 

 

A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang dan Permasalahan 

endidikan merupakan sektor yang sangat fundamental 

nilainya dan  sangat stategis posisinya dalam  mengangkat 

harkat dan martabat umat manusia, sektor ini merupakan tolok 

ukur untuk menilai kualitas setiap individu.  Bahkan untuk 

menentukan kualifikasi majunya suatu bangsa atau negara 

ukurannya adalah implementasi kebijakan pendidikan di negara 

tersebut.  Pentingnya peran dunia pendidikan dapat dilihat pula 

dari Sustainable Development Goals (SDGs), yakni  agenda 

pembangunan dunia berkelanjutan yang bertujuan untuk 

kesejahteraan  manusia, dimana salah satu tujuannya  adalah 

pendidikan berkualitas (bermutu).   Sektor pendidikan juga 

berkontribusi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM),  

UNDP tahun 2020 yang merilis IPM Indonesia masih 

menempati peringkat ke-107 dari 189 negara dan untuk di 

negara-negara ASEAN Indonesia menduduki peringkat kelima 

setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand, 

hal ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dan 

pengambilan kebijakan.  

The  founding fathers sejak tahun 1945 sangat menyadari 

urgensi pendidikan oleh karena itu tidaklah mengherankan 

dalam Pembukaan UUD 1945 perihal pendidikan 

(mencerdaskan kehidupan bangsa) telah ditetapkan.  Bahkan 

P 
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dalam batang tubuh UUD 1945, pasal 31 ayat 1 sampai 5, lebih 

ditekankan lagi tentang kewajiban dan hak warga negara 

Indonesia dalam pendidikan. Pendidikan tinggi merupakan 

bagian akhir dari jenjang pendidikan nasional Indonesia setelah 

pendidikan tingkat lanjutan atas (SLTA).  Terdapat beberapa 

regulasi kebijakan di level pendidikan tinggi, antara lain 

berkaitan erat dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi 

(Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014) dan standarisasi 

pendidikan tinggi (Permendikbud & Ristek Nomor 3 Tahun 

2020). Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang wajib 

diimplementasikan oleh permerintah, yakni: (a) standar 

kompetensi lulusan; (b)  standar isi Pembelajaran; (c) standar 

proses Pembelajaran; (d) standar penilaian pendidikan 

Pembelajaran; € standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; (f) 

standar sarana dan prasarana Pembelajaran; (g) standar 

pengelolaan; dan (h). standar pembiayaan Pembelajaran. Dalam 

implementasinya kebijakan ini diperhadapkan dengan berbagai 

permasalahan yang pada akhirnya mengakibatkan mutu 

(kualitas) penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia belum 

sesuai standar.  Indikatornya, antara lain :   

a. Standar kompetensi lulusan perguruan tinggi dipandang 

belum bersesuaian tuntutan dunia kerja atau dalam bahasa 

lain belum link and match.  Fakta empirik menunjukkan 

sampai tahun 2023 dilaporkan  sekitar 12 persen   

pengangguran di Indonesia merupakan produk perguruan 

tinggi.     

b. Standar Dosen dan Tenaga Kependdikan relatif masih 

terbatas, terutama yang berpendidikan doktor (S3)  dan 

berkualifikasi guru besar.  Pada perguruan tinggi negeri 

(PTN) dosen tetap berkualifikasi doktor telah mencapai 67,48 

persen dan pada perguruan swasta (PTS) baru mencapai 10,38 

persen, padahal untuk mencapai perguruan tinggi unggul 

minimal dosen berkualifikasi doktor minimal 75 persen.  
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c. Terbatasnya sarana-prasarana di perguruan tinggi  

menyebabkan mahasiswa kekurangan waktu meningkatkan 

kemampuan di luar kampus dan organisasi, serta dosen 

kekurangan  kesempatan untuk meneliti dan menulis karya 

tulis ilmiah.  

d. Pendidikan tinggi belum bisa menjadi faktor penting yang 

mampu melahirkan enterpreneur dengan orientasi job 

creating dan kemandirian, lulusan yang kalah bersaing 

dengan luar negeri disertai mahalnya biaya pendidikan.   

Karya tulis ini difokuskan pada implementasi kebijakan 

pendidikan tinggi di Indonesia, hal ini berdasarkan fenomena 

dan fakta-fakta empirik dimana terdapat empat indikator yang 

dipandang bermasalah. Apabila permasalahan tersebut dikaji 

lebih mendalam, penyebabnya adalah belum optimalnya 

komitmen para pihak (pemerintah dan stakeholders) dalam 

penyelenggaraan kebijakan   pendidikan tinggi di Indonesia.  

Mengacu pada problematika dan penyebabnya, dipandang perlu 

untuk membuat langkah-langkah strategis untuk meminimalisir 

masalah-masalah tersebut secara komprehensif dan integratif  

disertai dengan meningkatkan komitmennya dalam: penyediaan 

dan pengalokasian dana serta penetapan dan pelaksanaan 

kebijakan/peraturan perundangan. Salah satu alat untuk 

membedah permasalahan kebijakan pendidikan tinggi, yakni 

dengan membuat Analisis SWOT strengths (kekuatan), 

weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan threats 

(ancaman).  Dari analisis tersebut akan  diperoleh hasil 

identifikasi permasalahan internal dan eksternal, bahkan strategi 

kebijakannya  yang solutif akan diperoleh.    

2. Dasar Hukum Kebijakan   

Dalam upaya menjamin terselenggaranya pendidikan 

tinggi di Indonesia, telah diterbitkan berbagai regulasi yang 

kemudian menjadi landasan, azas atau dasar hukum kebijakan 

pendidikan tinggi, yakni:  
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a. Sistem Pendidikan Nasional diatur pada Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2003. 

Undang-undang ini bersifat umum karena memuat kebijakan 

pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan untuk semua 

jenjang. 

b. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi  

     Dalam undang-undang tersebut, dikatakan bahwa: 

pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan 

nasional berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,  

memajukan IPTEK serta nilai humaniora.  

c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi. 

Prinsip dasarnya,  terdapat enam aspek kebijakan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu: pengaturan, 

perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta 

pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan  

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi.  

Peraturan ini memfokuskan pada satuan standar nasional 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

Khusus standar pendidikan tinggi, tujuan utamanya adalah 

peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 

IPTEK dan nilai humaniora.  

 

Memperhatikan dasar hukum kebijakan yang terkait 

dengan pendidikan tinggi  menunjukkan bahwa, dari aspek 

regulasi (peraturan perundangan), kebijakan di bidang 

pendidikan tinggi telah memadai karena salah satu faktor penting 

dalam tahapan suatu kebijakan, adalah dimilikinya formulasi dan 

legitimasi kebijakan. Demikian pula dalam disiplin ilmu 

pendidikan, regulasi (yuridis atau hukum) menjadi salah satu 
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azas atau landasan pendidikan. Kedua aspek (regulasi, legitimasi 

dan azas/landasan) pendidikan tinggi menunjukkan pemerintah 

telah memiliki sumber daya pembangunan yang kuat karena 

dalam disiplin ilmu kebijakan publik sumber daya tersebut harus 

dimiliki. Merupakan sesuatu yang mustahil dalam penerapan 

sebuah kebijakan tanpa adanya landasan atau regulasi serta 

perolehan legitimasi. Sumber daya inilah yang memberikan 

kekuatan agar sebuah kebijakan dapat terimplementasi sesuai 

standar yang telah ditetapkan. Tetapi tak dapat dipungkiri 

permasalahan-permasalahan senantiasa muncul yang kemudian 

akan menjadi limithing factor, tidak terkecuali  dalam 

mengimplementasikan kebijakan pendidikan tinggi, untuk itulah 

dibutuhkan analisis kebijakan pendidikan tinggi. 

 

B. Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi 

 Kebijakan atau policy, merupakan salah satu disiplin 

ilmu (policy sciences) yang membahas perihal kebijakan yang 

diputuskan oleh otoritas negara (unsur pemerintah) di berbagai 

sektor pembangunan. Policy merupakan jawaban atas masalah 

masa kini dan harapan masa datang, dan kebijakan publik 

adalah: “whatever government choose to do or not to do”. Hal 

ini mengindikasikan bahwa “apapun yang dipilih oleh 

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”, itulah yang 

disebut sebagai kebijakan publik. Apabila ditafsirkan lebih 

meluas lagi dalam perspektif kebijakan pendidikan tinggi 

menunjukkan bahwa “seluruh tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah, mulai dari penerbitan berbagai regulasi dapat 

bermakna sebagai kebijakan”. 

Dalam semua pengambilan keputusan yang harus 

dilakukan oleh pemerintah membutuhkan proses kebijakan, 

diawali dari membuat rumusan masalah, dilanjutkan dengan 

pengimplementasian serta diakhiri dengan evaluasi kebijakan. 

Pandangan lain, menyebutkan prosesnya diawali dengan 

penyusunan agenda kemudian memformulasikan dan 
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dilanjutkan dengan adopsi, implementasi serta berakhir saat 

diadakan evaluasi.  

Ihwal ini membuktikan bahwa, dalam setiap proses 

pengambilan kebijakan  sangat dibutuhkan membuat  langkah 

atau pentahapan, dan semuanya harus dilakukan melalui sebuah 

analisis yang terstruktur mulai dari penyusunan agenda dan 

diakhiri pada tahap evaluasi.  Demikian seterusnya, apabila 

mengalami permasalahan atau tidak bermasalah dipandang perlu 

untuk melakukan pembaruan dan penyesuaian sehingga 

kebijakan yang diambil oleh suatu organisasi terus up date.  

Organisasi yang terus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 

internal maupun eksternal organisasi diyakini akan terus eksis. 

Analisis kebijakan adalah suatu rangkaian proses dalam 

menghasilan kebijakan, juga dipandang sebagai aktivitas 

intelektual dan praktis dalam proses kebijakan. Memperhatikan 

pandangan para pakar perihal kebijakan, proses dan analisis 

kebijakan, maka analisis  kebijakan pendidikan tinggi dipandang 

sebagai proses pengambilan keputusan yang diambil oleh 

pemerintah (kementerian pendidikan) dalam menyelesaikan 

permasalahan pendidikan tinggi  melalui tahap penyusunan 

agenda, formulasi dan implementasi serta evaluasi kebijakan.    

Apabila mencermati permasalahan “belum optimalnya 

komitmen para pihak (pemerintah dan stakeholders) dalam 

penyelenggaraan kebijakan   pendidikan tinggi di Indonesia” 

dalam perspektif analisis kebijakan publik, maka pentahapan 

analisis kebijakan yang harus ditempuh, yakni dengan 

memperhatikan karakteristik mulai dari perumusan masalah 

sampai pada evaluasi kebijakan seperti yang diteorikan oleh 

Subarsono dalam Musfah (2022) seperti yang ditampilkan pada 

tabel 1. 
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Tabel 1.  

Pentahapan dan karakteristik proses Analisis Kebijakan 

mengacu pada Subarsono dalam Musfah (2022) 

 

No Tahap Karakteristik 

1 
Perumusan 

masalah 

Info perihal kondisi yang menimbulkan 

permasalahan 

2 
Peramalan 

(forecasting) 

Info konsekuensi masa datang apabila 

diterapkan alternatif kebijakan atau tidak 

dilaksanakan  

3. 
Rekomendasi 

kebijakan  

Info manfaat dan rekomendasi alternatif 

kebijakan yang paling bernilai tinggi 

4. 
Monitoring 

kebijakan 

Info konsekuensi sekarang dan masa lalu dari 

penerapan alternatif kebijakan termasuk 

kendalanya 

5. 
Evaluasi 

kebijakan 

Info tentang kinerja atau hasil dari kebijakan 

 

Mengacu pada tabel 1 tersebut, maka untuk menelaah 

permasalahan “Belum optimalnya komitmen para pihak 

(pemerintah dan stakeholders) dalam penyelenggaraan 

kebijakan   pendidikan tinggi di Indonesia”, pentahapan dan 

karakteristik analisisnya sebagaimana ditampilkan pada tabel 2. 

 

Tabel 2.  

Pentahapan dan karakteristik proses Analisis Kebijakan 

Pendidikan Tinggi di Indonesia 

 

No Tahap 
Karakteristik Kebijakan Pendidikan 

Tinggi 

1. 
Perumusan 

masalah 

Masalah: kompetensi lulusan PT, ketenagaan, 

sarana-prasara, pendanaan 

2 
Peramalan 

(forecasting) 

Apabila ditetapkan kebijakan pendidikan 

tinggi (sesuai perumusan masalah), akan dapat 

mengoptimalkan penyelenggaraan kebijakan  

pendidikan tinggi 

3. Rekomendasi Rekomendasi: sangat bermanfaat bagi 
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No Tahap 
Karakteristik Kebijakan Pendidikan 

Tinggi 

kebijakan  pemerintah dan publik apabila kebijakan 

pendidikan tinggi segera diimplementasikan 

secara komprehensif dan terintegrasi 

4. 
Monitoring 

kebijakan 

Konsekuensi: penataan ulang kebijakan 

pendidikan tinggi, kendalanya: peningkatan 

standarisasi berkelas dunia, dana kendala 

pendanaan 

5. Evaluasi  

Lulusan PT akan dapat bersaing, adaptif 

dengan IPTEK (teknologi digital), terbangun 

kualitas PT Indonesia dengan biaya murah 

(low cost)  

 

Berdasarkan analisis kebijakan pendidikan tinggi pada 

tabel 2, menunjukkan bahwa   bahwa proses analisis kebijakan 

yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan tinggi, diawali 

dengan tahap perumusan masalah, karakterisitk (ciri atau 

penanda) yang dapat diidentifikasi, antara lain: masalah 

kompetensi lulusan Perguruan Tinggi yang kalah bersaing 

dengan lulusan luar negeri, Lemahnya link and match Perguruan 

Tinggi  dan dunia kerja;  kurangnya  ketenagaan (dosen) 

berkualifikasi Doktor dan guru besar;  sarana-prasarana yang 

terbatas serta pendanaan yang masih relatif kecil (walaupun 

adanya kebijakan penetapan anggaran pendidikan 20 persen dari 

APBN/APBD).  Pada tahap akhirnya, adalah evaluasi kebijakan 

dimana karakteristiknya berkaitan dengan kinerja atau hasil yang 

diperoleh ketika kebijakan pendidikan tinggi tersebut 

diimplementasikan. Ciri utamanya atau karakteristiknya, antara 

lain: Lulusan Perguruan Tinggi akan dapat bersaing, adaptif 

dengan IPTEK (teknologi digital), serta terbangun kualitas 

Perguruan Tinggi Indonesia dengan biaya murah (low cost).   

Evaluasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi 

sangat strategis untuk dilaksanakan mengingat kondisi internal 

dan eksternal pendidikan tinggi  di Indonesia berjalan sangat 

dinamis yang harus segera mendapat solusi cerdas dari para 
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pengambil kebijakan, misalnya untuk menjawab : (a) semakin 

tingginya pengangguran  seperti yang dilaporan BPS pada 

Februari 2022), bahwa pengangguran terbuka alumni perguruan 

tinggi (universitas dan diploma/akademi) mencapai 1.120.128 

orang atau 13,33 persen dari total 8.402.153 orang. dan  (b) mulai 

maraknya perguruan tinggi luar negeri akan membuka 

cabangnya di Indonesia, seperti Lancaster University, Inggris 

dan Deakin University, Australia.  

 Selanjutnya  pentahapan dan karakteristik kebijakan 

pendidikan tinggi di Indonesia pada tabel 2 yang terkait dengan 

permasalahan belum optimalnya komitmen para pihak 

(pemerintah dan stakeholders) dalam penyelenggaraan 

kebijakan   pendidikan tinggi di Indonesia akan dinalisis lagi 

melalui analisis SWOT. Acuan kebijakan yang dianalisis, yakni 

: Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi  serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

Kebijakan di bidang pendidikan tinggi yang telah 

diimplementasikan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi  serta Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Bahwa 

dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut terdapat banyak 

permasalahan.  Salah satu akar masalahnya adalah: “belum 

optimalnya komitmen para pihak (pemerintah dan stakeholders) 

dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan tinggi di 

Indonesia”.  Agar supaya “komitmen para pihak (pemerintah dan 

stakeholders) dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan 

tinggi di Indonesia optimal”, berjalan sesuai  harapan, 

dibutuhkan analisis SWOT sehingga pengambil kebijakan 

(Kementerian Dikbud dan Ristek) dapat  mengoptimalkan 
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kekuatan dan peluang, sekaligus dapat  meminimalisir 

kelemahan dan ancaman yang akan dihadapi. 

 

3. Analisis  SWOT  

SWOT merupakan akronim dari kekuatan (strengths), 

kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman 

(threats), adalah sebuah  adalah metode analisis perencanaan 

strategis yang awalnya digunakan pada organisasi bisnis.  

Mengingat analisis SWOT dipandang sangat bermakna bagi  

kepentingan organisasi maka metode ini ditransformasi juga 

oleh organisasi publik (birokrasi pemerintahan).  Dalam 

perspektif kebijakan pendidikan tinggi, kususnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  serta 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi, ditengarai terdapat beberapa permasalahan.  

Salah satu akar masalahnya adalah: “belum optimalnya 

komitmen para pihak (pemerintah dan stakeholders) dalam 

penyelenggaraan kebijakan   pendidikan tinggi di Indonesia.  

Identifikasi penyebab masalah dengan penggunaan 

Analisis SWOT, adalah sebagai berikut:   

1. Faktor Internal 

Kekuatan (Strengths) :  

1) Adanya regulasi kebijakan pemerintah yang mendukung  

2) Ketersediaan kurikulum yang up to date   

3) Pejabat pengambil kebijakan yang visioner  

4) Sistem (proses bisnis) pendidikan yang terus direformasi 

 

Kelemahan (Weaknesses): 

1) Terbatasnya pendidik berkualifikasi Doktor & jabatan 

Guru Besar 

2) Peguruan tinggi  kurang inovatif  

3) Terbatasnya fasilitas (sarana-prasarana) pendidikan  
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4) Lemahnya link and match Perguruan Tinggi  dan dunia 

kerja 

 

2. Faktor Eksternal 

Peluang (Opportunities) : 

1) Kemajuan IPTEK berbasis digital  

2) Dukungan masyarakat dalam dunia pendidikan  

3) Kesempatan lapangan pekerjaan bagi lulusan PT yang 

profesional  

4) Kerjasama dengan PT LN yang berkualitas 

 

Ancaman (Threats): 

1) Bonus demografi yang tidak kredibel/kurang terdidik  

2) Lambannya transformasi pembangunan  

3) Tingginya angka pengangguran 

4) Hadirnya PT luar negeri di Indonesia  

Berdasarkan atas hasil identifikasi faktor-faktor 

penyebab internal dan eksternal organisasi (perguruan tinggi),  

maka diadakan analisis kebijakan pendidikan tinggi dalam 

bentuk matriks sebagaimana disajikan pada tabel 3 sebagai 

berikut: 

Tabel 3.  

Matriks SWOT  Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal  

Kebijakan   Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di 

Indonesia” 

 

 Kekuatan (Sterenght) Kelemahan (Weaknesses): 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S1. Adanya regulasi kebijakan 

pemerintah yang 

mendukung  

S2. Ketersediaan kurikulum 

yang up to date  

S3. Pejabat pengambil 

kebijakan yang visioner  

W1. Terbatasnya pendidik 

berkualifikasi Doktor dan 

jabatan Guru Besar 

W2. PT kurang inovatif 

W3. Terbatasnya fasilitas 

(sarana-prasarana) 

pendidikan 
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L S4. Sistem (proses bisnis) 

pendidikan yang terus 

direformasi 

 

W4. Belum terbangunnya link 

and match PT dan dunia 

kerja 

 

E 

K 

S 

T 

E 

R 

N 

A 

L 

Peluang (Opportunities) : 

O1. Kemajuan IPTEK berbasis 

digital 

O2. dukungan masyarakat 

dalam dunia pendidikan 

O3 Kesempatan lapangan 

pekerjaan lulusan PT yang 

profesional 

O4. Kerjasama dengan PT 

Luar Negeri yang 

berkualitas 

 

Ancaman (Threats): 

T1. Bonus demografi yang tidak 

terdidik  

T2. Lambannya transformasi 

pembangunan 

T3. Tingginya angka 

pengangguran 

T4. Hadirnya PT luar negeri di 

Indonesia 

 

 

Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal dalam 

kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia 

kemudian dibuatkan analisis SWOT dengan memperhatikan 

strategi : SO Strategies (strategi yang menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan peluang); WO Strategies (strategi yang 

meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang);  ST 

Strategies  (strategi yang menggunakan kekuatan untuk 

mengatasi ancaman), serta WT Strategies (strategi yang 

meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman).  Hasil 

analisis keempat strategi tersebut  seperti yang disajikan pada 

tabel 4.  
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Tabel 4.  

Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia 

 

INTERNAL  

 

 

KEKUATAN 

(Strengths) : 

 

KELEMAHAN 

(Weaknesses): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKTERNAL 

 

1. Adanya regulasi 

pemerintah yang 

mendukung 

2. Ketersediaan 

kurikulum yang up to 

date 

3. Pejabat pengambil 

kebijakan yang 

visioner 

4. Sistem (proses bisnis) 

pendidikan yang terus 

direformasi 

 

1. Terbatasnya 

pendidik 

berkualifikasi 

Doktor dan jabatan 

Guru Besar 

2. PT kurang inovatif 

3. Terbatasnya 

fasilitas (sarana-

prasarana) 

pendidikan 

4. Lemahnya link and 

match PT dan dunia 

kerja 

 

PELUANG 

(Opportunities): 

 

1. Kemajuan IPTEK 

berbasis digital 

2. dukungan masyarakat 

dalam dunia pendidikan 

3. Kesempatan lapangan 

pekerjaan lulusan PT 

yang profesional 

4. Kerjasama dengan PT 

LN yang berkualitas  

 

 

 Strategi SO: 

Strategi dalam 

menggunakan kekuatan 

untuk  memanfaatkan 

peluang:  

 

1. Membuat formulasi 

baru kebijakan  

pendidikan tinggi 

dalam 

mengembangkan 

IPTEK berbasis 

digital 

2. Ketersediaan 

kurikulum yang up to 

date dalam 

mendorong semangat 

bersekolah (kuliah);  

3. Adanya pejabat 

visioner dalam 

menciptakan  

lapangan pekerjaan 

bagi lulusan PT yg 

profesional;  

Strategi WO : 

Strategi dalam 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan 

peluang: 

 

1.  Kerjasama dengan 

PT LN berkualitas 

dalam 

meningkatkan 

pendidik 

berkualifikasi 

Doktor dan jabatan 

Guru Besar 

2. Peningkatan 

inovasi PT untuk 

mendukung 

lulusan yang 

profesional & 

diterima pasar 

kerja.  

3. Optimalisasi 

fasilitas (sarana-
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4. Reformasi Sistem 

pendidikan melalui 

Kerjasama dengan PT 

LN yang berkualitas  

 

prasarana) 

pendidikan melalui 

dukungan 

masyarakat  

4. Peningkatan link 

and match PT dan 

dunia kerja melalui 

lulusan yang 

profesional & 

diterima pasar 

kerja.    

 

 

ANCAMAN Threats):  

 

1. Bonus demografi yang 

tidak terdidik 

2. Lambannya 

transformasi 

pembangunan 

3. Tingginya angka 

pengangguran  

4. . Hadirnya PT luar negeri 

di Indonesia 

Strategi ST : 

Strategi dalam 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi 

ancaman 

1. Peningkatan Regulasi 

pemerintah dalam  

meminimalisisr 

bonus demografi 

masy tidak terdidik  

2. Ketersediaan 

kurikulum yang up to 

date dalam menekan 

angka penangguran 

3. Pejabat pengambil 

kebijakan yang 

visioner melalui 

peningkatan 

trasnformasi 

pembangunan 

4. Sistem (proses bisnis) 

pendidikan yang 

terus direformasi 

untuk 

meminimalisisr 

angka pengangguran.  

Strategi WT: 

Strategi dalam  

meminimalkan 

kelemahan untuk 

menghindari 

ancaman: 

1. Peingkatan  

pendidik 

berkualifikasi 

Doktor dan 

jabatan Guru 

Besar dalam 

mengantisipasi 

kehadiran PT LN 

2. Inovasi PT untuk 

mengurangi  

Bonus demografi 

masy tidak 

terdidik 

3. optimalisasi 

fasilitas (sarana-

prasarana) 

pendidikan guna 

menekan 

lambannya 

transformasi 

pembngunan 

4. Membangun  link 

and match PT dan 

dunia kerja dalam 

mengantisipasi 

kehadiran PT luar 

negeri di 

Indonesia 
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Mengacu pada tabel 4,  Analisis SWOT Kebijakan 

Pendidikan Tinggi di Indonesia  dapat diuraikan hal-hal sebagai 

berikut:   (1) Strategi SO; dalam implementasi kebijakan 

pendidikan tinggi, adalah dengan (a)  membuat formulasi 

kebijakan baru pendidikan tinggi dalam mengembangkan 

IPTEK berbasis digital; (b)  ternyata Kementerian Pendidikan 

memiliki kurikulum yang up to date dalam mendorong semangat 

bersekolah (kuliah); (c)  walaupun dengan sega 

keterbatasan, Kementerian Pendidikan memiliki pejabat visioner 

dalam menciptakan  lapangan pekerjaan bagi lulusan PT yg 

profesional, dan (d)  strategi yang dapat digunakan melalui 

reformasi Sistem pendidikan melalui Kerjasama dengan PT LN 

yang berkualitas. (2) Strategi WO, strategi dalam meminimalkan 

kelemahan untuk memanfaatkan peluang, yakni: (a) 

mengoptimalkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar 

Negeri (PT-LN) yang  berkualitas dalam meningkatkan pendidik 

berkualifikasi Doktor dan jabatan Guru Besar; (b) strategi untuk 

meningkatkan inovasi PT untuk mendukung lulusan yang 

profesional & diterima pasar kerja; (c) mengoptimalisasi fasilitas 

(sarana-prasarana) pendidikan melalui dukungan masyarakat 

(dunia usaha), dan (d)  membuat program khusus dalam rangka 

meningkatkan link and match PT dan dunia kerja melalui lulusan 

yang profesional & diterima pasar kerja.   (3) Strategi ST, yaitu 

strategi dalam menggunakan kekuatan untuk mengatasi 

ancaman.  Dalam analisis ini, strategi yang perlu dilakukan, 

adalah (a) peningkatan regulasi pemerintah dalam  

meminimalisisr bonus demografi masyarakat tidak terdidik; (b) 

Kementrian Pendidikan saat ini memiliki kurikulum yang up to 

date dalam menekan angka pengangguran; (c)  dimilikinya 

pejabat pengambil kebijakan yang visioner melalui peningkatan 

trasnformasi pembangunan, serta (d) dibutuhkan strategi untuk 

terus mereformasi sistem pendidikan tinggi yang sesuai dengan 

tuntutatan dunia kerja dalam rangka  meminimalisir angka 

pengangguran, dan  (4) Strategi WT, yakni strategi dalam  
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meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.  

Strategi yang dianjurkan, adalah: (a) peningkatan  kualitas  

pendidik berkualifikasi Doktor dan jabatan Guru Besar dalam 

mengantisipasi kehadiran PT LN; (b) agar PT terus berinovasi 

untuk mengurangi  Bonus demografi masyarakat tidak terdidik; 

(c) optimalisasi fasilitas (sarana-prasarana) pendidikan guna 

menekan lambannya transformasi pembngunan, dan (d) 

membangun  link and match PT dan dunia kerja dalam 

mengantisipasi kehadiran PT luar negeri di Indonesia. 

 Bahwa keempat strategi tersebut diharapkan akan dapat 

mengefektifkan implementasi kebijakan pendidikan tinggi di 

Indonesia tetapi dibutuhkan skala prioritas untuk pengambilan 

kebijakan yang paling bernilai dan bermakna dengan berbagai 

pertimbangan teknis, ekonomis dan sosiologis. 

4. Hasil Analisis dan Pembahasan 

a) Skala Prioritas Pengambilan Kebijakan Pendidikan 

Tinggi 

Dalam setiap proses pengambilan keputusan, tidak semua 

kebutuhan organisasi dapat dilaksanakan secara 

bersamaan maupun dalam tempo yang sesingkat-

singkatnya, untuk itu dibutuhkan skala prioritas.  Prioritas 

diadakan atas pertimbangan teknis pelaksanaan 

(kelayakan,waktu, tempat), ekonomis (efektif dan 

efisien/mudah dan murah) penganggaran (kalau 

memungkinkan dengan zero atau low cost atau berbiaya 

murah.  Ada bebrapa metode yang dapat digunakan untuk 

menetapkan dan memilih skala prioritas, antara lain 

dengan Metode Urgency, Seriousness, Growth (USG).  

USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan 

prioritas masalah dengan metode scoring (nilai 1 sampai 5, 

misalnya). Proses pelaksanaannya dengan memperhatikan 

urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, 

Serta kemungkinan berkembangnya masalah semakin 
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besar.  Dalam kajian ini  hanya memilih salah satu strategi 

dalam menetapkan kebijakan pendidikan tinggi di 

Indonesia, yakni menggunakan  Strategi SO atau dikenal 

dengan strategi agresif. 

Untuk menelaah pilihan prioritas yang terpilih disajikan 

pada tabel 4. 

Tabel 5.   

Analisis USG untuk Strategi Prioritas Kebijakan 

Pendidikan Tinggi 

 
No. Strategi Urgensi Seriousness Growth Skor ranking 

1, Membuat 

formulasi baru  

kebijakan  

pendidikan tinggi 

dalam 

mengembangkan 

IPTEK berbasis 

digital  

5 5 5 15 I 

2. Ketersediaan 

kurikulum yang 

up to date dalam 

mendorong 

semangat 

bersekolah 

(kuliah);  

5 4 4 13 II 

3 Adanya pejabat 

visioner dalam 

menciptakan  

lapangan 

pekerjaan bagi 

lulusan PT yg 

profesional;  

4 4 4 12 III 

4. Reformasi Sistem 

pendidikan 

melalui kerjasama 

dengan PT LN 

yang berkualitas. 

3 4 4 11 IV 
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Berdasarkan atas hasil analisis USG seperti yang 

ditampilkan pada tabel 5, menunjukkan strategi prioritas 

yang terpilih adalah “membuat formulasi baru  kebijakan  

pendidikan tinggi dalam mengembangkan iptek berbasis 

digital”.  Formulasi kebijakan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari proses kebijakan yang dimulai dari 

penyusunan agenda, implementasi sampai penilaian 

(evaluasi) kebijakan. Bahkan mengingat tahap formulasi 

kebijakan sangat strategis kedudukannya, maka tahapan  

implementasi dan evaluasi kebijakan  tidak dapat 

terlaksana sebelum tahapan ini diselesaikan. Sebuah 

penelitian menunjukkan, bahwa terdapat empat tahap 

dalam membuat formulasi sebuah kebijakan, yakni 

dimulai dari membuat perumusan masalah, penyusunan 

agenda, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan 

masalah dan tahap penetapan kebijakan.   Dalam perspektif 

kebijakan publik formulasi kebijakan, adalah intisari dari 

kebijakan publik  karena harus merumuskan  batas-batas 

kebijakan yang harus diambil.  Formulasi kebijakan 

merupakan sebuah tinjauan untuk merumuskan apa yang 

harus dilaksanakan oleh pengambil kebijakan dengan 

harapan akan bernilai manfaat bagi organisasi dan publik 

(dalam hal ini masyarakat pendidikan) sehingga akan 

menaikan kualitas pelayanan pendidikan tinggi, 

memperbaiki produktivitas kerja dan kinerja organisasi. Di 

Indonesia, proses formulasi kebijakan dilakukan oleh 

unsur eksekutif (pemerintah) dan legislatif (Dewan 

Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah).  Pada tahapan penyusunan formulasi kebijakan 

pendidikan tinggi, seyogyanya para pihak mengumpulkan 

dan mengelola informasi, mencarikan alternatif-alternatif  

solusi serta mencari dukungan dari berbagai pihak 

(terutama stakeholders) sampai pada akhirnya kebijakan 
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memformulasikan kembali kebijakan pendidikan tinggi ini 

dipilih.  

 

Berdasarkan atas uraian-uraian yang berkaitan dengan 

formulasi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, maka 

sangatlah mendasar untuk membuat  strategi formulasi kebijakan 

pendidikan tinggi agar kualitasnya lebih meningkat serta dapat 

meminimalisir indikator-indikator permasalahan yang telah 

diidentifikasi.  Demikian pula kemajuan di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi berbasis digital yang sangat pesat 

harus menjadi landasan pilihan utama dalam meformulasikan 

strategi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.  

Strategi terpilih (membuat formulasi baru  kebijakan  

pendidikan tinggi dalam mengembangkan iptek berbasis digital), 

didasarkan atas pertimbangan regulasi yang dibuat pemerintah 

sangat jelas, terarah dan berbasis teknologi (digital).  Saat ini 

semua aspek kehidupan manusia sudah berbasis teknologi 

digital, proses pembelajaran telah mengalami perubahan yang 

sangat siginifikan, selain tatap muka (offline) juga telah 

dikembangkan pembelajaran on-line melalui Learning 

Management System (LMS). Mahasiswa melalui kebijakan 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengalami pembelajaran 

dengan blended learning (sistem bauran), yaitu: pembelajaran 

yang menggabungkan antara pembelajaran langsung 

(synchronous) dengan pembelajaran tidak langsung atau mandiri 

yang bisa dilakukan kapan pun (asynchronous).  

Berdasarkan atas pilihan strategi  kebijakan pendidikan 

tinggi dengan pembelajaran berbasis teknologi digital diyakini 

akan dapat : (1) meningkatkan mutu pendidikan tinggi dalam 

negeri yang selama ini dinilai kalah bersaing dengan dengan 

lulusan perguruan luar negeri; (2) mendukung capaian Indikator 

Kinerja Utama (IKU), seperti:  dapat menimalisir banyaknya 

lulusan perguruan tinggi yang menganggur; (3) mendorong 

percepatan kolaborasi dengan mitra perguruan tinggi berstandar 
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internasional; (4) menumbuhkan iklim kreativitas dan inovasi 

dari setiap dosen dan mahasiswa, dan (5) mempercepat 

kemitraan antara perguruan tinggi dan dunia usaha (link and 

match PT dan dunia kerja). 

Kelima alasan tersebut secara langsung atau pun tidak 

langsung akan men-drive akselerasi kebijakan pendidikan tinggi 

di Indonesia karena di era disrupsi saat ini tidak ada pilihan lain 

yang terbaik, kecuali dengan mengedepankan teknologi berbasis 

digital. 

 

C. Penutup  

1. Kesimpulan 

a. Indonesia telah memiliki regulasi kebijakan pendidikan 

tinggi dan menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan 

pendidikan tinggi, diantaranya adalah: Peraturan 

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi serta  Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

b. Hasil analisis kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia 

belum terimplementasi sesuai harapan, salah satu 

penyebabnya adalah belum optimalnya komitmen para 

pihak (pemerintah dan stakeholders) dalam 

penyelenggaraan kebijakan   pendidikan tinggi di 

Indonesia yang berdampak pada mutu standar 

penyelenggaraan  pendidikan tinggi. 

c. Strategi prioritas yang terpilih dalam meminimalisir 

permasalahan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia 

adalah “membuat formulasi baru  kebijakan  pendidikan 

tinggi dalam mengembangkan iptek berbasis digital”.  

Formulasi kebijakan merupakan sebuah tinjauan untuk 

merumuskan apa yang harus dilaksanakan oleh pengambil 

kebijakan dengan harapan akan bernilai manfaat bagi 
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organisasi dan publik (dunia pendidikan) sehingga akan 

menaikan kualitas pelayanan pendidikan tinggi, 

memperbaiki produktivitas kerja dan kinerja organisasi.   

d. Strategi dalam “membuat formulasi baru  kebijakan  

pendidikan tinggi dalam mengembangkan iptek berbasis 

digital” dengan pertimbangan, dapat  (1) meningkatkan 

mutu pendidikan tinggi dalam negeri yang selama ini 

dinilai kalah bersaing dengan dengan lulusan perguruan 

luar negeri; (2) mendukung capaian Indikator Kinerja 

Utama (IKU), seperti:  dapat menimalisir banyaknya 

lulusan perguruan tinggi yang menganggur; (3) 

mendorong percepatan kolaborasi dengan mitra perguruan 

tinggi berstandar internasional; (4) menumbuhkan iklim 

kreativitas dan inovasi dari setiap dosen dan mahasiswa, 

dan (5) mempercepat kemitraan antara perguruan tinggi 

dan dunia usaha (link and match PT dan dunia kerja). 

 

2. Rekomendasi  

1. Diperlukan analisis kebijakan pendidikan tinggi yang lebih 

komprehensif dan integratif sehingga berbagai 

permasalahan dapat dicarikan solusi, baik yang terkait 

dengan faktor intenal maupun eksternal organisasi 

(Kemendikbud Ristek dan Perguruan Tinggi) 

2. Produk-produk regulasi kebijakan di bidang pendidikan 

tinggi sebagai salah satu landasan pendidikan  hendaknya 

terus direformulasi dan menyesuaikan dengan  

perkembangan  teknologi digital sehingga Indonesia dapat 

bersaing serta mencapai World Class University. 
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BAB 6  

 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang dan Permasalahan 

endidikan ialah suatu proses untuk mengintegrasikan 

individu yang sedang mengalami pertumbuhan ke dalam 

kolektivitas masyarakat. Dalam kegiatan pendidikan terjadi 

pembinaan terhadap perkembangan potensi peserta didik untuk 

memenuhi kelangsungan hidupnya secara pribadi dan 

kesejahteraan kolektif di masyarakat. Sebagai usaha sadar, 

pendidikan diarahkan untuk menyiapkan peserta didik melalui 

bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka mengisi peran 

tertentu di masyarakat pada masa yang akan dating. Dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945, tercantum butir kalimat mencerdasakan kehidupan 

bangsa, maka dari kalimat tersebut sangat erat kaitannya dengan 

pendidikan. Pendidikan menjadi instrumen untuk mewujudkan 

masyarakat dan bangsa yang cerdas, pendidikanlah yang harus 

dirancang dan diimplementasikan secara baik. Salah satu faktor 

untuk mewujudkan kecerdasan bangsa dan pendidikan yang 

maju adalah terciptanya budaya baca di dalam masyarakat. 

Dengan adanya pendidikan yang maju dan budaya baca yang 

telah mengakar pada masyarakat maka akan muncul masyarakat 

dan bangsa yang cerdas dalam kehidupannya. Undang-undang 

No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasall 

13, memutar jalur pendidikan yang terdiri atas pendidikan 

P 
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formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi 

dan memperkaya. Ketiga jalur pendidikan tersebut satu kesatuan 

sub sistem untuk mencapai tujuang pendidikan nasional. 

Pendidikan nonformal bermuara pada tujuan utama pendidikan 

nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ; 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi pekerti luhur, memiliki kemampuan dan keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan 

mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan.  

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut maka jalur 

pendidikan luar sekolah menjadi sarana yang tepat. Hal ini 

disebabkan oleh karena pendidikan luar sekolah melakukan 

pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat dan berlanjutan 

sehingga potensi yang dimiliki seseorang dapat dikembangkan 

secara maksimal. Pendidikan luar sekolah bukanlah barang baru 

dalam khasanan budaya dan keradaban manusia akan tetapi 

pendidikan luar sekolah telah hidup dan menyatu dalam 

kehidupan setiap masyarakat jauh dari sebelum muncul dan 

memasyarakatnya sistem pesekolahan. Pendidikan luar sekolah 

mempunyai bentuk dan pelaksanaan yang berbeda dengan 

sistem yang sudah ada di pendidikan persekolahan. Pendidikan 

luar sekolah timbul dari konsep pendidikan seumur hidup 

dimana kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan 

persekolahan / pendidikan formal saja. Pendidikan luar sekolah 

pelaksanaannya lebih ditekankan kepada pemberian keahlian 

dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Berbagai 

kelemahan pada sistem persekolahan terutama pada aspek-aspek 

prosedural yang dinilai mengeras, kaku, serba ketat dan 

formalistis. Pada intinya, walaupun sistem persekolahan masih 

tetap dipandang penting, pijakan pemikiran sudah mulai realistis 

yaitu tidak semata-mata mengandalkan sistem persekolahan 

untuk melayani aneka ragam bentuk pendidikan yang sekian hari 
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semakin mekar dan beragam. Pembinaan dan pengembangan 

pendidikan luar sekolah dipandang relevan untuk bisa saling 

menopang dan saling mengisi dengan sistem persekolahan, agar 

sertiap insan bisa menyesuaikan kehidupannya sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

Sasaran pendidikan non-formal yang semakin 

beragam, tidak hanya sekedar melayani masyarakat miskin, 

masyarakat yang masih buta pendidikan dasar, masyarakat yang 

mengalami drop out dan putus pendidikan formal, masyarakat 

yang tidak terakses pendidikan formal seperti; suku terasing, 

masyarakat daerah pedalaman, daerah perbatasan, 

dan  masyarakat pulau luar. Permasalahan pendidikan nonformal 

bukan hanya sekedar persoalan  masyarakat yang buta aksara, 

angka dan buta Bahasa Indonesia. Akan tetapi permasalahan 

pendidikan nonformal semakin meluas contoh:  

1. Ketidakjelasan penyelenggaraan pendidikan noformal 

(standar-standar penjaminan mutu pendidikan nonformal), 

2. Ketidak jelasan sistem insentif bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan nonformal, 

3. Masih banyaknya lembaga penyelenggara pendidikan 

nonformal yang belum profesional, 

4. Kurangnya lembaga penjaminan mutu penyelenggaraan 

pendidikan nonformal. 

Permasalahan lain yang berkaitan dengan program-

program pendidikan nonformal adalah masalah sasaran didik 

(warga belajar) yang selalu bergulat dengan: masyarakat miskin, 

terdiskriminasi, penganggur, masyarakat yang kurang 

beruntung, anak jalanan, daerah konflik, traffiking, penganggur, 

masyarakat pedalaman, daerah perbatasan dll. 

Di samping itu pula persoalan pendidikan nonformal juga 

terletak pada tidak adanya kepedulian kita sebagai masyarakat 

yang melek pendidikan terhadap keberadaan pendidikan 

nonformal dan kondisi masyarakat sekitar. Tantangan utama 
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Pendidikan Nonforamal adalah masih banyaknya masyarakat 

yang belum mengerti dan  mengenal secara  jelas tentang 

keberadaan dan peran pendidikan nonformal di tengah-tengah 

mereka. Seringkali masyarakat bertanya tentang apa itu PLS 

(pendidikan luar sekolah), apa itu PKBM, apalagi tentang PNF 

(pendidikan nonformal) sebagai istilah baru (sebutan lain bagi 

PLS). Dengan rendahnya pemahaman dan partisipasi 

masyarakat terhadap program-program PLS, maka kondisi itu 

memunculkan masalah baru yaitu; sulitnya mempertahankan 

lembaga-lembaga penyelenggara satuan pendidikan nonformal 

agar tetap eksis dan profesional dalam menyediakan layanan 

pendidikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Pendidikan keaksaraan merupakan salah satu program 

yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan serta 

potensi sumber daya manusia Indonesia agar memiliki kapasitas 

yang baik dalam membaca dan menulis. Program ini muncul 

karena kondisi riil menunjukkan bahwa buta aksara Indonesia 

berada pada angka yang cukup tinggi. Program keaksaraan 

fungsional merupakan salah satu program yang bertujuan untuk 

meletakkan dasar perkembangan warga belajar menuju 

perkembangan yang optimal. Secara umum tujuan program 

keaksaraan adalah membantu meletakan dasar ke arah 

perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta 

yang diperlukan oleh warga belajar dalam menyesuaikan diri di 

lingkungannya. Data dilihat pada diagram berikut. 
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Gambar 1. Data Penduduk Keaksaraan 

 

Pada tingkat provinsi, terdapat 9 provinsi dengan jumlah 

penduduk tuna aksara di atas 200.000 orang. Provinsi tersebut 

antara lain Papua, Sulbar, Papua Barat, NTT, Sulsel, NTB, 

Gorontalo, Bali, Kalimantan Barat. Pada tingkat 

Kota/Kabupaten terdapat 34 Kabupaten dengan jumlah 

penduduk tuna aksara di atas 50.000 orang. Bahkan terdapat dua 

Kabupaten dengan jumlah tuna aksara di atas 150 ribu orang, 

yaitu Jember (204.069) dan Sumenep (169.747). 

Salah satu bentuk kemampuan yang perlu dikembangkan 

pada warga belajar dalam program keaksaraan fungsional yaitu 

kemampuan dalam mengenal huruf latin. Pengenalan huruf latin 

satu demi satu sangatlah penting karena dimulai dari pengenalan 

huruf akan bisa merangkaikan menjadi kata-kata yang 

bermakna. Perlunya pengenalan huruf latin terhadap warga 

belajar. Hal ini dilakukan karena tingkat kemampuan membaca 

masyarakat Indonesia sangat rendah. Salah satu masalah yang 

sangat krusial dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia yaitu masalah buta aksara yang masih 

dialami oleh sekitar 8.3 juta penduduk Indonesia. 
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Grafik 2. Jumalah Penduduk Tuna Aksara pada tahun 2010 

 

Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), jumlah 

penduduk tuna aksara dewasa usia 15-59 tahun berjumlah 

7.547.344 orang atau 5,02% dengan disparitas gender yang 

makin membaik. Walau terjadi penurunan disparitas gender, 

penduduk tuna aksara perempuan tetap lebih besar dari laki-laki. 

Untuk memenuhi bagian yang belum sepenuhnya 

tersentuh pendidikan formal, pendidikan masyarakat diharapkan 

mampu berperan untuk mendorong tumbuhnya masyarakat 

belajar sepanjang hayat melalui program pendidikan keaksaraan, 

peningkatan budaya baca, pengarusutamaan gender bidang 

pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, 

pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan 

pendidikan masyarakat. Melalui berbagai inisiatif beragam 

program ini diharapkan terdapat investasi pendidikan nasional 

bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan 

bermutu yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya 

oleh seluruh masyarakat. 
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Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan warga yang 

kurang mampu membedakan huruf besar dan huruf kecil, 

kurangnya kemampuan warga belajar untuk mengenal huruf 

vocal dan huruf konsonan. Rendahnya kemampuan warga 

belajar dalam mengenal huruf latin karena kondisi riil 

menunjukkan bahwa warga belajar pada umumnya kurang 

memiliki perhatian dalam proses belajar mengajar khususnya 

untuk mengenal huruf. Sebagian warga belajar terlihat kurang 

termotivasi dalam mengenal huruf yang dituliskan tutor di papan 

tulis. Bahkan mereka lebih menyukai aktivitas yang lain dan 

kurang tertarik dalam mengenal huruf latin yang diperkenalkan 

tutor. 

Dengan demikian maka perlu untuk mengatasi masalah 

ini dengan menganalisis berbagai faktor penyebab dari 

permasalahan yang dihadapi. Setelah ditelusuri ternyata 

penyebabnya adalah kurangnya perhatian dan respon warga 

belajar dalam proses belajar mengajar. Dalam konteks ini akan 

pada umumnya kurang tertarik dengan proses pembelajaran 

yang dilaksanakan tutor di kelas. Sehubungan permasalahan 

tersebut maka perlu upaya proaktif untuk mengatasi 

permasalahan ini. Salah satu usaha yang dapat dilakukan yaitu 

dengan menggunakan pias-pias huruf. Penggunaan pias-pias 

huruf ini sangat penting dalam membantu warga belajar untuk 

mengenali dengan tepat bentuk setiap huruf. Hal tersebut pada 

gilirannya akan mampu untuk meningkatkan pengenalan huruf 

latin pada warga belajar. 

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran 

Bahasa terkait dengan pengenalan huruf latin kepada warga 

belajar antara lain sebagai berikut : 

1. Kurangnya perhatian dan respon warga belajar dalam proses 

belajar mengajar tentang pengenalan huruf  

2. Warga belajar belum terdorong atau termotivasi untuk fokus 

dalam mengenal huruf latin  
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3. Sebagian warga belajar lebih menyukai aktivitas yang lain 

dan kurang tertarik dalam mengenal huruf latin yang 

diperkenalkan tutor. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, 

maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada upaya untuk 

meningkatkan pengenalan huruf latin serta pias-pias huruf. 

Dengan ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Apakah 

kemampuan mengenal huruf latin pada Kelompok Keaksaraan 

Fungsional di PKBM dapat ditingkatkan melalui penggunaan 

pias-pias huruf?” 

2. Dasar Hukum Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah ; 

Pendidikan Keaksaraan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 

Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah Presiden 

Republik Indonesia, Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan 

ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 

1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Luar 

Sekolah; Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH. 

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan 

Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang 

diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun 

tidak. 

2. Warga belajar adalah setiap anggota masyarakat yang belajar 

di jalur pendidikan luar sekolah. 
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3. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan luar sekolah yang 

terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling 

membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka 

meningkatkan mutu dan taraf kehidupan. 

4. Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri 

atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi 

warga belajar. 

5. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 

6. Menteri lain adalah Menteri yang bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan satuan pendidikan luar sekolah di luar 

lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

7. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah 

Pimpinan Lembaga Pernerintah Non Departemen yang 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan 

luar sekolah. 

 

BAB II TUJUAN Pasal 2 Pendidikan luar sekolah 

bertujuan: 

1. Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan 

berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna 

meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya;  

2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk 

mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau 

melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi; dan  

3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat 

dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. 

 

BAB III JENIS PENDIDIKAN Pasal 3 

1. Jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, 

pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan 

kedinasan dan pendidikan kejuruan.  
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2. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang 

mengutamakan perluasan dan peningkatan keterampilan dan 

sikap warga belajar dalam bidang tertentu.  

3. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang 

mempersiapkan warga belajar untuk dapat menjalankan 

peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran 

agama yang bersangkutan. 

4. Pendidikan jabatan kerja merupakan pendidikan yang 

berusaha meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan sikap 

warga belajar untuk memenuhi persyaratan pekerjaan tertentu 

pada satuan kerja yang bersangkutan.  

5. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha 

meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas 

kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu 

Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

6. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang 

mempersiapkan warga belajar untuk dapat bekerja dalam 

bidang tertentu. 

7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2), ayat (3) ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur oleh Menteri 

atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 

Departemen 

 

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 

4 : Persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan ditetapkan 

oleh Menteri, atau Menteri lain atau pimpinan Lembaga 

Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan 

Menteri. Pasal 5 : 

1. Penyelenggara pendidikan luar sekolah dapat terdiri atas 

Pemerintah, badan, kelompok atau perorangan yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan jenis pendidikan luar 

sekolah yang diselenggarakannya. 

2. Masyarakat dapat menyelenggarakan semua jenis pendidikan 

luar sekolah kecuali pendidikan kedinasan. 
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3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dan ayat (2) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau 

Pimpinan Lembaga Pcmerintah Non Departemen setelah 

berkonsultasi dengan Menteri. 

 

BAB V TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 6 

1. Tenaga kependidikan pada pendidikan luar sekolah terdiri 

atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, 

peneliti dan pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, 

laboran, teknisi sumber belajar dan penguji. 

2. Jenis tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 

3. Sesuai dengan fungsinya ditetapkan oleh Menteri, atau 

Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 

Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri. 

Pasal 7 : 

1. Tenaga pendidik terdiri atas tenaga yang melaksanakan 

kegiatan pendidikan baik dengan maupun tanpa memiliki 

kualifikasi sebagai tenaga pendidik. 

2. Tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tertentu terdiri 

atas tenaga yang memiliki tanda kemampuan dan 

kewenangan yang disahkan oleh Pemerintah maupun yang 

tidak disahkan. 

3. Jenis tenaga pendidik yang memerlukan pengesahan 

Pemerintah ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau 

Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah 

berkonsultasi dengan Menteri. 

Pasal 8 : 

1. Tenaga Pendidik tertentu yang karena kebutuhan 

kualifikasi tertentu, diwajibkan mendaftarkan diri pada 

instansi yang ditunjuk oleh Menteri atau Menteri lain atau 

Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan 
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Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah 

berkonsultasi dengan Menteri. 

 

BAB VI WARGA BELAJAR Pasal 9 

1. Setiap orang dapat menjadi warga belajar baik dengan 

maupun tanpa memenuhi persyaratan tertentu. 

2. Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk menjadi warga 

belajar pada satuan pendidikan luar sekolah tertentu 

ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan 

Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi 

dengan Menteri. 

Pasal 10  

1. Warga belajar mempunyai hak:  

1) belajar secara mandiri;  

2) memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang 

tidak wajar dari tenaga kependidikan atau lembaga 

penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;  

3) memperoleh penilaian hasil belajarnya; 

4) pindah ke jalur pendidikan sekolah bilamana memenuhi 

persyaratan satuan pendidikan yang hendak dimasuki. 

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan 

Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah 

berkonsultasi dengan Menteri.  

Pasal 11 

1. Warga belajar berkewajiban untuk: 1. ikut menanggung 

biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali warga 

belajar yang dibebaskan dari kewajiban tersebut oleh 

penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan; 2. 

mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku; 3. 

menghormati tenaga kependidikan; 4. ikut memelihara 

sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan 

keamanan pada satuan pendidikan luar sekolah yang 

bersangkutan. 
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2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau 

Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen 

setelah berkonsultasi dengan Menteri. 

 

BAB VII KURIKULUM Pasal 12 

1. Kurikulum merupakan suatu pedoman kegiatan bimbingan 

pengajaran dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk 

mencapai kemampuan tertentu. 

2. Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

tertulis dan tidak tertulis.  

3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

diatur oleh Menteri, Menteri lain atau Pimpinan Lembaga 

Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan 

Menteri 

Pasal 13 

1. Kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh 

Menteri, atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga 

Pemerintah Non Departemen setelah berkonsultasi dengan 

Menteri. 

2. Kurikulum yang tidak termasuk dalam ayat (1) ditetapkan 

oleh penyelenggara satuan pendidikan yang berdasarkan 

ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional.  

 

BAB VIII BENTUK SATUAN PENDIDIKAN Bagian 

Kesatu Kursus Pasal 14 

1. Kursus diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan 

bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah 

dan/atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi.  

2. Warga belajar pada kursus yang menyelenggarakan program 

Paket A dan B dimungkinkan untuk pindah ke jalur 

pendidikan sekolah 
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Pasal 15 

1. Kursus dapat diselenggarakan dalam 3 (tiga) tingkat 

kemampuan yaitu, tingkat dasar, tingkat menengah dan 

tingkat atas. 

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) diatur oleh penyelenggara satuan pendidikan yang 

bersangkutan. 

3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) pada kursus-kursus tertentu diatur oleh Menteri atau 

Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 

Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri. 

 

Pasal 16 

1. Kursus harus memiliki sejumlah warga belajar, tenaga 

kependidikan, kurikulum dan alat penunjang belajar. 

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan 

pendidikan umum dan pendidikan kejuruan ditetapkan 

oleh Menteri. 

3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan 

pendidikan keagamaan ditetapkan oleh Menteri Agama 

setelah berkonsultasi dengan Menteri. 

4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan 

pendidikan jabatan kerja ditetapkan oleh Menteri Tenaga 

Kerja setelah berkonsultasi dengan Menteri. 

5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan 

pendidikan kejuruan ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri 

lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen 

setelah berkonsultasi dengan Menteri. 

6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dan tata cara pendirian kursus yang menyelenggarakan 
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pendidikan kedinasan ditetapkan oleh Menteri, atau 

Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerinta Non 

Departemen setelah berkonsultasi dengan Menteri. 

 

Bagian Kedua Kelompok Belajar Pasal 17 Kelompok belajar 

diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar dengan 

saling membelajarkan untuk mengembangkan diri, bekerja 

dan/atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi. 

Pasal 18 

1. Pendidikan luar sekolah yang setara dengan pendidikan 

dasar diselenggarakan pada kelompok belajar Paket A dan 

kelompok belajar Paket B. 

2. Kelompok belajar Paket A diselenggarakan bagi 

sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan 

setara dengan Sekolah Dasar. 

3. Kelompok belajar Paket B diselenggarakan bagi 

sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan 

setara dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.  

4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri. 

 

Bagian Ketiga Satuan Pendidikan Lain Pasal 19 Selain kursus 

dan kelompok belajar, pendidikan luar sekolah dapat 

diselenggarakan dalam bentuk Kelompok Bermain, Penitipan 

Anak, dan satuan pendidikan sejenis yang ditetapkan oleh 

Menteri.  

 

BAB IX PENILAIAN Pasal 20 

1. Terhadap hasil belajar warga belajar dapat diadakan penilaian 

yang dapat dinyatakan dengan surat keterangan lulus, ijasah 

atau sertifikat. 

2. Terhadap satuan pendidikan yang memerlukan pengesahan 

dari Pemerintah diadakan penilaian. 
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3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dan ayat (2) diatur oleh Menteri, atau Menteri lain atau 

Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah 

berkonsultasi dengan Menteri. 

 

BAB X PEMBINAAN Pasal 21 

1. Pembinaan pendidikan luar sekolah sebagai bagian dari 

sistem pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah, badan, kelompok atau perorangan merupakan 

tanggung jawab Menteri. 

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

ditetapkan oleh Menteri.  

Pasal 22 

1. Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang 

menyelenggarakan pendidikan umum merupakan 

tanggung jawab Menteri.  

2. Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang 

menyelenggarakan pendidikan kejuruan merupakan 

tanggung jawab Menteri atau Menteri lain atau Pimpinan 

Lembaga Pemerintah Non Departemen.  

3. Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang 

menyelenggarakan pendidikan keagamaan merupakan 

tanggung jawab Menteri Agama.  

4. Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang 

menyelenggarakan pendidikan jabatan kerja untuk 

memenuhi persyaratan jabatan kerja tertentu merupakan 

tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja.  

5. Pembinaan satuan pendidikan luar sekolah yang 

menyelenggarakan pendidikan kedinasan merupakan 

tanggung jawab Menteri atau Menteri lain atau Pimpinan 

Lembaga Pemerintah Non Departemen.  

6. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 

(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) meliputi pemberian 

bimbingan, dorongan pengayoman dan/atau bantuan.  
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7. Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (6) dilakukan secara terkoordinasi. 

 

BAB XI KETENTUAN LAIN Pasal 23 

1. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat 

menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan luar 

sekolah sebagai bagian dari sistem pcndidikan nasional bagi 

warga belajar warga negara Republik Indonesia di luar negeri. 

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

ditetapkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia 

setempat. 

Pasal 24 

1. Warga negara asing yang mengikuti pendidikan di satuan 

pendidikan luar sekolah yang merupakan bagian dari 

sistem pendidikan nasional baik di dalam maupun di luar 

negeri wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku 

bagi dan dari satuan pendidikan luar sekolah yang 

bersangkutan. 

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau 

Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah 

berkonsultasi dengan Menteri.  

 

Pasal 25 

1. Perwakilan negara asing di wilayah Republik Indonesia 

dapat menyelenggarakan pendidikan luar sekolah dengan 

ketentuan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional 

dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Lembaga internasional atau badan/kelembagaan swasta 

asing di wilayah Republik Indonesia dapat 

menyelenggarakan pendidikan luar sekolah dengan 

ketentuan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional 
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dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3. Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Luar 

Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri atau 

Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 

Departemen. 

4. Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah 

mendapat pertimbangan dari Menteri lain atau Pimpinan 

Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

 

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Semua 

ketentuan yang mengatur pendidikan luar sekolah yang ada pada 

saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti 

berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

 

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Peraturan 

Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Desember 1991 PRESIDEN REPUBLIK 

INDONESIA SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada 

tanggal 31 Desember 1991 MENTERI/SEKRETARIS 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 

1991 NOMOR 95 

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1991 

TENTANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH UMUM Di 

Negara Republik Indonesia, kegiatan pendidikan, baik untuk 

memenuhi kebutuhan perorangan maupun masyarakat, bangsa 
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dan negara, dibagi dalam dua golongan sebagai bagian dari satu 

sistem pendidikan nasional, yaitu jalur pendidikan sekolah dan 

pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah yang sangat 

mendasar sifatnya adalah pendidikan keluarga. Meskipun 

pendidikan keluarga amat penting, yang bahkan meletakkan 

dasar-dasar kesiapan hidup sebagai anggota masyarakat, 

pengaturannya merupakan wewenang keluarga yang 

bersangkutan. Keluarga yang memerlukan bantuan dalam 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan di lingkungannya dapat 

memperoleh bantuan melalui keikutsertaan orang tua dalam 

kelompok belajar atau kursus, atau kegiatan belajar dengan 

menggunakan bahan belajar yang dapat dikaji sendiri. 

Pendidikan luar sekolah menambah dan melengkapi pendidikan 

yang tidak dapat diselenggarakan oleh jalur pendidikan sekolah. 

Pendidikan luar sekolah memiliki keleluasaan jauh lebih besar 

daripada pendidikan sekolah untuk secara cepat disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah, apalagi 

sebagai perwujudan ikhtiar pembangunan nasional. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berlangsung semakin cepat menimbulkan kebutuhan yang 

beraneka ragam, semakin luas dan semakin banyak untuk 

memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan. 

Kemakmuran yang bertambah luas memungkinkan lebih banyak 

anggota masyarakat melibatkan diri dalam kegiatan budaya. 

Banyak kegiatan pendidikan dalam bidang kebudayaan tidak 

dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah. Banyak 

kegiatan pendidikan dalam kehidupan keagamaan juga tidak 

dapat diselenggarakan dalam jalur pendidikan sekolah. Bahkan 

berbagai bentuk kegiatan pendidikan Pondok Pesantren, Majelis 

Taklim, kelompok pengajian telah ada lama sebelum pendidikan 

sekolah diadakan, sedangkan berbagai bentuk pendidikan dalam 

kehidupan keagamaan yang baru di luar sekolah lahir sebagai 

akibat terjadinya perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. 

Perkembangan industri serta pertumbuhan perusahaan-
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perusahaan kecil menengah maupun besar menuntut tersedianya: 

1. tenaga ahli yang mempunyai kemampuan untuk menerapkan 

pengetahuan, dan 2. tenaga kerja yang terlatih untuk dapat 

menyelenggarakan kegiatan tertentu. Pendidikan sekolah pada 

umumnya tidak menghasilkan lulusan yang siap kerja, tetapi 

lulusan yang siap latih. Oleh sebab itu, pendidikan luar sekolah 

juga merupakan jembatan antara pendidikan sekolah dan dunia 

kerja. Berbagai kursus dan bentuk latihan kerja yang lain 

memungkinkan lulusan sekolah-sekolah jenis tertentu 

memperoleh kemampuan kerja yang diperlukan di dunia kerja. 

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan luar sekolah pada 

umumnya tidak terpusat, lebih terbuka dalam penerimaan 

peserta didik dan tidak terikat pada aturan-aturan yang ketat. 

Kegiatan pendidikan di jalur pendidikan luar sekolah diadakan 

juga untuk memungkinkan anggota masyarakat yang tidak 

mendapat kesempatan bersekolah di jenjang pendidikan dasar 

memperoleh pendidikan dasar melalui programprogram yang 

khusus diadakan untuk mereka, sehingga wajib belajar bagi 

warga negara sesuai dengan usia yang bersangkutan dapat 

terwujud sepenuhnya. Pendidikan luar sekolah seiring dengan 

pendidikan sekolah memungkinkan manusia Indonesia 

sepanjang hayatnya mendapat kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan bilamana ia memerlukannya. Kebanyakan kegiatan 

pendidikan luar sekolah diselenggarakan atas prakarsa dan 

upaya masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

pihak-pihak yang bersangkutan. Peluang amat luas dalam jalur 

pendidikan luar sekolah untuk mengajar, membimbing dan/atau 

melatih di satu pihak serta untuk belajar dan berlatih di lain pihak 

memungkinkan untuk memperoleh pendidikan yang tidak dapat 

diperoleh di jalur pendidikan sekolah. Sistem pendidikan 

nasional memungkinkan peserta didik yang memenuhi 

persyaratan dengan mudah dapat berpindah dari jalur pendidikan 

luar sekolah ke jalur pendidikan sekolah dan sebaliknya. Upaya 

Pemerintah di jalur pendidikan luar sekolah terwujud sebagai 
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program-program pendidikan masyarakat, seperti program 

pemberantasan buta aksara latin dan angka, buta bahasa 

Indonesia dan buta pendidikan dasar, serta pemberian bantuan 

keuangan dan pembinaan kepada satuan pendidikan yang 

memerlukannya bilamana memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan. Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Luar 

Sekolah diadakan untuk memberi jaminan hukum bagi 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang bersangkutan atas 

dasar anggapan bahwa upaya penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan di luar sekolah harus mendapat kebebasan seluas 

mungkin. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah ini juga berusaha 

agar dalam dunia pendidikan terpelihara ketertiban, maka 

Peraturan Pemerintah ini harus dapat melindungi masyarakat 

terhadap kemungkinan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di 

jalur pendidikan luar sekolah yang dapat merugikannya. 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKN DAN 

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 86 

TAHUN 2014. TENTANG : PEDOMAN 

PENYELENGGARAAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN 

DASAR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK 

INDONESIA. Menimbang :  

a. Bahwa dalam rangka mempercepat pemberantasan buta 

aksara bagi warga masyarakat, perlu diselenggarakan 

pendidikan keaksaraan dasar ; 

b. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar, 

perlu di susun pedoman ; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu mentapkan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar ; 
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Mengingat : 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indoensia Nomor 4301) ; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ; 

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Pertaturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan 

Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 

tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara ; 

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian Negara serta 

susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian 

Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 Tahun 
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2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I 

Kementerian Negara; 

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009 Pembentukan Kabinet 

Indonesia Bersatu II sebagaimana beberapa kali diubah 

Dalam Keputusan Presiden Nomor 54/P/Tahun 2014 ; 

 

Memutuskan : 

Manetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TETNANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

KEAKSARAAN DASAR. Pasal 1 

1. Pedomaan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar 

merupakan acuan dalam penyelenggaraan dan penjaminan 

mutu pendidikan keaksaraan dasar 

2. Pedoman penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar 

sebagaiaman dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

Pasal 2 ; Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Pendidikan Keaksaraan melalui pendidikan luar sekolah 

untuk mengupayakan pengenalan huruf latin pada 

sekelompok keaksaraan, akan dilakukan dengan melalui 

penggunaan pias-pias huruf. Berdasarkan hal tersebut, tentu 

masih banyak hal yang perlu dilakukan, maka dengan ini 

diperlukan analisis swot sehingga akan melihat pada suatu 

peningkatan dalam dunia pendidikan luar sekolah. Berikut 

akan dibahas pada anlisis kebijakan pendidikan luar sekolah 

dalam pendidikan keaksaraan. 
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B. Analisis Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah ; 

Pendidikan Keaksaraan 

1. Analisis SWOT Pendidikan Keaksaraan 

Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert 

S Humphrey pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek riset 

di Stanford Research Institute yang menggunakan data dari 

perusahaan-perusahaan Fortune 500. SWOT SWOT adalah 

singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. 

secara sederhana dipahami sebagai pengujian terhadap kekuatan 

dan kelemahan internal sebuah organisasi, serta kesempatan dan 

ancaman lingkungan eksternalnya. SWOT merupakan perangkat 

umum yang didesain dan digunakan sebagai langkah awal dalam 

proses pembuatan keputusan dan sebagai perencanaan strategis 

dalam berbagai terapan. Analisis swot merupakan kekuatan, 

kelemahan dan atau peluang, ancaman adalah salah satu alat 

strategi tertua dan paling banyak di adopsi di seluruh dunia. 

Namun dikalangan academis, analisis swot atau pendekatan 

dikenal  dengan kerangka kerja, matriks, model, Teknik atau alat. 

Swot yang disingkat dari strenghs (kekuatan), seaknesses 

(kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman), 

sehingga dalam konteks pendidikan analisis SWOT adalah 

teknik untuk menilai keempat aspek pengelolaan di lembaga 

pendidikan kita. Analisis swot adalah alat yang dapat membantu 

menganalisis apa yang terbaik yang telah dilakukan di Lembaga 

Pendidikan saat ini, sehinga dapat menyusun strategi untuk 

kesuksesan masa depan. Swot juga dapat mengungkap area tata 

Kelola yang menghambat Lembaga Pendidikan, atau yang dapat 

dieksploitasi oleh kompetitor jika tidak melindungi diri sendiri. 

Analisis Swot adalah suatu cara mengalisis factor-faktor 

internal dan eksternal menjadi langkah-langkah strategi dalam 

pengoptimalan usaha yang lebih mengutungkan. Dalam analisis 

factor-faktor internal dan eksternal akan ditentukan aspek-aspek 

yang menjadi kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), 

Peluang (Opportunity) dan yang menjadi ancaman (Threats) 
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sebuah organisasi. Dengan begitu akan dapat ditentukan 

berbagai kemungkinan alternative strategi yang dapat 

dijalankan. 

Dari penjelasan diatas, analisis SWOT dalam dunia 

pendidikan keaksaraan dapat dilihat dari beberapa faktor 

internalnya yaitu berupa kekuatan dan kelemahan di lingkungan 

pendidikan luar sekolah, kemudian faktor eksternalnya berupa 

peluang serta hambatan dari lingkungan. Berikut pemaparan 

SWOT lebih jelasnya : 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor internal yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan 

Faktor internal ; Faktor ini mempengaruhi terbentuknya 

strengths and weakness, dimana menyangkut pada kondisi 

yang terjadi di dalam lingkungan sekolah dan juga 

mempengaruhi pembuatan keputusan pada suatu lembaga 

tertentu. Dalam dunia pendidikan atau sekolah, faktor internal 

ini dapat dilakukan analisis, seperti : laporan keuangan 

sekolah, administrasi sekolah, kegiatan belajar mengajar, 

fasilitas sarana dan prasarana sekolah, dan juga keadaan guru 

dan siswa. 

1) Strength (Kekuatan) / yang di berikan symbol S ini adalah 

termasuk dalam kondisi faktor internal positif yang 

memberikan sebuah keuntungan kompetitif dalam 

menghadapi persaingan antar lembaga. Beberapa factor 

internal yang menjadi kekuatan dalam mempengaruhi 

pendidikan keaksaraan melalui pendidikan luar sekolah. 

Faktro tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Pendidikan keaksaraan menjawab kebutuhan 

masyarakat putus sekolah. 

b. Programnya disesuaikan dengan situasi, kondisi warga 

belajar 

c. Karakteristik penyelenggaraan pendidikan kesetaraan 

memiliki sifat fleksibel 
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d. Adanya anggaran khusus yang disediakan pemerintah 

2) Weakness (Kelemahan) termasuk kondisi internal yang 

negative yang dapat merendahkan penilaian terhadap suatu 

sekolah. Kelemahan juga dapat diartikan sebagai 

keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki oleh sekolah 

yang dapat dilihat dari sumber daya manusia yang rendah, 

fasilitiasnya kurang, kepemimpinan yang buruk, dan lain-

lain. Adapaun kelemahan penyelenggaraan pendidikan 

keaksaraan ini adalah sebagai berikut : 

a. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang 

pendidikan keaksaraan 

b. Kurangnya kepercayaan public terhadap pendidikan 

keaksaraan 

c. Adanya diskriminasi ijazah pendidikan keaksaraan. 

 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menjadi 

peluang dan ancaman. 

1) Opportunity (Peluang) merupakan kondisi yang sekarang 

ataupun kondisi di masa yang akan datang yang dapat 

menguntungkan suatu sekolah. Peluang termasuk dalam 

faktor eksternal atau yang dipengaruhi oleh lingkungan 

diluar sekolah. Jika suatu sekolah dapat membaca peluang 

dengan baik maka akan mendapatkan keuntungan yang 

lebih banyak dari yang diharapkan seperti dapat membaca 

kondisi atu peluang yang dapat memajukan sekolah, 

menurunnya pesaing dan juga peluang dalam 

meningkatnya jumlah peserta didik baru. Adapun peluang 

pada program pendidikan keaksaraan adalah sebagai 

berikut : 

a. Meningkatkan motivasi masyarakat terhadap 

pendidikan keaksaraan 

b. Terbentuknya lembaga-lembaga yang menyelenggara -

kan program keaksaraan. 
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c. Terbukanya donasi atau bantuan internasional dalam 

pendidikan keaksaraan 

2) Threats (Ancaman) merupakan faktor eksternal dalam 

analisis, Ancaman ini menjadi pengganggu yang utama 

bagi sekolah terutama ancaman bagi sekolah yang 

posisinya sangat dinginkan oleh sekolah yang lain. Dengan 

kata lain Ancaman ini dapat diartikan sebagai kondisi yang 

tidak menguntungkan bagi sekolah dan juga dapat 

mempengaruhi masa depan sekolah. Adapun ancaman 

yang bias ditimbulkan dari program pendidikan kesetaraan 

adalah sebagai berikut : 

a. Tumpang tindihnya kebijakan pendidikan formal dan 

pendidikan non formal 

b. Pola pikir masyarakat terhadap pendidikan keaksaraan 

c. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik 

d. Integrasi instansi dan program. 

 

Berdasarkan penjelasan factor internal dan external diatas 

maka sengan ini akan dibuatkan matrix strategi dari 

analisis swot yang sebagaimana yang akan disajikan pada 

gambar berikut ini : 
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Tabel 1.1  

Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT 

Kebijakan Pendidikan Keaksaraan 

 

SWOT 

ANALISIS KEBIJAKAN 

PENDIDIKAN 

KEAKSARAAN 

KEKUATAN 

(STRENGTH) 

KELEMAHAN 

(WEAKNESS) 

S1. Pendidikan keaksaraan 

menjawab kebutuhan 

masyarakat putus 

sekolah 

S2. Programnya 

disesuaikan dengan 

situasi, kondisi warga 

belajar 

S3. Karakteristik 

penyelenggaraan 

pendidikan kesetaraan 

memiliki sifat fleksibel 

S4. Adanya anggaran 

khusus yang 

disediakan pemerintah 

W1. Kurangnya 

sosialisasi dan 

informasi 

tentang 

pendidikan 

keaksaraan 

W2. Kurangnya 

kepercayaan 

public terhadap 

pendidikan 

keaksaraan 

W3. Adanya 

diskriminasi 

ijazah 

pendidikan 

keaksaraan 

PELUANG 

(OPPORTUNITIES) 

STRATEGI SO 

(Strenght-Opportunities) 

STRATEGI WO 

(Weakness-

Opportunities) 

O1. Meningkatkan 

motivasi masyarakat 

terhadap pendidikan 

keaksaraan 

O2. Terbentuknya 

lembaga-lembaga 

yang 

menyelenggarakan 

program keaksaraan 

O3. Terbukanya donasi 

atau bantuan 

internasional dalam 

pendidikan keksaraan 

SO-1. Menguatkan 

kepercayaan 

masyarakat terhadap 

pendidikan 

keaksaraan 

SO-2. Mengembangkan 

program keaksaraan 

yang meningkatkan 

motivasi masyarakat 

SO-3. Melibatkan lembaga 

yang 

menyelenggarakan 

program secara 

fleksibel 

SO-4. Pengelolaan 

anggaran secara 

fleksibel dan terbuka 

agar dipercaya oleh 

publik 

WO-1. Mengoptimalka

n 

pemasyarakatan 

pendidikan 

keaksaraan 

WO-2. Melibatkan 

lembaga 

terakreditasi 

dalam 

memvalidasi 

ijazah 

pendidikan 

keaksaraan 

WO-3. Mendorong 

kolaborasi degan 

pihak eksternal 

untuk 

meningkatkan 

kepercayaan 

publik 
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ANCAMAN (THREATS) 
STRATEGI ST 

(Strength-Threats) 

STRATEGI WT 

(Weakness-Threats) 

T1. Tumpang tindihnya 

kebijakan pendidikan 

formal dan pendidikan 

non formal 

T2. Pola pikir masyarakat 

terhadap pendidikan 

keaksaraan 

T3. Kualitas dan kuantitas 

tenaga pendidik 

T4. Integrasi instansi dan 

program 

ST-1. Mengkanji kembali 

kebijakan 

pendidikan 

keaksaraan 

ST-2. Melaksanakan 

program sesuai 

dengan pendidikan 

keaksaraan 

ST-3. Pelatihan kepada 

tenaga pendidik 

terhadap pendidikan 

keaksaraan 

ST-4. Kolaborasi 

pemerintah dengan 

instansi yang terkait 

dengan  pendidikan 

keaksaraan 

WT-1. Mengembangka

n strategi 

pendidikan 

keaksaraan 

WT-2. Sosialisai di 

masyarakat 

WT-3. Meningkatkan 

kualitas tenaga 

pendidikan 

keaksaraan 

WT-4. Adanya 

kolaborasi 

dengan instansi 

yang terkait 

diskriminasi 

ijazah 

pendidikan 

keaksaraan 

 

 

Tabel. Factor Internal  

 

FAKTOR INTERNAL: STREGHT - WEAKNESS 

FAKTOR STRATEGIS 
TINGKAT 

SIGNIFIKAN 
BOBOT RATING SKOR 

S
T

R
E

N
G

H
T

 

Pendidikan keaksaraan 

menjawab kebutuhan 

masyarakat putus 

sekolah 3 0,13 2,50 0,33 

Programnya 

disesuaikan dengan 

situasi,  

kondisi warga belajar 3 0,13 3,00 0,39 

Karakteristik 

penyelenggaraan 

pendidikan  

kesetaraan memiliki 

sifat fleksibel 3 0,13 4,00 0,52 

Adanya anggaran 

khusus yang disediakan 

pemerintah 4 0,17 3,00 0,52 

  Jumlah streghts       1,76 

W
E

A
K

N

E
S

S
 Kurangnya sosialisasi 

dan informasi tentang 

pendidikan keaksaraan 3 0,13 3,00 0,39 
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Kurangnya kepercayaan 

public terhadap 

pendidikan 

keaksaraanW3. Adanya 

diskriminasi ijazah 

pendidikan keaksaraan 4 0,17 3,00 0,52 

Adanya diskriminasi 

ijazah pendidikan 

keaksaraan 3 0,13 3,00 0,39 

  Jmlah Weakness 
      

1,30 

  TOTAL IFAS 23 1,00   3,07 

 

Tabel. Factor Eksternal 

 

FAKTOR EKSTERNAL OPPORTUNITIES - THREATS 

FAKTOR STRATEGIS 

TINGKAT 

SIGNIFIKA

N 

BOBOT RATING SKOR 

O
P

P
O

R
T

U
N

IT
IE

S
 

Meningkatkan motivasi 

masyarakat terhadap 

pendidikan keaksaraan 4 0,18 3,00 0,55 

Terbentuknya lembaga-

lembaga yang 

menyelenggarakan 

program keaksaraan 4 0,18 3,00 0,55 

Terbukanya donasi atau 

bantuan internasional 

dalam pendidikan 

keksaraan 3 0,14 2,50 0,34 

  Jumlah streghts       1,43 

T
H

R
E

A
T

S
 

Tumpang tindihnya 

kebijakan pendidikan 

formal dan pendidikan 

non formal 2 0,09 2,00 0,18 

Pola pikir masyarakat 

terhadap pendidikan 

keaksaraan 3 0,14 2,50 0,34 

Kualitas dan kuantitas 

tenaga pendidik 3 0,14 1,50 0,20 

Integrasi instansi dan 

program 3 0,14 2,00 0,27 

  Jmlah Weakness       1,00 

  TOTAL EFAS 22 1,00   2,43 
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Table. Hasil Perhitungan Skor Tertinggi 

 

  Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weakness) 

Peluang (Opportunities) 

Strategi SO : Strategi WO : 

1,76 1,43 1,30 1,43 

3,19 2,74 

Ancaman (Threats) 

Strategi ST : Strategi WT : 

1,76 1,00 1,30 1,00 

2,76 2,30 

 

Tabel 2.  

Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi 

Strength-Opportunities (SO) 

 

No 
Strategi Strength-

Opportunities (SO) 
Rekomendasi Program 

1 Menguatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap 

pendidikan keaksaraan 

a. Sosialisasi Keaksaraan kepada 

masyarakat 

b. Pelatihan Keaksaraan 

2 Mengembangkan program 

keaksaraan yang 

meningkatkan motivasi 

masyarakat 

a. Pelatihan dan Workshop 

pendidikan keaksaraan. 

b. Program baca tulis dan 

berhitung 

3 Melibatkan lembaga yang 

menyelenggarakan 

program secara fleksibel 

a. Melakukan pendekatan 

kolaboratif antara penyedia 

keaksaraan dangan dinas terkait 

b. Program perekrutan tenaga 

pendidikan professional 

4 

Pengelolaan anggaran 

secara fleksibel dan 

terbuka agar dipercaya 

oleh publik 

a. Penyediaan anggaran khusus 

bagi pendidikan keaksaraan 

b. Penyediaan inprastruktur yang 

memadai 

c. Tersedianya bukti transpalasi 

penggunaan dana keaksaraan 
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Berdasarkan table 2 rekomendasi program melalui Strategi 

Strength-Opportunities (SO) maka akan dilanjutkan dengan  

menjelaskan rekomendasi program-program apa saja dalam 

pendidikan keaksaraan pada hasil analisis dan pembahasan. 

2. Hasil Analisis dan Pembahasan Pendidikan Keaksaraan 

Pendidikan keaksaraan adalah suatu bentuk layanan 

pendidikan non formal bagi warga masyarakat buta aksara untuk 

belajar membaca, menulis, dan berhitung. Tujuan pendidikan 

keaksaraan yaitu memberikan peluang bagi warga yang ingin 

belajar agar dapat mengasah kemampuan dalam hal membaca, 

menulis, dan berhitung (kemampuan fungsional dalam 

kehidupan sehari-hari). Keaksaraan dasar merupakan bagian dari 

upaya memberikan kemampuan kepada keaksaraan bagi 

penduduk buta aksara dari usia 15 tahun ke atas agar memiliki 

kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendenganrkan, 

berbicara untuk mengkomunikasikan teks lisan dan tulis dengan 

menggunakan aksara dan angka dalam Bahasa Indonesia. Untuk 

lebih jelasnya berikut akan dijelaskan tentang hasil analisis dan 

pembahasan pendidikakn keaksaraan yang sudah ditetapkan 

pada Strategi So (Strenght-Opportunities) antara lain sebagai 

berikut : 

1. Menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan 

keaksaraan 

Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

merupakan lembaga satuan pendidikan nonformal yang 

tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 26. PKBM juga 

merupakan wadah berbagai kegiatan pembelajaran 

masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk 

menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan 

budaya. Program-program yang diselenggarakan di PKBM 

biasanya beragam dan juga tidak terbatas, namun harus sesuai 

dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat di daerah 

PKBM itu sehingga memberikan sumbangsih nyata, 
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membantu pemerintah menyediakan akses pendidikan bagi 

mereka yang tidak mungkin lagi dapat mengenyam studi di 

sekolah formal, serta program-program itu harus bermakna 

dan bermanfaat. Program-program tersebut antara lain 

Pendidikan Kesetaraan (A, B dan C), Pendidikan Keaksaraan, 

dan lain-lainnya. 

Pendidikan menjadi kebutuhan semua manusia serta menjadi 

kunci untuk kemajuan sebuah peradaban bangsa dan negara. 

Tentu saja, dengan menggunakan pendidikan yang 

berkualitas, bisa menjadi kesempatan untuk bangsa Indonesia 

agar sejajar dengan bangsa lain yang sudah lebih maju dalam 

hal pendidikanya. Di Indonesia setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan dan semua masyarakatnya harus 

mengenyam pendidikan wajib belajar 12 tahun. Namun, 

pendidikan di Indonesia ini masih bisa dibilang rendah, dan 

tidak semua warga masyarakat dapat bersekolah secara 

formal, serta masih banyak siswa-siswi yang mengalami 

putus sekolah karena keterbatasan biaya, ekonomi serta hal 

lain yang menyebabkan siswa-siswi tidak dapat melanjutkan 

pendidikannya. Adapun program dalam menguatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan keaksaraan, 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Sosialisasi Keaksaraan kepada masyarakat 

Mengadakan sosialisasi terkait dengan pendidikan 

keaksaraan kepada masyarakat melalui upaya yang 

dilakukan oleh pengelolaan PKBM (Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat). Dengan adanya sosialisasi kepada 

masyarakat yang tidak tau membaca, menulis, berhitung 

juga pengelolaan paket A, B, dan juga C dapat menarik 

kesadaran masyarakat untuk ikut dalam pendidikan 

keaksaraan. 

b. Pelatihan Keaksaraan 

Pendidikan luar sekolah mempunyai beberapa program, 

diantaranya yang ada pada pendidikan keaksaraan adalah 
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memberantas buta huruf yang belum bisa membaca, 

menulis, dan berhitung pada usia 20 tahun keatas. Maka 

dari itu perlu adanya pelatihan keaksaraan agar masyarakat 

yang tadinya tidak tau menulis, membaca, berhitung 

dengan mengikuti program pelatihan keaksaraan akan bisa 

menulis, membaca dan berhitung. Program keaksaraan 

yang dimaksudkan adalah dengan melakukan bimbingan 

kepada warga masyarakat aksara atau yang tidak pernah 

menginjakan kakinya dibangku sekolah dan juga putus 

sekolah untuk memberdayakan masyarakat yang tidak atau 

belum bisa membaca, menulis, berhitung menjadi tau 

bagaimana membaca, berhitung dan menulis. 

Dengan mengikut sertakan pelatihan pendidikan 

keaksaraan masyarakat yang masih buta huruf atau aksara 

dalam hal baca, tulis, hitung akan dapat bisa membaca 

menulis dan berhitung dan dapat mengetahui potensi yang 

dimiliki pada setiap diri masyarakat. Tidak hanya itu, akan 

tetapi dapat juga membuka ide untuk mencari sumber 

kehidupan dengan  bergalinya potensi yang dimiliki. 

Dalam hal ini akan memberikan peluang kemudahan 

sesuai dengan potensi yang dimiliki juga yang ditempati. 

Mempelajari dan juga dapat mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap pembaharuan untuk 

dapat meningkatakan kualitas dan mutu hidup serta agar 

bisa ikut berpartisipasi dalam masyarakat baik itu dalam 

pembangunan, pembaharuan dan yg lainnya. Sehingga 

menjadi generasi berpengetahuan yang mampu dan 

berdaya saing dengan dunia pendidikan. 

 

2. Mengembangkan program keaksaraan untuk meningkatkan 

motivasi masyarakat 

Program keaksaran dasar merupakan program khusus yang 

dilakukan oleh tim Pembina program aksara agar dapat 

meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berhitung, 
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dan berbahasa Indonesia bagi peserta aksara yang belum 

memiliki kecakapan dalam literasi dasar (baca, tulis dan 

berhitung. Dalam meningkatkan motivasi peserta aksara 

dalam mengembangakan program keaksaraan, maka 

butuhkan antara lain seagai berikut : 

a. Pelatihan dan Workshop pendidikan keaksaraan 

Dengan melakukan program kegiatan penyuluhan, 

pelatihan dan ataupun workshop pada pendidikan 

keaksaraan bertujuan untuk meberikan pemahaman dan 

melakukan perubahan pada diri seseorang atau warga 

aksara. Dengan kata lain program pelatihan dan workshop 

sebagai wadah komunikasi atau interaksi dalam 

melakukan perubahan belajar yang tidak tau (Ketidaktauan 

baca, tulis, berhitung) menjadi tahu (tau membaca, 

menulis dan berhitung).  

b. Program baca tulis dan berhitung 

Pentingnya program pendidikan keaksaraan ini dapat 

membuka pola pikir masyarakat akan kepedulian antara 

sesama masyarakat mengenai hak pendidikan untuk semua 

masyarakat tanpa terkecuali, menyamakan mereka dengan 

masyarakat lainnya, dan mereka yang buta aksara ini 

merupakan masyarakat yang juga memiliki potensi dan 

kualitas diri yang luar biasa, namun belum diasah saja 

sehinga dengan melalui pendidikan keaksaraan ini dapat 

bisa distukturkan dengan baik. Maka dari itu adanya 

pendidikan keaksaraan ini membuat masyarakat dapat 

mengasah potensi kualitas dirinya sendiri dan dapat 

membangun pola pikir yang intelektual. 

 

3. Melibatkan lembaga yang menyelenggarakan program secara 

fleksibel 

Adapun program dalam melibatkan lembaga yang 

menyelenggarakan pendidikan keaksaraan secara fleksibel 

adalah sebagai berikut : 
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a. Melakukan pendekatan kolaboratif antara penyedia 

keaksaraan dangan dinas terkait 

 Pendidikan keaksaraan merupakan salah satu program 

pemerintah untuk mengurangi buta aksara di Indonesia dan 

bukan tanpa alasan. Keberadaan program keaksaraan ini 

dapat membantu masyarakat yang tidak bisa baca dan tulis 

akan menjadi bisa membaca dan menulis, bukan hanya 

pada individu masyarakat saja akan tetapi bisa berdampak 

pada perekonomian masyakat itu sendiri, dan dapat 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

b. Program perekrutan tenaga pendidikan professional 

Dalam dunia pendidikan keaksaraan, tutor atau tenaga 

pendidik yang lulusan dari pendiudikan luar sekolah juga 

berperan penting bagi terlaksananya pendidikan 

keaksaraan ini. Yang dimana tutor atau tenaga pendidik ini 

yang lulusan pendidkan luar sekolah yang dapat 

memberikan konstribusinya dalam membelajarkan dan 

membimbing masyarakat dalam program keaksaraan ini, 

dan juga ikut serta dalam pengelolaan program agar 

tercapainya tujuan yang seharusnya tercapai dengan baik 

dan dapat menjadikan masyarakatnya yang buta huruf, 

tidak bias membaca menjadikannya dapat membaca dan 

menulis setelah mengikuti program ini. 

Tutor atau tenaga pendidik lulusan pendidikan luar sekolah 

ini juga membantu membangun kesadaran masyarakt akan 

pentingnya pendidikan keaksaraan bagi masyarakat yang 

masih buta membaca dan menulis. 

4. Pengelolaan anggaran secara fleksibel dan terbuka agar 

dipercaya oleh publik 

Dalam pengelolaan anggaran secara fleksibel dan terbuka 

sehingga agar dipercaya oleh publik maka degan demikian 

perlu adanya program, antara lain sebagai berikut : 

a. Penyediaan anggaran khusus bagi pendidikan keaksaraan 
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Untuk memastikan dalam program pendidikan keaksaraan 

akan sepenuhnya didanai oleh pemerintah maka 

pemerintah harus mendedikasikan kurang lebih setidaknya 

ada 3 % dari anggaran Nasional untuk mereka yang 

bergerak pada bidang program pendidikan keakasaraan. 

Salah satu cara untuk memastikan dana yang dikhususkan 

bagi program pendidikan keaksaraan benar diberikan 

kepada yang berhak mendapatkannya, maka itu perlu 

berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan 

ditingkat pemerintah daerah. Penganggaran partisipasi 

telah menjadi strategi utama dalam memastikan sumber 

daya keaksaraan yang dilaksanakan oleh relawan. 

b. Penyediaan infrastruktur yang memadai dalam pendidikan 

keaksaraan 

Dalam hal ini adapun program yang harus di sediakan 

dalam infrastuktur yang memadai pendidikan keaksaraan 

maka perlu desain dengan baik berupa sarana, alat dan 

perangkat untuk menunjang pertumbuhan masyarakat 

belajar yang kuat.  

c. Tersedianya bukti transpalasi penggunaan dana 

keaksaraan 

Sebagai kepedulian pemerintah dalam mengatasi 

masyarakat aksara, dengan melalui kementerian 

pendidikan dan kebudayaan memberikan layanan bantuan 

dalam bentuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

(BOP) pendidikan keaksaraan. Dalam hal ini pemberian 

sejumlah dana dalam  penyelenggaraan pemebelajaran 

pendidikan keaksaraan bagi penduduk buta aksara dari 

usia 15 tahun sampai 50 tahun. Selama ini pengelolaan 

BOP pendidikan keaksaraan dilakukan secara 

konvensional melalui pengusulan dari lembaga 

penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan atau 

dinas pendidikan kabupaten ke direktorat pembinaan 

pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Pada tahun 2017 
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dinas telah meluncurkan aplikasi  BOP pendidikan 

keaksaraan daring yang dapat mempercepat proses 

pengelolaan BOP tersebut. Aplikasi ini sebagai bukti 

transpalasi penggunaan dana pendidikan keaksaraan, 

dengan tujuan untuk mengefisiensikan dan 

mengefektifkan pengusulan bantuan dari dinas terkait juga 

penggunaannya. 

 

C. Penutup 

1. Kesimpulan 

Pendidikan luar sekolah sebagai salah satu jalur 

Pendidikan yang ada di Indonesia memiliki berbagai fungsi yang 

sangat penting dalam mencapai tujuan Pendidikan Indonesia. 

Pendidikan luar sekolah mampu menutupi keterbatasan yang ada 

dalam pada jalur Pendidikan formal dan jalur Pendidikan 

nonformal. Dalam Pendidikan luar sekolah proses Pendidikan 

dapat berlangsung dalam waktu yang panjang atau yang lebih 

dikenal juga pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan luar 

sekolah berkembang berdasarkan berbagai alasan sehingga 

menjadi sesuatu yang berharga dan memberikan solusi terbaik 

dalam pencapaian tujuan Pendidikan nasional sama artinya 

dengan Pendidikan pembebasan adalah usaha sadar yang 

dilakukan manusia dalam mendidik manusia menjadi individu 

yang sadar terhadap sekelilingnya. Makna dari pembahasan 

merupakan pembebasan diri dari belenggu kebodohan. 

Pendidikan keaksaraan adalah salah satu bentuk layanan 

pendidikan non formal bagi masyarakat buta aksara untuk 

belajar membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan 

keaksaraan terdiri atas pendidikan keaksaraan dasar dan 

pendidikan keaksaraan lanjutan. Pendidikan keaksaraan dasar 

merupakan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang buta 

aksara latin agar memiliki kemampuian dalam hal membaca, 

menulis, dan berhitung tidak hanya itu juga tapi berbahasa 
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Indonesia dan menganalisa, sehingga dapat memberikan peluang 

bagi aktualisasi potensi diri dalam kehidupan sehari-hari.  

 

2. Rekomendasi 

Agar tujuan Pendidikan Nasional yang dicita-citakan 

dapat tercapai melalui jalur Pendidikan luar sekolah maka perlu 

ditekankan pada sasaran yang tepat dan pelaksanaan sesuai 

dengan kebutuhan sasaran itu sendiri. Pemerintah harus 

menjadikan Pendidikan luar sekolah sebagai jalur Pendidikan 

yang mampu memenuhi kebutuhan Pendidikan masyarakat. 

Jadikan Pendidikan luar sekolah tidak hanya sebatas pelengkap 

saja tetapi juga merupakan jalur alternatif dalam mpencapaian 

tujuan Pendidikan di Indonesia. 
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BAB 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang dan Permasalahan 

endidikan merupakan usaha dalam mengembangkan 

kemampuan dan potensi diri berupa  pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap melalui proses pembelajaran, penelitian 

dan pelatihan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa 

pendidikan merupakan tuntunan tumbuh dan berkembangnya 

anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun 

kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu 

tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai 

anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan dalam hidup mereka 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 dijelaskan tentang 

tujuan pendidikan yaitu mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga 

bertanggung jawab. Berpijak dari Undang-Undang tersebut 

maka pendidikan dapat dipandang sebagai wahana untuk 

membentuk kecerdasan dan etika kepada peserta didik. Dalam 

upaya mewujudkan tujuan di atas, pendidikan harus selalu 

diarahkan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. 

P 
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Lebih lanjut dalam Pasal 4 tentang prinsip penyelenggaraan 

pendidikan dimana salah satunya menyebutkan bahwa 

pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan 

kemajemukan bangsa. 

Namun kenyataannya, praktek diskriminasi terhadap 

perempuan masih menjadi topik yang sering terjadi di hampir 

seluruh berbagai negara termasuk Indonesia. Alasannya klise 

dimana masyarakat belum terlepas dari budaya patriarkhis yang 

telah ribuan tahun menjerat dan memposisikan perempuan 

berada di bawah kedudukan pria. Di satu sisi faktanya peran 

perempuan dalam pendidikan sangat penting mengingat 

tanggung jawab dan perannya sebagai pendidik pertama dan 

utama. Sudah menjadi kodrat bahwa perempuan yang 

melahirkan dan membesarkan generasi bangsa serta memiliki 

hubungan emosional yang paling dekat dengan anak. Sesuai 

dengan harkat, martabat, dan kodratnya, kaum perempuan 

mempunyai peran dalam membentuk, menentukan, dan memberi 

warna terhadap kualitas generasi bangsa. 

Dari sini dapat dikatakan pula bahwa ketimpangan 

gender merupakan masalah sosial dan harus diselesaikan secara 

integratif holistik dengan melakukan analisis dengan berbagai 

faktor yang ikut melestarikannya, termasuk faktor pendidikan 

yang terkadang mendapatkan pembenaran. Dengan demikian 

agar tidak terjadi ketimpangan dalam dunia pendidikan, maka 

kesetaraan gender dalam kehidupan sosial perlu dilestarikan. 

Konsep kesetaraan gender yang muncul pada abad modern, 

memberikan angin segar bagi laju pendidikan tidak hanya di 

Indonesia, tetapi juga di dunia. Setidaknya, konsep ini dapat 

membuka persfektif masyarakat tentang pentingnya perempuan 

untuk berkiprah dalam wilayah pendidikan. Dunia pendidikan 

tidak hanya diperuntukan bagi laki-laki saja, tetapi setiap 

perempuan memiliki hak yang sama atas hal tersebut. 
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Keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu peserta 

Kongres Wanita Sedunia Ke-4 di Beijing Tahun 1995, secara 

eksplisit Indonesia menerima mandat untuk 

mengimplementasikan gender ke dalam pembangunan. Artinya 

menjadikan kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-

laki menjadi dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan penilaian kebijakan-kebijakan dalam program 

pembangunan. Sebagai realisasinya, Pemerintah Republik 

Indonesia sejak tahun 1999 melalui Garis-garis Besar Haluan 

Negara (GBHN) menyatakan bahwa mainstreaming 

(pengarusutamaan) gender merupakan kebijakan nasional. 

Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang diharapkan 

mampu menjangkau seluruh instansi pemerintah/swasta, dan 

masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender 

sebagaimana tertuang dalam INPRES Nomor 9 Tahun 2000 

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 

Nasional.  

Sebagai strategi, pengarusutamaan gender dilakukan 

secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan 

keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, 

melalui kebijakan dan program yang memperhatikan 

pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan 

dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 

dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai 

bidang kehidupan dan pembangunan.  

 

2. Dasar Hukum Kebijakan 

 Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan 

pengajaran sebagaimana hak tersebut dilindungi oleh Undang-

undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 

48 bahwa wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan 

pengajaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh 

pasal 60 ayat 10 menyatakan setiap anak berhak untuk 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 
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pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan 

tingkat kecerdasannya. Dalam pelaksanaannya pendidikan harus 

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia 

sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. pasal 3 

dijelaskan tentang tujuan pendidikan yaitu mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang 

demokratis juga bertanggung jawab. Pasal 4 tentang prinsip 

penyelenggaraan pendidikan dimana salah satunya menyebutkan 

bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan 

kemajemukan bangsa.  

Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan 

pengajaran yang tidak diskriminatif bagi perempuan, Pemerintah 

telah menetapkan strategi pengarusutamaan gender dalam 

pembangunan, melalaui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 

tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Betapa 

pentingnya pengarusutamaan gender untuk diterapkan di 

berbagai sektor kehidupan, begitu pula pendidikan, yang mana 

pendidikan merupakan ujung tombak dalam memberikan 

penyadaran serta pembelajaran bagi manusia. Di sektor 

pendidikan pelaksanaan pengarusutamaan gender telah diatur 

dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang pedoman 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan (Azmy 

& Pertiwi, 2021). Kebijakan PUG merupakan hasil dari 

kebijakan pemerintah yang mengakui masih adanya kesenjangan 

gender di Indonesia, khususnya di beberapa sektor 

pembangunan, salah satunya adalah pendidikan. Oleh karena itu, 

pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Pengarusutamaan 

Gender Bidang Pendidikan dalam rangka menyikapi dan 
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mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kesetaraan 

gender. Yang dimaksud dengan kebijakan PUG di bidang 

pendidikan adalah strategi untuk mengintegrasikan gender ke 

dalam perencanaan, penulisan, pelaksanaan, pemantauan, dan 

evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di 

bidang pendidikan (Affifaha & Nurani, 2019). Menurut 

Permendiknas, setiap satuan kerja di bidang pendidikan 

bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, 

memantau, dan mengevaluasi semua kebijakan dan program 

pendidikan dalam rangka pemberlakuan gender Implementasi 

kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut 

dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke 

dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, 

melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik 

keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu 

kebijaksanaan (Ellemers, 2018). Implementasi kebijakan hanya 

dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaransasaran yang 

semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi 

telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. 

Berdasarkan teori di atas dengan segala keterbatasan kebijakan 

pengarusutamaan gender pada program pendidikan mulai dari 

sosialisasi, menetapkan tujuan serta menentukan Content of 

Policy (mulai dari aktor pelaksana, manfaat kebijakan, 

perubahan yang diharapkan dari kebijakan sampai dengan 

pengelolaan anggaran. Karena ada beberapa penyebab dan 

persoalan ternyata dari hasil penelitian menunjukan bahwa 

dalam proses implementasinya pengarusutamaan Gender 

program pendidikan masih kurang maksimal.  

Dilihat dari segi perubahan yang di harapkan dari 

implementasi kebijakan pengarusutamaan gender, bahwa 

perubahan yang diharapkan adalah dengan adanya sasaran 

kebijakan pengarusutamaan gender yaitu penguatan 

kelembagaan yang dilakukan sebagai program dan target awal 
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utama dari kebijakan pengarusutamaan bidang sumber daya 

manusia yaitu terintegrasinya kesetaraan dan keadilan gender 

bisa terwujud, tidak ada kesenjangan antara kesempatan lanjut 

studi, pelatihan maupun diklat antara laki-laki dan perempuan, 

terbukanya akses yang sama pada pengembangan diri bagi laki-

laki maupun perempuan, terbukanya kesempatan perempuan 

dalam menikmati fasilitas pendidikan serta pelatihan. Pada 

pemahaman pengarusutamaan gender dapat kita tinjau dari segi 

aktor kebijakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan 

pengarusutamaan gender adalah aktor yang memiliki peran 

penting seperti Kepala Dinas, Kepala Seksi maupun Kepala 

Bidang yang notabene lebih didominasi oleh kaum laki-laki. 

Secara teoritis maka ruang gerak yang lebih didominasi oleh 

laki-laki maka akan menyebabkan pada tindakan pengambilan 

keputusan sehingga kebijakan yang dibuat lebih banyak 

menguntungkan kaum laki-laki. Dari segi alokasi biaya atau 

anggaranyang sangat minim dalam pembiayaan 

pengarusutamaan gender,. Ketersediaan dana memang sangat 

berpengaruh dalam implementasi kebijakan, artinya dalam 

merealisasikan suatu kebijakan anggaran menjadi satu faktor 

yang sangat menentukan sukses atau tidaknya implementasi 

suatu kebijakan. Namun terlepas dari persoalan anggaran 

tentunya ada faktor-faktor lain yang akan berpengaruh dalam 

mengimplementasikan kebijakan. 

Untuk mendukung strategi pengraustamaan gender, 

partisipasi dan melindungi hak perempuan dalam pembangunan, 

Pemerintah telah menerbitkan regulasi terbaru yaitu Peraturan 

Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional 2020-2024 juga menetapkan bahwa 

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu dari 4 

(empat) pengarusutamaan (mainstreaming) pembangunan dalam 

RPJMN 2020-2024. Keempat pengarusutamaan dalam RPJMN 

2020-2024 yaitu: 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
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(Sustainable Development Goals/SDGs); 2) Pengarusutamaan 

Gender; 3) Modal Sosial Budaya; 4) Transformasi Digital 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan 

7 Agenda Pembangunan di Indonesia untuk lima tahun ke depan. 

RPJMN 2020-2024 menegaskan bahwa 

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan Strategi untuk 

mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, 

mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan 

untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu 

menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi 

seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai 

dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan 

dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di 

seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta 

memperoleh manfaat dari pembangunan. Membentuk sumber 

daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber 

daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, 

terampil, dan berkarakter merupakan salah satu tujuan dari 

Pembangunan Indonesia 2020-2024. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, RPJMN 2020-2024 menegaskan bahwa dalam 

mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, 

kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, anak dan pemuda 

serta pemenuhan hak dan perlindungan bagi mereka sebagai 

kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik menjadi 

sangat penting dalam rangka menjamin kualitas hidup, terhindar 

dari berbagai bentuk diskiriminasi, ekslpoitasi dan berbagai 

tindak kekerasan, sehingga mereka dapat berperan dan 

berpartisipasi, memperoleh akses dan kontrol dalam 

pembangunan serta memperoleh manfaat dari hasil-hasil 

pembangunan secara adil dan setara. Untuk itu kebijakan 

pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk 

dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan 

dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, 
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perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta 

peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. 

Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan 

berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk 

memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun 

penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM 

bertalenta. 

Namun, berbagai tantangan juga masih banyak dihadapi 

dalam upaya peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, 

pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan, anak dan 

pemuda. Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan 

masih relatif tinggi dan kelembagaan PUG belum efektif. 

Pelaksanaan strategi PUG menghadapi berbagai tantangan, yang 

disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: penerapan 

kebijakan, peranti analisis, serta komitmen dan dukungan politik 

terhadap kesetaraan gender yang masih belum optimal, 

pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG 

dalam pembangunan, terutama di provinsi, kabupaten/kota, dan 

desa masih rendah dan belum seragam, serta kapasitas 

kelembagaan dalam melaksanakan PUG, terutama SDM serta 

penyediaan dan pemanfaatan data gender di dalam setiap 

tahapan pembangunan masih belum memadai. 

Di dalam RPJMN 2020-2224 pemerintah telah 

menetapkan arah kebijakan dan strategi bagi peningkatan 

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang meliputi:  

1.  Penguatan kebijakan dan regulasi, percepatan pelaksanaan 

PUG di kementerian/lembaga, pemerintah 

provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui 

penguatan pelembagaan PUG dan penguatan perencanaan 

dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).  

2.  Peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik 

perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga 

masyarakat, media massa, dan dunia usaha.  
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3.  Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam 

pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, 

ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan 

pengambilan keputusan.  

4.  Peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, 

dan lembaga masyarakat. 

 

Kebijakan pendidikan dan gender melalui strategi 

pengarustamaan gender harus disesuaikan dengan perubahan 

dan kondisi sosial masyarakat. Untuk itu perlu perlu dilakukan 

analisis kebijakan pendidikan dan gender untuk mengevaluasi 

sejauh mana keefektifan kebijakan yang telah ditetapkan dan 

mengidentifikasi strategi lainnya yang diperlukan serta 

mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasi 

kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam 

pendidikan dan pembangunan. Salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk menganalisis kebijakan pendidikan dan gender 

adalah analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan 

Threats) untuk memberikan informasi bagi penentu dan 

pelaksana kebijakan dengan membantu mengoptimalkan sumber 

daya yang ada, memanfaatkan peluang yang ada, serta 

meminimalisir hambatan dan tantangan dalam implementasi 

pendidikan dan gender. 
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Tabel 1. Daftar Kebijakan Pendidikan dan Gender 

 

NO DOKUMEN KEBIJAKAN 

1 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. pasal 3 dijelaskan tentang tujuan pendidikan yaitu 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga 

negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Pasal 4 tentang 

prinsip penyelenggaraan pendidikan dimana salah satunya 

menyebutkan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara 

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai 

kultural, dan kemajemukan bangsa 

2 

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, yang menginstruksikan 

seluruh kementerian/lembaga di tingkat nasional dan daerah untuk 

mengarusutamakan gender atau responsif terhadap gender dalam 

berbagai aspek kegiatan pembangunan 

3 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 juga 

menetapkan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan 

salah satu dari 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) 

pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 

 

B. Analisis Kebijakan Pendidikan Dan Gender 

1. Analisis SWOT 

 Berikut ini tahapan analisis SWOT atas kebijakan 

pemerintah tentang pendidikan dan gender. Mengidentifikasi 

faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan. 

Berikut disajikan faktor-faktor internal yang menjadi 

kekuatan (strengths) dan mempengaruhi kebijakan pemerintah 

terkait pendidikan dan gender di sekolah, keluarga dan 

masyarakat. 

1. Sistem dan Pendekatan Pembelajaran (S1) 

2. Jejaring kemitraan antara stakeholder pendidikan (S2) 

3. Jejaring kemitraan antara stakeholder pendidikan merupakan 

kekuatan utama dalam membangun aliansi strategis untuk 
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melakukan perubahan kebijakan dari netral dan menjadi 

kebijakan responsif gender  

4. Kurikulum yang mendukung (S3) 

5. Pengembangan Program Pendidikan S4) 

 

Selanjutnya adalah beberapa faktor internal yang menjadi 

kelemahan (weakness) dan mempengaruhi kebijakan pendidikan 

dan gender di sekolah, keluarga dan masyarakat  

1. Rendahnya kesadaran kesetaraan gender dalam pendidikan. 

(W1) 

2. Keterbatasan sumber daya (W2) 

3. Rendahnya Kesempatan, Keterlibatan dan Partisipasi 

Perempuan (W3) 

 

Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menjadi 

peluang dan ancaman 

Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang menjadi 

peluang (opportunities) dan mempengaruhi kebijakan 

pemerintah tenttang pendidikan dan gender di sekolah, keluarga, 

dan masyarakat. 

1. Perubahan kebijakan pemerintah  

Perubahan kebijakan tentang pendekatan pembangunan yang 

berorietasi pada kesetaraan dan keadilan gender yaitu  

pendekatan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai 

agenda pembangunan Indonesia, yang salah satu tujuannya 

adalah kesetaraan gender  

2. Kebutuhan peningkatan kualitas SDM 

Kebutuhan peningkatan kualitas SDM menjadi faktor 

peluang eksternal yang mempengaruhi kebijakan pendidikan 

dan gender di sekolah, keluarga dan masyarakat. Kebutuhan 

ini mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan dan 

program yang berfokus pada peningkatan pendidikan dan 

gender. 
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3. Partisipasi aktif masyarakat 

Partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan dan gender 

dapat menjadi faktor peluang eksternal yang mempengaruhi 

kebijakan pendidikan dan gender di atas sekolah, keluarga, 

dan masyarakat. 

 

Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang menjadi 

ancaman (threats) dan mempengaruhi kebijakan pemerintah 

tenttang pendidikan dan gender di sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. 

1. Diskriminasi Gender 

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi dalam 

seluruh aspek kehidupan. Kesenjangan gender dalam 

kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, 

kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. 

2. Minimnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pendidikan 

bagi perempuan 

Upaya peningkatan kualitas hidup perempuan adalah 

pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir 

tentang pentingnya kesetaraan gender dalam memperoleh 

akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan 

 
KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS) 

S1.  Sistem dan Pendekatan 

Pembelajaran  

S2 Jejaring kemitraan antara 

stakeholder pendidikan  

S3 Kurikulum yang mendukung  

S4 Pengembangan Program 

Pendidikan  

W1 Rendahnya kesadaran kesetaraan 

gender dalam pendidikan.  

W2 Keterbatasan sumber daya  

W3 Rendahnya Akses, Kesempatan, 

Keterlibatan dan Partisipasi 

Perempuan  

 

PELUANG (OPPORTUNITIES) ANCAMAN (THREATS) 

O1 Perubahan kebijakan 

pemerintah. 

O2 Kebutuhan peningkatan 

kualitas SDM 

O3 Partisipasi aktif masyarakat 

T1 Diskriminasi Gender 

T2 Minimnya akses, partisipasi, 

kontrol dan manfaat pendidikan 

bagi perempuan 

Gambar 1. Matriks SWOT Kebijakan Pendidikan dan Gender 
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Mengembangkan strategi, untuk memaksimalkan 

kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman. 

a. Strategi SO (Strengths-Opportunities) 

Strategi SO (Strengths-Opportunities) merupakan strategi 

yang dilakukan dengan memanfaatkan peluang untuk 

mengoptimalkan kekuatan yang telah dimiliki, yaitu: 

1) Strategi SO-1. Meningkatkan program pengembangan 

sistem pendekatan pembelajaran yang responsif 

gender dalam menghadapi perubahan kebijakan. 

Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang 

adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mendukung 

kesetaraan gender. Ini bertujuan untuk meningkatkan 

kekuatan “Pendekatan pembelajaran yang responsif 

gender sesuai dengan matriks SWOT yang disimbolkan 

dengan S1 dan O1 pada gambar 1. Dengan adanya 

perubahan kebijakan pemerintah yang mendukung 

pendidikan dan gender, organisasi atau institusi 

pendidikan dapat memanfaatkan peluang ini untuk 

meningkatkan program pengembangan pendekatan 

pembelajaran yang responsif gender. Pendekatan 

pembelajaran yang menggabungkan kesetaraan gender 

termasuk didalamnya mengubah stereotip perlakuan dan 

partisipasi aktif baik dalam kegiatan kurikuler dan ekstra 

kurikuler di sekolah 

2) Strategi SO-2. Mengembangkan program kemitraan 

antara stakeholder pendidikan. Strategi ini diperoleh 

dengan memanfaatkan peluang adanya partisipasi aktif 

masyarakat yang mendukung kesetaraan gender. Ini 

bertujuan untuk meningkatkan kekuatan “jejaring 

kemitraan antara stakeholder pendidikan sesuai dengan 

matriks SWOT yang disimbolkan dengan S2 dan O3 pada 

gambar 1. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat 

yang mendukung pendidikan dan gender, organisasi atau 

institusi pendidikan dapat memanfaatkan peluang ini 
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untuk meningkatkan program kemitraan antara 

stakeholder pendidikan dalam mewujudkan kesetaraan 

gender.  

3) Strategi SO-3. Mengembangkan kurikulum yang 

mendukung responsif gender. Strategi ini diperoleh 

dengan memanfaatkan peluang adanya kebutuhan kualitas 

sumber daya manusia yang mendukung kesetaraan gender. 

Ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan “kurikulum 

yang mendukung sesuai dengan matriks SWOT yang 

disimbolkan dengan S3 dan O2 pada gambar 1. Dengan 

adanya kurikulum yang mendukung pendidikan dan 

gender, organisasi atau institusi pendidikan dapat 

memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan 

kurikulum yang mendukung responsif gender untuk 

meningkatkan kualitas SDM. Kesetaraan gender dalam 

kurikulum dan materi pembelajaran termasuk didalamnya 

revisi berkala untuk menyertakan pendekatan yang sensitif 

gender dan juga pembentukan lembaga formal yang 

bertugas untuk menghilangkan stereotip gender dalam 

buku pelajaran dan materi pembelajaran lainnya.  

4) Strategi SO-4. Mengembangkan program Pendidikan 

dengan konsep kesetaraan gender. Strategi ini diperoleh 

dengan memanfaatkan peluang adanya partisipasi aktif 

masyarakat yang mendukung kesetaraan gender. Ini 

bertujuan untuk meningkatkan kekuatan “pengembangan 

program pendidikan sesuai dengan matriks SWOT yang 

disimbolkan dengan S4 dan O3 pada gambar 1. Dengan 

adanya partisipasi aktif masyarakat yang mendukung 

pendidikan dan gender, organisasi atau institusi 

pendidikan dapat memanfaatkan peluang ini untuk 

mengembangkan program pendidikan dengan konsep 

gender.  
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b. Strategi ST (Strengths-Threats) 

Strategi ST (Strengths-Threats) diperoleh dengan 

memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman. 

1) Strategi ST-1 Evaluasi Sistem dan Pendekatan 

pembelajaran. Strategi ini diperoleh dengan menafaatkan 

kekuatan sistem dan pendekatan pembelajaran dan 

bertujuan untuk menghadapi ancaman diskriminasi gender 

sesuai dengan matriks SWOT yang disajikan dan 

disimbolkan dengan S1 dan T1 pada gambar 1. Evaluasi 

sistem dan pendekatan pembelajaran untuk 

mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang 

berorientasi kesetaraan gender. Pembaharuan sistem dan 

pendekatan mampu menghasilkan pembelajaran yang 

inovatif, tepat dan bermanfaat. 

2) Strategi ST-2 Mengembangkan program pendidikan 

dengan yang dapat diakses, dikontrol dan memperoleh 

manfaat pendidikan bagi perempuan. Strategi ini 

diperoleh dengan menafaatkan kekuatan program 

pendidikan yang mendukung dan bertujuan untuk 

menghadapi ancaman keterbatasan akses, kontrol dan 

manfaat pendidikan bagi perempuan sesuai dengan 

matriks SWOT yang disajikan dan disimbolkan dengan S4 

dan T2 pada gambar 1.  

3) Strategi ST-3. Evaluasi dan revisi terhadap kurikulum. 

Strategi ini diperoleh dengan menafaatkan kekuatan 

Kurikulum yang mendukung dan bertujuan untuk 

menghadapi ancaman diskriminasi gender sesuai dengan 

matriks SWOT yang disajikan dan disimbolkan dengan S3 

dan T1 pada gambar 1. Evaluasi kurikulum bertujuan 

untuk mengidentifikasi struktur dan materi yang sensitif 

terhadap gender. Pembaharuan kurikulum mampu 

mendorong pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan 

dan tuntutan pendidikan yang berorientasi kesetaraan 

gender. 
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c. Strategi WO (Weakness-Opportunities) 

Strategi WO (Weakness-Opportunities) untuk 

memanfaatkan peluang dalam mengatasi kelemahan 

kebijakan pendidikan dan gender 

1) Strategi WO-1. Meningkatkan Akses, Kesempatan, 

Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan dalam 

pendidikan dan pembangunan dengan pendekatan 

SDGs. Stretagi ini diperoleh dengan memanfaatkan 

peluang adanya kebijakan kebijakan pemerintah 

tentang pendekatan pembangunan yang berorietasi 

pada kesetaraan dan keadilan gender yaitu  pendekatan 

Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai 

agenda pembangunan Indonesia, yang salah satu 

tujuannya adalah kesetaraan gender dalam RPJM 

dengan pendekatan Sustainable Development Goals 

(SDGs) sebagai agenda pembangunan Indonesia, yang 

salah satu tujuannya adalah kesetaraan gender yang 

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 

2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2020-2024. Hal ini bertujuan untuk 

mengatasi kelemahan akan rendahnya akses 

Kesempatan, Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan 

dalam pendidikan dan pembangunan sesuai dengan 

matriks SWOT W3 dan O1 pada gambar 1.  

2) Strategi Wo-2. Mempromosikan kesadaran gender 

sebagai bagian utama dalam pendidikan. Hal ini 

bertujuan untuk memanfaatkan peluang tentang 

kebutuhan partisipasi masyarakat dan bertujuan untuk 

mengatasi rendahnya kesadaran tentang kesadaran 

gender sesuai dengan matriks SWOT W2 dan O2 pada 

gambar 1.  

3) Strategi WO-3. Meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia berorientasi kesetaraan gender. Hal 

ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang tentang 
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kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

dan bertujuan untuk mengatasi kelemahan akan 

keterbatasan sumber daya manusia sesuai dengan 

matriks SWOT W2 dan O2 pada gambar 1. 

 

d. Strategi  WT (Weakness-Threats) 

Strategi  WT (Weakness-Threats) dikembangkan untuk 

mengatasi kelemahan untuk menghadapi ancaman 

1) Strategi WT-1. Meningkatkan kesadaran tentang 

kesetaraan gender. Hal ini bertujuan untuk mengatasi 

kelemahan tentang rendahnya kesadaran gender dalam 

pendidikan dan bertujuan untuk menghadapi ancaman 

diskriminasi gender sesuai dengan matriks SWOT W1 dan 

T1 pada gambar 1. 

2) Strategi WT-2. Meningkatkan akses, kesempatan, 

keterlibatan dan partisipasi perempuan. Hal ini 

bertujuan untuk mengatasi kelemahan tentang rendahnya 

akses, kesempatan, keterlibatan dan partisipasi prempuan 

dalam pendidikan dan bertujuan untuk menghadapi 

ancaman Minimnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat 

pendidikan bagi perempuan sesuai dengan matriks SWOT 

W3 dan T2 pada gambar 1. 

3) Strategi WT-3. Meningkatkan sumber daya dalam 

pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan 

tentang keterbatasan sumber daya dan bertujuan untuk 

menghadapi diskriminasi gender sesuai dengan matriks 

SWOT W2 dan T1 pada gambar 1 
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SWOT 

STRENGTH WEAKNESS 

S1.  Sistem dan 

Pendekatan 

Pembelajaran  

S2 Jejaring 

kemitraan antara 

stakeholder 

pendidikan  

S3 Kurikulum yang 

mendukung  

S4 Pengembangan 

Program 

Pendidikan 

W1 Rendahnya 

kesadaran 

kesetaraan gender 

dalam pendidikan.  

W2 Keterbatasan 

sumber daya  

W3 Rendahnya 

Kesempatan, 

Keterlibatan dan 

Partisipasi 

Perempuan  

 

OPPORTUNITIES STRATEGI SO  

SO-1 Meningkatkan 

program 

pengembangan 

sistem 

pendekatan 

pembelajaran 

yang responsif 

gender dalam 

menghadapi 

perubahan 

kebijakan 

SO-2 Mengembangkan 

program 

kemitraan antara 

stakeholder 

pendidikan  

SO-3 Mengembangkan 

kurikulum yang 

mendukung 

responsif gender  

SO-4 Mengembangkan 

program 

Pendidikan 

dengan konsep 

kesetaraan 

gender. 

STRATEGI WO 

WO-1 Meningkatkan 

Akses, 

Kesempatan, 

Keterlibatan 

dan Partisipasi 

Perempuan 

dalam 

pendidikan dan 

pembangunan 

dengan 

pendekatan 

SDGs  

WO-2 Mempromosikan 

kesadaran 

gender sebagai 

bagian utama 

dalam 

pendidikan  

WO-3 Meningkatkan 

kualitas sumber 

daya manusia 

berorientasi 

kesetaraan 

gender. 

 

 

O1 Perubahan 

kebijakan 

pemerintah. 

O2 Kebutuhan 

peningkatan 

kualitas SDM 

O3 Partisipasi 

aktif 

masyarakat 
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THREATS STRATEGI ST 

ST-1 Evaluasi Sistem 

dan Pendekatan 

pembelajaran 

tanpa 

diskriminasi 

gender. 

ST-2 Mengembangkan 

program 

pendidikan 

dengan yang 

dapat diakses, 

dikontrol dan 

memperoleh 

manfaat 

pendidikan bagi 

perempuan.  

ST-3. Evaluasi dan 

revisi terhadap 

kurikulum. 

 

STRATEGI WT 

WT-1.  Meningkatkan 

kesadaran 

tentang 

kesetaraan 

gender  

WT-2.  Meningkatkan 

akses, 

kesempatan, 

keterlibatan dan 

partisipasi 

perempuan 

WT-3.  Meningkatkan 

sumber daya 

dalam 

pendidikan 

 

 

T1 Diskriminasi 

Gender 

T2 Minimnya 

akses, 

partisipasi, 

kontrol dan 

manfaat 

pendidikan 

bagi 

perempuan 

Gambar 2. Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan dan Gender 

 

Melakukan Priorotas strategi, yang sebaiknya 

melibaykan pakar atau ahli pemangku kepentingan, atau tim 

analisis SWOT berdasarkan hasil survey dan wawancara. 

Langkah-langkah umum prioritas adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan Nilai Bobot dan Bobot Relatif. 

Bobot ditentikan berdasarkan tingkat kepentingan atau 

urgensi penanganan misalnya menggunakan skala 1 sd 4 (1= 

tidak pentong, 2 = cukup penting, 3 = penting dan 4 = sangat 

penting). Adapun bobot relatif dihitung tersendiri antara 

faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal 

(peluang dan ancaman) sehingga total nilai bobot masing-

masing faktor internal maupun eksternal menjadi 1 atau 

100%. 
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2) Menentukan Nilai Rating 

Rating adalah analisis terhadap kemungkinan yang akan 

terjadi dalam jangka pendek. Nilai rating untuk faktor internal 

kekuatan dan faktor eksternal peluang, misalnya diberikan 

skala 1 sd 4. Diberi nilai 1 jika kekuatan atau peluang semakin 

sedikit, dan diberi nilai rating 4 jika kekuatan atau peluang 

semakin banyak. Sedangkan pemberian nilai rating untuk 

faktor internal; kelemahan dan faktor eksternal ancaman, 

berkebalikan dengan pemberian nilai rating kekuatan dan 

peluang. Diberi nilai rating 1 jika semakin banyak kelemahan 

atau ancamannya, dan diberi nilai rating 4 jika kelemahan 

atau faktor ancaman tersebut semakin berkurang. 

3) Menentukan nilai skor 

Nilai skor diperoleh berdasarkan nilai bobot dikalikan dengan 

nilai rating. Total nilai skor untuk faktor internal (kekuatan 

dan kelemahan) menunjukkan bahwa semakin mendekati 1 

maka semakin banyak kelemahan internal dibanding 

kekuatannya, sedangkan semakin mendekati 4 maka semakin 

banyak kekuatannya dibandoing kelemahannya. Demikian 

halnya dengan total nilai skor untuk faktor eksternal (peluang 

dan ancaman), semakin total nilai skor mendekati 1, maka 

berarti semakin banyak ancamannya dibandingkan 

peluangnya, sedangkan apabila total nilai skor semakin 

mendekati 4, artinya semakin banyak peluang dibandingkan 

ancaman. 
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Tabel 2. Perhitungan Skor Analisis SWOT 

 

No Faktor 

Internal/Eksternal 

Bobot Bobot 

Relatif 

Rating skor 

Kekuatan (strength) 

1 Sistem dan 

Pendekatan 

Pembelajaran  

2 0,10 2 0,2 

2 Jejaring kemitraan 

antara stakeholder 

pendidikan 

2 0,10 2 0,2 

3 Kurikulum yang 

mendukung 

3 0,14 2 0,28 

4 Pengembangan 

Program Pendidikan 

3 0,14 3 0,42 

Sub Total 1,1 

Kelemahan (weakness) 

1 Rendahnya kesadaran 

kesetaraan gender 

dalam pendidikan.  

4 0,19 3 0,57 

0,382 Keterbatasan sumber 

daya  

4 0,19 2 0,38 

30,42 Rendahnya 

Kesempatan, 

Keterlibatan dan 

Partisipasi Perempuan  

 

3 0,14 3 0,42 

Sub Total 1,37 

Total Skor Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) 2,47 

Peluang (Opportunities) 

1 Perubahan kebijakan 

pemerintah. 

3 0,18 1 0,18 

2 Kebutuhan 

peningkatan 

kualitas SDM 

3 0,18 3 0,54 

3 Partisipasi aktif 

masyarakat 

3 0,18 2 0,36 

Sub Total 1,08 

Ancaman (Threats) 
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1 Diskriminasi Gender 4 0,24 3 0,72 

2 Minimnya akses, 

partisipasi, kontrol 

dan manfaat 

pendidikan bagi 

perempuan 

4 0,24 2 0,48 

Sub Total 1,2 

Total Skor Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman) 2,28 

 

Berdasarkan hasil penentuan skor faktor internal dan 

eksternal, maka selanjutnya. 

  

 Kekuatan 

(Strengths) 

Kelemahan 

(Weakness) 

Peluang (Opportunities) Strategi SO 

1,1 + 1,08 = 2,18 

Strategi WO 

1,37 + 1,08 = 

2,45 

Ancaman (Threats) Strategi ST 

1,1 + 1,2 = 2,3 

Strategi WT 

1,37 + 1,2 = 2,57 

Gambar 3. Hasil Perhitungan Skor Strategi 

 

Menurut perhitungan analisis SWOT, nilai tertinggi diperoleh 

dari hasil kombinasi Weakness-Threats dengan nilai 2,57 

sehingga kebijakan strategi pendidikan dan gender yang 

menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan adalah 

strategi WT (Weakness-Threats) 

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan prioritisasi faktor, 

diketahui bahwa strategi WT (Weakness-Threats) merupakan 

strategi prioritasm sehingga rekomendasi dalam 

mengembangkan kebijakan pendidikan dan gender disusun 

berdasarkan strategi prioritas. Berikut ini disajikan sejumlah 

program kegiatan yang dapat direkomendasikan untuk 

mendukung implementasi strategi WT, yang dapat dilihat 

pada tabel 3. 
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Tabel 3.  

Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi Weakness-

Threats (WT) 

 

No Strategi Weakness-

Threats 

Rekomendasi Program 

1 Meningkatkan kesadaran 

tentang kesetaraan gender  

a. Sosialisasi Pengarustamaan 

Gender (PUG) 

b. Pendidikan berbasis 

pengarusatamaan Gender 

c. Kampanye dan gerakan He 

for She dengan 

memanfaatkan media sosial  

2 Meningkatkan akses, 

kesempatan, keterlibatan 

dan partisipasi perempuan 

a. Analisis dalam 

perencanaan dan evaluasi 

untuk memastikan keadilan 

dalam hal akses, 

partisipasi, kontrol dan 

manfaat pembangunan bagi 

perempuan 

b.  Aksi Pendidikan Responsif 

Gender 

c. Pendidikan Berbasis 

Pengarusatamaan Gender  

3 Meningkatkan sumber daya 

dalam pendidikan 

a. Perencanaan dan 

penganggaran responsif 

gender 

b. Pengelolaan sarana dan 

prasarana 

 

Berdasarkan rekomendasi program pada tabel 3, maka 

selanjutnya akan dibahas program-program tersebut 

berdasarkan strategi weakness-threats (WT), pada sub sub 

hasil analisis dan pembahasan.  
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2. Hasil Analisis dan Pembahasan 

a. Sosialisasi Pengarustamaan Gender (PUG) 

Isu gender juga merupakan salah satu isu utama dalam 

pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya 

manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan 

dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan 

gender (PUG), namun data menunjukkan masih adanya 

kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal 

akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan 

terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis 

lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok 

masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan 

disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat 

yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan 

paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup 

perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan 

yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan 

antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak 

laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, 

dan manfaat pembangunan. 

Maka, PUG diperlukan sebagai alat yang menciptakan 

suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang 

adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik 

perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki. 

PUG ditujukan agar semua program pembangunan dapat 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan 

akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan 

adanya kendali dan manfaat bagi perempuan. 

PUG adalah upaya yang dilakukan secara rasional dan 

sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender 

dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan 

program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, 
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kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki 

untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari 

tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, 

kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan 

nasional dan daerah. Indonesia telah memiliki komitmen 

kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan 

pengarusutamaan gender. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya komitmen pemenuhan hak-hak dasar perempuan 

antara lain dalam UUD 1945, Inpres No. 9 Tahun 2000, 

dan Peraturan Presiden tentang RPJMN 2020-2024. 

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta 

mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan 

terkoordinasi, di dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 

2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional  yang mengamanatkan bahwa 

dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan 

kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan 

dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan 

strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses 

pembangunan nasional. PUG menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi 

dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah. 

Upaya mencapai kehidupan yang lebih baik dilakukan 

secara terus menerus oleh Pemerintah dengan 

pembangunan kualitas hidup masyarakat tanpa 

membedakan jenis kelamin tertentu. Keberhasilan 

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta 

maupun masyarakat tergantung pada peran serta seluruh 

penduduk, baik laki-laki maupun perempuan sebagai 

pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil 

pembangunan. 
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PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan 

masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dari semua 

kelompok usia, wilayah dan yang berkebutuhan khusus, 

dapat terlibat dalam proses pembangunan sehingga 

diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa 

bermanfaat untuk semua dan semua penduduk dapat ikut 

serta dalam pengambilan keputusan/kebijakan. PUG 

dilaksanakan dengan cara memastikan adanya akses, 

partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil dan setara bagi 

laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan. 

Selain hal-hal yang disebutkan di atas intervensi 

pemerintah dalam mempercepat tercapainya kesetaraan 

dan keadilan gender (KKG) adalah dengan membentuk 

suatu kebijakan yang disebut Strategi ”Pengarusutamaan 

Gender” disingkat menjadi PUG (Gender Mainstreaming). 

Istilah pengarusutamaan gender (PUG) berasal dari bahasa 

Inggris ” Gender Mainstreaming”. Istilah ini digunakan 

pada saat Konferensi Wanita Sedunia ke IV di Beijing dan 

dicantumkan pada ”Beijing Platform of Action”. Semua 

negara peserta termasuk Indonesia dan organisasi yang 

hadir pada konferensi tersebut secara eksplisit menerima 

mandat untuk mengimplementasikan ”Gender 

Mainstreaming” tersebut di negaranya masing-masing. 

Adapun yang dimaksud dengan Pengarusutamaan Gender 

(PUG) adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan 

kesetaraan gender (KKG) melalui kebijakan dan program 

yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan 

permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari 

seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang 

kehidupan dan pembangunan.  

  



243 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan 

apakah perempuan dan laki-laki:  

• Memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya 

pembangunan,  

• Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan. 

Termasuk proses pengambilan keputusan,  

• Mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya 

pembangunan, dan  

• Memperoleh manfaat yang sama dari hasil 

pembangunan.  

 

Penyelenggaraan pangarusutamaan gender mencakup baik 

pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan 

kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender 

adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan 

dengan perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki 

guna menjalankan peran-peran sosial masingmasing, 

seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan 

kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air 

bersih, dan pemberantasan buta aksara. Kebutuhan 

strategis gender adalah kebutuhan perempuan dan/atau 

laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi 

gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, 

seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, 

pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap 

sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat 

jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, 

penghapusan kekerasan dan deskriminasi di berbagai 

bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan 

yang sama, dan sebagainya. Dalam buku Panduan 

Pelaksanaan Inpres No 9 Tahun 2000 Tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, yang 

diterbitkan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan, dikemukakan sejumlah kondisi awal dan 
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komponen kunci yang diperlukan rangka 

menyelenggarakan pengarusutamaan gender. Kondisi 

awal dan komponen kunci yang dimaksud, dikemukakan 

pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.  

Kondisi awal dan komponen kunci  

pengarustamaan gender 

 

No Kondisi awal yang 

diperlukan 

Komponen gender 

1 Political will dan 

kepemimpinan dari lembaga 

dan pemimpin eksekutif, 

yudikatif, dan legislatif. 

Adanya kesadaran, 

kepekaan, dan respons, serta 

motivasi yang kuat dalam 

mendukung terwujudnya 

kesetaraan dan keadilan 

gender 

Peraturan perundang-

undangan, misalnya:  

• UUD 1945  

• Tap MPR  

• Undang-undang  

• Peraturan Pemerintah  

• Kepres  

• Perda 

 Adanya kerangka kebijakan 

yang secara jelas 

menyatakan komitmen 

pemerintah, propinsi, 

kabupaten/kota terhadap 

perwujudan kesetaraan dan 

keadilan gender 

Kebijakan-kebijkan yang 

secara sistemik mendukung 

penyelenggaran PUG, 

termasuk kebijakan, strategi, 

program, kegiatan, beserta 

penyediaan anggarannya, 

seperti:  

• penyerasian berbagai 

kebijakan dan peraturan 

yang responsive gender  

• penyusunan kerangka kerja 

akuntabilitas  

• penyusunan kerangka 

pemantauan dan evaluasi 

yang responsive gender  

• pelembagaan institusi 

pelaksana dan penunjang 

PUG. 



245 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

 Struktur dan mekanisme 

pemerintah, propinsi, 

kebupaten/kota yang 

mengtegrasikan perspektif 

gender 

Struktur organisasi 

pemerintah dalam rangka 

pelaksanaan PUJ di lingkup 

nasional, propinsi, dan 

kabupaten/kota, yang ditandai 

oleh terbentuknya: • Unit 

PUG • Focal point • 

Kelompok Kerja • Forum 

Mekanisme pelaksanaan PUG 

diintegrasikan pada setiap 

tahapan pembangunan, mulai 

dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, penganggaran, 

pemantauan, dan evaluasi. 

 Sumber-sumber daya yang 

memadai 

• SDM yang memiliki 

kesadaran, kepekaan, 

keterampilan, dan 

motivasi yang kuat dalam 

melaksanakan PUG di 

unitnya.  

• Sumber dana dan sarana 

yang memadai untuk 

melaksanakan PUG 

 Sistem Informasi dan data 

yang terpilah menurut jenis 

kelamin 

Sistem Informasi dan data 

yang terpilah menurut jenis 

kelamin 

 Alat analisis Analisis gender untuk:  

• Perencanaan  

• Penganggaran  

• Pemantauan dan evaluasi 

 Dorongan dari masyarakat 

madani kepada pemerintah 

Partisipasi masyarakat madani 

yang dilakukan dalam 

mekanisme dialog dan diskusi 

dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan 

evaluasi. 
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Di Indonesia definisi tersebut diadopsi dalam Inpres No. 9 

tahun 200 dan Presiden telah mengintruksikan kepada 

jajaran ekskutif di tingkat pusat dan daerah, instansi dan 

lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri, Kepala 

Lembaga Pemerintah nondepartemen, Pimpinan 

Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi, Panglima 

Negara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia, Jaksa Agung RI, Gubernur, dan Walikota untuk 

melaksanakan PUG sebagai pembangunan nasional. 

Mereka diharuskan untuk melakukannya disetiap tahap 

mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan 

pemantauan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan 

termasuk penganggarannya sesuai dengan bidang tugas, 

fungsi dan kewanangan masingmasing. Dengan Inpres ini 

juga memberi mandat kepada Kementerian Negara 

Pemberdayaan Perempuan untuk bertindak sebagai 

koordinator dan fasilitator dalam melaksanakan strategi 

PUG. Pada dasarnya pengarusutamaan gender adalah 

menarik perempuan ke dalam arus utama pembangunan 

bangsa dan masyarakat sebagai warga negara yang 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-

laki. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di 

dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan 

dan evaluasi kebijakan program pembangunan nasional. 

Pengarusutamaan gender berfungsi untuk menciptakan 

mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan di 

semua bidang kegiatan dan kehidupan masyarakat dan 

pemerintahan. Lebih nyata penyelenggaraan PUG 

dimaksudkan untuk mencapai kebutuhan praktis dan 

strategis gender. Kebutuhan praktis adalah pemenuhan 

jangka pendek, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, 

pelayanan kesehatan, pemberantasan buta aksara dan 

sebagainya. Pemenuhan kebutuhan strategis merupakan 
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kebutuhan jangka panjang, seperti perubahan posisi 

subordinasi perempuan dalam berbagai bidang ke dalam 

posisi setara dan adil gender. Pentingnya melaksanakan 

PUG di dalam berbagai bidang pembangunan bertujuan 

untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan benar-

benar sudah memperoleh akses yang sama terhadap 

sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat 

sama dari hasil pembangunan.  

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi munculnya 

kesenjangan gender. Faktor-faktor tersebut dapat 

diklompokkan menjadi empat, yakni: • faktor partisipasi, 

• faktor akses, • faktor kontrol, • dan faktor 

manfaat/keuntungan. Dengan mengetahui keempat hal 

tersebut, maka kesenjangan gender akan dapat 

teridentifikasi yang apada akhirnya untuk menemukan isu-

isu gender. Dengan cara-cara ini akan dapat pula ditempuh 

upaya-upaya untuk meminimalisir bahkan menghilangkan 

kesenjangan gender melalui perumusan kebijakan, 

program dan kegiatan yang responsif gender, dengan 

menggunakan teknik analisis yang disebut Gender 

Analysis Pathways (GAP) dan Policy Outlook And Action 

Plan (POP).  

Lingkup Kegiatan dan Alur Kerja Pengarusutamaan 

Gender: 

Pengarusutamaan gender dilakukan dalam seluruh 

rangkaian kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pemantuan, hingga evaluasi. Alur Kerja 

Analisis Gender, dalam perencanaan yang responsif 

gender, terdapat tiga tahap utama, yaitu:  

1) melakukan analisis kebijakan gender,  

Tahap pertama dalam perencanaan, yaitu Analisis 

Kebijakan Gender, perlu dilakukan karena pada 

umumnya kebijakan pemerintah hingga saat ini masih 

netral gender (gender neutral) dan kadang-kadang, 
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secara tidak sengaja, mempunyai dampak kurang 

menguntungkan bagi salah satu jenis kelamin. Dengan 

menggunakan Data Pembuka Wawasan kita dapat 

melihat bagaimana kebijakan dan program yang ada 

ssat ini memberikan dampak berbeda kepada laki-laki 

dan perempuan. 

2) memformulasi kebijakan yang responsif gender,  

Tahap kedua, Formulasi Kebijakan Gender, dilakukan 

untuk menyusun Sasaran Kebijakan Kesetaraan dan 

Keadilan Gender yang menggiring kepada upaya 

mengurangi atau menghapus kesenjangan antara laki-

laki dan perempuan 

3) menyusun rencana aksi kebijakan/program/proyek/ 

kegiatan yang responsif gender.  

Rencana Aksi Kebijakan Kesetaraan dan Keadilan 

Gender disusun sebagai suatu rencana aksi berupa 

kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan 

yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan 

antara laki-laki dan perempuan. Seluruh kegiatan dalam 

rencana aksi harus sesuai dengan tujuan yang telah 

diidentifikasi dalam tahap Formulasi Kebijakan 

Kesetaraan dan Keadilan Gender di atas. Rencana aksi 

kebijakan ini perlu disertai dengan indikator 

keberhasilan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam 

mengimplemtasikan rencana aksi. 

 

Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan yang berperspektif gender diselenggarakan 

setelah tahap-tahap perencanaan yang responsif gender 

seperti dikemukakan di atas dilakukan. Dalam upaya 

mendukung dan mengefektifkan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender, perlu dilakukan beberapa hal, 

antara lain.  
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•  Pemampuan dan peningkatan kapabilitas pelaksana 

pengarusutamaan gender  

•  Penyusunan perangkat pengarusutamaan gender, 

seperti perangkat analisis, perangkat pelatihan, serta 

perangkat pemantauan dan evaluasi.  

•  Pembentukan mekanisme pelaksanaan 

pengarusutamaan gender, seperti forum komunikasi, 

kelompok kerja, stering commite antar lembaga, dan 

pembentukan focal point pada masing-masing sektor.  

•  Pembuatan kebijakan formal yang mampu 

mengembangkan komitmen segenap jajaran pemerinah 

dalam upaya pengarusutamaan gender.  

• Pembentukan kelembagaan dan penguatan kapasitas 

kelembagaan untuk pengarusutamaan gender  

•  Pengembangan mekanisme yang mendorong 

terlaksananya proses konsultasi dan berjejaring. 

 

b. Kampanye dan Sosialisasi tentang Kesetaraan Gender 

melalui gerakan He for She melalui Media Sosial 

Menurut Kotler & Roberto (1989) menegaskan bahwa 

kampanye sosial dirancang untuk mengubah sikap dan 

perilaku masyarakat umum dan individu tertentu. Leslie B. 

Snyder, mendefinisikan kampanye komunikasi sebagai 

tindakan terencana yang diarahkan pada audiens tertentu, 

yang dilakukan selama periode waktu yang telah 

ditentukan, dan dengan serangkaian tujuan tertentu. 

Menurut beberapa ahli komunikasi, konsep Rogers dan 

Storey adalah yang paling banyak digunakan dan diakui 

oleh para ilmuwan komunikasi adalah kasus untuk dua 

faktor.. Alasan pertama adalah bahwa definisi tersebut 

secara khusus menetapkan bahwa kampanye adalah jenis 

tindakan komunikasi, dan yang kedua adalah bahwa istilah 

tersebut cukup luas untuk mencakup spektrum penuh dari 

praktik kampanye yang diamati di dunia nyata. Setiap 
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kegiatan kampanye komunikasi setidaknya memiliki 

empat komponen: sejumlah besar khalayak sasaran yang 

terkonsentrasi dalam waktu singkat, urutan tindakan 

komunikasi yang direncanakan, dan tindakan kampanye 

yang dimaksudkan untuk menghasilkan efek atau dampak 

tertentu. Kampanye juga memiliki kualitas atau kualitas 

tambahan, seperti sumber yang jelas, siapa pencipta, 

penyiar, dan orang yang bertanggung jawab atas suatu 

produk kampanye (pembuat kampanye), sehingga setiap 

orang yang mendengar pesan kampanye dapat 

mengenalinya dan bahkan menilainya. 

Sedangkan kampanye global yaitu kampanye yang 

dilaksanakan secara umum serta kampanye ini bersifat 

keseluruhan dan meliputi seluruh dunia dapat bergabung 

dalam kampenye ini dan Kampanye ini merupakan usaha 

untuk meminta bantuan kepada masyarakat agar maksud 

dapat tersampaikan kampanye ini merupakan bentuk 

tindakan sosial ini juga mengkomunikasikan secara 

terencana agar masyarakat akan mendukung seseorang 

atau suatu kelompok yang sudah terorganisir dalam kurun 

waktu tertentu 

Sosialisasi adalah sebuah proses belajar seumur hidup di 

mana seorang individu mempelajari kebiasaan dan kultur 

masyarakat yang meliputi cara hidup, nilai- nilai, dan 

norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar 

dapat diterima dan berpartisipasi aktif di dalamnya. 

Sosialisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi 

dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga 

ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta 

kepribadiannya. Bagi individu, sosialisasi berfungsi 

sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, 

norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di 

lingkungan tersebut. 
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Tujuan sosialisasi. Menurut Agustin (2014), tujuan 

sosialisasi antara lain: 1) Memberi keterampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan 

kehidupan seseorang kelak ditengah-tengah masyarakat. 

2) Menambah kemampuan berkomunikas secara efektif 

dan efisien serta mengembangkan kemampuan membaca, 

menulis, dan bercerita. 3) Membantu pengendalian fungsi-

fungsi organik melalui pelatihan mawas diri yang tepat. 4) 

Membiasakan individu dengan nilai-nilai kepercayaan 

yang ada di masyarakat.  

UN Women memiliki peran penting dalam tugasnya 

sebagai badan khusus dalam mewujudkan kesetaraan 

gender dan memberdayakan perempuan dalam mendorong 

dalam segala aspek bidang ekonomi, sosial dan politik. 

Peran utama The United Nations Entity for Gender 

Equality and the Empowerment of Women adalah: 

1. Mendukung badan antar pemerintah, seperti komisi 

status wanita (Commision On The Status Of Women) 

dalam merumusan kebijakan, standar dan norma global 

terhadap kesetaraan gender.  

2. Membantu negara-negara anggota untuk menerapkan 

standar ini dan siap memberikan dukungan penuh 

terhadap teknis dan finansial kepada negara-negara 

anggota untuk menjalin kemnitraan yang efektif dengan 

masyarakat sipil. 

3. Adanya koordinasi terhadap tujuan dari PBB tentang 

kesetaraan gender dengan meminta 

pertanggungjawaban atas komitmennya sendiri pada 

kesetaraan gender dengan melalui pemantauan dan 

kemajuan terhadap seluruh sistem PBB. 

 

Tujuan dan fokus utama yang ingin dicapai dari kampanye 

He For She ini adalah mencapai kesetaraan gender pada 

tahun 2030. He For she meluncurkan IMPACT 10X10X10 
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untuk mempercepat tujuan ini dan mencapai target. 

IMPACT 10X10X10 adalah program percontohan yang 

meminta kepala negara, institusi akademik, dan bisnis 

untuk memberikan contoh di wilayah mereka dan 

membawa perubahan struktural dan budaya yang 

diperlukan untuk mencapai kesetaraan. 

 

3. Meningkatkan akses, kesempatan, keterlibatan dan 

partisipasi perempuan 

a. analisis dalam perencanaan dan evaluasi untuk 

memastikan keadilan dalam hal akses, partisipasi, 

kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan 

Untuk menentukan bahwa suatu peraturan perundang-

undangan adalah responsif gender, dapat diindikasikan 

apakah proses pembentukannya telah mengakomodir 

dan/atau menganalisis dari perspektif gender yang terdiri 

atas Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat, yang 

selanjutnya akan disebut sebagai Indikator Kesetaraan 

Gender dalam pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Keempat indikator tersebut pada dasarnya 

saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, 

mempunyai nilai yang sama kuat, tidak hierarkhis, dan 

harus dikaji secara holistik. 

Pengintegrasian indikator kesetaraan gender dalam 

tahapan proses pembentukan peraturan 

perundangundangan, didasarkan pada ketentuan-ketentuan 

dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

terdiri dari 14 (empat belas) rumpun hak dasar, dan lebih 

lanjut terjabarkan dalam 40 (empat puluh) hak 

konstitusional. Ke-empat belas hak-dasar tersebut, 

meliputi: 1) Hak atas Kewarganegaraan; 2) Hak atas 

Hidup; 3) Hak untuk mengembangkan diri; 4) Hak atas 

kebebasan meyakini kepercayaan; 5) Hak atas informasi; 
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6) Hak atas kerja dan penghidupan yang layak; 7) Hak atas 

kepemilikan dan perumahan; 8) Hak atas kesehatan dan 

lingkungan yang sehat; 9) Hak berkeluarga; 10) Hak atas 

kepastian hukum dan keadilan; 11) Hak bebas dari 

ancaman, diskriminasi dan kekerasan; 12) Hak atas 

perlindungan; 13) Hak memperjuangkan hak; dan 14) Hak 

atas pemerintahan. Lebih lanjut, dari ke-14 (empat belas) 

Hak Dasar tersebut, yang terjabarkan menjadi 40 (empat 

puluh) Hak Konstitusional, masing-masing diidentifikasi 

indikator gendernya, melalui analisis gender dengan 

pendekatan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat yang 

adil bagi perempuan dan laki-laki (APKM). Salah satu 

contoh diantaranya, adalah dalam rumpun Hak atas 

Kewarganegaraan, terdapat Hak konstitusional, yakni, 

‘hak atas kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan’, 

dan indikatornya sebagai berikut:  

- Akses, yang dimaksud adalah ‘mempertimbangkan 

bagaimana perempuan dan laki-laki memperoleh 

informasi, sumber daya, dan pemenuhan hak atas 

kesamaan dan kedudukan di muka hukum (a.l. hak 

bantuan hukum, hak untuk tidak dituntut hukum yang 

berlaku surut, hak utk menggunakan semua upaya 

hukum);  

- Partisipasi, dimaksudkan apakah suatu peraturan 

perundang-undangan memberikan kesempatan yang 

setara dan berdaya terhadap perempuan dan laki-laki 

untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan 

dari tindak kekerasan, turut serta dalam merumuskan 

kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya untuk 

menduduki posisi jabatan publik pada seluruh tingkat 

pemerintahan;  

-  Kontrol, yang dimaksudkan adalah apakah perempuan 

dan laki-laki setara dan berdaya dalam menentukan dan 

memutuskan untuk memperoleh perlindungan, 
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kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan 

peradilan yang obyektif dan tidak berpihak, untuk 

menduduki dan mengisi jabatan pada semua tingkatan 

birokrasi Negara/ pemerintahan;  

-  Manfaat, yang dimaksudkan adalah menganalisis 

apakah norma hukum yang dirumuskan dapat 

menjamin bahwa akan menghasilkan manfaat yang 

setara dan adil baik terhadap laki-laki maupun 

perempuan. Misalnya, perempuan dan laki-laki/anak 

perempuan dan anak laki-laki setara dan berdaya dalam 

menikmati manfaat atas perlindungan, kepastian hukum 

dan perlakuan yang sama di depan proses peradilan 

yang obyektif dan tidak memihak, bantuan hukum yang 

dikehendaki dan cuma-cuma, atau menikmati manfaat 

dan jaminan perlindungan dari perlakuan non 

diskriminasi dan penghapusan tindak kekerasan 

 

Langkah-langkah pembentukan Peraturan 

Perundangundangan pada dasarnya mengikuti tahapan 

serta rambu-rambu sebagaimana sudah ditentukan dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun 

satu hal yang perlu dan penting untuk dipertajam adalah 

bagaimana perspektif kesetaraan gender dipastikan dapat 

terintegrasi dalam proses pembentukannya, mulai dari 

perencanaan, penyusunan dan pembahasan atas Peraturan 

Perundang-undangan yang akan dibentuk dimaksud sesuai 

dengan hierarkhi dan jenisnya. Indikator yang digunakan 

adalah adanya pendekatan dalam hal akses, partisipasi, 

kontrol dan manfaat yang pendekatan analisis gender. 

Pengintegrasian perspektf gender dalam setiap proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan, diharapkan 

lebih menjamin pada kesejahteraan masyarakat baik laki-

laki maupun perempuan, yang keduanya berbeda aspirasi 
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dan kebutuhan tetapi menjadi penting untuk dianalisis dan 

dipertimbangkan dalam proses perumusan suatu norma 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan 

dan sesuai dengan esensi bahwa pembangunan bidang 

hukum bukan saja akan mampu menciptakan kepastian 

hukum, namun sekaligus juga dapat menciptakan 

kemanfaatan dan keadilan dalam masyarakat.  

Pengguna parameter kesetaraan gender diantaranya 

sebagai berikut: 

➢ Para pembentuk dan/atau pejabat yang berwenang 

menetapkan peraturan perundang-undangan;  

➢ Perancang Peraturan Perundang-undangan;  

➢ Ahli dan praktisi hukum, akademisi, organisasi 

masyarakat sipil, paralegal, dan profesi lain yang 

sejenis;  

➢ Para perumus dan pelaksana kebijakan, program dan 

kegiatan publik dalam pembangunan nasional dan/atau 

pembangunan daerah.  

 

Pengintegrasian Parameter kesetaraan gender dalam 

peraturan perundang-undangan:  

➢ Pada saat proses merencanakan peraturan perundang-

undangan, dapat diawali pada saat penyusunan Naskah 

Akademik untuk penyiapan suatu rancangan peraturan 

perundang-undangan, antara lain, Rancangan Undang-

Undang, Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi, 

Kabupaten atau Kota;  

➢ Pada saat penyusunan dan/atau pembahasan Rancangan 

Peraturan Perundang-undangan; atau  

➢ Pada saat melakukan kajian, klarifikasi dan evaluasi 

peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan 

teknis operasionalnya.  
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Mekanisme pengawasan peraturan perundang-undangan 

yang responsif gender: 

Tanpa mengurangi maksud dan tujuan atas peran lembaga 

yang berwenang melakukan hak uji materiil terhadap 

peraturan perundang-undangan, hendaknya dalam 

menerapkan hak menguji formal maupun hak menguji 

materiil terhadap pengawasan terhadap peraturan 

perundang-undangan juga akan mempertimbangkan dan 

melakukan analisis gender dalam melakukan pengawasan 

demi tetap terjaganya substansi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang responsif gender, yang 

merupakan komponen penting dalam upaya untuk 

menghindari/menghapus diskriminasi gender, baik setiap 

warga negara laki-laki maupun perempuan. dapat 

dilakukan 3 (tiga) cara, yaitu:  

1)  Pengawasan melalui jalur hukum (Judicial Review), 

yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung atau 

Mahkamah Konstitusi;  

2)  Pengawasan Pemerintah (Excecutive Review) baik 

pengawasan secara preventif maupun represif 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; atau  

3)  Pengawasan Legislatif (Legislative Review), yang 

dilakukan oleh pihak DPR dalam pembentukan 

Undang-Undang yang lebih tepat, dan oleh pihak 

DPRD untuk pembentukan Peraturan Daerah, 

misalnya, mempertimbangkan prinsip-prinsip dan/ atau 

ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai 

Ratifikasi Konvensi CEDAW.. Rencana tindak lanjut 

Semakin disadari dan dibutuhkan adanya peraturan 

perundang-undangan yang responsif gender, maka 

seyogyanya Parameter Kesetaraan Gender dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini perlu 
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ditindaklanjuti oleh setiap Kementerian, Lembaga dan 

Daerah untuk melakukan analisis gender dalam setiap  

penyusunan, perumusan dan pembahasannya,demi 

terjaminnya pemenuhan hak yang adil bagi semua 

pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk 

efektivitas percepatan dan pelaksanaan proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

resposif gender, perlu dilakukan upaya untuk 

peningkatan pemahaman konsep dan isu gender dan 

kesetaraan gender, khususnya guna meningkatkan 

pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, baik 

melalui bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi, advokasi, 

atau optimalisasi kegiatan pada sarana pendidikan dan 

pelatihan yang ada pada masing-masing Kementerian/ 

Lembaga dan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk 

adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

melalui peningkatan para aparatur Pemerintah/Negara, 

para pengambil keputusan atau penentu kebijakan, para 

pembentuk dan perancang peraturan 

perundangundangan. Demikian halnya dengan 

akademisi, ahli dan praktisi hukum, organsiasi 

masyarakat sipil, dan stake holder lainnya. 

 

b. Aksi Pendidikan Responsif Gender 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan 

strategis dalam  membentuk sumber daya manusia yang 

produktif, kepada setiap warga negara, pendidikan juga 

digunakan sebagai alat untuk mentransformasikan nilai-

nilai yang diharapkan berguna dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara 

menjamin bahwa setiap warga negara (perempuan dan 

laki-laki) mempunyai kesamaan hak dan kewajiban yang 

sama untuk memperoleh pendidikan, yang dituangkan 

dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 
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Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan, melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 

dan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 sebagai bentuk 

komitmen negara terhadap berbagai bentuk diskriminasi 

yang dialami perempuan dalam berbagai bidang 

kehidupan, termasuk pendidikan. 

Berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat, terjadi pula dalam dunia 

pendidikan. Bahkan, institusi pendidikan dipandang 

berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestarikan 

nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya 

berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara 

garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam 

pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, 

antara lain; (i) Kurangnya partisipasi. Dalam hal 

partisipasi hampir perempuan di seluruh dunia 

menghadapi masalah yang sama. Dibandingkan dengan 

laki-laki partisipasi perempuan dalam pendidikan formal 

jauh lebih rendah. Jumlah murid perempuan umumnya 

hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki; (ii) 

Kurangnya keterwakilan perempuan sebagai tenaga 

pengajar ataupun pimpinan lembaga pendidikan formal 

menunjukkan kecenderungan bahwa dominasi laki-laki 

dalam hal tersebut lebih tinggi daripada perempuan; (iii) 

Perlakukan tidak adil. Kegiatan pembelajaran di dalam 

kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. 

Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan 

perhatian lebih besar kepada murid laki-laki daripada 

murid perempuan. Para guru terkadang masih berpikiran 

perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan tinggi. 

Masalah ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan 

terkait erat dengan diskriminasi. Diskriminasi tersebut 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi de jure dan 
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diskriminasi de facto. Diskriminasi secara de jure 

merupakan diskriminasi secara aturan. Di dalam aturan 

tersebut laki-laki dan perempuan benar-benar dibedakan. 

Padahal, dalam dunia pendidikan tidak ada Undang-

Undang yang membedakan antara keduanya. Justru 

keduanya diberikan hak yang sama dalam memperoleh 

pendidikan. Dengan kata lain, secara de jure sejatinya tidak 

ada diskriminasi. Namun secara de facto masih terdapat 

persepsi yang membedakan antara laki-laki dan 

perempuan. Bahkan muncul pandangan bahwa perempuan 

merupakan warga kelas dua yang berada di bawah laki-

laki. Karenanya, mereka tidak berhak memiliki pendidikan 

yang sama dengan lak-laki. 

Dalam konteks perguruan tinggi pun diskriminasi antara 

laki-laki dan perempuan masih terlihat. Dalam hal 

pemilihan jurusan misalnya, masih terdapat anggapan jika 

perempuan itu baiknya mengambil jurusan sastra, 

sedangkan laki-laki itu teknik. Selain itu, tidak sedikit dari 

masyarakat juga masih melihat bahwa laki-laki adalah 

pencari nafkah utama. Karena itu dalam pendidikan 

mereka lebih diutamakan. Pandangan-pandangan seperti 

inilah yang menyebabkan ketidaksetaraan antara laki-laki 

dan perempuan. Di sisi lain kondisi ini pula yang 

menyebabkan tingkat Drof Out anak perempuan 

cenderung lebih tinggi daripada laki-laki, terutama terjadi 

pada masyarakat perempuan yang berada di wilayah 

pedalaman atau pedesaan. 

Selain Tap MPR tersebut Inpres No. 9 Tahun 2000 yang 

dikeluarkan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid 

pun berisi tentang pengarusutamaan gender dalam 

pembangunan nasional. Secara rinci menginstruksikan: 

“(i) Melakukan pengarusutamaan gender guna 

terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program 
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pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-

masing; (ii) Memperhatikan secara sungguh-sungguh 

pedoman pengarusutamaan gender dalam pembangunan 

nasional; (iii) Khusus ditujukan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan agar memberikan bantuan teknis kepada 

instansi dan lembaga pemerintahan ditingkat Pusat dan 

Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender 

kepada presiden”. 

Berdasarkan Tap MPR dan Inpres tersebut perempuan 

memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai 

manusia, untuk mampu berperan dan berpartisipasi dalam 

kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun 

pendidikan dalam rangka membangun kehidupan bangsa 

yang lebih baik. Di sisi lain yang menjadikan perlunya 

diberikan kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam 

beraktifitas dalam dunia pendidikan, sebab dimata hukum 

kedudukan mereka sama. 

Setidaknya terdapat tiga hal tujuan pendidikan persfektif 

gender. Pertama, mempunyai akses sama dalam 

pendidikan baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki 

dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengikuti 

pendidikan formal sampai jenjang yang lebih tinggi. 

Dalam konteks globalisasi saat ini sudah waktunya kaum 

perempuan diberikan hak-haknya dalam segala bidang, 

terutama dalam bidang pendidikan. Sehingga anggapan 

perempuan sebagai warga negara kelas dua menjadi 

hilang. Kedua, laki-laki dan perempuan memiliki 

kewajiban sama dalam mencari ilmu pengetahuan. Ketiga, 

persamaan kedudukan dan peranan antara laki-laki dan 

perempuan. Misalnya, laki-laki dan perempuan sama-sama 

menjadi subyek (pelaku utama) dalam membangun bangsa 

ke arah yang lebih baik. Mustahil hal ini dapat dilakukan 

jika tidak diawali dari dunia pendidikan. Pendidikan yang 
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mengutamakan keseteraan gender menjadi tonggak untuk 

memajukan bangsa menjadi lebih baik. 

Program dan Rencana Aksi Pendidikan Responsif Gender: 

Secara garis besar, beberapa kebijakan strategis yang dapat 

dilakukan adalah: 

a. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan meliputi : 

1)  Perluasan akses PAUD bagi anak perempuan dan 

laki-laki 

2)  Pendanaan BOS Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun 

3)  Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan 

responsif gender 

4)  Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan 

dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan 

gender 

5)  Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan 

dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan 

gender 

6)  Perluasan pendidikan wajar pada jalur non formal, 

baik laki-laki maupun perempuan 

7)  Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi 

penduduk usia 15 tahun ke atas,  diprioritaskan bagi 

penduduk perempuan  

8)  Perluasan akses sekolah luar biasa dan inklusif, 

bagi anak laki-laki dan perempuan 

9)  Pengembangan pendidikan layanan khusus bagi 

anak usia wajar dikdas di daerah terpencil, 

kepulauan, daerah yang berpenduduk jarang dan 

terpencar, daerah bencana, dan daerah terisolasi, 

serta anak jalanan, bagi anak laki-laki maupun 

perempuan. 

10)  Pendidikan kecakapan hidup dengan 

memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender  
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11)  Perluasan akses SMA/SMK dan Sekolah 

Menengah Terpadu, secara adil bagi anak laki-laki 

dan perempuan 

12)  Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

sebagai sarana pembelajaran jarak jauh yang 

responsif gender 

13)  Peningkatan peran serta masyarakat dalam 

perluasan akses SMA/SMK/ Sekolah Menengah 

Terpadu, dan Sekolah Luar Biasa tanpa 

diskriminasi. 

 

b. Peningkatan Mutu, Relevansi, Daya Saing 

1)  Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

2)  Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi sekolah 

yang responsif gender 

3)  Pengembangan pendidik, baik laki-laki maupun 

perempuan, sebagai profesi 

4)  Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan, laki-laki dan perempuan. 

 

c. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, yang 

responsif gender 

1)  Perluasan pendidikan kecakapan hidup dengan 

memperhatikan kebutuhan gender 

2)  Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal 

dengan memperhatikan kebutuhan gender  

3)  Pembangunan sekolah bertaraf internasional  

4)  Akselerasi program studi kejuruan, vokasi dan 

profesi yang responsif gender 

5)  Pengembangan sistem, metode dan materi 

pembelajaran melalui teknologi informasi dan 

komunikasi, yang responsif gender. 
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d. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan 

Publik 

1)  Peningkatan sistem pengendalian internal 

bekerjasama dengan lembaga pengawas 

2)  Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat 

perencanaan dan penganggaran, yang responsif 

gender 

3)  Peningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial 

aparat pendidikan, yang responsif gender 

4)  Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-

undangan 

5)  Penataan regulasi pengelolaan pendidikan, yang 

responsif gender 

6)  Peningkatan pencitraan publik 

7)  Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola 

pendidikan, yang responsif gender 

8)  Pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang 

Pemberantasan KKN 

9)  Penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan 

pemeriksaan 

10)  Pengembangan aplikasi SIM terintegrasi, meliputi 

keuangan, asset, kepegawaian dan data lainnya. 

 

Merumuskan Kurikulum Berbasis Gender dalam 

Pendidikan: 

Kebijakan Nasional menyangkut pendidikan dapat 

ditelusuri misalnya Pada UU No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa 

kesempatan pendidikan pada setiap satuan pendidikan 

tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, 

kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi dan tetap 

mengindahkan kekhususan satuan pendidikan. Namun 

kenyataannya terjadi ketimpangan dalam praktek dunia 

pendidikan. Faktor penyebabnya antara lain: akses, 
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kontrol, partisipasi 21 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan dan benefit. Faktor akses terlihat pada proses 

penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran yang 

banyak didominasi oleh laki-laki. Penulis buku dan tenaga 

pengajar banyak dikuasai oleh laki-laki, kontrol kebijakan 

pun banyak di kuasai oleh laki-laki terutama pada jabatan 

struktural dari Pusat sampai ke Daerah. 

Keadaan tersebut berimplikasi pada partisipasi perempuan 

dalam laju pembangunan sangat rendah, faktor benefit 

terlihat pada dominasi laki-laki pada posisi penentu 

kebijakan, khususnya birokrasi dan jabatan akademis 

kependidikan. Oleh karena itu, perlu diperjuangkan 

kesetaraan gender dalam pendidikan dengan memasukkan 

materi-materi gender dalam kurikulum dengan melakukan 

upaya pengintegrasian materi-materi gender dalam 

kurikulum yang berkesinambungan. Upaya 

pengintegrasian tersebut dapat ditempuh dengan beberapa 

langkah : 

a.  Contribution aproach, Upaya tersebut dilakukan 

dengan memasukkan masalah-masalah gender dalam 

kurikulum melalui sistem dan kebijakan publik 

b.  Additive aproach, Upaya tersebut dilakukan dengan 

melakukan adaptasi terhadap ide atau gagasan baru 

tentang gender tanpa mengubah struktur kurikulum 

yang telah ada 

c.  Transformational aproach, Upaya tersebut dilakukan 

dengan mengubah seluruh tujuan, struktur dan 

perspektif yang ada dengan isu-isu gender 

d.  Social action aproach, Upaya tersebut dilakukan 

dengan memberikan pemahaman dan ruang diskusi 

gender di kelas agar peserta didik mampu melihat isu-

isu gender dengan bijak dan dapat mengambil 

keputusan dengan tepat dalam menyikapi isu tersebut. 
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Patut dicatat bahwa dalam mengembangkan integrasi 

kurikulum perspektif gender sepatutnya memuat nilai-

nilai: persamaan hak, perbedaan fisik, kerjasama, 

partispasi, keadilan, kesetaraan, kemajemukan dan prinsip 

demokrasi antara laki-laki dan perempuan. 

Untuk mewujudkan kurikulum yang dimaksud perlu 

diambil langkah-langkah kongkrit yaitu: merumuskan visi, 

misi, tujuan, dan pengembangan diri yang mencerminkan 

kurikulum berbasis kesetaraan gender, mengkaji standar 

kompetensi, kompetensi dasar pada standar isi yang dapat 

diintegrasikan oleh nilai-nilai kesetaraan gender tiap-tiap 

mata pelajaran dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut 

dalam indikator atau kegiatan pembelajaran pada silabus 

dan rencana pembelajaran.  

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender dalam 

sistem pendidikan nasional beberapa tujuan pendidikan 

yang perlu digenderkan. Tujuan yang digenderkan tersebut 

diusulkan untuk dirumuskan sebagai berikut: 

1.  Mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih luas 

pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dengan 

memperhatikan kesetaraan gender.  

2.  Memacu peningkatan mutu dan efesiensi pendidiakn 

melalui pemberdayaan potensi perempuan secara 

optimal baik dalam kedudukannya sebagai 

pengembang kurikulum, penulis buku, pengeola 

pendidikan, pelaksana pendidikan maupun sebagai 

peserta didik.  

3.  Memeperkecil ketimpangan gender pada juurusan, 

bidang kejuruan atau program studi yang ada pada 

jenjang pendidikan menegah dan tinggi untuk 

mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian 

profesionalisme.  
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Beberapa usul kebijaksanaan penyetaraan gender dalam 

sektor pendidikan sebagai berikut:  

1.  Meningkatkan kesadaran gender bagi para pengelola 

pendidikan, khususnya pejabat daerah, epala sekolah 

dan guru dalam peran-peran gender yang lebih 

seimbang dalam proses pendidikan di sekolah. 

Peningkatan kesetaraan gender terhadap masyarakat 

bahwa kesempatan yang sama di bidang pendidikan dan 

pekerjaan menurut gender sehingga dapat memacu 

produktivitas masyarakat.  

2.  Meningkatkan peluang bagi perempuan untuk 

memasuki semua jenis dan jenajng pendidikan, melalui 

penetapan sistem kuota serta sstem subsidi untuk 

perempuan khususnya untuk program-program studi 

atau jurusan yang bias laki-laki.  

3.  Meningkatkan kemampuan patra pengembang 

kurikulum dan para penulis buku perempuan secara 

lebih professional dan secara proporsional terhadap 

laki-laki.  

4.  Meningkatkan keseimbangan jumlah guru dan tenaga 

kependidikan menurut gender serta partisipasi 

perempuan dalam kedudukannya sebagai pengambil 

keputusan dibidang pengelolaan pendidikan nasional.  

  

Tujuan Pendidikan Berperspektif Gender sebagai berikut : 

(1) Mempunyai akses yang sama dalam pendidikan, (2) 

Kewajiban yang sama dan (3) Persamaan kedudukan dan 

peranan contohnya baik pria dan wanita sama-sama 

kedudukan sebagai subjek atau pelaku pembangunan.  

Pendidikan dalam perspektif gender bahwa pendidikan 

diselenggarakan dengan memberdayakan semua 

komponen masyarakat melalui peran serta dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan 

pendidikan. 
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Pendidikan kesetaraan gender dapat diimplementasikan 

dalam proses pembelajaran, melalui: (1) pendidik, yang 

menjadi pendidik (guru di sekolah atau orang tua di rumah) 

hendaklah memiliki pemahaman yang cukup mengenai 

kesetaraan gender, dan memiliki keyakinan bahwa 

pendidikan kesetaraan gender yang mereka ajarkan kepada 

peserta didik memang akan berguna bagi anak mereka di 

masa mendatang. Pemahaman guru atau pendidik yang 

masih bias gender maka akan sulit mengajarkan makna 

kesetaraan gender kepada peserta didik. Selain dari pada 

itu guru juga dapat menjadi role model bagi siswa di 

sekolah. Dengan demikian, pendidik diharapkan untuk 

memiliki pemahaman tentang kesetaraan gender. 

Sosialisasi kepada para pendidik telah dilakukan oleh 

pemerintah maupun peningkatan pengetahuan kesetaraan 

gender yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti dosen-

dosen yang melakukan pengabdian masyarakat mengenai 

peningkatan pengetahuan kesetaraan gender. Guru yang 

‘sadar gender’ akan dapat memberikan sosialisasi 

kesetaraan gender kepada siswa-siswanya. (2) peserta 

didik, peserta didik di rumah maupun di sekolah 

merupakan individu-individu yang terdiri atas gender yang 

berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi 

perbedaan itu tidak akan mengesampingkan aspek-aspek 

dalam proses pembelajaran. Guru hendaklah dapat 

memotivasi peserta didik, agar dapat memiliki 

kemampuan dan keterampilan sesuai dengan minat dan 

bakat yang dimiliki. Misalnya seorang perempuan yang 

memiliki keahlian dalam pertukangan, dan dia sangat 

berminat dan berbakat di bidang tersebut maka pendidik 

dapat memberikan motivasi dengan baik. Begitu juga 

memberikan kebebasan bagi siswa perempuan untuk 

memilih dan memutuskan pendidikannya, mendorong 

perempuan untuk berani menyampaikan pendapatnya. 
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Memberikan kesempatan akses yang sama bagi 

perempuan dan laki-laki untuk melanjutkan pendidikan 

yang lebih tinggi. perempuan yang ingin menjadi 

pemimpin, dan memiliki bakat dalam mengorganisir 

sebaiknya diberikan peluang yang sama, seperti juga laki-

laki. (3) strategi pembelajaran dan media pembelajaran, 

dalam hal ini media pembelajaran dan strategi 

pembelajaran yang disiapkan guru hendaklah bervariasi, 

karena adanya perbedaan karakteristik belajar peserta 

didik, termasuk juga perbedaan laki-laki dan perempuan. 

Strategi pembelajaran juga mengembangkan peserta didik 

untuk lebih aktif, memiliki kemampuan berpikir kritis dan 

sikap yang berani dalam menyampaikan pendapat, namun 

masih dalam ranah sikap seperti jujur dan bertanggung 

jawab (4) bahan ajar, bahan ajar yang disiapkan hendaklah 

memberikan dukungan untuk pendidikan kesetaraan 

gender. (5) evaluasi pembelajaran, dalam memberikan 

penilaian juga hendaklah tidak bias gender. Sehingga hasil 

belajar dari peserta didik dapat dinilai secara objektif. (6) 

kurikulum, aspek kurikulum dapat memasukkan contoh-

contoh yang menunjukkan nilai-nilai kesetaraan gender 

dan pemecahan masalah yang merujuk kepada kesetaraan 

gender. Kurikulum kesetaraan gender dapat diterapkan 

secara hidden kurikulum secara tersembunyi di dalam 

materi ajar di sekolah. 

 

c. Pendidikan Berbasis Pengarustamaan Gender 

Kesetaraan gender bermakna terealisasinya kesamaan 

kondisi bagi perempuan maupun laki-laki untuk 

mendapatkan kesempatan dan hak-haknya untuk  berperan 

dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, 

pendidikan, pertahanan dan keamanan dalam menikmati 

hasil pembagunan tersebut. Kesetaraan gender juga 

mengacu pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan 
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harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak boleh 

ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin.  

Berdasarkan INPRES Nomor 9 Tahun 2000, Departemen 

Pendidikan dan Nasional (Depdiknas) Republik Indonesia 

melaksanakan pengarusutamaan gender di bidang 

pendidikan dan mengupayakan terselenggaranya 

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan 

evaluasi atas kebijakan pembangunan pendidikan yang 

berperspektif gender. Dalam rangka akselerasi tujuan 

pembangunan pendidikan serta kesetaraan dan keadilan 

gender dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam 

kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, maka pendidikan yang berperspektif 

gender harus disosialisasikan di tingkat pusat dan daerah 

baik kepada tingkat penentu kebijakan, tingkat pelaksana 

operasional, dan para stakeholder pendidikan.  

Tap MPR No 1V/1999 tentang GBHN mengamanatkan 

tentang kedudukan dan peranan perempuan sebagai 

berikut:  

a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan 

dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara melalui 

kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang 

mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan 

keadilan gender  

b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian 

organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan 

nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta historis 

perjuangan kaum perempuan dalam rangka 

melanjutkan usaha pemerdayaan perempuan serta 

kesejahteraan keluarga dan masyarakat.  

 

Dalam pelaksanaannya akan menghadapi masalah-

masalah dan berbagai faktor yang mempengaruhi 

terjadinya berbagai gejala ketidaksetaraan gender dalam 
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bidang pendidikan, diantaranya: (1) Pemerataan 

kesempatan belajar, nilai-nilai sosial-budaya yang tumbuh 

dan berkembang serta dianut oleh keluarga dan 

masyarakat, sebagai penyebab kesenjangan angka 

partisipasi pendidikan perempuan dan laki-laki mulai dari 

pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi; (2) 

Pemilihan jurusan dan program studi, adanya stereotip 

dalam masyarakat tentang gender, perempuan lebih 

diarahkan oleh keluarga untuk memilih jurusan atau 

program studi yang lebih menonjolkan perasaan, 

feminitas, dan lain-lain. Sementara laki-laki cenderung 

diarahkan untuk memilih ilmu-ilmu dasar dan teknologi. 

Akibatnya terjadi kesenjangan secara kuantitas dan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) antara perempuan 

dan laki-laki dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi; 

(3) Kurikulum, bahan ajar, proses pendidikan, partisipasi 

perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang 

pendidikan masih rendah daripada laki-laki. Keadaan ini 

dapat mempengaruhi adanya kebijakan pendidikan yang 

dihasilkan, sehingga produk-produk kebijakan seperti 

kurikulum, sistem dan proses pendidikan, bahan ajar, 

perilaku guru/pendidik yang kurang sensitif gender yang 

selanjutnya membawa dampak yang kurang 

menguntungkan bagi perempuan.  

Namun demikian, pembangunan pendidikan yang 

berwawasan kesetaraan dan keadilan gender sebagai upaya 

bangsa dalam pembangunan kualitas SDM baik 

perempuan maupun laki-laki dengan berorientasi pada 

produktivitas, pemerataan, pemberdayaan, dan 

berkelanjutan. Dengan kata lain, kesetaraan gender di 

bidang pendidikan menjadi peluang dan tantangan 

tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya 

kaum perempuan. 
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Meskipun upaya untuk meningkatkan keadilan dan 

kesetaraan gender dalam pendidikan dan tatanan sosial 

terus dilakukan, diskriminasi masih nampak dalam 

implementasinya. Kesenjangan gender dalam dunia 

pendidikan tentu perlu diatasi, jika tidak selamanya 

perempuan akan termarjinalkan dalam ranah tersebut. 

Dengan kata lain, kesetaraan gender dalam dunia 

pendidikan mutlak diperlukan agar perempuan memiliki 

kesempatan sama dengan laki-laki dalam memajukan 

dunia pendidikan. 

Dalam upaya memenuhi kesetaraan gender, pendidikan 

perlu memenuhi dasar yang dimilikinya, yakni 

menghantarkan setiap individu atau masyarakat 

mendapatkan pendidikan sehingga bisa disebut pendidikan 

berbasis kesetaraan. Adapun ciri-ciri kesetaraan gender 

dalam pendidikan adalah sebagai berikut; (i) Perlakuan 

dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap 

jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama 

dan lokasi geografis publik. Dalam konteks ini sistem 

pendidikan, tidak boleh melakukan tebang pilih terhadap 

kondisi masyarakat, terutama dari segi jenis manusia, yaitu 

laki-laki dan perempuan; (ii) Adanya pemerataan 

pendidikan yang tidak mengalami bias gender. Dunia 

pendidikan, sistem dan SDM di dalamnya harus memiliki 

kesadaran bahwa semua manusia layak mendapatkan 

pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan 

bagitu, maka hal-hal yang bersifat bias gender dapat 

diminimalisasikan; (iii) Memberikan mata pelajaran yang 

sesuai dengan bakat dan minat setiap individu. Para 

pengambil kebijakan di dunia pendidikan perlu memiliki 

kesadaran bahwa setiap individu memiliki minat dan bakat 

dalam menjalani aktivitas pembelajan di kelas. Dengan 

minat dan bakat yang berbeda tersebut, setiap pendidik 

perlu menyediakan model dan pembelajaran yang sesuai 
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dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap peserta 

didik, baik laki-laki maupun perempuan; (iv) Pendidikan 

harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan 

zaman. Dalam konteks ini pendidikan yang diberikan 

kepada peserta didik harus sesuai dengan kebutuhan di 

masa yang akan datang. Tujuannya agar kiprah peserta 

didik di waktu yang akan datang dapat teraktualisasikan. 

Apabila peserta didik laki-laki dan perempuan diberikan 

pendidikan yang menyuntuh kepada tuntutan zaman, maka 

ke depan antarkeduanya memiliki kesempatan untuk 

mengaktulisasikan diri sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. Dengan demikian, di masa yang akan datang 

keduanya sama-sama dibutuhkan oleh zaman. 

Sejatinya, secara yuridis konsep pendidikan berperspektif 

gender telah dirumuskan oleh pemerintah dalam Tap MPR 

No. IV tahun 1999 tentang GBHN yang mengamatkan 

kedudukan dan peranan perempuan sebagai berikut: “(i) 

Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan 

nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu 

memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan 

gender; (ii) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian 

organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai-

nilai persatuan dan kesatuan serta historis perjuangan 

kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha 

pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga 

dan masyarakat”.  

 Dengan dimilikinya perspektif gender maka prinsip-prisip 

pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (gender 

mainstreaming) dapat dimunculkan. Prinsip-prinsip 

tersebut adalah kategori inklusivitas gender, data informasi 

terpilah gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, 

prinsip akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. 
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Agar kaum perempuan dapat memperoleh akses, 

partisipasi, kontrol, kompetensi dan manfaat dari seluruh 

pembangunan maka perlu digagas dan diimplementasikan 

pendidikan berbasis pengarusutamaan gender. Pendidikan 

berbasis pengarusutamaan gender bisa menjadi pintu 

gerbang bahkan jalan tol tercapainya kesetaraan gender. 

Melalui pendidikanlah nilai-nilai kesetaraan gender bisa 

disosialisasikan melalui integralisasi dengan mata 

pelajaran-mata pelajaran di berbagai tingkat pendidikan, 

mulai SD hingga perguruan tinggi. 

Pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (gender 

mainstreaming) adalah pendidikan yang berbasis strategi 

kebijakan pembangunan untuk mempromosikan keadilan 

dan kesetaraan gender bagi perempuan dan laki-laki 

dengan memperhatikan kebutuhan, pengalaman, dan 

apresiasi masing-masing. Pendidikan berbasis 

pengarusutamaan gender bisa menjadi strategi eliminasi 

bentuk diskriminasi dalam pendidikan. 

Pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (gender 

mainstreaming) mampu menanamkan segala nilai  yang 

berkaitan dengan inklusif gender (gender inclusive) yaitu 

segala hal yang berkaitan dengan kebijakan, program atau 

kondisi yang berkaitan dengan isu gender. Tak hanya itu, 

Pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (gender 

mainstreaming) pun diharapkan mampu mengurangi 

adanya kesenjangan gender atau perlakuan yang berbeda 

antara perempuan dan laki-laki dengan melakukan analisis 

berbagai faktor penyebab kesenjangan gender. Melalui 

Pendidikan berbasis pengarusutamaan gender (gender 

mainstreaming) pula diharapkan dapat dicegah praktik 

kekerasan dalam gender (violence), baik kekerasan fisik, 

kekerasan psikis, kekerasan simbolik, kekerasan seksual 

maupun kekerasan ekonomi. 
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Melalui Pendidikan berbasis pengarusutamaan gender 

(gender mainstreaming) diharapkan juga mewujudkan 

pendidikan adil gender. Pendidikan adil gender adalah 

sebuah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan 

yang sama bagi perempuan maupun laki-laki untuk 

mengembangkan potensi, skill, talenta dan intelektualnya. 

Pada gilirannya nanti, pendidikan adil gender yang 

merupakan buah dari pendidikan berbasis 

pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) akan 

menciptakan kemampuan responsif gender yaitu 

berkemampuan untuk memperlakukan sensitivitas gender 

dalam menyusun langkah-langkah yang bermuara pada 

terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. 

 Agar membuahkan hasil yang optimal maka pendidikan 

berbasis pengarusutamaan gender (gender 

mainstreaming) harus diiplementasikan pada kebijakan, 

program dan kegiatan yang berkesinambungan melalui 

tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 

evaluasi. Pelaksanaan pendidikan berbasis 

pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) tidak 

harus memiliki kurikulum baru dan khusus, namun bisa 

integral dan menjiwai kurikulum yang ada. Penyadaran 

guru tentang inklusif gender perlu dilakukan. Tak hanya 

guru BK, namun semua guru bidang studi perlu diberi 

wawasan tentang kesetaraan gender. Pendidikan 

kesetaraan gender bisa berintegral pada semua mata 

pelajaran lain, sehingga tak perlu ada penambahan mata 

pelajaran khusus berkait kesetaraan gender. 

Yang utama adalah perlunya disusun buku pelajaran yang 

inklusif gender sebagai sarana penting keberhasilan dan 

pencapaian pendidikan berbasis pengarusutamaan gender 

(gender mainstreaming). Setidaknya ada tiga pelaku 

utama dalam penyusunan buku-buku pelajaran yang 

inklusif gender. Tiga pelaku utama itu adalah penulis, 
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editor dan ilustrator. Ketiga pelaku utama tersebut harus 

memiliki perspektif gender. Mereka harus mempunyai 

pemahaman tentang konsep kesetaraan gender dan 

keadilan gender. 

Di samping tiga pelaku utama tersebut diperlukan pihak 

lain. Pihak lain itu adalah penerbit dan pemerintah. 

Penerbit menjadi komponen terpenting karena berkait 

dengan penyediaan dan distribusi buku kepada anak didik 

dan masyarakat. Diperlukan komitmen penerbit untuk 

menerbitkan buku-buku inklusif gender sehingga berperan 

aktif dalam mensosialisasikan nilai-nilai kesetaraan dan 

keadilan gender. Pihak lain adalah pemerintah sebagai 

regulator yang berperan menentukan untuk mewujudkan 

buku-buku inklusif gender yang akan menjadi ujung 

tombak pendidikan berbasis pengarusutamaan gender 

(gender mainstreaming). Pihak pemerintah dalam hal ini 

yang paling berposisi strategis adalah Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Pemberdayaan 

Perempuan dan Pelindungan Anak serta Kementrian 

Agama. 

 Melaksanakan pendidikan berbasis pengarusutamaan 

gender (gender mainstreaming) memang bukan pekerjaan 

ringan. Diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk 

masyarakat luas. Dengan keterlibatan semua pihak itu 

dengan berbagai strategi, pendidikan berbasis 

pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dapat 

mewujudkan pendidikan yang tidak diskriminatif sehingga 

memperteguh dan mengokohkan kebhinekaan dan 

memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

 

4. Meningkatkan sumber daya dalam pendidikan 

a. Perencanaan dan penganggaran responsif gender 

Perencanaan dan penganggaran responsif gender 

merupakan instrumen untuk mengatasi adanya 
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kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam 

pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki 

yang selama ini masih ada, akibat dari konstruksi sosial 

dan budaya dengan tujuan mewujudkan anggaran yang 

lebih berkeadilan. Perencanaan dan penganggaran 

responsif gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah 

dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan 

rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang 

terpisah dari laki-laki. Penyusunan perencanaan dan 

penganggaran responsif gender bukanlah tujuan akhir, 

melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat 

analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan 

manfaat pembangunan. Perencanaan dan penganggaran 

responsif gender merupakan dua proses yang saling terkait 

dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang 

perencanaan dan penganggaran responsif gender: 1). 

perencanaan responsif gender merupakan suatu proses 

pengambilan keputusan untuk menyusun program atau 

pun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang 

untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di 

masing-masing sektor; 2). perencanaan responsif gender 

adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan 

perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan 

dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses 

penyusunannya; 3). penganggaran responsif gender : (1) 

dalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender 

pada setiap lingkup pemerintah, perlu keterlibatan 

(partisipasi) perempuan dan laki-laki secara aktif; dan 

secara bersama-sama mereka menetapkan prioritas 

program dan kegiatan pembangunan; (2) anggaran 

responsif gender penggunaannya diarahkan untuk 

membiayai program/kegiatan pembangunan yang dapat 

memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-

laki dalam berbagai bidang pembangunan; dan (3) 
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anggaran responsif gender dialokasikan untuk membiayai 

kebutuhan-kebutuhan praktis gender dan atau kebutuhan 

strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan 

laki-laki. Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi atas 

3 kategori, yaitu: 

1) Anggaran khusus target gender, adalah alokasi 

anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi 

kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan 

dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.  

2)  Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran 

untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. 

Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya 

kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan 

perempuan dalam akses terhadap sumber daya, 

partisipasi dan kontrol dalam pengambilan keputusan, 

serta manfaat dari semua bidang pembangunan.  

3) Anggaran pelembagaan kesetaraan gender adalah 

alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan 

pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan 

maupun capacity building. 

 

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dari 

perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 

adalah: Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Undang-undang No.1 tahun 2004 

tentang Pembendaharaan Negara, Undangundang No.25 

tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 33 tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, 

Undangundang No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-

2025, Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang 

penyusunan RKP, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 

2004 tentang penyusunan RKA-KL, Peraturan Pemerintah 
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No. 58 Tahun 2007 tentang Keuangan Daerah, Peraturan 

Presiden No.7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009, 

Instruksi Presiden No 9/2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri 

Keuangan No. 119/ PMK.02/ 2009 tentang Petunjuk 

Penyusunan dan Penelaahan rencana kerja dan anggaran 

kementerian negara/ lembaga dan penyusunan, 

penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan daftar isian 

pelaksanaan anggaran tahun 2010, Peraturan Menteri 

Keuangan No. 104/ PMK.02/ 2010 tentang Petunjuk 

Penyusunan dan Penelaahan rencana kerja dan anggaran 

kementerian negara/ lembaga dan penyusunan, 

penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan daftar isian 

pelaksanaan anggaran tahun 2011, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 

bertujuan untuk: 

1) Untuk mendorong percepatan pencapaian target 

RPJMN 2010-2014, sampai tahun 2009 semua 

indicator di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian 

dan infrastruktur belum tercapai baik di tingkat 

nasional, maupun wilayah. Dengan perencanaan dan 

penganggaran yang responsif gender maka pelaksanaan 

program/kegiatan akan menjadi lebih efektif dan efisien 

karena telah didahului dengan analisis situasi / analisis 

gender. Penerapan perencanaan dan penganggaran 

responsif gender sekaligus untuk menunjukkan 

komitmen pemerintah terhadap kondisi dan situasi 

kesenjangan perempuan dan laki-laki yang masih 

terjadi, sekaligus juga dalam melaksanakan konvensi 

internasional yang telah diratifikasi misalnya Undang-

Undang No. 7/1984 tentang Penghapusan segala 

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), 
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dan kesepakatan Internasional (Beijing Platform for 

Action/BPFA). Berdasarkan Inpres No. 9 tahun 2000 

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 

Nasional, analisis gender merupakan kegiatan yang 

wajib dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan 

di seluruh K/L termasuk SKPD.  

2) Dalam rangka mengimplementasikan amanah 

kebijakan nasional tersebut diatas, sejak tahun anggaran 

2010 dilaksanakan uji coba penyusunan rencana dan 

anggaran memasukkan Gender dengan menyusun 

perencanaan dan penganggaran responsif gender 

melalui Gender Budget Statement (GBS), seperti 

tertuang dalam Permenkeu No. 119/PMK. 02/2009 di 7 

(tujuh) K/L, yakni Kementerian Keuangan, Bappenas, 

Kementerian PENGINTEGRASIAN ISU GENDER 

mulai dari tahap perencanaan sampai dengan 

penganggaran, akan MENGHASILKAN ANGGARAN 

RESPONSIF GENDER. Pada tahun 2011 sesuai 

Kepmenkeu 104/PMK.02/2010 tertanggal 19 Mei 

2010, diterapkan pada K/L yang menerapkan ARG 

meliputi 7 (tujuh) K/L pilot pada tahun 2010 tersebut 

diatas, ditambah dengan K/L yang menangani Bidang 

Perekonomian dan Bidang Polsoskum (Politik, Sosial 

dan Hukum), yang menghasilkan output kegiatan dalam 

rangka: ƒ Penugasan prioritas pembangunan nasional; ƒ 

Pelayanan kepada masyarakat (service delivery); 

dan/atau ƒ Pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG 

(termasuk didalamnya capacity building, advokasi 

gender, kajian dan pengumpulan data terpilah)  

3) Pendekatan pengarusutamaan gender melalui GBS atau 

Pernyataan Anggaran Responsif Gender, didahului 

dengan analisis situasi/analisis gender akan 

memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan laki-

laki dan perempuan secara adil dan setara, diantaranya:  
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a) Lebih efektif dan efisien. Pada analisis 

situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran 

laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan 

perempuan, kebutuhan laki-laki dan perempuan serta 

permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan 

demikian sebuah perencanaan dan penganggaran 

responsif gender akan mendiagnosa dan 

memberikan jawaban yang lebih tepat untuk 

memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki 

dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, 

menetapkan affirmative action apa yang perlu 

dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan 

siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari 

sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana 

program/kegiatan akan dilakukan;  

b) Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat 

pembangunan. Dengan menerapkan analisis 

situasi/analisis gender dalam perencanaan dan 

penganggaran pembangunan, maka kesenjangan 

gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat 

pembangunan dapat diminimalisir. Analisis 

situasi/analisis gender akan dapat 

mengidentifikasikan adanya perbedaan 

permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan 

laki-laki, dan dapat membantu para perencana 

maupun pelaksana untuk menemukan solusi yang 

tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan 

yang berbeda tersebut;  

c) Menunjukkan komitmen pemerintah dalam 

melaksanakan konvensi internasional yang telah 

diratifikasi, serta merupakan instrumen penting 

untuk mewujudkan konvensi dan kesepakatan-

kesepakatan dimaksud.  
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Tahapan Menyusun Perencanaan & Penganggaran 

Responsif Gender diantaranya: 

1) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 

(PPRG) di K/L mengikuti siklus perencanaan dan 

penganggaran secara nasional.  

2) Penyusunan RKA-KL untuk kegiatan tertentu antara 

lain tentang Anggaran Responsif Gender, K/L 

menyusun RKA-KL yang memuat upaya perwujudan 

kesetaraan gender dengan menyiapkan hal-hal sebagai 

berikut: 1. Gender Budget Statement (GBS) GBS 

adalah dokumen yang menginformasikan suatu output 

kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, 

dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output 

kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan. 

Penyusunan dokumen GBS telah melalui analisis 

gender dengan menggunakan alat antara lain Gender 

analys Pathway (GAP). Untuk output kegiatan yang 

responsif gender, GBS merupakan bagian dari kerangka 

acuan kegiatan (terms of reference), yang selanjutnya 

disebut TOR. Penyusunan GBS pada tingkat output 

telah melalui analisis gender dengan menggunakan alat 

analisis gender (antara lain Gender analysis Pathway 

atau GAP). 

 

ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan 

perempuan; b. ARG sebagai pola anggaran yang akan 

menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung 

jawab antara laki-laki dan perempuan; c. ARG bukanlah 

dasar yang “valid” untuk meminta tambahan alokasi 

anggaran; d. Adanya ARG tidak berarti adanya 

penambahan dana yang dikhususkan untuk program 

perempuan; e. Bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya 

berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan; 

f. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% 
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perempuan untuk setiap kegiatan; g. Tidak harus semua 

program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar 

menjadi responsif gender, namun ada juga kegiatan yang 

netral gender. Secara operasional, perencana memasukkan 

perspektif gender pada beberapa bagian TOR sebagai 

berikut : 1. Dalam menyusun TOR tetap memakai metoda 

seperti biasanya yaitu (5W+1H), ditambah dengan 

penganalisaan tentang ada tidaknya isu gender dalam 

kegiatan tersebut 

Agar TOR yang disusun berperspektif gender, perencana 

hendaknya memasukkan isu gender pada bagian : a. Latar 

belakang menjelaskan tentang permasalahan yang 

dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun 

perempuan dengan melihat isu gender baik dalam hal 

akses, partisipasi, kontrol maupun manfaat terhadap 

sumber daya (pada bagian ini dapat diambil dari hasil 

analisis situasi/analisis gender dalam GBS); b. Tujuan 

kegiatan secara jelas memberikan informasi tentang 

manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-

laki maupun perempuan; c. Pelaksanaan kegiatan 

menjelaskan upaya pelibatan atau konsultasi dengan 

kelompok sasaran laki-laki dan perempuan; d. Kelompok 

sasaran, output kegiatan, lokasi kegiatan serta identifikasi 

output harus sesuai dengan tujuan kegiatannya. 

Untuk melengkapi TOR, harus melampirkan GBS yang 

menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap 

isu gender yang dihadapi, dan apakah telah dialokasikan 

dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani 

permasalahan gender tersebut. 

 

b. Pengelolaan sarana dan prasarana  

Pengelolaan Sarana prasarana pendidikan responsif gender 

merupakan isu penting yang perlu mendapatkan perhatian 

serius karena pengelolaan sarana prasarana yang responsif 
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gender dapat memberikan ruang untuk menjamin 

pemenuhan hak perempuan dan laki-laki berdasarkan 

kebutuhan spesifik masing-masing sehingga 

memunculkan rasa aman dan nyaman bagi setiap 

penggunanya. Pengelolaan sarana dan prasarana 

pendidikan responsif gender menjadi tugas dan 

tanggungjawab bersama, namun sebagian warga kampus 

memiliki pemahaman yang minim akan sarana prasarana 

yang responsif gender dengan beranggapan pemenuhan 

sarana prasarana responsif gender sebagai hal yang tidak 

penting. Untuk itu, perlu dikaji lebih dalam tentang 

pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan sebagai 

acuan bagi instansi, dalam rangka penyediaan sarana 

prasarana yang responsif gender. Pentingnya pengelolaan 

sarana prasarana responsif gender diperlukan untuk 

mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Dalam hal 

ini akan diidentifikasi dan dianalisis dalam konteks akses, 

partisipasi, kontrol dan manfaat. Sarana prasarana 

responsif gender dibutuhkan karena adanya kebutuhan 

spesifik laki-laki dan perempuan yang berbeda. Dengan 

demikian tidak ada satu jenis kelamin yang terabaikan hak-

haknya, namun kenyataanya sarana dan prasarana yang 

ada masih belum sepenuhnya responsif gender. 

Berdasarkan indikator sarana prasarana responsif gender 

antara lain penyediaan toilet terpisah, tempat penitipan dan 

ruang menyusui/laktasi, penyediaan tempat wudhu dan 

mushalla yang tertutup dari laki-laki karena perempuan 

harus membuka auratnya saat berwudhu, serta fasilitas 

tangga dengan ukuran ideal anak tangga 17 cm ke bawah 

sehingga tidak menyulitkan bagi lansia dan ibu hamil serta 

adanya pemasangan CCTV dan pencahayaan yang 

memadai di ruang atau lokasi yang rawan terjadinya 

kejahatan, tetapi kenyataanya dari 6 indikator sarana 

prasarana responsif gender tersebut tidak semua terpenuhi. 
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Adapun yang belum terpenuhi yaitu tempat penitipan 

anak, ruang menyusui/laktas, CCTV dan pencahayaan 

yang memadai di ruang atau lokasi yang rawan terjadinya 

kejahatan. Padahal fasilitas tersebut sangat penting dan 

dibutuhkan. Kata pengelolaan atau manajemen merupakan 

suatu istilah kontemporer yang dikenal dan digunakan oleh 

berbagai organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, dijelaskan bahwa kata manajemen merupakan 

proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk 

mencapai sasaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000: 

623) . Sudjana dalam buku Engkoswara dan Komariah 

mengemukakan bahwa pengelolaan atau manajemen 

adalah rangkaian dari berbagai aktivitas yang wajar 

dilakukan dalam suatu organisasi berdasarkan 

normanorma yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya 

memiliki hubungan dengan komponen yang lainnya (Aan, 

Komariyah, 2010: 86). Keberadaan sarana dan prasarana 

mutlak dibutuhkan dalam proses pendidikan. Sarana 

prasarana merupakan komponen penting yang harus 

dipenuhi dalam pelaksanaan proses pendidikan. Proses 

pendidikan akan mengalami hambatan dan masalah yang 

sangat serius, bahkan bisa mengalami suatu kegagalan jika 

tidak didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan 

yang memadai ((Qomar: 2007: 170) Pengelolaan sejatinya 

adalah proses mendayagunakan sumber daya untuk 

memperoleh tujuan sebab dengan adanya pengelolaan 

yang baik maka suatu organisasi akan bisa mencapai 

tujuan yang diharapkan. Salah satu yang perlu dikelola 

dalam organisasi termasuk lembaga pendidikan yakni 

sarana dan prasarana karena sarana prasarana merupakan 

bagian penting dalam menujang proses pembelajaran, 

tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung, maka 

proses pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal, oleh 



285 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

karena itu pengelolaan sarana dan prasarana sangat 

diperlukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan.  

Pada dasarnya pengelolaan sarana dan prasarana 

pendidikan memiliki beberapa prinsip secara umum yaitu:  

1) Prinsip pencapaian tujuan,  

2) Prinsip efisiensi,  

3) Prinsip administratif,  

4) Prinsip kejelasan tanggung jawab,  

5) Prinsip kekohesian (Matin dan Fuad, 2016: 5) .  

 

Agar semua sarana dan prasarana pendidikan dapat 

memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses 

pembelajaran maka hendaknya sarana prasarana 

pendidikan tersebut dikelola dengan dengan baik. 

Pengelolaan dalam sarana prasarana meliputi: 1) 

Perencanaan. Menurut Dwiantara dan Sumarto dalam 

(Ahmad Nurabadi, 2014: 8), menyebutkan bahwa 

perencanaan adalah kegiatan memikirkan, 

memperhitungkan, meneliti hingga merumuskan tindakan 

yang akan dilakukukan di masa yang akan datang, baik 

yang berkaitan dengan aktivitas pengadaan sarana 

prasaran, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian 

serta kegiatan pengendalianya. 2) Pengadaan adalah 

serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan 

prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, baik 

berhubungan dengan jenis barang, spesifikasi barang, 

jumlah serta waktu dan tempat, harga dan sumber yang 

bisa dipertanggungjawabkan (Suryobroto, 2004: 116) 3) 

Inventarisasi merupakan kegiatan mencatat dan menyusun 

sarana dan prasarana secara teratur, tertib, rapi dan lengkap 

berdasarkan ketentuan yang berlaku (Bafadal. 2004: 53) 

tempat agar kualitas dan kuantitasnya terjamin. Kegiatan 

menyimpan barang meliputi kegiatan menerima, 

menyimpan, dan nendistribusikan barang (Barnawi, 2012: 
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78). 5) Penggunaaan merupakan proses pendayagunaan 

sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan 

harus jelas kegunaannya sehingga dapat dimanfaatkan 

dengan efektif dan efisien (Bafadal, 2004: 31) 6) 

Pemeliharaan sarana prasraana adalah kegiatan mengurus 

dan mengatur sarana prasarana agar selalu dalam keadaan 

baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala 

upaya yang dilakukan secara terus menerus agar sa rana 

dan prasarana tetap dalam keadaan baik. 7) Pemusnahan 

atau penghapusan, yakni kegiatan menghilangkan sarana 

dan prasarana dari daftar inventarisasi. 

Fasilitas yang responsif gender merupakan fasilitas 

pendidikan yang memberikan ruang untuk menjamin 

pemenuhan hak perempuan dan laki-laki berdasarkan 

kebutuhan spesifik masingmasing sehingga 

memunculkan. rasa aman dan nyaman bagi setiap 

penggunanya. Indikator sarana prasarana responsif gender 

antara lain: (1) Penyediaan tempat penitipan anak, (2) 

Penyediaan ruang menyusui/laktasi, (3) Fasilitas tangga 

dengan ukuran ideal anak tangga 17 cm ke bawah, (4) 

Pemisahan Toilet, (5) Fasilitas tempat wudhu dan 

mushalla, (6) Pemasangan CCTV serta pencahayaan yang 

memadai di ruang atau lokasi yang rawan terjadinya 

kejahatan (Djunaedi dkk. 2014: 25)  

 

C. Penutup 

1. Kesimpulan 

Proses pendidikan berwawasan gender perlu 

ditingkatkan, karena sampai saat ini gejala bias gender masih 

kerap ditemukan dalam dunia pendidikan dan sektor lainnya. 

Laki-laki masih cenderung ditempatkan pada posisi yang lebih 

menguntungkan dalam proses pendidikan. Misalnya, dalam 

buku-buku pelajaran yang mengungkapkan status dan fungsi 
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perempuan dalam keluarga dan masyarakat belum sepenuhnya 

peka gender. 

Kesetaran gender dalam pendidikan dan pembangunan 

harus diwujudkan, karena dapat berdampak baik bagi laju dunia 

tersebut dan bagi peserta didik di dalamnya. Dengan 

mengedepankan kesetaran gender dalam pendidikan dan 

pembangunan, peserta didik laki-laki tidak akan merasa dirinya 

lebih superior daripada perempuan dalam berkiprah di ranah 

tersebut. Di sisi lain, peserta didik perempuan tidak merasa 

dirinya inferior dibandingkan dengan peserta didik laki-laki. 

Semakin setara antara laki-laki dan perempuan dalam berkiprah 

dalam pendidikan dan pembangunan, semakin sedikit tingkat 

kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berkiprah 

dalam pendidikan dan pembangunan. Di sisi lain, semakin setara 

laki-laki dan perempuan dalam mengaktulisasikan diri dalam 

pendidikan dan pembangunan, semakin memudahkan mereka 

dalam mewujudkan pembangunan bangsa yang lebih baik. 

 

2. Rekomendasi 

 Rekomendasi berdasarkan hasil analisis kebijakan 

pendidikan dan gender. 

1. Kemendiknas, Kemenag dan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan & Perlingunan Anak (KPPA) 

mengkoordinasikan kebijakan dan strategi yang terfokus 

pada penghapusan disparitas rasio gender untuk indikator 

pendidikan pada semua jenjang pendidikan di tingkat 

propinsi dan kabupaten/kota, serta memperkuat pelaksanaan 

pengarusutamaan gender di semua tingkatan di bidang 

pendidikan. 

2. Kemendiknas mengkaji kemajuan yang dicapai dalam 

pelaksanaan Peraturan Menteri No. 84/2008 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan di tingkat 

sekolah dan kabupaten/kota dan untuk memperkuat 

pelaksanaan Keputusan Menteri yang bertujuan mencapai 
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pendidikan yang responsif gender dengan pengembangan 

kapasitas di semua tingkatan dalam sistem pendidikan. 

3. Kemendiknas dan Kemenag melakukan penilaian terhadap 

sejumlah sekolah sampel di beberapa lokasi geografis yang 

berbeda tentang cara-cara pengintegrasian kebijakan gender 

dalam rencana dan pelaksanaan manajemen sekolah. 

4. Kemendiknas dan Kemenag mengkaji dengan menggunakan 

perspektif gender, Peraturan Pemerintah tentang Anggaran 

propinsi dan kabupaten/kota, dan Peraturan Kemendagri No. 

13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Keputusan Menteri Keuangan No. 119/2009 tentang 

Anggaran responsif gender. 

5. Kemendiknas dan Kemenag memberikan lebih banyak 

perhatian pada propinsi yang belum berhasil dalam 

menurunkan rasio paritas gender, transisi dan angka putus 

sekolah, dengan membuat rancangan strategi berdasar 

kebutuhan yang ada, dengan memperhitungkan faktor-faktor 

dasar yang berkontribusi terhadap rendahnya pencapaian 

indikator di propinsi dan kabupaten/kota. 

6. Kemendiknas mempercepat program pelatihan yang ada 

untuk meningkatkan kapasitas pengumpulan data terpilah 

berdasar gender, analisa dan perencanaan dan penganggaran 

responsif gender di tingkat propinsi dan kabupaten/kota 

untuk indikator tertentu. 

7. Mempercepat program yang ada yang terkait akses 

pendidikan dan memprioritaskan propinsi yang memiliki 

kesenjangan paritas gender yang signifikan dalam indikator 

pendidikan. khususnya jika disparitas rasio gender terjadi 

pada angka putus sekolah untuk meningkatkan akses 

terhadap pendidikan berkualitas. Perlu juga dilakukan kajian 

untuk melihat efektifitas skema yang digunakan untuk 

mengatasi kesenjangan gender. 

8. Mengembangkan kebijakan dan mensinkronisasinya di 

tingkat nasional, daerah dan sekolah untuk memastikan 
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bahwa perempuan yang menikah dini, hamil dan ibu muda 

bisa melanjutkan pendidikan. Melaksanakan kampanye 

untuk membangun kesadaran akan pentingnya mengurangi 

insiden pernikahan dini dan mendorong kelangsungan 

pendidikan bagi laki-laki, dan apalagi perempuan, yang 

menikah dini. 

9. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan/LPTK perlu 

mengkaji kurikulum pelatihan guru untuk memperbaiki 

penyusunan materi dan keterampilan mengajar sehingga 

responsif gender. 

10. Kemendiknas dan Kemenag mengkaji dan meningkatkan 

penyediaan buku teks pelajaran yang peka gender pada 

semua tingkat pendidikan, termasuk teks, gambar dan akses 

yang sama terhadap kegiatan ekstra-kurikuler olahraga, seni 

dan sains. 

11. Kemendiknas memastikan mekanisme pembiayaan 

pendidikan bersifat responsif gender. Misalnya, ketika 

membiayai infrastruktur dan rehabilitasi sekolah baru, dan 

merancang bangunan sekolah, maka harus memenuhi 

kebutuhan praktis laki-laki dan perempuan.  

12. Kemendiknas dan Kemenag merumuskan kebijakan yang 

jelas, yang mengatur penempatan laki-laki dan perempuan 

yang memenuhi kualifikasi di semua kegiatan pendidikan 

(termasuk pendidikan Islam), terutama dalam posisi 

kepemimpinan, manajemen, dan akademik di semua 

tingkatan pendidikan (sistem sejenis sudah terlaksana di 

lapangan dengan adanya perwakilan dalam partai politik dan 

parlemen). 
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A. Latar Belakang dan Permasalahaan  

endidikan memilki Manfaat yang sangat penting bagi setiap 

orang, dengan memiliki pendidikan yang tinggi dapat 

membawa perubahan dalam setiap pribadi. Pendidikan memiliki 

keberadan sendiri yang memiliki peranan yang sangat penting 

karena dengan berkembangnya sejarah, nasional, keagamaan 

utamnya dibidang peradaban umat manusia, ilmu pengetahuan 

atau pendidikan. Dari pendidikan dan pengetahuan akan 

melahirkan suatu kekuatan-kekuatan pendorong untuk 

digunakan dalam suatu pencapaian kemajuan peradaban dan 

kemajuan pengetahuan serta menciptakan banyaknya corak yang 

akan memberikan arah perkembangan kemajuan suatu bangsa 

untuk bersama-sama memajukan peradaban suatu bangsa. 

Pendidikan sejatinya merupakan sesuatu sistem yang sangat 

diperlukan oleh semua bangsa dan Negara karena dengan adanya 

pendidikan tersebut seluruh warga Negara dalam suatu bangsa 

mendapatkan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya sehingga 

mereka bisa mengikuti kemajuan zaman dan bisa setara dengan 

bangsa-bangsa atau Negara-negara yang lebih awal 

memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan. 

Pendidikan suatu proses yang berkelanjutan terus 

menerus tanpa ada akhir dimulai seseorang dilahirkan ke dunia 

sampai kehidupan akhirnya, pendidikan yang berkelanjutan 

menghasilkan suatu kualitas untuk mewujudkan perwujudan 

P 

BAB 8 
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manusia yang merupakan mahluk sosial yang akan menjalani 

kehidupan yang bermasyarakat untuk mengahdapai masa depan 

masing-masing individu yang harus memiliki landasan dan 

berakar pada landasan pasncasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. Landasan-landasan yang terdapat dalam Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945 harus menumbuhkembangkan 

sikap-sikap yang terdapat didalamnya sehingga mencerminkan 

keadilan sosail bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu 

diperlukan kajian yang sangat mendalam dalam suatu proses 

pendidikan, pendidikan harus memiliki pandangan yang 

berfilsafat yang harus sesuai dengan kejelasan pada landasan 

yang memegang teguh pendidikan tersebut. (Mulyasa. 2012:2). 

Dengan adanya pengetahuan dalam seluruh aspek maka 

masing-masing warga Negara memiliki kesempatan yang sama 

dalam melakukan perubahan dari diri sendiri, lingkungan 

keluarga inti, keluarga besar, masyarakat sekitar dan masyarakat 

yang lebih luas. Dalam kehidupan, pendidikan yang pertama 

didapatkan oleh setiap orang berasal dari keluarga, orangtua 

merupakan ilmu pengetahuan pertama kali yang didapatkan oleh 

seorang anak didik dimana dari keluarga mereka mendapatkan 

pelajaran kesopanan, saling pengertian, penghargaan, kasih 

sayang, ilmu pendidikan dan lain sebagainya. 

Lembaga yang sangat berperan dalam suatu proses 

pendidikan dalam mendaptkan ilmu pengetahuan salah satunya 

merupakan lembaga sekolah secara formal dan nonformal, 

dengan lembaga sekolah maka para peserta didik mempunyai 

hak untuk mndapatkan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya 

sehingga bisa memajukan masing-masing individu. Lembaga 

sekolah mulai pendidikan dini pada awal pendidikan, sekolah 

taman kanak, sekolah yang paling dasar yaitu sekolah dasar, 

sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas serta 

peguruan tinggi, memiliki tingkat pengetahuan yang menuju 

kearah lebih tinggi. Dengan adanya lembaga sekolah seluruh 

proses kegiatan belajar mengajar didalamnya merupakan suatu 
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kegiatan yang sangat dipercaya oleh semua orang karena 

didalamnya memberikan ilmu–ilmu pendidikan yang 

dibutuhkan oleh semua peserta didik. Pengetahuan dapat 

menambah ilmu dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan 

perubahan kearah lebih baik karena tujuan pendidikan sendiri 

terjadinya perubahan bagi peserta didik sendiri. 

Perubahan-perubahan oleh pengetahuan bisa 

memberikan perubahan-perubahan dalam diri setiap orang, 

sehingga dengan adanya perubahan akan merubah dengan 

meningkatnya kesejahteraan hidup ekonomi yang memberikan 

kesuskesan. Perubahan yang baik tidak lepas dari peranan dan 

kebijakan pemerintah dalam melaksankan kebijakan 

pelaksanaan dan diadakannnya pemerataan dalam pendidikan 

sehingga pendidikan tersebut dapat dijangkau seluruh lapisan 

masyarakat yang ada di Indonesia. Perubahan-perubahan yang 

diinginkan oleh setiap orang dalam kehidupannya untuk 

mendapatkan keadaan yang lebih baik lagi sehingga perubahan 

itu mensejahterakan setiap warga Negara Indonesia.  

 

1. Pendidikan 

Pendidikan dalam proses pelaksanaanya harus didasari 

oleh penanaman karakter bangsa dan bernegara tidak hanya 

melalui suatu proses yang sederhana, pendidikan yang 

berkarakter bangsa merupakan suatu pendidikan yang 

berlandasarkan landasan pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945, landasan tersebut merupakan suatu arah yang harus dijiwai 

oleh masing-masing warga Negara Indoensia mulai dari 

pendidikan yang paling rendah sampai pendidikan yang lebih 

tinggi sehingga nantinya keberlangsungan hidup di Negara 

didapatkan dari konstribusi pendidikan yang berlandaskan 

hukum Negara Indoneisa (I Wayan, 2019).  

Pendidikan adalah suatu proses yang merujuk pada 

humanime dimana pengertiannya adalah merujuk pada proses 

memanusiakan manusia. Seharusnya setiap orang dari proses 
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diatas harus menghormati hak-hak setiap manusia dan 

memenadang peran penting oranglain sebagai seorang manusia 

yang harus dihormati. Dengan adanya suatu proses pendidikan 

dimana peserta didikan merupakan bagian dari proses 

pendidikan itu sendiri yang menerima pengetahuan dari seorang 

guru secara formal dan informal, dimana setiap insan manusia 

harus dihormati sebagai generasi yang akan melanjutkan suatu 

proses pedidikan yang harus menjadi perhatian dengan cara 

dibantu diarahkan diberikan berbagi ilmu pengetahuan sehingga 

mereka bisa meneruskan kehidupan sebagai manusia yang saling 

menghormati diantara semua umat manusia. Kepedulian tentang 

suatu pentingnya sebuah pendidikan menuju suatu pendewasaan 

yang nantinya akan membentuk suatu insan yang mandiri, 

bermartabat, berpikir kritis dalam mengahdapi setiap 

permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari. Untuk itu 

pendidikan harus membentuk insan yang merupakan sosok yang 

akan melanjutkan suatu perubahan karena dengan adanya suatu 

ilmu pengetahuan yang didapatkan yang berkreatifitas yang 

saling memanusiakan manusia di seluruh dunia. (Ab Marisyah, 

Firman, 2019). 

Pendidikan sendiri berfungsi untuk menghilangkan 

kebodohan rakyat Indonesia yang dulunya tidak mendapatkan 

pendidikan yang layak dari kebodohan dan ketertinggalan 

menuju kearah yang lebih baik mendapatkan pengetahuan yang 

dibutuhkan oleh setiap individu untuk memperbaiki 

kehidupannya masing-masing. Dengan adanya pendidikan salah 

satu fungsinya adalah mengembangkan pengetahuan dan watak 

masing-masing individu sesuai dasar Negara hukum Repiblik 

Indonesia yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsan dan Negara Indenesia. Hal yang diuraikan 

diatas menunjukkan pendidikan Nasional Indoensia memiliki 

ciri untuk mengedepankan pembangunan karakter, sikap dan 

transformasi nilai-nilai yang terkandung dalam landasan Hukum 

Indonesia yang memilki landasan filosofi Negara Indonesia, 
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yang bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta 

mampu bersaing di Dunia Internasional (I Wayan CS, 2019). 

Secara sadar pendidikan harus terencana dengan dengan 

baik guna mewujudkan suasana yang aman nyaman kondusif 

dalam proses pembelajaran para peserta didik dapat secara aktif 

bisa mengembangkan potensinya dalam dirinya dalam 

mengembangkan pribadinya masing-masing yang didasarkan 

pada  agama, pengendalian diri, kepribadian yang baik, ahlak 

mulia dari setiap orang, keterampilan dari berbagai aspek yang 

bisa dilakukan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Secara pengetian umum dan khusus dimana pendidikan 

merupakan suatu usaha manusia menumbuhkan dan 

mengembangakan potensi yang ada dalam dirinya sejak lahir 

yang sudah mendapatkan berbagi ilmu pengetahuan secara 

formal dan nonformal baik jasmani dan rohani harus disesuaikan 

dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, 

yang nantinya mereka bisa mengerjakan tugasnya masing-

masing secara mandiri dan bertanggungjawab, guna 

mempengaruhi pertumbuhan, perubahan dan kondisi setiap 

manusia. Perubahan-perubahan inilah yang akan memberikan 

pergerakan dan perubahan dari diri sendir dan akan berkembang 

kesekitar lingkungannya  (Desi P dkk, 2022). 

Tujuan pendidkan Nasiaonal di Indoensia harus memiliki 

tujuan yang berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003, 

merupakan pendidikan harus berawal dari manusia yang 

berkatualisasi atau sesuai dengan kodrat sebagai manusia yang 

dipertimbangkan berbagai kemungkinan yang dimiliki atau 

potensi dari dalam diri sendiri, yang harus diarahkan maju 

menuju terwujudnya manusia yang dicita-citakan sesuai idealitas 

diri. Tujuan pendidikan adalah manusia yang harus memiliki 

keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bertaqwa, 

berahlak mulia, sehat, cerdas, berkemauan, berkeinginan, 

mampu berkarya, berperasaan, memenuhi kebutuhan yang 

secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, 
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berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya Bangsa 

Indoensia. Dalam penerapannya bahwa dengan adanya 

pendidikan manusia dapat mewujudkan berbagai potensi dari 

diri masing-masing manusia dalam berbagai konteks 

keberagaman, moralitas, individu atau personal, kelompok, 

sosial dan berkebudayaan yang menyeluruh melalui integritas 

pendidikan yang berlandasarkan Undang-Undang Dasar 1945 

dan Pancasaila sebagai landsan Hukum Di Indoensia (I Wayan 

CS, 2019 T).  

Tujuan pendidikan Nasional, disesauikan dengan adanya 

Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Pendidikan, 

Kebudayaan, agama, yang dirumuskan tujuan pendidikan adalah 

untuk membentuk manusia sejatinya yang berlandasrkan 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.  Dalam Undang-

Undang No.2 tahun 1989 lebih ditegaskan bahwa pendidikan 

nasional memiliki tujuan untuk mencerdasakan kehidupan dalam 

berbangsa dan bernegara dan mengembangkan manusia 

seutuhnya yang memiliki keimanan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa yang berbudi pekerti luhur, memiliki segala kemampuan 

keterampilan pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani, 

berkepribadian baik dan mandiri serta memiliki tangnggung 

jawab dalam bermasyarakat yang berkeadilan sosial dan 

berkebangsaan. 

Pendidikan Indonesia harus memiliki kecenderungan 

untuk mengutamakan pembangunan sikap sosial dan memiliki 

keagamaan dalam pelaksanaan pendidikan di Indoensia. Hal 

tersebut sesuai dengan Pancasila sila kesatu yaitu Ketuhanan 

Yang Maha Esa, berdasarkan sila pertama bahwa Warga Negara 

Indonesia harus berlandaskan Ketuhanan yang maha Esa, 

sehingga tidak menjadi suatu keraguan dalam menjalakan 

kehidupannya dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia yang 

berlandasakan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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2. Mobilisasi 

Mobilisasi dalam suatu masyarakat atau yang disebut 

suatu perubahan atau pergerakan sosial yang merupakan suatu 

proses yang terjadi suatu perubahan, adanya suatu pergeseran, 

adanya peningkatan ataupun terjadinya suatu penurunan dari 

suatu status perorangan ataupun sekelompok orang. Menurut 

ilmu etimologis, mobilitas merupakan suatu kata yang berasal 

dari dasar suatu kata mobile, yang memilki arti gerakan yang 

aktif, cepat, gesit, sehingga mobilitas diartikan sebagai gerakan. 

Pengertian secar harafiah mobilitas adalah gerakan-gerakan 

yang dapat terjadi dalam suatu masyarakat yang mengalami 

perubahan-perubahan oleh suatu kegiatan seperti ilmu 

pengetahuan yang dapat memberikan perubahan dalam 

kehidupan manusia yang dapat memajukan peradaban dunia. 

Mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, dimana 

terdiri dari suatu pola atau banyak pola yang dapat mengatur 

setiap individu dalam suatu kelompok sosial, dimana suatu 

struktur sosial yang didalamnya mencakup sifat hubungan antara 

masing-masing individu dalam suatu kelompok dan hubungan 

yang terjadi antara individu dalam kelompoknya.  

Dalam suatu mobilitas sosial didalamnya terdapat 

bermacam-macam mobiltias yang akan diterangkan di bawah 

ini:yaitu:  

A. Mobilitas Vertikal  

Merupakan suatu proses perpindahan status atau keadaan 

social seseorang atau kelompok pada lapisan masyarakat.  

1. Mobilitas vertikal ke atas (social climbing) 

Merupakan suatu pergerakan atau perubahan karena 

adanya suatu perubahan dalam bentuk peningkatan atau 

perubahan dalam suatu kedudukan seseorang atau 

kelompok. Penyebabnya adalah karena adanya kemajuan 

yang sangat berpengaruh ke hal yang postif sehingga bisa 

memberikan perubahan, penyebabnya karena adanya 

peningkatan prestasi kerja.  
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2. Mobilitas vertikal ke bawah (social sinking)  

Adalah suatu perubahan status atau kedudukan seseorang 

menurun kearah bawah yang terdiri dari: 

✓ Proses social sinking dapat menimbulkan adanya suatu 

keadaan yang dapat memberikan perubahan psikis bagi 

setiap individu karena suatu perubahan pada hak dan 

kewajibannya 

✓ Terjadinya perubahan yang menurun dapat disebabkan 

karena menurunya kedudukan seseorang ke kedudukan 

yang lebih rendah atau tidak adanya saling menghargai 

diantara setiap orang dalam suatu lapisan masyarakat 

sosial. 

 

B. Mobilitas Horizontal  

Perpindahan status sosial sesorang atau sekelompok orang 

dalam lapisan sosial yang sama disebut dengan mobilisasi 

horizontal. Dapat dikatan mobilisasi sosial adalah peralihan 

individu atau obyek-obyek sosial lainnya dari satu kelompok 

ke kelompok sosial lainnya yang memiliki tingkat yang 

sederajat. Ciri utama dari suatu mobilisasi horizontal adalah 

tidak terjadinya suatu perubahan dalam suatu derajat 

kedudukannya dalam lapisan masyarakat.  

a. Mobilitas sosial antar wilayah geografis.  

Pergerakan sosial ini berupa perpindahan indoividu atau 

kelompok dari suatu daerah ke daerah lainnya seperti 

perpindahan transmigrasi, urbanisasi dan adanya migrasi.  

b. Mobilitas antargenerasi,  

Mobilitas yang terjadi diantara generasi terdiri dari dua 

generasi atau lebih generasi misalnya generasi dari 

orangtua ayah dan ibu, generasi anak, generasi cucu dan 

seterusnya. 

Pergerakan mobilitas ini ditandai dengan suatu 

perkembangan dalam taraf hidup bisa naik dan bisa kearah 

turun dalam suatu generasi. Mobilisasi ini merupakan 
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suatu perkembangan perpindahan status sosial dari satu 

generasi dan generasi yang lain.  

Perubahan-perubahan yang diharapkan memberikan 

dampak yang positif bila digunakan dengan sebaik-

baiknya. Pemerataan pendidikan akan sangat bermanfaat 

bila dilakukan pada seluruh warga Negara Indonesia. Bila 

pemerataan yang dilakukan tidak seluruhnya maka akan 

terciptanya suatu kesenjangan dalam semua aspek 

kehidupan, sosial, agama, pekerjaan, ekonomi dan lain 

sebaginya. Dari sinilah akan terbentuk suatu masalah yang 

timbul dimana-mana yang dapat merugikan masyarakat 

sendiri. Masalah yang ditimbulkan akan diawali dengan 

ketidakadilan dan perilaku yang melanggar hukum  

(Mustadi, 2020). 

Dalam kehidupan bermasyarakat sangat berankeragam 

dimana seluruh kehidupan manusia saling mempengaruhi 

antar kehidupan dan pendididkan. Pengkajian dalam suatu 

bidang tertentu haruslah mencakup secara keseluruhan 

dalam suatu sistem pendidikan yang secara menyeluruh 

sepanjang daya nalar para cendikiawan.   

Masyarakat modern didalamnya pasti terdapat suatu 

mobilitas atau perpindahan golongan yang hampir seluruhnya 

dialami semuanya. Status orang bisa naik dan bisa turun yang 

terdapat dalam masyarakat tersebut yang dapat didasarkan oleh 

status sosial, status ekonomi, jabatan, kekayaan, kekeuasaan dan 

lainnya sebagainya. Dalam masyarakat mobilitas sosial akan 

berlangsung terus menerus seiring dengan kesadaran akan 

pentingnya pendidikan dalam kehidupan yang berlangsung 

disetiap Negara, salah satunya juga masyrakat industri yang 

diperlukan perubahan-perubahan untuk melangsungkan roda 

kehidupan.  
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Masyarakat yang modern dan terbuka dimana setiap 

orang akan memiliki prinsip untuk menjadikan suatu perubahan 

yang dapat menduduki atau mencapai suatu keadaan yang lebih 

baik atau lebih tinggi dari keadaan semula.  

Dalam masyarakat modern, yang akan mencapi suatu 

status yang tinggi dimana didalamnya terdapat banyak 

perubahan-perubahan yang terjadi, hal ini dapat ditemukan pada 

Negara-negara yang sudah maju, perekonomian, sosial, 

keuangan sehingga perubahan-perubahan yang akan terjadi 

dipermudah dengan faktor-faktor yang telah mendukung suatu 

perubahan kearah yang lebih baik dan maju  (Nasution, 2019).  

Lapisan masyarakat dari seluruh lapisan akan mengalami 

suatu proses perubahan atau mobilitas social dengan cara yang 

beragam, dimana pergerakan mobilitas social akan mengalami 

pergerakan ketika seseorang individu atau kelompok berpindah 

dari satu posisi ke posisi yang lainnya baik dalam level tingkatan 

yang sama maupun ke tingkat lebih tinggi ataupun tingkat 

berbeda. Dalam kelompok masyarakat akan terjadi perubahan 

peningkatan kearah yang lebih tinggi tingkatannya dalm 

kenyataannya memang terdapat banyak mobilitas, yang 

mengarah ke perubahan naik atau perubahan ke turun (Claudia 

Em, 2017) (T).    

Setiap individu menginginkan mencapai suatu status dan 

peran dalam suatu pekerjaan dan penghasilan yang lebih tinggi 

dari yang ia dapatkan sehingga seseorang akan mengalami suatu 

proses perubahan dengan meningkatkan pengetahuan dan 

pendidikannya kearah yang lebih baik. Setiap orang 

menginginkan suatu perubahan atau mobilitas kearah yang lebih 

tinggi bukan sebaliknya (Claudia Em, 2017). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pattinasary 2012 

didapatkan bahwa adanya hubungan yang sangat positif antara 

pendidikan dengan mobilitas sosial didua provinsi di Indonesia, 

yakni Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari hasil yang ditemukan 

bahwa  semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 
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semakin besar pula ia memperoleh mobilitas ke atas (upward 

mobility). 

Kenaikan status dari keadaan yang lebih rendah kestatus 

yang lebih tinggi akan berdampak sangat baik dalam kehidupan 

masing-masing orang, karena dengan peningkatan status ini, 

mereka dapat merubah keadaan ekonomi, sosial, kehidupan 

dengan suatu keberhasilan yang mereka capai. Dengan adanya 

peningkatan pengetahuan maka seseorang akan memiliki 

kematangan dalam proses kehidupannya, kepribadiannya dan 

tangung jawab terutama pada dirinya sendiri (Claudia, 2017) (T). 

Sekolah dan perguruan tinggi merupakan suatu lembaga 

institusi yang mempuanyai peran yang sangat besar dalam suatu 

proses dalam mendapatkan cita-cita melalui suatu program 

pendidikan yang dapat dijadikan suatu kendaraan mobilisasi 

social bersama dengan lingkungan keluarga lembaga 

keagamaan, lembaga social, dan lembaga lainnnya yanga sangat 

diperlukan dalam mencapi suatu proses mobiilisasi social. Peran 

serta perguruan tinggi sebagai kendaraan mobilisasi akan 

semakin meningkat dengan peningkatan kemajuan jaman yang 

memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat 

untuk mengenyam pendidikan dan menjadikan suatu proses 

perubahan mobilisasi social  (Burlutskaia 2014)  

Pendidikan sangat berperan penting dalam terjadinya 

suatu perubahan atau mobilisasi social, bahwa semakin besar 

diferensiasi pendidikan akan menyebabkan semakin besar 

peningkatan akan ketimpangan dalam mencapi suatu level 

pendidikan yang dipengaruhi oleh pengaruh social kultural dan 

budaya  (Thompson & Simmons 2013)  

Selain itu mobilitas sosial dalam memperlemah 

solidaritas kelompok karena mereka yang beralih golongan 

sosial akan menerima norma-norma baru dari golongan yang 

dimasukinya dengan meninggalkan norma-norma golongan 

sosial semula.  
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B. Dasar Hukum Dan Kebijakan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas), pendidikan adalah usaha yang dilaukan secara sadar 

dimana mewujudkan keadaan suasana pembelajaran dan proses 

yang dilakukan dalam pembelajaran dapat berjalan dengan 

sebaiknya, sehingga para peserta didik secara aktif 

menggembangkan potensi dirinya masing-masing memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keagamaan, 

pengendalian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.  

Dalam Undang-Undang NO.20 Tahun 2003, pasal 13 

Ayat 1, proses pelaksanaan pendidikan melewati tiga tahapan 

yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan 

informal.  

Pendidikan di Indoensia didasarkan pada Undang-

Undang no. 20 Tahun 2003, pada pasal 4  yaitu: 

1. Pendidikan yang diselenggarakan yang berlandaskan secara 

demokratis dan berkeadilan yang tidak dilaukan diskriminasi 

dengan menjunjung tinggi Hak-Hak asasi manusia,   Nilai 

Kultur,dan Kejemukan Bangsa.  

2. Penididkan harus diselenggarakan sebagai suatu kesatuan 

yang bersistematik secara terbuka dan memilki kemaknaan 

yang banyak. 

3. Pendidikan harus diselenggarakan melalui suatu proses 

pembudayaan dan pemberdayaan kepada peserta didik 

berkelansungan sepanjang hayatnya. 

4. Pendidikan yang diselenggarakan harus memberikan 

keteladanan, membangun kebutuhan dan mengembangkan 

kerasi-kreasi yang berkreatifitas dalam suatu proses 

pendidikan dalam pendidikan. 
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5. Pendidikan dikembangkan melalui budaya membaca, 

menulis, dan berhitung untuk seluruh warga Negara 

Indonesia. 

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua 

komponen Masyarakat melalui peran serta dalam pelaksanaan 

dan adanya suatu pelaksanaan pengendalian mutu 

pendidikan.  

 

Dari dasar pasal diatas maka pendidikan di Indonesia 

harus menjadi tanggungajawab semua pihak tidak hanya 

menjadi tanggungjawab sebuah institusi pendidikan tetapi 

merupakan tanggung jawab individu, keluarga, masyarakat. 

Pemerintah yang menjadi stakeholder dalam pelaksanaan 

keberlangsungan suatu proses pembelajran yang ada di 

Indoensia yang memilki andil dalam mensukseskan proses 

pendidikan nasional di Indonesia. Yang nantinya diharapkan 

mendapatkan suatu output pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan Negara  

Beradarkan kebijakan dasar hukum diatas setiap warga 

Negara Indonesia memilki hak yang sama yaitu mendaptkan 

pendidikan yang adil dan merata dalam semua tingkatan 

pendidikan. Pendidikan yang didapatkan bisa memberikan dan 

menambah pengetahuan setiap warga negara, dapat merubah 

pola pikir, sikap, perilaku sehingga dapat memberikan 

perubahan kearah kemajuan yang lebih baik dalam menjalankan 

kehidupan secara individu, sosial bermasyarakat. Dengan 

pendidikan juga dapat memberikan perubahan-perubahan seperti 

perubahan ekonomi, lingkungan atau social yang disebut sebagi 

mobilitas social. Dengan adanya pengetahuan yang didapatkan 

dari pendidikan makan mobilitas social akan terjadi secara 

vertical dan horizontal. Kesadaran akan pentingya pendidikan 

akan menciptakan proses mobilisasi yang secara merata bagi 

seluruh warga Negara Indonesia.  
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Identifikasi Masalah: dengan masalah yang diatas maka harus 

dibuat suatu  analisa kebijakan (SWOT) pada Pendidikan dan 

Mobilitas Sosial.   

Rumusan Masalah: bagaimana Analisis Kebijakan (SWOT) 

pada Pendidikan dan Mobilitas Sosial. 

 

C. Analisis Kebijakan Pendidikan Dan Mobilitas Sosial 

1. Analisis SWOT 

Strenght: 

a. Semua warga Negara memiliki Hak yang sama (S1) 

Semua warga Negara indonesia mempunyai Hak yang 

sama dalam mendapatkan dalam Bidang pendidikan dan 

semua bidang  Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan 

b. Peningkatan Daya Ekonomi (S2) 

Peningkatan daya ekonomi, masayarakat dan pembiayaan 

pemerintah dalam dunia pendidikan. 

c. Kesadaran Pentingnya Pendidikan (S3) 

Kesadaran dari individu, golongan, organisasi, keluarga, 

pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dalam bidang 

Pendidikan 

d. Dukungan semua Aspek (S4) 

Dukungan dari pemerintah, stakeholder, pemengang 

kepentingan, Msayarakat 

e. Memiliki Kesempatan yang sama (S5) 

Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata 

yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri 

seseorang untuk maju dan berprestasi agar memperoleh 

status yang lebih tinggi.  
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Weakness: 

a. Diskriminasi (W1) 

Pendikriminasikan dalam suatu kelompok atau lapisan 

masyarakat dapat menjadi faktor penghambat dalam 

mencita-citakan suatu tujuan perubahan dalam mobilisasi 

social. Karena hambatan ini maka seseorang tidak bisa 

mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan karena 

adanya suatu keterbatasan yang mempunyai syarat-syarat 

menjadi anggota suatu kelompok yang hanya bisa 

mendapatkan kelayakan pendidikan.  

b. Taraf Ekonomi (W2) 

Rakyat yang masih dibawah garis kemiskinan di Indonesia 

merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat 

terjadinya perubahan sosial. Karena dengan kekurangan 

keadaan ekonomi warga maka mereka tidak mendapatkan 

pengetahuan yang lebih tinggi, karena mereka akan lebih 

mementingkan kebutuhan setiap harinya. Dengan status 

kemiskinanya merek akan lebih sulit untuk melakukan 

suatu perubahan ke atas, yang disebabkan karena 

kekurangannya. 

c. Kesetaraan Gender (W3) 

Dari perbedaan kelamin bisa menyebabkan perbedaan 

dalam menerima pengetahuan dan pendidikan yang masih 

berada didaerah-daerah yang terpencil dimana dari 

perbedaan jenis kelamin bisa menjadi hambatan dalam 

perubahan mobilisasi social. Di beberapa daerah dimana 

laki-laki memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan 

perempuan sehingga jenis kelamin menjadi salah satu 

faktor penghambat. 

d. Kebudayaan (W4) 

Adanya suatu kebiudayaan yang dapat menghambat suatu 

proses pendidikan yang menurut masyarakat yang 

memiliki adat yang tidak sejalan dengan perubahan 
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pendidikan saat ini dapat menjadi suatu hambatan dalam 

proses mobilisasi social.  

e. Pengaruh Sosialisasi (W5) 

Sosialisasi dalam peningkatan pengetahuan dan dalm 

proses pendidikan akan membantu dalam perubahan 

mobilisasi social. 

 

Oportunity: 

a. Negara demokrasi (O1) 

Negara yang demokrasi setiap warga Negara Indonesia 

memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pengetahuan 

yang berlandasarkan hukum yaitu dari Undang-Undang 

Dasar 1945 dan pancasila. 

b. Ketersedian pembiayaan (O2) 

 Pemerintah, organisasi, dan masyarakat itu sendiri 

sehingga bisa mendapatkan kesempatan untuk menimba 

ilmu setinggi-tingginya seperti: beasiswa dalam dan Luar 

negeri. 

c. Tersedianya fasilitas-fasilitas (O3) 

Tersedianya fasilitasi Pendidikan dan alat-alat dan bahan 

yang digunakan dalam proses pendidikan. 

d. Sekolah membuka (O4)  

 Seluruh sekolah yang ada di Indonesia memilki tujauan 

yang sama adalah dapat mencerdasakan kehidupan bangsa 

melalui kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam lingkungan 

sekolah yang memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya bagi setiap orang sehingga bisa mendapatkan 

pengetahuan yang dapat meningkatkan keadaan sosailnya. 

e. Guru (O5) 

Guru adalah seorang pendidik bagi peserta didiknya yang 

dapat menjadi suatu model dalam melakukan perubahan 

dalam mobilitas sosial yang dengan usaha dan 

pekerjaannya mempunyai cita-cita untuk mencerdaskan 

bagi para peserta didik. Peran guru sangat besar dalam 
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proses pendidikan karena melalui seorang guru ilmu itu 

dapat disampaikan kepada para peserta didik, dimana 

dengan bertambahnya ilmu pengetahuan maka akan dapat 

terjadi perubahan tingkat pengetahuan dari peserta didik 

yang selanjutnya dapat terjadi suatu perubahan dalam 

mobilisasi social.  

Threats: 

Hasil analisis menjelaskan bahwa hubungan antara 

pendidikan tinggi dan mobilitas sosial di Indonesia ternyata 

dipengaruhi oleh faktor lainnya, yakni ketimpangan sosial-

ekonomi dan disparitas geografi dan kulturan.  

a. Faktor individu (T1) 

terdiri atas perbedaan kemampuan, orientasi sikap, 

penundaan kesenangan, keberuntungan, pola kesenjangan 

nilai sedangkan faktor struktur terdiri atas fertilitas, 

bantuan pemerintah dalam pendidikan, dan pola hidup 

berhutang.  

b. Kesadaran (T2) 

Kurangnya Kesadaran akan pentingnya pengetahuan 

sehingga kesempatan untuk dapat memberikan perubahan 

sosial dalam kehidupan tidak dapat dilakukan dengan baik. 

c. Fasilitas-fasilitas (T3) 

Fasilitas pendidikan yang ada tidak dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya sesuai penggunannya, dan 

pemeliharaan fasilitas pendidikan yang sangat minim 

d. Sumber-daya Manusia (T4)  

Sumber daya manusia dalam mobilitas pendidikan yang 

masih sangat diperlukan, terutama didaerah yang masih 

terpencil dan sangat terpencil, dimana fasilitas tempat 

pendidikan yang susah untuk ditempuh baik pesrta didik, 

guru dan pemerintah. 
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KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS) 

S9. Memiliki hak yang sama 

S10. Penignkatan Ekonomi 

S11. Kesadaran 

S12. Dukungan 

S13. Memilki Hak yang sama 

 

W9. Diskriminasi 

W10. Ekonomi 

W11. Gender 

W12. Kebudayaan  

W13. Sosial 

PELUANG 

(OPPORTUNITIES) 
ANCAMAN (THREATS) 

 

O4. Negara Demokarasi 

O5. Pembiayaan 

O6. Fasilitas 

O7. Sekolah 

O8. Guru 

T9. Faktor Individu 

T10. Keadasaran 

T11. Fasilitas 

T12. Sumber Daya Manusia 

 

Gambar 2. Matriks SWOT Kebijakan Pendidikan dan Mobilitas 

Sosial 

 

 

D. Hasil Analisa Dan Pembahasan 

1. Program Swot 

a) Strenght 

1. S1: Pemerataan pendidkan diseluruh wilayah Negara 

Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan 

Pancasila bahwa seluruh warga Negara Indonesia 

mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan 

Pendidikan 

2. S2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

seluruh warga Indonesia dalam memperbaiki taraf 

kehidupan yang dapat meningkatkan taraf ekonomi 

3. S3: Pemberian edukasi bagi setiap orang untuk 

mendapatkan haknya guna memperoleh pendidikan 

yang dapat merubah taraf hidup pendidikan kearah 

mobilisasi yang lebih baik. 
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4. S4: Semua stakeholder yang terlibat dalam proses 

pendidikan disuatu daerah harus berperan secara aktif 

sehingga setiap warga Negara mendapatkan pendidikan 

sebagi haknya dan bisa melakukan mobilisasi sosial. 

 

b) Weakness 

1. W.1:  Pemerintah harus lebih tegas dalam pelaksanaan 

pendidikan sehingga tidak terjadi adanya diskriminasi 

dalam memperoleh pendidikan yang merupakan hak 

dari setiap warga Negara. 

2. W.2: Pemerintah harus meningkatkan taraf hidup 

masyarakat dengan cara memberantas kemiskinan, 

sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh semua warga 

Negara. 

3. W.3: Dalam pendidikan dan semua aspek kehidupan 

harus dilakukan kesetaraan semua jeniskelamin tanpa 

ada diskriminasi dan perbedaan yang dapat merugikan 

semua pihak. 

4. W.4: Kebudayaan merupakan salahsatu bagian dari 

dunia pendidikan dan pemerintah dan stakeholder harus 

menjadi pelopor untuk mendorong terlaksananya 

mobilisasi social kearah lebih baik. 

5. W.5: Adat istiadat juga harus mendukung proses 

pendidikan yang akan memperkaya individu atau 

kelompok dalam menambah pengetahuan kearah lebih 

baik. 

 

c) Opportunity 

1. O.1: Pembiayaan untuk peningkatan pendidikan harus 

ditambah atau dinaikkan guna meratakan seluruh 

pendidikan 

2. O.2: Fasilitas-fasilitas pendidikan harus dilakukan 

pemeliharaan secara rutin guna mendukung proses 

pembelajran dan penambahan fasilitas fasilitas 
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pembelajaran untuk mempermudah dalam proses 

pendidikan 

3. O.3: Peningkatan kesejahteraan para guru atau pendidik  

 

d) Threats 

1. T.1: Harus dilakukan penyertaraan akibat kesenjangan 

sosial dengan meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

2. T.2:  Pemerataan dilakukan dari kota besar sampi 

kepedesaan diseluruh pelosok Indonesia dengan 

peningkatan jumlah tenaga pendidikan dan fasilitas-

fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. 

 

2. Strategi Swot 

a) Strenghts 

1. S1: Pemerataan pendidikan diseluruh wilayah Negara 

Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan 

Pancasila bahwa seluruh warga Negara Indonesia 

mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan 

Pendidikan. Dengan adanya pemerataan pendidikan 

semua setiap warga negar Indoensia memiliki hak yang 

sama dalam mengenyam pendidikan dari sekolah dini 

sampai perguruan tinggi karena dengan adanya 

pendidikan dan pengetahuan yang mereka akan 

dapatkan dapat memberikan perubahan yang postif 

dalam setiap warga Negara Indonesia dan merupakan 

suatu modal untuk diri sendiri sehingga mereka bisa 

secara mandiri, berkreatifitas dan bertanggungjawab 

dalam kehidupan berbangsa dan benegara dan 

tercipatnya suatu kedamaian. 

2. S2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

seluruh warga Indonesia dalam memperbaiki taraf 

kehidupan yang dapat meningkatkan taraf ekonomi. 
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Setiap orang dalam kehidupan sehari-hari tujuannya 

yaitu bisa mempertahankan kehidupan 

keberlangsungan hidupnya untuk memenuhi seluruh 

kebutuhan sandang, pangan untuk diri dan keluarganya, 

dengan adanya pendidikan dan pengetahuan dapat 

memberikan perubahan perekonomian dengan 

memberantas kemiskinan. Untuk itu pendidikan dan 

pengetahuan sangat berperan serta dalam memberantas 

kemiskinan meningkatkan taraf kehidupan ekonomi 

setiap orang dan akan terjadi suatu mobilisasi sosial 

atau perubahan yang memberikan keuntungan. 

3. S3: Pemberian edukasi bagi setiap orang untuk 

mendaptkan haknya guna memperoleh pendidikan yang 

dapat merubah taraf hidup pendidikan kearah 

mobilisasi yang lebih baik. Setiap warga Negara di 

Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke dimana 

dalam mendapatkan pendidikan memilki saran dan 

prasarana yang yang kurang didaerah terpencil, untuk 

itu diharapkan dengan memberikan pengetahuan-

pengetahuan dan ajakan kepada seluruh warga Negara 

Indonesia untuk secara sadar dan mementingkan untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya 

sehingga dapat tercipta suatu perubahan-perubahan dan 

terjadilah suatu proses mobilisasi dalam masyarakat. 

4. S4: Semua stakeholder yang terlibat dalam proses 

pendidikan disuatu daerah harus berperan secara aktif 

sehingga setiap warga Negara mendapatkan pendidikan 

sebagi haknya dan bisa melakukan mobilisasi sosial. 

Peran serta pemerintah dan seluruh stakeholder sangat 

berperan aktif dalam keberlangsungan pendidikan dan 

pemerataan dalam pendidikan dengan peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah dapat memberikan 

kesempatan bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa 
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terkecuali untuk mengenyam pendidikan sehingga dapt 

memberikan perubaha-perubahan dalam kehidupannya. 

 

b) Weakness 

1. W.1: Pemerintah harus lebih tegas dalam pelaksanaan 

pendidikan sehingga tidak terjadi adanya diskriminasi 

dalam memperoleh pendidikan yang merupakan hak 

dari setiap warga Negara. Pemerataan pendidikan dan 

tidak adanya suatu diskriminasi kepada seluruh warga 

negara Indonesia dapat memberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk dilakukannya suatu proses 

perubaha atau suatu proses mobilisasi. 

2. W.2: Pemerintah harus meningktakan taraf hidup 

masyarakat dengan cara memberantas kemiskinan, 

sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh semua warga 

Negara. Harus diilakukan pemerataan dan membantu 

taraf hidup ekonomi setiap warga Negara Indonesia 

sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu dan 

pengetahuan serta memberatas kemiskinan, yang bisa 

diawali dari suatu pendidikan yang memberikan suatu 

perubahan atau mobilisasi.  

3. W.3 Dalam pendidikan dan semua aspek kehidupan 

harus dilakukan kesetaraan semua jenis  kelamin tanpa 

ada diskriminasi dan perbedaan yang dapat merugikan 

semua pihak. 

4. W.4. Kebudayaan merupakan salah satu bagian dari 

dunia pendidikan dan pemerintah dan stakeholder harus 

menjadi pelopor untuk mendorong terlaksananya 

mobilisasi social kearah lebih baik. Dalam Negara 

indonesia terdiri dari banyak kebudayaan dimana 

kebudayaan merupakan salah satu unsur penndidikan 

dan pengetahuan yang dapat memperkaya pendidikan 

di Indoensia untuk itu harus dilakukanya pelesatrian 
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kebudayaan yang merupakan ciri khas bangsa 

Indonesia. 

5. W.5 Adat istiadat juga harus mendukung proses 

pendidikan yang akan memperkaya individu atau 

kelompok dalam menambah pengetahuan kearah lebih 

baik. Adat sitiadat juga salah satu unsur yang bisa 

menjadikan pendidikan bagi setiap orang sehingga 

kelestarian adat istiadat harus tetap dijaga untuk 

keberlangsungan dalam Negara Indonesia. 

 

c) Opportunity 

1. O.1. Pembiayaan untuk peningkatan pendidikan harus 

ditambah atau dinaikkan guna meratakan seluruh 

pendidikan, dilakukan dengan peningkatan pembiayaan 

dalam dunia pendidikan sehingga proses pendidikan di 

Indonesia dapat berlangsung dengan baik dan dirasakan 

oleh seluruh warga Negara Indoensia. 

2. O.2. Fasilitas-fasilitas pendidikan harus dilakukan 

pemeliharaan secara rutin guna mendukung proses 

pembelajaran dan penambahan fasilitas-fasilitas 

pembelajaran untuk mempermudah dalam proses 

pendidikan. fasilitas-fasilitas pendidikan harus 

ditambah tingkatkan, diperbaharui dan dirawat 

sehingga bisa membantu dalam proses pendidikan. 

3. O.3. Peningkatan kesejahteraan para guru atau 

pendidik. Mutu seorang pendidik harus lebih tingkatkan 

karena pendidik merupakan unsur yang sangat penting 

dalam proses pendidikan yang mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan dapat melakukan suatu 

perubahan-perubahan atau mobilisasi dalam 

masyarakat.   
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d) Threats 

1. T.1. Harus dilakukan penyetaraan akibat kesenjangan 

social dengan meningkatkan taraf hidup orang banyak.  

2. T.2. Pemerataan dilakukan dari kota besar sampai 

kepedesaan diseluruh pelosok Indonesia dengan 

peningkatan jumlah tenaga pendidikan dan fasilitas-

fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. 

 

Strategi dari Analisis SWOT, sebagaimana yang disajikan 

oleh Gambar 2. 

 

SWOT 

ANALISIS 

KEBIJAKAN 

PENDIDIKAN 

DAN 

MOBILISASI 

SOSIAL 

KEKUATAN 

(STRENGTH) 

KELEMAHAN 

(WEAKNESS) 

S14. Memiliki hak 

yang sama 

S15. Penignkatan 

Ekonomi 

S16. Kesadaran 

S17. Dukungan 

Memilki Hak yang 

sama 

W14. Diskriminasi 

W15. Ekonomi 

W16. Gender 

W17. Kebudayaan  

W18. Sosial 

 

PELUANG 

(OPPORTUNITIES) 

STRATEGI SO 

(Strenght-

Opportunities) 

STRATEGI WO 

(Weakness-

Opportunities) 

O9. Negara 

Demokarasi 

O10. Pembiayaan 

O11. Fasilitas 

O12. Sekolah 

O13. Guru 

SO-5. Pemerataan 

pendidikan 

SO-6. Mempunyai 

mendapatkan 

kesempatan 

yang sama 

dalam 

pendidikan 

SO-7. Meningkatkan 

pemberian 

edukasi akan 

pentingkanya 

pendidikan 

WO-4. Peran 

Pemerintah 

WO-5. Peningkatan 

Ekonomi 

Masayrakat 

dan 

emberantas 

kemiskinan 

WO-6. Kesadaran 

dalam dunia 

pendidikan 

WO-7. Pemeliharaan 

dan kelestarian 
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SO-8. Peran 

pemerintah 

dan 

stakeholder. 

. 

kebudayaan 

WO-8. Pemeliharaan 

dan kelestarian 

Adat istiadat 

ANCAMAN 

(THREATS) 

STRATEGI ST 

(Strength-Threats) 

STRATEGI WT 

(Weakness-Threats) 

T13. Faktor 

Individu 

T14. Keadasaran 

T15. Fasilitas 

T16. Sumber 

Daya 

Manusia 

 

ST-5. Pemerataan 

pendidikan 

ST-6. Memberikan 

kesmpatan 

seluasnya 

dalam 

pendidikan 

ST-7. Memberikan 

edukasi atau 

pengetahuan 

akan 

pentingnya 

pendidikan 

ST-8. Melibatkan 

pemerintah 

dan 

stakeholder 

lebih tinggi 

 

WT-5. Meningkatkan 

peran 

pemerintah 

WT-6. Peningkatan 

ekonomi 

kerakyatan 

WT-7. Menumbuhkan 

kesadaran 

akan 

pendidikan 

WT-8. Memelihara 

dan 

melestarikan 

kebudayaan 

WT-9. Memeliharan 

dan 

melestarikan 

adat istiadat 

 

E. Penutup 

1. Rekomendasi  

a) Keterbukaan seluas-luasnya  bagi seluruh rakyat indonesia 

untuk mendapatkan Pendidikan yang memiliki hak yang 

sama sesuai Undang-undang Pendidikan yang berlaku di 

Indonesia. 

b) Lebih meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan dan 

sumber daya manusia 

c) Memberikan edukasi tentang arti penting pendidikan 

kepada seluruh masyarakat Indonesia. 
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2. Kesimpulan 

a) Pendidikan merupakan suatu sistem yang sangat 

diperlukan karena dengan pendidikan sesorang dapat 

belajar secara informal dan formal dari sejak dini sampai 

pendidikan tinggi dengan adanya pendidikan dan 

pengetahuan dapat memberikan perubahan-perubahan 

dalam kehidupannya setiap mahluk sosial, dimana akan 

terjadi perubahan dalam taraf ekonomi, sosial, dan lain 

sebagainya sehingga bisa menciptakan perubahan-

perubahan atau mobilisasi social dari bermasyarakat. 

b) Dalam keberlangsungan suatu proses pendidikan harus 

melibatkan seluruh aspek yang sangat banyak dalam 

menciptakan perubahan-perubahan atau mobilisasi sosial 

yang dapat dirasakan oleh setiap warga Negara di 

Indonesia. 

c) Aspek-aspek pada pendidikan yang dapat menciptkan 

suatu perubahan atau mobilsasi hendaknya memperhatikan 

aspek kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman 

yang harus dihadapi dalam menjalankan suatu proses 

pendidikan. 

d) Dengan dilakukannnya suatu analisa-anasila SWOT dari 

proses pendiidkan dan perubahan makan harus harus 

dilakukan suatu program dan strategi juga dari berbagai 

aspek yang menciptakan suatu proses dari suatu 

pendidikan menjadi perubahan-perubahan atau mobilisasi 

dalam bermasyarakat atau mobilisasi sosial. 
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A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang dan Permasalahan 

usat Penguatan Karakter, yang didirikan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terus 

berupaya untuk menghasilkan penerus bangsa yang sesuai 

dengan Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila 

memiliki enam indikator yang ditetapkan oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. 

Berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong 

royong, dan berkebhinekaan global adalah enam indikator Profil 

Pelajar Pancasila. Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020–2035 

melibatkan transformasi teknologi, sosial, dan lingkungan yang 

terjadi di seluruh dunia. Dimensi-dimensi Profil Pelajar 

Pancasila juga dirancang secara menyeluruh dan komprehensif 

melalui pembiasaan dan keteladanan. Dimensi-dimensi yang ada 

bukan hanya menjadi tujuan jangka panjang, tetapi juga 

diintegrasikan dalam pembelajaran melalui sekurang-kurangnya 

tiga cara, yaitu 1) sebagai materi pelajaran dalam kegiatan 

intrakurikuler, 2) sebagai pengalaman pembelajaran atau strategi 

pengajaran yang digunakan guru, dan 3) sebagai projek kegiatan 

kokurikuler. Ketiga cara tersebut bukan merupakan pilihan 

untuk sekolah atau pendidik, melainkan kesemuanya perlu 

dipenuhi agar Profil Pelajar Pancasila dapat dibangun dan 

dikembangkan dalam diri setiap individu pelajar secara efektif.   

P 

BAB 9 
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Profil Pelajar Pancasila didasarkan pada berbagai 

fenomena di dunia pendidikan Indonesia, baik yang terkait 

dengan masalah klasik maupun masalah modern. Masalah sosial 

seperti diskriminasi di sekolah adalah masalah klasik yang 

dianggap sebagai ancaman, terutama terhadap Pancasila, 

ideologi bangsa. Banyak masalah sosial klasik, seperti konflik 

ras dengan agama, pelanggaran hak asasi manusia, dan ancaman 

radikalisme, telah menyebabkan banyak korban jiwa. Untuk 

mewujudkan Profil Pelajar Pancasila maka pendidikan 

multikultiral dapat diterapkan dalam dunia pendidikan untuk 

meminimalisir konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. 

Disamping itu Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku 

bangsa, ras, bahasa, adat istiadat, budaya, agama dan golongan. 

Oleh karena itu, kemajemukan dan keragaman budaya ini harus 

dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Seberapa 

besar perhatian sekolah terhadap multikulturalisme (keragaman 

budaya, agama, dan kesederajatan) dan pluralisme 

(kemajemukan) adalah faktor yang menentukan keberhasilan 

pendidikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendidikan 

adalah proses pembudayaan atau enkulturasi, yaitu 

mentasbihkan seseorang untuk mampu hidup dalam suatu 

budaya tertentu. Selain itu, pendidikan memiliki peran sebagai 

warisan kebudayaan, yaitu memberikan kebudayaan kepada 

generasi muda. Akibatnya, generasi tua harus dapat memberikan 

manfaat kepada generasi berikutnya. 

Pendidikan multikultural mencoba membantu 

menyatukan bangsa secara demokratis dengan menekankan pada 

perspektif pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, etnik, 

kelompok budaya yang berbeda. Banks mendefinisikan 

pendidikan multikultural adalah ide, gerakan pembaharuan 

pendidikan dan proses pendidikan, yang tujuan utamanya adalah 

merubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria 

dan wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang 

merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan budaya (kultur) 
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yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang 

sama untuk mencapai prestasi. Pendidikan multikultural dapat 

menumbuhkan semangat persaudaraan, persaudaraan, 

persahabatan dan hubungan yang langgeng, semangat tim, 

persatuan, toleransi di dalam dan di luar sekolah, sehingga 

membuat lingkungan sekolah lebih aman dan ramah bagi semua 

peserta didik. Selain itu, pendidikan multikultural memupuk 

prinsip keadilan sosial bagi semua orang, tanpa memandang latar 

belakang identitas mereka. Pendidikan dengan pendekatan 

multikultural sangat tepat diterapkan di Indonesia untuk 

pembentukan karakter generasi bangsa yang kokoh berdasar 

pengakuan keragaman. Kemudian dalam penerapannya harus 

luwes, bertahap, dan tidak indoktriner menyesuaikan dengan 

situasi dan kondisi sekolah. Pendekatan multikulturalisme erat 

dengan nilai-nilai dan pembiasaan sehingga perlu wawasan dan 

pemahaman yang mendalam untuk diterapkan dalam 

pembelajaran, teladan, maupun perilaku harian yang mampu 

mengembangkan kepekaan rasa, apresiasi positif, dan daya 

kreatif. 

Kemajemukan dan keberagaman budaya masih kurang 

dalam praktik pendidikan di Indonesia saat ini. Pendidikan saat 

ini tidak dirancang untuk menangani atau mengatasi masalah 

yang disebabkan oleh perbedaan budaya, perbedaan 

kepentingan, perbedaan golongan, dan kesalahpahaman budaya 

atau benturan antar golongan dan kepentingan. Pendidikan 

multikultural dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah 

atau tidak tertulis dalam kurikulum. Namun, pendidikan dapat 

memasukkan multikulturalisme ke dalam mata pelajaran yang 

sesuai, seperti PKN dan mata pelajaran IPS.  

Berdasarkan uraian di atas profil Pelajar Pancasila 

merupakan keharusan namun pendidikan multikultural belum 

secara eksplisit tertuang dalam pendidikan di Indonesia, untuk 

itu perlu adanya analisis kebijakan pendidikan mulltikultural 

sebagai penguatan Profil Pelajar Pancasila. Analisis kebijakan 
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perlu dilaksanakan untuk mengevaluasi bagaimana pendidikan 

multikultural di Indonesia dan juga mengetahui apakah 

pendidikan multikultural dapat menjadi penguatan Profil Pelajar 

Pancasila yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  

 

2. Dasar Hukum Kebijakan 

Pendidikan multikultural sebagai penguatan Profil 

Pelajar Pancasila berdasarkan pada beberapa kebijakan sebagai 

berikut: 

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 

Tentang Asesmen Nasional. 

Tujuan pendidikan nasional adalah bahwa untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dilakukan pemetaan 

dan perbaikan berkelanjutan atas mutu sistem pendidikan 

sehingga dapat mendorong pembelajaran yang 

menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik sesuai 

dengan nilai-nilai Pancasila dan pembelajaran serta proses 

evaluasi harus mencakup sikap yang melandasi karakter-

karakter dalam profil pelajar Pancasila. 

2. Permendikbud  RI  Nomor  22  Tahun  2020 tentang     

rencana     strategis     Kementerian Pendidikan   dan 

Kebudayaan   tahun   2020-2024 

Profil Pelajar Pancasila sesuai Visi dan Misi Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan   sebagaimana   tertuang   dalam 

Permendikbud  RI  Nomor  22  Tahun  2020 tentang     rencana     

strategis     Kementerian Pendidikan   dan Kebudayaan   tahun   

2020-2024     bahwa     pelajar     Pancasila     adalah 

perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang  

hayat.  Kompetensi  yang  memiliki pelajar   Pancasila   yaitu   

kompetensi   global dan   berperilaku   sesuai   dengan   nilai-

nilai Pancasila.    Pelajar    Pancasila    mempunyai enam   ciri  

utama   yaitu  beriman,   bertakwa kepada  Tuhan  YME,  dan  
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berakhlak  mulia, berkebinekaan   global,   bergotong   royong, 

mandiri,  bernalar  kritis,  dan  kreatif. 

3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 mulai butir (1) sampai 

dengan butir (6) menunjukkan bahwa multikulturalisme 

menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan di 

Indonesia. Oleh karena itu, menyelenggarakan Pendidikan 

Multikultural menjadi kewajiban sekolah sesuai dengan 

bunyi Pasal 4 butir (1) bahwa: “Pendidikan diselenggarakan 

secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Dalam 

Pasal 36 butir (3) berbunyi bahwa: Kurikulum disusun sesuai 

dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan memperhatikan: a) peningkatan 

iman dan takwa; b) peningkatan akhlak mulia; c) peningkatan 

potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d) keragaman 

potensi daerah dan lingkungan; e) tuntutan pembangunan 

daerah dan nasional; f) tuntutan dunia kerja; g) perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h) agama; i) dinamika 

perkembangan global; dan j) persatuan nasional dan nilai-

nilai kebangsaan. 

4. Keputusan Pemerintah No 009/H/KR/2022 Tentang 

Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila 

Pada Kurikulum Merdeka. 

Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan 

tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan 

sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-

kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para 

pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi 

peserta didik profil pelajar Pancasila terdiri dari enam 

dimensi, yaitu: 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bergotong-
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royong, 4) berkebinekaan global, 5) bernalar kritis, dan 6) 

kreatif. Keenam dimensi profil pelajar Pancasila perlu dilihat 

secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat 

menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, 

dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.  

  

 Berdasarkan kebijakan-kebijakan di atas, pemerintah 

Indonesia memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan 

pendidikan mendorong pembelajaran yang menumbuhkan daya 

nalar dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila, pendidikan berbasis multikulturalisme, dimana  dalam 

menyelenggarakan pendidikan tidak diskriminatif, menjunjung 

tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan 

kemajemukkan baggsa. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di 

negeri kita harus membawa pesan dan berlandaskan pendidikan 

multikultural dan kurikulum pendidikan sebagai upaya 

pemerintah memberikan penguatan kepada terbentuknya 

masyarakat berbudaya dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

 

B. Analisis Pendidikan Multikultural Sebagai Penguatan 

Profil Pelajar Pancasila 

1. Analisis SWOT  

 Analisis SWOT merupakan singkatan dari Strengths 

(kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), 

dan Threats (ancaman). Dengan melakukan analisis SWOT 

terhadap kebijakan literasi digital di Indonesia, kita bisa 

mengidentifikasi kekuatan yang perlu ditingkatkan, kelemahan 

yang perlu diatasi, peluang yang perlu dimanfaatkan, dan 

ancaman yang perlu dihadapi. Analisis SWOT bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat 

membantu pihak-pihak yang terlibat dalam program untuk 

mengambil tindakan yang tepat dan efektif dalam memperkuat 

implementasi program. 
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A. Menganalisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan 

Ancaman Pendidikan Multikultural sebagai Penguatan 

Profil Pelajar Pancasila 

Berikut analisis SWOT tentang pendidikan multikultural 

sebagai penguatan profil pelajar Pancasila: 

1. Analisis Strengths (Kekuatan)  

 Berikut ini beberapa faktor internal yang menjadi kekuatan 

(strengths) dengan disimbolkan (S) yang mempengaruhi 

pendidikan multikultural sebagai penguatan Profil Pelajar 

Pancasila:  

a. Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Kuat [S1] 

Kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor kekuatan 

internal yang mempengaruhi kebijakan pendidikan 

multikultural sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah 

yang kuat mampu memberikan arahan dan motivasi 

kepada warga sekolah untuk melaksanakan pendidikan 

multikultural sebagai penguatan Profil Pelajar 

Pancasila. 

b. Guru  dan Orang Tua yang Paham akan 

Multikultural [S2] 

Guru dan orang tua yang paham akan multikultural 

akan mampu mempengaruhi siswa untuk tidak besikap 

diskrimitatif terhadap orang lain. Guru yang memahami 

pendidikan multikultural akan bersikap tidak 

diskriminatif dan akan menjadi contoh kepada siswa di 

sekolah sehingga akan membantu mencapai profil 

pelajar Pancacasila, dan orang tua yang paham akan 

pendidikan multikultural akan mejadi teladan bagi 

siswa sehingga tidak memandang orang lain secara 

diskkrimitaf dan hanya melihat dari ras, suku bangsa 

dan status sosial. 

c. Kurikulum yang Mendukung [S3] 

Kurikulum yang mendukung pendidikan multikultural 

di sekolah dapat mempengaruhi kebijakan dan 
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penerapan pendidikan multikultural di sekolah 

sehingga bisa menguatkan profil Pelajar Pancasila. 

d. Pengembangan Program Pendidikan Multikultural 

[S4] 

Program yang berkaitan dengan pendidikan multikultural 

dapat menjadi faktor kekuatan yang mempengaruhi 

kebijakan pendidikan multikultural di sekolah. Program 

yang telah dibuat dapat menjadi dasar sekolah untuk 

melaksanakan pendidikan multikultural sebagai 

pengutan profil Pelajar Pancasila. 

 

2. Analisis Weaknesses (Kelemahan) 

Berikut ini beberapa faktor internal yang menjadi 

kelemahan (weaknesses) dengan disimbolkan (W) yang 

mempengaruhi pendidikan multikultural sebagai 

penguatan Profil Pelajar Pancasila: 

a. Kurangnya Pemahaman tentang Pentingnya 

Pendidikan Multikultural [W1] 

Kurangnya pemahaman pentingnya pendidikan 

multikultural akan membuat penerapan pendidikan 

multikultural sebagai penguatan profil Pelajar Pancasila 

akan terhambat karena masih adanya sikap-sikap yang 

bertentangan dengan multikultural. 

b. Keterbatasan Keterampilan Pihak Terkait [W2] 

Keterbatasan keterampilan dalam pendidikan 

multikultural dari tenaga pendidik, orang tua, dan 

masyarakat secara umum dapat menjadi faktor 

kelemahan internal yang mempengaruhi pelaksanaan 

pendidikan multikultural di sekolah, keluarga, dan 

masyarakat sebagai penguatan Profil Pelajar Pancasila.  

c. Kurangnya Kompetensi Guru [W3] 

Kurangnya kompetensi guru menjadi sangat penting 

sebagai motor pendidikan dengan pendekatan 

multikulural. Kurangnya kompetensi guru akan 
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menghambat penerapan pendidikan multikultural 

karena pendidikan multikultural merupakan kegiatan 

pembiasaan sehingga perlu wawasan dan pemahaman 

yang mendalam untuk diterapkan dalam pembelajaran, 

teladan, maupun perilaku harian yang mampu 

mengembangkan kepekaan rasa, apresiasi positif, dan 

daya kreatif. 

d. Resistensi Masyarakat terhadap Multikulturalisme 

[W4] 

Resistensi masyarakat menjadi faktor kelemahan 

internal yang mempengaruhi penerapan pendidikan 

multikultural sebagai penguatan profil Pelajar Pancasila 

karena masih ada beberapa masyarakat/etnis yang 

memiliki perasaan kesukuan/kemapanan yang 

berlebihan sehingga mendiskriminasi kelompok 

tertentu. 

 

3. Analisis Opportunities (Peluang)  

Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menjadi 

peluang (opportunities) dengan disimbolkan (O) yang 

mempengaruhi pendidikan multikultural sebagai 

penguatan Profil Pelajar Pancasila: 

a. Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Guru [O1] 

Kebutuhan peningkatan kompetensi guru dalam 

penerapan pendiidkan mulitikultural di lingkungan 

sekolah terutama wawasan dan pemahaman yang 

mendalam guru untuk diterapkan dalam pembelajaran, 

teladan, maupun perilaku harian yang mampu 

mengembangkan kepekaan rasa, apresiasi positif, dan 

daya kreatif. 

b. Perubahan Kebijakan Pemerintah yang 

Mendukung Pendidikan Multikultural [O2] 

Perubahan kebijakan pemerintah dalam penerapan 

pendidikan multikultural di sekolah sebagai penguatan 
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profil pelajar Pancasila. Perubahan ini dapat 

menciptakan peluang untuk meningkatkan pendanaan 

dalam pelatihan kompentensi guru dan warga sekolah 

dalam mendukung penerapan pendidikan multikultural 

di sekolah sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. 

c. Keterlibatan Aktif Masyarakat [O3] 

Keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya penerapan 

pendidikan multikultural sekolah, keluarga, dan 

masyarakat sebagai penguatan profil Pelajar Pancasila.  

 

4. Analisis Threats (Ancaman)   

Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menjadi 

ancaman (threats) dengan disimbolkan (T) yang 

mempengaruhi pendidikan multikultural sebagai 

penguatan Profil Pelajar Pancasila: 

a. Penolakan dari  Masyarakat tertentu [T1] 

Penolakan dari masyarakat/etnis tertentu yang memiliki 

nilai-nilai yang dapat memecah belah persatuan dan 

kerukunan berbangsa dan bernegara, sehingga 

pendidikan multikultural untuk penguatan profil pelajar 

pancasila sulit untuk diterapkan. 

b. Banyaknya Ideologi Alternatif yang Muncul [T2] 

Adanya ideologi alternatif melalui media informasi 

yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti 

radikalisme, ekstremisme, konsumerisme dapat 

menjadi tantangan terhadap pendidikan 

multikulturalisme yang menguatkan profil Pelajar 

Pancasila. 

c. Arus Globalisasi dan Masuknya Budaya Asing [T3] 

Arus globalisadi dan masuknya budaya asing akan 

membuat para siswa akan tercermar pemahamannya 

dan bisa saja akan menghambat pendidikan 

multikulturalisme yang menguatkan profil Pelajar 

Pancasila. 



326 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

d. Media Infromasi yang Menayangkan Perilaku tidak 

Terpuji [T4] 

 Media informasi yang menayangkan perilaku agresif, 

diskriminasi, dan lain sebagainya akan mengahambat 

pendidikan multikulturalisme yang menguatkan profil 

Pelajar Pancasila. 

 

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka selanjutnya 

hasil dari analisis tersebut akan dimatrikskan ke dalam 

tabel. Berikut ini tampilan dari Matriks SWOT pendidikan 

multikultural sebagai penguatan profil pelajar Pancasila: 

 

Tabel 1. Analisis Matriks SWOT 

 

KEKUATAN 

(STRENGTH) 
KELEMAHAN (WEAKNESS) 

S1. Kepemimpinan Kepala 

Sekolah yang Kuat 

S2. Guru  dan Orang Tua 

yang Paham akan 

Multikultural 

S3. Kurikulum yang 

Mendukung 

S4. Pengembangan 

Program Pendidikan 

Multikultural 

W1. Kurangnya Pemahaman 

tentang Pentingnya 

Pendidikan Multikultural 

W2. Keterbatasan Keterampilan 

Pihak Terkait 

W3. Kurangnya Kompetensi Guru 

W4. Resistensi Masyarakat 

terhadap Multikulturalisme 

PELUANG 

(OPPORTUNITIES) 
ANCAMAN (THREATS) 

O6. Kebutuhan Peningkatan 

Kompetensi Guru  

O7. Perubahan Kebijakan 

Pemerintah yang 

Mendukung Pendidikan 

Multikultural 

O8. Keterlibatan Aktif 

Masyarakat 

T1. Penolakan dari  Masyarakat 

tertentu 

T2. Banyaknya Ideologi 

Alternatif yang Muncul  

T3. Arus Globalisasi dan 

Masuknya Budaya Asing 

T4. Media Infromasi yang 

Menayangkan Perilaku tidak 

Terpuji  
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Pada matriks Analisis SWOT ini, kolom Kekuatan 

(Strengths) dan kolom Kelemahan (Weakness) diisi 

dengan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan 

kelemahan dari kebijakan pendidikan multikultural 

sebagai penguatan profil Pelajar Pancasila yang sedang 

dipertimbangkan atau diimplementasikan, dan merujuk 

pada simbol [S1] sampai dengan [S4] serta simbol [W1] 

sampai dengan [W4] pada uraian tahapan sebelumnya. 

Demikian juga halnya dengan kolom Peluang 

(Opportunities) dan kolom Tantangan (Threats) diisi 

dengan faktor-faktor yang menjadi peluang dan tantangan 

bagi kebijakan pendidikan multikultural sebagai 

penguatan profil Pelajar Pancasila yang sedang 

dipertimbangkan atau diimplementasikan, dan merujuk 

pada simbol [O1] sampai dengan [O3] serta simbol [T1] 

sampai dengan [T4] pada uraian tahapan sebelumnya. 

 

B. Mengembangkan Strategi, untuk Memaksimalkan 

Kekuatan dan Peluang, serta Mengatasi Kelemahan dan 

Ancaman 

Berdasarkan faktor-faktor internal berupa kekuatan 

(strengths) dan kelemahan (weakness), serta faktor-faktor 

eksternal berupa peluang (opportunities) dan ancaman 

(threats), maka selanjutnya dikembangkanlah sejumlah 

strategi, yang dibagi kedalam 4 (empat) kelompok strategi, 

yaitu : Strategi SO (Strengths-Opportunities), Strategi WO 

(Weakness-Opportunities), Strategi ST (Strengths-Threats), 

dan Strategi WT (Weakness-Threats), yang ditampilkan 

dalam matriks dan penjelasan berikut: 
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Tabel 2.  Analisis Matriks Strategis sesuai SWOT 

 

SWOT 

ANALISIS 

PENDIDIKAN 

MULTIKULTURAL 

KEKUATAN 

(STRENGTH) 

KELEMAHAN 

(WEAKNESS) 

S5. Kepemimpinan 

Kepala Sekolah yang 

Kuat 

S6. Guru  dan Orang Tua 

yang Paham akan 

Multikultural 

S7. Kurikulum yang 

Mendukung 

S8. Pengembangan 

Program Pendidikan 

Multikultural 

W4. Kurangnya 

Pemahaman tentang 

Pentingnya 

Pendidikan 

Multikultural 

W5. Keterbatasan 

Keterampilan Pihak 

Terkait 

W6. Kurangnya 

Kompetensi Guru 

W7. Resistensi 

Masyarakat terhadap 

Multikulturalisme 

PELUANG 

(OPPORTUNITIES) 

STRATEGI SO 

(Strenght-Opportunities) 

STRATEGI WO 

(Weakness-Opportunities) 

O4. Kebutuhan 

peningkatan 

kompetensi guru  

O5. Perubahan 

kebijakan 

pemerintah yang 

mendukung 

pendidikan 

multikultural 

O6. Keterlibatan aktif 

masyarakat 

SO-9. Meningkatkan 

program 

pengembangan 

kepemimpinan 

mengahadapi 

perubahan 

kebijakan. 

SO-10. Memasukkan 

pendidikan 

multikultural 

dalam kegiatan 

kurikuler 

SO-11. Mengembangkan 

program 

pendidikan 

multikultural 

SO-12. Melibatkan 

masyarakat dalam 

penerapan 

pendidikan 

multikultural 

WO-9. Mengembangkan 

kompetensi guru 

sebagai 

agen/teladan 

pendidikan 

multikultural 

WO-10. Mengembangkan 

program 

pendidikan 

multikultural di 

masyarakat 

WO-11. Meningkatkan 

pemahaman 

masyarakat 

tentang pentingnya 

pendidikan 

multikultural 
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ANCAMAN 

(THREATS) 

STRATEGI ST 

(Strength-Threats) 

STRATEGI WT 

(Weakness-Threats) 

T5. Penolakan 

dari  

masyarakat 

tertentu 

T6. Banyaknya 

ideologi 

alternatif 

yang muncul  

T7. Arus 

globalisasi 

dan 

masuknya 

budaya asing 

T8. Media 

infromasi 

yang 

menayangkan 

perilaku tidak 

terpuji 

ST-9. Mengembangkan 

kebijakan dan 

program 

filterisasi 

terhadap ideologi 

yang memecah 

persatuan 

ST-10. Meningkatkan 

edukasi 

pendidikan 

multikultural 

baik di sekolah 

dan masyarakat 

ST-11. Meningkatkan 

keterlibatan 

masyarakat 

dalam 

pendidikan 

mutikultural. 

WT-10. Meningkatkan 

pemahaman 

tentang 

pendidikan 

multikultural di 

sekolah, keluarga 

dan masyarakat 

WT-11. Meningkatkan 

edukasi 

pendidikan 

multikultural 

seebagai 

penguatan profil 

pelajar Pancasila. 

WT-12. Pengembangan 

program 

multikulturalisasi 

dalam 

masyarakat 

 

C. Melakukan Prioritisasi Strategi, yang sebaiknya 

melibatkan pakar atau ahli, para pemangku kepentingan, 

atau tim analisis SWOT berdasarkan hasil survei atau 

wawancara. 

Langkah-Langkah Umum Prioritisasi  adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan Nilai Bobot dan Bobot Relatif. 

Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau 

urgensi penanganan (misalnya menggunakan skala 1 s.d 4 

(1 = tidak penting, 2 = cukup penting, 3 = penting, 4 = 

sangat penting). Adapun bobot relatif dihitung secara 

tersendiri antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) 

dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) sehingga total 

nilai bobot masing-masing faktor internal maupun 

eksternal menjadi 1 atau 100%. 

2) Menentukan Nilai Rating. 

Rating adalah analisis terhadap kemungkinan yang akan 

terjadi dalam jangka pendek. Nilai rating untuk faktor 
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internal kekuatan dan faktor eksternal peluang, misalnya 

diberikan skala 1 s.d 4. Diberi nilai rating 1 jika kekuatan 

atau peluang semakin sedikit, dan diberi nilai rating 4 jika 

kekuatan atau peluang semakin banyak. Sedangkan 

pemberian nilai rating untuk faktor internal kelemahan dan 

faktor eksternal ancaman, berkebalikan dengan pemberian 

nilai rating kekuatan dan peluang. Diberi nila rating 1 jika 

semakin banyak kelemahan atau ancamannya, dan diberi 

nilai rating 4 jika kelemahan atau ancaman tersebut 

semakin berkurang. 

3) Menentukan Nilai Skor. 

Nilai skor diperoleh berdasarkan nilai bobot dikalikan 

dengan nilai rating. Total nilai skor untuk faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan) menunjukkan bahwa semakin 

mendekati 1 maka semakin banyak kelemahan internal 

dibanding kekuatannya, sedangkan semakin mendekati 4 

maka semakin banyak kekuatannya dibanding 

kelemahanannya. Demikian halnya dengan total nilai skor 

untuk faktor eksternal (peluang dan ancaman), semakin 

total nilai skor mendekat 1, maka berarti semakin banyak 

ancamannya dibandingkan dengan peluangnya, sedangkan 

apabila total nilai skor semakin mendekati 4, artinya 

semakin banyak peluang dibandingkan ancaman. 

Berikut merupakan hasil perhitungan skor Analisis SWOT 

Pendidikan Multikultural sebagai Penguatan Profil Pelajar 

Pancasila: 
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Tabel 1. Perhitungan Skor Analisis SWOT 

 

No 
Faktor Internal / 

Eksternal 
Bobot 

Bobot 

Relatif 
Rating Skor 

Kekuatan (Stengths) 

1 
Kepemimpinan Kepala 

Sekolah yang Kuat 
4 0,15 3 0,44 

2 

Guru  dan Orang Tua 

yang Paham akan 

Multikultural 

4 0,15 4 0,59 

3 
Kurikulum yang 

Mendukung 
3 0,11 3 0,33 

4 
Pengembangan Program 

Pendidikan Multikultural 
3 0,11 3 0,33 

Sub Total 1,70 

Kelemahan (Weakness) 

1 

Kurangnya Pemahaman 

tentang Pentingnya 

Pendidikan Multikultural 

3 0,11 1 0,11 

2 

Keterbatasan 

Keterampilan Pihak 

Terkait 

3 0,11 2 0,22 

3 
Kurangnya Kompetensi 

Guru 
3 0,11 2 0,22 

4 

Resistensi Masyarakat 

terhadap 

Multikulturalisme 

4 0,15 1 0,15 

Sub Total 0,70 

Total Skor Faktor Internal 27 1   2,41 

Peluang (Opportunities) 

1 
Kebutuhan Peningkatan 

Kompetensi Guru  
3 0,13 3 0,38 

2 

Perubahan Kebijakan 

Pemerintah yang 

Mendukung Pendidikan 

Multikultural 

3 0,13 3 0,38 

3 
Keterlibatan Aktif 

Masyarakat 
4 0,17 3 0,50 

Sub Total 1,25 
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No 
Faktor Internal / 

Eksternal 
Bobot 

Bobot 

Relatif 
Rating Skor 

Ancaman (Threats) 

1 
Penolakan dari  

Masyarakat tertentu 
4 0,17 2 0,33 

2 
Banyaknya Ideologi 

Alternatif yang Muncul  
4 0,17 2 0,33 

3 
Arus Globalisasi dan 

Masuknya Budaya Asing 
3 0,13 3 0,38 

4 

Media Infromasi yang 

Menayangkan Perilaku 

tidak Terpuji  

3 0,13 3 0,38 

Sub Total 1,42 

Total Skor Faktor Eksternal 24 1   2,67 

 

4) Menurut perhitungan analisis SWOT, nilai tertinggi 

diperoleh dari kombinasi Strength-Opportunities dengan 

nilai 2.95. Sehingga strategi pendidikan multikultural 

sebagai penguatan profil Pelajar Pancasila yang menjadi 

prioritas utama untuk segera dilaksanakan adalah Strategi 

SO (Strength-Opportunities). 

5) Berdasarkan hasil penentuan skor faktor internal dan 

eksternal, maka selanjutnya digambarkan dalam rumusan 

matriks SWOT berikut : 

 

  
Kekuatan 

(Strengths) 

Kelemahan 

(Weakness) 

Peluang 

(Opportunities) 

Strategi SO: Strategi WO: 

1.70 + 1.25 = 2.95 0.70 + 1.25 = 1.95 

Ancaman 

(Threats) 

Strategi ST: Strategi WT: 

1.70 + 1.42 = 2.12 0.70 + 1.12 = 2.12 

Gambar 4. Hasil Perhitungan Skor Strategi 

 

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan prioritisasi faktor, 

diketahui bahwa Strategi SO (Strengths-Opportunities) 

merupakan strategi prioritas, sehingga rekomendasi dalam 
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mengembangkan pendidikan multikultural sebagai 

penguatan Profil Pelajar Pancasila disusun berdasarkan 

strategi prioritas. Berikut ini disajikan sejumlah program 

kegiatan yang dapat direkomendasikan untuk mendukung 

implementasi Strategi SO, yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi 

Strength-Opportunities (SO) 

 

No 
Strategi Strength-Opportunities 

(SO) 

Rekomendasi 

Program 

1 Meningkatkan program 

pengembangan 

kepemimpinan 

menghadapi perubahan 

kebijakan. 

a. Pelatihan kepemimpinan 

b. Kolaborasi dengan pihak 

terkait 

c. Penelitian dan evaluasi 

kebijakan 

2 Memasukkan pendidikan 

multikultural dalam 

kegiatan kurikuler 

a. Penyusunan kurikulum 

berbasis pendidikan 

multikultural 

b. Pengembangan metode 

pembelajaran interaktif 

c. Pelatihan guru dalam 

implementasi pendidikan 

multikultural 

3 Mengembangkan 

program pendidikan 

multikultural 

a. Pengembangan program 

pendidikan multikultural  

b. Pelatihan dan workshop 

pendidikan multikultural 

c. Investasi dalam penelitian 

dan pengembangan 

4 Melibatkan masyarakat 

dalam penerapan 

pendidikan multikultural 

a. Program kolaborasi 

b. Sosialisasi pentingnya 

multikultural 

c. Kolaborasi dengan 

pemerintah 
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Berdasarkan rekomendasi program pada Tabel 2, maka 

selanjutnya akan dibahas program-program tersebut 

berdasarkan strategi Strength-Opportunities (SO), pada 

sub bab hasil analisis dan pembahasan. 

 

2. Hasil Analisis dan Pembahasan 

 Bagian ini akan menganalisis dan membahas program-

program yang sudah ditetapkan sebagai prioritas dari strategi 

Strength-Opportunities (SO) berdasarkan strategi yang disajikan 

pada matriks strategi Gambar 3. 

1) Strategi meningkatkan program pengembangan 

kepemimpinan menghadapi perubahan kebijakan 

 Strategi meningkatkan program pengembangan 

kepemimpinan menghadapi perubahan kebijakan  bisa berupa 

pelatihan kepemimpinan. Mengadakan pelatihan 

kepemimpinan terkait penerapan multikultural di sekolah 

bagi kepala sekolah dapat membantu pemimpin memahami 

tentang pentingnya pendidikan multikultural untuk 

diimplementasikan di sekolah. Dengan adanya pelatihan 

kepemimpinan akan dapat membantu pimpinan memahami: 

(1) kejelasan tugas dan pertanggungjawaban, (2) pembagian 

kerja berdasarkan prinsip the right man on the right place, (3) 

kesatuan arah kebijakan, (4) teratur, (5) disiplin, (6) adil 

(seimbang), (7) inisiatif, (8) semangat kebersamaan, (9) 

sinergis, dan (10) ikhlas. Dengan adanya pelatihan 

kepemimpinan akan membentuk dan mengembangkan 

budaya organisasi berbasis pendidikan multikultral, 

pemahaman yang dimiliki oleh pimpinan sangat 

mempengaruhi personel dan peserta didik sehingga budaya 

organisasi sekolah perlu dibentuk dan dikembangkan secara 

terencana. 

 Kesadaran dan kepedulian pimpinan sekolah terhadap 

multikultural dan kelompok minoritas yang ada di sekolah 

akan mempengaruhi arah kebijakan penerapan pendidikan 
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multikultural. Pemimpin juga harus kreativitas dan inovasi, 

namun pemimpin tidak akan bisa berkembang dengan baik 

jika tidak dukung oleh kebijakan, regulasi dan perangkat-

perangkat lainnya. Disamping itu, campur tangan dari pihak-

pihak yang berkuasa juga ikut mempengaruhi kreatifitas 

pimpinan sekolah dan pendidik. Kepala sekolah sebagai 

pelopor pendidikan multikultural dan sebagai pemegang 

peran kepemimpinan juga harus memastikan bahwa guru 

memiliki pemahaman, sikap dan tindakan yang produktif 

dalam memberikan layanan pendidikan multikultural pada 

para siswanya dan pemimpin harus menerapkan kebijakan, 

peraturan, dan inisiatif-inisiatif yang mendorong budaya 

multikultural yang bukan terbatas pada dokumendokumen 

tertulis namun juga meliputi penegakan aturan-aturan. Proses 

ini memerlukan peran kepemimpinan kepala sekolah yang 

berkarakter dan memiliki pengalaman serta pemahaman 

multikultural yang mendalam. 

 Dengan adanya pelatihan kepemimpinan maka pelaksanaan 

pendidikan multikultural  sebagai penguatan profil Pelajar 

Pancasila dan dengan adanya pemimpin yang terlatih akan 

dapat memastikan warga sekolah memiliki pemahaman, sikap 

dan tindakan yang produktif dalam memberikan layanan 

pendidikan multikultural pada para siswanya dan pemimpin 

harus menerapkan kebijakan, peraturan, dan inisiatif-inisiatif 

yang mendorong penerapan pendidikan multikultural di 

sekolah. 

 Selain pelatihan kepemimpinan, perlu juga melakukan 

penelitian dan evaluasi secara teratur terhadap pendidikan 

multikultural yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan 

tersebut efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan 

multikultural yang diinginkan. Hasil penelitian dan evaluasi 

ini harus digunakan untuk membuat perubahan yang 

diperlukan pada kebijakan yang ada dan untuk memperbaiki 

program-program pendidikan multikultural. Dalam 
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pembaharuan kebijakan dan program pendidikan, kegiatan 

evaluasi terhadap program yang sedang maupun telah 

berjalan sebelumnya, perlu dilakukan dengan baik, dengan 

menjadikan hasil evaluasi program sebelumnya menjadi 

acuan yang tidak dapat ditinggalkan. 

 Mayoritas guru relatif masih belum kenal dengan pendidikan 

Multikultural. Oleh sebab itu, sosialisasi dalam bentuk 

seminar, diskusi, penelitian workshop, curah pendapat dan 

lain-lain penting untuk dilakukan. Pendidikan masyarakat 

juga harus dikelola dengan nilai-nilai multikultural agar 

interaksi dan integrasi dapat berjalan dengan damai, sehingga 

dapat menumbuhkan sikap kebersamaan, toleransi, humanis, 

dan demokratis sesuai dengan cita-cita Pancasila. 

 Sebelum melakukan evaluasi kebijakan pendidikan 

multikultural, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan 

pendidikan multikultural di sekolah. Tujuan  terpenting  dari 

evaluasi  program  bukanlah  membuktikan  (to  prove),  

melainkan meningkatkan  (to improve).  Evaluasi context 

yang  menghasilkan informasi  mengenai  macam-macam  

kebutuhan  yang  telah  diatur prioritasnya. Evaluasi input, 

menyediakan informasi tentang masukan yang terpilih, butir-

butir kekuatan dan kelemahan, strategi,dan desain untuk  

merealisasikan  tujuan.  Evaluasi process, menyediakan 

informasi  untuk  para  evaluator  melakukan  prosedur  

monitoring terpilih  yang  mungkin  baru  diimplementasikan.  

Evaluasi product, mengakomodasi  informasi  untuk  

meyakinkan  dalam  kondisi  apa tujuan dapat dicapai. 

 Dengan adanya penelitian dan evaluasi kebijakan, akan 

menghasilkan kebijakan dan penerapan pendidikan 

multikultural yang sudah teruji dan dapat dijadikan pedoman 

pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah sebagai 

penguatan profil pelajar Pancasila. 
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2) Memasukkan pendidikan multikultural dalam kegiatan 

kurikuler 

 Penyusunan kurikulum berbasis pendidikan multikultural 

akan menjadikan pendidikan multikultural wajib 

dilaksanakan disekolah. Pendidikan multikultural dalam 

kurikulum ditekan melalui program kurikuler PPKn di 

sekolah ntuk mengembangkan nilai-nilai torleransi, 

menyatukan perbedaan, menghargai hak asasi manusia dalam 

wadah “Bhineka Tunggal Ika”. Dikolaborasi dengan metode 

penyampaian materi yang interaktif, disesuaikan dengan 

igeneration. Kemudian membangun paradigma sekolah 

inklusif dengan mengembangkan kurikulum syarat dengan 

nilai yang mengedepankan penghargaan terhadap menghargai 

hak asasi manusia. Visi dan misi sekolah dikembangkan 

dengan komitmen untuk tidak mendiskriminasi suatu 

golongan tertentu. Tujuan utama pendidikan multikultural 

menjadikan generasi muda menjadi agen peredam konflik 

antar golongan (SARA) yang disusupin gerakan radikalisme 

yang kerap terjadi di Indonesia. Guru sebagai pendidik harus 

mampu menjadi teladan untuk mampu menerima perbedaan 

dengan penuh toleransi. Kemudian diimbangi dengan 

pemahaman konsep multikultur secara komperhensif. 

Dengan demikian, perbedaan suku, adat, ras, dan agama tidak 

menjadi celah untuk gerakan radikalisme karena sudah 

dibekali sikap untuk saling menghormati, toleran, tulus 

terhadap keanekaragaman yang ada di masyarakat Indonesia. 

Kurikulum pendidikan multikultural membangun kesadaran 

setiap siswa tentang kenyataan kemajemukan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Siswa 

diharapkan peka dan menyadari bahwa bangsa ini dibangun 

di atas landasan keberagaman agama, etnik, ras, budaya, dan 

adat-istiadat, yang menuntut kesediaan semua pihak untuk 

saling menerima keberadaan yang lain. Struktur negara-

bangsa ini bercorak multikultural, sehingga setiap elemen 
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bangsa harus bersedia hidup secara konsisten. Karenanya, 

implemetasi kurikulum dalam kerangka pengembangan 

budaya sekolah hendaknya mencerminkan kehidupan yang 

sesungguhya, yaitu bersatu dalam keberagaman dan beragam 

dalam kesatuan. Model kurikulum yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran pendidikan multikultural menggunakan 

model tematik. Dengan memggunakan model tematik, 

peserta didik dapat memilih tema-tema mana yang dapat 

dikembangkan sesuai dengan kondisi multikultural yang ada 

di Indonesia. 

Kurikulum pendidikan multicultural bertujuan guna 

mempermudah siswa ketika memahami makna dari 

pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Tujuan lain dari 

adanya kurikulum pendidikan multikultural guna 

meningkatkan kesadaran peserta didik dalam berperilaku dan 

menyikapi sebuah kebijakan secara demokratis, pluralis dan 

humanis. 

Kurikulum pendidikan multikultural menjadi sangat penting 

terutama untuk menumbuhkan nilai-nilai kebinekaan, 

toleransi, dan memperkuat basis solidaritas sosial. Penguatan 

nilai-nilai multikultural pada pembelajaran itu mutlak 

diperlukan untuk dapat mereduksi atau mengeliminasi 

potensi konflik dalam masyarakat majemuk. Sebagai suatu 

bentuk strategi membangun keadaban, kurikulum 

multikultural juga dimaksudkan untuk pembinaan sikap 

mental kepemimpinan, dan jiwa kewirausahaan siswa dan 

pada akhirnya dapat penguatkan profil pelajar Pancasila. 

 

3) Mengembangkan program pendidikan multikultural 

Pengembangan program pendidikan multikultural di 

masyarakat dapat membuat penerapan pendidikan 

multikultural berjalan dengan baik. Pendidikan multikultural 

sebagai program dalam aktualisasinya perlu 

diimplementasikan melalui pembelajaran multikultural 
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berbasis nilai-nilai kebangsaan. Program ini dirancang 

sebagai salah satu upaya sekolah sebagai institusi untuk 

berfungsi dalam menghasilkan anak bangsa yang menghargai 

dan menghormati keperbedaan serta dapat berinteraksi secara 

cerdas dalam kehidupan multikultural masyarakat, bangsa 

dan negara. Pendidikan multikultural mencoba membantu 

menyatukan bangsa secara demokratis, dengan menekankan 

pada perspektif pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, 

etnik, kelompok budaya yang berbeda. Dengan demikian 

sekolah dikondisikan untuk mencerminkan praktik dari nilai-

nilai demokrasi. 

Dengan adanya program menampakkan aneka kelompok 

budaya yang berbeda dalam masyarakat, bahasa, dan dialek; 

dimana para pelajar lebih baik berbicara tentang rasa hormat 

di antara mereka dan menunjung tinggi nilai-nilai kerjasama, 

dari pada membicarakan persaingan dan prasangka di antara 

sejumlah subyek belajar yang berbeda dalam hal ras, etnik, 

budaya dan kelompok status sosialnya  

  

4) Melibatkan masyarakat dalam penerapan pendidikan 

multikultural 

 Melibatkan masyarakat atau mengadakan kerjasama antar 

sekolah dan masyarakat sekitar dalam mengembangkan 

pendidikan yang ideal bagi masayakat, dapat membantu 

dalam menerapkan pendidikan multikultural di sekolah. 

Kolaborasi antar personil sekolah dengan orang tua, keluarga, 

tokoh masyarakat, komite sekolah, melalui pertemuan orang 

tua/wali siswa dilakukan dalam rangka sosialisasi penyamaan 

gerak langkah untuk menerapkan pendidikan mutikultural 

dapat menjadi penguatan efektif, apalagi jika ada dukungan 

orang tua/wali siswa serta tokoh-tokoh masyarakat terhadap 

pendidikan multikultural yang dikembangkan di sekolah 

sehingga menjadi rutinitas kegiatan di rumah dan di 

masyarakat. 
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 Kolaborasi dengan pihak terkait harus dimulai dengan 

personil sekolah dan guru untuk memahami latar belakang 

siswa dan lingkungannya dengan baik, menerima secara 

terbuka dan dapat berkolaborasi dengan semua pihak tekait.  

Kolaborasi antar personil sekolah dengan orang tua, keluarga, 

tokoh masyarakat, komite sekolah, melalui pertemuan orang 

tua/wali siswa perlu dilakukan dalam rangka sosialisasi 

penyamaan gerak langkah untuk mengembangkan 

mengembangkan pendidikan multikultural.  

 Kolaborasi akan memudahkan penerapan pendidikan 

multikultural di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat 

dan secara langsung akan mengubah pemahaman pihak 

terkait tentang pendidikan multikultural. 

 

C. Penutup 

1. Kesimpulan 

 Berikut kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil 

analisis SWOT pendidikan multikultural sebagai penguatan 

profil pelajar Pancasila sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pendidikan multikultural didasrkan pada faktor 

kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala 

sekolah yang kuat mampu memberikan arahan dan motivasi 

kepada warga sekolah untuk melaksanakan pendidikan 

multikultural sebagai penguatan Profil Pelajar Pancasila. 

2. Pemahaman guru dan orang tua tentang pendidikan 

multikultural akan menjadi contoh kepada siswa di sekolah 

sehingga akan membantu mencapai profil pelajar Pancasila, 

dan orang tua yang paham akan pendidikan multikultural 

akan mejadi teladan bagi siswa sehingga tidak memandang 

orang lain secara diskkrimitaf dan hanya melihat dari ras, 

suku bangsa dan status sosial. Kurangnya pemahaman 

pentingnya pendidikan multikultural akan membuat 

penerapan pendidikan multikultural sebagai penguatan profil 
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Pelajar Pancasila akan terhambat karena masih adanya sikap-

sikap yang bertentangan dengan multikultural. 

3. Pengembangan kurikulum dan program pendidikan 

multikultural di sekolah dapat mempengaruhi kebijakan dan 

penerapan pendidikan multikultural di sekolah sehingga bisa 

menguatkan profil Pelajar Pancasila. 

4. Keterbatasan keterampilan dalam pendidikan multikultural 

dari tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat secara umum 

dapat menjadi faktor kelemahan internal yang mempengaruhi 

pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah, keluarga, 

dan masyarakat sebagai penguatan Profil Pelajar Pancasila. 

Kompetensi guru dalam memahami dan menerapkan 

pendidikan multikultural menjadi sangat penting sebagai 

motor pendidikan dengan pendekatan multikulural. 

Kurangnya kompetensi guru akan menghambat penerapan 

pendidikan multikultural karena pendidikan multikultural 

merupakan kegiatan pembiasaan yang harus dilakukan 

sehingga perlu wawasan dan pemahaman guru yang 

mendalam untuk diterapkan dalam pembelajaran, teladan, 

maupun perilaku harian yang mampu mengembangkan 

kepekaan rasa, apresiasi positif, dan daya kreatif. Keterlibatan 

aktif masyarakat dalam upaya penerapan pendidikan 

multikultural sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai 

penguatan profil Pelajar Pancasila.  

  

Kesimpulan ini dapat dijadikan landasan penyusunan 

strategi pendidikan multikultural sebagai penguatan profil 

Penlajar Pancasila yang efektif, serta meningkatkan pemahaman 

multikulturalisme di Indonesia. 
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2. Rekomendasi 

 Berdasarkan keseluruhan strategi yang dihasilkan oleh 

analisis SWOT pendidikan multikultural sebagai penguatan 

profil pelajar Pancasila, terdapat beberpa rekomendasi sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan program pengembangan kepemimpinan 

menghadapi perubahan kebijakan  bisa berupa pelatihan 

kepemimpinan. Mengadakan pelatihan kepemimpinan terkait 

penerapan multikultural di sekolah bagi kepala sekolah dapat 

membantu pemimpin memahami tentang pentingnya 

pendidikan multikultural untuk diimplementasikan di 

sekolah, dengan adanya pelatihan kepemimpinan maka 

pelaksanaan pendidikan multikultural  sebagai penguatan 

profil Pelajar Pancasila dan dengan adanya pemimpin yang 

terlatih akan dapat memastikan warga sekolah memiliki 

pemahaman, sikap dan tindakan yang produktif dalam 

memberikan layanan pendidikan multikultural pada para 

siswanya dan pemimpin harus menerapkan kebijakan dan 

peraturan yang mendorong penerapan pendidikan 

multikultural di sekolah. 

2. Melaksanakan penelitian dan evaluasi secara teratur terhadap 

pendidikan multikultural yang ada untuk memastikan bahwa 

kebijakan tersebut efektif dan efisien dalam mencapai tujuan 

pendidikan multikultural yang diinginkan. Hasil penelitian 

dan evaluasi ini harus digunakan untuk membuat perubahan 

yang diperlukan pada kebijakan yang ada dan untuk 

memperbaiki program-program pendidikan multikultural, 

dengan adanya penelitian dan evaluasi kebijakan, akan 

menghasilkan kebijakan dan penerapan pendidikan 

multikultural yang sudah teruji dan dapat dijadikan pedoman 

pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah sebagai 

penguatan profil pelajar Pancasila. 

3. Memasukkan pendidikan multikultural dalam kegiatan 

kurikuler, penyusunan kurikulum berbasis pendidikan 
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multikultural akan menjadikan pendidikan multikultural 

wajib dilaksanakan disekolah. Kurikulum pendidikan 

multikultural menjadi sangat penting terutama untuk 

menumbuhkan nilai-nilai kebinekaan, toleransi, dan 

memperkuat basis solidaritas sosial. Penguatan nilai-nilai 

multikultural pada pembelajaran itu mutlak diperlukan untuk 

dapat mereduksi atau mengeliminasi potensi konflik dalam 

masyarakat majemuk. 

4. Mengembangkan pendidikan multikultural di masyarakat 

dapat membuat penerapan pendidikan multikultural berjalan 

dengan baik, dengan adanya program menampakkan aneka 

kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat, bahasa, 

dan dialek; dimana para pelajar lebih baik berbicara tentang 

rasa hormat di antara mereka dan menunjung tinggi nilai-nilai 

kerjasama, dari pada membicarakan persaingan dan 

prasangka di antara sejumlah subyek belajar yang berbeda 

dalam hal ras, etnik, budaya dan kelompok status sosialnya. 

5. Melibatkan masyarakat atau mengadakan kerjasama antar 

pihak sekolah dengan masyarakat untuk mengembangkan 

pendidikan yang ideal di tengah masayakat, dapat membantu 

dalam menerapkan pendidikan multikultural di sekolah, 

dengan kolaborasi akan memudahkan penerapan pendidikan 

multikultural di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat 

dan secara langsung akan mengubah pemahaman pihak 

terkait tentang pendidikan multikultural. 

 

 Rekomendasi ini dapat membantu dalam merancang dan 

menerapkan pendidikan multikultural sebagai penguatan profil 

Penlajar Pancasila yang efektif, serta meningkatkan pemahaman 

multikulturalisme di Indonesia. 
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A. Pendahuluan 

1.  Latar Belakang dan Permasalahan 

i Indonesia sejak akhir 1990-an pada kalangan profesional 

pendidikan luar biasa mulai ramai membicarakan tentang 

pendidikan inklusif, dalam bentuk seminar-seminar, diskusi 

panel, dan sejenisnya. Beberapa di antaranya seminar dan 

workshop difabel, telah menghasilkan “Deklarasi Malioboro”, 

yang intinya meyakini bahwa sistem pendidikan inklusif paling 

tepat dan perlu segera direalisasikan (Yogyakarta, 17 maret 

2001). Di Bandung pada pertengahan Mei 2002, kaum difabel 

menggelar unjuk rasa di hadapan DPRD setempat, salah satu 

tuntutannya adalah penghapusan sistem eksklusif (SLB) diganti 

dengan sekolah inklusif. Pada sisi lain kalangan praktisi maupun 

birokrasi masih menampakkan adanya dualisme antara yang 

ingin berubah (progresif) dan kalangan yang ingin aman-aman 

saja (konservatif), sehingga cenderung menimbulkan polemik 

dan perdebatan yang tiada akhir, ironinya hal tersebut justru 

terjadi pada masyarakat pendidikan luar biasa sendiri. 

Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 

(PKLK) sejak 2012 telah melakukan gerakan nasional 

pendidikan inklusif, dengan tujuan agar semua lembaga 

pemerintah dan masyarakat mengenal, memahami, dan 

mengimplementasikan pendidikan inklusif. Bentuk nyata 

gerakan ini adalah Direktorat PKLK memberikan stimulan 

dalam bentuk bantuan pemerintah (Banper) kepada kelompok 

D 

BAB 10 
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kerja (Pokja) Pendidikan inklusif provinsi dan kabupaten/kota. 

Selanjutnya Pokja inklusif penerima Bamper tersebut 

menggerakkan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat 

untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Mulai dari 

sosialisasi, penguatan regulasi, pembentuk ploting sekolah 

inklusif, peningkatan kompetensi Pokja dan guru di sekolah 

inklusif, penguatan pangkalan data dan informasi dan ujungnya 

deklarasi sebagai provinsi, kabupaten/kota inklusif. Dampak dari 

gerakan ini sangat menggembirakan, pada saat ini lebih dari 12 

provinsi dan 113 kabupaten/kota telah mendeklarasikan sebagai 

provinsi, kabupaten/kota inklusif. Sekalipun sistem pendidikan 

inklusif telah dideklarasikan dan menjadi komitmen bangsa, 

tidak berarti bahwa sistem pendidikan inklusif di Indonesia 

dengan serta merta dapat berjalan seperti yang diharapkan, dan 

agar tidak tercabut dari akarnya maka aspek historis pendidikan 

luar biasa di Indonesia perlu dipertimbangkan. 

Pendidikan inklusi didefenisikan sebagai sistem layanan 

pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus 

(ABK) belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah 

reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. David (2009, 

p.45) berpendapat kata inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu 

inclusion, istilah terbaru yang digunakan untuk mendeskripsikan 

penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang  

hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah. 

Di Asia, penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut 

menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi 

kurikulum, sarana dan prasarana maupun tenaga pengajar yang 

disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, (Kuyini & Desai, 

2007; Wu-Tien, Ashman & Yong-Wook, 2008, pp. 14-15). 

Secara khusus, salah satu kebijakan pendidikan yang 

dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia, dalam Peraturan Menteri 

(Permendiknas) No. 70 (2009) adalah pendidikan inklusi. 

Pendidikan inklusi yaitu pendidikan bagi peserta didik yang 
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memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat 

istimewa, melalui pendidikan inklusi ABK dididik bersama-

sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang 

dimilikinya. Pendidikan inklusi sebagai sistem layanan 

pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkelainan 

dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas regular secara 

bersama-sama dengan teman seusianya (Winter, 2006). 

Sebagaimana tersurat pada Undang – Undang Nomor 20 

tahun 2003, bab IV pasal 5 ayat 1, bahwa setiap warga negara 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang 

bermutu. Selanjutnya pada ayat 2 dinyatakan, bahwa warga 

negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual dan sosial berhak mendapatkan pendidikan. Pada 

permendiknas No. 70 Tahun 2009, pasal 2, disebutkan bahwa 

pemerintah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang 

menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua 

peserta didik. 

Bentuk layanan pendidikan yang diberikan kepada 

peserta didik berkebutuhan khusus selama ini ada tiga lembaga 

pendidikan yaitu, Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar 

Luar Biasa (SDLB), dan Sekolah Terpadu. SLB adalah sekolah 

khusus yang pada awal berdirinya menyelenggarakan 

pendidikan hanya bagi peserta didik dengan jenis kelainan yang 

sama, (seperti: SLB/A, SLB/B, SLB/C dst). SDLB adalah 

sekolah dasar khusus yang menampung berbagai jenis kelainan. 

Adapun sekolah terpadu adalah sekolah reguler yang menerima 

peserta didik berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, guru, 

sarana prasarana pembelajaran, dan kegiatan belajar mengajar 

yang sama bagi seluruh peserta didik. 

Lokasi SLB, SDLB dan Sekolah Terpadu pada umumnya 

berada di kota/kabupaten, padahal ABK tersebar hampir di 

seluruh daerah kecamatan dan desa, tidak hanya di 

kota/kabupaten. Akibatnya banyak ABK yang tidak dapat 

bersekolah, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya 



347 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

lemah. Kondisi ini secara nyata menjadi kendala Pemerintah 

dalam upaya menyukseskan program penuntasan wajib belajar 

bagi anak-anak bangsa. 

Sejak tahun 1997 Indonesia telah “meratifikasi” 

kesepakatan Salamanca 1994 tentang pendidikan inklusif, 

selanjutnya pada tahun 1998 s.d 2001 Balitbang Dikbud 

melakukan uji coba penyelenggaraan pendidikan inklusif di 7 

SD di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Wonosari 

Gunungkidul Yogyakarta. Hasil uji coba tersebut selanjutnya 

oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB), 

dipergunakan sebagai dasar sosialisasi dan praktik implementasi 

pendidikan inklusif di Indonesia (Budiyanto, 2005). Pada akhir 

Tahun 2008 di Indonesia tercatat baru memiliki 814 sekolah 

inklusif yang melayani sekitar 15.181 ABK (Dir PSLB, 2008). 

Kondisi ini masih jauh dari prevalensi jumlah ABK yang 

seharusnya memperoleh layanan pendidikan. Sebagai wujud 

besarnya perhatian Pemerintah dan untuk mempercepat 

penyelenggaraan pendidikan inklusif, pada tahun 2009 Menteri 

Pendidikan Nasional mengeluarkan Permendiknas No.70 

tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki 

kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 

istimewa. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tersebut selanjutnya 

oleh Pemerintah Daerah dipergunakan sebagai rujukan dalam 

penetapan kebijakan implementasi pendidikan inklusif di 

Wilayah kerja masing-masing. 

Perlunya dilakukan analisis kebijakan pendidikan 

inklusi dikarenakan pentingnya peniadaan diskriminasi 

pendidikan bagi populasi individu berkekhususan. Kebijakan 

pendidikan inklusi diakui oleh Pemerintah sampai dengan saat 

ini tidak semua sekolah umum mau menerima anak-anak dengan 

kebutuhan khusus. Alasan yang dikemukakan karena tidak ada 

guru khusus yang menangani mereka dan tidak ada fasilitas yang 

memadai. Keengganan untuk mengakomodasi anak 

berkebutuhan khusus disebabkan tidak adanya kesadaran dan 
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minimnya pemahaman tentang pendidikan inklusif. Dengan 

demikian, analisis kebijakan pendidikan inklusi menjadi penting 

untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan inklusi dapat 

memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat karena 

meruapakan bagian dari strategi yang lebih luas utuk 

mempromosikan masyarakat yang inklusif. 

 

2.  Landasan Hukum Kebijakan 

Kebijakan tentang implementasi pendidikan inklusi 

bukan semata-mata atas pertimbangan manusia saja tetapi 

diperlukan landasan yang kuat. Adapun landasan Hukum dalam 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusi meliputi: 

a. Landasan Filosofis 

Landasan filosofis penerapan pendidikan inklusi di Indonesia 

adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita–

cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, 

yang disebut Bhineka Tunggal Ika (Abdulrahman, 2003). 

Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, 

baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang 

mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di muka bumi. 

Kebinekaan vertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, 

kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, 

kemampuan pengendalian diri, dsb. Sedangkan kebinekaan 

horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, 

bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah afiliasi politik, 

dsb. Walaupun beragam namun dengan kesamaan misi yang 

diemban di bumi ini, menjadi kewajiban untuk membangun 

kebersamaan dan interaksi dilandasi dengan saling 

membutuhkan. Bertolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, 

kelainan (kecacatan) dan keberbakatan merupakan salah satu 

bentuk kebhinekaan, seperti halnya perbedaan suku, ras, 

bahasa, budaya, atau agama. Di dalam diri individu 

berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan–

keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam diri individu 
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berbakat pasti terdapat juga kecacatan tertentu karena tidak 

hanya makhluk di bumi ini yang diciptakan sempurna. 

Kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik 

yang satu dengan yang lainnya, seperti halnya perbedaan 

suku, bahasa, budaya, atau agama, tetap dalam kesatuan. Hal 

ini terus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem 

pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan 

interaksi antar peserta didik yang beragam, sehingga 

mendorong sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh dengan 

semangat toleransi yang nampak atau dicita–citakan dalam 

kehidupan sehari–hari. 

b. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah 

sebagaiman tertuang dalam tabel berikut: 

 

Tabel 1. Daftar Kebijakan Pendidikan Inklusi 

 

NO DOKUMEN KEBIJAKAN 

1 

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen): Pasal 31 ayat 

(1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, ayat (2) 

setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya 

2 

Undang-undang No. 23 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Anak: Pasal 48 berbunyi pemerintah wajib 

menyelenggarakan pendidikan dasar minimal Sembilan tahun 

untuk semua anak, pasal 49 negara, pemerintah, keluarga dan 

orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada anak untuk memperoleh pendidikan 

3 

Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional: pasal 5 ayat (1) setiap warga negara 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan 

yang bermutu., ayat (2) warga negara yang memiliki kelainan 

fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak 

memperoleh pendidikan khusus., ayat (3) warga negara di 

daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang 

terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus., 
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ayat (4) warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan 

bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 

Kemudian pasal 11 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta 

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi 

setiap warga Negara tanpa diskriminasi, ayat (2) Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana 

guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara 

yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. 

Selanjutnya pasal 12 ayat (1) setiap peserta didik pada setiap 

satuan pendidikan berhak: (b) mendapatkan pelayanan 

pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; 

(e) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan 

pendidikan lain yang setara. Dan pasal 32 ayat (1) pendidikan 

khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses 

pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, 

sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat 

istimewa, ayat (2) pendidikan layanan khusus merupakan 

pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau 

terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau 

mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu 

dari segi ekonomi 

4 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan: Pasal 2 ayat (1) Lingkungan 

Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar 

proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Juga 

dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas 

SDLB, SMPLB, SMALB. Kelima, surat edaran Dirjen 

Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 perihal 

pendidikan inklusif: menyelenggarakan dan mengembangkan 

di setiap Kabupaten/Kota sekurangkurangnya empat sekolah, 

yang terdiri dari SD, SMP, SMA dan SMK. 

5. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 

2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang 

memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau 

bakat istimewa. 
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c. Landasan Empiris 

Penelitian tentang pendidikan inklusif telah banyak di 

lakukan di negara–negara barat sejak tahun 1980-an. Di 

antaranya adalah penelitian berskala besar yang dipelopori 

oleh The National Academy of Sciences (Amerika Serikat). 

Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan 

peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah, kelas, atau 

tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Dari temuan ini 

direkomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif 

hanya diberikan secara terbatas berdasarkan hasil identifikasi 

yang tepat (Heller, Holtzman & Messick,1982). Beberapa 

pakar mengemukakan bahwa sangat sulit untuk melakukan 

identifikasi dan penempatan peserta didik berkebutuhan 

khusus secara tepat, karena karakteristik mereka yang sangat 

heterogen (Baker, Wang, dan Walberg, 1994/1995).  

Beberapa peneliti kemudian melakukan metaanalisis (teknik 

statistik yang memadukan data kuantitif dari beragam 

penelitian sejenis untuk temuan yang lebih akurat). Hasil 

analisis yang dilakukan oleh Carlberg dan Kavale (1980) 

terhadap 50 buah penelitian, Wang dan Baker (1985/1986) 

terhadap 11 buah penelitian, dan Baker (1994) terhadap 13 

buah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusi 

berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik 

maupun sosial anak berkebutuhan khusus dan teman 

sebayanya. 

 

B. Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi 

1. Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan singkatan dari Strengths 

(kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), 

dan Threats (ancaman). Dengan melakukan analisis SWOT 

terhadap kebijakan Pendidikan inklusi di Indonesia, kita bisa 

mengidentifikasi kekuatan yang perlu ditingkatkan, kelemahan 

yang perlu diatasi, peluang yang perlu dimanfaatkan, dan 
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ancaman yang perlu dihadapi. Analisis SWOT bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat 

membantu pihak-pihak yang terlibat dalam program untuk 

mengambil tindakan yang tepat dan efektif dalam memperkuat 

implementasi program terutama yang terkait dengan kebijakan 

pendidikan inklusi. 

Berikut adalah tahapan Analisis SWOT atas kebijakan 

pemerintah terkait pendidikan inklusi di Indonesia : 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor internal yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan 

Berikut adalah faktor internal yang menjadi kekuatan 

(strengths) dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait 

pendidikan inklusi, yang disimbolkan dengan [S1] sampai 

dengan [S5] : 

a. Kurikulum [S1] 

Pada prinsipnya kurikulum pendidikan inklusif sama 

dengan kurikulum reguler. Kurikulum yang digunakan 

adalah kurikulum sekolah reguler penyelenggara 

pendidikan inklusif. Kurikulum dimodifikasi sesuai 

dengan kemampuan peserta didik. Tidak ada kurikulum 

khusus, untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 

Kurikulum yang mendukung pendidikan inklusi dapat 

mempengaruhi kebijakan pendidikan inklusi. Kurikulum 

yang mendukung pendidikan inklusi akan memastikan 

bahwa siswa mendapatkan edukasi yang memadai tentang 

pendidikan inklusi. 

b. Guru atau Tenaga Pendidik [S2] 

Guru atau tenaga pendidik yang mempunyai dedikasi yang 

tinggi terhadap pendidikan, sehingga dalam menjalankan 

tugas mempunyai rasa tanggung jawab untuk 

mencerdaskan anak didiknya. Selain itu juga, guru sebagai 

pelayan yang akan memberikan pelayanan kepada siswa 

sehingga guru harus lebih optimal dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan terhadap siswa. 
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c. Siswa atau Peserta Didik [S3] 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2,3 

dan 4 mendefenisikan anak berkebutuhan khusus sebagai 

(1) anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual, dan/atau sosial; (2) anak yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa; dan (3) anak di daerah 

terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang 

terpencil sehingga mereka semua berhak memperoleh 

pendidikan layanan khusus. Selain cakupan tersebut di 

atas, konsep PDBK dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu 

PDBK yang bersifat sementara (temporer) adan PDBK 

yang bersifat menetap (permanent). Berdasarkan hal 

tesebut maka kebijakan pendidikan inklusi terhadap siswa 

yang berkebutuhan khusus harus dilakukan penerimaan 

siswa non inklusif terhadap siswa yang inklusif, 

penerimaan jumlah siswa inklusif yang cenderung sedikit 

dan pemberian les tambahan kepada siswa inklusif perlu 

dilakukan.  

d. Fasilitas atau Sarana dan Prasarana [S4] 

Sarana dan Prasarana Sekolah inklusif pada prinsipnya 

sama dengan sekolah pada umumnya, tetapi untuk 

menjadikan sekolah yang ramah bagi semua perlu 

dilengkapi aksesibilitas yang dapat membantu kemudahan 

mobilitas dan tidak membahayakan semua peserta didik 

berkebutuhan khusus. 

Fasilitas yang memadai, seperti penyediaan buku-buku 

penunjang yang cukup memadai bagi anak inklusif, 

disamping itu juga ruang kelas yang nyaman bagi siswa 

inklusif akan mempengaruhi kebijakan pendidikan inklusi. 

Fasilitas yang memadai akan memudahkan orang untuk 

mengadopsi pembelajaran dan meningkatkan pemahaman 

terhadap pendidikan inklusi. 
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e. Biaya [S5] 

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah 

inklusif menjadi tanggung jawab bersama antara 

pemerintah, masyarakat dan sekolah. 

Berikut adalah beberapa faktor internal yang menjadi 

kelemahan (weakness) dan mempengaruhi kebijakan 

pemerintah terkait pendidikan inklusi, yang disimbolkan 

dengan [W1] sampai dengan [W5] : 

a. Kurikulum [W1] 

Adapun yang menjadi kelemahan ditinjau dari aspek 

kurikulum meliputi : 

1) Sekolah belum mengadakan review dan revisi 

berkala terhadap kurikulum yang diterapkan; 

2) Dalam mengembangkan kurikulum sekolah belum 

memaksimalkan keterlibatan berbagai pihak dalam 

membantu mengevaluasi serta mereviu kurikulum 

yang dibuat; 

3) Dalam penerapan kurikulum masih terdapat 

kelemahan-kelemahan sehingga sekolah mengambil 

langkah tambahan khusus bagi siswa inklusif; 

4) Belum tim khusus untuk pembuatan kurikulum yang 

sesuai dengan kebutuhan siswa inklusif. 

b. Guru atau Tenaga Pendidik [W2] 

Adapun yang menjadi kelemahan ditinjau dari aspek 

guru atau tenaga pendidik meliputi : 

1) Terbatasnya pemahaman konsep pendidikan 

inklusif; 

2) Tidak ada guru pendamping khusus yang 

mendampingi anak berkebutuhan khusus; 

3) Tidak ada pembinaan bagi guru tentang pendidikan 

inklusif, sehingga yang paling memahami 

pendidikan ini hanya sebatas kepala sekolah 

 

 



355 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

c. Siswa atau Peserta Didik [W3] 

Adapun yang menjadi kelemahan ditinjau dari aspek 

siswa atau peserta didik meliputi : 

1) Siswa tidak memahami konsep pendidikan inklusif; 

2) Kelalaian siswa inklusif dalam mengikuti kelas 

tambahan. 

d. Fasilitas atau Sarana dan Prasarana [W4] 

Adapun yang menjadi kelemahan ditinjau dari aspek 

fasilitas atau sarana dan prasarana meliputi: 

1) Sekolah belum mengetahuai fasilitas apa saja yang 

dibutuhkan siswa inklusif; 

2) Fasilitas terbatas bagi siswa inklusif 

e. Biaya [W5] 

Adapun yang menjadi kelemahan ditinjau dari aspek 

biaya meliputi: 

1) Penggunaan biaya pendidikan inklusif yang 

sepertinya kurang menyentuh kebutuhan siswa anak 

berkebutuhan khusus; 

2) Biaya dari sekolah yang relatif kecil untuk 

pendidikan inklusif. 

 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menjadi 

peluang dan ancaman 

Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang menjadi 

peluang (opportunities)  dan mempengaruhi kebijakan 

terkait pendidikan inklusif, yang disimbolkan dengan [O1] 

sampai dengan [O5] : 

a. Kurikulum [O1] 

Adapun yang menjadi peluang ditinjau dari aspek 

kurikulum meliputi : 

1) Uji coba sekolah inklusif berkelanjutan sehingga ada 

kesempatan bagi sekolah untuk merevisi kurikulum dan 

mengembangkan kurikulum pendidikan inklusif 
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2) Meningkatkan kendali mutu pelaksanaan kurikulum 

sebagai upaya menjamin agar kualitas lulusan sesuai 

dengan kompetensi yang ditetapkan 

3) Sekolah bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa 

b. Guru atau Tenaga Kependidikan [O2] 

Adapun yang menjadi peluang ditinjau dari aspek guru 

atau tenaga kependidikan meliputi : 

1) Kerjasama dengan orang tua dalam rangka 

pengembangan pendidikan; 

2) Pertemuan rutin dengan orang tua siswa 

c. Siswa atau Peserta Didik [O3] 

Adapun yang menjadi peluang ditinjau dari aspek siswa 

atau peserta didik meliputi: 

1) Sekolah mendukung penyelenggaraan proses belajar 

yang inklusif 

2) Kesempatan bagi siswa yang low untuk naik kelas 

(kenaikan kelas otomatis) 

d. Fasilitas atau Sarana dan Prasarana [O4] 

Adapun yang menjadi peluang ditinjau dari aspek fasilitas 

atau sarana dan prasarana meliputi : 

1) Biaya dari pemerintah untuk pendidikan inklusif 

2) Tenaga kependidikan yang terampil menjaga fasilitas 

sekolah 

e. Biaya [O5] 

Adapun yang menjadi peluang ditinjau dari aspek biaya 

meliputi: 

1) Pelaksanaan pendidikan inklusif yang berkelanjutan 

2) Biaya pendidikan relatif murah di sekolah inklusif 

 

Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang menjadi 

ancaman (threats) dan mempengaruhi kebijakan terkait 

pendidikan inklusif, yang disimbolkan dengan [T1] sampai 

dengan [T5] : 
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a. Kurikulum [T1] 

Terbatasnya pemahaman konsep pendidikan inklusif 

menjadi ancaman bagi pemerintah dalam mengambil 

kebijakan terhadap pendidikan inklusif. 

b. Guru atau Tenaga Kependidikan [T2] 

Adapun yang menjadi ancaman ditinjau dari aspek guru 

atau tenaga kependidikan meliputi : 

1) Terbatasnya pemahaman guru atau tenaga 

kependidikan terhadap konsep pendidikan inklusif 

2) Tidak ada guru pendamping khusus dalam menghadapi 

anak yang berkebutuhan khusus 

c. Siswa atau Peserta Didik [T3] 

Adapun yang menjadi ancaman ditinjau dari aspek siswa 

atau peserta didik meliputi: 

1) Siswa belum memahami konsep pendidikan inklusif 

secara baik, sehingga seringkali merasa terganggu 

dengan cara pembelajarannya. 

2) Kerja sama orang tua dan siswa yang kelihatannya 

kurang. 

d. Fasilitas atau Sarana dan Prasarana [T4] 

Adapun yang menjadi ancaman ditinjau dari aspek fasilitas 

atau sarana dan prasarana meliputi: 

1) Kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu bisa 

berubah 

2) Biaya dari pemerintah 

e. Biaya [T5] 

Adapun yang menjadi ancaman ditinjau dari aspek biaya 

meliputi: 

1) Kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu bisa 

berubah 

2) Biaya dari pemerintah 
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Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya adalah 

pembuatan matriks Analisis SWOT untuk kebijakan literasi 

digital, yang memasukkan semua faktor-faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal 

(peluang dan ancaman) ke dalam kolom-kolom matriks yang 

sesuai, sebagaimana yang disajikan pada Gambar 1. 

3. Membuat matriks Analisis SWOT, dengan memasukkan 

faktor-faktor internal dan eksternal ke dalam kotak-

kotak matriks yang sesuai. 

Pada matriks Analisis SWOT ini, kolom Kekuatan 

(Strengths) dan kolom Kelemahan (Weakness) diisi dengan 

faktor-faktor internal yang merupakan kekuatan dan 

kelemahan dari kebijakan pendidikan inklusif yang sedang 

dipertimbangkan atau diimplementasikan, dan merujuk pada 

simbol [S1] sampai dengan [S5] serta simbol [W1] sampai 

dengan [W5] pada uraian tahapan sebelumnya. Demikian 

juga halnya dengan kolom Peluang (Opportunities) dan 

kolom Tantangan (Threats) diisi dengan faktor-faktor 

eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan bagi 

kebjakan pendidikan inklusif yang sedang dipertimbangkan 

atau diimplementasikan, dan merujuk pada simbol [O1] 

sampai dengan [O5] serta simbol [T1] sampai dengan [T5] 

pada uraian tahapan sebelumnya. 

 

KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS) 

S5. Kurikulum yang disusun 

disesuaikan dengan anak-anak 

berkebutuhan khusus. 

S6. Tenaga Pendidik yang 

mempunyai dedikasi tinggi 

terhadap pendidikan, sehingga 

dalam menjalankan tugas 

mempunyai rasa tanggung jawab 

untuk mencerdaskan anak 

didiknya. 

 

W5. Sekolah belum mengadakan 

review dan revisi berkala 

terhadap kurikulum yang 

diterapkan. 

W6. Tidak ada pembinaan bagi 

guru tentang pendidikan 

inklusif, sehingga yang 

paling memahami 

pendidikan inklusif ini 

hanya sebatas kepala 

sekolah . 



359 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

S7. Penerimaan siswa non inklusif 

terhadap siswa inklusif. 

S8. Buku-buku penunjang yang 

cukup memadai bagi anak 

inklusif serta ruang kelas yang 

nyaman. 

S9. Adanya biaya dari pemerintah. 

W7. Siswa tidak memahami 

konsep pendidikan inklusif 

W8. Sekolah belum mengetahui 

fasilitas apa saja yang 

dibutuhkan siswa . 

W9. Penggunaan biaya 

Pendidikan inklusif yang 

sepertinya kurang 

menyentuh kebutuhan siswa 

anak berkebutuhan khusus. 

PELUANG (OPPORTUNITIES) ANCAMAN (THREATS) 

O14. Uji coba pelaksanaan sekolah 

inklusif yang berkelanjutan 

sehingga ada kesempatan bagi 

sekolah untuk merevisi kurikulum 

dan mengembangkan kurikulum 

Pendidikan inklusif, 

O15. Kerjasama dengan orang tua 

dalam rangka pengembangan 

pendidikan. 

O16. Sekolah yang mendukung 

penyelenggaraan proses belajar 

yang inklusif. 

O17. Tenaga kependidikan yang 

terampil menjaga fasilitas 

sekolah. 

O18. Biaya pendidikan relatif murah di 

sekolah inklusif. 

T5. Terbatasnya pemahaman 

konsep Pendidikan inklusif. 

T6. Tidak ada guru pendamping 

khusus. 

T7. Siswa belum memahami 

konsep Pendidikan inklusif 

secara baik, sehingga 

seringkali merasa terganggu 

dengan cara 

pembelajarannya. 

T8. Kebijakan pemerintah yang 

sewaktu-waktu bisa 

berubah. 

T9. Perubahan Kebijakan 

Pemerintah yang tidak 

konsisten 

Gambar 1. Matriks SWOT Kebijakan Pendidikan Inklusif 

 

Berdasarkan matriks analis SWOT pada Gambar 1, maka 

selanjutnya dikembangkan beberapa strategi untuk 

memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi 

kelemahan dan ancaman yang ada dalam kebijakan 

pendidikan inklusif.  
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4. Mengembangkan strategi, untuk memaksimalkan 

kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan 

ancaman. 

Berdasarkan faktor-faktor internal berupa kekuatan 

(strengths) dan kelemahan (weakness), serta faktor-faktor 

eksternal berupa peluang (opportunities) dan ancaman 

(threats), maka selanjutnya dikembangkanlah sejumlah 

strategi, yang dibagi kedalam 4 (empat) kelompok strategi, 

yaitu : Strategi SO (Strengths-Opportunities), Strategi WO 

(Weakness-Opportunities), Strategi ST (Strengths-Threats), 

dan Strategi WT (Weakness-Threats), yang akan dijelaskan 

sebagai berikut :  

a. Strategi SO (Strengths-Opportunities) 

 Strategi SO (Strengths-Opportunities) adalah strategi yang 

dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk 

meningkatkan atau mengoptimalkan kekuatan yang telah 

dimiliki, berupa : 

1) Stretegi SO-1. Perlu adanya diversifikasi kurikulum 

mengingat keberagaman karakteristik siswa atau 

peserta didik, daerah dan sekolah sehingga cara 

penyampaian dan pencapaian kompetensi harus 

disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah 

dan sekolah.  Diverifikasi kurikulum juga perlu 

dilaksanakan untuk melayani peserta didik dari daerah 

terpencil atau terbelakang. Strategi ini diperoleh dengan 

memanfaatkan peluang adanya ”uji coba sekolah 

inklusif yang berkelanjutan sehingga ada kesempatan 

bagi sekolah untuk merevisi kurikulum dan 

mengembangkan kurikulum pendidikan inklusif”. Hal 

ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan ”kualitas 

pelayanan terhadap siswa yang optimal”, sesuai dengan 

yang disajikan martriks SWOT yang disimbolkan 

dengan [S1] & [O1] pada Gambar 1. Dengan adanya 

perubahan kebijakan pemerintah yang mendukung 
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pendidikan inklusif dapat memanfaatkan peluang ini 

untuk diversifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan 

anak-anak yang berkebutuhan khusus. Program 

diversifikasi kurikulum dilaksanakan untuk melayani 

keberagaman kemampuan peserta didik. 

2) Strategi SO-2. Mengembangkan Program Pelatihan 

Pendidikan Inklusif bagi sekolah dan tenaga 

pendidikan. Strategi ini diperoleh dengan 

memanfaatkan peluang "Sekolah yang mendukung 

penyelenggaraan proses belajar yang inklusif". Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan kekuatan "Tenaga 

Pendidik yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap 

pendidikan, sehingga dalam menjalankan tugas 

mempunyai rasa tanggung jawab untuk mencerdaskan 

anak didiknya", sesuai dengan yang disajikan martriks 

SWOT yang disimbolkan dengan [S2] & [O1] pada 

Gambar 1. Pemberian pelatihan pendidikan inklusif 

bagi sekolah dan tenaga kependidikan bertujuan agar 

mereka dapat terampil dalam memanfaatkan dan 

menjaga fasilitas sekolah terutama yang berkaitan 

dengan pendidikan inklusif.  

3) Strategi SO-3. Mengidentifikasi anak berkebutuhan 

khusus melalui pelaksanaan evaluasi terhadap 

program pembelajaran bagi sekolah inklusif. 

Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang 

“sekolah yang mendukung penyelenggaraan proses 

belajar yang inklusif”. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kekuatan ”penerimaan siswa non inklusif 

terhadap siswa inklusif”, hal ini sesuai dengan yang 

disajikan martriks SWOT yang disimbolkan dengan 

[S3] & [O3] pada Gambar 1. Strategi ini berfokus pada 

identifikasi anak berkebutuhan khusus melalui 

pelaksanaan evaluasi terhadap program pembelajaran 

bagi sekolah inklusif. Identifikasi anak dimaksudkan 
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sebagai suatu upaya seseorang (orang tua, guru, 

maupun tenaga kependidikan lainnya) untuk melakukan 

proses penjaringan terhadap anak yang mengalami 

kelainan/penyimpangan dalam rangka pemberian 

layanan pendidikan yang sesuai. Hasil dari identifikasi 

adalah ditemukannya anak-anak berkebutuhan khusus 

yang perlu mendapatkan layanan pendidikan khusus 

melalui program inklusi. Sedangkan untuk pelaksanaan 

evaluasi dimaksudkan untuk memahami keuanggulan 

dan hambatan belajar siswa, sehingga diharapkan 

program yang disusun benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan belajarnya. 

4) Strategi SO-4. Penyediaan fasilitas penunjang yang 

memadai untuk mendukung penyelenggaraan 

proses belajar yang inklusif. Strategi ini diperoleh 

dengan memanfaatkan peluang ”Sekolah yang 

mendukung penyelenggaraan proses belajar yang 

inklusif”. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

kekuatan ”buku-buku penunjang yang cukup memadai 

bagi anak inklusif serta ruang kelas yang nyaman”, 

sesuai dengan yang disajikan martriks SWOT yang 

disimbolkan dengan [S4] & [O3] pada Gambar 1. 

Stretegi ini berupaya bagaimana sekolah inklusif dapat 

menyediakan fasilitas berupa penyediaan sarana dan 

prasarana yang cukup memadai bagi anak inklusif. 

Sarana dan prasarana pendidikan inklusi adalah 

perangkat keras maupun perangkat lunak yang 

dipergunakan untuk menunjang keberhasilan 

pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan 

tertentu. Pada hakikatnya semua sarana dan prasarana 

pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat 

dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan 

inklusi, tetapi untuk mengoptimalkan proses 

pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi 



363 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta 

media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

anak berkebutuhan khusus. 

5) Strategi SO-5. Melakukan sosialisasi yang terkait 

dengan program pendidikan inklusif. Strategi ini 

diperoleh dengan memanfaatkan peluang ”biaya 

pendidikan relatif murah di sekolah inklusif”. Hal ini 

untuk meningkatkan kekuatan ”adanya biaya dari 

pemerintah”, sesuai dengan yang disajikan martriks 

SWOT yang disimbolkan dengan [S5] & [O5] pada 

Gambar 1. 

 

b. Strategi ST (Strengths-Threats) 

1) Strategi ST-1. Meningkatkan Pemahaman Konsep 

tentang Kurikulum Pendidikan Inklusif yang 

disusun berdasarkan karakteristik anak-anak 

berkebutuhan khusus.  

 Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan 

”Kurikulum yang disusun disesuaikan dengan anak-

anak berkebutuhan khusus”. Hal ini bertujuan untuk 

menghadapi ancaman ”Terbatasnya pemahaman 

konsep pendidikan inklusif”, sesuai dengan yang 

disajikan matriks SWOT yang disimbolkan dengan [S1] 

& [T1] pada Gambar 1. Pemerintah dapat 

memfokuskan perhatiannya terhadap pemahaman 

sekolah maupun orang tua terhadap konsep kurikulum 

pendidikan inklusi seperti dengan melakukan 

sosialisasi, pelatihan dan workshop yang terkait dengan 

kebijakan pemerintah terhadap pendidikan inklusif 

terutama ditinjau dari kurikulum. Dengan kegiatan 

tersebut maka terbatasnya pemahaman konsep tentang 

pendidikan inklusif dapat teratasi sehingga anak-anak 

yang berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan 

yang sama dengan anak-anak normal lainnya. 
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2)  Strategi ST-2. Mengembangkan Strategi 

Pembelajaran yang Berkelanjutan. Strategi ini 

diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan “Tenaga 

Pendidik yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap 

pendidikan, sehingga dalam menjalankan tugas 

mempunyai rasa tanggung jawab untuk mencerdaskan 

anak didiknya”. Hal ini bertujuan untuk menghadapi 

ancaman ”Kebijakan Pemerintah yang sewaktu-waktu 

bisa berubah”, sesuai dengan yang disajikan matriks 

SWOT yang disimbolkan dengan [S2] & [T4] pada 

Gambar 1. Tenaga Pendidik yang berdedikasi dapat 

mengembangkan strategi pembelajaran terhadap 

perubahan kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu 

bisa berubah. Strategi tersebut dapat berupa 

pengembangan program-program alternatif, 

penyesuaian program-program yang telah ada dengan 

kebijakan baru, serta pengembangan program-program 

yang berkelanjutan dengan konteks pendidikan inklusif. 

Program-program tersebut harus memiliki tujuan dan 

target yang jelas, serta terukur. Dengan demikian, 

meskipun terjadi perubahan kebijakan, program-

program tersebut tetap dapat dilaksanakan. 

3) Strategi ST-3. Memfasilitasi sistem layanan 

pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus belajar 

bersama dengan anak sebaya yang non inklusif.  

Strategi ini penting untuk dilakukan karena ternyata 

terdapat kekuatan yang perlu dimanfaatkan yaitu 

adanya ”penerimaan siswa non inklusif terhadap siswa 

inklusif”, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus 

mendapatkan kesempatan menikmati layanan 

pendidikan yang sama dengan anak-anak non inklusif 

tanpa adanya diskiriminasi. Adanya strategi ini untuk 

mengatasi ancaman ”tidak adanya guru khusus” untuk 

memberikan layanan pendidikan secara optimal 
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sehingaa menghambat tercapainya kualitas pendidikan 

bagi semua anak Indonesia termasuk anak inklusif. 

Strategi pada ST-3 ini merupakan strategi 

memanfaatkan kekuatan yang terdapat pada analisis 

SWOT dengan simbol [S3] untuk mengatasi ancaman 

terutama yang disimbolkan [T2] (Gambar 1). Program 

yang dapat dikembangkan melalui strategi ini 

diantaranya sekolah reguler dapat membentuk layanan 

pendidikan secara terintegrasi atau terpadu dengan anak 

normal dengan sistem 10 % jumlah anak inklusif di 

kelas bersama anak non inklusif dalam bentuk kelas 

biasa dengan ruang bimbingan khusus. Oleh karena itu 

perlu juga program mengurangi beban guru di kelas 

yang memiliki anak inklusif sehingga guru memiliki 

waktu yang lebih untuk berperan sebagai guru 

pembimbing anak inklusif. Kondisi ini akan 

memberikan rasa percaya diri anak inklusif karena 

mendapatkan hak dihargai dan mendapatkan layanan 

pendidikan yang sama dengan anak normal.  Dengan 

demikian meskipun tidak ada guru pendamping khusus 

untuk anak inklusif tetapi dengan adanya kekuatan 

penerimaan anak non inklusif terhadap anak inklusif  di 

sekolah reguler, maka penyelenggaran layanan 

pendidikan inklusif secara terpadu dapat 

diselenggarakan di sekolah reguler untuk meningkatkan 

kualitas anak-anak Indonesia tanpa ada yang terkecuali. 

4)  ST-4 Meningkatkan aksesbilitas pusat sumber 

belajar sebagai sistem pendukung pembelajaran 

bagi anak inklusif. Strategi ini dilakukan dengan 

tujuan untuk  memanfaatkan kekuatan adanya ”Buku-

buku penunjang yang cukup memadai bagi anak 

inklusif serta ruang kelas yang nyaman” untuk dapat 

mengatasi ancamana tidak ada guru pendamping 

khusus” bagi anak-anak inklusif sesuai yang disajikan 
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pada matriks SWOT yang disimbolkan [S4] dan [T2] 

pada Gambar 1. Adanya buku dan ruang kelas yang 

memadai dan nyaman untuk anak-anak inklusif menjadi 

sumber belajar yang representatif bagi mereka sehingg 

dapat membantu perkembangan dan pertumbuhan anak 

berkebutuhan khusus, termasuk peningkatan 

kemampuan akademik anak  mereka. Oleh karena itu 

program yang dapat dikembangkan melalui strategi ini 

diantaranya memberikan kemudahan akses bagi anak 

inklusif yang tidak terlalu jauh antara ruang sumber 

belajar dengan ruang guru pembimbing, serta 

mengembangkan fasilitas sumber belajar yang sesuai 

kebutuhan anak inklusif yang memiliki unsur 

digitalisasi. Dengan demikian meskipun tidak tersedia 

guru khusus bagi anak-anak inklusif dalam 

membimbing mereka untuk belajar, namun anak-anak 

inklusif memiliki motivasi belajar dan berkembang 

secara akademik dan terangsang sikap aktualisasinya 

dengan tersedianya buku dan ruang kelas yang 

memadai khusus untuk mereka.  

5) ST-5 Mengoptimalkan pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan pada sekolah inklusif. 

Strategi ini dikembangkan dengan memperhatikan 

kekuatan ”adanya biaya pemerintah” untuk membiayai 

pendidikan sehingga menghadirkan layanan pendidikan 

berkualitas, inklusif, adil dan merata bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Kekuatan pada analisis SWOT khususnya 

simbol [S5] bertujuan untuk menghadapi ancaman ” 

perubahan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten” 

[T5]. Jadi adanya perubahan kebijakan pemerintah yang 

sering terjadi  baik dari sisi anggaran maupun sistem 

pendidikan maka perubahan itu dapat diatasi dengan 

dengan memanfaatkan adanya biaya pemerintah untuk 

peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Adaptasi 
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terhadap berbagai perubahan kebijakan pemerintah 

dapat dilakukan dengan mengoptimalkan adanya 

anggaran yang disediakan pemerintah untuk 

mengembangkan program yang dapat memperkuat 

layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan 

khusus seperti penyediaan sarana pra sarana 

pendidikan, media, buku dan perpustakaan berbasis 

digital, dan peningkatan kompetensi guru.   

 

c. Strategi WO (Weakness-opportunities) 

1. Strategi WO-1 Revitalisasi kurikulum untuk model 

pengembangan sekolah terintegrasi pendidikan 

anak inklusif. Strategi ini diperoleh untuk memanfaat 

adanya peluang “uji coba pelaksanaan sekolah inklusif 

yang berkelanjutan sehingga ada kesempatan bagi 

sekolah untuk merevisi kurikulum dan 

mengembangkan kurikulum Pendidikan inklusif. Hal 

ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan Sekolah 

belum mengadakan review dan revisi berkala terhadap 

kurikulum yang diterapkan, sesuai dengan yang 

disajikan pada analisis SWOT yang disimbolkan [W1] 

dan [O1] pada Gambar 1. Strategi ini akan membantu 

mengatasi sekolah yang belum melakukan review 

kurikulum sehingga dengan adanya uji coba 

pelaksanaan sekolah inklusif yang berkelanjutan akan 

mendorong sekolah harus melakukan terlebih dahulu 

revisi kurikulum yang dapat menjamin kualitas 

pendidikan anak inklusif sama halnya dengan anak non 

inklusif. Program yang dapat dikembangkan dari 

strategi ini yaitu membuat kurikulum modifikasi yang 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus siswa 

namun terintegrasi dengan kurikulum bagi siswa non 

inklusif.  
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2. Strategi WO-2. Melibatkan orang tua dan 

masyarakat dalam pengembangan pendidikan 

inklusif. Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan 

peluang “Kerjasama dengan orang tua dalam rangka 

pengembangan pendidikan”. Dengan demikian strategi 

ini dapat mengatasi kelemahan ”Penggunaan biaya 

Pendidikan inklusif yang sepertinya kurang menyentuh 

kebutuhan siswa anak berkebutuhan khusus sesuai 

dengan yang disajikan pada matriks SWOT yang 

disimbolakan [W5] dan [O2] pada Gambar 1. 

Masyarakat dan orang tua siswa merupakan mitra yang 

penting bagi pemerintah dalam menyukseskan 

penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berkualitas 

dan setara dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan 

khusus. Kurangnya anggaran yang menyentuh 

kebutuhan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dapat 

mempengaruhi kinerja sekolah dalam memperkuat 

pendidikan anak-anak inklusif seperti ketersediaan 

sarana prasarana bagi anak inklusif, penguatan 

kompetensi guru dan kesejahteraan guru khusus yang 

memberikan pembimbingan kepada siswa yang 

berkebutuhan khusus. Sehinga dengan strategi ini dapat 

digunakan untuk mengembangkan program kerjasama 

sekolah dan orang untuk terlibat dalam menyediakan 

sekolah yang nyaman bagi anak-anak inklusif.  

3. Strategi WO-3. Meningkatkan komunikasi siswa 

berkebutuhan khusus dengan siswa non inklusif. 

Strategi ini diperoleh dengan adanya peluang “sekolah 

yang mendukung penyelenggaraan proses belajar yang 

inklusif”. Dengan adanya strategi ini dapat mengatasi 

adanya kelemahan siswa yang tidak memahami konsep 

pendidikan inklusif” yang sesuai dengan yang disajikan 

pada matriks SWOT yang disimbolkan dengan [W3] 

dan [O3] pada Gambar 1. Sekolah yang 
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menyelenggarakan pendidikan inklusif dapat 

mengembangkan program pembimbingan dan 

pendampingan anak inklusif untuk meningkatkan bakat 

yang mereka miliki sehingga siswa inklusif memiliki 

bakat khsusus yang dapat memberikan peluang 

komunikasi bersama siswa non inklusif namun yang 

memiliki bakat yang sama. Dengan demikian siswa 

yang memiliki pemahaman  yang kurang baik dan 

kurang menerima kehadiran anak-anak inklusif dapat 

diminimalisir. Pimpinan sekolah dan guru dapat 

bertindak yang sama baik terhadap siswa yang 

berkebutuhan khusus maupun yang normal dan 

membuat program ekstrakurikuler yang memberikan 

ruang yang sama antara siswa inklusif dengan non 

inklusif.  

4. Strategi WO-4. Meningkatkan kapasitas guru 

mengelola fasilitas sekolah yang dibutuhkan siswa. 

Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang 

“tenaga kependidikan yang terampil menjaga sekolah”. 

Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengatasi masalah 

“sekolah yang belum mengetahui fasilitasi apa saja 

yang dibutuhkan siswa, sesuai dengan yang disajikan 

pada matriks SWOT yang disimbolkan [W4] dan [O4] 

pada Gambar 1. Strategi ini dapat membantu sekolah 

untuk mengatasi kesulitan dalam menyediakan fasilitas 

yang dibutuhkan oleh siswa inklusif. Kehadiran tenaga 

kependidkan yang terampil dalam menjaga fasilitas 

sekolah akan memperkuat dan memberikan 

pengetahuan bagi sekolah yang berkaitan apa saja 

kebutuhan atau fasilitas yang perlu disediakan untuk 

anak-anak berkebutuhan khusus serta srtategi menjaga 

fasilitas sekolah yang dibutuhkan oleh anak-anak 

berkebutuhan khsusus.  
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5. Strategi WO-5. Meningkatkan Keterlibatan Orang 

Tua dalam Penyelenggaran pendidikan inklusif 

yang berkualtias. Strategi ini diperoleh dengan 

memanfaatkan peluang biaya pendidikan relative 

murah di sekolah inklusif. Hal ini bertujuan untuk 

mengatasi kelemahan “Penggunaan biaya Pendidikan 

inklusif yang sepertinya kurang menyentuh kebutuhan 

siswa anak berkebutuhan khusus, sesuai dengan yang 

disajikan pada matriiks SWOT yang disimbolkan [W5] 

dan [O5] pada Gambar 1. Biaya pendidikan di sekolah 

inklusif sangat tergolong murah sehingga W5 terdapat 

kebutuhan siswa yang tidak tersentuh dan tidak 

terpenuhi oleh karena itu sangat perlu adanya 

keterlbatan masyarakat dan orang untuk terlibat juga 

dalam penanganan masalah biaya pendidikan yang 

belum menyentuh kebutuhan siswa inklusif. Strategi ini 

dapat dikembangkan melalui program dana BOS dan 

juga adanya dana komite sekolah yang sebagian besar 

adalah orang tua siswa.  

 

d. Strategi Weakness – Threats  

1. Strategi WT-1. Pengembangan kurikulum 

modifikasi yang  didukung sumber daya manusia 

yang inovatif untuk memperkuat pendidikan 

inklusif. Strategi ini perlu dilakukan untuk mengatasi 

kelemahan ”sekolah belum mengadakan review dan 

revisi berkala terhadap kurikulum yang diterapkan. Hal 

ini bertujuan untuk menghadapi ancaman ” terbatasnya 

pemahaman konsep Pendidikan inklusif”, sesuai 

dengan yang disajikan pada matrik SWOT yang 

disimbolkan [W1] dan [T1] pada Gambar 1. 

Pengembangan kurikulum modifikasi merupakan 

strategi yang sangat penting dilakukan untuk 

mengevaluasi kurikulum layanan pendidikan inklusif 
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dalam sekolah reguler. Pengembangan dilakukan oleh 

sekolah bersama guru dan tenaga kependidikan 

sehingga guru dan tenaga pendidik lainnya juga 

memahami layanan pendidikan inklusif dan strategi 

yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan 

khusus seperti halnya untuk anak-anak non inklusif.  

2. Strategi WT-2. Meningkatkan kemampuan guru 

dalam menyelenggarakan pembinaan dan 

pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan 

khusus yang terintegrasi dengan siswa non inklusif. 

Strategi ini diperoleh dengan mengatasi kelemahan 

tidak adanya pembinaan bagi guru tentang pendidikan 

inklusif, sehingga yang paling memahami pendidikan 

inklusif ini hanya sebatas kepala sekolah. Oleh karena 

itu strategi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi 

ancaman ”tidak ada guru pendamping khusus” sesuai 

dengan yang disajikan pada matriks SWOT yang 

disimbolkan dengan [W2] dan [T2]. Strategi ini dapat 

dilakukan dengan memberikan penguatan kapasitas 

kepada guru dalam bentuk pelatihan atau workshop 

penyusunan skenario pembelajaran dan pembimbingan 

kepada anak yang berkebutuhan khusus di dalam kelas 

anak non inklusif. Disamping itu guru diberikan 

penguatan model pelayanan pembimbingan 

berdasarkan kebutuhan  siswa sehingga siswa yang 

berkebutuhan khusus memiliki rasa percaya, dihargai 

dan termotivasi untuk megembangkan dirinya sesuai 

dengan minatnya. Dengan strategi ini, guru akan lebih 

siap dalam mendesain pembelajaran yang sesuai 

kebutuhan siswa dan juga memiliki model pembinaan 

kepada anak berkebutuhan khusus. 
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3. Strategi WT-3. Sosialisasi pendidikan inklusif 

dalam lingkungan belajar yang kondusif untuk 

semua siswa. Strategi ini diperoleh untuk mengatasi 

kelemahan ”siswa tidak memahami konsep pendidikan 

inklusif”. Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman 

”siswa belum memahami konsep Pendidikan inklusif 

secara baik, sehingga seringkali merasa terganggu 

dengan cara pembelajarannya”, sesuai dengan yang 

disajikan pada matriks SWOT yang disimbolkan [W3] 

dan [T3] pada Gambar 1. Strategi ini dapat dilakuna 

secara berkala melalui program  Pengajar bisa 

menumbuhkan budaya inklusi di kelas dengan program 

kelas yang dapat dikembangkan guru yaitu 

memberdayakan siswa reguler untuk membantu siswa 

yang berkebutuhan siswa misalnya kemampuan 

membaca dan menghitung sehingga pembelajaran tutor 

sebaya dapat memahamkan kepada siswa reguler 

tentang pentingnya penerimaan mereka terhadap siswa 

yang berkebutuhan khusus. Dengan demikian strategi 

ini dapat mendekatkan siswa berkebutuhan khusus 

dengan yang normal serta munculnya saling tenggang 

rasa, dan saling menghargai, sehingg terjadi 

penerimaan siswa lainya (normal) terhadap siswa yang 

berkebutuhan khusus.  

4. Strategi WT-4. Meningkatkan manajemen sarana 

prasarana pendidikan dalam meningkatkan 

kualitas layanan pendidikan inklusif. Strategi ini 

diperoleh dengan mengatasi kelemahan ”sekolah belum 

mengetahui fasilitas apa saja yang dibutuhkan siswa”. 

Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancamana 

”kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu bisa 

berubah”, sesuai dengan yang disajikan pada matriks 

SWOT yang disimbolkan [W4] dan [T4] pada Gambar 

1. Salah satu bagian penting yang harus harus 
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diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan 

inklusif yaitu meningkatkan manajemen sarana 

prasarana yang tersedia untuk digunakan dalam layanan 

pendidikan inklusif, sehingga mencapai tujuan 

pendidikan secara efektif dan efisien. Program yang 

dapat dikembangkan dari strategi ini adalah melakukan 

peningkatan kapasitas guru atau tenaga kependidikan 

untuk memiliki kemampuan memngelola fasilitas 

pendidikan sekolah seperti perpustakaan yang kondusif 

dan representatif untuk anak-anak berkebutuhan 

khusus, laboratorium, tempat olah raga dan akses 

fasilitas lainnya. Disamping itu peningkatan 

manajemen sarana prasarana menjadi solusi jika 

terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang 

sewatu-waktu terjadi. Dengan demikian jika terjadi 

perubahan kebijakan terhadap pendidikan inklusif 

secara tiba, maka guru dan tenaga kependidikan sudah 

memiliki kompetensi yang baik dan lebih siap dalam 

mememanajemen sarana prasarana di sekolah inklusif.  

5. Strategi WT 5. Mengoptimalkan pelibatan orang 

tua secara bermakna dalam proses pendidikan di 

sekolah inklusif. Strategi ini diperoleh untuk 

mengatasi kelemahan  ”penggunaan biaya pendidikan 

inklusif yang sepertinya kurang menyentuh kebutuhan 

siswa anak berkebutuhan khusus”. Hal ini bertujuan 

untuk menghadapi ancaman ”perubahan Kebijakan 

Pemerintah yang tidak konsisten seperti yang disajikan 

di matriks SWOT yang disimbolkan dengan [W5] dan 

[T5] pada Gambar 1. Dalam pendidikan inklusif 

keterlibatan orang tua dan masyarakat turut 

berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembelajaran 

bagi anak-anak berkebutuhan khusus termasuk dalam 

dukungan anggaran yang dapat memenuhi kebutuhan 

fisika maupun materi penyelenggaraan pendidikan 
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inklusif. Peran orang tua sangat penting dalam 

mendukung pendidikan inklusif sehingga jika terjadi 

perubahan kebijakan dari pemerintah maka 

keberlanjutan pendidikan inklusif tetap dapat 

memberikan pelayanan kualitas pendidikan yang 

memenuhi target pemerintah.   

Berdasarkan uraian strategi di atas, maka selanjutnay 

adalah pembuatan mastriks strategi dari analisis 

SWOT, sebagaimana yang disajikan oleh Gambar 3. 

 

SWOT 

ANALISIS 

KEBIJAKAN 

PENDIDIKAN 

INKLUSIF 

KEKUATAN 

(STRENGTH) 

KELEMAHAN 

(WEAKNESS) 

S9. Kurikulum yang disusun 

disesuaikan dengan 

anak-anak 

berkebutuhan khusus. 

S10. Tenaga Pendidik 

yang mempunyai 

dedikasi tinggi 

terhadap pendidikan, 

sehingga dalam 

menjalankan tugas 

mempunyai rasa 

tanggung jawab 

untuk mencerdaskan 

anak didiknya. 

S11. Penerimaan siswa 

non inklusif terhadap 

siswa inklusif. 

S12. Buku-buku 

penunjang yang 

cukup memadai bagi 

anak inklusif serta 

ruang kelas yang 

nyaman. 

S13. Adanya biaya dari 

pemerintah. 

W8. Sekolah belum 

mengadakan review 

dan revisi berkala 

terhadap kurikulum 

yang diterapkan. 

W9. Tidak ada pembinaan 

bagi guru tentang 

pendidikan inklusif, 

sehingga yang paling 

memahami pendidikan 

inklusif ini hanya 

sebatas kepala 

sekolah. 

W10. Siswa tidak 

memahami konsep 

pendidikan inklusif 

W11. Sekolah belum 

mengetahui fasilitas 

apa saja yang 

dibutuhkan siswa . 

W12. Penggunaan biaya 

Pendidikan inklusif 

yang sepertinya 

kurang menyentuh 

kebutuhan siswa anak 

berkebutuhan khusus. 

PELUANG 

(OPPORTUNITIES) 

STRATEGI SO 

(Strenght-Opportunities) 

STRATEGI WO 

(Weakness-Opportunities) 

O1. Uji coba pelaksanaan 

sekolah inklusif 

yang berkelanjutan 

sehingga ada 

kesempatan bagi 

SO-13. Diversifikasi 

kurikulum  

SO-14. Mengembangkan 

Program Pelatihan 

Pendidikan Inklusif 

WO-12. Revitalisasi 

kurikulum untuk 

model 

pengembangan 

sekolah terintegrasi 
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sekolah untuk 

merevisi kurikulum 

dan 

mengembangkan 

kurikulum 

Pendidikan inklusif, 

O2 Kerjasama dengan 

orang tua dalam 

rangka 

pengembangan 

pendidikan. 

O3 Sekolah yang 

mendukung 

penyelenggaraan 

Proses belajar yang 

inklusif. 

O4 Tenaga kependidikan 

yang terampil 

menjaga fasilitas 

sekolah. 

O5 Biaya pendidikan 

relatif murah di 

sekolah inklusif. 

bagi sekolah dan 

tenaga pendidikan 

Mengembangkan 

kurikulum yang 

mencakup berbagai 

aspek literasi digital 

untuk peningkatan 

kualitas Sumber 

Daya Manusia. 

SO-15. Mengidentifikasi 

anak berkebutuhan 

khusus melalui 

pelaksanaan 

evaluasi terhadap 

program 

pembelajaran bagi 

sekolah inklusif. 

SO-16. Penyediaan fasilitas 

penunjang yang 

memadai untuk 

mendukung 

penyelenggaraan 

proses belajar yang 

inklusif. 

SO-17. Melakukan 

sosialisasi yang 

terkait dengan 

program pendidikan 

inklusif 

pendidikan anak 

inklusif. 

WO-13. Melibatkan orang 

tua dan masyarakat 

dalam 

pengembangan 

pendidikan inklusif  

WO-14. Meningkatkan 

komunikasi siswa 

berkebutuhan 

khusus dengan 

siswa non inklusif.  

WO-15. Meningkatkan 

kapasitas guru 

mengelola fasilitas 

sekolah yang 

dibutuhkan siswa. 

WO-16. Meningkatkan 

Keterlibatan Orang 

Tua dalam 

Penyelenggaran 

pendidikan inklusif 

yang berkualtias. 

W1. ANCAMAN 

(THREATS) 

STRATEGI ST 

(Strength-Threats) 

STRATEGI WT 

(Weakness-Threats) 

W1. Terbatasnya 

pemahaman konsep 

Pendidikan 

inklusif. 

W2. Tidak ada guru 

pendamping 

khusus. 

W3. Siswa belum 

memahami konsep 

Pendidikan inklusif 

secara baik, 

sehingga seringkali 

merasa terganggu 

dengan cara 

pembelajarannya. 

W4. Kebijakan 

pemerintah yang 

sewaktu-waktu bisa 

berubah. 

W5. Perubahan 

ST-12. Meningkatkan 

Pemahaman 

Konsep tentang 

Kurikulum 

Pendidikan 

Inklusif yang 

disusun 

berdasarkan 

karakteristik anak-

anak berkebutuhan 

khusus.  

ST-13. . Mengembangkan 

Strategi 

Pembelajaran yang 

Berkelanjutan 

ST-14. Memfasilitasi 

sistem layanan 

pendidikan bagi 

anak berkebutuhan 

khusus belajar 

WT-13. .Pengembangan 

kurikulum 

modifikasi yang  

didukung sumber 

daya manusia yang 

inovatif untuk 

memperkuat 

pendidikan inklusif  

WT-14. Meningkatkan 

kemampuan guru 

dalam 

menyelenggarakan 

pembinaan dan 

pembelajaran bagi 

anak-anak 

berkebutuhan 

khusus yang 

terintegrasi dengan 

siswa non inklusif. 

WT-15. Sosialisasi 
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Kebijakan 

Pemerintah yang 

tidak konsisten 

bersama dengan 

anak sebaya yang 

non inklusif  

ST-15. Meningkatkan 

aksesbilitas pusat 

sumber belajar 

sebagai sistem 

pendukung 

pembelajaran bagi 

anak inklusif. 

ST-16. Mengoptimalkan 

pembiayaan 

penyelenggaraan 

pendidikan pada 

sekolah inklusif. 

pendidikan inklusif 

dalam lingkungan 

belajar yang 

kondusif untuk 

semua siswa. 

WT-16. . Meningkatkan 

manajemen sarana 

prasarana 

pendidikan dalam 

meningkatkan 

kualitas layanan 

pendidikan inklusif 

WT-17. Mengoptimalkan 

pelibatan orang tua 

secara bermakna 

dalam proses 

pendidikan di 

sekolah inklusif 

 

 

Gambar 3. Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT 

Kebijakan Pendidikan Inklusif 

 

5. Melakukan Prioritisasi Strategi, yang sebaiknya 

melibatkan pakar atau ahli, para pemangku kepentingan, 

atau tim analisis SWOT berdasarkan hasil survei atau 

wawancara. 

Langkah-langkah umum prioritas adalah sebagai berikut : 

1). Menentukan Nilai Bobot dan Bobot Relatif 

Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau 

urgensi penanganan (misalnya menggunakan skala 1 s.d 4 

(1= tidak penting,  2 =cukup penting, 3 = penting, 4 = 

sangat penting). Adapun bobot relatif dihitung secara 

tersendiri antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) 

dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) sehingga total 

nilai bobot masing-masing faktor internal maupun 

eksternal menjadi 1 atau 100%. 

2) Menentukan Nilai Rating. 

Rating adalah analisis terhadap kemungkinan yang akan 

terjadi dalam jangka pendek. Nilai rating untuk faktor 
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internal kekuatan dan faktor eksternal peluang, misalnya 

diberikan skala 1 s.d 4. Diberi nilai rating 1 jika kekuatan 

atau peluang semakin sedikit, dan diberi nilai rating 4 jika 

kekuatan atau peluang semakin banyak. Sedangkan 

pemberian nilai rating untuk faktor internal kelemahan dan 

faktor eksternal ancaman, berkebalikan dengan pemberian 

nilai rating kekuatan dan peluang. Diberi nila rating 1 jika 

semakin banyak kelemahan atau ancamannya, dan diberi 

nilai rating 4 jika kelemahan atau ancaman tersebut 

semakin berkurang. 

3) Menentukan Nilai Skor. 

Nilai skor diperoleh berdasarkan nilai bobot dikalikan 

dengan nilai rating. Total nilai skor untuk faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan) menunjukkan bahwa semakin 

mendekati 1 maka semakin banyak kelemahan internal 

dibanding kekuatannya, sedangkan semakin mendekati 4 

maka semakin banyak kekuatannya dibanding 

kelemahanannya. Demikian halnya dengan total nilai skor 

untuk faktor eksternal (peluang dan ancaman), semakin 

total nilai skor mendekat 1, maka berarti semakin banyak 

ancamannya dibandingkan dengan peluangnya, sedangkan 

apabila total nilai skor semakin mendekati 4, artinya 

semakin banyak peluang dibandingkan ancaman. 

 

Tabel 1. Perhitungan Skor Analisis SWOT 

 

No Faktor Internal / Eksternal Bobot 
Bobot 

Relatif 
Rating Skor 

Kekuatan (Stengths) 

1 

Kurikulum yang disusun 

disesuaikan dengan anak-anak 

berkebutuhan khusus. 

4 0,12 4 0,47 

2 

Tenaga Pendidik yang 

mempunyai dedikasi tinggi 

terhadap pendidikan, sehingga 

dalam menjalankan tugas 

4 0,12 3 0,35 
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mempunyai rasa tanggung 

jawab untuk mencerdaskan 

anak didiknya. 

3 
Penerimaan siswa non inklusif 

terhadap siswa inklusif. 
3 0,09 3 0,26 

4 

Buku-buku penunjang yang 

cukup memadai bagi anak 

inklusif serta ruang kelas yang 

nyaman. 

2 0,06 3 0,18 

5 Adanya biaya dari pemerintah. 4 0,12 4 0,47 

Sub Total 17   1,74 

Kelemahan (Weakness) 

1 

Sekolah belum mengadakan 

review dan revisi berkala 

terhadap kurikulum yang 

diterapkan. 

4 0,12 1 0,12 

2 

Tidak ada pembinaan bagi guru 

tentang pendidikan inklusif, 

sehingga yang paling 

memahami pendidikan inklusif 

ini hanya sebatas kepala 

sekolah . 

4 0,12 1 0,12 

3 
Siswa tidak memahami konsep 

pendidikan inklusif 
2 0,06 2 0,12 

4 

Sekolah belum mengetahui 

fasilitas apa saja yang 

dibutuhkan siswa . 

3 0,09 2 0,18 

5 

Penggunaan biaya Pendidikan 

inklusif yang sepertinya kurang 

menyentuh kebutuhan siswa 

anak berkebutuhan khusus. 

4 0,12 1 0,12 

Sub Total 17   0.65 

Total Skor Faktor Internal 43 1  2,38 

Peluang (Opportunities) 

1 

Uji coba pelaksanaan sekolah 

inklusif yang berkelanjutan 

sehingga ada kesempatan bagi 

sekolah untuk merevisi 

kurikulum dan 

mengembangkan kurikulum 

Pendidikan inklusif, 

3 0,13 3 0,39 

2 

Kerjasama dengan orang tua 

dalam rangka pengembangan 

pendidikan. 

4 0,17 4 0,70 
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3 

Sekolah yang mendukung 

penyelenggaraan Proses belajar 

yang inklusif. 

4 0,17 4 0,70 

4 

Tenaga kependidikan yang 

terampil menjaga fasilitas 

sekolah. 

2 0,09 4 0,35 

5 
Biaya pendidikan relatif murah 

di sekolah inklusif. 
4 0,17 4 0,70 

Sub Total 17   2,83 

Ancaman (Threats) 

1 
Terbatasnya pemahaman 

konsep Pendidikan inklusif. 
1 0,04 1 0,04 

2 
Tidak ada guru pendamping 

khusus. 
1 0,04 1 0,04 

3 

Siswa belum memahami konsep 

Pendidikan inklusif secara baik, 

sehingga seringkali merasa 

terganggu dengan cara 

pembelajarannya. 

2 0,09 2 0,17 

4 
Kebijakan pemerintah yang 

sewaktu-waktu bisa berubah. 
1 0,04 1 0,04 

5 

Perubahan Kebijakan 

Pemerintah yang tidak 

konsisten 

1 0,04 1 0,04 

Sub Total 6   0.35 

Total Skor Faktor Eksternal 23 1  3.18 

 

4) Berdasarkan hasil penentuan skor faktor internal dan 

eksternal, maka selanjutnya digambarkan dalam rumusan 

matriks SWOT berikut : 

 
 Kekuatan 

(Strengths) 

Kelemahan 

(Weakness) 

Peluang (Opportunities) 
Strategi SO : 

1,74 + 2,83 = 4,57 

Strategi WO : 

0.65 + 2,83 = 3,48 

Ancaman (Threats) 
Strategi ST : 

1,74 + 0.35 = 2,35 

Strategi WT : 

0.65 + 0.35 = 1,00 

Gambar 4. Hasil Perhitungan Skor Strategi 
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5) Menurut perhitungan analisis SWOT, nilai tertinggi 

diperoleh dari kombinasi Strength-Opportunities dengan 

nilai 4.57. Sehingga strategi kebijakan pendidikan inklusif 

yang menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan 

adalah Strategi SO (Strength-Opportunities). 

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan prioritisasi faktor, 

diketahui bahwa Strategi SO (Strengths-Opportunities) 

merupakan strategi prioritas, sehingga rekomendasi dalam 

mengembangkan kebijakan pendidikan inklusif disusun 

berdasarkan strategi prioritas. Berikut ini disajikan 

sejumlah program kegiatan yang dapat direkomendasikan 

untuk mendukung implementasi Strategi SO, yang dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi 

Strength-Opportunities (SO) 

 

No 
Strategi Strength-

Opportunities (SO) 
Rekomendasi Program 

1 Diversifikasi kurikulum 

 

a. Review kurikulum. 

b. Diversifikasi kurikulum 

yang disesuaikan dengan 

anak-anak yang 

berkebutuhan khusus. 

2 Mengembangkan Program 

Pelatihan Pendidikan 

Inklusif bagi sekolah dan 

tenaga pendidikan  

a. Pelatihan dan Workshop 

pembelajaran berbasisi 

inklusif 

b. Pelatihan penyusunan 

media dan evaluasi dalam 

pengembangan potensi anak 

berkebutuhan khusus 

3 Mengidentifikasi anak 

berkebutuhan khusus 

melalui pelaksanaan 

evaluasi terhadap program 

pembelajaran bagi sekolah 

inklusif. 

c. Memetakan hasil evaluasi 

dan karakteristik siswa  

d. Komunikasi guru dan 

orang tua siswa yang 

berkebutuhan khusus 
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4 Penyediaan fasilitas 

penunjang yang memadai 

untuk mendukung 

penyelenggaraan proses 

belajar yang inklusif. 

 

d. Memetakan kebutuhan 

fasilitas penunjang anak 

berkebutuhan khusus 

e. Mempriroitaskan anggaran 

pengadaan fasilitas 

penunjang yang dibutuhkan 

anak berkebutuhan khusus 

f. Melatih tenaga pendidik 

yang dapat melakukan 

manajemen fasilitas 

penunjang bagi anak 

berkebutuhan khusus  

5 Melakukan sosialisasi yang 

terkait dengan program 

pendidikan inklusif 

 

a. Melakukan pendekatan 

dengan orang tua dari anak 

berkebutuhan khusus 

b. Memberikan sosialisasi 

kepada guru untuk 

memahami pentingnya 

pendidikan inklusif 

c. Melibatkan siswa normall 

untuk turut memberikan 

sosialisasi pentingnya 

pendidikan inklusif kepada 

teman sebaya  

 

 

Berdasarkan rekomendasi program pada Tabel 2, maka 

selanjutnya akan dibahas program-program tersebut 

berdasarkan strategi Strength-Opportunities (SO), pada 

sub bab hasil analisis dan pembahasan. 

 

2. Hasil Analisis dan Pembahasan 

1) Diversifikasi kurikulum 

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan adalah 

sebagai berikut: 

a. Review kurikulum. 

Berdasarkan Permendiknas No. 70 tahun 2009 bahwa 

pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan 
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pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua 

peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan 

dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau 

pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara 

bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 

Dalam pelaksanaan Pendidikan inklusif memiliki prinsip 

pemerataan dan peningkatan mutu, prinsip keberagaman, 

dan prinsip kebermaknaan, prinsip keberlanjutan, dan 

prinsip keterlibatan (Kemendikbud, 2011). Untuk itu 

satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif 

menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang 

mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik 

sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat dan potensinya. 

Satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk melakukan 

kembali review kurikulum dan menentukan model 

kurikulum yang akan diterapkan terutama pada kurikulum 

akademik dan kurikulum kekhususan. Dengan adanya 

review kurikulum maka terdapat arah pendidikan inklusif 

yang memberikan layanan pendidikan kepada seluruh 

anak bangsa tanda terkecuali.  

b. Diversifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan anak-

anak yang berkebutuhan khusus 

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 56/M/2022  

tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka 

Pemulihan Pembelajaran menyebutkan satuan pendidikan 

perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip 

diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, 

potensi daerah, dan peserta didik (Kemendikbudristek, 

2022). Untuk program yang perlu dilakukan setelah proses 

review kurikulum adalah menyusun kurikulum sebagai 

diversifikasi kurikulum yang bersesuaian dengan 

kebutuhan peserta didik yang terdapat dalam satuan 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.  
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2) Mengembangkan Program Pelatihan Pendidikan Inklusif 

bagi sekolah dan tenaga pendidikan 

a. Pelatihan dan Workshop pembelajaran berbasisi inklusif 

Program ini dirancang untuk memperkuat kompetensi 

tenaga pendidik Pendidikan Inklusif sehingga dapat 

memberikan layanan pendidikan bagi anak didik 

berkebutuhan khusus di sekolah. Guru dibimbing untuk 

memahami prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif, 

mampu membedakan jenis-jenis gangguan perkembangan 

dan karakteristik kondisi kekhususan yang disandang anak 

didik, guru mampu membuat program pembelajaran yang 

efektif bagi anak dengan kebutuhan khusus. Dengan 

demikian guru memiliki kompetensi memadai dalam 

menyusun, mengembangkan, dan menerapkan program 

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kekhususan 

anak didik di sekolah. 

b. Pelatihan penyusunan media dan evaluasi dalam 

pengembangan potensi anak berkebutuhan khusus 

Menurut Tarnoto (2016) bahwa permasalahan utama yang 

dikeluhkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah inklusif diantaranya adalah kurangnyanya 

kompetensi guru dalam menangani anak berkebutuhan 

khusus, dan guru kesulitan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Oleh karena itu guru sebagai ujung tombak 

pemberi layanan pendidikan yang bermutu di sekolah 

inklusif harus diberikan penguatan kapasitas dalam bentuk 

pelatihan seperti pembuatan media yang menarik minat 

belajar dan konsentrasi bagi anak yang berkebutuhan 

khusus. Menurut Purnomo (2016) bahwa salah satu usaha 

guru dalam pembelajaran inklusif yaitu mengembangkan 

media berbasis video karena media video memiliki 

keunggulan dapat memvisualisasikan dengan lebih 

menarik suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

disertai contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. 
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Disamping media, Wibowo (2015) juga menjelaskan 

bahwa peran kemampuan guru sangat penting dalam 

mengevaluasi siswa berkebutuhan khusus, karean hasil 

evaluasi sangat menentukan perkembangan anak yang 

berkebutuhan khusus. Oleh karena itu program pelatihan 

penyusunan media dan evaluasi dalam pengembangan 

potensi anak berkebutuhan khusus perlu untuk 

dilaksanakan dalam satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan inklusif.  

 

3) Mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus melalui 

pelaksanaan evaluasi terhadap program pembelajaran 

bagi sekolah inklusif.  

a. Memetakan hasil evaluasi dan karakteristik siswa  

Salah satu langkah awal dan utama yang wajib dilakukan 

adalah guru untuk memperlancar proses belajar di sekolah 

inklusf adalah melaksanakan identifikasi atau menemukan 

keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah mereka 

serta mengenali kondisi dan kebutuhan belajarnya. 

Menurut Mirnawarti (2020:11) bahwa upaya 

mengindetifkasi ini merupakan langkah awal untuk 

mengenal atau menandai dan menemukan anak yang 

memiliki kelainan atau masalah dengan melakukan 

evaluasi dalam konsep penyaringan (screening) dan 

identifikasi aktual (actual identification).  

b. Komunikasi guru dan orang tua siswa yang berkebutuhan 

khusus 

Komunikasi sangat penting dibangun sebagai sarana yang 

efektif dalam memperkuat pendidikan inklusif terutama 

komunikasi antara guru dengan orang tua siswa maupun 

komunikasi antara guru dengan siswa yang berkebutuhan 

khusus. Komunikasi guru dengan orang tuas siswa yang 

berkebutuhan khusus dilakukan dengan tujuan untuk 

bekerjasama dalam memantau perkembangan anak 
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sekaligus untuk saling memberikan dukungan dalam 

memwujudkan keberhasilan pendidikan anak-anak yang 

bekrebutuhan khusus. Menurut Novianti dkk, 2016 bahwa 

dalam rangka memperkuat hubungan antara guru dan 

orang tua, penting untuk membangun sistem komunikasi 

yang efektif di sekolah antara guru dan orang tua guna 

mendukung anak-anak mereka belajar di sekolah maupun 

di rumah. Ruang lingkup pekerjaan yang dikembangkan 

sebagai gambaran pemberian layanan untuk peningkatan 

kemampuan belajar siswa dengan kebutuhan khusus 

melalui peningkatan guru dan keterampilan orang tua 

dalam mengasuh dan memberikan program aktivitas 

keseharian pada anak sehingga akan menunjang 

perkembangan potensi anak-anak mereka. 

 

4) Penyediaan fasilitas penunjang yang memadai untuk 

mendukung penyelenggaraan proses belajar yang inklusif. 

a. Memetakan kebutuhan fasilitas penunjang anak 

berkebutuhan khusus 

Pendidikan inklusi memberikan ruang bagi semua untuk 

bebas mengakses endidikan tanpa adanya diskriminasi 

ataupun pembedaan terhadap peserta didik. Hak asasi 

mendapaatkan pendidikan yang layak, menjadi dasar 

pelaksanaan pendidikan inklusi sehingga tidak ada lagi 

diskriminasi terhadap anak-anak yang memiliki 

kekhususan. Untuk itu pemerintah menjamin pendidikan 

untuk semua anak indonesia tanpa terkecuali termasuk 

anak berkebutuhan khusus. Dalam memberikan kenyaman 

pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, 

maka penting bagi satuan pendidikan untuk memetakan 

fasilitas penunjang bagi mereka sesuai dengan 

karakteristik anak berkebutuhan khusus. Pimpinan sekolah 

beserta guru dapat memetakan dan memproyeksikan 

fasilitas penunjang yang masih sangat terbatasnya sarana 
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dan peralatan khusus sesuai dengan kebutuhan anak 

berkelainan, misalnya ruang keterampilan khusus, ruang 

dan alat latihan artikulasi, ruang dan peralatan latihan 

fisioterapi, ruang perpustakan dan lain sebagainya. 

b. Memprioritaskan anggaran pengadaan fasilitas yang 

dibutuhkan anak berkebutuhan khusus. 

Hasil pemetaan terhadap fasilitas pendukung bagi 

pendidikan anak yang berkebutuhan khusus ditentukan 

fasilitas yang prioritas untuk sediakan di satuan pendidikan 

inklusif. Anggaran yang pergunakan menjadi tanggung 

jawab utama pemerintah dalam pengadaan media, alat, dan 

sarana khusus yang dibutuhkan sekolah. Dengan adanya 

pemetaan fasilitas pendukung maka dapat ditentukan 

anggaran yang dapat digunakaan untuk menyediakan 

fasilitas penunjang belajar bagi anak-anak berkebutuhan di 

sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. 

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

inklusif dapat menyusun rencana kerja anggaran yang 

dapat dikomunikasikan dengan pemerintah dan juga orang 

tua dan masyarakat yang dapat berkotribusi juga dalam 

penyeleengaraan pendidikan inklusif. Pemberdayaan 

masyarakat dapat mendukung pendidikan inklusif karena 

dengan adanya peran masyarakat akan membangun 

kepercayaan orang tua dan memperlancar sistem 

pendidikan inklusif.  

c. Melatih tenaga pendidik yang dapat melakukan 

manajemen fasilitas penunjang bagi anak berkebutuhan 

khusus.  

Tenaga pendidkan dan kependidikan berperan penting 

dalam menyelenggarakan kegiatan mbelajar mengajar 

termasuk dalam mengelola fasilitas penunjang bagi siswa 

yang berkebutuhan khusus. Menurut Hermanto (2010) 

bahwa dalam penggunaan sarana prasarana bagi siswa 

berkebutuhan khusus maka membutuhkan manajemen 
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sekolah dalam mengatur penggunaan sarana prasarana 

agar dapat memberikan dampak yang optimal dalam 

kegiatan belajar mengajar dan layanan kepada anak-anak 

berkebutuhan khusus. Ini artinya bahwa Keberhasilan 

program pendidikan inklusif di sekolah sangat dipengaruhi 

oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang 

dimiliki sekolah dan kemampuan sumber daya manusia di 

sekolah yang mampu memanajemen pemanfaatan fasiitas 

penunjang bagi siswa berkebutuhan khusus. Untuk itu 

tenaga pendidik perlu diberikan penguatan kapasitas 

dalam memberikan layanan fasilitas yang dibutuhkan oleh 

siswa yang berkebutuhan khusus seperti tunanetra, 

tunagrahitas, autisme, anak yang mengalami kesulitan 

belajar dan jenis lainnya.  

5) Melakukan sosialisasi yang terkait dengan program 

pendidikan inklusif 

a. Melakukan pendekatan dengan orang tua dari anak 

berkebutuhan khusus 

Setiap individu memiliki keunikan masing-masing dalam 

kompetensi yang dimiliki. Oleh sebab itu sebagai seorang 

pendidik perlu memahami karakteristik dari setiap 

individu yang sedang menempuh pendidikan dari tingkat 

dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Selain itu, 

terdapat penyandang disab g optimal serta memiliki 

karakter yang luhur. Pendidikan inklusif sebenarnya 

adalah hak asasi manusia dalam mendapatkan pendidikan 

yang layak dan tepat, sehingga dapat meningkatkan 

toleransi sosial dan tidak membeda-bedakan antara 

individu satu dengan lainnya ilitas yaitu individu yang 

memiliki kelainan pada fisik maupun non-fisik. Pada 

umumnya masih banyak sekolah-sekolah yang enggan 

melaksanakan pendidikan inklusi, hal tersebut 

dikarenakan apabila siswa yang berkebutuhan khusus 
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mendapatkan pola pembelajaran yang sama dengan siswa 

pada umumnya, maka dapat mengganggu kegiatan belajar 

mengajar (Bahri, 2022). Kondisi yang demikian 

selayaknya tidak terus dijadikan alasan belaka dalam 

melaksanakan pendidikan inklusif sehingga dengan 

hadirnya pendidikan inklusif ini sesuai dengan tujuan 

Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa 

terkecuali. Di sisi lain terdapat sikap negatif dan stigma 

masyarakat bahkan orang tua terhadap anak yang 

berkebutuhan khusus bahwa anak berkebutuhan khusus 

menyulitkan proses pembelajaran di sekolah reguler 

khusus anak normal (Sari dan Hendriani, 2021). Untuk itu 

perlu pendekantan komunikasi antara sekolah dengan 

orang tua siswa dapat meminimalisir kesenjangan 

pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan anak 

normal.  

b. Memberikan sosialisasi kepada guru untuk memahami 

pentingnya pendidikan inklusif 

Salah satu hambatan yang ditemukan oleh  (Damayanti 

dkk, 2017) dalam implementasi pendidikan inklusif adalah 

ditemukan fenomena guru yang memberikan labeling 

negative pada siswa berkebutuhan khusus. Umumnya, 

siswa diberi cap anak bodoh”, “lemot”, atau “bandel”, 

dikarenakan siswa-siswi berkebutuhan khusus tersebut 

memiliki daya tangkap yang kurang atau memiliki 

hambatan dalam belajar. Sehingga, labeling menjadi 

hambatan dalam optimalisasi proses pembelajaran siswa 

berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Perbedaan 

penanganan tersebut menunjukan adanya gambaran 

perbedaan kompetensi di kalangan guru dalam proses 

pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di sekolah yang 

menyelenggarakan pendidikan inklusif. Ini artinya perlu 

program sosialisasi kepada guru untuk memberikan 

pemahaman dan tentang pendidikan inklusif dan strategi 
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dalam menangani proses pembelajaran siswa 

berkebutuhan khusus. Dalam pendidikan inklusif 

paradigma guru yang berposisi sebagai pengajar (teacher), 

kini beralih sebagai pelatih (coach), pembimbing 

(counselor) dan manajer belajar (learning manager), 

Kunandar, 2007). 

c. Melibatkan siswa normall untuk turut memberikan 

sosialisasi pentingnya pendidikan inklusif kepada teman 

sebaya  

Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan dalam 

menerimaan siswa normal terhadap siswa berkebutuhan 

khusus adalah melalui pola sosialisasi yang menggunakan 

pendekatan tutor sebaya. Pendekatan ini merupakan 

strategi untuk mendekatkan siswa yang berkebutuhan 

khusus dengan siswa normal sehingga siswa norma 

memahami bahwa siswa berkebutuhan khusus itu 

membutuhkan pendidikan yang dinikmati seperti oleh 

siswa normal. Dengan demikian siswa normal memahami 

bahwa betapa penting untuk memberikan ruang belajar dan 

layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, 

karena siswa berkebutuhan khusus adalah anak bangsa 

yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan 

pendidikan dan berkembang seperti halnya anak-anak 

normal. Berdasarkan hasil penelitian Silvi dkk, 2013 

bahwa ternyata peranan tutor sebaya dalm hal ini teman 

dekat siswa berkebutuhan khusus memiliki komunikasi 

yang lebih lancar untuk membantu siswa berkebutuhan 

khusus untuk belajar baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas atau di luar jam pelajaran. Tutor sebaya berperan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar 

seperti menjelaskan kembali apa yang disampaikan guru, 

membantu dalam menghadapi tugas-tugas yang tidak 

dimengerti, menerangkan pelajaran yang tidak dimengerti 

dan berbagai kesulitan lainnya dalam pembelajaran.  
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Berdasarkan analisis SWOT yang dijabarkan dalam tulisan 

tentang kebijakan dalam pendidikan inklusif maka dapat 

dipetakan faktor internal dan eksternal dalam 

penyelenggaaran pendidikan inklusi oleh satuan pendidikan. 

Adapun analisis SWOT pada faktor internal meliputi 

kekuatan (strengths) dan kelemahan  (weakness),  dan faktor 

eksternal meliputi peluang (opportunities) dan ancaman 

(threats). Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa skor 

strategi kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities) – 

SO lebih tinggi (4,57) dibandingkan dengan  strategi WO 

(weakness-opportunities), strategi ST (strenghts-threats), dan 

strategi WT (weakness-threats). Dengan demikian Strategi 

SO (Strengths-Opportunities) merupakan strategi prioritas, 

yang direkomendasikan dalam mengembangkan kebijakan 

pendidikan inklusif yang memiliki 5 strategi yaitu :  

1. Diversifikasi kurikulum  

2. Mengembangkan Program Pelatihan Pendidikan Inklusif 

bagi sekolah dan tenaga pendidikan Mengembangkan 

kurikulum yang mencakup berbagai aspek literasi digital 

untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. 

3. Mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus melalui 

pelaksanaan evaluasi terhadap program pembelajaran bagi 

sekolah inklusif. 

4. Penyediaan fasilitas penunjang yang memadai untuk 

mendukung penyelenggaraan proses belajar yang inklusif. 

5. Melakukan sosialisasi yang terkait dengan program 

pendidikan inklusif 
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C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis SWOT kebijakan pendidikan 

inklusif, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, 

yaitu:  

1. Kebijakan pendidikan inklusif di sekolah memiliki 5 

kekuatan  yaitu  kurikulum dapat disusun  berdasarkan tipe 

anak berkebutuhan khusus, adanya dedikasi yang tinggi dari 

tenaga pendidik terhadap pendidikan, adanya penerimaan 

anak non inklusif terhadap anak inklusi, adanya fasilitas 

penunjang dan terutama adanya biaya dari pemerintah.  

2. Kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif 

adalah, sekolah belum mengadakan review dan revisi berkala 

terhadap kurikulum yang diterapkan, tidak ada pembinaan 

bagi guru tentang pendidikan inklusif, sehingga yang paling 

memahami pendidikan inklusif ini hanya sebatas kepala 

sekolah, siswa tidak memahami konsep pendidikan inklusif, 

sekolah belum mengetahui fasilitas apa saja yang dibutuhkan 

siswa, dan penggunaan biaya pendidikan inklusif yang 

sepertinya kurang menyentuh kebutuhan siswa anak 

berkebutuhan khusus. 

3. Peluang untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif 

terdiri dari 5 peluang yaitu, adanya uji coba pelaksanaan 

sekolah inklusif yang berkelanjutan sehingga ada kesempatan 

bagi sekolah untuk merevisi kurikulum dan mengembangkan 

kurikulum Pendidikan inklusif, adanya kerjasama dengan 

orang tua dalam rangka pengembangan pendidikan, adanya 

sekolah yang mendukung penyelenggaraan proses belajar 

yang inklusif, adanya tenaga kependidikan yang terampil 

menjaga fasilitas sekolah, dan yang terpenting saat ini adalah 

adanya biaya pendidikan relatif murah di sekolah inklusif. 

4. Ancaman untuk pelaksanaan pendidikan inklusif terdiri dari 

5 ancaman yaitu, terbatasnya pemahaman konsep pendidikan 

inklusif, tidak ada guru pendamping khusus, siswa belum 

memahami konsep pendidikan inklusif secara baik, sehingga 



392 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

seringkali merasa terganggu dengan cara pembelajarannya, 

kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu bisa berubah, dan 

juga adanya perubahan Kebijakan Pemerintah yang tidak 

konsisten 

5. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa skor strategi 

kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities) – SO lebih 

tinggi (4,57) dibandingkan dengan  strategi WO (weakness-

opportunities), strategi ST (strenghts-threats), dan strategi 

WT (weakness-threats). Dengan demikian Strategi SO 

(Strengths-Opportunities) merupakan strategi prioritas, yang 

direkomendasikan dalam mengembangkan kebijakan 

pendidikan inklusif 
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A. Pendahuluan 

1.  Latar Belakang dan Permasalahan 

evolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 telah membawa 

perubahan besar pada cara manusia bekerja, belajar, dan 

hidup. Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah konsep yang 

mengacu pada perubahan besar dalam cara produksi dan 

manufaktur, dimana teknologi digital, internet, dan kecerdasan 

buatan, digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi. 

Society 5.0 adalah konsep yang diusung oleh pemerintah Jepang 

yang menggabungkan teknologi dan inovasi untuk mencapai 

masyarakat yang lebih berkelanjutan dan beradab. Society 5.0 

melihat teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas 

hidup manusia dan lingkungan, bukan hanya sebagai alat untuk 

menciptakan keuntungan ekonomi. Perubahan besar yang 

dihasilkan dari Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 antara lain 

adalah perubahan dalam cara bekerja, perubahan dalam cara 

belajar, dan perubahan dalam cara hidup. Perubahan dalam cara 

bekerja artinya banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan 

manusia kini telah digantikan oleh mesin dan kecerdasan buatan. 

Perubahan dalam cara belajar artinya teknologi telah 

memungkinkan siswa bisa belajar darimana saja dan kapan saja 

dengan pembelajaran online. Perubahan cara hidup artinya 

teknologi telah memudahkan kehidupan sehari-hari manusia, 

seperti belanja online, kemudahan dalam pengiriman barang, 

dan perbankan digital. Namun, semua perubahan tersebut juga 

R 

BAB 11 
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membawa tantangan dan resiko yang perlu diatasi. Beberapa 

tantangan dan resiko yang muncul antara lain adalah 

kesenjangan digital, kerentanan terhadap serangan siber,  

penyebaran berita bohong (hoaks), penipuan online, 

cyberbullying, bahkan hilangnya pekerjaan tradisional akibat 

penggunaan teknologi yang semakin tinggi. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak negatif dan 

memaksimalkan manfaat dari pembangan Revolusi Industri 4.0 

dan Society 5.0. Dalam konteks ini, kebutuhan akan literasi 

digital menjadi semakin penting karena masyarakat perlu 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam mengoperasikan 

teknologi digital dan memanfaatkan informasi dengan efektif. 

Pada masa pandemi Covid-19, kebutuhan terhadap literasi 

digital pun menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Hingga saat 

ini, literasi digital terus berkembang dan semakin penting dengan 

adanya perkembangan teknologi dan internet yang semakin 

cepat dan kompleks. Oleh karena itu, kebijakan dan program 

literasi digital terus diperlukan untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara efektif 

dan bertanggung jawab, baik di lingkungan sekolah, keluarga, 

maupun masyarakat. 

Setiap kebijakan termasuk kebijakan yang terkait dengan 

dengan literasi sebaiknya didukung oleh dasar hukum tertulis, 

karena keberadaan dasar hukum yang jelas dan kuatakan 

memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan memberikan 

kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan dan program 

tersebut. Dalam konteks literasi digital, keberadaan dasar hukum 

kebijakan akan memastikan bahwa implementasi dan 

pelaksanaan kebijakan literasi digital dapat diawasi dengan baik, 

melindungi kepentingan masyarakat, dan mempromosikan 

penggunaan teknologi digital yang aman dan bertanggung 

jawab. 
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2. Dasar Hukum Kebijakan 

 Sejauh ini, belum ada regulasi khusus yang dikeluarkan 

oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia terkait 

dengan kebijakan literasi digital. Namun untuk membangun 

budaya literasi pada seluruh ranah pendidikan (keluarga, 

sekolah, dan masyarakat) sejak tahun 2016, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan menggiatkan Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) sebagai bagian dari implementasi 

PERMENDIKBUD RI Nomor 23 Tahun 2015 tentang 

Penumbuhan Budi Pekerti,  yang salah satu kegiatan di dalam 

gerakan tersebut adalah kegiatan 15 menit membaca buku non-

pelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Gerakan Literasi 

Sekolah (GLS) merupakah salah satu turunan program dari 

Gerakan Literasi Nasional (GLN). Pelaku Gerakan Literasi 

Nasional (GLN) tidak hanya didominasi oleh jajaran 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga 

melibatkan para pemangku kepentingan seperti pegiat literasi, 

akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, serta 

kementerian/lembaga lain. Hal ini dilakukan untuk mencapai 

tujuan yang lebih luas dalam meningkatkan literasi di Indonesia. 

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dihardapkan dapat 

memperkaya program Gerakan Literasi Nasional (GLN) dan 

mengoptimalkan potensi masing-masing pihak. 

 Gerakan Literasi Nasional (GLN) memiliki 3 (tiga) 

turunan program, yaitu : Gerakan Literasi Sekolah (GLS), 

Gerakan Literasi Keluarga (GLK), dan Gerakan Literasi 

Masyarakat (GLM). Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang 

dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut berfokus 

pada pengembangan literasi di lingkungan sekolah, di mana 

sekolah menjadi pusat literasi yang aktif. Program ini melibatkan 

siswa, guru, dan staf sekolah dalam berbagai kegiatan literasi 

seperti membaca bersama, lomba menulis, dan pengembangan 

perpustakaan sekolah. GLS juga mendorong pengembangan 
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literasi digital di kalangan siswa, baik siswa Sekolah Dasar siswa 

Sekolah Menengah Pertama, maupun siswa Sekolah Menengah 

Atas, Sedangkan Gerakan Literasi Keluarga (GLK) lebih 

menitikberatkan pada pengembangan literasi di keluarga. 

Program ini melibatkan orang tua dalam mengembangkan minat 

baca anak melalui kegiatan seperti membacakan buku sebelum 

tidur, membaca bersama di waktu senggang, dan menyediakan 

bahan bacaan di rumah. GLK juga memberikan edukasi tentang 

pentingnya membaca dan cara membaca yang baik dan benar, 

serta mendorong peningkatan karakter dan kompetensi siswa 

dari rumah. Adapun Gerakan Literasi Masyarakat (GLM) 

yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak 

Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat berfokus pada 

pengembangan literasi di kalangan masyarakat secara luas. 

Program ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat, seperti 

komunitas, organisasi, dan lembaga sosial dalam berbagai 

kegiatan literasi, seperti pembentukan perpustakaan umum, 

program literasi di lingkungan kerja, dan pelatihan literasi untuk 

masyarakat umum. Ketiga gerakan literasi ini saling melengkapi 

dan memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan literasi di 

Indonesia. Dengan mengintegrasikan ketiga gerakan ini, 

diharapkan dapat menciptakan budaya literasi yang kuat di 

kalangan siswa, keluarga, dan masyarakat, serta meningkatkan 

kualitas pendidikan dan kemajuan bangsa secara keseluruhan. 

 Fokus utama Gerakan Literasi Nasional (GLN) meliputi 

literasi dasar yang terdiri atas enam aspek, yaitu : Literasi Baca-

Tulis, Literasi Numerasi, Literasi Sains, Literasi Finansial, 

Literasi Digital, serta Literasi Budaya dan Kewargaan. Sebagai 

bagian dari aspek cakupan Gerakan Literasi Nasional (GLN), 

Literasi Digital semakin digalakkan di Indonesia, untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan 

teknologi digital dengan baik dan bijak. Pemerintah dan berbagai 

pihak terkait program-program dan kegiatan yang bertujuan 

untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia, sebagai salah 
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satu bentuk respon dari hasil survei yang dilakukan oleh 

Program for International Student Assessment (PISA) yang 

dirilis Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) Tahun 2019 yang menyatakan bahawa 

Indonesia menempati rangkin ke 62 dari 70 negara berkaitan 

dengan tingkat literasi. Namun berdasarkan hasil survei 

Kementerian KOMINFO bersama Ketadata Insight Center 

(KCIC) skor indkes literasi digitalI indonesia sebasar 3.54 poin 

pada tahun 2022, meningkat 1.43% atau 0.05 poin dibandingkan 

tahun sebelumnya yang sebanyak 3.49 poin. 

 

 

Gambar 1. Indeks Literasi Digital Indonesia Tahun 2022  

 

Untuk mendukung Gerakan Literasi Digital, 

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI meluncurkan 4 

(empat) buah kerangka yaitu Digital Skill, Digital Safety, 

Digital Ethics, dan Digital Culture, serta 3 (tiga) kerangka untuk 

tiga komponen masyarakat, yaitu Digital Society, Digital 

Economy, dan Digital Government. Empat kerangka tersebut 

kemudian telah dikembangkan menjadi Modul Literasi Digital 

yang disusun oleh tim penulis dari dari Jaringan Pegiat Literasi 

Digital bersama dengan Tim Literasi Digital Kementerian 

KOMINFO, dan melibatkan para pegiatan literasi digital GNLD 
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(Gerakan Nasional Literasi Digital) Siberkreasi. Ketrampilan 

digital (digital skill) adalah kemampuan individu atau kelompok 

dalam menggunakan teknologi digital untuk mencapai tujuan 

tertentu. Keterampilan digital mencakup berbagai kemampuan 

seperti penggunaan komputer, internet, perangkat lunak aplikasi, 

perangkat mobile, media sosial, analisis data, pemrograman, dan 

keamanan siber.  Di era digital saat ini, keterampilan digital 

sangat penting dalam berbagai bidang pekerjaan dan kehidupan 

sehari-hari. Kemampuan untuk mengoperasikan perangkat 

digital dan memanfaatkan teknologi untuk bekerja lebih efisien 

dan produktif menjadi suatu keharusan. Selain itu, keterampilan 

digital juga sangat penting dalam berkomunikasi, berkolaborasi, 

dan membangun jejaring sosial secara online. Budaya digital 

(digital culture) adalah suatu fenomena budaya yang terbentuk 

oleh interaksi manusia dengan teknologi digital. Hal ini 

mencakup segala aspek budaya yang terpengaruh oleh teknologi 

digital, seperti perilaku, kebiasaan, gaya hidup, seni, musik, film, 

literatur, dan sebagainya. Budaya digital mencakup penggunaan 

teknologi digital dalam semua aspek kehidupan, mulai dari 

penggunaan media sosial, hiburan, hingga pendidikan dan bisnis. 

Dalam budaya digital, konten digital seperti video, musik, foto, 

dan teks menjadi sangat penting, dan platform digital seperti 

media sosial dan website memainkan peran penting dalam 

distribusi dan pertukaran konten ini. Budaya digital juga 

memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang di 

seluruh dunia dan memungkinkan kita untuk berpartisipasi 

dalam budaya global secara lebih luas dan terbuka. Etika digital 

(digital etchics) adalah kumpulan nilai, prinsip, dan standar 

moral yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam 

penggunaan teknologi digital. Hal ini mencakup segala aspek 

etika yang berkaitan dengan teknologi digital, seperti privasi, 

keamanan siber, hak cipta, akses informasi, dan penggunaan 

data. Dalam era digital saat ini, etika digital menjadi semakin 

penting karena teknologi digital memiliki potensi besar untuk 
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menimbulkan dampak negatif pada masyarakat jika tidak 

digunakan dengan benar. Etika digital memastikan bahwa 

individu dan organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka 

dalam penggunaan teknologi digital dan memastikan bahwa 

teknologi tersebut digunakan untuk tujuan yang positif. 

Keamanan digital (digital savety) adalah  praktik untuk 

melindungi individu dan organisasi dari ancaman dan risiko 

yang terkait dengan teknologi digital seperti kejahatan siber, 

cyberbullying, penipuan online, pencurian identitas, dan virus 

komputer. Hal ini mencakup segala tindakan untuk memastikan 

bahwa penggunaan teknologi digital aman dan tidak 

membahayakan individu atau organisasi. Keamanan digital 

sangat penting dalam kehidupan modern karena teknologi digital 

semakin terintegrasi dalam semua aspek kehidupan kita. Dengan 

praktik keamanan digital yang baik, individu dan organisasi 

dapat melindungi diri mereka dari ancaman siber dan 

memastikan bahwa informasi pribadi dan rahasia tetap aman dan 

terlindungi. Masyarakat digital (digital society) merujuk pada 

masyarakat yang sangat bergantung pada teknologi digital untuk 

berkomunikasi, memperoleh informasi, melakukan transaksi 

bisnis, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini mencakup 

segala aspek masyarakat yang terpengaruh oleh teknologi 

digital, seperti gaya hidup, komunikasi, pendidikan, hiburan, 

politik, dan sebagainya. Namun, masyarakat digital juga 

membawa beberapa tantangan, seperti keamanan siber, privasi, 

dan kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses 

teknologi dan mereka yang tidak memiliki akses. Oleh karena 

itu, penting untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang 

mempromosikan partisipasi yang adil dan merata dalam 

masyarakat digital, serta memastikan bahwa individu dan 

organisasi dapat mengakses teknologi digital dengan aman dan 

terjamin. Ekonomi digital (digital economy) merujuk pada 

semua aktivitas ekonomi yang dilakukan secara digital, terutama 

melalui internet. Hal ini mencakup segala jenis bisnis dan 
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transaksi keuangan yang dilakukan melalui internet dan 

teknologi digital, termasuk e-commerce, perbankan online, 

pembayaran digital, periklanan online, dan layanan berbasis 

cloud. Ekonomi digital telah mengubah cara bisnis dan 

perekonomian beroperasi dengan menghilangkan batasan 

geografis dan memungkinkan bisnis untuk mencapai pasar 

global dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini juga 

memungkinkan konsumen untuk membeli barang dan layanan 

dengan lebih mudah, cepat, dan aman. Dalam ekonomi digital, 

penting untuk memperhatikan nilai-nilai seperti inovasi, 

kreativitas, dan kewirausahaan. Ekonomi digital yang sehat 

memungkinkan inovasi dan kreativitas yang lebih besar, 

memperkuat daya saing bisnis, dan memberikan manfaat bagi 

seluruh masyarakat. Pemerintahan digital (digital government) 

merujuk pada penggunaan teknologi digital oleh pemerintah 

dalam menyediakan layanan publik dan mengelola tugas-tugas 

administratif. Hal ini mencakup penggunaan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) dalam menyediakan informasi publik, 

pengumpulan data, komunikasi dengan warga negara, dan 

pengambilan keputusan. Pemerintahan digital memungkinkan 

pemerintah untuk memberikan layanan publik secara lebih 

efisien dan efektif, mengurangi biaya administratif, dan 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan 

digital juga memiliki beberapa tantangan, seperti keamanan 

siber, privasi, dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, penting 

untuk mengembangkan regulasi dan praktik yang 

mempromosikan keamanan, privasi, dan keterlibatan yang adil 

dan merata dalam pemerintahan digitalemerintahan digital juga 

memungkinkan partisipasi warga negara yang lebih aktif dalam 

pengambilan keputusan pemerintah dan memberikan akses yang 

lebih mudah ke informasi publik. Dalam pemerintahan digital, 

penting untuk memperhatikan nilai-nilai seperti transparansi, 

partisipasi, dan akuntabilitas. Pemerintahan digital yang sehat 

memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari warga negara, 
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meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan memberikan 

layanan publik yang lebih efisien dan efektif. 

Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat 

dari kebocoran dan penyalahgunaan data dan resiko kejahatan 

siber lainnya, maka Indonesia telah menerbitkan regulasi terbaru 

yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 

2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang disahkan pada 

Oktober 2022. Sebelumnya, pada tahun 2016, telah diterbitkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang lebih dikenal 

dengan istilah UU ITE. Upaya pemerintah untuk memberikan 

perlindungan terhadap data pribadi juga pernah ditetapkan 

sebelumnya melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data 

Pribadi dalam Sistem Elektronik yang berlaku sejak Desember 

2016, yang mencakup perlindungan terhadap perolehan, 

pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, 

penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan 

serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan data pribadi. Peraturan 

Menteri tersebut merupakan salah satu dari 21 (dua puluh satu) 

Peraturan Menteri yang merupakan turunan dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik yang berlaku sejak Oktober 

2012. 

Kebijakan literasi digital harus disesuaikan dengan 

perubahan yang terjadi di era digital yang semakin dinamis dan 

cepat. Untuk itu, analisis kebijakan literasi digital diperlukan 

untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan 

dan mengidentifikasi kebijakan apa yang perlu ditingkatkan. 

Analisis kebijakan literasi digital juga penting untuk memastikan 

bahwa kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi 

terkini. Dengan melakukan analisis kebijakan literasi digital, 
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dapat diidentifikasi masalah dan tantangan dalam literasi digital, 

sehingga dapat dirumuskan strategi dan program yang tepat 

untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan 

literasi digital adalah Analisis SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunities, Threats), dengan harapan dapat memberikan 

wawasan penting bagi para pengambil kebijakan dalam 

merancang dan melaksanakan kebijakan literasi digital, dengan 

membantu mengoptimalkan sumber daya yang ada, 

memanfaatkan peluang yang muncul, serta mengatasi hambatan 

dan tantangan ada dalam lingkungan literasi digital. 

 

B. Analisis Kebijakan Literasi Digital 

1. Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan singkatan dari Strengths 

(kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), 

dan Threats (ancaman). Dengan melakukan analisis SWOT 

terhadap kebijakan literasi digital di Indonesia, kita bisa 

mengidentifikasi kekuatan yang perlu ditingkatkan, kelemahan 

yang perlu diatasi, peluang yang perlu dimanfaatkan, dan 

ancaman yang perlu dihadapi. Analisis SWOT bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat 

membantu pihak-pihak yang terlibat dalam program untuk 

mengambil tindakan yang tepat dan efektif dalam memperkuat 

implementasi program. 

Berikut adalah tahapan Analisis SWOT atas kebijakan 

pemerintah terkait literasi digital : 

A. Mengidentifikasi faktor-faktor internal yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan. 

Berikut adalah beberapa faktor internal yang menjadi 

kekuatan (strengths) dan mempengaruhi kebijakan 

pemerintah terkait literasi digital di sekolah, keluarga, dan 

masyarakat, yang disimbolkan dengan [S1] sampai dengan 

[S5]  : 
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a. Kepemimpinan yang Kuat [S1] 

Kepemimpinan yang kuat dari pemerintah, kepala sekolah, 

atau orang tua dapat menjadi faktor kekuatan internal yang 

mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, keluarga, 

dan masyarakat. Kepemimpinan yang kuat mampu 

memberikan arahan dan motivasi kepada orang lain untuk 

meningkatkan literasi digital. 

b. Tenaga Pendidik yang Terampil dan Orang Tua yang 

Berkompeten [S2] 

Tenaga pendidik dan orang tua yang berkompeten dalam 

literasi digital dapat mempengaruhi kebijakan literasi digital 

di sekolah dan keluarga. Tenaga pendidik yang mampu 

memberikan edukasi dan pelatihan tentang literasi digital 

akan membantu meningkatkan literasi digital siswa, 

sementara orang tua yang berkompeten dalam literasi digital 

akan membantu meningkatkan literasi digital anak-anak 

mereka. 

c. Fasilitas dan Infrastruktur yang Memadai [S3] 

Fasilitas dan infrastruktur yang memadai, seperti perangkat 

teknologi digital dan akses internet yang cepat dan stabil, 

dapat mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, 

keluarga, dan masyarakat. Fasilitas dan infrastruktur yang 

memadai akan memudahkan orang untuk mengadopsi 

teknologi digital dan meningkatkan literasi digital mereka. 

d. Kurikulum yang Mendukung [S4] 

Kurikulum yang mendukung literasi digital di sekolah dapat 

mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah. 

Kurikulum yang mendukung literasi digital akan memastikan 

bahwa siswa mendapatkan edukasi yang memadai tentang 

literasi digital. 

e. Pengembangan Program Edukasi Literasi Digital [S5] 

Program edukasi yang berkaitan dengan literasi digital dapat 

menjadi faktor kekuatan internal yang mempengaruhi 

kebijakan literasi digital di keluarga dan masyarakat. Program 
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edukasi tersebut akan membantu orang untuk memahami 

pentingnya literasi digital dan memberikan mereka 

keterampilan yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi 

digital secara aman dan produktif. 

 

Berikut adalah beberapa faktor internal yang menjadi 

kelemahan (weakness) dan mempengaruhi kebijakan 

pemerintah terkait literasi digital di sekolah, keluarga, dan 

masyarakat, yang disimbolkan dengan [W1] sampai dengan 

[W5] : 

a. Keterbatasan Sumber Daya [W1] 

Keterbatasan sumber daya seperti dana, perangkat 

teknologi digital, dan infrastruktur yang memadai dapat 

menjadi faktor kelemahan internal yang mempengaruhi 

kebijakan literasi digital di sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. Keterbatasan sumber daya ini dapat 

menghambat upaya untuk meningkatkan literasi digital. 

b. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Literasi 

Digital [W2] 

Kurangnya kesadaran akan pentingnya literasi digital 

dapat menjadi faktor kelemahan internal yang 

mempengaruhi kebijakan literasi digital di keluarga dan 

masyarakat. Kurangnya kesadaran ini dapat menghambat 

adopsi teknologi digital dan meningkatkan literasi digital. 

c. Keterbatasan Keterampilan [W3] 

Keterbatasan keterampilan dalam literasi digital dari 

tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat secara umum 

dapat menjadi faktor kelemahan internal yang 

mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, 

keluarga, dan masyarakat. Keterbatasan keterampilan ini 

dapat menghambat upaya untuk meningkatkan literasi 

digital. 
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d. Kurangnya Inovasi dan Kreativitas [W4] 

Kurangnya Inovasi dan Kreativitas dapat menjadi faktor 

kelemahan internal yang mempengaruhi kebijakan literasi 

digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kurangnya 

Inovasi dan Kreativitas dapat menyebabkan kehilangan 

daya saing dan penurunan kualitas Sumber Daya Manusia. 

e. Resistensi terhadap Perubahan [W5] 

Resistensi terhadap perubahan dapat menjadi faktor 

kelemahan internal yang mempengaruhi kebijakan literasi 

digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Resistensi ini 

dapat menghambat adopsi teknologi digital dan upaya 

meningkatkan literasi digital. 

 

B. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menjadi 

peluang dan ancaman. 

Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang menjadi 

peluang (opportunities)  dan mempengaruhi kebijakan 

pemerintah terkait literasi digital di sekolah, keluarga, dan 

literasi masyarakat, yang disimbolkan dengan [O1] sampai 

dengan [O5] : 

a. Adopsi Teknologi yang Berkembang Pesat [O1] 

Adopsi teknologi yang berkembang pesat dapat menjadi 

faktor peluang eksternal yang mempengaruhi kebijakan 

literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

Teknologi yang berkembang pesat dapat mendorong 

adopsi teknologi digital dan meningkatkan literasi digital. 

b. Perkembangan Industri Teknologi Digital [O2] 

Perkembangan industri teknologi digital dapat menjadi 

faktor peluang eksternal yang mempengaruhi kebijakan 

literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

Perkembangan ini dapat menciptakan peluang untuk 

meningkatkan literasi digital melalui pelatihan dan 

pengembangan keterampilan digital. 
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c. Kebutuhan Peningkatan Kualitas Sumber Daya 

Manusia [O3] 

Kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

terutama dalam hal keterampilan digital, dapat menjadi 

faktor peluang eksternal yang mempengaruhi kebijakan 

literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

Kebutuhan ini dapat mendorong pemerintah untuk 

memperkuat kebijakan dan program yang berfokus pada 

peningkatan literasi digital. 

d. Perubahan Kebijakan Pemerintah yang Mendukung 

Literasi Digital [O4] 

 Perubahan kebijakan pemerintah dalam mendukung 

literasi digital dapat menjadi faktor peluang eksternal yang 

mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, 

keluarga, dan masyarakat. Perubahan ini dapat 

menciptakan peluang untuk meningkatkan investasi dalam 

pendidikan dan pelatihan literasi digital. 

e. Partisipasi Aktif Masyarakat [O5] 

Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan 

literasi digital dapat menjadi faktor peluang eksternal yang 

mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, 

keluarga, dan masyarakat. Partisipasi ini dapat 

menciptakan dorongan yang kuat untuk memperkuat 

kebijakan dan program literasi digital. 

 

Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang menjadi 

ancaman (threats) dan mempengaruhi kebijakan pemerintah 

terkait literasi digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat, 

yang disimbolkan dengan [T1] sampai dengan [T5] : 

a. Kesenjangan Digital [T1] 

Kesenjangan digital atau ketimpangan akses dan 

penggunaan teknologi digital antara masyarakat yang 

berbeda dapat menjadi faktor ancaman eksternal yang 

mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, 
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keluarga, dan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan 

kesenjangan dalam keterampilan dan aksesibilitas 

teknologi digital. 

b. Risiko Keamanan dan Privasi [T2] 

Risiko keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi 

digital dapat menjadi faktor ancaman eksternal yang 

mempengaruhi kebijakan literasi digital di sekolah, 

keluarga, dan masyarakat. Hal ini dapat memicu 

ketidakpercayaan terhadap teknologi digital dan 

menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan privasi. 

c. Perubahan Teknologi yang Cepat [T3] 

Perubahan teknologi yang cepat dapat menjadi faktor 

ancaman eksternal yang mempengaruhi kebijakan literasi 

digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Hal ini dapat 

menimbulkan kesulitan dalam mengikuti perkembangan 

teknologi dan menyebabkan kesenjangan literasi digital. 

d. Persaingan Global yang Ketat [T4] 

 Persaingan Global yang ketat dapat menjadi faktor 

ancaman eksternal yang mempengaruhi kebijakan literasi 

digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Hal ini 

terutama terkait dengan persaingan di pasar global yang 

semakin kompetitif di mana kemampuan untuk 

memanfaatkan teknologi digital dapat menjadi faktor 

penentu dalam kesuksesan. 

e. Perubahan Kebijakan Pemerintah yang Tidak 

Konsisten [T5] 

Perubahan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten 

dalam mendukung literasi digital dapat menjadi faktor 

ancaman eksternal yang mempengaruhi kebijakan literasi 

digital di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Hal ini dapat 

menghambat perkembangan program dan kebijakan 

literasi digital yang berkelanjutan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya adalah 

pembuatan matriks Analisis SWOT untuk kebijakan literasi 

digital, yang memasukkan semua faktor-faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal 

(peluang dan ancaman) ke dalam kolom-kolom matriks yang 

sesuai, sebagaimana yang disajikan pada Gambar 2. 

 

C. Membuat matriks Analisis SWOT, dengan memasukkan 

faktor-faktor internal dan eksternal ke dalam kotak-

kotak matriks yang sesuai. 

Pada matriks Analisis SWOT ini, kolom Kekuatan 

(Strengths) dan kolom Kelemahan (Weakness) diisi dengan 

faktor-faktor internal yang merupakan kekuatan dan 

kelemahan dari kebijakan literasi digital yang sedang 

dipertimbangkan atau diimplementasikan, dan merujuk pada 

simbol [S1] sampai dengan [S5] serta simbol [W1] sampai 

dengan [W5] pada uraian tahapan sebelumnya. Demikian 

juga halnya dengan kolom Peluang (Opportunities) dan 

kolom Tantangan (Threats) diisi dengan faktor-faktor 

eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan bagi 

kebjakan literasi digital yang sedang dipertimbangkan atau 

diimplementasikan, dan merujuk pada simbol [O1] sampai 

dengan [O5] serta simbol [T1] sampai dengan [T5] pada 

uraian tahapan sebelumnya. 

 

KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS) 

S10. Kepemimpinan yang Kuat. 

S11. Tenaga Pendidik yang 

Terampil dan Orang Tua yang 

Berkompeten. 

S12. Fasilitas dan Infrastruktur 

yang Memadai. 

S13. Kurikulum yang Mendukung. 

S14. Pengembangan Program 

Edukasi Literasi Digital. 

W10. Keterbatasan Sumber Daya. 

W11. Kurangnya Kesadaran akan 

Pentingnya Literasi Digital. 

W12. Keterbatasan Penguasaan 

Keterampilan Digital. 

W13. Kurangnya inovasi dan 

kreativitas. 

W14. Resistensi terhadap Perubahan. 
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PELUANG (OPPORTUNITIES) ANCAMAN (THREATS) 

O19. Adopsi Teknologi yang 

Berkembang Pesat. 

O20. Perkembangan Industri 

Teknologi Digital. 

O21. Kebutuhan Peningkatan 

Kualitas Sumber Daya 

Manusia. 

O22. Perubahan Kebijakan 

Pemerintah yang mendukung 

Literasi Digital. 

O23. Partisipasi Aktif Masyarakat. 

T10. Kesenjangan Digital. 

T11. Risiko Keamanan dan Privasi. 

T12. Perubahan Teknologi yang 

Cepat. 

T13. Persaingan Global yang Ketat. 

T14. Perubahan Kebijakan 

Pemerintah yang tidak 

konsisten 

Gambar 2. Matriks SWOT Kebijakan Literasi Digital 

 

Berdasarkan matriks analis SWOT pada Gambar 2, maka 

selanjutnya dikembangkan beberapa strategi untuk 

memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi 

kelemahan dan ancaman yang ada dalam kebijakan literasi 

digital. 

  

D. Mengembangkan strategi, untuk memaksimalkan 

kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan 

ancaman. 

Berdasarkan faktor-faktor internal berupa kekuatan 

(strengths) dan kelemahan (weakness), serta faktor-faktor 

eksternal berupa peluang (opportunities) dan ancaman 

(threats), maka selanjutnya dikembangkanlah sejumlah 

strategi, yang dibagi kedalam 4 (empat) kelompok strategi, 

yaitu : Strategi SO (Strengths-Opportunities), Strategi WO 

(Weakness-Opportunities), Strategi ST (Strengths-Threats), 

dan Strategi WT (Weakness-Threats), yang akan dijelaskan 

sebagai berikut :  

a. Strategi SO (Strengths-Opportunities) 

 Strategi SO (Strengths-Opportunities) adalah strategi yang 

dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk 
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meningkatkan atau mengoptimalkan kekuatan yang telah 

dimiliki, berupa : 

1) Stretegi SO-1. Meningkatkan Program 

Pengembangan Kepemimpinan dalam Menghadapi 

Perubahan Kebijakan. Strategi ini diperoleh dengan 

memanfaatkan peluang adanya "perubahan kebijakan 

pemerintah yang mendukung literasi digital". Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan kekuatan 

"kepemimpinan yang kuat di sekolah, keluarga, dan 

masyarakat", sesuai dengan yang disajikan martriks 

SWOT yang disimbolkan dengan [S1] & [O4] pada 

Gambar 1. Dengan adanya perubahan kebijakan 

pemerintah yang mendukung literasi digital, organisasi 

atau institusi pendidikan dapat memanfaatkan peluang 

ini untuk meningkatkan program pengembangan 

kepemimpinan di lingkungan sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. Program pengembangan kepemimpinan 

dapat membantu meningkatkan kemampuan 

kepemimpinan dalam menghadapi perubahan dan 

tantangan yang terkait dengan literasi digital. 

2) Strategi SO-2. Mengembangkan Program Pelatihan 

Literasi Digital bagi Tenaga Pendidik dan Orang 

Tua. Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan 

peluang "Adopsi Teknologi yang Berkembang Pesat". 

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan 

"Tenaga Pendidik yang Terampil dan Orang Tua yang 

Berkompeten", sesuai dengan yang disajikan martriks 

SWOT yang disimbolkan dengan [S2] & [O1] pada 

Gambar 1. Pemberian pelatihan teknologi yang 

berkualitas tinggi bagi tenaga pendidik bertujuan agar 

mereka dapat memanfaatkan teknologi terbaru dengan 

baik dalam pembelajaran. Pelatihan dapat mencakup 

berbagai topik, seperti penggunaan platform 

pembelajaran online, penggunaan aplikasi 
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pembelajaran, pembuatan video pembelajaran, dan 

penilaian pembelajaran berbasis teknologi. Dengan 

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga 

pendidik, mereka dapat memberikan pembelajaran 

yang lebih baik dan efektif menggunakan teknologi 

terbaru. Sedangkan pelatihan kepada orang tua 

ditujukan untuk meningkatkan kemampuan mereka 

dalam memanfaatkan teknologi agar bisa mendukung 

pembelajaran anak-anak mereka. Pelatihan dapat 

mencakup penggunaan aplikasi pendidikan, monitoring 

dan mengontrol penggunaan teknologi oleh anak-anak, 

serta pemanfaatan sumber daya digital untuk membantu 

anak-anak belajar di rumah. 

3) Strategi SO-3. Meningkatkan investasi dalam 

infrastruktur teknologi digital melalui program 

pengembangan kemitraan dengan perusahaan 

teknologi digital. Strategi ini diperoleh dengan 

memanfaatkan peluang "Perkembangan Industri 

Teknologi Digital". Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kekuatan "Fasilitas dan Infrastruktur 

yang Memadai", sesuai dengan yang disajikan martriks 

SWOT yang disimbolkan dengan [S3] & [O2] pada 

Gambar 1. Strategi ini berfokus pada peningkatan 

investasi dalam infrastruktur teknologi digital untuk 

memperluas jaringan internet dan memperbaiki 

aksesibilitas di daerah yang masih tertinggal. Hal ini 

akan membantu memperluas jangkauan program 

literasi digital dan memberikan kesempatan bagi siswa, 

tenaga pendidik, dan masyarakat untuk belajar dan 

mengakses sumber daya secara online. Strategi 

membangun kemitraan dengan perusahaan teknologi 

digital juga dapat dilakukan untuk memperoleh akses ke 

teknologi terbaru dan memberikan dukungan untuk 

pengembangan program literasi digital. Hal ini akan 
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membantu mempercepat pengembangan program 

literasi digital dan meningkatkan kualitas fasilitas dan 

infrastruktur yang tersedia. 

4) Strategi SO-4. Mengembangkan kurikulum yang 

mencakup berbagai aspek literasi digital untuk 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. 

Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan peluang 

"Kebutuhan Peningkatan Kualitas Sumber Daya 

Manusia". Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

kekuatan "Kurikulum yang Mendukung", sesuai 

dengan yang disajikan martriks SWOT yang 

disimbolkan dengan [S4] & [O2] pada Gambar 1. 

Stretegi ini berupaya bagaimana mengintegrasikan 

pembelajaran literasi digital dalam kurikulum yang ada, 

baik di tingkat sekolah dasar, menengah, maupun 

perguruan tinggi. Kurikulum tersebut harus dirancang 

agar mencakup pengetahuan dan keterampilan dasar 

seperti penggunaan perangkat keras dan perangkat 

lunak, penggunaan internet, pemrograman, desain web, 

keamanan cyber, dan etika digital. Selain itu, kurikulum 

juga harus mencakup pengembangan keterampilan 

berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif 

yang terkait dengan literasi digital. Dalam 

mengembangkan kurikulum, perlu melibatkan para ahli 

dan praktisi teknologi digital serta melibatkan pihak-

pihak terkait seperti komunitas industri, perusahaan 

teknologi, dan institusi pendidikan. 

5) Strategi SO-5. Melakukan kampanye literasi digital 

melalui platform digital media sosial dan Membuat 

program mentoring literasi digital yang melibatkan 

anggota masyarakat yang sudah ahli dalam literasi 

digital. Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan 

peluang "Partisipasi Aktif Masyarakat". Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan kekuatan 
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"Pengembangan Program Edukasi Literasi Digital", 

sesuai dengan yang disajikan martriks SWOT yang 

disimbolkan dengan [S5] & [O5] pada Gambar 1. 

Strategi kampanye literasi digital ini dapat mencakup 

konten edukatif tentang literasi digital, video tutorial, 

dan informasi tentang program-program literasi digital 

yang tersedia. Stretagi pembuatan program mentoring 

literasi digital yang melibatkan anggota masyarakat 

yang sudah ahli dalam literasi digital, dan kemudian 

mempertemukan mereka dengan orang tua dan siswa 

yang ingin meningkatkan kemampuan literasi digital 

mereka, juga dapat dapat diadakan secara daring atau 

tatap muka, dalam bentuk seminar, lokakarya, atau 

webinar tentang literasi digital yang melibatkan 

masyarakat, tenaga pendidik, dan orang tua. Program 

ini dapat membahas topik-topik seperti keamanan 

digital, etika internet, dan penggunaan teknologi digital 

untuk memperoleh informasi dan meningkatkan 

produktivitas. 

 

b. Strategi ST (Strengths-Threats) 

1) Strategi ST-1. Meningkatkan Aksesbilitas 

Teknologi Digital dan Mengurangi Biaya  Akses. 

Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan 

“Fasilitas dan Infrastruktur yang Memadai”. Hal ini 

bertujuan untuk menghadapi ancaman “Kesenjangan 

Digital”, sesuai dengan yang disajikan martriks SWOT 

yang disimbolkan dengan [S3] & [T1] pada Gambar 1. 

Pemerintah dapat memfokuskan perhatiannya pada 

daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang untuk 

meningkatkan aksesibilitas teknologi digital dengan 

membangun infrastruktur yang memadai, seperti akses 

internet, pusat komputer, dan penyediaan perangkat 

lunak dan perangkat keras yang memadai. Fasilitas dan 
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infrastruktur yang memadai juga dapat membantu 

pemerintah untuk mengurangi biaya akses bagi individu 

yang tidak mampu. Hal ini dapat membantu 

meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi 

kesenjangan digital di kalangan masyarakat. 

2) Strategi ST-2. Mengembangkan Strategi Adaptasi 

dan Program yang Berkelanjutan. Strategi ini 

diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan 

“Kepemimpinan yang Kuat”. Hal ini bertujuan untuk 

menghadapi ancaman “Perubahan Kebijakan 

Pemerintah yang tidak konsisten”, sesuai dengan yang 

disajikan martriks SWOT yang disimbolkan dengan 

[S1] & [T5] pada Gambar 1. Kepemimpinan yang kuat 

dapat mengembangkan strategi adaptasi terhadap 

perubahan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. 

Strategi tersebut dapat berupa pengembangan program-

program alternatif, penyesuaian program-program yang 

telah ada dengan kebijakan yang baru, serta 

pengembangan program-program yang berkelanjutan 

dalam konteks literasi digital. Program-program 

tersebut harus memiliki tujuan dan target yang jelas, 

serta terukur. Dengan demikian, meskipun terjadi 

perubahan kebijakan, program-program tersebut tetap 

dapat dilaksanakan. 

3) Strategi ST-3. Memfasilitasi Forum Publik dan 

Mengembangkan Program Inspeksi Keamanan 

Digital. Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan 

kekuatan “Pengembangan Program Edukasi Literasi 

Digital”. Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman 

“Resiko Keamanan dan Privasi”, sesuai dengan yang 

disajikan martriks SWOT yang disimbolkan dengan 

[S5] & [T2] pada Gambar 1. Memfasilitasi forum 

publik untuk membahas isu-isu keamanan dan privasi 

digital, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk 
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berbagi pengalaman dan masalah terkait dengan 

keamanan dan privasi. Forum ini dapat membantu 

membangun kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu 

ini, serta memberikan solusi yang berguna bagi 

masyarakat. Sedangkan program inspeksi keamanan 

dan privasi yang bertujuan untuk membantu pengguna 

mengevaluasi keamanan dan privasi perangkat mereka. 

Program ini dapat dilakukan secara online atau melalui 

kunjungan ke tempat-tempat publik, seperti pusat 

perbelanjaan atau sekolah. 

4) Strategi ST-4. Melakukan Peninjauan dan 

Memperbaharui Kurikulum Secara Berkala. 

Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan 

“Kurikulum yang Mendukung”. Hal ini bertujuan untuk 

menghadapi ancaman “Persaingan Global yang ketat”, 

sesuai dengan yang disajikan martriks SWOT yang 

disimbolkan dengan [S4] & [T4] pada Gambar 1. 

Membuat peninjauan dan evaluasi kurikulum berkala 

untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tren pasar yang 

berkaitan dengan teknologi dan inovasi. Pembaharuan 

kurikulum mencakup teknologi dan inovasi terbaru 

yang relevan dengan industri di tingkat global, 

mendorong pengajaran dan pengembangan 

keterampilan kreativitas dan inovasi dengan 

menerapkan metode pembelajaran yang interaktif dan 

praktis, serta menerapkan sistem pengajaran berbasis 

proyek atau praktik yang menghubungkan siswa 

dengan industri dan organisasi yang terkait dengan 

teknologi dan inovasi di tingkat global. 

5) Strategi ST-5. Meningkatkan Keterlibatan Orang 

Tua dalam Proses Pembelajaran. Strategi ini 

diperoleh dengan memanfaatkan kekuatan “Tenaga 

Pendidik yang Terampil dan Orang Tua yang 

Berkompeten”. Hal ini bertujuan untuk menghadapi 



416 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

ancaman “Perubahan Teknologi yang Cepat”, sesuai 

dengan yang disajikan martriks SWOT yang 

disimbolkan dengan [S2] & [T3] pada Gambar 1. 

Keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran 

dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform 

pembelajaran online. Sekolah dapat menggunakan 

platform pembelajaran online yang dapat diakses oleh 

orang tua, sehingga mereka dapat memantau kemajuan 

anak dan terlibat dalam diskusi dengan guru. Orang tua 

yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang 

teknologi dapat membantu anak-anak mereka untuk 

belajar menggunakan teknologi dengan baik dan bijak. 

Selain itu, orang tua yang aktif dalam mendampingi 

anak-anak saat menggunakan teknologi juga dapat 

membantu mencegah risiko keamanan dan privasi yang 

dapat terjadi akibat penggunaan teknologi yang kurang 

bijak. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting 

dalam membantu anak-anak menghadapi perubahan 

teknologi yang pesat. 

 

c. Strategi WO (Weakness-Opportunities) 

1) Strategi WO-1. Mengoptimalkan Pemanfaatan 

Platform Digital dan Metode Pembelajaran yang 

Inovatif.  Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan 

peluang “Adopsi Teknologi yang Berkembang Pesat”. 

Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan 

“Keterbatasan Sumber Daya”, sesuai dengan yang 

disajikan martriks SWOT yang disimbolkan dengan 

[W1] & [O1] pada Gambar 1. Strategi ini dapat 

membantu mengatasi keterbatasan sumber daya seperti 

keterbatasan tempat dan tenaga pengajar. Dengan 

adanya adopsi teknologi yang berkembang pesat, dapat 

dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan 

platform digital seperti e-learning, forum diskusi 
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online, dan media sosial. Adopsi teknologi yang 

berkembang pesat dapat digunakan untuk 

mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif, 

seperti penggunaan video, game, dan simulasi. 

Kebijakan literasi digital dapat mendorong 

pengembangan metode pembelajaran yang inovatif 

untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, seperti 

keterbatasan dana, dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran literasi digital. 

2) Strategi WO-2. Melibatkan masyarakat dalam 

program literasi digital dan memanfaatkan media 

sosial. Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan 

peluang “Partisipasi Aktif Masyarakat”. Hal ini 

bertujuan untuk mengatasi kelemahan “Kurangnya 

Kesadaran akan Pentingnya Literasi Digital”, sesuai 

dengan yang disajikan martriks SWOT yang 

disimbolkan dengan [W2] & [O5] pada Gambar 1. 

Kebijakan literasi digital dapat melibatkan masyarakat 

secara aktif dalam program literasi digital yang ada. Hal 

ini dapat dilakukan dengan menyediakan forum diskusi 

atau pelatihan literasi digital secara gratis, serta 

mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat untuk 

memperkenalkan manfaat literasi digital. Kebijakan 

literasi digital dapat menggunakan media sosial untuk 

mempromosikan program literasi digital dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya literasi digital. Hal ini dapat dilakukan 

dengan membagikan artikel dan informasi yang relevan 

tentang literasi digital, serta mengadakan kampanye 

online tentang manfaat literasi digital.  

3) Strategi WO-3. Menyeimbangkan Aspek Positif dan 

Negatif dari Perkembangan Teknologi. Strategi ini 

diperoleh dengan memanfaatkan peluang “Perubahan 

Kebijakan Pemerintah yang mendukung Literasi 
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Digital”. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan 

“Resistensi terhadap Perubahan”, sesuai dengan yang 

disajikan martriks SWOT yang disimbolkan dengan 

[W5] & [O4] pada Gambar 1. Perubahan kebijakan 

pemerintah yang mendukung literasi digital juga dapat 

membantu menyeimbangkan aspek positif dan negatif 

dari teknologi dan meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang risiko dan manfaat yang terkait 

dengan penggunaan teknologi. Dalam hal ini, 

masyarakat dapat merasa lebih terinformasi dan terlatih 

dalam menghadapi perubahan, sehingga akan 

membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan 

dengan mengedukasi masyarakat tentang manfaat 

literasi digital. 

4) Strategi WO-4. Peningkatan Pendidikan dan 

Pelatihan Ketrampilan Digital. Strategi ini diperoleh 

dengan memanfaatkan peluang “Kebutuhan 

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Hal ini 

bertujuan untuk mengatasi kelemahan “Keterbatasan 

Keterampilan”, sesuai dengan yang disajikan martriks 

SWOT yang disimbolkan dengan [W3] & [O3] pada 

Gambar 1. Kebutuhan peningkatan kualitas sumber 

daya manusia dapat memicu peningkatan pendidikan 

dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan 

kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi 

tantangan digital. Program pelatihan dapat dirancang 

untuk meningkatkan keterampilan dasar seperti 

komunikasi, pengolahan data, dan teknologi, sehingga 

meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan 

memungkinkan mereka untuk mengikuti 

perkembangan teknologi terbaru.  

5) Strategi WO-5. Mendorong Kolaborasi dengan 

Industri. Strategi ini diperoleh dengan memanfaatkan 

peluang “Perkembangan Industri Teknologi Digital”. 
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Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan 

“Kurangnya inovasi dan kreativitas”, sesuai dengan 

yang disajikan martriks SWOT yang disimbolkan 

dengan [W4] & [O2] pada Gambar 1. Perkembangan 

industri teknologi digital dapat mendorong kolaborasi 

antara lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah 

untuk mengembangkan program inovasi dan kreativitas 

yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. 

Kolaborasi ini dapat membantu menciptakan 

lingkungan di mana individu dapat belajar dan 

berkolaborasi dengan para ahli di industri untuk 

mengembangkan solusi inovatif dan kreatif yang 

mampu menyelesaikan tantangan teknologi terbaru. 

 

d. Strategi WT (Weakness-Threats) 

1) Strategi WT-1. Meningkatkan Ketersediaan 

Sumberdaya Digital. Strategi ini diperoleh dengan 

mengatasi kelemahan “Keterbatasan Sumber Daya”. 

Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman 

“Kesenjangan Digital”, sesuai dengan yang disajikan 

martriks SWOT yang disimbolkan dengan [W1] & [T1] 

pada Gambar 1. Dengan meningkatkan ketersediaan 

sumber daya seperti akses internet, perangkat 

komputer, dan infrastruktur teknologi lainnya, maka 

kesenjangan digital dapat diminimalkan. Selain itu, 

pelatihan dan pengembangan keterampilan digital juga 

dapat membantu mengatasi kelemahan tersebut dan 

meningkatkan aksesibilitas teknologi bagi masyarakat 

yang lebih luas.  

2) Strategi WT-2. Meningkatkan Edukasi Literasi 

Keamanan Digital. Strategi ini diperoleh dengan 

mengatasi kelemahan “Kurangnya Kesadaran akan 

Pentingnya Literasi Digital”. Hal ini bertujuan untuk 

menghadapi ancaman “Risiko Keamanan dan Privasi”, 



420 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

sesuai dengan yang disajikan martriks SWOT yang 

disimbolkan dengan [W2] & [T2] pada Gambar 1. 

Strategi meningkatkan edukasi literasi digital dengan 

fokus pada keamanan dan privasi, baik di kalangan 

pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum, 

mencakup topik-topik seperti keamanan data, privasi 

online, phishing, dan cyberbullying. Selain itu, dapat 

dilakukan kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya 

kesadaran akan risiko keamanan dan privasi dalam 

penggunaan teknologi digital.Dengan memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang 

literasi digital, individu akan lebih mampu memahami 

risiko keamanan dan privasi yang terkait dengan 

penggunaan teknologi digital dan melakukan tindakan 

yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri 

dan informasi pribadi mereka. 

3) Strategi WT-3. Pengembangan Program Sertifikasi 

Ketrampilan Digital. Strategi ini diperoleh dengan 

mengatasi kelemahan “Keterbatasan Keterampilan”. 

Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman 

“Persaingan Global yang ketat”, sesuai dengan yang 

disajikan martriks SWOT yang disimbolkan dengan 

[W3] & [T4] pada Gambar 1. Pengembangan program 

sertifikasi keterampilan dapat dilakukan untuk 

memperkuat keterampilan tenaga kerja dan 

meningkatkan daya saing industri. Dalam hal ini, peran 

pemerintah dan dunia usaha sangat penting dalam 

menginisiasi program-program tersebut dan membantu 

meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. 

Program sertifikasi ini dapat membantu meningkatkan 

kompetensi seseorang dalam bidang teknologi digital 

dan memberikan pengakuan formal atas kemampuan 

tersebut. Dengan demikian, program ini dapat 

membantu meningkatkan daya saing individu dan 
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organisasi dalam menghadapi persaingan global yang 

semakin ketat di era digital saat ini.  

4) Strategi WT-4. Mengembangkan Budaya Inovasi 

dan Kreativitas di Lingkungan Pendidikan. Strategi 

ini diperoleh dengan mengatasi kelemahan “Kurangnya 

inovasi dan kreativitas”. Hal ini bertujuan untuk 

menghadapi ancaman “Perubahan Teknologi yang 

Cepat”, sesuai dengan yang disajikan martriks SWOT 

yang disimbolkan dengan [W4] & [T3] pada Gambar 1. 

Strategi mengembangkan budaya inovasi dan 

kreativitas di lingkungan pendidikan, dapat dilakukan 

dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan ide-ide baru dan mendorong mereka 

untuk berpikir kreatif. Selain itu, pihak sekolah juga 

dapat melakukan kolaborasi dengan pihak luar, seperti 

perusahaan teknologi atau lembaga riset, untuk 

meningkatkan akses siswa terhadap teknologi terbaru 

dan memperluas wawasan mereka tentang tren terbaru 

di bidang teknologi. Dengan begitu, siswa akan lebih 

siap dan mampu menghadapi perubahan teknologi yang 

cepat di masa depan. 

5) Strategi WT-5. Meningkatkan Komunikasi dan 

Pelibatan Publik. Strategi ini diperoleh dengan 

mengatasi kelemahan “Resistensi terhadap Perubahan”. 

Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman 

“Perubahan Kebijakan Pemerintah yang tidak 

konsisten”, sesuai dengan yang disajikan martriks 

SWOT yang disimbolkan dengan [W5] & [T5] pada 

Gambar 1. Pemerintah dapat berkomunikasi dengan 

jelas dan terbuka tentang alasan perubahan kebijakan 

yang dilakukan dan dampak yang diharapkan. Dalam 

hal ini, pemerintah juga perlu memastikan bahwa 

informasi ini tersedia dan dapat diakses oleh 

masyarakat. Pemerintah juga dapat memperkuat 
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partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Dalam 

hal ini, masyarakat dapat diberikan kesempatan untuk 

memberikan masukan dan tanggapan terhadap 

kebijakan yang diusulkan atau diubah. 

 

Berdasarkan uraian strategi diatas, maka selanjutnya adalah 

pembuatan Matriks Strategi dari Analisis SWOT, 

sebagaimana yang disajikan oleh Gambar 3. 

 

SWOT 

ANALISIS KEBIJAKAN 

LITERASI DIGITAL 

KEKUATAN 

(STRENGTH) 

KELEMAHAN 

(WEAKNESS) 

S14. Kepemimpinan yang 

Kuat. 

S15. Tenaga Pendidik 

yang Terampil dan 

Orang Tua yang 

Berkompeten. 

S16. Fasilitas dan 

Infrastruktur yang 

Memadai. 

S17. Kurikulum yang 

Mendukung. 

S18. Pengembangan 

Program Edukasi 

Literasi Digital. 

 

W13. Keterbatasan Sumber 

Daya. 

W14. Kurangnya Kesadaran 

akan Pentingnya 

Literasi Digital. 

W15. Keterbatasan 

Penguasaan 

Keterampilan Digital. 

W16. Kurangnya inovasi dan 

kreativitas. 

W17. Resistensi terhadap 

Perubahan. 

PELUANG 

(OPPORTUNITIES) 

STRATEGI SO 

(Strenght-Opportunities) 

STRATEGI WO 

(Weakness-Opportunities) 

O7. Adopsi Teknologi 

yang Berkembang 

Pesat. 

O8. Perkembangan 

Industri Teknologi 

Digital. 

O9. Kebutuhan 

Peningkatan 

Kualitas Sumber 

Daya Manusia. 

O10. Perubahan 

Kebijakan 

Pemerintah yang 

mendukung Literasi 

Digital. 

O11. Partisipasi Aktif 

Masyarakat. 

SO-18. Meningkatkan 

Program 

Pengembangan 

Kepemimpinan 

dalam 

Menghadapi 

Perubahan 

Kebijakan. 

SO-19. Mengembangkan 

Program 

Pelatihan Literasi 

Digital bagi 

Tenaga Pendidik 

dan Orang Tua. 

SO-20. Meningkatkan 

investasi dalam 

infrastruktur 

teknologi melalui 

program 

WO-17. Mengoptimalkan 

Pemanfaatan 

Platform Digital 

dan Metode 

Pembelajaran yang 

Inovatif. 

WO-18. Melibatkan 

masyarakat dalam 

program literasi 

digital dan 

memanfaatkan 

media sosial. 

WO-19. Menyeimbangkan 

Aspek Positif dan 

Negatif dari 

Perkembangan 

Teknologi. 

WO-20. Peningkatan 

Pendidikan dan 
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pengembangan 

kemitraan dengan 

perusahaan 

teknologi digital. 

SO-21. Mengembangkan 

kurikulum yang 

mencakup 

berbagai aspek 

literasi digital 

untuk 

peningkatan 

kualitas Sumber 

Daya Manusia. 

SO-22. Melakukan 

kampanye literasi 

digital melalui 

platform digital 

media sosial dan 

membuat 

program 

mentoring literasi 

digital. 

Pelatihan 

Ketrampilan 

Digital. 

WO-21. Mendorong 

Kolaborasi dengan 

Industri. 

ANCAMAN (THREATS) 
STRATEGI ST 

(Strength-Threats) 

STRATEGI WT 

(Weakness-Threats) 

T9. Kesenjangan 

Digital. 

T10. Risiko Keamanan 

dan Privasi. 

T11. Perubahan 

Teknologi yang 

Cepat. 

T12. Persaingan Global 

yang Ketat 

T13. Perubahan 

Kebijakan 

Pemerintah yang 

tidak konsisten 

ST-17. Meningkatkan 

Aksesbilitas 

Teknologi Digital 

dan Mengurangi 

Biaya  Akses. 

ST-18. Mengembangkan 

Strategi Adaptasi 

dan Program yang 

Berkelanjutan. 

ST-19. Memfasilitasi 

Forum Publik dan 

Mengembangkan 

Program Inspeksi 

Keamanan Digital. 

ST-20. Melakukan 

Peninjauan dan 

Memperbaharui 

Kurikulum Secara 

Berkala. 

ST-21. Meningkatkan 

Keterlibatan Orang 

Tua dalam Proses 

Pembelajaran. 

WT-18. Meningkatkan 

Ketersediaan 

Sumberdaya 

Digital. 

WT-19. Meningkatkan 

Edukasi Literasi 

Keamanan Digital. 

WT-20. Pengembangan 

Program Sertifikasi 

Ketrampilan 

Digital. 

WT-21. Mengembangkan 

Budaya Inovasi dan 

Kreativitas di 

Lingkungan 

Pendidikan. 

WT-22. Meningkatkan 

Komunikasi dan 

Pelibatan Publik. 

Gambar 3. Matriks Strategi Berdasarkan Analisis SWOT 

Kebijakan Literasi Digital 
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E. Melakukan Prioritisasi Strategi, yang sebaiknya 

melibatkan pakar atau ahli, para pemangku kepentingan, 

atau tim analisis SWOT berdasarkan hasil survei atau 

wawancara. 

Langkah-Langkah Umum Prioritisasi  adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan Nilai Bobot dan Bobot Relatif. 

Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan  atau 

urgensi penanganan (misalnya menggunakan skala 1 s.d 4 

(1 = tidak penting, 2 = cukup penting, 3 = penting, 4 = 

sangat penting). Adapun bobot relatif dihitung secara 

tersendiri antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) 

dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) sehingga total 

nilai bobot masing-masing faktor internal maupun 

eksternal menjadi 1 atau 100%. 

2) Menentukan Nilai Rating. 

Rating adalah analisis terhadap kemungkinan yang akan 

terjadi dalam jangka pendek. Nilai rating untuk faktor 

internal kekuatan dan faktor eksternal peluang, misalnya 

diberikan skala 1 s.d 4. Diberi nilai rating 1 jika kekuatan 

atau peluang semakin sedikit, dan diberi nilai rating 4 jika 

kekuatan atau peluang semakin banyak. Sedangkan 

pemberian nilai rating untuk faktor internal kelemahan dan 

faktor eksternal ancaman, berkebalikan dengan pemberian 

nilai rating kekuatan dan peluang. Diberi nila rating 1 jika 

semakin banyak kelemahan atau ancamannya, dan diberi 

nilai rating 4 jika kelemahan atau ancaman tersebut 

semakin berkurang. 

3) Menentukan Nilai Skor. 

Nilai skor diperoleh berdasarkan nilai bobot dikalikan 

dengan nilai rating. Total nilai skor untuk faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan) menunjukkan bahwa semakin 

mendekati 1 maka semakin banyak kelemahan internal 

dibanding kekuatannya, sedangkan semakin mendekati 4 

maka semakin banyak kekuatannya dibanding 
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kelemahanannya. Demikian halnya dengan total nilai skor 

untuk faktor eksternal (peluang dan ancaman), semakin 

total nilai skor mendekat 1, maka berarti semakin banyak 

ancamannya dibandingkan dengan peluangnya, sedangkan 

apabila total nilai skor semakin mendekati 4, artinya 

semakin banyak peluang dibandingkan ancaman. 

 

Tabel 1. Perhitungan Skor Analisis SWOT 

 

No 
Faktor Internal / 

Eksternal 
Bobot 

Bobot 

Relatif 
Rating Skor 

Kekuatan (Stengths) 

1 Kepemimpinan yang Kuat. 3 0.12 2 0.24 

2 

Tenaga Pendidik yang 

Terampil dan Orang Tua 

yang Berkompeten. 

4 0.15 3 0.45 

3 
Fasilitas dan Infrastruktur 

yang Memadai. 
4 0.15 3 0.45 

4 
Kurikulum yang 

Mendukung. 
3 0.12 4 0.48 

5 
Pengembangan Program 

Edukasi Literasi Digital. 
4 0.15 4 0.6 

Sub Total 2.22 

Kelemahan (Weakness) 

1 Keterbatasan Sumber Daya. 2 0.08 1 0.08 

2 
Kurangnya Kesadaran akan 

Pentingnya Literasi Digital. 
2 0.08 3 0.24 

3 
Keterbatasan Penguasaan 

Keterampilan Digital. 
2 0.08 2 0.16 

4 
Kurangnya inovasi dan 

kreativitas. 
1 0.04 3 0.12 

5 
Resistensi terhadap 

Perubahan. 
1 0.04 4 0.16 

Sub Total 0.76 

Total Skor Faktor Internal 26 1  2.98 

Peluang (Opportunities) 

1 
Adopsi Teknologi yang 

Berkembang Pesat. 
4 0.15 4 0.6 

2 
Perkembangan Industri 

Teknologi Digital. 
4 0.15 3 0.45 

3 Kebutuhan Peningkatan 4 0.15 4 0.6 
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Kualitas Sumber Daya 

Manusia. 

4 

Perubahan Kebijakan 

Pemerintah yang 

mendukung Literasi Digital. 

3 0.12 2 0.24 

5 
Partisipasi Aktif 

Masyarakat. 
3 0.12 4 0.48 

Sub Total 2.37 

Ancaman (Threats) 

1 Kesenjangan Digital. 2 0.08 2 0.16 

2 
Risiko Keamanan dan 

Privasi. 
2 0.08 1 0.08 

3 
Perubahan Teknologi yang 

Cepat. 
1 0.04 3 0.12 

4 
Persaingan Global yang 

Ketat 
2 0.08 3 0.24 

5 

Perubahan Kebijakan 

Pemerintah yang tidak 

konsisten. 

1 0.04 4 0.16 

Sub Total 0.76 

Total Skor Faktor Eksternal    3.13 

 

4) Berdasarkan hasil penentuan skor faktor internal dan 

eksternal, maka selanjutnya digambarkan dalam rumusan 

matriks SWOT berikut : 

 

 Kekuatan 

(Strengths) 

Kelemahan 

(Weakness) 

Peluang 

(Opportunities) 

Strategi SO : 

2.22 + 2.37 = 4.59 

Strategi WO : 

0.76 + 2.37 = 3.13 

Ancaman 

(Threats) 

Strategi ST : 

2.22 + 0.76 = 2.98 

Strategi WT : 

0.76 + 0.76 = 1.52 

Gambar 4. Hasil Perhitungan Skor Strategi 

 

5) Menurut perhitungan analisis SWOT, nilai tertinggi 

diperoleh dari kombinasi Strength-Opportunities dengan 

nilai 4.59. Sehingga strategi kebijakan literasi digital yang 
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menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan adalah 

Strategi SO (Strength-Opportunities). 

 

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan prioritisasi faktor, 

diketahui bahwa Strategi SO (Strengths-Opportunities) 

merupakan strategi prioritas, sehingga rekomendasi dalam 

mengembangkan kebijakan literasi digital disusun 

berdasarkan strategi prioritas. Berikut ini disajikan sejumlah 

program kegiatan yang dapat direkomendasikan untuk 

mendukung implementasi Strategi SO, yang dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi 

Strength-Opportunities (SO) 

 

No 
Strategi Strength-

Opportunities (SO) 
Rekomendasi Program 

1 Meningkatkan Program 

Pengembangan 

Kepemimpinan dalam 

Menghadapi Perubahan 

Kebijakan. 

a. Pelatihan dan Konsultasi 

Kepemimpinan. 

b. Pendekatan Kolaboratif. 

c. Penelitian dan Evaluasi 

Kebijakan. 

2 

Mengembangkan Program 

Pelatihan Literasi Digital 

bagi Tenaga Pendidik dan 

Orang Tua. 

a. Pelatihan dan Workshop 

Literasi Digital. 

b. Program Edukasi Literasi 

Digital. 

c. Penyediaan Sumber Daya dan 

Konten Edukatif. 

3 Meningkatkan investasi 

dalam infrastruktur 

teknologi melalui program 

pengembangan kemitraan 

dengan perusahaan 

teknologi digital. 

a. Pengembangan Infrastruktur 

Teknologi. 

b. Program Pelatihan Tenaga 

Kerja. 

c. Investasi dalam Penelitian 

dan Pengembangan. 

4 Mengembangkan kurikulum 

yang mencakup berbagai 

aspek literasi digital untuk 

a. Pemetaan kompetensi literasi 

digital yang dibutuhkan. 



428 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia. 

b. Pengembangan Kurikulum 

Literasi Digital 

c. Pelatihan Guru dalam 

Implementasi Kurikulum 

Literasi Digital. 

5 
Melakukan kampanye 

literasi digital melalui 

platform digital media sosial 

dan membuat program 

mentoring literasi digital. 

a. Kampanye Literasi Digital di 

Media Sosial. 

b. Program Mentoring Literasi 

Digital. 

c. Pelatihan bagi Penyedia 

Konten Digital. 

 

 Berdasarkan rekomendasi program pada Tabel 2, maka 

selanjutnya akan dibahas program-program tersebut 

berdasarkan strategi Strength-Opportunities (SO), pada sub 

bab hasil analisis dan pembahasan. 

 

2. Hasil Analisis dan Pembahasan 

 Bagian ini akan menganalisis dan membahas program-

program yang sudah ditetapkan sebagai prioritas dari strategi 

Strength-Opportunities (SO) berdasarkan strategi yang disajikan 

pada matriks strategi Gambar 3. 

1) Strategi Meningkatkan Program Pengembangan 

Kepemimpinan dalam Menghadapi Perubahan 

Kebijakan. 

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan adalah 

sebagai berikut : 

a.  Pelatihan dan Konsultasi Kepemimpinan. 

Mengadakan pelatihan dan konsultasi kepemimpinan 

terkait literasi digital bagi para pemimpin di sektor publik 

dan swasta. Pelatihan dan konsultasi ini dapat membantu 

para pemimpin memahami perubahan kebijakan literasi 

digital dan bagaimana mereka dapat 

mengimplementasikannya dalam organisasi mereka. 

Pelatihan ini harus mencakup keterampilan dalam 

mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan literasi 
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digital di masyarakat, membangun strategi yang efektif 

untuk mengatasi masalah tersebut, dan melakukan 

pengawasan terhadap implementasi kebijakan literasi 

digital. Pelatihan juga harus mencakup keterampilan 

dalam membangun dan mempertahankan hubungan 

dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor 

swasta dan masyarakat sipil. 

Masa saat ini, sejak pandemi Covid-19 telah semakin 

mengokohkan beberapa situasi masa depan yang disebut 

dengan era disruptif, era milenial, era digital 4.0 dan era 

society 5.0. Agar menjadi pemimpin masa depan yang 

sesuai harapan dan kondisi, serta karakteristik masa depan, 

maka seseorang membutuhkan karakter (soft skills) dan 

ketrampilan atau kompetensi (hard skills) yang sesuai 

dengan kebutuhan zaman. Mereka harus memiliki 

kemauan, tekad, dan terbuka untuk melakukan 

penyesuaian-penyesuaian dalam berbagai hal, termasuk 

adanya perubahan terhadap kebijakan terkait literasi 

digital. Salah satu strategi untuk beroleh softskill dan 

hardskill yang sesuai dengan kebutuhan zaman adalah 

dilaksanakannya pelatihan dan konsultasi kepemimpinan 

yang efektif terkait dengan literasi digital. Efektivitas 

pelatihan kepemimpinan tidak hanya tergantung pada pada 

sistem pelatihan kepemimpinan itu sendiri, tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor kesiapan peserta pelatihan dan 

juga lingkungan organisasi. 

Konsultasi kepemimpinan dapat membantu pemimpin 

dalam mengidentifikasi masalah atau isu yang perlu diatasi 

dengan perubahan kebijakan. Dengan memperoleh 

perspektif dari konsultan kepemimpinan yang 

berpengalaman dan ahli di bidangnya, pemimpin dapat 

memahami masalah yang mendasari dan memperbaiki 

kebijakan yang kurang efektif, serta mengembangkan 

strategi untuk memperbaiki kebijakan yang ada, atau 
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mengimplementasikan perubahan kebijakan yang lebih 

efektif. 

b. Pendekatan Kolaboratif. 

Mengadakan pertemuan antar pemimpin dan praktisi 

literasi digital untuk membahas tantangan dan peluang 

yang terkait dengan perubahan kebijakan literasi digital. 

Ini akan memungkinkan pemimpin untuk berbagi 

pengalaman dan belajar satu sama lain untuk 

mengembangkan strategi yang efektif untuk memenuhi 

tujuan kebijakan literasi digital. Pertukaran pengalaman 

dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka atau secara 

virtual, dan dapat mencakup pembahasan tentang strategi 

literasi digital yang efektif, pembelajaran terbaik dari 

kebijakan literasi digital yang ada, dan tantangan yang 

dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan literasi 

digital. Pemerintah dapat memfasilitasi pertukaran 

pengalaman ini dan memastikan bahwa semua pemimpin 

kebijakan literasi digital dapat berpartisipasi. 

Pendekatan kolaboratif melalui program pertukaran 

pengalaman dalam kepempinan di era digital sangatlah 

dibutuhkan karena tantangan bagi para pemimpin bukan 

hanya terkait cara beradaptasi dengan perangkat teknologi 

digital saja, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan 

karakter dan potensi dari personilnya yang lahir dan 

tumbuh kembang di era digital, dan barangkali ada juga 

diantara personil yang masih belum memahami esensi 

keberadaan digitalisasi atau belum memiliki kemampuan 

dalam beradaptasi terhadap digital, sehingga pemimpin 

dituntut untuk terlebih dahulu memiliki pemahaman dan 

kemampuan dasar terkait teknologi digital dan 

pemanfaatannya. 

c. Penelitian dan Evaluasi Kebijakan Literasi Digital. 

Melakukan penelitian dan evaluasi secara teratur terhadap 

kebijakan literasi digital yang ada untuk memastikan 
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bahwa kebijakan tersebut efektif dan efisien dalam 

mencapai tujuan literasi digital yang diinginkan. Hasil 

penelitian dan evaluasi ini harus digunakan untuk 

membuat perubahan yang diperlukan pada kebijakan yang 

ada dan untuk memperbaiki program-program pelatihan 

dan kampanye literasi digital. Dalam pembaharuan 

kebijakan dan program pendidikan, kegiatan evaluasi 

terhadap program yang sedang maupun telah berjalan 

sebelumnya, perlu dilakukan dengan baik, dengan 

menjadikan hasil evaluasi program sebelumnya menjadi 

acuan yang tidak dapat ditinggalkan. Sejumlah penelitian 

terkait dengan evaluasi atas kebijakan literasi baik sekolah 

maupun di masyakat, telah banyak dilakukan, diantaranya 

adalah Evaluasi Program Gerakan Literasi Sekolah di 

Sekolah Dasar. 

 

2) Strategi Mengembangkan Program Pelatihan Literasi 

Digital bagi Tenaga Pendidik dan Orang Tua 

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan adalah 

sebagai berikut : 

a.  Pelatihan dan Workshop Literasi Digital. 

Mengadakan pelatihan dan workshop literasi digital bagi 

tenaga pendidik dan orang tua. Pelatihan ini dapat 

membantu mereka memahami kepentingan literasi digital 

dan bagaimana cara menggunakan teknologi secara efektif 

dan aman. Workshop ini juga dapat membantu mereka 

mengembangkan strategi dan aktivitas pembelajaran yang 

menarik bagi anak-anak dan siswa mereka. 

Penyelenggaraan workhsop literasi digital dalam proses 

pembelajaran telah banyak dilaksanakan bagi guru-guru 

maupun bagi orang tua. 

b.  Program Edukasi Literasi Digital. 

Membuat program edukasi literasi digital bagi anak-anak 

dan siswa. Program ini dapat mencakup aspek-aspek 
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seperti keamanan online, penggunaan media sosial yang 

bertanggung jawab, pemahaman tentang privasi dan data, 

penangkalan hoax dan cyberbullying, dan lain sebagainya. 

Dalam program ini, orang tua dan tenaga pendidik dapat 

berperan sebagai fasilitator dan membantu siswa 

mengembangkan keterampilan literasi digital mereka. 

c. Penyediaan Sumber Daya dan Konten Edukatif. 

Membuat sumber daya dan konten edukatif yang dapat 

diakses oleh tenaga pendidik dan orang tua untuk 

membantu mereka mengajar literasi digital kepada anak-

anak dan siswa mereka. Konten ini dapat berupa video, 

infografis, buku panduan, atau sumber daya online 

lainnya. Pemerintah dapat bermitra dengan organisasi dan 

komunitas untuk membuat sumber daya ini lebih mudah 

diakses dan dipahami oleh orang tua dan tenaga pendidik. 

 

3) Strategi Meningkatkan Investasi dalam Infrastruktur 

Teknologi Melalui Program Pengembangan Kemitraan 

dengan Perusahaan Teknologi Digital. 

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan adalah 

sebagai berikut : 

a. Pengembangan Infrastruktur Teknologi. 

Mengembangkan infrastruktur teknologi yang memadai, 

seperti jaringan broadband dan koneksi internet yang lebih 

cepat dan stabil. Pemerintah dapat bekerja sama dengan 

perusahaan teknologi digital untuk membangun dan 

meningkatkan infrastruktur ini. Dalam rangka 

meningkatkan investasi, pemerintah dapat menawarkan 

insentif seperti peraturan pajak yang lebih ramah bagi 

perusahaan yang berinvestasi dalam infrastruktur 

teknologi. 
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b.  Program Pelatihan Tenaga Kerja Terampil di bidang 

Teknologi Digital 

Mengembangkan program pelatihan tenaga kerja di bidang 

teknologi digital untuk memperkuat keahlian dan 

pengetahuan teknis, serta membantu menciptakan 

lapangan kerja di sektor teknologi digital. Pemerintah 

dapat bermitra dengan perusahaan teknologi digital untuk 

mengembangkan program pelatihan yang sesuai dengan 

kebutuhan industri, sehingga dapat meningkatkan daya 

saing dan membuka lapangan kerja baru di sektor 

teknologi. 

c.  Investasi dalam Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di 

Bidang Teknologi Digital 

Meningkatkan investasi dalam penelitian dan 

pengembangan di bidang teknologi digital untuk 

memperkuat keunggulan teknologi dan inovasi dalam 

negeri. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan 

teknologi digital untuk membangun pusat riset dan 

pengembangan serta memberikan dukungan keuangan dan 

insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam 

penelitian dan pengembangan di Indonesia. 

 

4) Strategi Mengembangkan Kurikulum yang Mencakup 

Berbagai Aspek Literasi Digital untuk Peningkatan 

Kualitas Sumber Daya Manusia. 

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan adalah 

sebagai berikut : 

a. Pemetaan kompetensi literasi digital yang dibutuhkan. 

Pemerintah dapat memulai dengan mengidentifikasi 

kompetensi literasi digital yang dibutuhkan untuk 

menghadapi tantangan di masa depan. Misalnya, 

kompetensi dalam hal penggunaan perangkat lunak dan 

aplikasi, pengelolaan data, keamanan siber, dan kreativitas 
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digital. Kompetensi-kompetensi ini kemudian dapat 

menjadi dasar pengembangan kurikulum literasi digital. 

b. Pengembangan Kurikulum Literasi Digital. 

Pemerintah dapat mengembangkan kurikulum literasi 

digital yang mencakup kompetensi-kompetensi yang telah 

diidentifikasi sebelumnya. Kurikulum ini dapat dirancang 

untuk berbagai tingkat pendidikan, mulai dari Sekolah 

Dasar hingga Perguruan Tinggi. Kurikulum tersebut juga 

dapat mencakup modul khusus untuk siswa yang 

membutuhkan pendekatan khusus dalam belajar, seperti 

anak-anak dengan kebutuhan khusus atau siswa yang 

berasal dari latar belakang kurang mampu. 

c. Pelatihan Guru dalam Implementasi Kurikulum Literasi 

Digital. 

Setelah pengembangan kurikulum, pemerintah dapat 

memberikan pelatihan kepada guru tentang bagaimana 

mengimplementasikan kurikulum literasi digital dalam 

pembelajaran. Pelatihan ini dapat mencakup materi 

tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran, 

pengelolaan data, keamanan siber, dan kreativitas digital. 

Dalam pelatihan ini, guru juga dapat mempelajari teknik-

teknik untuk mengajarkan literasi digital kepada siswa 

dengan cara yang menarik dan interaktif. 

 

5) Strategi Melakukan Kampanye Literasi Digital Melalui 

Platform Digital Media Sosial dan Membuat Program 

Mentoring Literasi Digital. 

Adapun program kegiatan yang direkomendasikan adalah 

sebagai berikut : 

a. Kampanye Literasi Digital di Media Sosial. 

Melakukan kampanye literasi digital melalui platform 

digital media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman tentang pentingnya literasi digital. Kampanye 

ini dapat berupa konten-konten informatif seperti video 
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tutorial, infografis, gambar, dan artikel yang dapat diakses 

secara online oleh masyarakat luas. Pemerintah dapat 

bekerja sama dengan perusahaan teknologi digital untuk 

memperluas jangkauan kampanye ini dan memastikan 

bahwa konten yang disajikan relevan dan mudah 

dipahami. 

b. Program Mentoring Literasi Digital 

Mengembangkan program mentoring literasi digital yang 

dapat diikuti oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. 

Program mentoring ini dapat mencakup materi-materi 

seperti penggunaan perangkat lunak dan aplikasi, 

keamanan online, media sosial yang bertanggung jawab, 

dan literasi data dan informasi. Pemerintah dapat bekerja 

sama dengan organisasi dan komunitas untuk 

mengembangkan program mentoring ini dan memastikan 

bahwa mereka dapat diakses oleh semua masyarakat di 

seluruh negeri. 

c. Pelatihan bagi Penyedia Konten Digital. 

Memberikan pelatihan bagi penyedia konten digital untuk 

memastikan bahwa konten yang disajikan di media sosial 

dan platform digital lainnya mempromosikan literasi 

digital yang positif dan bertanggung jawab. Pelatihan ini 

dapat mencakup pedoman tentang penggunaan bahasa 

yang tepat dan bertanggung jawab, pembuatan konten 

yang informatif dan mudah dipahami, serta penanganan 

yang tepat terhadap konten yang bersifat tidak layak atau 

tidak benar. Pemerintah dapat bekerja sama dengan 

perusahaan teknologi digital untuk memberikan pelatihan 

ini dan memastikan bahwa penyedia konten digital di 

seluruh negeri memahami pentingnya literasi digital. 

 

Secara keseluruhan, program-program yang telah diuraikan di 

atas, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan 

ketrampilan literasi digital masyakarat secara luas. Dengan 
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demikian diharapkan dapat mengurangi kesenjangan digital, 

membangun masyarakat yang lebih siap menghadapi era 

digital, dan meningkatkan partisipasi aktif dalam 

pemanfaatan teknologi digital secara positif, aman, dan 

bertanggung jawab. Dukungan terhadap adanya kebijakan 

yang terkait literasi digital sangat dibutuhkan, mengingat 

pentingnya literasi digital dalam era digital saat ini. Kebijakan 

literasi digital dapat membantu meningkatkan aksesbilitas 

teknologi digital di seluruh negeri, termasuk di wilayah 

perdesaan, serta membantu mengurangi adanya kesenjangan 

digital antara kelompok masyarakat yang memiliki 

pemahaman yang lebih baik terhadap teknologi digital 

dengan mereka yang masih tertinggal. Dengan adanya 

kebijakan literasi digital, kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya literasi digital dan dampaknya terhadap 

kehidupan sehari-hari dapat ditingkatkan, sehingga mampu 

mendorong masyarakat untuk mengadopsi perilaku yang 

lebih bijaksana dan aman dalam menggunakan teknologi 

digital, serta membantu masyarakat dalam menghadapi 

perubahan dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang 

semakin didominasi oleh teknologi digital. 

Namun untuk memastikan keberhasilan kebijakan literasi 

digital, perlu adanya komitmen dan kerjasama antara 

pemerintah, sektor swasta, sektor pendidikan, dan 

masyarakat, serta upaya yang berkelanjutan untuk 

mengimplementasi kebijakan tersebut, dan memastikan 

bahwa manfaat literasi digital dapat dirasakan oleh seluruh 

masyarakat Indonesia. 
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C. Penutup 

1. Kesimpulan 

 Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik 

berdasarkan hasil Analisis SWOT Kebijakan Literasi Digital, 

yaitu : 

1. Kebijakan literasi digital memiliki potensi besar untuk 

meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat 

dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan 

oleh teknologi digital. Dengan adanya akses yang lebih luas 

dan peningkatan kesadaran, literasi digital dapat menjadi alat 

yang efektif untuk mengurangi kesenjangan digital dan 

meningkatkan partisipasi aktif dalam era digital. 

2. Salah satu tantangan utama adalah ketidakmerataan 

aksesibilitas teknologi digital antara wilayah perkotaan dan 

pedesaan, serta kelompok sosial ekonomi yang berbeda. 

Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua 

lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengakses dan memanfaatkan literasi digital. 

3. Dalam menghadapi tantangan literasi digital, terdapat 

peluang besar untuk kolaborasi antara pemerintah, sektor 

pendidikan, industri teknologi, dan masyarakat. Kerjasama 

yang kuat dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan 

akan memperkuat implementasi kebijakan literasi digital dan 

memaksimalkan dampaknya. 

4. Pentingnya pendekatan holistik, dimana literasi digital tidak 

hanya melibatkan penggunaan teknologi, tetapi juga 

melibatkan pemahaman tentang keamanan siber, evaluasi 

informasi, etika digital, dan keterampilan kritis lainnya 

5. Perlunya evaluasi dan pemantauan untuk memastikan 

keberhasilan kebijakan literasi digital. Hal ini akan membantu 

mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan area perbaikan 

yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas 

kebijakan. 
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 Kesimpulan-kesimpulan ini dapat digunakan sebagai 

landasan untuk merancang strategi implementasi yang lebih 

efektif dan berkelanjutan dalam kebijakan literasi digital. 

 

2. Rekomendasi 

Berdasarkan keseluruhan strategi yang dihasilkan oleh 

analisis SWOT kebijakan literasi digital, terdapat beberapa 

rekomendasi strategis yang dapat dilakukan: 

1. Memperkuat aksesibilitas untuk mengurangi kesenjangan 

aksesibilitas teknologi digital antara wilayah perkotaan dan 

pedesaan, serta kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Hal 

ini dapat dilakukan dengan memperluas infrastruktur 

teknologi, meningkatkan konektivitas internet, dan 

menyediakan perangkat yang terjangkau kepada masyarakat. 

2. Meningkatkan kerjasamayang kuat antara pemerintah, sektor 

pendidikan, industri teknologi, dan masyarakat. Kolaborasi 

ini dapat melibatkan penyediaan sumber daya, pelatihan, dan 

pengembangan kurikulum yang mencakup literasi digital. 

3. Fokus pada pelatihan literasi digital yang efektif kepada 

tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat umum. Pelatihan 

ini harus meliputi keterampilan dasar dalam penggunaan 

teknologi, kritikalitas dalam mengonsumsi informasi digital, 

keamanan siber, dan pemanfaatan teknologi digital dalam 

berbagai konteks. 

4. Integrasikan literasi digital ke dalam kurikulum sehingga 

akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memperoleh pemahaman dan keterampilan yang diperlukan 

dalam dunia digital. Hal ini dapat dilakukan melalui 

penyusunan modul atau pelajaran khusus yang terintegrasi ke 

dalam mata pelajaran yang sudah ada. 

5. Gunakan platform digital media sosial dan kampanye lainnya 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya literasi digital. Kampanye ini dapat menyediakan 
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informasi, saran, dan sumber daya praktis tentang literasi 

digital kepada masyarakat. 

6. Lakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap 

kebijakan literasi digital yang diimplementasikan. Hal ini 

akan membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan, 

hambatan, dan area perbaikan yang perlu diperhatikan. Dari 

hasil evaluasi, lakukan penyesuaian dan perbaikan sesuai 

kebutuhan. 

7. Selain menyediakan pendidikan dan pelatihan, mendorong 

partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital 

juga penting. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan 

komunitas literasi digital, lokakarya, atau program pengajaran 

sebaya. 

 

Rekomendasi-rekomendasi ini dapat membantu dalam 

merancang dan melaksanakan kebijakan literasi digital yang 

efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan masyarakat dalam menghadapi era digital. 
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A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang dan Permasalahan 

eskipun istilah "pendidikan" banyak digunakan dalam 

budaya modern setiap hari, arti sebenarnya masih 

diperdebatkan. Pendidikan memiliki banyak arti yang berbeda, 

tidak hanya di kalangan masyarakat umum tetapi bahkan di 

kalangan spesialis pendidikan. Setiap ahli mendefinisikan 

pendidikan berbeda satu sama lain. Variabilitas definisi ini pada 

hakekatnya merupakan fenomena yang wajar karena terdapat 

banyak disparitas di antara para ahli, terutama yang berkaitan 

dengan latar belakang, antara lain latar belakang sosial, 

pendidikan, budaya, agama, dan lain-lain. 

Analisis Kebijakan Pendidikan Dan Politik Dalam Kajian 

Reformasi Dapat Dilihat Dari Perubahan-Perubahan Yang 

Terjadi Dalam Konteks Sosial, Politik, Dan Pendidikan Suatu 

Negara. Reformasi Adalah Proses Perubahan Sistem Yang 

Dilakukan Untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, 

Memperbaiki Kebijakan Publik, Dan Mengatasi Masalah Yang 

Ada Dalam Masyarakat. Dalam konteks pendidikan, analisis 

kebijakan pendidikan dalam kajian reformasi melibatkan 

evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan yang telah 

diterapkan sebelumnya, mengidentifikasi kelemahan dan 

keberhasilan yang ada,dan merumuskan strategi perubahan yang 

lebih baik untuk memperbaiki sistem pendidikan. Tujuan dari 

analisis ini adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang 

M 

BAB 12 
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lebih inklusif, berkualitas, dan mampu memenuhi tuntutan 

zaman. Dalam konteks politik, analisis kebijakan politik dalam 

kajian reformasi berkaitan dengan evaluasi terhadap kebijakan-

kebijakan politik yang ada, sistem politik yang berlaku, serta 

peran dan interaksi antara berbagai aktor politik dalam proses 

pengambilan keputusan. Dalam kajian reformasi, analisis 

kebijakan politik bertujuan untuk mendorong perubahan dalam 

sistem politik yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.  

Analisis kebijakan pendidikan dan politik dalam kajian 

reformasi dapat melibatkan beberapa faktor antara lain sebagai 

berikut: (1). Tuntutan masyarakat: Perubahan dalam tuntutan 

masyarakat terhadap sistem pendidikan dan politik yang lebih 

baik seringkali menjadi pendorong utama bagi adanya kajian 

reformasi. Masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya 

pendidikan berkualitas dan sistem politik yang akuntabel 

cenderung mendorong perubahan. (2) Evaluasi kebijakan 

sebelumnya: Analisis kebijakan pendidikan dan politik dalam 

kajian reformasi melibatkan evaluasi terhadap kebijakan-

kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Evaluasi ini 

mengidentifikasi kelemahan dan keberhasilan dari kebijakan-

kebijakan tersebut sebagai dasar untuk merumuskan perubahan 

kebijakan yang lebih baik. (3) Perubahan sosial dan politik: 

Perubahan sosial dan politik dalam suatu negara, seperti 

perubahan demografi, perkembangan teknologi, dan pergeseran 

kekuatan politik, dapat menjadi faktor pendorong untuk 

melakukan analisis kebijakan pendidikan dan politik dalam 

kajian reformasi. Perubahan tersebut seringkali menciptakan 

kebutuhan akan adaptasi kebijakan agar tetap relevan dengan 

kondisi yang baru. (4). Pengalaman negara lain: Analisis 

kebijakan pendidikan dan politik dalam kajian reformasi juga 

dapat dipengaruhi oleh pengalaman negara lain dalam 

melakukan reformasi. Melihat contoh keberhasilan atau 

kegagalan reformasi di negara lain dapat memberikan wawasan 

dan pembelajaran yang berharga dalam merumuskan strategi 
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perubahan.  Penjelsan Di Atas Dapat Di Identifikasih masalah  

Bahwa Pendidikan dan politik Secara  nasional  saat  ini  

menghadapi  problem atau masalah  yang perlu diprioritaskan 

penanggulangannya, yaitu:  1. Pendidikan Yang Setara. Jika 

inisiatif pemerintah di bidang pendidikan tidak mencakup semua 

masalah nasional di bawah lingkup Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, maka besar kecilnya negara menjadi keuntungan 

sekaligus masalah. Tugas untuk mencapai pemerataan dalam 

sistem pendidikan harus diselesaikan secara bertahap dan 

konsisten. Karena merupakan tanggung jawab setiap orang 

untuk memajukan negaranya dengan memperoleh pendidikan 

yang berkualitas. 2. Standar Pendidikan. Standar pertumbuhan 

sumber daya manusia suatu bangsa didasarkan pada kualitas 

sistem pendidikannya. Jika pendidikan belum mencapai 

tujuannya, maka masih harus berkembang dari segi kualitas. 

Penilaian awal kaliber produk pendidikan dilakukan. 3. 

Pendidikan yang Efektif. Fokus efisiensi pendidikan adalah pada 

seberapa efektif sistem pendidikan dapat menggunakan sumber 

dayanya untuk melaksanakan tujuan pendidikan tertentu. 

Tingkat efisiensinya yang tinggi dapat disimpulkan jika 

digunakan dengan benar dan menghemat energi. Sebaliknya, 

jika terjadi sebaliknya, sistem pendidikan tidak efektif. 

Penyelenggaraan pendidikan, tenaga pendidik dan 

kependidikan, sarana dan prasarana yang digunakan, serta 

sumber daya manusia pada tingkat lembaga pendidikan 

merupakan beberapa persoalan yang berkaitan dengan persoalan 

efisiensi pendidikan. 4. Masalah dengan Relevansi Pendidikan. 

Sejauh mana sistem pendidikan dapat memberikan hasil yang 

sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan nasional disebut sebagai 

relevansi pendidikan. Semua disiplin ilmu seharusnya termasuk 

produk pendidikan. 

Pendidikan politik diartikan sebagai proses pembelajaran 

dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab 

setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
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dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. 

Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 34 ayat 3a, bahwa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan 

memberikan dukungan finansial untuk inisiatif pendidikan 

politik yang dilakukan oleh partai politik dan masyarakat. 

Penjelasan dan permasalahan yang di identifikasih serta 

rumusan masalah yang diatas  maka di pandang perlu 

menganalisis kebijakan melibatkan tinjauan terhadap kebijakan 

pendidikan dan politik yang telah diterapkan. Identifikasi 

kebijakan yang relevan dan pelajari konteks pelaksanaannya. 

 

2. Dasar Hukum Kebijakan 

Proses pembuatan kebijakan termasuk menerapkannya. 

Menurut Hasbulla, proses pembuatan kebijakan adalah aktivitas 

politik yang terjadi selama berbagai tahapan pembuatan 

kebijakan politik. Kegiatan politik ini digambarkan sebagai 

proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai 

rangkaian tahapan yang saling bergantung satu sama lain dan 

disusun menurut urutan waktu, seperti penetapan agenda, 

perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi 

kebijakan, dan penilaian kebijakan. . Tergantung pada negara 

dan sistem hukum yang sesuai, landasan hukum untuk kebijakan 

pendidikan dan politik dapat berubah. 

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses 

pembuatan kebijakan (policy making process). Seperti 

dinyatakan  Hasbulla  [4]bahwa proses pembuatan kebijakan 

merupakan   proses   politik   yang berlangsung dalam tahap-

tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini 

dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan 

divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling 

bergantung satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, 

seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi 

kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan 
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Dasar hukum kebijakan pendidikan dan politik dapat berbeda-

beda tergantung pada negara dan sistem hukum yang berlaku.  

Berikut ini adalah beberapa undang-undang dan peraturan 

menteri yang mengatur sistem pendidikan Dan Politik di 

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945: Merupakan konstitusi Indonesia yang menyediakan 

dasar hukum untuk pendidikan dan politik di negara ini. Undang-

Undang Dasar mengatur hak-hak dan kewajiban warga negara, 

termasuk hak untuk pendidikan dan hak-hak politik. (1). Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional: Undang-undang ini merupakan 

dasar hukum utama yang mengatur sistem pendidikan di 

Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek 

pendidikan, termasuk tujuan pendidikan nasional, prinsip-prinsip 

pendidikan, struktur pendidikan, kurikulum, penyelenggaraan 

pendidikan, dan pengelolaan pendidikan.  (2). Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen: Undang-undang ini mengatur tentang hak, tugas, 

kewajiban, pengembangan profesional, dan sertifikasi bagi guru 

dan dosen di Indonesia. (3)Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Undang-

undang ini mengatur tentang pendidikan tinggi di Indonesia, 

termasuk tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi, kurikulum, 

akreditasi, dan pengelolaan perguruan tinggi. (4). Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia 

Dini: Peraturan ini mengatur tentang standar proses pendidikan 

anak usia dini, termasuk standar kurikulum dan pendekatan 

pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. 

(5).Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah: Peraturan ini mengatur tentang 

standar proses pendidikan dasar dan menengah, termasuk standar 

kurikulum. Standar kurikulum mencakup kompetensi inti, 
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kompetensi dasar, alokasi waktu pembelajaran, dan pendekatan 

pembelajaran. (6).Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada 

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah: Peraturan ini mengatur tentang kompetensi inti dan 

kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 untuk jenjang 

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah 

(MTs). (7).Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah: Peraturan ini mengatur tentang 

standar isi pendidikan dasar dan menengah, termasuk konten dan 

materi pembelajaran yang harus diajarkan dalam kurikulum. 

(8).Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang 

Standar Nasional Pendidikan: Peraturan ini menetapkan standar 

nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, 

standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pendidikan. 

(9).Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pendidikan Karakter: Peraturan ini mengatur tentang 

pelaksanaan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan 

sebagai bagian dari pendidikan nasional. Dari keterangan dasar 

hukum jelas bahwa Pendidikan dan politik saling keterkaitan 

dalam pelaksanaannya, atau implentasinya dalam pengambilan 

kebijakan baik dalam bidang Pendidikan maupun politik, Literasi 

politik Juga merupakan aspek penting dalam konsoli- dasi 

demokrasi. Kurangnya pemahaman tentang isu-isu politik dan 

kegiatan politik tidak jarang menyebabkan masyarakat apatis 

terhadap berbagai proses demokrasi dan dinamika politik 

pemerintahan di sekitarnya. 
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Dasar hukum  diatas merupakan Langkah menganalisis 

kebijakan Pendidikan dan politik  dalam membangun dan 

mengembangakan Pendidikan dan politik sehingga terbitlah 

undang- undang dan peratauran Menteri, yang di buat oleh 

pemerintah  dari hal ini  maka perlu dilakukan Langkah analisis 

kebijakan Pendidikan dan politik melalui analisis swot. 

 

B. Analisis Kebijakan Pendidikan Dan Politik Dalam Kajian 

Reformasi 

1. Analisis SWOT 

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) pendidikan dan politik dalam kajian reformasi dapat 

memberikan pemahaman tentang kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan ancaman yang terkait dengan sektor pendidikan dan politik 

dalam konteks perubahan sistemik. Berikut adalah analisis 

SWOT pendidikan dan politik dalam kajian reformasi 

A. Mengidentifikasi faktor-faktor internal yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan. 

Berikut adalah beberapa faktor internal yang menjadi 

kekuatan (strengths) dalam mempengaruhi Pendidikan dan 

politik Model kelembagaan berpendapat bahwa tugas 

membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah,   jadi 

apapun yang telah dibuat pemerintah, dengan cara apapun 

adalah kebijakan publik. Model ini mendasarkan kepada 

fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah, di setiap sektor 

dan tingkat, di dalam perumusan kebijakan. 

1. Akses pendidikan yang luas S1 

  Adanya upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi 

semua lapisan masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam 

kajian reformasi. Misalnya, program beasiswa atau subsidi 

pendidikan yang memungkinkan akses yang lebih luas ke 

pendidikan. 
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2. Kualitas pendidikan yang mumpuni S2 

Adanya lembaga pendidikan yang unggul dan tenaga 

pendidik berkualitas merupakan kekuatan dalam kajian 

reformasi. Kualitas pendidikan yang baik dapat membantu 

menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan siap 

bersaing di pasar global.  

 

Berikut adalah beberapa faktor internal yang menjadi 

kelemahan (weakness) dan mempengaruhi kebijakan 

Pendidikan dan politik  

1. Ketimpangan akses Pendidikan w1  

Ketimpangan dalam akses pendidikan antara daerah 

perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial, 

dapat menjadi kelemahan dalam kajian reformasi. 

Perlunya upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut 

agar semua individu memiliki kesempatan yang sama 

dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. 

2. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan politik w2 

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan politik dapat menjadi kelemahan 

dalam kajian reformasi. Partisipasi yang rendah dapat 

mengurangi legitimasi kebijakan yang dihasilkan dan 

menghambat perubahan yang efektif. 

 

B. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menjadi 

peluang dan ancaman. 

Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang menjadi 

peluang (opportunities) dan mempengaruhi kebijakan 

Pendidikan dan politik: 

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi O1 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 

memberikan peluang untuk meningkatkan akses 

pendidikan, pengembangan kurikulum yang inovatif, serta 
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keterlibatan masyarakat dalam proses politik melalui 

platform digital.  

2. Kebijakan reformasi politik  02 

Adanya kebijakan reformasi politik yang mengarah pada 

peningkatan partisipasi publik, transparansi, dan 

akuntabilitas dapat menjadi peluang dalam kajian 

reformasi. Reformasi politik yang dilakukan dengan baik 

dapat menciptakan kondisi yang lebih demokratis dan 

inklusif. 

Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang menjadi 

ancaman (threats) dan mempengaruhi kebijakan 

Pendidikan dan politik  

1. Ketidakstabilan politik T1 

Ketidakstabilan politik, konflik, atau ketegangan politik 

dapat menjadi ancaman dalam kajian reformasi. 

Ketidakstabilan politik dapat menghambat 

implementasi kebijakan pendidikan dan politik yang 

efektif.  

2. Ketimpangan sosial dan ekonomi T2 

  Ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi dapat 

menjadi ancaman dalam kajian reformasi. Ketimpangan 

tersebut dapat memperburuk akses pendidikan yang 

tidak merata dan mempengaruhi partisipasi politik yang 

adil. 

 

Berdasarkan urain di atas yang telah di uraikan, maka berikut 

disajikan  matrik Analisis SWOT.  
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C. Matriks Analisis SWOT, dengan memasukkan faktor-

faktor internal dan eksternal ke dalam kotak-kotak 

matriks yang sesuai. 

 

Tabel 1. Analisis Matriks SWOT 

 

KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS) 

S1. Akses pendidikan yang luas 

S2. Kualitas pendidikan yang 

mumpuni 

W15. Ketimpangan akses 

Pendidikan 

W16. Kurangnya keterlibatan 

masyarakat dalam 

pengambilan keputusan 

politik 

PELUANG 

(OPPORTUNITIES) 
ANCAMAN (THREATS) 

O24. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi 

O25. Kebijakan reformasi politik   

T15. Ketidakstabilan politik 

T16. Ketimpangan sosial dan 

ekonomi 

Gambar 1. Matriks SWOT Kebijakan Pendidikan Dan Politik  

 

Berdasarkan matriks analis SWOT pada Gambar 2 Di atas, 

maka selanjutnya dikembangkan beberapa strategi 

memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi 

kelemahan dan ancaman. 

 

D. Mengembangkan strategi, untuk memaksimalkan 

kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan 

ancaman. 

Berdasarkan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan 

kelemahan, serta eksternal berupa peluang dan ancaman, 

maka selanjutnya dikembangkanlah dan di kaitkan dengan  

sejumla strategi,  karena  Pendidikan bukan hanya dalam 

ruang lingkup sosial dan budaya, tetapi mencakup pada segala 

bidang, termasuk bidang politik :berikut Strategi SO 
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(Strengths-Opportunities), Strategi WO (Weakness-

Opportunities), Strategi ST (Strengths-Threats), dan Strategi 

WT (Weakness-Threats), yang akan dijelaskan sebagai 

berikut :   

a. Kekuatan (Strengths) dan strategi yang di hasilkan SO 

Berikut ini adalah kaitannya beberapa strategi yang 

menggunakan kekuatan (Strengths) untuk memanfaatkan 

peluang (Opportunities) dalam pendidikan dan politik: 1) 

Meningkatkan akses pendidikan melalui teknologi:  

Mengembangkan program e-learning dan pembelajaran 

jarak jauh untuk memberikan akses pendidikan yang lebih 

luas dan fleksibel kepada masyarakat, terutama di daerah 

terpencil dan pedesaan. Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk menyediakan konten 

pendidikan berkualitas, seperti video pembelajaran, materi 

interaktif, dan platform belajar online. 2).Memperluas 

kesempatan partisipasi politik melalui media sosial: 

Menggunakan media sosial sebagai alat untuk 

mempromosikan partisipasi politik masyarakat, seperti 

menyebarkan informasi tentang pemilihan umum, debat 

politik, atau kampanye sosial. Mendorong dialog dan 

diskusi politik melalui platform media sosial untuk 

memperluas partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan politik. 3).Mengembangkan 

kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan dan 

organisasi masyarakat sipil: Berkolaborasi dengan 

lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum 

yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan 

perkembangan teknologi. Menjalin kemitraan dengan 

organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pendidikan 

dan politik untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, 

dan keterlibatan masyarakat. 4). Mendorong inovasi dalam 

pembelajaran dan pengembangan kurikulum: Mendorong 

pengembangan metode pembelajaran yang inovatif, 
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seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran 

berbasis masalah, atau pembelajaran kolaboratif, untuk 

meningkatkan keterlibatan dan minat siswa dalam 

pendidikan. 5). Mengadopsi pendekatan kurikulum yang 

inklusif dan holistik, yang mencakup aspek sosial, 

ekonomi, lingkungan, dan budaya. 

Membangun jejaring internasional untuk pertukaran 

pengetahuan dan pengalaman: Membangun hubungan 

kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi 

internasional dalam rangka pertukaran pengetahuan, 

pengalaman, dan praktik terbaik dalam bidang pendidikan 

dan politik. Mengikuti dan mengadakan konferensi, 

seminar, atau pertemuan internasional untuk memperluas 

wawasan dan koneksi dengan pemangku kepentingan 

global dalam bidang pendidikan dan politik. 6). 

Mendorong partisipasi siswa dalam pengambilan 

keputusan sekolah: Membangun struktur partisipasi siswa 

di tingkat sekolah, seperti dewan siswa atau komite siswa, 

yang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan 

terkait kegiatan sekolah dan peningkatan kualitas 

pendidikan. Memberikan pelatihan dan pendampingan 

kepada siswa dalam hal kepemimpinan, kerjasama, dan 

kemampuan komunikasi untuk mempersiapkan mereka 

menjadi pemimpin masa depan. 

b. Kelemahan (Weaknesses) dan strategi yang di hasilkan 

WO 

Ketimpangan akses pendidikan: Ketimpangan dalam akses 

pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta 

antara kelompok sosial, dapat menjadi kelemahan dalam 

kajian reformasi. Perlunya upaya untuk mengurangi 

kesenjangan tersebut agar semua individu memiliki 

kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan 

yang berkualitas. Kurangnya keterlibatan masyarakat 

dalam pengambilan keputusan politik: Kurangnya 
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partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan politik dapat menjadi kelemahan dalam kajian 

reformasi. Partisipasi yang rendah dapat mengurangi 

legitimasi kebijakan yang dihasilkan dan menghambat 

perubahan yang efektif. 

Berikut ini Adalah Beberapa Strategi Yang Menggunakan 

Pemangkasan Kelemahan (Weaknesses) Untuk 

Memanfaatkan Peluang (Opportunities) Dalam 

Pendidikan Dan Politik Sebagai berikut: 1) Meningkatkan 

akses pendidikan melalui mitigasi ketimpangan: 

Mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penyebab 

ketimpangan akses pendidikan, seperti infrastruktur yang 

tidak memadai atau kurangnya dukungan finansial bagi 

kelompok rentan. Mengalokasikan sumber daya tambahan 

dan program khusus untuk mengurangi kesenjangan 

pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta 

antara kelompok sosial. 2) Meningkatkan partisipasi 

politik melalui peningkatan kesadaran: Mengadakan 

kampanye kesadaran politik untuk mengatasi kelemahan 

dalam partisipasi politik, seperti kurangnya pengetahuan 

tentang hak-hak politik atau rasa tidak percaya terhadap 

proses politik. Melakukan pendidikan politik yang terarah, 

baik di tingkat sekolah maupun masyarakat, untuk 

meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi 

dalam pengambilan keputusan politik. 3).Memperkuat 

kualitas pendidikan melalui pengembangan tenaga 

pendidik: Memberikan pelatihan dan pengembangan 

profesional secara terus-menerus kepada guru dan staf 

pendidikan untuk mengatasi kelemahan dalam kualitas 

pendidikan. Mendorong kolaborasi antara lembaga 

pendidikan dengan universitas dan institusi pendidikan 

tinggi untuk memperkuat program pengembangan 

profesional bagi para pendidik. 4).Mengoptimalkan 

penggunaan teknologi dalam pendidikan dan politik: 
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Mengatasi kelemahan dalam pemanfaatan teknologi 

dengan memberikan pelatihan dan akses yang memadai 

bagi guru, siswa, dan masyarakat dalam penggunaan 

teknologi untuk pendidikan dan partisipasi politik. 

Mendorong pengembangan aplikasi atau platform 

teknologi yang mudah digunakan dan relevan dengan 

kebutuhan pendidikan dan partisipasi politik. 

5).Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara 

lembaga dan pemangku kepentingan: Membentuk forum 

atau kelompok kerja untuk meningkatkan koordinasi dan 

kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, 

masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam merumuskan 

kebijakan dan program pendidikan serta politik yang 

efektif. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses 

perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan 

pendidikan dan politik untuk mengatasi kelemahan dan 

memanfaatkan peluang secara holistik. 6).Mendorong 

pendekatan inklusif dalam pendidikan dan politik: 

Memastikan bahwa pendidikan dan politik 

mengakomodasi keberagaman dan kebutuhan individu, 

termasuk mereka yang memiliki kelemahan atau 

berkebutuhan khusus. 

Mendorong pengembangan kebijakan dan program yang 

memperhatikan perspektif gender, budaya, agama, dan 

kelompok minoritas 

c. Peluang (Opportunities) dan strategi yang di hasilkan 

ST 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi: 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 

memberikan peluang untuk meningkatkan akses 

pendidikan, pengembangan kurikulum yang inovatif, serta 

keterlibatan masyarakat dalam proses politik melalui 

platform digital. Kebijakan reformasi politik: Adanya 

kebijakan reformasi politik yang mengarah pada 
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peningkatan partisipasi publik, transparansi, dan 

akuntabilitas dapat menjadi peluang dalam kajian 

reformasi. Reformasi politik yang dilakukan dengan baik 

dapat menciptakan kondisi yang lebih demokratis dan 

inklusif. 

Berikut ini adalah beberapa strategi yang menggunakan 

kekuatan (Strengths) untuk mengatasi ancaman (Threats) 

dalam pendidikan dan politik sebagai berikut 1). 

Meningkatkan literasi politik dan pendidikan masyarakat: 

Menggunakan kekuatan dalam pendidikan untuk 

meningkatkan literasi politik masyarakat, termasuk 

pemahaman tentang proses politik, hak-hak politik, dan 

pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan 

politik. Melibatkan lembaga pendidikan dalam 

menyediakan program pendidikan politik yang 

komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman masyarakat tentang ancaman politik yang ada. 

2).Membangun jejaring dan kemitraan dengan lembaga 

pendidikan dan organisasi terkait: Memanfaatkan 

kekuatan dalam memiliki akses ke lembaga pendidikan 

dan organisasi terkait untuk membangun jejaring dan 

kemitraan yang kuat. Kolaborasi dengan lembaga 

pendidikan untuk mengembangkan program pembelajaran 

yang fokus pada memahami dan mengatasi ancaman 

dalam politik, seperti pelatihan pemikiran kritis dan 

analisis politik. 3).Memperkuat tata kelola pendidikan dan 

politik: Menggunakan kekuatan dalam sistem tata kelola 

yang baik untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas 

dalam pendidikan dan politik. Memastikan adanya 

mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah 

ancaman korupsi, nepotisme, atau praktik tidak etis dalam 

sistem pendidikan dan politik. 4). Mendorong partisipasi 

aktif dalam proses politik: Memanfaatkan kekuatan dalam 

partisipasi masyarakat untuk mengatasi ancaman terhadap 
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proses politik yang kurang inklusif atau otoriter. 

Mendorong partisipasi aktif dalam pemilihan umum, 

kampanye politik, dan debat publik untuk memperkuat 

demokrasi dan mengatasi ancaman terhadap kebebasan 

berpendapat dan keadilan politik. 5).Mengoptimalkan 

penggunaan teknologi dalam pendidikan dan politik: 

Memanfaatkan kekuatan teknologi untuk melawan 

ancaman dalam pendidikan dan politik, seperti 

disinformasi, propaganda, atau serangan siber. 

Mengedukasi masyarakat tentang keamanan digital, 

literasi media, dan keterampilan kritis untuk 

mengidentifikasi dan mengatasi ancaman teknologi dalam 

politik. 6). Memperkuat keadilan dan kesetaraan dalam 

pendidikan dan politik: Menggunakan kekuatan dalam 

komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan untuk 

mengatasi ancaman diskriminasi, segregasi, atau 

marginalisasi dalam pendidikan dan politik. Mendorong 

kebijakan inklusif yang memperhatikan kepentingan dan 

hak-hak kelompok minoritas, perempuan, anak-anak, dan 

kelompok rentan lainnya dalam pendidikan dan politik. 

d. Ancaman (Threats): dan strategi yang di hasilkan WT 

Ketidakstabilan politik: Ketidakstabilan politik, konflik, 

atau ketegangan politik dapat menjadi ancaman dalam 

kajian reformasi. Ketidakstabilan politik dapat 

menghambat implementasi kebijakan pendidikan dan 

politik yang efektif. Ketimpangan sosial dan ekonomi: 

Ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi dapat 

menjadi ancaman dalam kajian reformasi. Ketimpangan 

tersebut dapat memperburuk akses pendidikan yang tidak 

merata dan mempengaruhi partisipasi politik yang adil. 

Untuk menimalkan kelemahan dan menghindari ancaman 

dalam pendidikan dan politik, berikut adalah beberapa 

strategi yang dapat diterapkan: 1).Memperkuat partisipasi 

masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat 
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dalam proses pengambilan keputusan pendidikan dan 

politik melalui mekanisme partisipatif, seperti konsultasi 

publik, forum diskusi, atau kelompok kerja. Membangun 

kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya 

peran aktif dalam pengembangan kebijakan dan tata kelola 

pendidikan dan politik. 2). Meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam 

pengelolaan pendidikan dan politik melalui publikasi 

informasi yang jelas dan mudah diakses tentang kebijakan, 

program, anggaran, dan tindakan politik. Menerapkan 

mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan 

akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, tata kelola 

pendidikan, dan proses politik. 3).Mendorong partisipasi 

siswa dalam pendidikan: Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang 

mempengaruhi mereka, seperti melalui pengembangan 

dewan siswa atau asosiasi siswa. Mendorong pendidikan 

yang responsif dan inklusif, dengan melibatkan siswa dari 

berbagai latar belakang dalam proses perencanaan dan 

evaluasi kurikulum. 4).Meningkatkan kualitas pendidikan 

dan politik: Melakukan evaluasi dan perbaikan berkala 

terhadap sistem pendidikan dan politik, dengan fokus pada 

peningkatan kualitas, relevansi, dan efektivitas. 

Mendorong pengembangan profesionalisme dan kualitas 

tenaga pendidik serta politisi melalui pelatihan, pendidikan 

lanjutan, dan sertifikasi. 5).Memperkuat kerjasama antara 

berbagai pemangku kepentingan: Membangun kemitraan 

yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, 

masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas untuk 

bekerja sama dalam perbaikan pendidikan dan politik. 

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam 

perumusan kebijakan, perencanaan program, dan evaluasi 

untuk memastikan perspektif yang beragam dan 

kepentingan yang saling didengar dan diperhatikan. 
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6).Memanfaatkan teknologi dan inovasi: Memanfaatkan 

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas dalam 

pendidikan dan politik. Mengembangkan platform digital, 

aplikasi mobile, atau sistem online untuk mempermudah 

akses informasi, partisipasi, dan komunikasi antara 

pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. 

Berdasarkan uraian strategi diatas, maka selanjutnya 

dibuatkan  matriks strategi dari analisis SWOT yang dapat 

dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut,  

 

SWOT 

ANALISIS KEBIJAKAN 

PENDIDIKAN DAN 

POLITIK  

KEKUATAN 

(STRENGTH) 

KELEMAHAN 

(WEAKNESS) 

S1. Akses pendidikan 

yang luas 

S2. Kualitas pendidikan 

yang   mumpuni 

W1. Ketimpangan akses 

Pendidikan 

W.2.Kurangnya 

keterlibatan 

masyarakat dalam 

pengambilan 

keputusan politik 

PELUANG 

(OPPORTUNITIES) 

STRATEGI SO 

(Strenght-Opportunities) 

STRATEGI WO 

(Weakness-

Opportunities) 

O12. Perkembangan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

O13. Kebijakan reformasi 

politik   

SO-23. Meningkatkan 

akses pendidikan 

melalui teknologi 

SO-24. Memperluas 

kesempatan 

partisipasi politik 

melalui media 

social 

SO-25. Mengembangkan 

kemitraan 

strategis dengan 

lembaga 

pendidikan dan 

organisasi 

masyarakat sipil 

SO-26. Mendorong 

inovasi dalam 

pembelajaran 

dan 

pengembangan 

kurikulum 

WO-22. Meningkatkan 

akses pendidikan 

melalui mitigasi 

ketimpangan 

WO-23. Meningkatkan 

partisipasi 

politik melalui 

peningkatan 

kesadaran 

WO-24. Memperkuat 

kualitas 

pendidikan 

melalui 

pengembangan 

tenaga pendidik 

WO-25. Mengoptimalkan 

penggunaan 

teknologi dalam 

pendidikan dan 

politik 
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SO-27. Mengadopsi 

pendekatan 

kurikulum yang 

inklusif dan 

holistik, yang 

mencakup aspek 

sosial, ekonomi, 

lingkungan, dan 

budaya. 

SO-28. Mendorong 

partisipasi siswa 

dalam 

pengambilan 

keputusan 

sekolah 

WO-26. Meningkatkan 

koordinasi dan 

kolaborasi antara 

lembaga dan 

pemangku 

kepentingan 

WO-27. Mendorong 

pendekatan 

inklusif dalam 

pendidikan dan 

politik 

ANCAMAN (THREATS) 
STRATEGI ST 

(Strength-Threats) 

STRATEGI WT 

(Weakness-Threats) 

T14. Ketidakstabilan 

politik 

T15. Ketimpangan sosial 

dan ekonomi 

ST-22. Meningkatkan 

literasi politik dan 

pendidikan 

masyarakat 

ST-23. Membangun 

jejaring dan 

kemitraan dengan 

lembaga 

pendidikan dan 

organisasi terkait 

ST-24. Memperkuat tata 

kelola pendidikan 

dan politik 

ST-25. Mendorong 

partisipasi aktif 

dalam proses 

politik 

ST-26. Memperkuat 

keadilan dan 

kesetaraan dalam 

pendidikan dan 

politik 

WT-23. Memperkuat 

partisipasi 

masyarakat 

WT-24. Meningkatkan 

transparansi dan 

akuntabilitas 

WT-25. Mendorong 

partisipasi siswa 

dalam 

Pendidikan 

WT-26. Meningkatkan 

kualitas 

pendidikan dan 

politik 

WT-27. Memperkuat 

kerjasama 

antara berbagai 

pemangku 

kepentingan 

WT-28. Memanfaatkan 

teknologi dan 

inovasi 

Gambar 2. Matriks Strategi Berdasarkan Analisis  

SWOT Kebijakan Pendidikan dan politik  
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F. Melakukan Prioritisasi Strategi, yang sebaiknya 

melibatkan pakar atau ahli, para pemangku kepentingan, 

atau tim analisis SWOT berdasarkan hasil survei atau 

wawancara. 

Langkah-Langkah Umum Prioritisasi  : 

a. Menentukan Nilai Bobot dan Bobot Relatif. 

Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan  atau 

urgensi penanganan (misalnya menggunakan skala 1 s.d 4 

(1 = tidak penting, 2 = cukup penting, 3 = penting, 4 = 

sangat penting). Adapun bobot relatif dihitung secara 

tersendiri antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) 

dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) sehingga total 

nilai bobot masing-masing faktor internal maupun 

eksternal menjadi 1 atau 100%. 

b. Menentukan Nilai Rating. 

Rating adalah analisis terhadap kemungkinan yang akan 

terjadi dalam jangka pendek. Nilai rating untuk faktor 

internal kekuatan dan faktor eksternal peluang, misalnya 

diberikan skala 1 s.d 4. Diberi nilai rating 1 jika kekuatan 

atau peluang semakin sedikit, dan diberi nilai rating 4 jika 

kekuatan atau peluang semakin banyak. Sedangkan 

pemberian nilai rating untuk faktor internal kelemahan dan 

faktor eksternal ancaman, berkebalikan dengan pemberian 

nilai rating kekuatan dan peluang. Diberi nila rating 1 jika 

semakin banyak kelemahan atau ancamannya, dan diberi 

nilai rating 4 jika kelemahan atau ancaman tersebut 

semakin berkurang. 

c. Menentukan Nilai Skor. 

Nilai skor diperoleh berdasarkan nilai bobot dikalikan 

dengan nilai rating. Total nilai skor untuk faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan) menunjukkan bahwa semakin 

mendekati 1 maka semakin banyak kelemahan internal 

dibanding kekuatannya, sedangkan semakin mendekati 4 

maka semakin banyak kekuatannya dibanding 



460 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

kelemahanannya. Demikian halnya dengan total nilai skor 

untuk faktor eksternal (peluang dan ancaman), semakin 

total nilai skor mendekat 1, maka berarti semakin banyak 

ancamannya dibandingkan dengan peluangnya, sedangkan 

apabila total nilai skor semakin mendekati 4, artinya 

semakin banyak peluang dibandingkan ancaman. Berikut 

tabel  

 

No 
Faktor Internal / 

Eksternal 
Bobot 

Bobot 

Relatif 
Rating Skor 

STRATEGI SO 

(Strenght-Opportunities) KEKUATAN MEMANFATAKAN PELUANG  

1 

Meningkatkan akses 

pendidikan melalui 

teknologi 

4 0.12 2 0.24 

2 

Memperluas 

kesempatan 

partisipasi politik 

melalui media social 

4 0.15 3 0.45 

3 

Mengembangkan 

kemitraan strategis 

dengan lembaga 

pendidikan dan 

organisasi masyarakat 

sipil 

4 0.15 3 0.45 

4 

Mendorong inovasi 

dalam pembelajaran 

dan pengembangan 

kurikulum 

4 0.12 4 0.48 

5 

Mengadopsi 

pendekatan 

kurikulum yang 

inklusif dan holistik, 

yang mencakup aspek 

sosial, ekonomi, 

lingkungan, dan 

budaya. 

3 0.15 4 0.6 

6 

Mendorong 

partisipasi siswa 

dalam pengambilan 

keputusan sekolah 

4 0.15 3 0.45 

Sub Total 2,67 
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STRATEGI WO 

(Weakness-Opportunities) KELEMAHAN MEMANFAATKAN 

PELUANG  

1 

Meningkatkan akses 

pendidikan melalui 

mitigasi ketimpangan 

2 0.08 3 0.08 

2 

Meningkatkan 

partisipasi politik 

melalui peningkatan 

kesadaran 

2 0.08 2 0.24 

3 

Memperkuat kualitas 

pendidikan melalui 

pengembangan tenaga 

pendidik 

2 0.08 3 0.16 

4 

Mengoptimalkan 

penggunaan teknologi 

dalam pendidikan dan 

politik 

2 0.08 4 0.12 

5 

Meningkatkan 

koordinasi dan 

kolaborasi antara 

lembaga dan 

pemangku kepentinga 

2 0.08 4 0.16 

6.  

Mendorong 

pendekatan inklusif 

dalam pendidikan dan 

politik 

1 0,04 2 0,08 

Sub Total 0.68 

Total Skor Faktor Internal 34 2  3,35 

STRATEGI ST 

(Strength-Threats)  KEKUATAN DALAM MENGATSI ANCAMAN  

1 

Meningkatkan literasi 

politik dan 

pendidikan 

masyarakat 

4 0.15 4 0.06 

2 

Membangun jejaring 

dan kemitraan dengan 

lembaga pendidikan 

dan organisasi terkait 

4 0.15 3 0.45 

3 

Memperkuat tata 

kelola pendidikan dan 

politik 

4 0.15 4 0.06 

4 
Mendorong 

partisipasi aktif dalam 
3 0.12 2 0.24 
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proses politik 

5 

Memperkuat keadilan 

dan kesetaraan dalam 

pendidikan dan 

politik 

3 0.12 4 0.48 

    13 1,29 

Sub Total 1.29 

STRATEGI WT 

(Weakness-Threats)  KELEMAHAN DALAM MENGATASI 

ANCAMAN  

1 

Memperkuat 

partisipasi masyarakat 

 

2 0.08 3 0.24 

2 

Meningkatkan 

transparansi dan 

akuntabilitas 

 

2 0.08 3 0.24 

3 

Mendorong 

partisipasi siswa 

dalam Pendidikan 

 

1 0.04 4 0.16 

4 

Meningkatkan 

kualitas pendidikan 

dan politik 

 

2 0.08 4 0.24 

5 

Memperkuat 

kerjasama antara 

berbagai pemangku 

kepentingan 

 

1 0.04 4 0.16 

6 
Memanfaatkan 

teknologi dan inovasi 
2 0.08 4 0.16 

Sub Total 1.2 

Total Skor Faktor Eksternal 28  22 2,49 

 

Berdasarkan hasil penentuan skor faktor internal dan 

eksternal, maka selanjutnya digambarkan dalam rumusan 

matriks SWOT berikut : 
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Kekuatan (Strengths) 

Kelemahan 

(Weakness) 

Peluang 

(Opportunities) 

Strategi SO :3.51+2.49 = 6 

 

Strategi WO : 1.2+0.68 = 

1,88 

 

Ancaman 

(Threats) 

Strategi ST :2.67+1.2 =  

3,87 

 

Strategi WT :1.2+1.2 

=2,4 

 

Gambar 3. Tabel Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Kebijakan 

Pendidikan dan politik 

 

Menurut perhitungan analisis SWOT, nilai tertinggi diperoleh 

dari kombinasi Strength-Opportunities dengan nilai 6. 

Sehingga strategi kebijakan Pendidikan dan politik  yang 

menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan adalah 

Strategi SO (Strength-Opportunities). Berdasarkan hasil 

analisis SWOT dan prioritisasi faktor, diketahui bahwa 

Strategi SO (Strengths-Opportunities) merupakan strategi 

prioritas, sehingga rekomendasi dalam mengembangkan 

kebijakan Pendidikan dan politik disusun berdasarkan strategi 

prioritas. Berikut ini disajikan sejumlah program kegiatan 

yang dapat direkomendasikan untuk mendukung 

implementasi Strategi SO, yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Bagian ini akan menganalisis dan membahas program-

program yang sudah ditetapkan sebagai prioritas dari strategi 

Strength-Opportunities (SO) berdasarkan strategi yang 

disajikan pada matriks strategi Gambar 2 
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Tabel 2. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi 

Strength-Opportunities (SO) 

 

No Strategi Strength-

Opportunities (SO) 

Rekomendasi Program 

1 

Akses pendidikan yang luas 

 

a. Meningkatkan akses 

pendidikan melalui 

teknologi 

b. Memperluas kesempatan 

partisipasi politik melalui 

media social 

c. Mengembangkan kemitraan 

strategis dengan lembaga 

pendidikan dan organisasi 

masyarakat sipil 

2 

Kualitas pendidikan yang   

mumpuni 

a. Mendorong inovasi dalam 

pembelajaran dan 

pengembangan kurikulum 

b. Mengadopsi pendekatan 

kurikulum yang inklusif dan 

holistik, yang mencakup 

aspek sosial, ekonomi, 

lingkungan, dan budaya. 

c. Mendorong partisipasi siswa 

dalam pengambilan 

keputusan sekolah 

 

Berdasarkan rekomendasi program pada Tabel 1, maka 

selanjutnya akan dibahas program-program tersebut 

berdasarkan strategi Strength-Opportunities (SO), pada sub 

bab hasil analisis dan pembahasan. 

 

2. Hasil Analisis dan Pembahasan 

 Bagian ini akan menganalisis dan membahas program-

program yang sudah ditetapkan sebagai prioritas dari strategi 

Strength-Opportunities (SO) berdasarkan strategi yang disajikan 

pada matriks strategi Gambar 2. 
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1. Akses pendidikan yang luas 

Adapun program kegiatan yang direkomdasikan berdasarkan 

Strategi Meningkatkan Program Pengembangan Akses 

pendidikan yang luas adalah sebagai berikut : 

a.  Meningkatkan akses pendidikan melalui teknologi 

Meningkatkan akses pendidikan melalui teknologi adalah 

upaya untuk menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) guna memberikan akses yang lebih luas 

dan fleksibel kepada individu yang ingin memperoleh 

pendidikan. Nicholas Negroponte: Nicholas Negroponte, 

pendiri Media Lab di Institut Teknologi Massachusetts 

(MIT), telah mengadvokasi penggunaan teknologi untuk 

meningkatkan akses pendidikan di seluruh dunia. Dia 

berpendapat bahwa dengan adanya perangkat elektronik, 

seperti laptop, yang terhubung ke internet, pendidikan 

dapat diakses oleh semua orang tanpa terbatas oleh batasan 

fisik atau geografis. Saat ini Pendidikan merupakan 

kebutuhan yang sangat diharapkan oleh masyarakat. 

Sehingga, tuntutan mendapatkan pelayanan pendidikan 

yang optimal oleh masyarakat sangat tinggi. Dengan 

tingkat kebutuhan akan layanan pendidikan yang tinggi. 

b. Memperluas kesempatan partisipasi politik melalui media 

social 

Media sosial memberikan platform di mana individu dapat 

dengan mudah berbagi informasi politik, berpartisipasi 

dalam diskusi, dan menyuarakan pendapat mereka tentang 

isu-isu politik. Mereka dapat berinteraksi dengan 

pemimpin politik, kelompok advokasi, dan warga lainnya, 

serta memobilisasi dukungan untuk kampanye atau 

gerakan politik tertentu. Media sosial memungkinkan 

individu dari berbagai latar belakang dan wilayah 

geografis untuk terhubung secara langsung. Ini 

memberikan kesempatan bagi individu yang sebelumnya 

mungkin tidak memiliki akses atau keterlibatan dalam 
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proses politik untuk berpartisipasi, berbagi pandangan, dan 

berdiskusi tentang isu-isu penting  

c.  Mengembangkan kemitraan strategis dengan lembaga 

pendidikan dan organisasi masyarakat sipil 

Kemitraan dengan lembaga pendidikan, seperti sekolah, 

perguruan tinggi, atau pusat penelitian, dapat memberikan 

akses kepada organisasi masyarakat sipil terhadap sumber 

daya pendidikan yang berharga. Misalnya, lembaga 

pendidikan dapat berbagi kurikulum, materi pembelajaran, 

dan fasilitas fisik mereka untuk meningkatkan program 

pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi 

masyarakat sipil. Lembaga pendidikan memiliki 

pengetahuan dan keahlian yang berharga dalam bidang 

pendidikan dan pengembangan masyarakat. Kemitraan 

dengan lembaga pendidikan dapat memungkinkan 

organisasi masyarakat sipil untuk mengakses pengetahuan 

dan keahlian ini, baik melalui pelatihan, bimbingan, atau 

kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan program . 

 

2. Kualitas pendidikan yang mumpuni 

a. Mendorong inovasi dalam pembelajaran dan   

pengembangan kurikulum 

Pertukaran pengetahuan dan pengalaman: Kemitraan 

antara lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil 

memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan 

praktik terbaik dalam pembelajaran dan pengembangan 

kurikulum. Organisasi masyarakat sipil dapat memberikan 

wawasan tentang kebutuhan dan tantangan di lapangan, 

sementara lembaga pendidikan dapat berbagi pengetahuan 

akademik dan metodologi pembelajaran yang terkini. 

Kolaborasi semacam ini dapat memicu inovasi dalam 

pendekatan pembelajaran dan pengembangan kurikulum. 

Desain dan pengembangan kurikulum yang relevan: 

Kemitraan ini memungkinkan organisasi masyarakat sipil 
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untuk memberikan masukan langsung dalam proses desain 

dan pengembangan kurikulum. Dengan 

mempertimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat, 

lembaga pendidikan dapat menghasilkan kurikulum yang 

lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan aktual di 

lapangan. Ini dapat mencakup integrasi keterampilan yang 

relevan dengan dunia kerja, pendekatan inklusif, dan 

pengembangan keahlian kritis. Kolaborasi dalam 

penelitian dan eksperimen: Kemitraan dapat mendorong 

kolaborasi antara lembaga pendidikan dan organisasi 

masyarakat sipil dalam melakukan penelitian dan 

eksperimen terkait pembelajaran dan pengembangan 

kurikulum. Misalnya, mereka dapat bekerja sama dalam 

menguji metode pembelajaran baru, teknologi pendidikan, 

atau pendekatan kurikulum yang inovatif. Hasil penelitian 

dan eksperimen ini dapat memberikan wawasan dan bukti 

yang berguna dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Penerapan teknologi pendidikan: Lembaga pendidikan dan 

organisasi masyarakat sipil dapat bekerja sama dalam 

mengintegrasikan teknologi pendidikan dalam 

pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Bersama-

sama, mereka dapat menjelajahi cara-cara baru untuk 

menggunakan platform digital, perangkat lunak, atau 

aplikasi mobile dalam mendukung pembelajaran yang 

lebih interaktif, terjangkau, dan mudah diakses. Inovasi 

dalam penggunaan teknologi pendidikan dapat membuka 

pintu bagi pendidikan yang lebih inklusif dan 

berkelanjutan. Evaluasi dan pembaruan berkelanjutan: 

Kemitraan ini memungkinkan evaluasi dan pembaruan 

berkelanjutan terhadap kurikulum dan pendekatan 

pembelajaran. Dengan melibatkan organisasi masyarakat 

sipil, lembaga pendidikan dapat mengumpulkan umpan 

balik dari peserta didik, guru, dan pemangku kepentingan 

lainnya. Informasi ini dapat digunakan untuk 
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meningkatkan kurikulum, mengidentifikasi kekurangan, 

dan mengadaptasi pendekatan pembelajaran sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan yang terus berubah. 

b. Mengadopsi pendekatan kurikulum yang inklusif dan 

holistik, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, 

lingkungan, dan budaya. 

Mengadopsi pendekatan kurikulum yang inklusif dan 

holistik, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, 

lingkungan, dan budaya, merupakan langkah penting 

dalam memastikan pendidikan yang komprehensif dan 

relevan bagi semua peserta didik. Berikut adalah 

penjelasan mengenai hal ini: (1)Inklusifitas: Pendekatan 

kurikulum inklusif menekankan pentingnya 

mengakomodasi perbedaan individu, termasuk perbedaan 

latar belakang sosial, kebutuhan khusus, dan kemampuan. 

Kurikulum yang inklusif menyediakan ruang untuk 

memenuhi kebutuhan dan minat peserta didik secara 

individual, sehingga memastikan bahwa semua siswa 

merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang 

sama dalam pendidikan. (2)Aspek Sosial: Pendekatan 

kurikulum yang holistik mencakup aspek sosial yang luas. 

Ini berarti memperkenalkan siswa pada isu-isu sosial yang 

relevan seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, 

toleransi, keberagaman, dan pemahaman masyarakat yang 

beragam. Dengan melibatkan siswa dalam pemahaman 

dan refleksi terhadap masalah sosial, kurikulum ini 

mendorong pemikiran kritis, empati, dan keterlibatan 

sosial. (3).Aspek Ekonomi: Mengadopsi pendekatan 

kurikulum yang mencakup aspek ekonomi berarti 

memberikan pemahaman tentang ekonomi dan keuangan 

kepada peserta didik. Hal ini melibatkan pembelajaran 

tentang pengelolaan keuangan pribadi, pengusaha kecil, 

pemahaman tentang pasar tenaga kerja, dan keterampilan 

kewirausahaan. Dengan demikian, peserta didik menjadi 
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lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan memiliki 

landasan pengetahuan yang kuat untuk masa depan 

mereka. (4).Aspek Lingkungan: Penting untuk 

memasukkan aspek lingkungan dalam kurikulum agar 

siswa mendapatkan pemahaman tentang pentingnya 

menjaga dan melindungi lingkungan. Ini mencakup 

pembelajaran tentang keberlanjutan, pengelolaan sumber 

daya alam, perubahan iklim, dan perlindungan lingkungan. 

Dengan memperhatikan aspek lingkungan, kurikulum 

tersebut mendorong kesadaran dan tanggung jawab siswa 

terhadap lingkungan di sekitar mereka. (5)Aspek Budaya: 

Kurikulum yang holistik juga memasukkan aspek budaya, 

mengakui keragaman budaya yang ada di masyarakat. 

Melalui pembelajaran tentang budaya, tradisi, dan sejarah, 

peserta didik dapat mengembangkan pemahaman yang 

lebih baik tentang identitas budaya mereka sendiri dan 

budaya orang lain. Hal ini mempromosikan penghargaan 

terhadap keberagaman budaya, mengurangi prasangka, 

dan membangun toleransi di antara siswa. 

c. Mendorong partisipasi siswa dalam pengambilan 

keputusan sekolah 

Mendorong partisipasi siswa dalam pengambilan 

keputusan sekolah merupakan pendekatan yang 

memperkuat peran siswa sebagai subjek aktif dalam proses 

pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Berikut adalah 

penjelasan mengenai pentingnya dan manfaat dari 

partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan sekolah: 

(1).Pemberdayaan siswa: Partisipasi siswa memberikan 

kesempatan kepada mereka untuk mengambil peran aktif 

dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi 

kehidupan dan pembelajaran mereka di sekolah. Hal ini 

membantu pemberdayaan siswa, meningkatkan rasa 

memiliki terhadap sekolah, dan memperkuat motivasi dan 

keterlibatan mereka dalam pembelajaran. 
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(2).Pengembangan keterampilan sosial dan 

kepemimpinan: Partisipasi siswa dalam pengambilan 

keputusan sekolah melibatkan kerjasama, komunikasi, 

negosiasi, dan keterampilan kepemimpinan. Siswa akan 

belajar berbagi pendapat, mendengarkan sudut pandang 

orang lain, bekerja dalam tim, dan mencapai kesepakatan 

bersama. Ini membantu pengembangan keterampilan 

sosial dan kepemimpinan yang penting dalam kehidupan 

mereka di luar sekolah. Peningkatan kualitas keputusan: 

Melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan sekolah 

dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan. 

Siswa memiliki pengalaman langsung dalam konteks 

pembelajaran dan pengalaman sehari-hari di sekolah, 

sehingga mereka dapat memberikan perspektif unik dan 

ide-ide inovatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang 

dewasa. Dengan melibatkan siswa, keputusan yang 

diambil menjadi lebih beragam, inklusif, dan akurat. 

(3).Pembelajaran yang relevan: Ketika siswa terlibat 

dalam pengambilan keputusan sekolah, mereka memiliki 

pengaruh langsung terhadap isi, metode, dan pelaksanaan 

pembelajaran. Ini memungkinkan penyesuaian dan 

pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan 

kebutuhan siswa. Siswa dapat berkontribusi dalam 

menentukan topik pembelajaran, pemilihan materi, dan 

pendekatan pembelajaran yang lebih sesuai dengan minat, 

kebutuhan, dan gaya belajar mereka. (4).Penciptaan iklim 

sekolah yang inklusif dan demokratis: Partisipasi siswa 

dalam pengambilan keputusan sekolah memperkuat 

prinsip demokrasi, merangsang pembentukan iklim 

sekolah yang inklusif, demokratis, dan menghargai 

keragaman. Hal ini menciptakan lingkungan di mana siswa 

merasa didengar, dihargai, dan memiliki ruang untuk 

mengemukakan pendapat mereka. Iklim sekolah yang 



471 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

inklusif dan demokratis mendorong rasa kebersamaan, 

keadilan, dan tanggung jawab kolektif. 

Akses pendidikan yang luas berarti memberikan 

kesempatan bagi semua individu, tanpa memandang latar 

belakang sosial, ekonomi, atau faktor lainnya, untuk 

memperoleh pendidikan. Ini mencakup peningkatan akses 

fisik, seperti menyediakan fasilitas pendidikan yang 

mudah dijangkau, serta akses finansial, melalui bantuan 

keuangan atau program beasiswa. Akses pendidikan yang 

luas juga melibatkan mengatasi hambatan seperti 

diskriminasi gender, ketimpangan regional, atau 

kesenjangan etnis sehingga semua individu memiliki 

kesempatan yang setara untuk belajar. Di sisi lain, kualitas 

pendidikan yang mumpuni berfokus pada penyediaan 

pendidikan yang efektif, relevan, dan berkualitas tinggi 

bagi setiap individu. Hal ini mencakup pengembangan 

kurikulum yang komprehensif, penggunaan metode 

pengajaran yang inovatif dan responsif, serta pemberian 

sumber daya yang memadai, seperti guru yang berkualitas, 

fasilitas yang memadai, dan teknologi pendidikan yang 

mutakhir. Kualitas pendidikan yang mumpuni juga 

melibatkan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan 

untuk memastikan pencapaian hasil pembelajaran yang 

optimal. 

 

C. Penutup 

1. Kesimpulan 

Dalam analisis kebijakan pendidikan dan politik terkait 

akses pendidikan yang luas dan kualitas pendidikan yang 

mumpuni, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akses pendidikan yang luas dan kualitas pendidikan yang 

mumpuni saling terkait dan harus diperhatikan secara 

bersama-sama dalam upaya meningkatkan sistem pendidikan 

yang efektif dan inklusif. 
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2. Keberhasilan mencapai akses pendidikan yang luas 

membutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan seperti 

ketimpangan regional, sosial, budaya, atau gender. Program 

beasiswa dan bantuan keuangan, infrastruktur pendidikan 

yang memadai, dan pengembangan teknologi pendidikan 

dapat meningkatkan aksesibilitas. 

3. Kualitas pendidikan yang mumpuni melibatkan 

pengembangan kurikulum yang inklusif dan holistik, 

penggunaan metode pengajaran inovatif, serta fasilitas dan 

sumber daya yang memadai. Pelatihan dan pengembangan 

profesional untuk guru dan peninjauan berkala terhadap 

kurikulum adalah langkah penting dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

4. Kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga pendidikan, 

organisasi masyarakat sipil, industri, dan lembaga pendidikan 

tinggi dapat memperkaya pengalaman pembelajaran dan 

membangun sinergi untuk mencapai akses pendidikan yang 

luas dan kualitas pendidikan yang mumpuni. 

5. Penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara 

berkala terhadap implementasi kebijakan pendidikan dan 

politik. Data dan hasil evaluasi harus digunakan untuk 

mengidentifikasi area perbaikan dan mengarahkan sumber 

daya dengan efektif. 

6. Pembuatan kebijakan yang berkelanjutan dan melibatkan 

semua pemangku kepentingan merupakan faktor kunci dalam 

mencapai akses pendidikan yang luas dan kualitas pendidikan 

yang mumpuni. 

 

2. Rekomendasi 

Berikut adalah beberapa rekomendasi berdasarkan 

kesimpulan analisis kebijakan pendidikan dan politik terkait 

akses pendidikan yang luas dan kualitas pendidikan yang 

mumpuni: 
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1. Membangun kebijakan inklusif yang mendukung akses 

pendidikan bagi semua individu, tanpa memandang latar 

belakang sosial, ekonomi, atau faktor lainnya.Meningkatkan 

akses pendidikan di daerah pedesaan dengan membangun 

infrastruktur pendidikan yang memadai. 

2. Meningkatkan program beasiswa dan bantuan keuangan 

untuk individu dengan latar belakang ekonomi rendah agar 

dapat mengakses pendidikan secara merata. Memperbarui 

dan meninjau kurikulum secara berkala agar relevan dengan 

kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. 

3. Menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional yang 

kontinu bagi guru dan tenaga pendidik untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

4. Menggunakan teknologi pendidikan untuk meningkatkan 

keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran 

5. Membangun kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan, 

organisasi masyarakat sipil, industri, dan lembaga pendidikan 

tinggi untuk memperkaya pengalaman pembelajaran. 

6. Memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan secara 

berkala untuk mengukur kemajuan dalam mencapai akses 

pendidikan yang luas dan kualitas pendidikan yang mumpuni. 

7. Membuat kebijakan pendidikan yang berkelanjutan, 

konsisten, dan melibatkan semua pemangku kepentingan 

dalam proses pengambilan keputusan. 

8. Menggunakan data dan hasil evaluasi untuk mengidentifikasi 

area perbaikan dan mengarahkan sumber daya dengan efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 



474 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

 

 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

1.  Latar Belakang dan Permasalahan 

ebijakan Pendidikan merupakan suatu hal yang pokok 

untuk menentukan arah dan pedoman dalam 

penyelenggaraan pendidikan dalam suatu Negara. dalam 

penyelenggaraan Pendidikan di setiap lembaga Pendidikan tidak 

akan pernah lepas dari suatu kebijakan yang dibuat oleh 

Pemerintahan dalam Negara tempat lembaga Pendidikan itu ada. 

Di Indonesia yang merupakan Negara hukum juga 

menitik beratkan sektor Pendidikan sebagai wahana untuk 

memajukan negaranya. Bagaimana tidak Kebijakan demi 

kebijakan selalu di lakukan perubahan  untuk menghasilkan 

kualitas Pendidikan yang optimal, meski realitanya masih jauh 

dari harapan. Pendidikan merupakan sebuah alat utama demi 

tercapainya tujuan sebuah Negara karena muara dari semua 

kebutuhan Negara harus berdasarkan pengetahuan yang 

memadai dan Sumber daya yang telah di siapkan sejak dini. 

Pendidikan adalah sebuah  dasar menuju  pembangunan 

sumber daya manusia. (SDM ) yang berkualitas sumber daya 

manusia merupakan  sebuah kunci terwujudnya tahun 2045 

dalam mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. dimana 

mecetak sumber daya manusia yang utuh, adil dan sejahtera, 

aman dan damai, yang di mulai sejak usia  dini,  berbagai upaya 

K 

BAB 13 
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perubahan pendidikan telah kita tempuh. Akan tetapi berbagai 

masaalah tetap muncul mewujudkan pendidikan nasional masih 

terkendala dua persoalan  yang mendasar, yakni soal kualitas 

pendidikan.  Dan tingat SDM yang masih rendah, oleh karena itu 

melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini  pendidikan 

berfokus pada kebijakan pendidikan  implementasi kurikulum 

merdeka belajar dinilai lebih fleksibel untuk dorongan kreatifitas 

anak   dengan peningkatan kualitas layanan satuan PAUD hal ini 

merupakan  pondasi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia 

dalam menata dan memaksimalkan pelayanan  pendidikan anak 

usia dini PAUD yang menjadi  sebuah kunci tercapainya bangsa 

maju yang berkeadilan sosial, seperti yang di cita citakan oleh 

para pendiri pendidikan sejak awal kemerdekaan, melalui 

kebijakan terkini yang diindonesia yakni pengimplentasia 

kurikulum merdeka belajar  menjadikan anak usia dini bebas 

berkeksplorasi sesuaai dengan pertumbuhan dan 

perkembangannya yang merdeka dan di merdekakan. 

Pendidikan di Indonesia  bagi PAUD  masih jauh dari 

harapan  masih belum terlksana dengan baik rasio layanan 

lembaga pendidikan anak usia dini di bandingkan dengan yang 

belum di layani masih terlalu besar jumlahnya. hal ini sangat 

memprihatinkan.  Jika ini tidak menjadi perhatian bagi 

pemerintah, masrakat dan orang tua aka n menimbulkan kendala 

bagi peningkatan SDM, dengan baik    olehnya berdasar diatur 

melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Bendang-Undang No 20 tanhun 2003 

pasal ayat 1  Pasal 1 butir 14 bahwa pendidikan Anak Usia Dini 

PAUD  upaya pembinaan  untuk anak  usia dini  dari sejak lahir 

sampai sampai pada  usia 6 tahun ydan dilakukan melalui 

pemberian rangsangan  untuk tumbuh  dan berkembang  secara  

jasmani dan rohani di harapkan  agar anak memperoleh kesiapan  

untuk memasuki pendidikan lebih  ketingkat lebih lanjut,  
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Di Indonesia pendidikan  terbagi ke dalam tiga jalur, 

yakni melalui Jalur formal, Jalur nonformal, dan jalur informal. 

Pendidikan juga dibagi ke dalam empat jenjang, yaitu anak usia 

dini, dasar, menengah, dan tinggi Prioritas Kebijakan Pendidikan 

untuk Memajukan Pembelajaran di Indonesia, Kualitas 

Pendidikan di Indonesia ini, tergolong rendah, dibuktikan 

dengan adanya data dari UNESCO. hal ini terjadi disebabkan 

karena rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru,  

rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Serta sarana dan 

prasarana yang kurang memadai.. Pendidikan juga dibagi ke 

dalam empat jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan 

tinggi Prioritas Kebijakan Pendidikan untuk Memajukan 

Pembelajaran di Indonesia,. 

            Dalam memacu pendidikan yang bermutu dan relevan 

para ahli analisis hal yang   yang urgen adalah peningkatan 

bagaimana menganalisis segala kebijakan dengan tepat.  dalam 

menghadapi segala bentuk permasalahan bukan hanya isu – isu 

yang ada akan tetapi permasalahan pada pendidikan anak usia 

dini namun juga dalam hal masalah pada guru/pendidik anak usia 

dini, karena rata- rata para pendidik PAUD di indonesia masih 

berkualifikasi rendah. juga dalam hal  rendahnya  rendahnya 

prestasi siwa, rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan 

kesejahteraan masih tergolong rendah yang ada dalam 

pendidikan sebab bukan hanya faktor anak usia dini namun juga 

faktor guru/ pendidikyang memiki kompoten di bidangnya  

dalam hal mendidik anak . olehnya seorang guru PAUD harus 

memiliki kemampuan atau memiliki latar pendidikan yang 

sesuai dengan PAUD, agar dapat melakukan pengajaran dengan 

baik dan memaksimalkan potensi – potensi yang dimiliki anak 

perlu di perhatikan berbsagai kebijakan yang dilakukan 

kebijakan yang efisen. 

Dari identifikasi masalaah diatas dapat di rumuskan  

sebagai berikut Bagaimanakah pemenuhan dan pemerataan 

lembaga PAUD dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar 
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anak serta bagaimana peningkan penyediaan sarana prasarana 

yang memadai, meningkatkan kualitas guru dan kesejahteraan 

guru, hal ini perlu di perhatikan berbagai kebijakan yang di 

lakukan pemerintah, masyarakat dan swasta. Sehingga satuan 

PAUD dapat memfasilitasi anak serta orang tua untuk 

berkenalan dengan lingkungan belajarnya sehingga peserta didik 

baru dapat merasa nyaman dalam kegiatan belajar. 

Berdasarkan rumusan permasalahan Pendidikan diatas 

maka dapat di gambarkan bagaimana kualitas Pendidikan kita 

dalam menyiapkan Sumber daya manusia permasalahan dalam 

rangka peningkatan mutu layanan dapat di jadikan tolak ukur 

bagi kemajuan suatu lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan PAUD dan dalam proses penyelenggaraan  

PAUD tidak terlepas dari layanan pendidikan yang berkualitas 

dimana pendidikan sejak dini  adalah menjadi dasar dalam 

memersiapkan SDM sumber daya manusia yang bermutu dab 

berkualitas  dalam  menyikapi segala permasaalahan terkait 

untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu peningkatan 

pendidikan menghadapi tantangan globalisasi. dengan 

memperhatikan kebijakan – kebijakan yang tetapkan oleh 

pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan  anak 

usia dini secara berkelanjutan karena dasar hukum menjadi tolak 

ukur dan patokan dalam penyelenggaraan Pendidikan maka 

dibawah ini diuraikan apa yang menjadi dasar hukum 

penyelengaraan Pendidikan  khususnya pada pendidikan jenjang 

paling bawah yakni Pendidikan Anak Usia Dini. 

 

2.  Dasar Hukum Kebijakan 

Adapun dalam proses Pendidikan tentunya harus 

mengacu pada dasar hukum yang mengatur segala kebijakan 

yang di tetapkan yang di uraikan sebagi berikut : Undang – 

Undang UD RI tahun 1945 pasal 31 ayat 1. yang menyebutkan 

bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan, 

dan ayat 3 menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan 
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menyelenggaraan Pendidikan satu sistem yaitu sistem 

Pendidikan Nasional yang tujuannya meningkatkan keimanan 

dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha Esa.  

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut. 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada 

Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan 

Jenjang Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen). Keputusan 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 

56/M/2022 yang memuat tentang pedoman penerapan  Pedoman  

yang ada pada isi kurikulum tentang pembelajaran  Standar 

PAUD terbagi menjadi dalam empat kelompok, yaitu:  Standar 

tingkat pencapaian Perkembangan, Standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, serta standar isi dan Standar Proses serta  

penilaian, Sarana Prasarana, Pengololaan dan Standar 

Pembiayaan. 

Melihat  landasan hukum penyelenggaraan Pendidikan di 

atas, paling tidak ada 4 peraturan yang belum banyak dipahami 

oleh  yaitu terkait  memasuki awal tahun 2022 telah ada beberapa 

produk hukum terkait dunia Pendidikan yang telah dikeluarkan 

oleh pemerintah pusat. dengan keluarnya peraturan perundang-

undangan tersebut, telah menjadikan produk hukum sebelumnya 

dinyatakan tidak berlaku lagi. Landasan tertinggi 

penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional setelah UUD 

1945, tetap berada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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 Tabel 1. Daftar Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini 

 

NO DOKUMEN KEBIJAKAN 

1 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

2 
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  No 22 Tahun 

2020 Tentang Renstra   

3 
Permendikbudristek Nomor 7 TAHUN 2022 Tentang  Standar Isi  

Pada PAUD Jenjang DIKDAS 

 

B. Analisis Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini 

1. Analisis SWOT 

 Presedur analisis kebijakan  merupakan suatu tehnik 

yang digunakan dalamam suatu kajian  berfikir manusia dalam 

upaya untuk menggali suatu informasi dalam dunia pendidikan 

terkait dengan masaalah – masaalah yang timbul dan perlu 

diadakan evaluasi, di analisis secara bijak  dalam upaya 

pemecahan masaalah terhadap alternative yang timbul. Pada 

kegiatan analisis swot dilakukan analisis internal dan analisis 

eksternal lembaga PAUD analasisi internal untuk mendapatkan 

kekuatan –kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh lembaga 

PAUD  analisis eksternal dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran peluang dimiliki tantangan yang dihadapi oleh 

lembaga PAUD  kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi 

kelemahan dalam memanfaatkan peluang untuk menghadapi 

tantangan  peluang yang dapat dimanfaatkan dengan adanya 

kelebihan yang dimiliki  dapat menjadikan layan PAUD  menjadi 

berkualitas. 

Berikut adalah beberapa kompilasi permasalahan yang 

ada dan diharapkan nantinya tersedia solusi agar terciptanya 

peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dalam 

menyiapkan sumber daya manusuia sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional dapat di uraikan pada analisis swot atas 
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kebijakan pemerintah terkait peningkatan kualitas pendidikan 

anak usia dini . kekuatan yang harus di perhitungkan dengan 

cermat dalam pengimplemetasian kebijakan pemerintah dalan 

layanan pendidikan anak usia dini sebagai berikut :  

1. Mengidentifikasi  Faktor – faktor  internal yang 

mempengaruhi kualitas  Kekuatan (strength)   dan Kelemahan 

( Weaknes) Layanan  di satuan PAUD. 

Adapun faktor yang mempengaruhi kekuatan (strength) yang 

di singkat sampai dengan pada kualitas  layanan PAUD saat  

adalah situasi atau kondisi  sumber daya alam dan 

sumberdaya manusia yang bersifat internal merupakan 

kekuatan yang terkait dengan kebijakan  dari lembaga PAUD  

ini dapat di uraikan Sbb : 

a. Layanan PAUD  mulai terbentuk (S1) 

kebijakan pemerintah  terkait dengan pelakasanan program 

layanan PAUD  kentyataannya kesadaran masyarakat, 

pemerintah dan orang tua sudah ada, dewasa ini layanan 

PAUD dengan  berbagai bentuk / model PAUD sudah 

tersebar di seluruh  wilayah. Mereka menyadari bahwa 

anak yang memperoleh layanan PAUD akan tumbuh dan 

berkembang secara optimal. Oleh karena itu PAUD tak 

luput dari perhatian pemerintah berbagai  Kebijakan 

Pemerintah tentang PAUD hadir sebagai sub-struktural 

pemerintah, dalam masyarakat telah tumbuh berkembang 

dalam berbagai jenis layanan PAUD di masyarakat baik 

jenis layanan pendidikan secara Informal, Formal dan Non 

Formal. 

b. Jumlah Anak Usia Dini Masih Relatif Banyak (S2) 

Indonesia termasuk Negara yang  jumlah penduduk sangat 

banyak jika di lihat dari segi kuantitas di mulai anak usia 

dini masih tergolong banyak. dengan banyaknya jumlah 

anak usia dini  dan dari jumlah anak yang masih terdapat 

anak usia dini yang belum memperoleh layanan PAUD,  

hal ini merupakan kekuatan untuk dapat memaksimal  
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terhadap anak usia dini  ini merupakan potensi bagi 

pendidikan masa akan datang mempersiapkan pendidikan 

sejak dini pemerintah di bawah Dikjen  PAUD Formal, 

Non Formal  dan Informal  hal ini menjadi perhatian dari 

semua fihak terkait  di lihat dari struktur organisasi  

pendidikan  anak usia dini  di Indonesia kementrian 

pendidikan dan kebudayaan dengan ketersediaan lokasi 

yang luas dengan jumlah anak usia dini n yang dalam 

jumlah banyak memungkinkan untuk pembangunan di 

semua akses untuk membuka  lemabaga PAUD sebagai 

layanan  agar anak usia Dini dapat  secara merata terserap 

di berbagi satuan PAUD yang ada di sekitarnya, agar 

semua anak memperoleh pendidikan secara maksimal di 

semua layanan PAUD. 

 

2. Kelemahan (Weaknes) 

Adapun yang menjadi kelemahan pendidikan anak usia dini  

Kelemahan yang bersipat internal  harus diperhitungkan 

dengan cermat menginplementasikan kebijakan pemerintah 

mengenai PAUD ini ada beberapa hal seperti berikut ini : 

a. Sarana Prasarana kurang memadai (W1) 

Sarana Prasarana pada layanan lembaga PAUD masih 

belum memadai ada pemerataan, terutama pada daerah 

pedesaan. Terkadang gedung yang di pakai hanya pinjam 

pakai, sehingga tidak memungkinkan bagi lembaga itu 

untuk menata sesuai dengan layaknya lembaga PAUD 

yang memenuhi kebutuan anak dan stimulus terhadap  

aspek pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan 

karakterisitik untuk menjadi bekal melanjutkan ke tingkat 

yang lebih lanjut. 

b. SDM Kurang berkompoten (W2) 

Mayoritas para tenaga pendidik dan kependidikan yang 

meangani lembaga PAUD belum berkualifikasi rendah 

yakni bukan dari lulusan  S1 PG – PAUD masih berasal 
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dari lulusan SMA/SMK sederajat sehingga itu kemampuan 

di dalam melaksanakan pengajaran masih rendah.   

Dengan melihat berbagai kelemahan – kelemahan yang 

ada pada layanan PAUD maka diperlukan kerja sama dari 

stakeholder  yang terkait anataranya orang tua, masyarakat 

danpemerintah untuk bekerja sama dalam peningkatan 

layanan PAUD untuk meningkatkan tujuan pendidikan 

nasional dan tarap hidup bangsa menyiapkan generasi 

2045 yang berkualitas. 

 

3. Peluang (OPPORTUNITIES) 

Dengan melihat berbagai realita kekuatan dan kelemahan 

yang diuraikan diatas peluang yang harus di ciptakan dan di 

kembangkan dengan segera dalam mengimplementasikan 

kebijakan  pemerintah  dan demi tercapainya layanan PAUD 

yang optimal dan berkualitas saat ini  berikut berbagi peluang  

yang  di luar  dan dalam lembaga  bisa kita lakukan : 

a. Adanya Perhatian Pemerintah tentang layanan PAUD (O1) 

Memberikan motivasi kepada setiap lembaga PAUD baik 

Formal, Informal dan Non formal akan lebih 

memperhatikan Sarana prasarana dengan bekerja sama 

dengan saling bekerja sama antar masrakat pemerintah 

dalam hal ini pemangku, para usahawaan, LSM yang 

peduli terhadap pengembangan layanan PAUD  di seluruh 

wilayah baik di perkotaan dan di pedesaan.mengadakan  

penyebaran pemerataan lembaga PAUD di kota dan di 

desa, memfasilitasi  Stekholder masyarakat dan 

pemerintah, LSM desa yang belum memiliki lembaga 

PAUD untuk mendirikan lembaga PAUD. Dan juga 

mensosialisasikan di pentingnya layanan PAUD di media 

cetak dan media elektronik. Perolehan agar setiap anak 

berhak mendapatkan layanan PAUD. 

b. Pengalokasian dana APBN dan APBD secara signifikan 

bagi pendidik  dan tenaga kependidikan PAUD (O2) 
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Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)  Pengangkatan 

P3K Bagi tenaga Honorer, Menciptakan layanan (LPTK) 

Diklat  atau pelatihan bagi tenaga pendidik PAUD untuk 

meningkatkan kualitas para pendidik PAUD, juga 

mengalokasikan dana APD dan APBN untuk 

memeberikan honor atau gaji bagi pendidik PAUD yang 

lebih baik dan memadai agar mereka dapat melanjukan 

pendidikan ke S1 PG – PAUD dalam meningkatkan 

Kuaalitas SDM sebagi Pendidik PAUD, juga merekrut dan 

membuka pengngkatan ASN baik pendidik di lembaga 

PAUD Negeri dan swawta. Demi peningkatan pelayanan 

terhadap anak usia dini yang optimal  berkualitas yang 

meliputi sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan 

penilaian di layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik 

formal nonformal maupun layanan informal. 

Dengan melihat Peluang yang ada masyarakat dan 

pemerintah lebih memanfaatkan semua peluang ini dengan 

sebagai – baiknya guna peningkatan mutu pendidikan 

khususnya layanan lembaga PAUD, karena untuk 

meningkatkan pendidikan yang lebih baik diawali dari 

pelayanan pendidikan sejak dini. 

 

4. Tantangan 

Tantangan yang harus di perhitungkan dalam hal kebijakan 

pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada 

tepat sasaran sekarang ini  tentang layanan PAUD  ada 

beberapa hal yang harus di perhatikan : 

a. Tekhnologi dan Informasi  yang semakin Pesat (T2) 

Dengan kemajuan tehnologi yang semakin maju  dan 

informasi, serta adanya teknologi yang semakin maju 

dengan adanya gadget pada  anak usia dini yang belum 

layak mengunakannya tetapi di kalangan atas para orang 

tua sudah memfasilitasi yang didalamnya memuat segala 

informasi yang tidak selayaknya di tonton oleh anak 
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sehingga mengakibatkan mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan  belajar anak. Sehingga guru menjadi sulit 

untuk menerapkan konteks pembelajaran yang 

bertentangan dengan konten media sosial yang ditonton 

anak. 

b. Biaya Pendidikan yang Semakin Tinggi (T3)       

Dalam hal peningkatan mutu Pendidikan PAUD yang 

berkualitas Indonesia masih tergolong rendah karena 

hanya anak – anak yang orang tuanya memiliki 

penghasilan tinggi dapat menyekolahkan anaknya di 

lembaga PAUD swasta yang biayanya sangat mahal, 

sehingga anak – anak lain yang penghasilan orang tuanya 

masih rendah dan di tuntut untuk kebutuhan mendasar 

maka memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya.  

Sehingga ini sangat mengakibatkan tidak adanya 

pemerataan layanan PAUD bagi semua anak. 

 

2. Membuat matriks Analisis SWOT, dengan memasukkan 

faktor-faktor internal dan eksternal ke dalam kotak-

kotak matriks yang sesuai. 

 

Tabel 1. Analisis Matriks SWOT 

 

KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS) 

S15. Layanan PAUD mulai terbentuk 

S16. Jumlah anak usia dini masih 

relatif banyak 

W17. Sarana Prasarana Kurang 

Memadai 

W18. SDM Kurang berkompeten 

PELUANG (OPPORTUNITIES) ANCAMAN (THREATS) 

O26. Adanya Perhatian Pemerintah 

tentang layanan PAUD 

O27. Pengalokasian dana APBN dan 

APBD secara signifikan bagi 

pendidik  dan tenaga 

kependidikan PAUD 

T17. Tekhnologi Informasi yang 

semakin pesat 

T18. Biaya Pendidikan yang semakin 

Tinggi 

Gambar 2. Matriks SWOT Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini 
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Berdasarkan matriks analis SWOT pada Gambar 2, maka 

selanjutnya dikembangkan beberapa strategi memaksimalkan 

kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan ancaman. 

  

3. Mengembangkan strategi, untuk memaksimalkan 

kekuatan dan peluang, serta mengatasi kelemahan dan 

ancaman. 

 Berdasarkan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan 

kelemahan, serta eksternal berupa peluang dan ancaman, maka 

selanjutnya dikembangkanlah sejumlah strategi, yang dibagi 

kedalam 4 (empat) kelompok strategi, yaitu : Strategi SO 

(Strengths-Opportunities), Strategi WO (Weakness-

Opportunities), Strategi ST (Strengths-Threats), dan Strategi 

WT (Weakness-Threats), yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

a.  Kekuatan (Strength) dan strategi yang di hasilkan SO  

Hubungan berbagai strategi yang menggunakan kekuatan 

agar dapat memanfaatkan peluang adalah upaya 

memaksimalkan layanan pada pembentukan Pendidikan 

Anak Usia Dini yang berkulitas dan mengoptimalkan 

pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. 

Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan layanan 

terhadap anak usia nol sampai enam tahun yang selalu 

distimulus melalui pemberian rangsangan terhadap anak. 

Tujuan dari pelaksanaan pendidikan anak usia dini ini adalah 

agar pertumbuhan dan pekembnagan jasmani anak dapat 

dimaksimalkan agar anak siap untuk memasuki jenjang 

pendidikan selanjutnya. 

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan untuk 

memaksimalkan layanan Paud yang berkualitas yang telah 

dirumuskan melalui standar Paud yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 137/2014. Indonesia haruslah belajar ke 

negara-negara maju dalam bidang pendidikan. Negara 

berkembang seperti Kolombia dengan GDP yang lebih tinggi 
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dari negara Indonesia pun memiliki layanan paud yang 

memiliki ketimpangan.  

Pada negara Indonesia, kesadaran para orang tua masih sangat 

rendah terhdap pendidikan anak usai dini. Tidak sedikit para 

orang tua yang menganggap remeh pendidikan anak usia dini. 

Sehingga banyak anak didik yang langsung masuk SD tanpa 

melalui bangku Pendidikan Anak usia dini. Akses layanan 

PAUD pun masih terbatas di negara kita dimana banyak desa 

desa yang belum memiliki layanan Pendidikan Anak Usia 

Dini.      

Menurut sumber data pada tahun 2020 terdapat 22.629 

(26,85) desa yang belum memiliki layanan Pendidikan anak 

Usia Dini. Ada beberapa provinsi yang mencapai 50 % data 

desa yang belum memiliki layanan PAUD. Padahal layanan 

pendidikan anak usai dini dapat dilaksanakan dengan 

berbagai layanan yakni layanan formal, nonformal maupun 

informal. Pendidikan anak usia dini formal dapat ditempuh 

melalui lembaga layanan taman kanak-kanak (TK) sedangkan 

layanan paud nonformal dapat diikuti anak melalui layanan 

kelompok bermain, satuan paud sejenis (SPS), maupun 

Taman Penitipan anak (TPA)  

Masa anak usia dini adalah masa golden age dimana anak 

memiliki daya serap kognitif yang tinggi. Sehingga masa ini 

harus dilewati dengan baik oleh anak, kesempatan untuk 

memanfaatkan masa ini dengan sebaik-baiknya merupakan 

modal yang besar bagi seorang anak untuk mengarungi 

kehidupan dimasa yang akan datang. Memenuhi kebutuhan 

hak dasar anak usia dini dimana usaha perlindungan serta 

memaksimalkan hak untuk setiap murid adalah tugas dar 

negara. Setiap tahun melakukan sensus data yang didapatkan 

masih tetap konsisten diana anak belum terlayani 

pendidikannya secara maksimal. Padahal Indonesia selalu 

mendambakan akan datangnya generasi emas di tahun 2045. 

Genarasi emas tersebut tidak akan terwujud jika bangsa kita 
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tidak mampu melayani pendidikan anak usia dini dengan 

optimal. 

b. Kelemahan (Weakneess) dan strategi yang dihasilkan (WO)        

1. Pemerataan Akses- Akses layanan PAUD di Indonesia 

belum merata 

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki layanan 

PAUD di berbagai desa dengan persentasi yang minim 

sehingga hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi 

pemerintah di negara kita untuk meningkatkan pemerataan 

pendidikan anak usia dini dan dengan berbagai layanan. 

Berdasarkan data yang di dapatkan pada tahun 2020 masih 

terdapat 26,85 persen desa yang tidak memiliki layanan 

PAUD. Provinsi Aceh, Provinsi Papua, serta Provinsi 

Papua Barat belum mencapai 50 % dari sejmlah desa yang 

ada di provinsi tersebut.  

2. Sumber Daya Organisasi Sumber daya  

Fokus utama pada upaya meningkatkan kinerja Direktorat 

PAUD. Upaya ini berkaitan dengan upaya peningkatan 

profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di 

lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini. Guru dan tenaga 

kependidikan banyak yang selalu bekerja tanpa 

mengaharpkan imbalan serta pamrih.  

Guru dan tenaga kependidikan di Indonesia khusunya pada 

layanan PAUD masih banyak yang memiliki ijazah SLTA 

bahkan dibawah dari SLTA, Terutama para pendidik di 

layanan PAUD nonformal yakni sekitar 68 %. Hal ini juga 

menjadi perhatian serius bagi direktorat, karena menurut 

standar nasional PAUD, pendidik PAUD mestinya 

berpendidikan S-1 atau D-4. Sebagian besar tenaga 

pendidik di layanan PAUD bekerja secara sukarela jika 

pun digaji jumlahnya sangat kurang dari kata cukup.  
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c. Peluang ( Opportunities)  

Efesiensi anggaran, dengan adanya dana APBN dan APBD 

yang menstimulus program layanan PAUD. Upaya yang telah 

dijalankan dalam upaya peningkatan layanan PAUD 

sebagimana contoh diatas adalah: (1) Bantuan RKB PAUD; 

(2) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD; (3) 

Bantuan PAUD untuk layanan khusus atau daerah marjinal; 

dan (4) Bantuan PAUD pasca bencana dan tanggap darurat. 

Usaha tersebut dilkukan untuk meningkatkan layanan PAUD 

di Indonesia. 

Anak merupaka sumber daya manusia yang mesti di lindungi 

dan dijaga oleh pemerintah negara Indonesia. Anak adalah 

investasi negara yang nanti menjaga serta meneruskan cita-

cita bangsa. 

d. Ancaman (Threats): dan strategi yang di hasilkan WT 

Perkembangan teknologi dapat mendorong terwujudnya 

beragam terobosan di berbagai aspek kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Di belahan dunia maupun di dalam negeri 

beragam keyword, semisal otomatisasi, big data, kecerdasan 

buatan dan seterusnya selalu menjadi yel-yel yang terus 

dinyanyikan. Aspek pendidikan pun tak lepas dari cepatnya 

perkembangan tekhnologi ini. Apalagi dengan adanya 

revolusi industri 4.0 ataupun masyarakat 5.0. para pendidikan 

dan tenaga kependidikan harus berdaptasi dengan 

perkembangan teknologi yang semakin pesat ini. 

 

Berdasarkan uraian strategi diatas, maka selanjutnya 

dibuatkan  matriks strategi dari analisis SWOT yang dapat dilihat 

pada Gambar 2 sebagai berikut, 
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SWOT 

Analisis Kebijakan 

Pendidikan 

Indonesia Terkini : 

Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) 

KEKUATAN 

(STRENGTH) 

KELEMAHAN 

(WEAKNESS) 

Layanan PAUD mulai 

terbentuk 

 

Jumlah anak usia dini 

masih relatif banyak  

Sarana Prasarana Kurang 

Memadai 

 

SDM Kurang berkompeten 

PELUANG 

(OPPORTUNITIES) 

 

Membentuk layanan 

PAUD melalui 

melakukan kerjasama 

Pemerintah (SO 1) 

 

Layanan terhadap 

pembentukan PAUD 

berkualitas (SO 2) 

 

Memanfaatkan jumlah 

anak usia dini yang 

relatif banyak (SO 3) 

 

Pemerataan akses 

Layanan PAUD (SO 

4) 

 

   

 

 

Efisiensi Anggaran  

adanyanya dana APBN dan 

APBD mensimulus program 

layanan PAUD (WO 1) 

  

Memperhatikan tunbuh 

kembang dan karekteristik 

anak (WO 2) 

 

 

Peningkatan SDM Pada 

Layanan PAUD (WO 3) 

 

 

Meningkatkan Pemerataan 

Akses- Akses layanan PAUD 

di Indonesia (WO 4)  

 

Adanya Perhatian 

Pemerintah tentang 

layanan PAUD 

 

Pengalokasian dana 

APBN dan APBD 

secara signifikan bagi 

pendidik  dan tenaga 

kependidikan PAUD  

 

 

ANCAMAN 

(THREATS) 

 

 

Meningkatkan 

pengawasan layananan 

pendidikan terhadap 

konten teknologi yang 

dikonsumsi anak (ST 

1) 

 

 

 

Menerapakan 

kebijakan subsidi 

silang bagi layanan 

PAUD  

(ST 2) 

 

 

Memanfaatkan teknologi 

untuk peningkatan SDM 

PAUD (WT 1) 

 

 

 

 

Mengalokasikan anggaran 

pengadaan sarana dan 

prasarana yang memadai  

(WT 2) 

 

  

 

 

Tekhnologi Informasi 

yang semakin pesat 

 

 

 

Biaya Pendidikan 

yang semakin Tinggi 

 

 

Gambar 2. Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini 
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G. Melakukan Prioritisasi Strategi, yang sebaiknya 

melibatkan pakar atau ahli, para pemangku kepentingan, 

atau tim analisis SWOT berdasarkan hasil survei atau 

wawancara. 

Langkah-Langkah Umum Prioritisasi  : 

a.  Menentukan Nilai Bobot dan Bobot Relatif. 

Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan  atau 

urgensi penanganan (misalnya menggunakan skala 1 s.d 4 

(1 = tidak penting, 2 = cukup penting, 3 = penting, 4 = 

sangat penting). Adapun bobot relatif dihitung secara 

tersendiri antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) 

dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) sehingga total 

nilai bobot masing-masing faktor internal maupun 

eksternal menjadi 1 atau 100%. 

b.  Menentukan Nilai Rating. 

Rating adalah analisis terhadap kemungkinan yang akan 

terjadi dalam jangka pendek. Nilai rating untuk faktor 

internal kekuatan dan faktor eksternal peluang, misalnya 

diberikan skala 1 s.d 4. Diberi nilai rating 1 jika kekuatan 

atau peluang semakin sedikit, dan diberi nilai rating 4 jika 

kekuatan atau peluang semakin banyak. Sedangkan 

pemberian nilai rating untuk faktor internal kelemahan dan 

faktor eksternal ancaman, berkebalikan dengan pemberian 

nilai rating kekuatan dan peluang. Diberi nila rating 1 jika 

semakin banyak kelemahan atau ancamannya, dan diberi 

nilai rating 4 jika kelemahan atau ancaman tersebut 

semakin berkurang. 

c.  Menentukan Nilai Skor. 

Nilai skor diperoleh berdasarkan nilai bobot dikalikan 

dengan nilai rating. Total nilai skor untuk faktor internal 

(kekuatan dan kelemahan) menunjukkan bahwa semakin 

mendekati 1 maka semakin banyak kelemahan internal 

dibanding kekuatannya, sedangkan semakin mendekati 4 

maka semakin banyak kekuatannya dibanding 
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kelemahanannya. Demikian halnya dengan total nilai skor 

untuk faktor eksternal (peluang dan ancaman), semakin 

total nilai skor mendekat 1, maka berarti semakin banyak 

ancamannya dibandingkan dengan peluangnya, sedangkan 

apabila total nilai skor semakin mendekati 4, artinya 

semakin banyak peluang dibandingkan ancaman. Berikut 

tabel, 

  

No 
Faktor Internal / 

Eksternal 
Bobot 

Bobot 

Relatif 
Rating Skor 

STRATEGI SO 

(Strenght-Opportunities) KEKUATAN MEMANFATAKAN 

PELUANG  

1 

Membentuk layanan PAUD 

melalui melakukan 

kerjasama Pemerintah  

4 0.12 4 0.48 

2 

Layanan terhadap 

pembentukan PAUD 

berkualitas  

4 0.15 3 0.45 

3 

Memanfaatkan jumlah anak 

usia dini yang relatif 

banyak  

4 0.15 3 0.45 

4 
Pemerataan akses Layanan 

PAUD 
4 0.12 4 0.48 

Sub Total 1,86 

STRATEGI WO 

(Weakness-Opportunities) KELEMAHAN MEMANFAATKAN 

PELUANG  

1 

Efisiensi Anggaran  

adanyanya dana APBN dan 

APBD mensimulus 

program layanan PAUD  

2 0.08 3 0.24 

2 

Memperhatikan tunbuh 

kembang dan karekteristik 

anak  

2 0.08 3 0.24 

3 
Peningkatan SDM Pada 

Layanan PAUD  
2 0.08 3 0.24 

4 

Meningkatkan Pemerataan 

Akses- Akses layanan 

PAUD di Indonesia  

2 0.08 4 0.32 

Sub Total 1.04 

Total Skor Faktor Internal 34 2  2,90 
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STRATEGI ST 

(Strength-Threats)  KEKUATAN DALAM MENGATSI ANCAMAN  

1 

Meningkatkan pengawasan 

layananan pendidikan 

terhadap konten teknologi 

yang dikonsumsi anak 

4 0.15 4 0.06 

2 

Menerapakan kebijakan 

subsidi silang bagi layanan 

PAUD  

4 0.15 3 0.45 

    7 0,51 

Sub Total 0,51 

STRATEGI WT 

(Weakness-Threats)  KELEMAHAN DALAM MENGATASI 

ANCAMAN  

1 

Memanfaatkan teknologi 

untuk peningkatan SDM 

PAUD 

2 0.08 3 0.24 

2 

Mengalokasikan anggaran 

pengadaan sarana dan 

prasarana yang memadai  

2 0.08 3 0.24 

Sub Total 0,48 

Total Skor Faktor Eksternal 28  13 0,48 

 

Berdasarkan hasil penentuan skor faktor internal dan 

eksternal, maka selanjutnya digambarkan dalam rumusan 

matriks SWOT berikut :  

 

Gambar 3. Tabel Strategi Berdasarkan Analisis SWOT  

Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini 

 

 

 Kekuatan 

(Strengths) 

Kelemahan 

(Weakness) 

Peluang 

(Opportunities) 

Strategi SO :1.86 + 

1.04 = 2.90 

 

Strategi WO : 

1.2+0.68 = 1,88 

 

Ancaman 

(Threats) 

Strategi ST 

:1.67+1.2 =  2,87 

 

Strategi WT 

:1.2+1.2 =2,4 
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Menurut perhitungan analisis SWOT, nilai tertinggi diperoleh 

dari kombinasi Strength-Opportunities dengan nilai 2,90. 

Sehingga strategi kebijakan Pendidikan dan politik  yang 

menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan adalah 

Strategi SO (Strength-Opportunities). Berdasarkan hasil 

analisis SWOT dan prioritisasi faktor, diketahui bahwa 

Strategi SO (Strengths-Opportunities) merupakan strategi 

prioritas, sehingga rekomendasi dalam mengembangkan 

kebijakan Pendidikan anak usia dini disusun berdasarkan 

strategi prioritas. Berikut ini disajikan sejumlah program 

kegiatan yang dapat direkomendasikan untuk mendukung 

implementasi Strategi SO, yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Bagian ini akan menganalisis dan membahas program-

program yang sudah ditetapkan sebagai prioritas dari strategi 

Strength-Opportunities (SO) berdasarkan strategi yang 

disajikan pada matriks strategi Gambar 2. 

 

Tabel 2. Rekomendasi Program Berdasarkan Strategi 

Strength-Opportunities (SO) 

 

No Strategi Strength-

Opportunities (SO) 

Rekomendasi Program 

 

 

 

1 

 

Pemerataan akses layanan 

PAUD 

 

a. Meningkatkan akses 

pendidikan anak usia dini 

melalui efesiensi anggaran 

PAUD. 

b. Memperluas jangkauan anak 

untuk mendapati layanan 

PAUD 

 

 

 

2 
Membentuk layanan 

PAUD melalui melakukan 

kerjasama Pemerintah 

a. Menjadwalkan pertemuan 

dengan pemerintah 

b. Mendiskusikan perencanaan 

pembentukan layanan PAUD 

kepada pemerintah 
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Berdasarkan rekomendasi program pada Tabel 1, maka 

selanjutnya akan dibahas program-program tersebut 

berdasarkan strategi Strength-Opportunities (SO), pada sub 

bab hasil analisis dan pembahasan. 

 

2. Hasil Analisis dan Pembahasan  

Bagian ini akan menganalisis dan membahas program-

program yang sudah ditetapkan sebagai prioritas dari strategi 

Strength-Opportunities (SO) berdasarkan strategi yang disajikan 

pada matriks strategi Gambar 2. 

1. Pemerataan akses layanan PAUD 

Adapun program kegiatan yang direkomdasikan berdasarkan 

Strategi Meningkatkan Pemerataan akses layanan PAUD 

yang luas adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan akses pendidikan anak usia dini melalui 

efesiensi anggaran PAUD 

Meningkatkan layanan akses Pendidikan Anak Usia Dini 

melalui efesiensi anggran PAUD adalah sebuah program 

yang urgen dan sangat penting untuk dilaksanakan oleh 

setiap lembaga layanan PAUD. Karena selama ini kucuran 

anggaran dana terhadap lembaga PAUD kurang efesien 

menyentuh pada aspek peningkatan layanan untuk 

pembelajaran anak usia dini yang lebih baik. 

Pemerintah setiap tahunnya selalu memberikan dana 

bantuan operasional pendidikan pada layanan PAUD tanpa 

terkecuali baik layanan formal nonformal maupun 

informal. Namun setiap tahun alokasi anggaran setiap 

lembaga selalu memperioritaskan pembelanjaan modal 

dan perjalanan dinas yang notabene hal ini kurang 

menyentuh aspek layanan langsung terhadap anak didik. 

b. Memperluas jangkauan anak untuk mendapati layanan 

PAUD 

Saat ini belum semua anak usia dini mendapatkan layanan 

PAUD. Hal ini dikarenakan beberapa lembaga yang maju 



495 

 

  KEBIJAKAN PENDIDIKAN Konsep & Analisis 

secara sarana dan prasarana PAUD adalah lembaga swasta 

dan memiliki kebijakan iuaran yang tidak dapat dicapai 

oleh keluarga yang berasal dari kalangan bawah. Pun ada 

lembaga PAUD negeri yang lebih murah namun 

terkendala dengan jarak yang jauh dari rumah tempat 

tinggal dan beberapa alasan lain seperti ketidakmampuan 

untuk menyesuaikan dengan anak didik lain meskipun 

hanya pada persoalan pakaian seragam sekolah dan iuran 

kelas yang tak seberapa. 

 

2. Membentuk layanan PAUD melalui melakukan kerjasama 

Pemerintah 

a. Menjadwalkan pertemuan dengan pemerintah 

Sebagai pendidik dan tenaga kependidikan maupun 

pengelola PAUD yang merupakan stekholder yang 

langsung bersentuhan dengan anak usia dini maka sudah 

saatnya untuk melakukan loby-loby anggaran pemerintah 

untuk dibangunkan layanan PAUD yang optimal. 

Stekholder pendidikan harus melakukan jemput bola 

kepada pemerintah untuk memprioritaskan layanan PAUD 

dengan mengdakan pertemuan-pertemuan baik formal 

maupun nonformal.  

b. Mendiskusikan perencanaan pembentukan layanan PAUD 

kepada pemerintah 

Setelah ada upaya loby maka harus dipastikan perencanaan 

pembentukan dan pengalokasian anggaran PAUD yang 

lebih terhadap layanan PAUD tercapai. Hal ini untuk 

memaksimalkan layanan PAUD yang ada saat ini untuk 

lebih termotivasi untuk meningkatkan layanannya. Baik 

itu dari segi media dan alat pembelajaran, aktivitas 

pendukung pembelajaran maupun peningkatan kapasitas 

pendidik dalam memaksimalkan pembelajaran dengan 

baik. 
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C. Penutup 

1. Kesimpulan 

Untuk Meningkatkan Taraf hidup Indonesia serta 

pendidikan Indonesia yang berkualitas maka sangat jelas bahwa 

kebijakan pendidikan nasional sangat penting perannya di dalam 

melindungi dan memberikan pengawasan terhadap kegiatan 

pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana untuk 

mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Memperluas akses 

layanan pendidikan anak usia dini. Mengalokasikan anggaran 

yang lebih kepada pembangunan dan penyelenggaraan PAUD 

maka kualitas pendidikan di Indonesia perlahan tapi pasti akan 

mengalami kemajuan. Pendidikan Anak Usia Dini harus menjadi 

fokus perhatian pemerintah karena majunya suatu bangsa dimasa 

yang akan datang ditentukan oleh generasi saat ini. Jika generasi 

saat ini baik dan berkualitas maka bisa dapat dipastikan Negara 

bangsa akan mengalami kemajuan yang sangat pesat dimasa 

yang akan datang. Sebaliknya jika generasi saat ini adalah 

generasi memble maka kita akan terus menjadi bangsa pengikut 

dari berbagai hal karena kita tidak mampu berkreasi dan 

berinovasi menjadi sebuah bangsa yang madiri karena di awal 

generasi kita tidak terbiasa berkreasi sebagai mana ciri khas 

layanan PAUD berkualitas yakni mendapingi dan 

memaksimalkan kreativitas anak didik yang diharapkan dimasa 

yang akan datang menjadi insan pencipta berbagai produk ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi terbarukan.  

 

2. Rekomendasi 

Untuk peningkatan layanan PAUD berkualitas dan 

Maksimal yang berkaitan dengan pengimplementasian  

kebijakan pemerintah mengenai layanan PAUD  di perlukan 

adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat serta 

stekholder terkait dalam upaya peningkatan mutu kualitas 

layanan PAUD secara merata terorganisasi baik dari pemerintah 

pusat perkotaan dan pedesaan. Dengan upaya ini diharapkan 
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semua anak memperoleh layanan PAUD sesuai dengan UUD 

1945 setiap anak memperoleh pendidikan demi mempersiapkan 

generasi di masa akan datang. 
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